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Buku yang berada di hadapan pembaca ini adalah 
hasil penelitian hukum empiris normatif yang merupakan 
perpaduan antara penelitian lapangan (field research) 
dengan penelitian kepustakaan (library reseasch). Pende-
katan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan (staute approach) dengan tujuan menemukan 
konsistensi dan kesesuaian antara rumusan perundang-
undangan dengan kenyataan dalam implementasinya 
(penerapannya). 

Penelitian ini bersifat diskriptif analitis yaitu meng-
gambarkan kondisi yang sistematis berdasarkan fakta-
fakta yang faktual dan akurat berkenaan dengan perlin-
dungan terhadap saksi dan korban. Adapun perlindung-
an terhadap saksi dan korban merupakan tema yang 
akhir-akhir ini menjadi sorotan berkenaan dengan di-
amandemennya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Undang 
Undang Nomor 31 Tahun 2014. 
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KATA SAMBUTAN 
KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN 

SAKSI DAN KORBAN (LPSK)  
REPUBLIK INDONESIA 

 
Sebelum bergulirnya era informasi, pemenuhan rasa 

keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam rangka 
penegakan hukum sulit diciptakan, karena posisi saksi 
dan/atau korban rentan terhadap terror dan intimidasi, bahkan 
ancaman terhadap keamanan jiwanya tidak terlindungi oleh 
hukum. Seperti diketahui keengganan saksi dan/atau korban 
muncul dan bersaksi untuk menguak kebenaran dalam ber-
bagai kasus pidana merupakan bukti nyata dari buruknya 
kondisi perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, padahal 
untuk penyelesaian suatu kasus, kesediaan saksi dan/atau 
korban untuk memaparkan kejadian yang dialaminya atau 
diketahuinya merupakan syarat utama dalam peradilan. 

Pemahaman pentingnya perlindungan saksi dalam proses 
peradilan pidana kita telah menjadi perhatian sejak masa 
reformasi, setidaknya hal tersebut telah tercermin dalam 
Ketetapan (TAP) MPR Nomor VIII Tahun 2001 tentang 
Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam TAP MPR tersebut 
dinyatakan perlu adanya undang-undang yang mengatur 
tentang perlindungan saksi. 

Kita patut bersyukur era baru dalam tatanan sistem 
peradilan di Indonesia di mana lahirnya Undang Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 
dan dibentuknya LPSK tidak terlepas dari keinginan peme-
rintah untuk melengkapi pranata procedural dalam proses 
peradilan pidana, di mana diharapkan sistem peradilan pidana 
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menjadi sistem yang tidak hanya berorientasi kepada pelaku, 
tetapi juga berorientasi kepada pihak saksi dan korban. 

Salah satu tugas besar yang ingin dilaksanakan oleh LPSK 
adalah dengan memfokuskan diri dalam meretas impunitas 
para pelaku kejahatan yang tergolong berat dengan memasti-
kan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan bukan 
hanya kepada korban, namun juga untuk para saksi yang 
sudah bernyali untuk tampil di panggung pengadilan yang 
selama ini memiliki stigma menakutkan. 

Memasuki usia ke-11 LPSK mulai mendapatkan  ekspek-
tasi yang cukup tinggi dari masyarakat. Terbukti adanya pe-
ningkatan permohonan menjadi terlindung LPSK yang cukup 
signifikan dari tahun ke tahun. 

Sejatinya sebagai sebuah ilmu pengetahuan studi tentang 
hukum, utamanya terkait perlindungan saksi dan korban harus 
selalu bergerak dinamis dan berubah mengikuti dinamika dan 
kebutuhan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang disajikan 
dalam buku ini dapat menjadi sumbangan penting bagi hal-
ihwal perlindungan saksi dan korban serta LPSK itu sendiri. 

Semoga buku ini juga bisa menjadi pembuka jalan bagi 
perbaikan-perbaikan gagasan yang selama ini terus berjalan 
dan mencari arus kesempurnaan. Selain itu, tentu saja pener-
bitan buku ini diharapkan bermanfaat bukan hanya terbatas 
bagi ruang lingkup insan hukum, tetapi juga bermanfaat bagi 
kalangan yang lebih luas. 

Selamat membaca. 
 

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban,  

 

 
Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim. 
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KATA SAMBUTAN 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
(IAIN) BENGKULU 

 
Salah satu persoalan pokok yang dihadapi oleh 

bangsa Indonesia pada masa lampau, dewasa ini, dan 
bahkan mungkin di masa yang akan datang adalah 
persoalan hukum. Persoalan yang dimaksud adalah ba-
gaimana cara meningkatkan efektivitas hukum (undang-
undang) guna menanggulangi berbagai pelanggaran dan/ 
atau kejahatan, demi terciptanya keadilan untuk men-
capai kesejahteraan. 

Sesungguhnya penegakan hukum secara utuh, in-
tegral, menyeluruh ada dua yaitu: Penegakan hukum in 
absracto/formulasi dan penegakan hukum in concrito/ 
nyata. 

Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan 
hukum/undang-undang secara nyata. Seorang sosiolog 
kenamaan, Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa pada 
tingkat implimentasi setidaknya ada lima faktor yang 
mempengaruhi sistem penegakan hukum khususnya 
hukum pidana. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain: 
1. Faktor hukumnya sendiri; 
2. Faktor penegak hukum; 
3. Faktor sarana atau fasilitas; 
4. Faktor masyarakat; 
5. Faktor budaya (culture). 

Untuk terciptanya penegakan hukum secara in 
concreto/ nyata yang berkeadilan harus diawali dengan pe-
negakan hukum secara in absracto atau formulasi 
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hukumnya, di mana hukum yang diciptakan itu harus 
memenuhi rasa keadilan di masyarakat, apalagi Indo-
nesia menganut asas legalitas seperti tercantum di dalam 
Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yaitu: “Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat 
dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perun-
dang-undangan yang mendahuluinya.” Istilah ini dalam 
bahasa Latin disebut dengan “Nullum dilictum nulla poena 
sine praevia legi poenali” artinya tidak ada delik, tidak ada 
pidana tanpa ketentuan yang mendahuluinya.  

Adagium hukum di atas agaknya berlaku pada per-
soalan saksi dan korban kejahatan yang belum men-
dapatkan perhatian dari negara secara seimbang bila 
dibandingkan dengan pelaku kejahatan yang menda-
patkan berbagai fasilitas dari negara. Saksi dan korban 
harus menanggung biaya secara mandiri ketika mereka  
dipanggil untuk menjalani prosedur hukum formal baik 
pada tingkat penyidikan, penuntutan dan sebagainya.  

Kondisi di atas kemudian direspon oleh pemerintah 
dengan melakukan perubahan terhadap Undang Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Undang Undang Nomor 
31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
Salah satu pasal yang memberikan perlindungan ter-
hadap saksi dan korban adalah Pasal 1 butir 10 tentang 
kompensasi, ganti rugi oleh pelaku atau oleh negara, atau 
oleh pihak ketiga yang mewakili pelaku delik. Selain itu 
dalam butir ke 11 juga dimuat aturan berkenaan dengan 
restitusi sebagai bentuk ganti kerugian yang diberikan ke-
pada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak 
ketiga. 

Persoalannya adalah apakah Undang Undang No-
mor 31 Tahun 2014 itu sudah dijalankan secara murni dan 
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konsekuen? Untuk alasan itulah, buku yang berjudul 
“PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Perlin-
dungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Pera-
dilan Pidana di Indonesia)” yang ditulis oleh saudara Dr. 
H. John Kenedi, S.H.,M.Hum., ini diterbitkan. Buku yang 
ada di hadapan pembaca ini mampu memberikan penje-
lasan kepada kita semua, khususnya penyelenggara ne-
gara, para penegak hukum, akademisi dan para maha-
siswa agar dapat memahami implementasinya. Sebab 
apabila tidak ada upaya perlindungan fisik dan psikis ter-
hadap korban dalam kasus-kasus kejahatan, maka entitas 
yang demikian seolah menggambarkan sikap pengabaian 
oleh negara. 

Terakhir, harapan kami, semoga buku yang diang-
kat dari penelitian cluster nasional ini dapat memberikan 
banyak manfaat bagi seluruh pembacanya. 
 

Bengkulu,     November 2019 
 
 
 
Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag. 
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KATA SAMBUTAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  

DAN HUKUM 
 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, 
berkat rahmat dan karunia-Nya, atas terbitnya buku yang 
ditulis oleh saudara Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum., 
salah seorang tenaga pengajar Prodi HTN (Siyasah) di 
Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bengkulu. Kami 
menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada penulis yang telah meluangkan waktu untuk 
menulis, hal ini sangat bermanfaat bagi khasanah ke-
ilmuan dan sekaligus membantu para mahasiswa untuk 
mempermudah mencari literatur yang menjadi kajianya.  

Usaha yang dilakukan oleh saudara Dr. H. John 
Kenedi, SH., M.Hum. Ini adalah salah satu bentuk nyata 
sebagai wujud dari kepeduliannya terhadap lembaga 
pendidikan yang mulai digeluti oleh penulis. Buku yang 
berjudul “PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 
(Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam 
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)” yang sangat di-
butuhkan oleh kalangan akademisi hukum di manapun ia 
berada. 

Gambaran di atas yang mengkisahkan di kalangan 
umum masih banyak yang mengalami dan menyalah-
gunakan aturan yang baku oleh masyarakat hukum. Dan 
dalam hal buku ini dapat memperjelas batasan dan bagai-
mana hukum pidana itu dapat ditegakan baik dalam ta-
taran regulasi maupun dalam aplikasinya guna menang-
gulangi kejahatan dalam masyarakat. 
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Masih sering terdengar bahwa, para dosen –termasuk 
di lingkungan IAIN Bengkulu– kurang produktif dalam 
melahirkan karya-karya ilmiah, terutama buku-buku 
hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai literatur 
maupun bacaan secara umum, namun ketika gerakan 
gemar meneliti dan menulis dimulai, maka  anggapan 
seperti itu saat ini sudah mulai berkurang. Kondisi ter-
sebut ditandai dengan munculnya beberapa dosen muda 
yang memiliki motivasi besar untuk menulis, walaupun 
masih banyak kendala antara lain belum adanya lembaga 
penerbitan sendiri, di samping masih banyak dosen yang 
lebih mengutamakan kegiatan mengajar ketimbang me-
nulis dengan menjadikan koreasi finansial sebagai alasan-
nya. 

Akhirnya saya ucapkan selamat kepada penulis dan 
kepada sidang pembaca yang terhormat, jadikanlah ber-
karya dan menulis sebagai kebutuhan. Sebagai intelektual 
yang punya kemampuan menulis berkaryalah terus dan 
jadikanlah pula ini sebagai rana mencari amal serta men-
jalankn kewajiban sebagai makhluk yang diberikan ke-
mampuan untuk berpikir yang direalisasikan dalam ben-
tuk tulisan. 

 
Bengkulu,     November 2019 
 
 
 
Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Reformasi Indonesia tahun 1998 mengagendakan 
beberapa agenda penting. Salah satu agenda penting 
yang dimaksud adalah adanya tuntutan terhadap 
penegakan hukum yang adil. Khususnya pada upaya 
memposisikan hukum diterminan terhadap sub-
sistem kemasyarakatan yang lain agar hukum tidak 
lagi menjadi sebagai sub-ordinasi dari kehendak 
politik yang saling bersaingan seperti yang pernah 
terjadi selama ini.  

Eksistensi hukum dalam masyarakat merupakan 
suatu yang urgen dan krusial, mengingat fungsi 
hukum sebagai pelindung kepentingan manusia dari 
semua gangguan dan kerugian baik fisik maupun 
moril yang dilakukan oleh pihak lain secara melang-
gar hukum. Dengan hukum pula diharapkan akan 
terwujud cita-cita keadilan bagi manusia, yaitu 
masyarakat yang aman dan tenteram.Hal itu hanya 
dapat terwujud melalui suatu peradilan yang inde-
penden dan merdeka, sesuai dengan bunyi Pasal 1 
ayat (1) yakni: 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara 
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradil-
an guna menegakkan hukum dan keadilan ber-
dasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi 



2     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indo-
nesia.1 

 
Disisi lain, terdapat fenomena yang masih sulit 

diterima sebagai suatu sarana perlindungan hukum 
terhadap korban kejahatan. Ini terbukti masih 
banyaknya dan semakin kompleknya kasus-kasus 
seputar perlindungan terhadap saksi dan korban 
termasuk juga perlindungan terhadap saksi pelaku, 
pelapor dan saksi ahli. Hal ini terjadi karena selain 
rendahnya hukum dalam mengantisipasi dan meng-
akomodasi persoalan yang berkembang, hukum juga 
lemah dalam pelaksanaannya. Sehingga hukum yang 
semula mempunyai tujuan untuk menciptakan kea-
dilan, menjadi  dipertanyakan. 

Penegakan hukum, khususnya hukum pidana 
merupakan salah satu tugas pokok dari negara. 
Penegakan hukum, pidana yang merupakan suatu 
proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan 
penahanan sampai ke peradilan, hingga menjadi 
terpidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). 
Kesatuan proses itu disebut sistem peradilan pidana 
(Criminal Justice System)atauThe Integrated Criminal 
Justice System. 

Proses penegakan hukum di dalam sistem pera-
dilan pidana di Indonesia yang bermuara kepada 
keputusan hakim di pengadilan, cenderung hanya 
berkutat atau terfokus pada apa yang dilakukan 
tersangka atau terdakwa saja. Apakah perbuatan 

                                                            
1 Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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pidana yang dilakukan memenuhi atau tidak meme-
nuhi rumusan pasal demi pasal yang diatur di dalam 
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Padahal dalam segi perlindungan hukum, semesti-
nya tidak ada dikotomi antara pelaku, saksi, dan 
korbannya. Seluruhnya harus memperoleh perlin-
dungan hukum yang sama. 

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada 
Pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa:  

 
“Korban adalah orang yang mengalami penderi-
taan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi 
yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”2 

 
Selama ini, korban tindak pidana dapat dikata-

kan kurang mendapat perlindungan dari negara, 
baik fisik maupun secara ekonomi, termasuk juga 
keperluan-keperluan lainnya dalam memenuhi 
kewajiban sebagai saksi dalam suatu proses pera-
dilan. Sementara pelaku tindak pidana selalu dia-
wasi, mendapatkan perlakuan khusus demi proses 
hukum, bahkan kepada mereka diberikan makan dan 
minum secara teratur. 

Berdasarkan realitas tersebut negara melalui 
lembaga yang resmi pembuat undang-undang 
(Legislatif dan Eksekutif) mengeluarkan Undang 
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 

                                                            
2 Pasal 1 butir 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.   
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Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban.  

Hal tersebut dimaksudkan agar perlindungan 
terhadap saksi dan korban dalam proses sistem 
peradilan pidana dapat terjamin, karena peranan 
saksi dan korban sangat penting dalam mengungkap 
suatu tindak pidana. 

Pada Pasal 1 butir 1,undang-undang tersebut 
dikatakan bahwa: 

 
“Saksi adalah orang yang dapat memberikan 
keterangan guna kepentinganpenyelidikan, pe-
nyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di si-
dang pengadilan tentang suatu tindak pidana 
yang ia dengan sendiri, ia dengar sendiri, ia lihat 
sendiri dan/atau ia alami sendiri.”3 

 
Kejahatan adalah suatu hasil dari interaksi sebab 

dengan adanya interelasi antara fenomena yang ada 
dan saling mempengaruhi, maka pelaku dan korban 
kejahatan befungsi sebagai partisipan yang terlibat 
secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan.4 

Pelaku dan korban kejahatan tak ubahnya seperti 
dua sisi mata uang, ada kejahatan maka dapat pula 
dipastikan ada korban kejahatan. Dalam usaha 
menyelesaikan kasus tindak pidana kejahatan tentu-
nya tidak terlepas dari mempersoalkan terhadap 
korban. Rangkaian pernyataan ini menunjukan bah-

                                                            
3Ibid. 
4 Iswanto dan Angkasa, Vitimologi, Purwokerto: Fakultas 

Hukum Universitas Jendral Sudirman, 2008, hal. 2. 
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wa perhatian dan perlindungan terhadap korban 
kurang mendapat perhatian.  

Anthony J. Schembry mengemukakan bahwa 
“kejahatan sebenarnya memiliki tiga dimensi, yaitu: 
Pelaku kejahatan (criminal actor) dan korban keja-
hatan (victim)”.5 Oleh karena itu, pedoman pemi-
danaan menjadi kajian sekaligus menjadi tolak ukur 
berbagai aktivitas para penegak hukum, baik bagi 
polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut 
umum, termasuk juga hakim sebagai penentu terha-
dap keputusan bagi terdakwa/pelaku tindak pidana. 

Pasal 1 butir 2 UndangUndang Perlindungan 
Saksi dan Korban disebutkan: 

 
“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa atau 
terpidana yang bekerjasama dengan penegak 
hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana 
dalam kasus yang sama.”6 

Pada bagian yang lain undang-undang tersebut 
mengamanatkan agar negara melalui lembaga yang 
diberikan wewenang untuk memberikan perlindung-
an terhadap saksi dan korban yang diatur dalam 
Pasal 1 butir 8 yang berbunyi: 

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan 
hak dan pemberian bantuan untuk memberikan 
rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang 

                                                            
5 Romli Atmasasmita, Masalah Santunan terhadap Korban Tindak 

Pidana,Jakarta: BPHP Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 
1992, hal. 2. 

6Pasal 1 butir 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
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wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga 
lainnya sesuai dengan ketentuan undang-
undang ini.7 

Oleh karena itu, keseimbangan perhatian oleh 
negara –khususnya para penegak hukum– terhadap 
pelayanan bagi pelaku dan korban kejahatan adalah 
suatu hal yang harus dan merupakan suatu ke-
mestian. Jadi, baik pelaku kejahatan maupun korban 
kejahatan wajib diperlakukan secara seimbang antara 
hak dan kewajibannya. Karena korban sesungguhnya 
menjadi subyek konkrit yang selama ini justru hilang 
dari perhatian. 

Pasal 1 butir 10 dicantumkan secara lengkap 
mengenai ganti kerugian terhadap korban atau 
keluarganya. Ganti kerugian yang dimaksud diisti-
lahkan dengan kompensasi. Pasal 1 butir 10 tersebut 
berbunyi: 

 
“Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberi-
kan oleh negara karena pelaku tidak mampu 
memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang 
menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau 
keluarganya”.8 

  
Berkaca dengan pasal di atas, dalam kasus-kasus 

kejahatan yang menimbulkan korban tanpa upaya 
perlindungan fisik dan psikis (perhatian terhadap 
hak-hak dan kedudukan si korban), maka seolah-
olah negara melakukan pembiaran terhadap korban. 

                                                            
7Ibid. 
8Ibid. 
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Korban terkesan harus pasrah kepada semua kea-
daan, musibah, dan penderitaan yang menimpa 
mereka. Mereka terkesan dipaksa agar menerima 
kenyataan dan harus puas dengan tindakan 
penangkapan dan pemidanaan terhadap pelaku keja-
hatan. Padahal, pada kenyataannya bentuk-bentuk 
sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sering dirasa-
kan tidak seimbang atau tidak setara dengan pende-
ritaan dan kerugian yang dialami korban.  Atas dasar 
entitas di atas, agaknya pendapat Schafer dapat 
dikedepankan, dimana ia menyatakan bahwa “Sebe-
narnya pelaku kejahatan itu bertanggung jawab 
terhadap kerugian fisik, moral, maupun nyawa 
korban”9. 

Hubungan antara pelaku kejahatan tindak pi-
dana dan korbannya merupakan dua hal yang tidak 
terpisahkan. Oleh sebab itu, sanksi yang dikenakan 
dalam konteks hukum pidana secara realitas harus 
ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan 
“magis” bagi pihak korban yang terganggu oleh 
perbuatan melawan hukum. 

Dengan demikian, maka sanksi pidana yang 
dikenakan diharapkan dapat menyelesaikan konflik 
dan mendatangkan kedamaian di antara para pihak. 

Kondisi di atas direspon oleh undang-undang 
dengan memberikan ganti rugi oleh pelaku tindak 
pidana atau pihak ketiga yang mewakili pelaku, yang 
disebut dengan restitusi,sebagaimana yang dimaksud 
di dalam Pasal 1 butir 11 yang berbunyi: 

                                                            
9Romli Atmasasmita, Kapita Selakata Hukum Pidana dan 

Kriminalogi, Bandung: Mandar Maju, hal. 82-83. 
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Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan 
kepada korban atau keluarganya oleh pelaku 
atau pihak ketiga.10 

 
Jaminan perlindungan hukum di dalam sistim 

peradilan pidana di Indonesia, semestinya sudah 
diberikan mulai dari proses penyelidikan dan 
penyidikan.11 Misalnya ketika pelaksanaan penahan-
an, mereka mendapat jaminan konsumsi yang telah 
ditetapkan oleh negara dan diberi kesempatan untuk 
mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang 
dimaksud di dalam Pasal 54 Kitab Undang Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP)12 dan Pasal 17 ayat 
(1) dan (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman.13 

Pelaku tindak pidana diberikan pula hak ingkar 
terhadap hakim dan hak untuk tidak menerima 
keputusan pengadilan yang berupa perlawanan 
(yaitu banding dan kasasi) serta hak untuk penin-
jauan kembali (PK) sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (12) KUHAP.14 

Disamping itu, yang lebih menarik adalah ketika 
pelaku kejahatan telah dieksekusi/telah menjalani 
hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, mereka 

                                                            
10Ibid. 
11Iswanto dan Angkasa, Op. Cit.,  hal. 5. 
12 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana. 
13 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Lembaran  Negara RI Nomor 157 Tahun 2009. 
14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana, Lembaran  Negara RI Nomor 76 Tahun 1981. 
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mendapat perhatian dan fasilitas antara lain: Tempat 
tidur, makan, perawatan medis, pendidikan dan 
pelatihan kerja, serta mendapatkan bantuan psiko-
logis.15 

KUHAP yang berlaku di Indonesia belum mem-
berikan perhatian khusus yang berpihak kepada 
korban. Dengan kata lain, kepentingan dan perlin-
dungan bagi hak-hak korban, kerugian fisik dan 
psikis, serta penderitaannya seolah terabaikan. Per-
hatian terhadap korban memang belum diatur lebih 
lanjutsecara eksplisit di dalam regulasi turunan dari 
hukum Belanda tersebut. 

Berangkat dari kenyataan ini, maka tim peneliti 
mencoba untuk mengetahui, memahami, serta 
menganalisis seberapa jauh perundang-undangan 
mengakomodir persoalan perlindungan korban 
tindak pidana, dan bagaimana praktek dalam pelak-
sanaannya. Sehingga selanjutnya dapat diketahui 
seberapa besar perlindungan terhadap korban keja-
hatan yang telah diimplementasikan dalam kehi-
dupan berkeadilan. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di 
atas, maka permasalahan yang muncul adalah: 
1. Bagaimana kedudukan dan hak-hak perlindung-

an hukum bagi korban kejahatan dalam sistem 
peradilan pidana di Indonesia sebelum dan sete-
lah diberlakukannya Undang Undang Nomor 31 

                                                            
15 Angkasa, Bahan Ajar Viktimologi dalam Mata Kuliah 

Viktomologi,Bengkulu: Universitas Hazairin, 2008, h. 34. 
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Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban? 

2. Apakah faktor yang menyebabkan belum adanya 
keseimbangan perhatian dan perlakuan terhadap 
korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana 
di Indonesia sebelum diberlakukannya Undang 
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Peru-
bahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban? 

3. Apakah hak-hak perlindungan hukum bagi 
korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana 
di Indonesia setelah diberlakukanya Undang 
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Peru-
bahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah 
terpenuhi dengan baik ? 

 
C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis kedudukan dan hak-hak 
perlindungan hukum bagi korban kejahatan 
dalam sistem peradilan pidana di Indonesia 
sebelum dan setelah diberlakukanya Undang 
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Peru-
bahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 

2. Untuk mengetahui faktor penyebab belum ada-
nya keseimbangan perhatian dan perlakuan 
terhadap korban tindak pidana kejahatan dalam 
sistem peradilan pidana di Indonesia sebelum 
diberlakukanya Undang Undang Nomor 31 
Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang 
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Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban; 

3. Untuk menganalisis hak-hak perlindungan hu-
kum bagi korban kejahatan dalam sistem pera-
dilan pidana di Indonesia setelah diberlakukanya 
Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
telah terpenuhi dengan baik. 
 

D. Manfaat  Penelitian 
Penelitian tentang Analisis dan Implementasi 

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan 
Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan 
Pidana di Indonesia), diharapkan memiliki manfaat/ 
kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis:Secara teoritis hasil penelitian ini 
dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu 
hukum pidana khususnya implementasi Undang 
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlin-
dungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan 
Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan 
Pidana di Indonesia). Sehingga pada akhirnya 
dapat memberikan konstribusi atau masukan bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, 
khususnya dalam hal-hal yang berhubungan 
dengan berbagai aspek korban kejahatan. 

2. Manfaat Praktis: Secara praktis diharapkan dari 
penelitian ini adalah dapat memberikan sumbang-
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an pemikiran, agar masyarakat –khususnya 
mahasiswa– dapat memahami tentang analisis 
khususnya implementasi Undang Undang Nomor 
31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban 
Kejahatan Dalam sistem Peradilan Pidana di 
Indonesia). Secara spesifik penelitian ini berman-
faat untuk: a. Secara Intern, penelitian ini dapat memberi-

kan penguatan rumpun keilmuan dan keahli-
an pada Fakultas Syari'ah Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, khususnya 
Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (AHS) dan 
prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dalam 
memberikan pemahaman kepada masyarakat 
dan mahasiswa tentang analisis terhadap un-
dang-undang khususnya hukum pidana dan 
implementasinya, lebih khusus lagi dalam 
perlindungan terhadap saksi dan korban; b. Secara ekstern, penelitian ini menggunakan 
pendekatan Community Based Research (CBR) 
dengan memadukan keseimbangan pengem-
bangan ilmu pengetahuan hukum pidana 
secara teoritik dan praktik untuk saling do-
rong dan saling memberikan manfaat bagi 
penegak hukum sebagai mitra.Sehingga hasil 
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
bahan pertimbangan oleh praktisi hukum/ 
penegak hukum dalam proses peradilan pi-
dana. 
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E. Kerangka Pemikiran 
Pelaksanaan proses hukum yang adil adalah 

merupakan suatu cita-cita dan dambaan dari semua 
masyarakat, termasuk para penegak hukum. Sebagai 
landasan filosofis dari penegakan hukum yang adil 
disandarkan kepada aspek kemanusiaan dan keadil-
an sosial sebagaimana tercantum pada rumusan sila 
kedua dan kelima dari Pancasila. Hal ini berarti pe-
merintah sebagai penegak hukum mempunyai suatu 
kewajiban memberikan perhatian, pelayanan, dan 
kepedulian yang seimbang kepada seluruh warga 
negara. Sebagai kompensasi kepatuhan warga negara 
yang telah melaksanakan kewajiban, seperti mem-
bayar pajak dan pungutan-pungutan lainnya bagi 
kepentingan negara. Dengan demikian, setiap warga 
negara berhak mendapat perlindungan, pelayanan, 
serta jaminan keamanan termasuk mendapatkan 
keadilan dalam proses pelaksaan hukum. Negara 
wajib melindungi seluruh warga negaranya dalam 
keadaan apapun. Terlebih lagi kepada korban keja-
hatan yang mengalami penderitaan.16 

Pemerintah seolah dianggap telah gagal dalam 
memenuhi kewajibannya untuk mencegah dan me-
lindungi masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan 
kurangnya perhatian terhadap warga negara yang 
menjadi korban kejahatan. Bukti selanjutnya menge-
nai kurangnya perlindungan terhadap masyarakat 
ialah dalam urusan penyelesaian perkara pidana. 
Kurangnya perlindungan hukum yang memadai 

                                                            
16 Mulyana. W Kusuma, Aneka Permasalahan dalam Ruang lingkup 

Kriminologi,Bandung: Alumni, 1981, hal. 129. 
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kepada korban kejahatan (baik perlindungan yang 
bersifat immateril maupun materil) menunjukkan 
kurangnya perhatian pemerintah terhadap korban 
kejahatan. Pembicaraan biasanya hanya menyasar 
pada pertanyaan “Apa yang harus dilakukan terha-
dap penjahat?” dan tidak mempertanyakan “Apa 
yang dapat dilakukan terhadap korban?”. Padahal 
sebenarnya “Korban memiliki hak hukum dalam 
setiap tahapan proses peradilan”. Dengan kata lain 
korban lebih memiliki hak bantuan hukum dan 
sebagainya selama tahapan proses peradilan.17 

Anthony J. Schembry mengemukakan bahwa 
“Kejahatan sebenarnya memiliki tiga dimensi, yaitu: 
Perbuatan jahat (criminal act), pelaku kejahatan 
(criminal) dan korban kejahatan (victim). Oleh karena 
itu, dalam kajian pedoman pemidanaan sebagai tolak 
ukur bagi berbagai aktifitas para penegak hukum, 
dalam hal ini polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai 
penuntut, dan hakim sebagai penentu terhadap 
keputusan bagi terdakwa. Ketiga subyek tersebut 
harus diperhatikan, yaitu tersangka/terdakwa, Kor-
bandan masyarakat.”18 Jadi, adanya keseimbangan 
perhatian oleh perangkat dan penegak hukum ter-
hadap pelayanan bagi pelaku dan korban kejahatan 
adalah suatu hak yang semestinya. Baik pelaku keja-
hatan maupun para korban haruslah diperlakukan 
secara seimbang kepentingannya. Perangkat dan 
penegak hukum tidak hanya terfokus dengan 
proyeksi tertib hukum saja, sehingga yang sebenar-

                                                            
17 Angkasa, Loc. Cit. 
18 Romli Atmasasmita, Op. Cit., hal. 2. 
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nya atau yang seharusnya menjadi subyek (terdak-
wa) dan terutama korban justru luput dari perhatian. 

Persoalan pentingnya perhatian terhadap perlin-
dungan terhadap korban kejahatan ini sebenarnya 
bukan saja menjadi isu nasional, tetapi telah menjadi 
isu internasional. Fakta tersebut dapat dilihat dengan 
dibentuknya “Declaration of Basic Principles of Justice 
for Victims of Crime and Abuse of Power” oleh Perseri-
katan Bangsa-bangsa (PBB), di Milan, Italia, pada 
bulan September 1985. 

Pada dasarnya, terdapat dua model perlin-
dungan terhadap korban kejahatan, yaitu: Pertama, 
hak-hak prosedural, model ini menekankan peran 
aktif korban dalam proses peradilan pidana, seperti 
membantu Jaksa Penuntut Umum dalam setiap 
tingkat pemeriksaan perkara. Korban adalah pihak 
yang wajib didengar pendapatnya. Kedua, ganti rugi 
dan restitusi,model pelayanan yang menekankan 
pada pemberian ganti rugi dalam bentuk konpensasi 
dan restitusi dan upaya pengembalian kondisi 
korban yang menagalami trauma rasa takut dan 
tertekan akibat kejahatan,19 sebagaimana yang diatur 
di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Secara implisit, ketentuan Pasal 14 c ayat (1) 
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah 
memberikan perlindungan terhadap korban keja-
hatan, Pasal yang dimaksud berbunyi: 

                                                            
19 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan 

Viktimologi, Jakarta: Djembatan, 2007, hal. 122. 
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“Dalam perintah yang dimaksud dalam Pasal  14 
a kecuali jika dijatuhkan denda, selain mene-
tapkan syarat umum, bahwa terpidana tidak 
akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat 
menetapkan syarat khusus bahwa terpidana 
dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari-
pada masa percobaannya harus mengganti se-
gala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan 
oleh perbuatan  pidana tadi.”20 
 
Ketentuan yang ada di dalam Pasal 14 c ayat (1), 

demikian juga ketentuan yang terdapat di dalam 
Pasal 14 a dan b KUHP memberikan kemungkinan 
bagi hakim untuk dapat menjatuhkan pidana dengan 
menetapkan syarat umum dan syarat khusus. Syarat 
khusus kepada terpidana dimaksudkan guna 
mengganti kerugian yang ditimbulkannya terhadap 
korban. Hanya saja, aspek ini sifatnya perlindungan 
abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan 
demikian karena sifat syarat khusus berupa peng-
gantian kerugian adalah “fakultatif”, tergantung 
penilaian hakim. Oleh karena itu, didasari rasa 
keseimbangan individu dari masyarakat (asas mono-
dualistik) seharusnya perlindungan terhadap korban 
dalam KUHP sifatnya “imperatif”. 

Memang terdapat upaya memberikan perlin-
dungan kepada korban di dalam konsideran Undang 
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang 
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun 

                                                            
20 Moelyatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP), 

Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hal. 9. 
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ketentuan yang memuat hak dan kewajiban untuk 
korban secara adil, belum dijelaskan dalam penja-
baran pasal-pasalnya demikian juga dalam diktum 
dan penjelasannya. Undang-undang seolah hanya 
berorientasi pada pelaku, bukan kepada korban. 
Padahal keduanya sangatlah berkaitan. Istilah korban 
kejahatan tindak pidana sebenarnya sudah dikenal 
sejak adanya kejahatan dan seiring dengan adanya 
pelaku kejahatan. Pada dasarnya tidak akan ada 
kejahatan tanpa adanya korban, dan tidak akan ada 
korban tanpa pelaku kejahatan. 

Perhatian terhadap persoalan korban kejahatan 
ini sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan. 
Ini merupakan embrio munculnya suatu cabang ilmu 
yang disebut dengan istilah victimologi.21 Sebagai 
suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri, 
victimologi mendasarkan kajiannya kepada hubung-
an antara pelaku dan korban kejahatan dalam 
peradilan pidana. Namun demikian, ia merupakan 
unsur utama suatu penyelesaian terhadap masalah 
kejahatan dalam peradilan pidana sekaligus untuk 
memecahkan masalah ketidak seimbangan perhatian 
dan perlakuan oleh perangkat dan penegak hukum 
terhadap korban dan keluarganya dengan pelaku 
kejahatan.  

Kata "korban" sebenarnya mempunyai banyak 
arti bervariasi dan berkembang yang dapat menim-
bulkan bermacam-macam makna, namun jika dia-
mati maka korban pada hakikatnya dapat dikate-
gorikan menjadi dua makna. Pertama, korban dalam 

                                                            
21 Romli Atmasasmita, Op. Cit., hal. 7. 
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pengertian sacrifice yang berarti bentuk korban yang 
berhubungan dengan hal-hal metafisik dan supra-
natural. Kedua, korban dalam arti keilmuan yang 
meliputi semua bentuk korban selain pengertian 
yang pertama. 

Arif Gosita mengatakan bahwa korban adalah 
mereka yang menderita jasmani dan rohaniah 
sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari 
pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain 
yang bertentangan dengan kepentingan dan hak 
asasi yang menderita, ia dapat bersifat individu atau 
kelompok, baik pemerintah ataupun swasta.22 Romli 
Atmasasmita menambahkan bahwa korban ialah 
termasuk mereka yang menderita dan kehilangan 
harta benda di luar tanggung jawab mereka.23 
Iswanto mengatakan bahwa korban adalah akibat 
perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka 
rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan 
semua hal yang benar-benar berisi sifat penderitaan 
jiwa, raga, harta dan moral, serta sifat ketidak-
adilan.24 Angkasa menambahkan korban di sini 
termasuk didalamnya antara lain korban akibat dari 
kejahatan atau perbuatan yang dapat dihukum, 
korban kecelakaan, korban bencana alam, korban 
dari penyalahgunaan kekuasaan di bidang eko-
nomi.25 

                                                            
22 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan 

Karangan,Jakarta: PT. Buana Ilmu, 1993, hal. 63. 
23 Romli Atmasasmita, Loc. Cit. 
24 Iswanto dan Angkasa, Loc. Cit. 
25Ibid. 
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Secara lengkapnya korban tindak pidana adalah 
“orang-orang yang secara individual atau kolektif 
telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan 
fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian 
ekonomis, atau pengarangan substansial, hak-hak 
asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-
pembiaran yang melanggar hukum pidana. 

Kejahatan adalah suatu hasil dari imraksi sebab 
dengan adanya interalasir fenomena yang ada dan 
saling mempengaruhi. Sejalan dengan hal itu, 
Sudarto mengemukakan bahwa kejahatan adalah 
perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana 
(punishable) yang ditetapkan oleh penguasa, akan 
selalu berubah dari waktu ke waktu, dan berbeda 
dari tempat ke tempat.26 

Howard Bockcker mengemukakan bahwa 
kejahatan itu adalah perilaku yang menyimpang 
yang dicap oleh masyarakat.27 Kemudian Sahetapy 
dan Marjon menyatakan bahwa kejahatan adalah 
setiap perbuatan tersebut diberikan sanksi pidana 
karena melanggar norma-norma harapan masyarakat 
tentang tingkah laku mana yang patut sebagai 
seorang warga negara.28 Dimana perbuatan tersebut 
diberikan sanksi pidana karena melanggar norma-
norma harapan masyarakat tentang tingkah laku 
mana yang patut sebagai warga negara.29 Arif Gosita 

                                                            
26 Arif Gosita, Op. Cit., hal. 98. 
27 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana,Bandung: Alumni, 2006, 

h. 171. 
28 Mulya W. Kusuma, Op. Cit., hal. 23. 
29 J. E. Sahetapy, Paradoks Kriminologi, Jakarta: CV. Rajawali, 

1982, hal. 11. 
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mengatakan bahwa yang dimaksud kejahatan di sini 
adalah kejahatan dalam artian luas, tidak yang hanya 
dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana 
saja.30 Akan tetapi, setiap perbuatan yang dapat 
menimbulkan penderitaan dan kerugian pihak lain 
yang tidak dapat dibenarkan, sungguhpun tidak atau 
belum dirumuskan oleh undang-undang. 

 
F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum 
empiris normatif atau penelitian hukum sosiologis 
normatif atau penelitian hukum indoktriner 
normatif yaitu penelitian hukum lapangan yang 
menitik beratkan pada data primer atau data 
lapangan (field reseasch) yaitu data yang langsung 
didapat dari sumber utamanya dan didukung 
oleh data kepustakaan (Library Reseasch). Jadi 
jenis penelitian ini merupakan perpaduan antara 
penelitian lapangan dengan penelitian kepus-
takaan (Library Reseasch)dengan menggunakan 
Pendekatan perundang-undangan (staute app-
roach),untuk mencari dan menemukan konsis-
tensi dan kesesuaian antara rumusan Undang 
Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlin-
dungan Saksi dan Korban dengan kenyataan 
dalam implementasinya (penerapannya). 

2. Teknik Pengumpulan Data Hukum. 
Pengkajian kesesuaian antara rumusan  Undang 
Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlin-

                                                            
30 Arif Gosita, Op. Cit., hal. 100. 
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dungan Saksi dan Korban dengan kenyataan 
dalam implementasinya (penerapannya), meng-
gunakan bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan 
hukum yang tim peneliti maksud dapat dijelas-
kan sebagai berikut:  
a. Data hukum primer, merupakan data hu-

kum yang diperoleh langsung dari objek 
yang diteliti melalui wawancara dan doku-
mentasi. Adapun yang menjadi data primer 
adalah Ketua dan anggota/pengurus Lem-
baga Perlindungan Saksi dan Korban baik 
yang berada di pusat ataupun yang berada 
di daerah;  

b. Data hukum sekunder adalah data hukum 
dari norma (dasar) atau kaidah dasar, pera-
turan perundang-undangan, bahan hukum 
yang tidak dikodifikasi, dan yurisprudensi.31 
Maka, bahan hukum ini meliputi peraturan 
dasar, yaitu Pancasila, Undang Undang 
Dasar 1945, serta undang-undang lain yang 
ada kaitannya dengan perlindungan saksi 
dan korban. Bahan hukum yang dimaksud 
haruslah mampu memberikan penjelasan 
terhadapdata hukum primer, termasuk 
karya ahli hukum,32 hasil penelitian dan 
rancangan undang-undang.33 Selain itu, ia 

                                                            
31 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum 

Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 
2012, hal. 14.  

32Ibid., hal. 15.  
33Ibid. 
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dapat pula berupa buku-buku teks (lite-
ratur), makalah-makalah seminar, artikel, 
jurnal ilmiah, koran, rancangan Kitab Un-
dang Undang Hukum Pidana (KUHP), 
website, dan hasil-hasil penelitian lainnya 
yang dapat dijadikan rujukan terkait dengan 
pokok permasalahan yang diteliti; 

c. Data hukum tersier, yaitu data hukum yang 
dapat memberikan petunjuk/penjelasan 
terhadap data hukum primer maupun data 
hukum sekunder, seperti kamus dan 
einsiklopedia.34 Maka data hukum tersier 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
ensoklopedi, kamus hukum, dan kamus ba-
hasa Indonesia. Pengumpulan data hukum 
sekunder dan tersier diperoleh dengan cara 
penelusuran pustaka, baik melalui studi  di 
perpustakaan maupun mengakses melalui 
internet. 

3. Analisa Data 
Setelah data terkumpul, maka langkah selan-
jutnya adalah mengolah dan menganalisa data 
tersebut, sehingga dapat dimengerti makna yang 
terkandung di dalamnya. Data yang diperoleh 
dianalisa dengan cara normatif kualitatif yaitu 
dengan menafsirkan dan menjabarkan data 
berdasarkan asas-asas hukum, norma hukum 
dan teori hukum. Pada dasarnya analisa data 
dibedakan menjadi dua macam, yaitu kualitatif 

                                                            
34Ibid. 



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     23 

dan kuantitatif.35 Apabila data yang dikumpul 
itu berujud kasus maka analisanya pastilah 
kualitatif.36 Dengan demikian maka, analisa data 
dalam peneilitian ini adalah bersifat “Deskriptif 
Kualitatif”. Apabila analisa data dipahami se-
bagai proses penarikan kesimpulan dari data 
yang ada. Maka dapat dibedakan kepada analisa 
induktif dan analisa deduktif; 

4. Analisa Data Induktif  
Yaitu suatu cara pengambilan kesimpulan yang 
bersifat umum dari kasus-kasus individual. 
Analisa deduktif adalah kebalikan dari penger-
tian analisa induktif, yaitu suatu proses 
penarikan kesimpulan yang bersifar 
individual/khusus dari pernyataan-pernyataan 
yang bersifat umum.Apabila analisa data 
dipahami sebagai proses penarikan kesimpulan 
dari data yang ada. Maka dapat dibedakan 
kepada analisa induktif dan analisa deduktif. 
 

G. Waktu Pelaksanaan Penelitian 
Penelitian dilaksanakan selama  6 (enam) bulan 

terhitung dari bulan Maret sampai dengan bulan 
Agustus 2017, sesuai dengan  Surat Ketua LPPM 
IAIN Bengkulu Nomor 001/In.11/L.1/TL.01/01/2017, 
tanggal 3 Januari 2017 tentang Pengumuman Pene-
litian Dosen IAIN Bengkulu DIPA Tahun 2017, khu-
susnya Bagian Keempat tentang Agenda Kegiatan 
Penelitian. 

                                                            
35 Koentjoroninggrat, Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal. 264. 
36Ibid. 



24     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     25 

BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG  

KORBAN KEJAHATAN 
 
A. Pengertian Korban Kejahatan 

Pengertian korban dalam kajian victimologi 
adalah; secara etimologi berasal dari bahasa latin 
“victima”, yang berarti korban, dan “logos” yang 
berarti ilmu. Secara terminologi, victimologi, yang 
berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, 
penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat 
menimbulkan korban, yang merupakan masalah 
manusia sebagai suatu kenyataan sosial.37 

Kata “korban”sesungguhnya memiliki arti yang 
bervariasi serta terus berkembang. Ia dapat pula 
mengakibatkan beragam penafsiran makna. Berbagai 
macam pengertian terhadap kata “korban”, dikemu-
kakan oleh para ahli maupun definisi-definisi yang 
bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang 
membahas persoalan yang berkenaan dengan korban 
kejahatan.Sebagian diantaranya adalah dikemukakan 
oleh Iswanto dan Angkasa sebagai berikut: 
1. Suatu makhluk hidup yang dikorbankan kepada 

dewa atau alam dalam melaksanakan upacara 
agama. 

2. Seorang yang dibunuh atau di aniaya denda atau 
oleh orang lain, seorang yang mengalami penin-
dasan, kerugian atau penderitaan. 

                                                            
37Didik M.Arief Mansyur dan ElisatrisGultom, Urgensi Perlin-

dungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 73. 
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3. Seorang mengalami kematian atau luka-luka 
dalam berusaha menyelamatkan diri. 

4. Seorang yang diperdaya, ditipu atau mengalami 
penderitaan, seorang yang di pekerjakan atau di 
manfaatkan secara sewenang-wenang dengan 
tidak layak.38 
Sejatinya ketika membahas persoalan korban, 

maka ia tidak lepas dari membahas budaya dan 
peradaban. Salah satunya ialah budaya dan peradab-
an Ibrani Kuno. Pada budaya atau peradaban tersebut 
dikatakan bahwa istilah “korban” merujuk pada 
pengertian “pengorbanan atau yang dikorbankan”, 
yaitu “mengorbankan seseorang atau binatang untuk 
pemujaan atau hirarki kekuasaan”.39 

Berabad-abad lamanya, pengertian “korban” 
menjadi berubah dan memiliki makna yang lebih 
umum dan luas. Ketika ilmu victimologi pertama kali 
ditemukan sekitar tahun 1940-an oleh Medelshon, 
Von Hentig, dan Wolfgang; kata “korban” cenderung 
dimaknai secara tekstual (text book) yaitu: “Orang le-
mah yang membuat dirinya sendiri menjadi kor-
ban”.40 Kemudian pada tahun 1980-an pendapat ini 
ditentang habis-habisan oleh kaum feminis yang 
mengubah pengertian korban menjadi: “Setiap orang 
yang terperangkap dalam suatu hubungan atau 
keadaan yang sangat asimetris, yakni segala sesuatu 
yang tidak seimbang, bersifat eksploitasi parasitis 
(mencari keuntungan untuk pihak tertentu); merusak, 

                                                            
38 Iswanto dan Angkasa, Loc. Cit. 
39http://www./FacultyNCWC_EDU/Toconnor/300/300LECT01.  

html, diakses pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2017, Pukul 14.11 WIB. 
40 Ibid. 
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memuat orang menjadi terasing dan menimbulkan 
penderitaan yang panjang.41 Pada saat itulah maka 
pengertian korban mulai cenderung kepada: “Setiap 
orang, kelompok atau apapun yang mengalami luka-
luka, kerugian atau penderitaan akibat tindakan yang 
bertentangan dengan hukum dimana penderitaan ter-
sebut bisa berbentuk psikologi maupun ekonomi”.42 

Dalam kamus Poerwa Darminta disebutkan 
bahwa korban adalah: 
1. Pemberian untuk menyatakan kebaktian (kere-

laan hati); 
2. Orang yang menderita kecelakaan karena 

perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri 
atau orang lain; 

3. Orang yang mati; 
4. Orang yang mati karena menderita kecelakaan, 

karena tertimpa bencana alam seperti banjir, 
gempa bumi dan lain sebagainya.43 
J. E. Sahetapy mengemukakan bahwa yang di 

maksud dengan korban adalah orang perorangan, 
badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan 
atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan 
baik itu secara fisik maupun secara kejiwaan. Keru-
gian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum 
saja,tetapi juga dilihat dari segi ekonomi dan politik, 

                                                            
41http://www.victoborg.com/html/Feminis_Victimologi,diak-

sespada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2017, Pukul 14.13 WIB. 
42 

http//www.facults.NCWE.edu/toenner/300/300/LECTO.1.HTM, 
diakses pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2017, Pukul 14.14 WIB. 

43 Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai 
Pustaka, 1976, hal. 33. 



28     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

maupun dari segi sosial dan budaya. Mereka yang 
menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan 
kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara 
langsung maupun tidak langsung, dan tanpa adanya 
peranan dari si korban.44 

Arif Gosita mengatakan bahwa korban adalah 
mereka yang mengalami penderitaan jasmani dan 
rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari 
pembunuhan kebutuhan diri sendiri atau orang lain 
yang bertentangan dengan hak asasi yang men-
derita.45 

Apa yang dikemukakan oleh Arif Gosita ternyata 
senada dengan J. E. Sahetapy yakni sama-sama mem-
perluas makna pengertian korban tidak hanya untuk 
perorangan tetapi berlaku untuk subyek hukum yang 
lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan 
korporasi, timbulnya korban yang erat kaitannya 
dengan kejahatan. 

Kemudian jika merujuk dengan deklarasi prin-
sip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan oleh perserikatan bangsa-
bangsa yang berlangsung di Kota Milan, Italia pada 
bulan September 1985 menyatakan bahwa korban 
adalah: “Orang yang secara individu atau kelompok 
telah menderita kerugian termasuk secara fisik mau-
pun mental, penderitaan emosional, kerugian 

                                                            
44J.E.Sahetapy, Victimologi: Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Sinar 

Harapan, 1987. hal. 25. 
45Arif Gosita, Kumpulan Makalah Masalah Korban Kejahatan, 

Jakarta: PT. Utama Ilmu Populer, 2004, hal. 41-42. 
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ekonomi atau perampasan terhadap hak-hak dasar-
nya, baik karena tindakan maupun kelalaian.”46 

Muladi mengemukakan bahwa korban adalah 
orang-orang baik secara individu maupun secara 
kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian 
fisik maupun kerugian mental, emosional, atau gang-
guan substansi terhadap hak-haknya yang funda-
mental,melalui perbuatan atau kondisi yang melang-
gar hukum pidana di masing-masing negara, ter-
masuk penyalagunaan kekuasaan.47 

MenurutUndang Undang Nomor 27 Tahun 2004 
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,korban 
adalah orang-perorangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan atau mengalami pengabaian 
atau perampasan hak-hak dasarnya.48 Angkasa 
mengemukakan bahwa korban disini termasuk di 
dalamnya antara lain korban akibat dari kejahatan 
atau perbuatan yang dapat dihukum (victim of crime), 
korban kecelakaan (victim of acident), korban bencana 
alam (victim of natural disaster) korban kesewenang-
wenangan atau korban atas pelanggaran hak azasi 
manusia (victim of ilegal a buses of economik power). 

Berdasarkan beragam pengertian yang dikemu-
kakan di atas, dapat dipahami bahwa korban pada 
dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelom-
pok yang secara langsung menderita dari sebagai 

                                                            
46Theo Van Buven, Mereka yang Menjadi Korban (Hak Korban Atas 

Restitusi, Konvensasi Dan Rihabilatasi), Jakarta: Elsam, 2002, h. 176. 
47 Muladi. HAM dalam Perspektif Sistim Peradilan Pidana, Se-

marang: Badan Penerbit UNDIP, 2002. hal. 108. 
48 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Ke-

benaran dan Resistusiliasi. 
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akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan 
kerugian penderita bagi diri dan/atau kelompoknya 
saja, bahkan sesungguhnya pengertiannya bias lebih 
luas lagi. Sehingga, pada hakikatnya dapat dikatakan 
bahwa pengertian korban itu bukan khusus manusia 
saja atau perorangan saja, namun juga belaku untuk 
badan hukum, badan usaha, kelompok organisasi 
termasuk juga negara. Sangat luasnya pengertian 
subyek hukum ini sebab badan hukum atau kelom-
pok itu juga melaksanakan hak dan kewajiban yang 
dilindungi oleh hukum atau subyek hukum tersebut 
dapat juga merasakan penderitaan atau kerugian dari 
kepentingan yang dimilikinya disebabkan perbuatan 
diri sendiri atau orang lain. 

Berdasarkan maksudnya, pengertian-pengertian 
“korban” sebagaimana yang dikemukakan di atas 
dapat dibagi menjadi dua:Pertama, korban dalam 
artian “sasrifical”, yakni bentuk korban yang dihu-
bungkan dengan hal-hal yang bersifat metafisik, 
supranatural, dan hal-hal ritual, misalnya korban 
dalam upacara keagamaan. Kedua, korban dalam 
artian secara keilmuan (victimological), yaitu tidak 
termasuk dalam pengertian yang pertama. Dijelaskan 
oleh Iswanto bahwa korban dalam artian yang kedua 
ini adalah korban yang terlahir sebagai akibat 
perbuatan yang disengaja atau kelalaian kemauan, 
suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam 
yang kesemuanya benar-benar berisi penderitaan 
jiwa, raga, harta, dan moril serta sifat ketidakadilan.49 

                                                            
49 Iswanto dan Angkasa, Op. Cit., hal. 7-8. 
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Tulisan ini mengkaji persoalan berkenaan 
dengan istilah “korban” dalam artian keilmuan 
(victimological) yang antara lain meliputi:Korban dari 
akibat kejahatan dan/atau perbuatan yang dapat 
dihukum (victim of crime), korban kecelakaan (victim of 
accident), korban bencana alam (victim of natural 
disaster), korban kesewenang-wenangan penguasa 
dan/atau korban atas pelanggaran hak asasi manusia 
(victim of illegal abuses of public power) maupun korban 
penyalagunaan kekuasaan di bidang ekonomi (victim 
of illegal abuses of economic power).Pada perspektif yang 
lebih luas, bahwa tulisan ini akan membahas 
mengenai korban dari tindak pidana (victim of crime). 

 
B. Peranan Korban pada Interaksi Sosial dan 

Pengaruhnya terhadap Terjadinya Kejahatan 
Sesungguhnya secara zahirnya, setiap orang 

tidak dapat melihat bahwa peranan korban dalam hal 
terjadinya tindak kejahatan dan tidak ada pula 
seseorang yang mau menjadi korban dari tindak 
kejahatan. Namun demikian, situasi dan kondisi 
tertentu dapatlah menyebabkan calon korban seolah 
ikut berperan serta terhadap terjadinya sesuatu tindak 
kejahatan. Sebab sebenarnya siapa saja dapat menjadi 
korban tanpa memandang pada tingkatan sosial, 
umur, jenis kelamin, suku, bangsa dan pekerjaan. 
Terbuka kemungkinan terjadi kejahatan bagi setiap 
orang. Dengan kata lain setiap orang memiliki pe-
luang untuk menjadi korban. 

Victimologi memprediksi adanya kaitan yang 
erat antara korban kejahatan dengan beberapa faktor 
lain di sekitarnya.Berdasarkan kriteria sifatnya, 
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faktor-faktor yang dimaksud dapat dibedakan men-
jadi: 
1. Peranan pihak korban yang mempengaruhi terja-

dinya suatu kejahatan. 
Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu 

bahwa setiap permasalahan yang terjadi di antara 
sesama manusia merupakan hasil intraksi sebagai 
akibat adanya sesuatu interelasi antara fenomena-
fenomena yang dan tentunya saling mempengaruhi. 
Demikian pula halnya dengan sesuatu kejadian 
tindak pidana (viktimisasi kriminal). Maka untuk 
dapat menangulangi suatu kejahatan ada banyak 
faktor dominan yang mempengaruhi pada adanya 
viktimisasi kriminal yang harus di perhatikan dan 
diteliti semua pihak yang terlibat baik langsung 
maupun tidak langsung pada terjadinya suatu keja-
hatan, dan tidak hanya memperhatikan pelaku keja-
hatan saja. 

Sayangnya para krimolog konvensional lebih 
banyak memperhatikan mencari sebab-sebab timbul-
nya victimisasi kriminal suatu kejahatan tersebut 
hanya pada pihak pelaku dan kurang memper-
hatikan terhadap sebab musabab pihak-pihak lain 
yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Pa-
dahal untuk dapat menanggulangi suatu kejahatan 
haruslah melibatkan semua pihak termasuklah dalam 
hal ini “korban” itu sendiri, yang dalam 
kenyataannya ikut terlibat baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam suatu tindak keja-
hatan. Karena hubungan antara korban dan pelaku 
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sebenarnya adalah hubungan sebab dan akibat.50 
Selain itu acap kali tindakan si korban dapat 
mempengaruhi timbulnya kejahatan sebagai mani-
festasi dari sikap dan tingkah laku korban sebelum, 
ketika, dan setelah kejadian. 

Disebutkan oleh Hentig Wolfgang, Amir, Meir, 
dan Maite –sebagaimana yang dikutip oleh Angkasa– 
bahwa dalam beberapa hal korbanlah yang mem-
bentuk dan mencetak kejahatan dan penjahat. Ber-
dasarkan studi data statistik ditemukan satu korban 
diantara empat kasus pembunuhanikut mempercepat 
terjadinya pembunuhan. Kasus asusila juga dibukti-
kan bahwa 4-9% (empat sampai sembilan persen) 
kasus pemerkosaan terjadi karena kelalaian korban.51 
Kondisi tersebut sejalan dengan apa yang dikemu-
kakan oleh Ninik Wadayanti Waskita bahwa korban 
memposisikan diri sebagai pihak yang keliru se-
hingga merangsang (menimbulkan minat) seseorang 
untuk melakukan kejahatan sehingga membuat 
seseorang menjadi penjahat.52Dari sikap dan 
tingkahlaku korban ditambah dengan dukungan dari 
situasi dan kondisi pada saat itu mendorong si 
pelaku bertindak victimisasi criminal.  

Schafer Stephen yang dikutif oleh Angkasa 
mengatakan bahwa: “Korban mempunyai tanggung 
jawab fungsional yakni secara aktif menghindari 
untuk menjadi korban, tidak memprovokasi, serta 

                                                            
50 Sagung Putri M. E. Purwani, “Victimisasi Criminal terhadap 

Perempuan”, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 33, No. 1, Januari 2008, hal. 4. 
51 Angkasa, Op. Cit., hal. 5. 
52 Ninik Dwiyanti dan Julius Waskita, Kejahatan dalam Masya-

rakat dan Pencegahannya, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 133. 
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tidak memberikan kontribusi terhadap terjadinya 
tindak pidana53 yang disebut victim precifitation54 atau 
keikutsertaan korban. 

Perbuatan pelaku kejahatan atau pelaku tindak 
pidana dapat dipahami dengan baik (menurut 
proposisi yang sebenarnya) dapat dilakukan dengan 
memperhatikan korban. Dengan kata lain, faktor dan 
fenomena apa yang menjadi alasan, mempengaruhi, 
serta mendukung pelaku sehingga terjebak berbuat 
kejahatan adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. 

Korban tidak lepas dari terjadinya suatu keja-
hatan (victimisasi criminal). Pihak korban merupakan 
partisipan utama yang memainkan peran penting 
terhadap terjadinya tindak kejahatan.Pihak korban 
dapat berperan baik dalam keadaan sadar atau tidak 
sadar, langsung atau tidak langsung individu atau 
bersama-sama bertanggung jawab atau tidak, baik 
secara aktif maupun pasif dengan motivasi positif 
maupun negatif hal ini semua tergantung dengan 
situasi pada waktu kejahatan tersebut berlangsung. 
Perilaku atau sikap korban disatu sisi dan disisi lain, 
situasi serta kondisi tertentu pada saat itu 
dapatmenarik minat pihak pelaku untuk melakukan 
kejahatan terhadap korban. Sungguhpun pada saat 
itu sebenarnya korban tidak bermaksud menjadi 

                                                            
53 Angkasa dan Agus Raharjo, “Kedudukan Korban Tindak 

Pidana dalam Sistim Peradilan”, Jurnal Penelitian Hukum “Supremasi 
Hukum”, Vol. 12, No. 2. Agustus 2007, Fakultas Hukum Universitas 
Bengkulu, hal. 1019. 

54 Romli Atmasasmita, Masalah Tuntutan terhadap Korban Tindak 
Pidana,Jakarta: Badan Pimpinan Hukum Nasional Departemen Keha-
kiman RI, 1991, hal. 9. 
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korban atau tidak mengira akan dijadikan korban; 
namun perilaku, sikap, serta situasi yang ada pada 
korban mendorong pelaku untuk berbuat kejahatan. 
Misalnya pihak korban kurang berhati-hati atau lalai 
dalam menempatkan barang miliknya tanpa mengu-
sahakan melakukan pengamanan terlebih dahulu, 
sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku 
untuk mencurinya. Seorang perempuan yang berpa-
kaian minim (vulgar), aksesoris yang terlalu men-
colok, berjalan di tempat rawan sepi tanpa teman, 
pernah menyakiti hati pelaku sehingga timbul niat 
untuk balas dendam, dan lain-lain.  

Kemudian persoalan keadaan fisikjuga menjadi 
poin penting yang wajib diperhatikan, misalnya: Kea-
daan fisikyang lemah, bodoh, cacat mental, cacat 
tubuh, sangat mudah untuk menjadi korban. Keja-
hatan tersebut terjadi disebabkan mereka yang me-
miliki kendala fisik sulit untuk mengadakan perla-
wanan, sehinga dapat dimanfaatkan oleh pelaku. 
Demikian juga posisi istri dalam suatu keluarga 
sering menjadi korban kekerasan oleh sang suami, 
kondisi perempuan sebagai buruh sering menjadi 
korban kekerasan di perusahaan, kondisi pembantu 
rumah tangga yang sering menjadi korban di dalam 
rumah tangga orang kaya. Keadaan-keadaan di atas 
memungkinkan terjadinya penganiayaan, perbudak-
kan, perampasan hak, dan lain sebagainya. Korban-
korban semacam ini umumnya enggan untuk mela-
por, karena nilai-nilai sosial, nama baik, kekha-
watiran terhadap balas dendammenghantui korban. 

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, jelas 
bahwa korban sebenarnya memegang peran penting 
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terhadap timbulnya suatu victimisasi kriminal. Maka 
berdasarkan tingkat keterlibatan dan kesalahan 
korban terhadap terjadinya suatu kejahatan atau 
victimisasi kriminal Mendel Shon membuat suatu 
tipologi korban yang diklasifikasikan menjadi enam 
tipe –sebagai mana yang dikutip Iswanto dan 
Angkasa– yaitu a. The completily innocent victim, korban yang 

sama sekali tidak bersalah, Mendelshon 
menganggap inilah korban “ideal” yang 
terjadi pada anak-anak dan mereka tidak 
menyadari ketika mereka menjadi korban; b. The victim with mirror guilt and the victim due 
to his ignorance, korban dengan kesalahan 
kecil dan korban yang disebabkan kelalaian, 
dapat di contohkan seorang wanita yang 
menggoda tapi salah alamat, sehingga dia 
menjadi korban; c. The victim as guilt as the offender and voluntary 
victim, korban sama salahnya dengan pelaku 
dan korban sukarela, Mendelshon dibagi 
menjadi beberapa sub tipe: 1) Bunuh diri “dengan melempar uang 

logam”; 2) Bunuh diri dengan adhesi; 3) Euthanasia; 4) Bunuh diri yang dilakukan oleh suami 
istri karena sama-sama putus asa; d. The victim more guilty than the offerder, 

dimana kesalahan korban lebih besar dari 
pelaku ada dua tipe: 
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1) Korban yang memancing atau meng-
goda seseorang untuk berbuat jahat; 2) Korban lalai yang mempengaruhi sese-
orang untuk melakukan kejahatan; e. The most guilty victim and the victim as guilty 

alone, korban yang salahnya sendiri, korban 
juga sebagai pelaku, sangat agresip, dia 
menyerang dan dia sendiri yang menjadi 
korban; f. The simulating victim and the imagine as victim, 
korban pura-pura dan korban imaginasi, 
mereka mengaku menjadi korban demi 
kepentingan tertentu atau yang menderita 
paranoid histeria serta pikun. 

 
Berdasarkan paparan yang di kemukakan di atas 

ternyata peranan korban terhadap terjadinya tin-
dakan suatu pidana sangat berkholerasi dengan 
tindakan, sikap dan perbuatan yang dilakukan 
korban. Bahkan antara pelaku dengan korban ada 
hubungan kausalitas dan dalam suatu kejahatan 
tertentu sering diawali dari korban. Tetapi sungguh-
pun peran korban sangat dominan terhadap terjadi-
nyasuatu kejahatan dimata hukum pidana, peran 
korban tidak dapat dijadikan alasan untuk lepas dari 
pertanggungjawaban. 
2. Kemungkinan-kemungkinan Resiko Menjadi 

Korban Kejahatan 
Maksud dari resiko disini adalah bahwa dalam 

keadaan situasi dan kondisi tertentu kemungkinan 
cendrung mudah menjadi korban kejahatan, dimana 
dalam aspek ini si pelaku sangat mudah meman-
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faatkan situasi dan kondisi korban untuk memenuhi 
pencapainya kepentingannya. Sehubungan dengan 
ini Hans Von Hentig membagi tipe ini kepada 13 
macam, yaitu:55 
a. The young: Anak-anak, karena lemah rohani dan 

jasmani dan kepribadian yang belum matang, 
belum mempunyai ketahanan yang cukup ketika 
menghadapi serangan orang-orang dewasa. 
Mereka tidak saja menjadi korban tindak pidana 
harta, namun dapat juga menjadi korban seksual 
baik laki-laki maupun perempuan; 

b. The female: Wanita, karena kelemahannya mudah 
menjadi korban, wanita mudah sering menjadi 
korban pembunuhan setelah mengalami perko-
saan, wanita tua karena dianggap kaya sehingga 
menjadi korban atas tindakan pidana terhadap 
harta kekayaan; 

c. The old: Orang tua,biasanya cendrung mulai 
mengakumulasi harta mempunyai resiko menja-
di korban kejahatan terhadap hartanya. Hentig 
mengatakan bahwa generasi tua disatu sisi 
memegang/ mempunyai kekayaan yang teraku-
mulasi, di sisi lain terdapat kelemahan baik 
jasmani maupun mentalnya. Keadaan seperti ini 
terdapat bahaya untuk menjadi resiko menjadi 
korban; 

d. The mentally defective and other mentally deranged: 
Orang gila, peminum, pecandu obat bius, psiko-
pat; karena dengan kondisi seperti itu tentunya 

                                                            
55 Romli Atmasasmita, Op. Cit., hal. 11-12; lihat juga Angkasa, 

Loc. Cit.; Arif Gosita Op. Cit, hal. 105; Lilik Mulyadi, Op. Cit., hal. 133. 
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tidak mungkin mempertahankan serangan 
tindak pidana. Hentig mengatakan dari semua 
pria korban pembunuhan ± 66% (lebih kurang 
enam puluh enam persen) adalah pecandu 
berakohol, dan ditemukan lebih kurang ± 70% 
(lebih kurang tujuh puluh persen) dari korban 
pembunuhan ternyata dalam kondisi mabuk. 

e. Imigrants: Imigran, golongan ini banyak mem-
punyai resiko untuk menjadi korban berbagai 
macam tindak pidana, perampasan, penipuan. 
Ini disebabkan beberapa kesulitan yang mereka 
dihadapi dalam berintraksi dengan bahasa dan 
budaya baru di tempatnya berada. Keadaan 
seperti inilah yang sering dimanfaatkan secara 
negatif oleh kelompok-kelompok tertentu untuk 
mendapatkan keinginan atau keuntungan; 

f. Minorities: Minoritas, golongan yang satu ini 
hampir sama dengan immigran, hanya saja perbe-
daannya terletak pada semacam anggapan yang 
menyatakan bahwa mereka tidak sama di 
hadapan hukum bila dibandingkan dengan 
golongan mayoritas. Anggapan rasial dari 
kelompok mayoritas tersebut cenderung menam-
bah resiko untuk menjadi korban; 

g. Dull normal: Orang bodoh, golongan ini mem-
punyai resiko menjadi korban sejak dilahirkan, 
karena tingkat kecerdasannya yang berada di 
bawah rata-rata; 

h. The depression: Depresi, orang-orang yang senan-
tiasa tertekan dalam hidupnyaakan mengalami 
kemerosotan kekuatan fisik dan mental. Dalam 
keadaan kondisi seperti ini mereka beresiko 
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menjadi korban karena cendrung apatis dan 
menyerah, tidak ada sifat untuk melawan dan 
menyerang oleh sebab lemahnya keyakinan diri; 

i. The acguisitive: Serakah, orang bersifat serakah 
mudah untuk dijebak, ditipu, atau dimanfaatkan 
oleh sebab ketamakannya terhadap harta 
ataupun jabatan; 

j. The wanton: Lalai, orang lalai atau orang ceroboh 
cendrung mempunyai resiko menjadi korban 
karena sifatnya yang teledor; 

k. The lonesome and the heart broken: Kesepian dan 
patah hati,orang-orang yang berada dalam 
keadaan demikian sangat potensial menjadi kor-
ban kejahatan, dapat ditipu, dan mudah diman-
faatkan oleh sebab ketidakstabilan suasanya 
hatinya; 

l. The tormentors: Bengis, orang yang mempunyai 
tempramen tinggi atau bengis dan suka 
menyiksa mempunyai resiko menjadi korban. 
Contoh seorang suami yang sering menyakiti 
istrinya, sering menjadi korban pembunuhan 
yang dilakukan oleh anaknya sendiri dengan 
motif dendam; 

m. The bloked, exempted and fighting: Tertutup, sese-
orang yang terhalang atau seorang yang berada 
dalam posisi dan kondisi yang sangat sulit 
keluar dari bahaya. Golongan ini berpotensi 
mengalami resiko kejahatan sebab sulit mem-
peroleh bantuan dari yang berwenang. Misalnya: 
Orang yang mendapatkan ancaman melalui 
surat kaleng yang sulit dilacak oleh pihak 
kepolisian. 
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Disamping kemungkinan-kemungkinan resiko 
menjadi korban di sebutkan diatas, ada lagi 
beberapa faktor yang kemungkinan cenderung 
menimbulkan resiko menjadi korban kejahatan 
yang dihubungkan dengan pengaruh situasi ling-
kungan daerah dan keadaan masyarakat, misalnya: 
Daerah perdagangan di pinggir kota, juga pada 
daerah bisnis kota kecil, dimana terdapat banyak 
harta benda bergerak, tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan sangat mendominasi. 

Pada daerah pemukiman yang padat 
penduduknya, kemungkinan resiko yang ada 
adalah menjadi korban pembunuhan dan pengania-
yaan,  sebab di daerah tipe demikian interaksi antar 
warga cenderung tinggi. Jalan-jalan utama menjadi 
tempat yang memiliki kecendrungan risiko sangat 
tinggi sebab pertimbangan pelaku di mana terdapat 
kesempatan yang lebih mudah untuk melarikan 
diri. Selain itu, individu-individu yang sering 
mengalami konflik berada dalam satu rumah atau 
satu apartemen juga berisiko tinggi menjadi korban 
pembunuhan karena tidak ada yang melerai apabila 
terjadi pertengkaran di antara mereka. 

 
C. Jenis-jenis Korban dan Dampak Negatif Akibat 

Kejahatan (Tindak Pidana) 
Setiap saat kita banyak mendapatkan informasi 

mengenai bermacam-macam peristiwa kejahatan yang 
diperoleh baik itu dari media massa, media cetak, 
maupun media elektronik.Peristiwa-peristiwa keja-
hatanitu tidak sedikit yang mengakibatkan berbagai 
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penderitaan dan kerugian bagi korban termasuk ke-
luarganya. 

Korban pada dasarnya tidak hanya terdiri dari 
orang perorangan ataupun kelompok yang tentunya 
secara langsung menderita disebabkan oleh perbuatan 
pelaku yang menimbulkan kerugian atau penderitaan 
bagi diri, kelompoknya; terkadang lebih luas lagi 
termasuk didalamnya keluarga, tanggungan langsung 
dari korban. Kerugian yang dialami oleh korban 
akibat terjadinya kejahatan tidak selamanya berupa 
kerugian materi ataupun kerugian fisik saja, namun 
acap kali terjadi kerugian yang paling besar adalah 
dampak psikologis dimana korban terus menerus 
merasa dibayang-bayangi oleh kejahatan yang telah 
menimpanya sehingga berdampak kepada aktifitas-
nya sehari-hari. Di sisi lain, kejahatan yang terjadi 
dapat menimbulkan trauma, kehilangan kepercayaan 
kepada masyarakat, serta munculnya rasa takut yang 
berkepanjangan, curiga, sinisme terhadap penegak 
hukum, dan lain-lain. 

Sehubungan dengan kenyataan ini, apabila di-
lihat dari perspektif kerugian atau penderitaan 
korban (baik fisik maupun psikologi), Sellin dan 
Wolfgang mengklasifikasinya kepada: 1. Primary victimization, korban berupa individu 

atau berupa perorangan (bukan kelompok); 2. Secondaryvictimization, korban kelompok misal-
nya badan hukum; 3. Tertiary victimization, korban masyarakat luas; 
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4. No victimization, korban yang tidak dapat diketa-
hui misalnya konsumen yang tertipu dalam 
menggunakan suatu produk.56 
Sejalan dengan pendapat di atas, Separovic juga 

mengemukakan bahwa terdapat empat kriteria obyek 
yang menjadi korban dalam tindak pidana. Obyek 
yang menderita tersebut antara lain: Korban indivi-
dual, korban kolektif, korban abstrak, dan korban 
pada diri sendiri (pribadi). 1. Korban individual, yaitu korban yang diderita 

oleh seseorang secara individu, misalnya sese-
orang yang mati karena pembunuhan, dianiaya, 
diperdaya; 2. Korban kolektif, yaitu korban yang dialami oleh 
beberapa orang secara bersama, korban kolektif 
misalnya, korban pembantaian dengan tujuan 
pemusnahan suku atau etnik tertentu, korban 
perang antar golongan. Termasuk dalam hal ini 
kerugian konsumen dalam suatu produk peru-
sahaan sebagaimana yang terjadi dalam tragedi 
Thali Domide Afatir, di mana ratusan bayi 
terlahir cacat sebagai akibat dari konsumsi obat 
yang dipropagandakan dapat melindungi bayi 
yang sedang dikandung oleh seorang ibu; 3. Korban abstrak, adalah jenis korban yang sulit 
untuk dilihat secara jelas bahwa seseorang 
menjadi korban, misalnya korban kejahatan dan 
pelanggaran terhadap ketertiban umum; 

                                                            
56 Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, Op. Cit., hal. 

120; Lihat juga Lilik Mulyadi, Op. Cit., hal. 120-121. 
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4. Korban pada diri sendiri, yaitu korban yang 
terjadi pada suatu jenis kejahatan, atau disebut 
“dengan kejahatan tanpa korban” (crime without 
victim) disebut juga korban sekaligus pelaku, 
karena yang menjadi korban adalah pelakunya 
sendiri, seolah-olah tidak ada korban. Contoh 
jenis ini korban aborsi, pecandu obat, judi, 
bunuh diri dan lain-lain.57 
Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa 

kerugian yang dialami korban tidak hanya fisik 
namun meliputi: Fisik, psikis, dan mental (phisical or 
mental injury),penderitaan emosional (emotional suffer-
ing) kerugian ekonomi (economic loss) atau perusakan 
substansial dari hak asasi para korban (substantial 
impairment of their fundamental right). Tentunya ke-
semua korban yang mengalami tindak kejahatan 
akan merasakan dampak negatif berupa kerugian 
atau penderitaan yang menimpahnya, khususnya 
tindak pidana kekerasan.  

Kerugian dan penderitaan dapat diklasifikasikan 
kepada tiga, meliputi; luka fisik, kerugian materi, 
kerugian sosial dan psikologis.58 Secara rinci dapat 
diuraikan sebagai berikut: 

 
a. Luka fisik 

Korban seperti ini, tergolong yang mudah ter-
lihat jika dibandingkan dengan jenis penderitaan 
lainnya. Tentunya mempunyai dampak yang 
bervariasi sesuai tingkat keseriusan luka yang 

                                                            
57 Iswanto dan Angkasa, Op Cit., hal. 10-11. 
58 Iswanto dan Angkasa, Op. Cit., hal. 7. 
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diderita oleh korban. Jika penganiayaan itu 
hanya yang ringan tentunya tidak terlalu dihi-
raukan sebagaimana luka fisik, semua kegiatan 
atau aktifitas tentunya tidak terganggu. Korban 
akan sangat terganggu dan merasakan sebagai 
penderitaan yang serius, apabila mengalami luka 
fisik yang berat. Apalagi jika salah satu anggota 
badan tidak dapat berfungsi sebagaimana biasa 
karena cacat bahkan menjadi cacat seumur hi-
dupnya. 

b. Kerugian materi 
Kejahatan terhadap harta kekayaan, misalnya 
pencurian, baik pencurian biasa atau dengan 
kekerasan masuk dalam kategori ini. Kejahatan 
yang demikian akan menimbulkan kerugian di 
bidang materi bagi korban berupa uang, per-
hiasan, kendaraan, pintu rumah dirusak, kaca 
kendaraan di pecahkan, serta kerugian-kerugian 
lain yang timbul karena itu. Belum lagi kerugian 
lain sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana, 
misalnya biaya perbaikan, biaya berobat, biaya 
transportasi dan akomodasi manakala mereka 
harus datang ke pengadilan selama proses 
hukum. Apalagi penyelesaian pemeriksaan 
perkara yang memerlukan proses sidang yang 
berulang kali, dimana kehadiran korban sangat 
diperlukan sebagai saksi. 

c. Kerugian sosial dan psikologis 
Bahwa secara umum, korban merupakan indi-
vidu atau kelompok yang menderita secara 
fisik,mental, dansosial karena tindakan 
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kejahatan.59 Dampak sosial dan psikologi sangat 
terasa dialami oleh korban kejahatan seksual, 
dalam hal ini perkosaan, yaitu mengalami 
tekanan batin yang sangat dalam seperti: 
Perasaan malu, perasaan kotor, dosa, dan merasa 
kehilangan masa depan, termasuk juga sering 
mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat 
karena menjadi sorotan dan pergunjingan serta 
dikucilkan. Terakhir, ia menjadi merasa terasing 
dari sekelilingnya (alienasi). Kerugian dari aspek 
ini cenderung lebih berat dan lebih trauma yang 
dialaminya. Menurut Jersilo sebagaimana di-
kutip Iswanto dan Angkasa, bahwa trauma yang 
pernah dialami oleh seseorang akibat tindakan 
dan menyakitkan akan terus membekas pada 
diri seseorang, dan terus menerus dalam 
keadaan tegang, bimbang, takut, lambat laun 
akan mengalami kelainan jiwa.60 Korban per-
kosaan sangat potensial mengalami traumatik. 
Mereka tidak mau bergaul, kurang nafsu makan, 
enggan menghias diri, kemudian fisiknya men-
jadi lemah.Apalagi yang mengalami perkosaan 
itu adalah seorang wanita yang sangat muda 
atau seorang gadis, tentulah dampak kerugian 
dan penderitaan yang ditimbulkan cenderung 
lebih berat akan merasakan kehilangan sesuatu 
yang sangat berharga yang tidak mungkin di-

                                                            
59 Suryono Oktama, Harun Pudjianto RS, dan G. Wiratama, 

Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Krimino-
logi, dan Hukum Pidana, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001, hal. 
135. 

60 Iswanto dan Angkasa, Loc. Cit. 



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     47 

dapatkan kembali dalam hidupnya sehingga ia 
mengalami kerugian kontrol, kekuatan, dan rasa 
hilangnya suatu kebanggaan dan harga diri. 
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BAB III 
PENGATURAN PELINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP KORBAN KEJAHATAN 
 

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap 
Korban Kejahatan dalam Kitab UndangUndang 
Hukum Pidana (KUHP) 

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hu-
kum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka, 
demikian kalimat yang dapat dijumpai pada bagian 
penjelasan Undang Undang Dasar 1945. Salah satu 
ciri negara hukum adalah adanya jaminan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap manusia. 
Itu artinya bahwa negara Indonesia menjamin dan 
melindungi hak-hak asasi warga negaranya. 

Dewasa ini warga negara yang menjadi korban 
kejahatan di Indonesia dewasa ini relatif meningkat 
dan dapat dikategorikan kepada problematika yang 
sangat serius. Akan tetapi, di sisi lain perlindungan 
bagi korban kejahatan relatif masih kurang. Kondisi 
tersebut merupakan permasalahan elementer dalam 
konteks sistim hukum yang berlaku di negara ini. 

Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) 
yang merupakan perwujudan dari Undang Undang 
Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang Undang Nomor 73 
Tahun 1958, memang tidak memuat ketentuan secara 
tegas berkenaan dengan aturan perlindungan korban 
kejahatan. Namun demikian, setelah diperhatikan 
dengan seksama, maka akan diidentifikasi bahwa 
terdapat makna tersirat berkenaan dengan perlin-
dungan hukum terhadap korban kejahatan. Makna 
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yang tersirat tersebut dapat dilihat  pada saat hakim 
diberikan peluang untuk menjatuhkan pidana ber-
syarat. Pada Pasal 14c KUHP misalnya, seorang 
hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi pelaku 
kejahatan (terpidana) untuk mengganti kerugian baik 
semua ataupun sebagian yang timbul sebagai akibat 
dari tindak pidana yang dilakukannya.61 

R. Soesilo menyatakan bahwa: 
“Secara tersirat pasal 14 c ayat (1) ini mem-
berikan perlindungan terhadap korban. Pasal 
tersebut berbunyi; Dalam perintah yang tersebut 
pada pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan 
hukuman denda, maka bersama-sama dengan 
perjanjian umum bahwa si terhukum tidak akan 
melakukan perbuatan yang dapat dihukum, 
maka hakim boleh mengadakan perjanjian 
istimewa. Bahwa si terhukum akan mengganti 
kerugian yang timbul karena perbuatan yang 
dapat dihukum itu semuanya atau untuk sebagi-
an saja yang ditentukan dalam tempo yang akan 
ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada 
tempo percobaan itu.”62 
 

Ketentuan sebagaimana yang disebutkan di da-
lam Pasal 14c ayat (1), Pasal 14a, dan demikian pula 
pada pasal 14b mensiratkan bahwa terdapat perlin-
dungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan 
undang-undang (sebagai kebijakan komulatif) kepada 

                                                            
61 Romli Atmasasmita, Op. Cit.,  hal. 17. 
62 R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP) Beserta 

Komentar-komenternya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Poleitia, 1991, 
hal. 35. 
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korban kejahatan. Perlindungan ini meliputi penja-
tuhan hukuman oleh hakim dengan penetapan syarat 
umum dan syarat khusus berupa ditentukannya 
pidana ganti rugi kepada korban kejahatan. 

Namun sayangnya, karena aspek ini hanya ber-
sifat abstrak atau merupakan suatu bentuk perlin-
dungan tidak langsung. Dikatakan demikian disebab-
kan syarat khusus dimaksud berbentuk penggantian 
kerugian sifatnya fakultatif, tergantung atau terserah 
kepada kebijakan hakim dalam arti sifatnya tidak 
mutlak. 

Sehubungan dengan ini, jika dilihat dari sistem 
peradilan pidana ternyata korban sebagai pihak yang 
dirugikan dan menderita akibat kejahatan, seolah 
terisolir atau tidak mendapatkan kebebasan sepenuh-
nya. Karenanya tidak mengherankan jika dikatakan 
peradilan pidana kurang memberikan perhatian ter-
hadap korban. Kenyataan tersebut oleh Stephen 
Schafer –sebagaimana yang dikutip oleh Lilik Mul-
yadi– dinyatakan “Hanya sebagai ‘cinderella’ dari 
hukum pidana” .63 

Kemudian dalam undang-undang narkotika 
misalnya, sebagai instrumen hukum pidana khusus, 
korban kejahatan narkotika secara tegas dibuatkan 
pengaturannya pada Bab VII tentang korban penya-
lahgunaan narkotika Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. 
Walaupun undang-undang tentang narkotika sudah 
secara jelas mencantumkannya pada Bab VII, ternyata 
pembuat undang-undang seolah-olah belum berani 
menetapkan bahwa korban menjadi tanggungjawab 

                                                            
63 Lilik Mulyadi, Op. Cit., hal. 136. 
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negara. Sebaliknya, Pasal 33 menyatakan bahwa pera-
watan korban selama di lembaga rehabilitasi menjadi 
tanggung jawab korban sendiri. 

Setelah dicermati secara lebih rinci, diperoleh 
keterangan bahwa KUHP belum seutuhnya mengatur 
tentang perlindungan hak-hak korban sebagai pihak 
yang menderita dan dirugikan. Sedikitnya porsi yang 
diberikan terhadap persoalan perlindungan bagi 
korban kejahatan berindikasi kepada banyaknya kor-
ban kejahatan yang terabaikan hak-haknya. 

 
B. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap 

Korban Kejahatan dalam Kitab Undang Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana adalah basic element dari 
terbentuknya Kitab Undang Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP). Sebelum diberlakukannya KUHAP, 
Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)Staatblaad 
1941, No. 44 dipergunakan sebagai pedoman beracara 
dalam pemeriksaan di peradilan umum.  Sebagai 
suatu produk hukum Pemerintah Kolonial Belanda, 
sudah pasti setiap ketentuannya didominasi  oleh 
falsafah dan kepentingan penjajah Belanda. Dengan 
kata lain, banyak pasal di dalamnya yang sengaja 
dibuat untuk menguntungkan kaum penjajah, 
utamanya dari aspek perlindungan terhadap hak 
asasi manusianya. Oleh karena itu, hukum acara 
(HIR) harus segera diubah dan disesuaikan dengan 
kehendak bangsa indonesia sebagaimana tercantum 
dalam penjelasan umum yang tegas menyatakan 
bahwa:“Undang-undang yang mengatur tentang 
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hukum acara nasional wajib didasarkan pada pan-
dangan hidup bangsa yakni dasar negara.” Sehingga 
secara holistik substansi yang dikandung oleh 
undang-undang semestinya mencerminkan perlin-
dungan terhadap hak asasi manusia. 

KUHAPyang menjadi dasar dari sistem pera-
dilan pidana di Indonesia, dapat dikatakan sebagai 
karya terbesar dan diaanggap sebagai salah satu hasil 
pemikiran tertinggi bangsa Indonesia dibidang hu-
kum formil. Secara substansi, KUHAP sudah mem-
perhatikan hak asasi seseorang yang tersangkut 
perkara pidana, mulai dari proses penyidikan, 
pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan hukuman 
sampai kepada pelaksanaan putusan. Di samping itu, 
sudah mulai terlihat adanya perlindungan terhadap 
korban secara individu dengan tetap tidak 
mengenyampingkan pembinaan kepada pelaku keja-
hatan. Kenyataan-kenyataan di atas dapat dikate-
gorikan sebagai bentuk kemajuan dalam bidang 
hukum pidana di Indonesia. 

Perlindungan korban yang dimaksud dalam hal 
ini adalah suatu perlindungan hukum yang diberi-
kan kepada korban dengan tetap mendudukan 
kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak 
yang harus dipertimbangkan dalam proses penyele-
saian perkara pidana. Perlindungan tersebut dapat 
dilihat dalam Pasal 77 jo. Pasal 80 KUHAP. Undang-
undang memberikan hak kepada korban kejahatan 
untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan 
penuntut umum, yaitu untuk mengajukan keberatan 
terhadap tindakan penghentian penyidikan atau 
penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga 
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yang berkepentingan.64 Atau dapat juga melakukan 
upaya pra-peradilan manakala suatu perkara dihen-
tikan penyedikan atau penuntutannya. Keduanya 
merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap 
pihak korban karena dengan diberikannya hak 
kontrol ini, terdapat jaminan bahwa proses perkara 
pidana tersebut dapat diselesaikan berdasarkan 
ketentuan hukum yang berlaku.  

Kemudian pada ketentuan Pasal 98 sampai 
dengan Pasal 101 KUHAP terdapat ketentuan yang 
memberikan peluang kepada korban untuk menga-
jukan gugatan ganti rugi yang digabungkan dengan 
perkara pidana bersangkutan. Maksudnya ialah kor-
ban dapat meminta ganti rugi akibat suatu tindak 
pidana yang menimpa dirinya melalui mekanisme 
penggabungan antara perkara perdata dengan per-
kara pidana.65  Kedua pasal di atas merupakan pasal-
pasal yang menjadi pionir terhadap perhatian negara 
terhadap korban kejahatan. Korban dapat hadir 
dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan 
dua kedudukan yang berbeda. Di satu pihak, 
kehadiran korban dalam pemeriksaan peradilan pi-
dana berfungsi sebagai saksi guna memberikan kete-
rangan untuk mengungkapkan bukti-bukti kejahatan. 
Di sisi yang lain, kehadiran korban dalam peme-
riksaan adalah untuk mengajukan gugatan ganti 
kerugian atas penderitaan dan kerugian yang diala-
minya sebagai akibat dari suatu tindak pidana. 

                                                            
64 Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op. Cit., hal. 95. 
65 Ibid. 
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Selanjutnya terdapat pula ketentuan yang men-
jelaskan bahwa korban diberikan hak yang berkaitan 
dengan kedudukannya sebagai saksi untuk mengun-
durkan diri dari saksi, sebagaimana yang dijelaskan 
dalam Pasal 168 KUHAP. Oleh karena itu, kesaksian 
memiliki kedudukan yang urgen dalam mengungkap 
suatu kebenaran materil, sehingga disinilah seorang 
hakim dituntut untuk mengupayakan agar saksi 
tidak mengundurkan diri. 

Kemudian pada Pasal 134 sampai dengan Pasal 
136 KUHAP, pemerintah memberikan hak bagi 
keluarga korban yang meninggal dunia untuk 
mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi dalam 
hal otopsi. Ketentuan pasal tersebut merupakan 
suatu bentuk perlindungan terhadap korban keja-
hatan, mengingat persoalan otopsi sangat erat kaitan-
nya dengan kaidah agama, adat, serta aspek kesu-
silaan kesopanan.66 

Apa yang telah dipaparkan diatas memang ter-
lihat adanya upaya KUHAP dalam memberikan per-
lindungan terhadap harkat dan martabat manusia, 
spesifiknya kepada korban kejahatan. Namun demi-
kian, dalam penjabaran pasal-pasal di dalamnya, juga 
di dalam diktum beserta penjelasannya tidak terako-
modir ketentuan yang memuat hak dan kewajiban 
bagi korban secara adil.67 Sebab, pasal-pasal yang 
mengakomodir tentang perlindungan korban jumlah-
nya sangat sedikit dan bersifat abstrak, sedangkan 
mengenai perlindungan terhadap pelaku lebih 

                                                            
66Ibid., hal. 96. 
67 Angkasa dan Agus Raharjo, Op. Cit., hal. 4. 
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banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan korban-
korban kejahatan. 

 
C. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap 

Korban Kejahatan menurut Ketentuan Pidana-
pidana di luar Kitab Undang Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Selain diatur dalam KUHP dan KUHAP, 
terdapat juga pengaturan terkait perlindungan ter-
hadap korban di dalam beberapa peraturan hukum 
pidana. Akan tetapi, sifat perlindungannya juga 
belum imperatik, tidak nyata, tidak langsung, dan 
hanya berorentasi yang bersifat implisit, serta 
abstrak. Beberapa regulasi yang dimaksud antara 
lain: 
1. Undang Undang Nomor 7/DRT/1955 tentang 

Tindak Pidana Ekonomi. 
Undang-undang ini memuat aturan mengenai 
indikasi perlindungan kepada korban berupa 
jenis pidana “tindakan tata tertib”. Sehingga 
kerugian negara atau masyarakat sebagai korban 
dapat dikembalikan. Aspek ini ditegaskan pada 
Pasal 8 huruf d, Undang Undang Darurat Nomor 
7 Tahun 1955 yang berbunyi: 
“Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan 
tanpa hak, meniadakan yang dilakukan tanpa 
hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki 
akibat-akibat satu sama lain semua atas biaya si 
terhukum sepanjang hakim tidak menentukan 
lain”. 
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Redaksi kalimat “...memperbaiki akibat satu sama 
lain semua atas biaya si terhukum...” perlu 
menjadi perhatian. Sebab, pada undang-undang 
tentang pengusutan penuntutan pada peradilan 
tindak pidana ekonomi cukup berorentasi pada 
eksentensi korban.68 

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UUPLH) pada Pasal 38 dinyatakan bahwa seke-
lompok masyarakat atau masyarakat luas diberi 
hak untuk mengajukan gugatan atas dasar 
perwakilan kelompok (class action). Selain itu, 
pada Pasal 47 undang-undang memberikan 
perlindungan kepada masyarakat –sebagai kor-
ban tindak pidana lingkungan hidup– untuk 
mengajukan tuntutan tindakan tata tertib kepada 
pelakunya. Tindakan tata tertib yang diberikan 
kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup 
dapat berupa: a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari 

tindakan pidana; b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusa-
haan; c. Perbaikan akibat tindak pidana; d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan 
tanpa hak; dan/atau e. Meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak; 
dan atau 

                                                            
68 Lilik Mulyadi, Op. Cit., hal. 142. 



58     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

f. Menempatkan perusahaan dibawah pengam-
punan paling lambat 3 tahun. 

Berdasarkan keenam butir tindakan tata 
tertib yang dimuat di dalam undang-undang di 
atas, maka dapat dikatakan bahwa upaya perlin-
dungan terhadap korban sudah tercermin dalam 
regulasi tersebut. 

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. 
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat 
ketentuan mengenai pidana minimal khusus, se-
hingga penjatuhan pidana yang terlalu ringan 
dapat dihindari. Sedangkan sanksi berupa pem-
bayaran ganti rugi digolongkan dalam sanksi 
administratif. Adapun jumlah uang pengganti 
yang dibayarkan sebanyak-banyaknya sama 
dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana 
korupsi yang telah dilakukan. Pasal 18 ayat (1) 
huruf b Undang Undang Nomor 31 jo. Undang 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembe-
rantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan 
pidana tambahan yang sesungguhnya merupak-
an upaya perlindungan terhadap korban 
kejahatan.69 

4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen 
Berdasarkan Pasal 19 undang-undang ini, dinya-
takan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab 
memberikan ganti rugi atas kerusakan, pence-

                                                            
69Ibid., hal. 144. 
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maran, atau kerugian yang dialami oleh kon-
sumen. Penggantian kerugian tersebut tidak 
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan 
pidana. Ketentuan yang ada di dalam regulasi ini 
pada prinsipnya juga mencerminkan adanya 
upaya perlindungan terhadap korban. 
 

D. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap 
Korban Kejahatan menurut Undang Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban 

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa saksi 
atau korban memiliki peran yang penting dalam 
menyelesaikan permasalahan hukum. mereka adalah 
orang yang mendengar, melihat, atau mengalami 
sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga, 
dengan status tersebut keterangannya sangatlah 
dibutuhkan dalam uapaya mencari dan menemukan 
kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh 
pelaku kejahatan. 

Keterangan saksi dari atau korban merupakan 
salah satu alat bukti yang sah dalam proses 
peradilan. Ia juga menjadi salah satu bahan pertim-
bangan utama hakim dalam mencari fakta, guna 
memperoleh keputusan yang seadil-adilnya dalam 
proses sidang di pengadilan. 

Bukan suatu hal yang tidak mungkin manakala 
suatu ketika saksi ataupun korban tidak berani 
memberikan keterangan yang asli atau berpura-pura 
tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, dikare-
nakan adanya tindakan teror/ancaman dari pihak-
pihak tertentu, baik berupa ancaman fisik ataupun 
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psikis yang menimpa dirinya, keluarganya, atau 
harta bendanya. 

Terbitnya Undang Undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban meru-
pakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah 
dalam penyelesaian permasalahan hukum di Indo-
nesia. Salah satunya ialah dibentuknya lembaga 
khusus tersebut mempunyai tugas dan wewenang 
memberikan perlindungan dan hak-hak pada saksi 
dan korban pada semua tahap proses peradilan 
pidana. Lembaga khusus yang dimaksud oleh un-
dang-undang adalah Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban (LPSK). LPSK berkedudukan di ibu kota 
negara Republik Indonesia dan membuka kemung-
kinan adanya perwakilan-perwakilan di penjuru 
Tanah Air sesuai dengan keperluan. 

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan 
istilah “korban” dalam arti yang luas, yaitu: “Sese-
orang yang mengalami penderitaan tidak hanya fisik 
ataupun mental atau ekonomi, tetapi bisa saja kom-
binasi diantara ketiganya”.70 Pada Pasal 5 ayat (1) un-
dang-undang tersebut mengatur beberapa hak yang 
diberikan kepada saksi dan korban yaitu: 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pri-

badi dan harta bendanya, serta bebas dari 
ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang 
akan sedang atau akan diberikan; 

                                                            
70 Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op. Cit,, hal. 

153. 
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b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentu-
kan bentuk perlindungan dan dukungan kea-
manan; 

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 
d. Mendapat penerjemah; 
e. Bebas dari pernyataan yang menjerat; 
f. Mendapatkan informasi mengenai perkem-

bangan kasus; 
g. Mendapatkan informasi mengenai keputusan 

pengadilan; 
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
i. Mendapatkan identitas baru; 
j. Mendapatkan tempat kediaman baru; 
k. Memperoleh penggantian biaya transfortasi 

sesuai dengan kebutuhan; 
l. Mendapat nasehat hukum; 
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara 

sampai batas waktu perlindungan berakhir. 
 
Hak perlindungan yang dimaksud pada ayat (1) 

di atas diberikan kepada saksi/korban dalam kasus-
kasus tertentu sesuai keputusan lembaga. Adapun 
kasus-kasus tertentu itu meliputi perkara-perkara 
tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme dan tidak 
pidana lain yang mengakibatkan saksi/korban diha-
dapkan pada posisi yang sangat membahayakan. 

Korban pelanggaran HAM berat tidak hanya 
berhak mendapat perlindungan sebagaimana yang 
disebut pada Pasal 5 di atas, tetapi juga berhak men-
dapatkan bantuan medis, rehabilitasi, dan psikososial 
oleh psikolog. Pasal 6 huruf (b) undang-undang 
tersebut juga menjamin pemulihan psikologis pasca 
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traumatik. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) membuka 
kemungkinan hak kompensasi/ganti rugi yang 
menjadi tanggung jawab pelaku dan hak restitusi 
bagi korban. Selain ketiga bentuk perlindungan 
sebagaimana di atas, saksi/korban juga memperoleh 
perlindungan selama proses peradilan pidana yang 
berupa: 1. Dapat memberi kesaksian dengan tindak mesti 

hadir dipengadilan setelah mendapat izin dari 
hakim, pasal 9 ayat (1). 2. Saksi/korban, atau pelapor tidak dapat dituntut 
secara hukum baik pidana maupun perdata atas 
laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah 
diberikannya.71 
 

E. Lembaga Perlindungan Hukum terhadap Saksi 
dan Korban Kejahatan 

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan 
pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) sebagai pelaksana kehendak 
pemerintah. LPSK adalah lembaga mandiri yang 
didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani 
pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan 
korban berdasarkan tugas dan kewenangan seba-
gaimana diatur dalam undang-undang. 

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk dengan 
memakan waktu yang cukup panjang. Tujuannya 

                                                            
71 Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op. Cit., hal. 

155. 
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ialah untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-
hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. 
Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk 
membentuk undang-undang ini bukan datang dari 
aparat hukum, polisi, jaksa ataupun pengadilan yang 
selalu berinteraksi dengan saksi dan korban keja-
hatan, melainkan justru datang dari kelompok ma-
syarakat yang memiliki pandangan bahwa sudah 
saatnya pemerintah lebih berpihak kepentingan saksi 
dan korban dalam sistem peradilan pidana. Di 
samping itu, minimnya perhatian yang serius oleh 
aparat penegak hukum terhadap saksi/korban 
membuat rancangan regulasi ini dahulunya selalu 
diupayakan agar masuk dalam rencana Prolegnas 
sejak 2001 hingga 2005.72 

Gagasan untuk menghadirkan regulasi yang 
berpihak kepada saksi dan korban ini dimulai pada 
tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat 
mulai merancang klausul-klausul materinya. Selan-
jutnya disusul dengan adanya naskah akademis 
tentang undang-undang ini. Naskah akademis ter-
sebut kemudian menghasilkan Rancangan Undang 
Undang (RUU) Perlindungan Saksi.Selanjutnya, pada 
tahun 2001 Undang Undang Perlindungan Saksi 
diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan 
Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Reko-
mendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pence-
gahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada bulan 
Juni tahun 2002, Badan Legislasi DPR RI mengajukan 

                                                            
72https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_d

an_Korban, diakses pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017, 
Pukul09.54 WIB. 
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RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang 
ditandatangani oleh 40 (empat puluh) orang anggota 
DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU atas inisiatif 
DPR.73 

Indonesia meratifikasi United Nation Convention 
Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003. Pasal 
32 dan Pasal 33 konvensi ini dinyatakan bahwa setiap 
negara peratifikasi konvensi diwajibkan menyedia-
kan perlindungan yang efektif terhadap saksi dan/ 
atau ahli dari pembalasan dan intimidasi, termasuk 
keluarganya atau orang lain yang dekat dengan 
mereka.Pada awal tahun 2005 Rencana Aksi Nasional 
Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang disusun oleh 
Bappenas menjadwalkan pembahasan RUU Perlin-
dungan Saksi pada triwulan kedua tahun 2005.Rapat 
Paripurna ke-13 DPR RI Peridoe 2004-2009 yang dise-
lenggarakan pada bulan Februari tahun 2005 telah 
menyetujui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). 
Salah satuRUU yang diprioritaskan untuk segera 
dibahas adalah RUU Perlindungan Saksi. Sepuluh 
fraksi di DPR RI memandang bahwa RUU Perlin-
dungan Saksi memiliki peran strategis dalam upaya 
penegakan hukum dan menciptakan pemerintahan 
yang bebas dari korupsi.Akhirnya pada bulan Juni 
tahun 2005, RUU Perlindungan Saksi dan Korban 
disampaikan dalam Surat Pimpinan Dewan Perwa-
kilan Rakyat kepada Presiden. Selanjutnya pada 
tanggal 30 Agustus 2005, Presiden mengeluarkan 
surat penunjukan wakil untuk membahas RUU 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menu-

                                                            
73Ibid. 
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gaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili 
pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Pada 
bulan Januari 2006, pemerintah yang diwakili 
Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar 
Inventarisasi Masalah, tentang RUU Perlindungan 
Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 
2006 Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja 
yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang untuk 
membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. 
Pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI 
akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan 
Korban menjadi Undang Undang Perlindungan Saksi 
dan Korban. Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung 
keberadaan undang-undang tersebut. Tanggal 11 
Agustus 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
mengesahkan UndangUndang Perlindungan Saksi 
dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada 
dalam Undang Undang Perlindungan Saksi dan 
Korban ini adalah pembentukan LPSK paling lambat 
setahun setelah Undang Undang Perlindungan Saksi 
dan Korban disahkan, akhirnya LPSK dibentuk pada 
tanggal 8 Agustus 2008.74 

Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban 
menyebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang 
mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. 
Disebutkan pula bahwa LPSK adalah lembaga yang 
bertugas dan berwenang untuk memberikan perlin-
dungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau 
Korban pada semua tahap proses peradilan pidana 

                                                            
74Ibid. 
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sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. 
Tujuan Undang-undang ini adalah untuk membe-
rikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam 
memberikan keterangan pada proses peradilan pi-
dana. 

LPSK memiliki visi yaitu: “Terwujudnya perlin-
dungan saksi dan korban dalam sistem peradilan 
pidana”. Visi tersebut mengandung maksud bahwa 
lembaga ini diberikan mandat oleh undang-undang 
selaku focal point dalam memberikan perlindungan 
saksi dan/atau korban. Lembaga ini dituntut me-
miliki kemampuan untuk mewujudkan suatu kondisi 
dimana saksi dan/atau korban benar-benar merasa 
terlindungi sehingga lebih leluasa untuk meng-
ungkap kasus di dalam peradilan pidana. Sedangkan 
beberapa misi yang diembannya meliputi: 
1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan 

hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan 
pidana. 

2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional da-
lam memberikan perlindungan dan pemenuhan 
hak-hak bagi saksi dan korban. 

3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan 
dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban. 

4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring 
dengan para pemangku kepentingan dalam 
rangka pemenuhan hak saksi dan korban. 
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5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta 
partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi 
dan korban.75 
Lembaga ini, menurut Benny Prawira, LPSK 

sebagai lembaga yang mendapatkan amanah dari 
undang-undang utuk melaksanakan perlindungan 
dan pemberian bantuan bagi saksi dan korban harus 
terus melaksanakan tugasnya secara maksimal sejak 
terbentuk pada tahun 2008 lalu. Hal itu dapat terlihat 
dari peningkatan grafik permohonan yang diajukan 
kepada LPSK.76 

Pada periode 2008-2013 keanggotaan LPSK 
diangkat oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai 
Kepala Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 
65/P Tahun 2008 tanggal 08 Agustus 2008. Keputusan 
Presiden tersebut mengangkat 7 (tujuh) orang tokoh-
tokoh yang profesional yaitu:77 
1. Abdul Haris Semendawai, S. H., LL. M. 
2. I Ketut Sudiharsa, S. H., M. Si. 
3. Lies Sulistiani, S. H., M. H. 
4. Lili Pintauli Siregar, S.H. 
5. Dra. Myra Diarsi, M. A. 
6. H. RM. Sindhu Krishno, Bc. IP., S. H., M. H. 
7. DR. H. Teguh Soedarsono, S. IK., S. H., M. Si.78 

                                                            
75 http://lpsk.go.id/profil/profil_detail/27,diakses pada hari 

Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017, Pukul 09.51 WIB. 
76Wawancara dengan Benny Prawira (Penyuluh Hukum 

Madya) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia DI. Yogyakarta pada hari Selasa, 8 Oktober 2019, pukul 10.15 
WIB. 

77https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_d
an_Korban, Loc. Cit. 

78Ibid. 
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LPSK memiliki organ lembaga yang bahu-
membahu dalam menjalankan tugas. Orgaan yang 
dimaksud terdiri atas unsur Pimpinan dan Anggota. 
Unsur pimpinan LPSK terdiri dari Ketua dan Wakil 
Ketua (merangkap anggota) yang dipilih dari dan 
oleh anggota LPSK. Pelaksanaaan kegiatan LPSK 
dilakukan oleh beberapa anggota yang bertanggung 
jawab pada bidang-bidang yakni Bidang Perlin-
dungan, Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi, 
Bidang Kerjasama, Bidang Pengembangan Kelem-
bagaan, serta Bidang Hukum Diseminasi dan Humas. 
Agar tugas dan fungsi LPSK sebagaimana diama-
natkan oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 
dapat berjalan, maka diangkatlah seorang Sekretaris 
berdasarkan Permensesneg No. 5 Tahun 2009 tentang 
Organisasi Tata Kerja Sekretariat LPSK. Berikut ini 
adalah anggota LPSK terbaru yang akan bertugas 
dalam masa bakti tahun 2013-2018:79 
1. Abdul Haris Semendawai, S. H., LL. M. (Ketua 

LPSK); 
2. Dr. Lies Sulistiani, S. H., M. H. (Wakil Ketua 

LPSK); 
3. Lili Pintauli Siregar, S. H. (Wakil Ketua LPSK); 
4. Prof. Dr. Teguh Soedarsono (Wakil Ketua LPSK); 
5. Edwin Partogi Pasaribu, S. H. (Wakil Ketua 

LPSK); 
6. Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim. (Wakil 

Ketua LPSK); 
7. Dr. Askari Razak, S. H., M. H. (Wakil Ketua 

LPSK); 

                                                            
79http://lpsk.go.id/profil/profil_detail/28, Loc. Cit. 
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8. Armein Rizal B. Ak., MBA. (Sekretaris LPSK).80 
Berdasarkan Pasal 12 Undang Undang Nomor 31 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban, LPSK bertanggungjawab untuk me-
nangani pemberian perlindungan dan bantuan pada 
Saksi dan/atau Korban berdasarkan tugas dan ke-
wenangan sebagaimana diatur di dalam undang-
undang.  Adapun dalam menyelenggarakan tugas-
nya, LPSK berwenang: 
a. meminta keterangan secara lisan dan/atau ter-

tulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait 
dengan permohonan; 

b. mmenelaah keterangan, surat, dan/atau doku-
men yang terkait untuk mendapatkan kebenaran 
atas permohonan; 

c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau 
dokumen terkait yang diperlukan dari instansi 
manapun untuk memeriksa laporan pemohon 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

d. meminta informasi perkembangan kasus dari 
penegak hukum; 

e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. mengelola rumah aman; 
g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke 

tempat yang lebih aman; 
h. melakukan pengamanan dan pengawalan; 

                                                            
80Ibid. 
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i. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Kor-
ban dalam proses peradilan; dan 

j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pembe-
rian Restitusi dan Kompensasi.81 

 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

dapat diakses melalui alamat: Jalan Raya Bogor KM. 
24, No. 47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur 13750; 
dengan nomor telepon: (021) 29681560 dan faksimili: 
(021) 29681551. Adapun surel dapat dikirimkan 
melalui E-mail: lpsk_ri@lpsk.go.id dan perkembang-
an terkini mengenai lembaga ini dapat diakses 
melalui jejaring dengan alamat: www.lpsk.go.id. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
81Ibid. 



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     71 

BAB IV 
ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI 

PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN 
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 

 
A. Dasar-dasar Filosofis Urgensi Perlindungan bagi 

Korban Kejahatan 
Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa 

aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan sesuai 
dengan falsafah Pancasila dan Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Bagaimanapun model kejahatan82 yang dilakukan, 
termasuk kepada pelanggaran terhadap hak asasi 
manusia dan kejahatan terhadap martabat kema-
nusiaan. Pasal 28 huruf g Undang Undang Dasar 
1945 menyatakan bahwa: (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan 
harta benda yang dibawa kekuasanya serta 
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; (2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyik-
saan atau perlakuan yang merendahkan derajat 
martabat manusia dan berhak mmperoleh suaka 
dari negara lain”.83 

                                                            
82Kejahatan yang dimaksud dapat berupa ancaman, kekerasan 

fisik (penyiksaan) maupun psikis, serta perlakuan yang dapat 
merendahkan martabat/derajat kemanusiaan 

83 Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Piagam Jakarta: 
Undang-Undang Dasar 1945, Bandung: Citra Umbara, 2002, hal. 47. 
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Kehidupan manusia sebagai individu akan 
bermakna dan akan mendapatkan kesempurnaan 
manakala ia hidup di tengah-tengah manusia 
lainnya. Oleh karena itu, postulat “manusia itu 
adalah makhluk sosial” (zoon politicon) diterima di 
seluruh dunia. 

Relevan dengan hal ini, maka Tuhan Yang Maha 
Esa dan Mahabijaksana menganugerahkan inspirasi 
kepada seluruh ummat manusia untuk mengadakan 
hubungan diantara sesamanya, terutama dalam hal 
mendapatkan sebab-sebab penghidupan. Dengan 
demikian, kehidupan manusia dapat terwujud secara 
sempurna, berjalan, bergerak, dan produktif. 

Hubungan yang saling membutuhkan antara 
satu dengan yang lainnya itu akan menimbulkan 
interaksi yang memiliki konsekuensi-konsekuensi 
agar tercipta ketertiban. Salah satu konsekuensi yang 
dimaksud ialah perlunya hukum dibentuk. Hukum 
akan menjamin hubungan yang harmonis antara 
sesama manusia satu dengan yang lainnya. Sikap 
saling menghormati, saling menghargai, dan saling 
mengakui adanya hak dan kewajiban antara sesama 
perlu dipupuk dan dikontrol dengan perlindungan 
untuk mencegah dan mengatasi konflik yang mung-
kin terjadi di masa yang akan datang. 

Berangkat dari persoalan ini, maka keberadaan 
manusia yang memiliki hak dan kewajiban masing-
masing itu, tidak dapat dianggap sebagai individu 
yang berkuasa mutlak sehingga ia bebas menda-
patkan hak dan kewajibannya tanpa memandang 
pihak lain sebagai personal sosial. Sebagai sesuatu 
bagian dari pribadi sosial yang berkembang dan 
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terikat oleh masyarakat, seseorang dituntut senan-
tiasa menyadari hak asasinya dan menghormati hak-
hak orang lain. Karena hak hidupnya dalam 
masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan 
dengan kepentingan umum masyarakat.84 

Secara kodrati, manusia terlahir di dunia ini 
dengan membawa hak-hak dasar (HAM) yang 
dianugrahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak 
tersebut diberikan kepada setiap individu tanpa 
memandang warna kulit, suku, ras, golongan, dan 
perbedaan-perbedaan lainnya. kesemuanya tidak 
akan pernah hilang selama manusia itu masih hidup. 
Begitu pentingnya hak-hak tersebut pada setiap 
manusia, maka eksistensi keberadaannya pun harus 
diakui dan dihargai. Hal ini tentunya tidak akan 
terwujud tanpa dukungan perundang-undangan.  

Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi 
manusia tentu membawa konsenkuensi pada 
perlunya upaya perlindungan terhadap hak-hak 
tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-
tindakan yang dapat merugikan hak manusia itu 
sendiri.85 

Oleh karena hak asasi mnusia merupakan 
pemberian Tuhan Yang Maha Esa, maka siapapun 
dan lembaga apapun tidak diperkenankan untuk 
mengurangi apalagi mencabutnya tanpa alasan-alas-
an yang dapat dibenarkan. Misalnya seorang algojo 

                                                            
84 Harun Pudjiarto RS, Hak-hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan 

Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Yogyakarta: 
Universitas Atma Jaya, 1999, hal. 3. 

85 Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op. Cit., hal. 
158. 
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dapat dibenarkan mengeksekusi mati terhadap 
terpidana mati. Dilihat dari persepsi hak asasi ma-
nusia, algojo tersebut sesungguhnya telah meng-
hilangkan nyawa seseorang. Namun demikian, tin-
dakannya dapat dibenarkan dengan dasar menjalan-
kan ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, 
tindakannya tidak dapat dianggap sebagai suatu 
kesalahan. 

Banyaknya peraturan perundang-undangan 
yang melindung subyek hukum di Indonesia tidak-
lah menjamin berkurangnya pelanggaran hak asasi 
manusia. Pada kenyataannya tidak sedikit kasus-
kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi, baik 
yang dilakukan oleh kelompok, perorangan, bahkan 
oleh negara sendiri. Pelanggaran-pelanggaran terse-
but tentu mengakibatkan munculnya problem-pro-
blem dalam diri korban. Problem yang dimaksud 
dapat berbentuk problem di bidang finansial, terlebih 
lagi apabila korban berstatus sebagai kepala keluarga 
yang menjadi tumpuan hidup keluarganya. Problem 
lainnya ialah problem di bidang fisik yang berindi-
kasi kepada aktifitas yang terhenti, sedangkan pro-
blem di bidang pisikis dapat berwujud dalam bentuk 
kegoncangan psikis baik temporer maupun per-
manen.86 

Berdasarkan fakta di atas, maka perlindungan 
terhadap korban dan keluarganya adalah sangat 
penting untuk diperhatikan, sebab penderitaan dan 
kerugian korban kejahatan belum tentu dapat ber-
akhir dengan penjatuhan pidana kepada pelaku 

                                                            
86Ibid., hal. 160. 
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kejahatan maupun berakhirnya hukuman yang 
dijalani.87 Sangat banyak hukuman/sanksi yang 
diberikan hakim, tidak setimpal dengan kerugian 
dan penderitaan yang dialami oleh korban,88 sebab 
penderitaan yang ditimbulkan dari suatu tindak 
pidana biasanya selalu disertai dengan kerugian baik 
kerugian fisik, mental, maupun material.89Perlin-
dungan dan pemulihan korban kejahatan adalah 
suatu hal yang penting sebagai upaya menyeimbang-
kan kondisi korban kejahatan yang mengalami 
gangguan.90 

Menurut Muladi, korban kejahatan perlu dilin-
dungi karena beberapa alasan:  
1. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sis-

tem kepercayaan yang melembaga, dimana 
kepercayaan itu tercermin melalui norma-norma 
yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan 
seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan 
sebagainya. Suatu kejahatan yang terjadi 
terhadap korban berarti penghancuran terhadap 
sistem kepercayaan tersebut, sehingga penga-
turan hukum pidana dan hukum lainnya yang 
menyangkut korban akan berfungsi sebagai sa-
rana pengendalian sistem kepercayaan tersebut; 

2. Adanya alasan kontak sosial dan solidaritas 
sosial, karena negara dikatakan memonopoli 
seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan 
melarang tindakan-tindakan yang bersifat pri-

                                                            
87 Lilik Mulyadi, Op. Cit., hal. 122. 
88 Romli Atmasasmita, Op. Cit., hal. 22. 
89 Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op. Cit., hal. 23. 
90 Ibid., hal. 161. 
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badi. Karenanya jika terdapat korban kejahatan 
maka negara harus memperhatikannya; 

3. Perlindungan korban yang biasanya dihubung-
kan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yakni 
penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian kon-
flik yang ditimbulkan oleh adanya tindak 
pidana, maka akan memulihkan keseimbangan 
dan mendatangkan rasa damai dalam masya-
rakat,91 sekaligus dapat diharapkan menyelesai-
kan konflik/pertentangan dan juga mendatang-
kan kedamaian di dalam masyarakat.92 
 
Mengapa korban kejahatan menjadi penting 

untuk diberikan perlindungan? Korban kejahatan 
menjadi penting untuk dilindungi karena korban 
telah mengalami kerugian material, traumatik, bah-
kan kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat di 
sekelilingnya. Kondisi tersebut akan menimbulkan 
rasa takut yang berkepanjangan, rasa curiga terhadap 
orang lain, depresi berkepanjangan, gelisah di dalam 
masyarakat, dan lain sebagainya. Umpamanya 
seorang wanita yang  diliputi perasaan takut setelah 
menjadi korban kekerasan dalam rumah 
tangganya.Rasa takut yang ia rasakan tersebut dapat 
mengganggu pola tidur yang berefek kepada 
gangguan kesehatan (insomnia) dan mimpi buruk. 
Penderitaan lain juga dapat dialami oleh wanita 
tersebut, missalnya ancaman dari pasangannya/ 

                                                            
91 Muladi, Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia Politik dan 

Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Universitas Diponegoro, 1997, hal. 
172. 

92 Romli Atmasasmita, Op. Cit., hal. 20. 
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orang lain terkait dengan kemungkinan ia membuka 
rahasia atau membeberkan kejadian yang sebenar-
nya. Apalagi dalam hal kejahatan yang melibatkan 
keluarga atau kejahatan yang terjadi di dalam rumah 
tangga, di mana muncul kekhawatiran-kekhawatiran 
dalam bersikap. 

Contoh lainnya ialah wanita korban perkosaan, 
di samping ia telah menderita secara fisik, ia juga 
harus memikul beban mental yang sangat berat. 
Beban mental yang dimaksud dapat berupa perasaan 
kotor, merasa kehilangan masa depan, adanya 
kecenderungan perlakuan yang tidak adil di tengah-
tengah masyarakat, dan lain sebagainya.93 Tidak 
sampai di situ saja, korban perkosaan sering kali 
harus menjadi korban untuk kedua kalinya, yakni 
dalam proses penegakan hukum dan proses reha-
bilitasi medis. Korban kejahatan yang dimaksud 
harus ke rumah sakit dengan biayanya sendiri, 
menanggung biaya pengobatannya sendiri, ditambah 
lagi harus menerima perlakuan memalukan bahkan 
perlakuan tidak pantas dalam proses penyelidikan. 
Korban kerap kali tidak didampingi ahli medis dan 
psikolog dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan 
tabu yang diajukan oleh petugas. Kondisi tersebut 
jelas mengabaikan hak-hak asasi korban. Pada saat 
inilah, perlindungan berupa kompensasi-restitusi dan 
pendampingan ahli medis-psikolog sangatlah dibu-
tuhkan. Prosedur pemeriksaan sejak penyelidikan, 
penuntutan hingga pemeriksaan yang dilalui korban 

                                                            
93 Suryono Oktama, Harun Pudjionto RS, dan G. Wiratama, Op. 

Cit., hal. 135. 
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malah kebanyakan menambah daftar penderita-
annya.94Ironisnya, seringkali proses ini dilalui oleh 
korban sebelum kesehatan fisik dan mentalnya 
benar-benar pulih. 

Selain itu, perlindungan terhadap korban juga 
dapat dilihat dari konsep pemikiran tentang tujuan 
dan fungsi negara, yakni melindungi dan mem-
berikan rasa aman kepada masyarakat. Leslie Lipton 
–sebagaimana dikutip Dikdik M. Arif Mansur– 
mengatakan bahwa fungsi negara yang asli dan ter-
tua adalah melindungi,karena negara dibentuk oleh 
individu-individu untuk memperoleh perlindungan. 
Negara senantiasa dipertahankan untuk memelihara 
tujuan tersebut.95 Selain menginginkan perlindungan 
fisik dari negaranya, seorang warga negara juga 
mengharapkan adanya perlindungan di berbagai 
bidang.  

Berdasarkan konsep pemikiran di atas, maka 
dapat dipahami bahwa berdasarkan sifat alaminya, 
seharusnya negara memiliki fungsi untuk senantiasa 
melindungi dan mensejahterakan warga negaranya 
secara luas. Jaminan perlindungan dari suatu negara 
terhadap masyarakatnya haruslah diberlakukan 
secara luas, baik terhadap ancaman dari luar maupun 
ancaman dari dalam, baik keseluruhan maupun 
individu secara personal.  

Bentuk konkrit dari tanggung jawab negara ialah 
memberikan jaminan perlindungan terhadap warga 

                                                            
94 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap 

Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Bandung: 
PT. Refika Aditama, 2001, hal. 75. 

95 Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom,Op. Cit., hal. 9. 
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negaranya dari segala bentuk kejahatan atau segala 
perbuatan yang menyimpang lainnya. Manakala 
negara memiliki kewajiban untuk melindungi selu-
ruh warganya dalam keadaan biasa, maka adalah 
suatu keharusan apabila negara memberikan per-
hatian lebih kepada korban kejahatan. Apalagi ketika 
mereka mengalami penderitaan dan kerugian baik 
kerugian secara ekonomi, kerugian fisik, maupun 
kerugian secara psikis. Sejalan dengan hal tersebut, 
maka konsekuensi logis bagi negara yang menganut 
model kesejahteraan ialah: “Negara bertanggung 
jawab untuk memberikan kesejahteraan pada warga 
negaranya, dan berarti sekaligus pula pada saat 
masyarakat mengalami peristiwa yang mengakibat-
kan kesejahteraanya terganggu”.96 

 
B. Hak-hak Perlindungan Hukum bagi Korban 

Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana 
Perhatian terhadap hak asasi pelaku kejahatan 

sebagai individu mulai diperhatikan secara serius 
sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jika 
sebelumnya banyak terjadi pelanggaran dalam 
proses pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan, 
keadaan menjadi berubah semenjak KUHAP diber-
lakukan.  Namun demikian, banyaknya porsi materi 
KUHAP yang mengakomodir tentang perlindungan 
terhadap “pelaku kejahatan” menyebabkan materi 
perlindungan terhadap “korban kejahatan” terkesan 
tidak seimbang. Dengan kata lain perlindungan yang 

                                                            
96Ibid., hal. 11. 
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ada dalam KUHAP lebih banyak melindungi hak-hak 
pelaku kejahatan daripada berpihak kepada hak-hak 
korban.97 Padahal semua orang adalah sama di mata 
hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang 
sama tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.98 

Kurang memadainya perlindungan terhadap 
korban kejahatan semakin memperberat penderitaan 
yang dialami olehnya. Akibatnya, pada saat pelaku 
kejahatan telah dijatuhi sanksi oleh pengadilan, 
kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan 
sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghor-
matan hak asasi manusia tidak hanya berlaku 
terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga berlaku 
terhadap korban kejahatan.99 

Hukum sering kali mengedepankan hak-hak 
tersangka atau terdakwa dalam proses penyelesaian 
perkara pidana, sementara hak-hak korban diabai-
kan. Andi Hamzah menyatakan bahwa ada kecen-
derungan lebih bagi pemerintah dalam hal mengupas 
persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak-hak 
tersangka tanpa memperhatikan hak-hak korban.100 

Sistim peradilan pidana Indonesia terkesan me-
nempatkan korban hanya untuk keperluan pembuk-
tian saja tanpa memperhatikan perlindungan hukum 
yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya 

                                                            
97 Tri Hermintadi, Kepentingan Korban dalam Sistem Peradilan 

Pidana dari Sudut Pandang Viktimologi, Jakarta: Badilag, 2009, hal. 5. 
98 Soeparman Parman, “Kepentingan Korban Tindak Pidana”, 

Majalah Hukum Varia Peradilan, Vol. II, No. 2, tahun 2006, hal. 6. 
99 Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, Jakarta: CV. 

Akademia Persindo, 1989, hal. 94. 
100 Andi Hamzah, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab 

Undang Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Binacipta. 1986, hal. 33. 
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materil maupun immateril. Korban kejahatan hanya 
dibutuhkan sebagai alat bukti yang dapat dimintakan 
keterangannya di depan persidangan. Peran korban 
dalam persidangan tidak lebih sebagai bagian dari 
pencarian kebenaran materil, yaitu hanya sebagai 
saksi.101 Adapun keleluasaan korban dalam memper-
juangkan haknya adalah sangat kecil.102 

Terasingnya kedudukan korban tindak pidana 
dalam penanganan perkara pidana dapat terdeteksi 
ketika korban kejahatan tidak diberikan kewenangan 
dan tidak dilibatkan secara aktif dalam proses 
penyelidikan dan persidanggan. Sehingga ia kehi-
langan kesempatan untuk memperjuangkan hak-
haknya dalam memulihkan keadaannya akibat suatu 
kejahatan yang menimpanya.  

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai 
bagian perlindungan kepada masyarakat dapat di-
wujudkan dalam berbagai bentuk, misalnya melalui 
pemberian restitusi dan konpensasi, pelayanan medis 
dan bantuan hukum. Sudah saatnya memberikan 
perhatian khusus kepada korban, selain mempo-
sisikan dirinya sebagai saksi yang mengertahui ter-
jadinya suatu kejahatan. Sebab, kedudukan korban 
sebagai subjek hukum memiliki kedudukan sederajat 
di depan hukum (equality before the law).Empati ke-
pada korban kejahatan dalam penanganan perkara 
pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasih 
dan hormat atas martabat korban (compassion and 

                                                            
101 Chaerudin dan Syarif Fadilah, korban kejahatan dalam 

perspektif vikimologi dan hukum pidana islam, Jakarta: Chalia Pres, 
2004,hal. 47-48. 

102Ibid. 
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respect for their dignity). Pandangan ini lahir meng-
ingat terlalu banyaknya instrumen HAM yang 
seharusnya dilakukan seolah-olah dilupakan atau 
palling tidak kurang diperhatikan.103 

Guna memberikan rasa aman dan rasa nyaman 
bagi masyarakat dalam beraktifitas dalam kehi-
dupannya sehari-hari, tentunya kejahatan-kejahatan 
ini perlu ditanggulangi baik pendekatan yang 
sifatnya preventif maupun represif. Kedua pende-
katan yang dimaksud haruslah ditangani secara 
professional oleh suatu lembaga yang berkompeten. 
Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk 
suatu lembaga yang khusus menanganinya. Di 
beberapa negara bagian Amerika Serikat, seperti di 
Michigan, telah ada suatu lembaga yang didirikan 
khusus untuk membantu korban kejahatan dan 
orang-orang yang membantu korban (yang bukan 
karena kesalahannya) telah menderita kerugian 
sebagai akibat dari suatu kejahatan. Lembaga ini 
dinamakan The Crime Victim’s Compensation Board.104 
Bantuan yang disediakan adalah bantuan untuk pela-
yanan kesehatan, atau pelayanan-pelayanan lain 
yang diperlukan, seperti biaya pemakaman, bantuan 
karena kehilangan penghasilan, dan sebagainya. 
Umumnya dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sesudah 

                                                            
103 Muladi (ed), “HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan 

Pidana”, Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep, dan Implikasi dalam 
Perspektif Hukum dan Masyarakat,Bandung: Refika Aditama, 2005, hal. 
107. 

104Untuk memperoleh bantuan ini, klaim harus diajukan kepada 
The Crime Victim’s Compensation Board, P. O. Box 30026, Lansing, 
Michigan 48909. 
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terjadinya kejahatan, atau 90 (sembilan puluh) hari 
setelah kematian korban. Namun, untuk tahap awal 
perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi 
yang memadai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh 
korban dan keluarganya. Apabila dikemudian hari 
mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat 
dari kejahatan yang menimpa dirinya. 

Tidak jarang seseorang yang mengalami pende-
ritaan (fisik, mental, ataupun materil) akibat suatu 
tindakan pidana yang menimpa dirinya, tidak mem-
pergunakan hak-hak yang seharusnya ia terima 
karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut 
dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian 
yang menimpa dirinya (karena kejadian ini meru-
pakan aib bagi dirinya maupun keluarganya), 
sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, 
atau korban menolak mengajukan ganti kerugian 
karena dikhawatirkan prosesnya akan semakin 
panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada 
timbulnya penderitaan yang berkepanjanan. Sekali-
pun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya 
mempergunakan hak-hak yang telah disedikan 
baginya. Oleh karena itu, adanya beberapa hak 
umum yang disediakan bagi korban atau keluarga 
korban kejahatan, yang meliputi: 
1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas 

penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti 
kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau 
pihak lainnya, seperti negara atau lembaga 
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khusus yang dibentuk untuk menangani masa-
lah ganti kerugian korban kejahatan; 105 

2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan reha-
bilitas; 

3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari an-
caman pelaku; 

4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum; 
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) 

miliknya; 
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan 

medis; 
7. Hak untuk diberi tahu bilamana pelaku keja-

hatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, 
atau bilamana pelaku buron dari tahanan; 

8. Hak untuk memperoleh informasi tentang 
penyelidikan polisi berkaitan dengan kejahatan 
yang menimpa korban; 

9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, 
seperti merahasiakan nomor telepon atau 
identitas korban lainnya. 
Berdasarkan Pasal 10 Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapat-
kan: 
1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, 
atau pihak lainnya baik sementara maupun 

                                                            
105 Konsep restituisi dan kompensasi berdasarkan Undang 

Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia adalah resituisi sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh 
pelaku kejahatan terhadap korban, sedangkan kompensasi sebagai 
ganti kerugian yang diberikan oleh negara. 
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berdasarkan penetapan perintah, serta perlin-
dungan dari pengadilan; 

2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan 
medis; 

3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan 
kerahasiaan korban; 

4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan 
hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

5. Pelayanan bimbingan rohani. 
 

Terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang 
mencerminkan perlindungan terhadap korban. Pasal-
pasal tersebut antara lain: 
1. Pasal 80 KUHP: Pemeriksaan untuk memeriksa 

sah atau tidaknya suatu penghentian penyeli-
dikan atau penuntutan dapat diajukan  oleh 
penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan 
kepada ketua pengadilan negeri dengan menye-
but alasannya; 

2. Pasal 108 ayat (1): Setiap orang mengalami, 
melihat, menyaksikan, dan/atau menjadi korban 
peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak 
untuk mengajukan laporan atau pengaduan atau 
penyelidik atau penyidik baik lisan maupun 
tulisan; 

3. Pasal 133 ayat (1): Dalam hal penyidik untuk 
kepentingan peradilan menangani korban baik 
luka, keracuanan maupun mati yang diduga 
karena peristiwa tindak pidana. Ia berwenang 
mengajukan permintaan keterangan ahli kepada 
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ahli kedokteran, kehakiman, atau dokter ahli 
lainnya; 

4. Pasal 134 ayat (1): Dalam hal sangat diperlukan 
dimana untuk diperlukan bedah mayat tidak 
mungkin lagi dihindari, penyidik wajib mem-
bertahukan terlebih dahulu kepada keluarga 
korban; 

5. Pasal 160 ayat (1b): Yang pertama-tama didengar 
keterangan adalah korban yang menjadi saksi. 
Terdapat potensi informasi dari korban keja-

hatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran 
atas statistik kriminal (terutama statistik yang 
terdapat kepada kepolisian yang dilakukan melalui 
survei tentang korban kejahatan). Masyarakat yang 
berkembang akan semakin menyadari bahwa di 
samping korban kejahatan konvensional (kejahatan 
jalanan/street crime) tidak kurang pentingnya untuk 
memberikan pada korban kejahatan non-konven-
sional maupun korban dari penyalahgunaan kekua-
saan. 

Perlindungan hukum bagi korban dan saksi 
dalam perkara pidana sama sekali bukan hal yang 
mudah untuk dirumuskan, utamanya apabila 
dengan: 
1. Keterangan yang dimiliki seseorang saksi korban 

mungkin saja memberatkan dirinya sendiri, akan 
tetapi sebagai saksi ia tidak memiliki hak tolak; 

2. Dalam hal saksi atau korban tersebut melakukan 
perbuatan pidana tersebut bersama-sama dengan 
si pelaku, keterangan yang diberikan saksi atau 
korban akan memberatkan terdakwah yang 
merupakan “partner in crime”-nya;  
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3. Keterangan yang dimiliki saksi sama sekali tidak 
memiliki landasan hukum untuk memperoleh 
perlindungan dari kemungkinan dilakukan 
intimidasi, terror, dan sebagainya oleh terdakwa 
atau kelompoknya; 

4. Dalam prakteknya, saksi atau korban juga tidak 
boleh memperoleh penggantian apapun dari 
negara atas upaya memberikan keterangan di 
persidangan atau di tempat lain (misalnya dalam 
tingkat penyidikan). Sekalipun ada dana 
penggantian hal tersebut merupakan inisiatif 
dari aparat penegak hukum dan jumlahnya 
sangat terbatas; 

5. Perlakuan yang dikenakan pada saksi/ korban 
oleh penegak hukum tidak jarang membuat saksi 
justru merasa terancam.  
Pengaturan hukum pidana terhadap korban 

kejahatan, secara mendasar dikenal dua mode, 
yakni:106 
1. Model hak-hak prosedural (the procedural rights 

models) 
Pada model ini korban dimungkinkan memain-
kan peran aktif di dalam proses peradilan yang 
tengah berjalan. Dalam hal ini, korban kejahatan 
diberikan hak untuk mengadakan tuntutan pi-
dana atau untuk membantu jaksa. Ia juga 
memiliki hak untuk dihadirkan dan didengar di 
setiap tingkatan sidang pengadilan terkait 
kepentingan di dalamnya, termasuk juga hak 
untuk diminta konsultasi oleh lembaga 

                                                            
106 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 79. 



88     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

pemasyarakatan sebelum diberikan lepas 
bersyarat, serta hak untuk mengadakan perda-
maian atau peradilan perdata. Di Perancis, 
model hak prosedural ini disebut pratie civolie 
model (civil action systems). Pendekatan prose-
dural melihat korban sebagai seorang subjek 
yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas 
untuk menuntut dan mengejar kepentingan-
kepentingannya.  
Kelebihan model ini adalah dapat dianggap 
memenuhi perasaan untuk membalas korban 
maupun masyarakat. Selain itu, keterlibatan 
korban seperti ini akan memungkinkan untuk 
memperoleh kembali rasa percaya diri dan harga 
diri. Kemudian, hak-hak yang diberikan pada 
korban untuk aktif terlibat dalam proses 
pencarian keadilan tersebut dapat merupakan 
pengimbang terhadap tindakan-tindakan yang 
mungkin terjadi dalam tugas-tugas kejaksaan, 
misalnya dalam hal menyusun rekuisituir yang 
dianggap terlalu ringan atau menyampingkan 
perkara demi kepentingan umum. Model ini juga 
dianggap dapat meningkatkan arus informasi 
yang berkualitas kepada hakim, sebab biasanya 
arus informasi ini didominasi oleh terdakwa 
yang melalui kuasa hukumnya justru dapat 
menekan korban/saksi korban di dalam persi-
dangan. Akan tetapi, model ini juga memiliki 
kelemahan yang cukup berarti, di mana model 
ini dianggap dapat menciptakan konflik antara 
kepentingan umum dan kepentingan pribadi; 
padahal, sistem peradilan pidana harus berlan-
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daskan pada kepentingan umum. Di samping 
itu, dapat terjadi beban berlebihan bagi admi-
nistrasi peradilan pidana yang bertentangan 
dengan usaha untuk lebih menyederhanakan.  
Kerugian lainnya adalah kemungkinan hak-hak 
yang diberikan pada korban tersebut justeru 
dapat menimbulkan beban  mental bagi yang 
bersangkutan dan membuka peluang untuk 
menjadikannya sebagai korban yang keduakali-
nya (risk of secondary victimization). 
Secara psikologis praktis dan secara finansial, 
model ini kadang dianggap juga tidak 
memberikan keuntungan. Kegelisahan, depresi 
dan sikap masa bodoh korban tidak memung-
kinkan baginya secara wajar, terlebih lagi bila 
pendidikannya rendah. Jadwal persidangan 
yang ketat dan berkali-kali akan menggangunya, 
baik secara praktis maupun finansial. Selain itu, 
dapat juga dikatakan bahwa suasana yang bebas 
dilandasi praduga tidak bersalah (preassumption 
of innocent) dapat terganggu oleh pendapat 
korban tentang pemidanaan yang akan dijatuh-
kan. Hal ini didasarkan atas pemikiran emo-
sional dalam rangka pembalasan. 

2. Model Pelayanan (the services models) penegakan-
nya diletakkan pada perlu diciptakannya stan-
dar-standar baku bagi kepolisian dalam pem-
binaan korban kejahatan. Misalnya pedoman 
notifikasi kepada korban dan/atau kejaksaan 
dalam penanganan perkaranya, pemberi kom-
pensasi sebagai sanksi pidana yang yang bersifat 
restitutis dan dampak pernyataan-pernyataan 
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korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan 
ini melihat korban kejahatan sebeagai sasaran 
khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan 
polisi dan para penegak hukum lain. 
Keuntungan dari model ini adalah bahwa model 
ini dapat digunakan sebagai sarana pengem-
balian apa yang dinamakan integrity of the system 
of instionalized trust, dalam rangka perspektif 
komunal. Korban akan merasa dijamin kembali 
kepentingannya dalam suasana tertib dan adil. 
Suasana tertib, terkendali, dan saling memper-
cayai dapat diciptakan kembali. Model ini 
dianggap pula dapat menghemat biaya sebab 
dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan 
pidana dapat mempertimbangkan kerugian-
kerugian yang diderita oleh korban dan menen-
tukan kompensasi baginya.  
Kelemahan dari model semacam ini antara lalin 
adalah bahwa kewajiban-kewajiban yang dibe-
bankan pada polisi, jaksa, dan pengadilan untuk 
selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu 
kepada korban, dianggap akan membebani 
aparat penegak hukum karena semua didasar-
kan atas sarana dan perasaan yang sama. Efisi-
ensi dianggap juga akan terganggu, sebab 
pekerjaan yang bersifat profesional tidak mung-
kin digabungkan dengan urusan yang dianggap 
dapat mengganggu efisiensi.  
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C. Faktor Penyebab Belum Memadainya 
Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan 

Menilik secara intens, detail, dan substansial, 
terlihat bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang Undang Hukum 
Pidana (KUHP) memiliki kecenderungan berpihak 
kepada pelaku kejahatan (offender oriented). Kenya-
taan tersebut terlihat dalam bagi pelaku atau 
tersangka mulai dari proses penyelidikan dan penyi-
dikan upaya perlindungan hukum yang diberikan 
oleh petugas, mendapat jaminan komsumsi yang 
ditetapkan oleh negara pada masa penahanan, dan 
diberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan 
hukum dalam proses persidangan di pengadilan. 
Selain itu, mereka juga diberi hak untuk melakukan 
upaya hukum banding, kasasi, bahkan Peninjauan 
Kembali (PK) apabila mereka tidak menerima 
keputusan pengadilan. 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada 
pelaku kejahatan sebagaimana yang dimaksud tadi 
berlanjut terus sampai pada saat pelaku divonis dan 
dieksekusi di lembaga pemasyarakatan. Pada fase ini, 
pelaku mendapat perhatian dan fasilitas meliputi 
tempat tidur, perawatan medis, peluang rekreasi, 
pendidikan, pelatihan kerja, termasuk mendapat 
bimbingan psikologis, dan lain sebagainya.  

Mengacu pada kenyataan di atas, maka jelaslah 
bahwa perlindungan terhadap pelaku kejahatan 
mendapatkan porsi yang lebih besar jika diban-
dingkan dengan perlindungan yang diberikan terha-
dap korban kejahatan. Dengan demikian, ada kesan 
bahwa sistem peradilan pidana belum mengakui 
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ekstensi keberadaan korban kejahatan selaku pencari 
keadilan. Barangkali dari pernyataan ini akan 
diuraikan beberapa faktor  penyebab atau akar masa-
lah mengapa korban kejahatan belum mendapatkan 
porsi perlindungan hukum yang memadai. Kenya-
taan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 
seperti: 
1. Faktor peraturan perundangan 

Perundang-undangan yang ada saat ini 
dapat dikatakan belum mencerminkan suatu 
kesatuan (unifikasi) sebagai suatu tatanan hukum 
berdasarkan sistem hukum nasional.107 Padahal 
keberadaan suatu perundang-undangan sangat-
lah urgen dalam mencapai suatu tertib hukum 
sesuai tujuan pembentukannya. Apalagi undang-
undang merupakan sumber hukum utama, 
karena seluruh ragam kaidah hukum pada 
dasarnya berasal dari perundang-undangan. 

Keadaan di atas dapat ditemui dari adanya 
penggunaan berbagai tatanan hukum yang ber-
beda-beda dan kurang terpadu. Ironisnya antara 
undang-undang satu dengan undang-undang 
yang lain terkadang saling bertentangan antara 
satu dengan yang lainnya. Anggapan ini sebe-
narnya berangkat dari beberapa sebab antara 
lain: a. Adanya ketentuan hukum yang berasal dari 

beberapa produk hukum kolonial Belanda 
yang sampai sekarang ini masih tetap 

                                                            
107 Eddy Rifai, Masalah Tidak Efektifnya Penegak Hukum,Sema-

rang: Universitas Diponegoro, 1994, hal. 4. 
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berlaku (KUHP, KUH Perdata, KUH Dagang 
serta beberapa ordonantie lainnya); b. Ketentuan hukum dari produk hukum 
nasional yang dibuat setelah Indonesia 
merdeka (baik pada era Orde Lama, Orde 
Baru, maupun era Reformasi); c. Ketentuan hukum adat yang sampai saat ini 
masih ada dan berlaku di dalam masyarakat, 
terutama pada daerah-daerah tertentu yang 
masyarakatnya masih terikat kuat dengan 
adat istiadat. Bahkan beberapa kejadian 
tindak pidana sering diakhiri oleh para 
pihak (korban dan pelaku) dengan pranata 
perdamaian adat,108 meskipun cara ini sebe-
narnya bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; d. Adanya ketentuan hukum Anglosaxon, yang 
bercampur dengan globalisasi di berbagai 
bidang, umpamanya dalam bidang ekonomi. 
Akibatnya para penegak hukum di Indo-
nesia perlu menggunakan ketentuan hukum 
yang dapat memenuhi tatanan hukum 
Internasional.109 
Berdasarkan uraian di atas, terdapat ber-

bagai macam ketentuan hukum yang berpotensi 
menimbulkan masalah dalam penegakannya, 
dimana para penegak hukum akan menghadapi 
berbagai dilema atau pilihan hukum yaitu: 
Menyelesaikan perkara berdasarkan tatanan 

                                                            
108 Romli Atmasasmita, Op. Cit., hal. 31. 
109 J. E. Sahetapy, Citra dan Kewibawaan Hukum Pengadilan, 

Surabaya: UNTAG Press, 1994, hal. 4. 
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hukum positif, namun kurang memenuhi rasa 
keadilan, keamanan, ketertiban masyarakat; atau 
memanfaatkan hukum adat yang bertindak di 
luar ketentuan hukum positif, namun lebih 
memenuhi keinginan masyarakat. 

Hal tersebut merupakan realita di dalam 
dunia peradilan, bagaimana praktek penegakan 
hukum terhadap kasus kejahatan tidak dapat di-
tanggulangi dikarenakan kurangnya rumusan 
yang tegas dalam perundang-undangan pi-
dana,110 yang ujung-ujungnya bermuara kepada 
penegakan hukum yang tidak berdaya.111 Belum 
adanya regulasi yang khusus mengatur menge-
nai kejahatan-kejahatan tertentu akan mengham-
bat penegakkan hukum, karena para penegak 
hukum akan mengalami kesulitan dalam men-
jerat terdakwa. Keadaan ini kentara terlihat 
dalam kasus kejahatan internet (cybercrime). 

Realita di atas serupa dengan apa yang ter-
jadi pada perlindungan korban kejahatan. 
Karena undang-undang yang mengatur tentang 
korban kejahatan yang selama ini ada masih ber-
sifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan. Efek-
nya ialah perlindungan korban kejahatan itu 
hanya dapat diberlakukan bagi kejahatan ter-
tentu saja.  

                                                            
110 Satjipto Raharjo, “Polisi antara Fakta dan Teori”,Suara Pemba-

haruan dikutip oleh Malik Ibrahim, Penegak Supermasi Hukum di 
Indonesia: Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum, Jakarta: 
Asy-Syir’ah,2001, hal. 14. 

111 Didik M. Arif Mansur, Op. Cit., hal. 174. 
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Sungguh pun Undang Undang Nomor 13 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan 
Peraturan Pelaksana tentang Undang Undang 
Perlindungan Saksi dan Korban sudah diberla-
kukan, namun tetap dibutuhkan lembaga yang 
bertanggungjawab untuk menangani pemberian 
perlindungan, sehingga masyarakat yang ingin 
mencari bantuan perlindungan tidak akan mene-
mui kesulitan. 

2. Partisipasi korban kejahatan 
Rendahnya partisipasi aktif korban keja-

hatan dalam penegakan hukum mencerminkan 
rendahnya  budaya hukum. Sebagai salah satu 
obyek perlindungan, seharusnya pemerintah 
secara sadar harus melakukan perlindungan 
terhadap korban kejahatan demi penegakkan 
hukum. Dibutuhkan keberanian sebagai impli-
kasi perwujudannya. Masyarakat –dalam hal ini 
termasuk korban kejahatan– tidak hanya harus 
taat dan patuh pada hukum, namun juga harus 
kritis terhadap hukum dan praktisinya.112 Sikap 
kurang kritis yang dimaksud dapat dilihat dari 
kurangnya kesadaran korban kejahatan untuk 
melaporkan atau mengadukan kejahatan yang 
menimpanya. Keengganan menjadi saksi meru-
pakan sikap kurang kritis lainnya yang terjadi 
dalam upaya penegakan hukum. Pada kasus 
kekerasan misalnya, korban enggan mengadu-
kan dikarenakan alasan aib bagi keluarga, takut 
terhadap ancaman, dan lain sebagainya. Demi-

                                                            
112Ibid., hal. 175. 
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kian pula bagi korban perkosaan yang banyak 
menolak untuk melapor karena merasa malu. 
Termasuk kemungkinan teror yang diterima bagi 
pelapor yang berlatar belakang korban pelang-
garan HAM berat. Padahal sikap-sikap tersebut 
akan dapat  merugikan korban itu sendiri, baik 
dalam penderitaan pribadi maupun terham-
batnya proses peradilan pidana.  

Pada kasus korban KDRT, sikap mengabai-
kan tersebut seolah menunjukkan kerelaan atas 
derita yang dialami yang lama-kelamaan dapat 
menimbulkan stigma, bahwa KDRT tersebut wa-
jar terjadi dan pihak lain tidak perlu ikut campur 
di dalamnya. 

Apabila hal semacam itu terjadi, maka 
bagaimanapun upaya yang dilakukan oleh 
penegak hukum tentulah perlindungan terhadap 
korban tidak akan dapat terlaksana. Kondisi 
yang tidak berbeda ditemukan juga pada korban 
kejahatan-kejahatan lainnya seperti, pengania-
yaan, pencurian, permapokan, pembunuhan, 
dan lain sebagainya. 

3. Sumber daya manusia dari penegak hukum  
Dari sudut aparat penegak hukum, kendala 

yang dirasakan antara lain berupa kurangnya 
keahlian dan kurangnya keterampilan (sumber 
daya manusia) dalam menegakkan hukum baik 
secara kualitas maupun secara kuantiitas. Kea-
daan ini tentu akan mempengaruhi kualitas 
pelayanan terhadap pemeriksaan perlindungan 
bagi korban kejahatan.  
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Kurangnya kualitas dapat dijumpai dalam 
lingkungan kepolisian, misalnya dalam hal terja-
dinya kesenjangan yang sangat lebar antara 
aparat kepolisisan dengan masyarakat.113 Minim-
nya personil polisi wanita tentu akan berdampak 
pula pada kualitas pelayanan aparat kepolisian 
kepada korban. 

Aspek minimnya kuantitas sumber daya 
manusia terlihat dalam penerapan Pasal 14 
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut 
menyebutkan bahwa anggota LPSK yang terdiri 
atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Departemen 
Hukum dan HAM, Akademisi, Advokat, atau 
Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut baru ada 
di kota-kota tertentu saja, belum mencakup 
seluruh wilayah di Indonesia. Padahal, korban 
kejahatan tersebar luas di seluruh penjuru Tanah 
Air. Kurangnya kuantitas juga tercermin dari 
minimnya anggota polisi wanita yang memiliki 
kualifikasi sebagai dokter atau pskiater/psikolog 
yang ditempatkan unit ruang pelayanan khusus. 

Sarana dan prasarana pendukung terhadap 
upaya perlindungan bagi korban kejahatan 
merupakan kebutuhan yang urgen. Karena tanpa 
adanya sarana dan prasarana, maka perlindung-
an tidak akan terlaksana secara memadai. 
Sebagai contoh, ketika kita ingin menerapkan 
Pasal 5 ayat (1) huruf j Undang Undang Nomor 
13 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa 

                                                            
113Ibid.,hal. 179. 
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seorang saksi korban berhak mandapatkan 
tempat kediaman baru. Menurut penjelasan 
pasal 5 ayat (1) huruf j dari undang-undang 
tersebut, frase “tempat kediaman baru” adalah 
tempat tertentu yang bersifat sementara dan 
dianggap aman. Frase tersebut melahirkan suatu 
pertanyaan yaitu siapakah/lembaga manakah 
yang menyiapkan tempat tersebut? Bagaimana 
pula pembiayaannya? Dan berapa lama korban 
dapat berdiam di tempat tersebut? Frase tersebut 
masih memerlukan uraian berkenaan dengan 
teknis pelaksanaannya di lapangan. 

Terhadap korban perkosaan misalnya, harus 
ada ruangan pelayanan khusus yang letaknya 
terpisah dengan ruangan pemeriksaan biasa. 
Ruangan yangs setidaknya harus menimbulkan 
rasa nyaman dan familiar, sekaligus dapat men-
jadi sarana relaksasi bagi korban guna memu-
lihkan kondisi fisik dan mentalnya. Tempat yang 
memungkinkan untuk dipergunakan sebagai 
tempat penyelidikan, pemeriksaan oleh yang 
berwenang baik polwan, dokter, pskiater, dan 
psikolog. Tedapat pelayanan yang kurang me-
madai, baik bagi korban perkosaan maupun 
korban narkotika. 

 
D. Kompensasi atau Restitusi sebagai   

Upaya Perlindungan Korban Kejahatan  
Berat atau ringannya kejahatan yang terjadi tentu 

akan menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi 
korban, baik materil maupun immateril. Penderitaan 
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terkadang tidak saja dialami oleh korban namun juga 
harus ditanggung oleh seluruh anggota keluarga. 

Penderitaan dan kerugian itu sebenarnya belum 
relevan dan seimbang jika dihubungkan dengan pen-
deritaan pelaku kejahatan. Sebab, penjatuhan pidana 
kepada pelaku kejahatan sebenarnya hanya relevan 
terhadap kesalahan yang dilakukannya. Sedangkan 
penderitaan dan kerugian yang dialami korban dan 
keluarganya belumlah berakhir. Terlebih lagi jika 
korban tersebut meninggal dunia, atau mengalami 
cacat seumur hidup, termasuk mengalami trauma 
yang berkepanjangan. Dipidananya atau dipenjara-
nya pelaku kejahatan memang akan merampas kebe-
basan pelaku, namun sesungguhnya belum berarti 
bahwa kepentingan korban telah terpenuhi. Karena 
pembuat kejahatan belum sepenuhnya bertanggung 
jawab terhadap kerugian fisik, moral, dan nyawa 
korban.114 Salah satu upaya untuk mewujudkan 
perlindungan terhadap korban kejahatan dan seka-
ligus merupakan hak korban kejahatan adalah 
mendapatkan kompensasi/ restitusi.  

Perlindungan terhadap korban kejahatan masih 
terbilang abstrak di dalam sistim peradilan pidana di 
Indonesia.115 Sehingga dibutuhkan lembaga kom-
pensasi dan restitusi yang tangguh sebagaimana dia-
manatkan dalam KUHP, KUHAP, Undang Undang 
Peradilan Hak Asasi Manusia, dan Undang Undang 
Perlindungan Saksi dan Korban.  

                                                            
114 Angkasa, Op. Cit., hal. 5. 
115 Lilik Mulyadi, Loc. Cit. 
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Kompensasi dan restitusi adalah istilah dimana 
dalam penggunaanya sering dapat ditukar (inter-
changtable) namun menurut Stephen Schafer –
sebagaimana yang dikutip oleh Dikdik M. Arif 
Mansur– mengatakan bahwa kompensasi dan resti-
tusi memiliki perbedaan. Kompensasi menurutnya 
lebih bersifat keperdataan, timbul oleh permintaan 
korban, dibayar dari masyarakat atau merupakan 
bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau ne-
gara. Sedangkan restitusi bersifat pidana yang timbul 
dari putusan pidana, dan dibayar oleh terpidana, 
serta merupakan wujud pertanggungjawaban terpi-
dana.116 Pasal 25 Undang Undang Nomor 26 Tahun 
2000, pada penjelasannya, disebutkan bahwa 
kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan 
oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan 
ganti kerugian yang sebenarnya menjadi tanggung 
jawabnya. Sedangkan restitusi merupakan ganti 
kerugian yang diberikan pada korban atau keluar-
ganya oleh pelaku atau pihak ketiga.  

Lebih lanjut Schafer menyatakan bahwa terdapat 
lima sistem pemberian kompensasi dan restitusi 
kepada korban kejahatan, yaitu : 

1. Ganti rugi yang bersifat keperdataan, 
diberikan melalui proses perdata, sistem ini 
memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari 
proses pidana; 

2. Kompensasi yang bersifat keperdataan 
diberikan melalui proses pidana; 

                                                            
116 Didik M. Arif Mansur, Op. Cit.,hal. 167. 
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3. Restitusi yang bersifat perdataan dan 
bercampuran dengan sifat pidana diberikan 
melalui proses pidana. Walaupun restitusi di 
sini tetap bersifat perdata tidak diragukan 
sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi 
menurut sistem ini adalah “denda kompen-
sasi”. Denda ini merupakan kewajiban yang 
bernilai uang, yang dikenakan kepada terpi-
dana sebagai suatu bentuk pemberian ganti 
rugi kepada korban disamping pidana yang 
seharusnya diberikan; 

4. Kompensasi yang bersifat perdata diberikan 
melalui proses pidana dan didukung oleh 
sumber-sumber penghargaan negara, tidak 
mempunyai aspek pidana apapun. Negara 
yang memenuhi ganti rugi yang dibebankan 
pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupa-
kan pengakuan behwa negara telah gagal 
melakukan tugasnya melindungi korban 
dan gagal dalam upaya mencegah terjadinya 
kejahatan; 

5. Kompensasi yang bersifat netral diberikan 
melalui prosedur khusus. Diberikan dalam 
hal korban memerlukan ganti rugi, sedang-
kan pelaku dalam keadaan bangkrut. Pera-
dilan pidana dan perdata tidak berkompeten 
untuk memeriksa, tetapi terdapat prosedur 
khusus dan independen yang menyetujui 



102     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

campurtangan negara atas permintaan 
korban.117 
 

Sekalipun sangat minimal dan abstrak, hukum 
pidana positif telah mengupayakan perlindungan 
korban kejahatan melalui lembaga kompensasi dan 
restitusi, antara lain dapat dilihat dalam: 
1. KUHP Pasal 14 c, yaitu ketika hakim menja-

tuhkan pidana bersyarat. Namun dalam pelak-
sanaanya, pasal tersebut memenuhi beberapa 
kendala yaitu: 
a. Penetapan ganti rugi tidak diberikan oleh 

hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri 
disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai 
syarat khusus saja; 

b. Penetapan syarat ini hanya dapat diberikan 
apabila hakim menjatuhkan pidana paling 
lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan; 

c. Syarat khusus ini hanya bersifat fakulatif, 
tidak bersifat imperatif atau mutlak. 

2. KUHAP Pasal 98 sampai dengan Pasal 101, yaitu 
berkenaan dengan hak korban untuk menuntut 
hak ganti kerugian yang diderita akibat 
kejahatan. Ini antara lain dapat dilihat pada pasal 
98 ayat (1) KUHP yang berbunyi : 

“Jika sesuatu yang menjadi suatu dasar 
dakwaan didalam suatu pemeriksaan 
perkara pidana oleh Pengadilan Negeri 

                                                            
117 Theodora Shahputri, Upaya Perlindungan Korban Kejahatan 

Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi,Jakarta: Masyarakat Pemantau 
Peradilan di Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
2001, hal. 4. Lihat juga Didik M. Arif Mansur, Op. Cit.,hal. 167-168. 



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     103 

menimbulkan kerugian bagi orang lain, 
maka Hakim Ketua sidang atas permintaan 
orang itu dapat menetapkan untuk meng-
gabungkan perkara ganti kerugian kepada 
perkara pidana itu”. 

 
Berdasarkan ketentuan ini, berarti undang-

undang memberikan kewenangan kepada 
Hakim Ketua sidang untuk dapat menentukan 
kebijakan mengenai penggabunga atau diajukan 
secara terpisah. Dengan kata lain, permintaan 
tuntutan ganti kerugian yang dimaksud baru 
dapat dilakukan dalam hal penggabungan antara 
perkara perdata dan perkara pidana.   

Maksud “penggabungan gugatan” pada 
perkara ini adalah supaya gugatan tersebut pada 
suatu ketika sama-sama diperiksa serta  sama-
sama diputus secara sekaligus dengan perkara 
pidana yang bersangkutan, sedangkan yang 
dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” 
adalah termasuk kerugian bagi korban. Pengga-
bungan perkara tersebut diharapkan mengemat 
biayas dan menghemat waktu, disamping 
mempercepat penyelesaian perkara. 

Sungguhpun undang-undang telah mem-
berikan peluang kepada korban menyampaikan 
gugatan ganti kerugian ternyata penggabungan 
gugatan ganti kerugian tersebut sifatnya hanya 
kerugian yang riil saja, secara implisit ditentukan 
pada Pasal 99 ayat (1) KUHP yang berbunyi:  

“Apabila pihak yang dirugikan minta 
penggabungan perkara gugatan pada 
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perkara pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri 
tentang kewenangan untuk mengganti biaya 
yang telah dikeluarkan oleh pihak yang 
dirugikan tersebut”. 

 
Dari frase yang berbunyi “...hukuman 

penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh 
pihak yang dirugikan tersebut”, dapat dipahami 
bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian 
yang sifatnya nyata-nyata diderita oleh korban, 
sedangkan kerugian immateril tentunya masih 
memerlukan pembuktian yang sulit dan lama 
serta berbelit-belit. Kondisi ini mengakibatkan 
tuntutan tersebut belum dapat di ajukan dalam 
gugatan penggabungan.  

Kemudian menurut ketentuan Pasal 99 ayat 
(2) ada semacam pemisahan kerugian materil 
dan immateril dilandasi pola pemikiran sifat 
yang berbeda dalam proses pemeriksaan, di 
mana kerugian yang riil pemeriksaannya mudah, 
cepat, dan sederhana. Sedangkan pembuktian 
immateril pembuktiannya relatif lebih lama, 
sukar, dan cukup memakan waktu yang panjang 
sehingga sedikit banyak mengganggu penye-
lesaian perkara pokok. Ganti kerugian yang 
dapat diputus hanya terbatas pada biaya yang 
telah dikeluarkan oleh pihak korban, sehingga 
yang lain harus diajukan pada perkara perdata 
biasa. Terlebih lagi bila di dalam putusan di 
muat kalimat “tidak dapat diterima dan harus 
diajukan sebagai perkara perdata biasa maka 
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hendaklah diajukan sebagai perkara perdata 
biasa”.  

Putusan suatu penggabungan perkara yang 
memuat putusan perdata dan pidana dimuat 
dalam Pasal 99 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: 
“Putusan mengenai ganti kerugian dengan 
sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila 
putusan pidananya juga mendapat kekuatan 
hukum tetap”, ini merupakan konsekuensi logis 
karena tuntutan ganti rugi mengikuti perkara 
pidana sebab timbulnya suatu tuntutan perdata 
tersebut sebagai akibat pidana yang terjadi. 
Selain dari Pasal 99 ayat (3) KUHAP, Pasal 100 
KUHAP lebih jelas memperlihatkan keterkaitan 
antara putusan perdata dengan putusan pidana, 
yang dirumuskan sebagai berikut: 

(1) Apabila terjadi penggabungan antara 
perkara perdata dan perkara pidana, 
maka penggabungan itu dengan sendiri-
nya berlangsung dalam pemeriksaan 
tingkat banding; 

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana 
tidak diajukan permintaan banding. Ma-
ka permintaan banding mengenai 
putusan ganti rugi tidak diperkenankan. 

 
Dengan demikian, permohonan ganti rugi 

tidak dapat diajukan banding apabila terdakwa 
telah menerima putusan pengadilan. Hal ter-
sebut diperjelas lagi pada Keputusan Menteri 
Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 
1982 tentang Pedoman pelaksanaan KUHAP 
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yang dimuat pada bidang pengadilan, Bab IV 
antara lain: 

“Apabila terdakwa/terhukum dalam perkara 
pidananya tidak mengajukan banding, maka 
penggugat ganti rugi tidak dapat mengaju-
kan banding dalam perkara perdatanya, 
tetapi dalam hal terhukum naik banding, 
maka pengandilan tinggi dapat memeriksa 
kembali putusan penggatian kerugian, apa-
bila penggugat meminta pemeriksa banding. 
Ketentuan-ketentuan hukum acara perdata 
berlaku dalam pemeriksaan gugatan ganti 
kerugian”. 

 
Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP 

dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, 
maka dapat diketahui bahwa masalah pokoknya 
adalah dikotomi antara perkara pidana sebagai 
perkara pokok dengan perkara gugatan ganti 
kerugian merupakan tambahan (accesoir) yang 
sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan 
perkara pokok. Apabila perkara pidananya telah 
berkekuatan hukum tetap, maka pihak peng-

gugat tidak dapat mengajukan upaya hukum. 
Namun, apabila terdakwa mengajukan banding 
dalam perkara pidana, maka dibuka kesempatan 
bagi pihak penggugat mengajukan banding.  

Pada praktiknya, terdapat kendala dalam 
penggabungan perkara pidana dan perdata, 
yaitu: 
a. Tanggung jawab mengganti kerugian 

bersifat individual, yakni diajukan kepada 
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pelaku tindak pidana saja dan tidak 
dilimpahkan kepada pihak lain. Hal ini tidak 
memungkinkan bagi korban untuk menda-
patkan jaminan dilaksanakannya putusan 
ganti rugi akibat ketidak mampuan pelaku; 

b. Memrlukan tindakan aktif korban kejahatan, 
yaitu harus mengajukan permohonan sebe-
lum jaksa mengajukan tuntutan sedangkan 
banyak dari korban kejahatan, umumnya 
tidak mengetahui mengenai prosedur 
hukum tentang ganti kerugian;  

c. Dalam suatu pemeriksaan khususnya 
pemeriksaan dengan cara cepat yang hanya 
sekali persidangan, yang tidak memerlukan 
pemeriksaan saksi dari pihak korban keja-
hatan, umumnya korban kejahatan tidak di-
beri tahu hari persidangan sehingga kesem-
patan untuk mengajukan gugatan ganti 
kerugian menjadi hilang;  

d. Perkara gugatan ganti kerugian merupakan 
tambahan (Assesoris), yang tidak dapat dipi-
sahkan dengan perkara pokok (perkara 
pidananya) maka jika perkara pidananya 
telah berkekuatan hukum tetap, pihak 
penggugat tidak dapat mengajukan upaya 
hukum.118 

 
Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari 

KUHAP diatas maka terlihat adanya upaya 
                                                            

118 Muzakir, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem 
Peradilan Pidana, Semarang: Progran Pascasarjana Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro, 2001, hal. 40. 
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undang-undang untuk melindungi korban atau 
pihak ketiga dengan menggunakan kompensasi 
dan restitusi, walaupun tidak secara tegas 
menyebutkan kompensasi atau restitusi, melain-
kan hanya disebut sebagai ganti kerugian.  

Sangat disanyangkan sampai saat ini 
Indonesia belum memiliki lembaga yang secara 
khusus menangani masalah kompensasi/restitusi 
terhadap korban kejahatan,119 sebagaimana yang 
terdapat di negara-negara maju. Amerika Serikat 
misalnya, negara adidaya ini memiliki lembaga 
yang disebut The Crime Victim Compensation Board 
yang menangani dengan bantuan finansial 
kepada korban kejahatan berupa penggantian 
biaya pengobatan, pemakaman, kehilangan 
penghasilan, dan lain-lain. 

3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia. 

Kompensasi atau restitusi dalam Undang 
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut adalah 
hak khusus yang diberikan kepada korban 
pelanggaran HAM berat. Ini diatur dalam Pasal 
35 dan diatur lebih lanjut pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002. Menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, 
kompensasi adalah ganti kerugian yang 
diberikan oleh Negara, karena pelaku tidak 
mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya 
yang menjadi tanggungjawabnya, dan restitusi 
adalah ganti kerugian yang diberikan kepada 

                                                            
119 Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, Op. Cit., hal. 168. 
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korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak 
ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, 
pembayaran ganti kerugian untuk menghilang-
kan penderitaan, penggantian biaya untuk tin-
dakan tertentu. Namun sayangnya dalam pera-
turan tersebut tidak dijelaskan bagaimana kom-
pensasi, restitusi dimohonkan, hanya disebut 
harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak 
(Pasal 2 ayat [2]). 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 
tidak mengatur tata cara pengajuan permohonan 
kompensasi, restitusi, maka tata cara penga-
juannya dalam pengadilan HAM dilakukan 
sesuai dengan tata cara ganti kerugian yang 
diatur di dalam KUHAP.120 Maka kelemahan 
kompensasi dan restitusi dalam KUHAP secara 
otomatis juga menjadi kelemahan dalam penga-
turan kompensasi, restitusi dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002. 

Selain kelemahan diatas, terdapat perma-
salahan lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
3 Tahun 2002, yaitu mengenai siapa yang berhak 
mengajukan. Dalam Pasal 1 ayat (3) memang 
dijelaskan tentanng siapa korban, tetapi tidak 
dijelaskan apakah mereka dapat mengajukan 
gugatan tersebut dengan cara perwakilan seperti 
yang dilakukan oleh Komnas HAM atau 
lembaga non pemerintah lainnya. 

                                                            
120 Pasal 10 Undang Undang Nomor 26 tahun 2000 mengatur 

bahwa, dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, 
maka hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. 
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E. Tabel Undang Undang Terkait dengan Saksi, 

Korban, dan Terdakwa 
 

Tabel berikut ini merupakan deskripsi klasifikasi 
pasal-pasal peraturan perundang-undangan terkait 
dengan sifatnya terhadap terdakwa/tersangka, saksi, 
dan korban. 

 
No. Pasal-pasal yang Dianalisis Kategorisasi 

1 UU KPK Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 11 
Penanganan korupsi yang berlarut-larut atau 

korupsi yang melibatkan aparat penegak 
hukum, meresahkan masyarakat, kerugian 1 

milyar dapat diambil alih KPK 

Contra offenders 

2 UU KPK Pasal 15 huruf a 
KPK berkewajiban melindungi saksi atau 
pelapor atau pemberi keterangan tentang 

adanya tindak pidana korupsi 

Pro witnesses 

3 UU KPK Pasal 26 ayat (2) huruf d, ayat (3) 
huruf c, ayat (6) huruf b 

KPK membentuk bidang pengawasan 
internal dan pengaduan masyarakat dan sub 

bidang pendidikan dan pelayanan 
masyarakat, termasuk sub bidang 

pengaduan masyarakat 

Pro witnesses 

4 UU KPK Pasal 36 ayat (1) 
Larangan bagi pimpinan KPK untuk tidak 
berhubungan dengan pelaku tindak piana 

korupsi  

Contra offenders 

5 UU KPK Pasal 37 
Larangan bagi Tim Penasihat dan pegawai 

yang bertugas pada KPK untuk tidak 
berhubungan dengan pelaku tindak pidana 

korupsi 

Contra offenders 

6 UU KPK Pasal 40 
KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 

perkara tindak pidana korupsi 

Contra offenders 

7 UU KPK Pasal 46, 47, dan 48 Contra offenders 
8 UU KPK Pasal 63 

Rehabilitasi dan Kompensasi bagi korban 
Pro victims 
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yang dirugikan dari penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan (dalam hal error 

in persona) 
9 UU Pemasyarakatan Pasal 10 & Pasal 18 

Kewajiban pendataan narapidana (berkaitan 
dengan jaminan sosial yang meliputi 

sandang-pangan dan penjaminan terhadap 
kehidupan narapidana) 

Pro offenders 

10 UU Pemasyarakatan Pasal 11 huruf b dan 
Pasal 19 huruf b 

Adanya jaminan kesehatan bagi narapidana 

Pro offenders 

11 UU Pemasyarakatan Pasal 14 dan pasal 22 
Hak-hak narapidana 

Pro offenders 

12 UU Pemasyarakatan Pasal 15 dan pasal 23 
Kewajiban narapidana untuk dibina 

Pro offenders 

13 UU Pemasyarakatan Pasal 16 ayat (1) dan 
pasal 24 ayat (1) 

Perlindungan dan tindakan yang diambil 
demi kepentingan dan kebutuhan 

narapidana 

Pro offenders 

14 UU Pemasyarakatan Pasal 39-42 
Jaminan bagi klien (terpidana bersyarat, 

terpidana yang mengajukan CMB, anak yang 
terjerat pemidanaan, dan anak negara)  

Pro offenders 

15 UU Pemasyarakatan Pasal 45 
Dibentuk Balai Pertimbangan 

Pemasyarakatan dan Tim Pengamat 
Pemasyarakatan untuk kebutuhan 

narapidana 

Pro offenders 

16 UU Pemasyarakatan Pasal 46-50 
Pengamanan narapidana oleh Kepala 
LAPAS, termasuk alat kelengkapan 

persenjataan petugas LAPAS 

Pro offenders 
Pro witnesses 
Pro victims 

17 UU Pemasyarakatan Pasal 51 
Perawatan tahanan menjadi tugas dan 

wewenang Menteri 

 

18 UU PSK Pasal 5 
Hak saksi dan korban 

Pro witnesses 
Pro victims 

19 UU PSK Pasal 6, 7, 7A 
Pengaturan spesifik tentang hak korban 

Pro victims 

20 UU PSK Pasal 8 
Perlindungan terhadap saksi dan korban 

dimulai sejak pemeriksaan awal 

Pro witnesses 
Pro victims 

21 UU PSK Pasal 10 
Imunitas terhadap saksi pelapor dan korban 

Pro witnesses 
Pro victims 
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pelapor 
22 UU PSK Pasal 10 A ayat (1) 

Perlindungan terhadap saksi pelaku 
Pro offenders 
Pro victims 

23 UU PSK Pasal 28 
Syarat-syarat yang diberikan untuk 

terwujudnya perlindungan saksi dan korban 

Pro offenders 
Pro victims 

24 UU PSK Pasal 29 
Tata cara perlindungan saksi dan korban 

Pro witnesses 
Pro victims 

25 UU PSK Pasal 29 A 
Perlindungan saksi anak-anak dan korban 

anak-anak 

Pro witnesses 
Pro victims 

26 UU PSK Pasal 37-40 
Sanksi pidana terhadap pihak yang 

menghalang-halangi perlindungan terhadap 
saksi dan korban 

Pro witnesses 
Pro victims 

27 KUHP Pasal 186 
Ancaman bagi saksi yang ikut menghasut 

dalam perkelahian tanding 

Contra witnesses 

28 KUHP Pasal 224 
Ancaman bagi saksi yang tidak memenuhi 

kewajibannya sebagai saksi 

Contra witnesses 

29 KUHP Pasal 522 
Ancaman bagi saksi yang tidak datang secara 
melawan hukum dalam pemanggilan untuk 

menjadi saksi  

Contra witnesses 

30 KUHP Pasal 547 
Ancaman bagi saksi yang bersaksi di muka 
sidang dengan membawa jimat atau benda-

benda sakti 

Contra witnesses 

31 KUHP Pasal 90 
Kategorisasi luka berat yang luas 

Pro victims 

32 KUHP Pasal 302 
Ancaman bagi penganiayaan hewan 

Pro victims 

33 KUHP Pasal 242 
Ancaman bagi sumpah palsu dan keterangan 

palsu 

Pro offenders 
Pro victims 

34 KUHP Pasal 396-397 
Ancaman bagi pelaku yang merugikan pihak 

lain dalam hutang-piutang 

Pro victims 

35 KUHP Pasal 404 
Ancaman bagi pelaku yang merugikan pihak 

lain dalam kerjasama korporasi 

Pro victims 

36 KUHP Pasal 425 
Ancaman bagi pejabat yang merugikan pihak 
lain dalam hal pemotongan bayaran, curang 

Pro victims 
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dalam pekerjaan, dan melakukan 
pengelabuhan seolah-olah pekerjaan yang 
dlakukan orang lain adalah pekerjaannya. 

37 KUHP Pasal 378 
Ancaman bagi penipuan 

Pro victims 

38 KUHP Pasal 382 bis - 383 
Ancaman terhadap penipuan perdagangan 

Pro victims 

39 KUHP Pasal 387 
Ancaman terhadap kecurangan 

pemborongan 

Pro victims 

40 KUHP Pasal 388 
Ancaman bagi pembiaran kecurangan 

terhadap aparat negara AD dan AL 

Pro victims 

41 KUHP Pasal 397 & 402 
Ancaman terhadap tindakan yang 

merugikan pemiutang secara curang 

Pro victims 

 
Catatan: - Pro offenders (peraturan yang berpihak pada 

pelaku kejahatan, umumnya peraturan yang 
dimaksud juga bersifat Contra victims); - Contra offenders (peraturan yang tidak berpihak 
pada para pelaku kejahatan, umumnya pera-
turan yang dimaksud juga bersifat pro victims); - Pro witnesses (peraturan yang berpihak pada 
saksi-saksi); - Pro victims (peraturan yang berpihak pada 
korban). 
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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

1. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan 
dalam sistem peradilan pidana, baik secara 
teoritis maupun praktis belum mendapat per-
hatian yang memadai. Kedudukan korban dalam 
proses peradilan pidana hanyalah sebagai saksi 
yang menjadi pelengkap atau hanya bagian kecil 
dari upaya pencarian terhadap kebenaran 
materil. Hak-hak perlindungan korban menurut 
undang-undangtidak seimbang dengan hak-hak 
yang diberikan kepada pelaku kejahatan. 
Kendatipun ada perundang-undang yang menga-
tur hal tersebut, namun sifatnya masih sangat 
persial dan abstrak berupa perlindungan tidak 
langsung. 

2. Faktor penyebab belum memadainya perlin-
dungan hukum bagi korban kejahatan disebab-
kan karena aliran-aliran dalam hukum pidana, 
kriminologi, dan sistem peradilan pidana selama 
ini  masih berorientasi pada pelaku kejahatan 
(crimnal oriented). Doktrin yang menyatakan 
bahwa “masalah utama yang diperhatikan dalam 
hukum pidana adalah kejahatan, kesalahan, serta 
pidana” lebih diutamakan ketimbang perlin-
dungan korban kejahatan. Dengan kata lain, 
sistim hukum pidana di Indonesia –termasuk 
KUHP– kebanyakan memperhatikan hak asasi 
pelaku kejahatan, bukan berpihak kepada korban. 
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Pada tataran hukum formal, porsi perlindungan 
terhadap pelaku tindak pidana (retributive justice) 
lebih banyak ketimbang perlindungan terhadap 
korban kejahatan. Demikian juga pada Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pema-
syarakatan yang juga memiliki karakter criminal 
oriented, bahkan tidak sedikitpun menyinggung 
korban kejahatan. Disamping itu juga, karena 
faktor undang-undang yang mengatur tentang 
perlindungan korban yang ada saat ini masih 
bersifat parsial, keberadaanya pun tersebar dalam 
berbagai perundang-undangan belum mencer-
minkan suatu kesatuan sehingga hanya diber-
lakukan terhadap korban-korban kejahatan 
tertentu saja.  
 

B. Saran-saran 
1. Sudah saatnya pemerintah merevisi perundang-

undangan yang ada saat ini, khususnya KUHP 
dan KUHAP. Aspek-aspek perlindungan terha-
dap korban haruslah terakomodir agar hak-hak 
korban dapat diperhatikan untuk kemudian dipe-
nuhi sehingga lahirlah keseimbangan antara 
kepentingan korban kejahatan dengan kepen-
tingan pelaku kejahatan. 

2. Pemerintah secepatnya mewujudkan pusat-pusat 
pelayanan perlindungan korban kejahatan, 
utamanya pada setiap wilayah hukum  di seluruh 
Indonesia. Pusat pelayanan perlindungan korban 
yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 
serta fasilitas pendukung yang memadai. Sehing-
ga setiap laporan atau pengaduan dari korban 
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dapat segera direspon guna menghindari ber-
larut-larutnya penderitaan fisik, mental, dan so-
sial yang dialami oleh korban kejahatan. Selain 
dimanfaatkan untuk melakukan pelayanan, pu-
sat-pusat penelitian seharusnya juga dapat di-
fungsikan sebagai sarana pengembangan sumber 
daya manusia, di mana berbagai bentuk pelatihan 
atau keterampilan bagi aparat penegak hukum 
dilaksanakan.  
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Lampiran 1: Profil LPSK 

 

 

VISI DAN MISI 

Visi 
Visi Lembaga Saksi dan Korban adalah: 

”Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana” 
 

Visi ini mengandung maksud bahwa LPSK yang diberikan mandat oleh 
undang-undang selaku focal point dalam pemberian perlindungan saksi dan 
korban harus mampu mewujudkan suatu kondisi dimana saksi dan korban 

benar-benar merasa terlindungi dan dapat mengungkap kasus dalam peradilan 
pidana. 

  
Misi 

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, Lembaga Saksi dan Korban memiliki 
misi sebagai berikut: 
1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan 

korban dalam peradilan pidana; 
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan 

perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban; 
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan  hak-

hak saksi dan korban.; 
4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku 

kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban; 
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam 

perlindungan saksi dan korban. 
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TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG 
 
TUGAS DAN FUNGSI 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tantang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 
bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan 
pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang. 
  
WEWENANG 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK berwenang: 
1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan 

pihak lain yang terkait dengan permohonan; 
2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk 

mendapatkan kebenaran atas permohonan; 
3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang 

diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum; 
5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
6. Mengelola rumah aman; 
7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman; 
8. Melakukan pengamanan dan pengawalan; 
9. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses 

peradilan; dan; 
10. elakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan 

Kompensasi. 
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Susunan Organisasi LPSK 

SUSUNAN PENGURUS LPSK 2019-2024 

 

Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim. 
(Ketua LPSK RI) 

 
Hasto Atmojo Suroyo terlahir dari Keluarga Perwira Angkatan Udara. 

Berlatar belakang pendidikan Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Gajah Mada, dan kemudian memperoleh gelar Magister di 
jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Indonesia. 

Sejak duduk dibangku kuliah Hasto aktif bersama rekan-rekannya 
mendirikan Kelompok Studi dan Bantuan Hukum (KSBH) di Yogyakarta. 
Selama aktif di KSBH inilah Hasto mulai terlibat dalam aktivitas advokasi dan 
perjuangan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Kasus besar yang ikut 
diadvokasi oleh Hasto adalah pembebasan tanah untuk pembangunan taman 
wisata Borobudur dan banan, dan pembebasan tanah untuk pembangunan 
Waduk Kedungombo. 

Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Gadjah Mada pada 
tahun 1983 Hasto kemudian aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 
Indonesia (YLBHI) di Jakarta sampai tahun 1993. Sejak 1993 Hasto lebih aktif 
sebagai Dosen Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas 
Nasional, dan pada tahun 2002 terpilih sebagai Dekan Periode 2002 - 2006. Pada 
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saat yang sama Hasto juga terpilih sebagai salah satu Anggota (Komisioner) 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Periode 2002 - 2007. Pada 
2006, Hasto terpilih kembali sebagai Dekan Periode 2006-2010. 

Pada 2013, Hasto terpilih sebagai salah satu Pimpinan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan kemudian menjadi salah satu 
Wakil Ketua sampai pada 2018. Di awal 2019, Hasto kembali terpilih sebagai 
salah satu Pimpinan LPSK, dan kemudian menjabat sebagai Ketua LPSK 
Periode 2019 - 2024. 

 

 

BrigjenPol (Purn) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P 
(Wakil Ketua LPSK RI) 

Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Dr. ACHMADI, S.H., M.A.P. adalah 
lulusan AKABRI Tahun 1984, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) 
Angkatan 23 tahun 1988, Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara 
(SESKOAU) Angkatan 35 tahun 1999, Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi 
Tingkat Tinggi Polri (SESPATI Polri) Dikreg 13 tahun 2007, Dan lulus dari 
Program Pendidikan Singkat Angkatan 19 LEMHANNAS RI tahun 2013. 

Pendidikan Umum: SD, SMP, SMA, S1 Fakultas Hukum Universitas 
Wisnuwardhana Malang, Pasca Sarjana (S2) Ilmu Administrasi Publik 
Universitas Brawijaya tahun 2004. Dan lulus Program Studi Doktor Ilmu 
Administrasi Universitas Brawijaya tahun 2010. 

Riwayat jabatan/penugasan; Sebagai Perwira Staf PTIK Tahun 1984-
1986, Perwira/Kanit Serse Polda Nusra Tahun1986-1989, KA KP3 UDARA 
Ngurah Rai Bali tahun 1991, Kapolsek Kuta tahun 1993, Wakapolres Jembrana 
1995, Wakapolres Tabanan tahun 1997, Kabag Reserse Umum Polda Bali tahun 
1998, Kabag Narkoba Polda Jatim 2000. Kapolres Bangkalan 2001, Kapolres 
Malang 2002, Biro OPS Polda Sultra 2003, Penyidik Utama Pidana Korupsi 
Bareskrim Polri 2006, Katim Pencucian Uang Bareskrim Polri 2008, Kapolwil 
Madiun 2010, Wakil Direktur Pengamanan Obyek Vital 2012, Karorenmin 
Baharkam Polri 2015, Direktur Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Pada OJK 
2015-2017, Analis Kebijakan Bidang Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri 
2018. 

Berkat jasa-jasanya, Achmadi mendapat penghargaan Satya Lencana 
Dwidya Sista dan Santi Darma dari Kapolri, penghargaan tugas sebagai Civipol 
Monitor dari Komisioner UN Mission di Bosnia tahun 1997. Bintang 
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Bhayangkara Nararya  pada tahun 2010 dan Satya Lencana Kesetiaan 32 Tahun 
dari Presiden RI. 

Pada tahun 2018, Achmadi mengikuti seleksi Calon Pimpinan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) dan terpilih 
sebagai Wakil Ketua LPSK RI Periode 2019-2024. 

 

 

(Dr.iur.) Antonius PS Wibowo, S.H., M.H. 
(Wakil Ketua LPSK RI) 

 
(Dr.iur.) Antonius PS Wibowo, SH., MH. adalah Sarjana Hukum 

lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1989. 
Antonius melanjutkan studi S2 pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum 
Universitas lndonesia Jakarta (mengambil konsentrasi Hukum dan Sistem 
Peradilan Pidana ) dan lulus tahun 2001. Pendidikan S3 nya diselesaikan pada 
Fakultas Hukum Universitas Justus Liebig di Giessen, Jerman (an der 
Juristischen Fakultaet der Justus-Liebig-Universitaet in Giessen, Deutschland). 

Sejak tahun 1991, Antonius menjadi dosen  tetap di Fakultas Hukum 
Unika ATMA JAYA Jakarta. Jabatan akademik saat ini adalah Lektor Kepala di 
bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.  Sejak tahun 2014 ber-home 
base di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unika ATMA JAYA 
Jakarta, dan ditugaskan mengasuh mata kuliah Hukum Pidana Internasional, 
dan Hukum Perlindungan Anak dan Wanita. Berbagai jabatan/tugas yang 
pernah diemban oleh Antonius, antara lain,  adalah Kepala Bagian Hukum 
Pidana, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Ketua Senat Fakultas 
Hukum Unika ATMA JAYA Jakarta, Sekretaris Senat Universitas Katolik 
Indonesia ATMA JAYA Jakarta, dan Dekan Fakultas Hukum Unika ATMA 
JAYA Jakarta. 

Antonius aktif mempresentasikan hasil riset dan atau pemikiran ilmiah 
di forum ilmiah Internasional di luar negeri, antara lain, di Hiroshima Jepang, 
New Delhi India, Giessen – Jerman, Queensland Australia, Kuala Lumpur 
Malaysia, Hongkong, Taiwan, dan Singapura. Antonius juga aktif bertindak 
sebagai nara sumber dalam berbagai forum ilmiah di dalam negeri, baik di 
Universitas Negeri maupun swasta, juga di lingkungan Kementerian/Lembaga 
Negara. Antonius tercatat sebagai anggota organisasi profesi keilmuan di 
dalam negeri maupun di luar negeri. 
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Pada tahun 2018, Antonius mengikuti seleksi Calon Pimpinan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, dan kemudian terpilih 
menjadi Wakil Ketua LPSK Periode 2019-2024, dengan melakukan Sumpah 
Jabatan di hadapan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 07 Januari 2019. 

 

 

Edwin Partogi Pasaribu, S.H. 
(Wakil Ketua LPSK RI) 

Edwin Partogi menyelesaikan studi S1 Hukum di Universitas Indonesia 
(2000). Pada awal karirnya, Edwin pernah menjadi Kadiv. Investigasi, Kepala 
PMES, Kepala Divisi Riset, Kadiv. ADV. Pol dan HAM, dan Kepala 
Operasional di Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan 
(KONTRAS) pada periode 2000-2010. 

 Pada tahun 2002, Edwin menjadi peneliti di Tim Asistensi KPP HAM, 
Trisakti, Semanggi 1 dan 2 pada 2006-2010. Edwin juga menjadi Tim Pembela 
Kasus Munir. Pada 2008-2010, Edwin pernah menjadi penyelidik Ad Hoc 
peristiwa Petrus 1983-1985. 

 Sebelum menjadi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 
(LPSK), Edwin bekerja sebagai Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Institute Kebajikan Publik (Public Virtue Institute). Setelah terpilih menjadi 
Anggota LPSK periode 2013-2018, Edwin menjadi Wakil Ketua LPSK 
Penanggungjawab Divisi Penerimaan Permohonan (UPP) pada tahun 2013 
hingga pertengahan 2016. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Penanggung 
jawab Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (PHSK) hingga tahun 2018. 
Kemudian Edwin mengikuti kembali seleksi Calon Pimpinan LPSK hingga 
terpilih kembali menjadi Wakil Ketua LPSK RI Periode 2019-2024. 

 

 

Dr. Livia Istania DF Iskandar, M.Sc., Psi. 
(Wakil Ketua LPSK RI) 



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     131 

Dr. Livia Istania DF Iskandar, MSc, Psikolog lulus program profesi dari 
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, kemudian menerima beasiswa 
Chevening dari Pemerintah Inggris untuk belajar Masters of Science dalam 
Psikologi Konseling di City University, London. Ia juga penerima beasiswa East 
West Center dari Pemerintah AS untuk mengikuti program Doktor Kesehatan 
Masyarakat di University of Hawaii di Manoa, Honolulu, Amerika Serikat 
dengan topik riset berjudul Testing the Women Abuse Screening Test for Intimate 
Partner Violence in Primary Health Centers (Skrining KDRT untuk pasien 
Puskesmas di Jakarta). Ketertarikannya untuk bekerja untuk isu Kekerasan 
berbasis Gender dimulai sejak peristiwa Kerusuhan Mei 98. Ia kemudian 
menjadi Manajer Program untuk Proyek Kekerasan Terhadap Perempuan 
dengan lembaga PBB- UNFPA/UNIFEM yang diantaranya melahirkan Pusat 
Krisis Terpadu di RSCM tahun 2001. Ia kemudian menjadi Koordinator 
Pemulihan Untuk Penyintas di Komnas Perempuan  (2001-2002) yang 
memberikannya inspirasi untuk mendirikan PULIH- Pusat Pemulihan dan 
Penguatan Psikososial, Lembaga Bantuan Psikologis bagi masyarakat yang 
kurang mampu (Jakarta, sejak 2002) dengan rekan-rekannya psikolog dan 
aktivis lainnya. Ia juga mendirikan Kantor Lapangan PULIH di Aceh Pasca 
Tsunami (sejak 2005, namun Livia sudah bekerja sejak zaman Darurat Militer 
sejak konflik vertikal antara Militer dan Gerakan Aceh Merdeka – kantor saat 
ini terletak di Banda Aceh) dan sejak kembali dari Amerika Serikat setelah 
menetap disana  di tahun 2014, mendirikan kantor PULIH yang ketiga, 
Pulih@thePeak- Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga- sebuah 
kewirausahaan sosial untuk keluarga yang berkantor di Jl. Brawijaya Raya no 
15, Jakarta Selatan.  

Semangatnya untuk bekerja dengan komunitas, ia lakukan lewat 
mendesain program, pelatihan dan pemberian PsikoEdukasi, terutama untuk 
komunitas pedesaan dan terpencil di kepulauan Indonesia. Ia telah mendesain 
program untuk daerah konflik di Aceh, Ambon and Papua. Ia sering menjadi 
pelatih untuk para aktivis, pekerja kemanusiaan, polisi, petugas kesehatan di 
Puskesmas, Jaksa dan tokoh komunitas, di seluruh nusantara, terutama di 
Indonesia Timur, khususnya di propinsi Papua dan Papua Barat. 

Sebelum menjadi Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban Republik Indonesia (LPSK RI), Livia aktif menjadi pembina di Yayasan 
Pulih yang didirikannya serta menjadi praktisi  hingga tahun 2018, Livia 
mengikuti seleksi Calon Pimpinan LPSK dan terpilih menjadi Wakil Ketua 
LPSK RI Periode 2019-2024 menangani Pemenuhan Hak Saksi Korban 
Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. 
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Dr. Maneger Nasution, M.A. 
(Wakil Ketua LPSK RI) 

Nasution (begitu ia biasa dipanggil kawan aktivisnya), menyelesaikan 
pendidikan S-1 Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Imam 
Bonjol Padang (tamat, 1993). S-2 ia selesaikan pada Islamic Studies Sekolah 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta (tamat, 2003) dan Magister 
Hukum, dengan konsentrasi Hukum Tindak Pidana Korupsi (penyelesaian). 
Sedangkan S-3 ia pernah mondok ditiga kampus: (By Research) di Islamic Law 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan disertasi ”Hukum Kewarisan 
Minangkabau (Indonesia) dan Negeri Sembilan (Malaysia), Studi 
Permbandingan” (2008, belum selesai), Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta (2010, 
belum selesai), dan Program Doktor Pendidikan Sekolah Pascasarjana 
Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan disertasi ”HAM Dalam Konteks 
Keindonesiaan, HAM yang Adil dan Beradab” (tamat, 2014). Ia juga telah 
mengikuti Sekolah Pimpinan Tingkat Nasional, Program Pendidikan Reguler 
Angkatan (PPRA) 55 Lemhannas RI (7,5 bulan, Mei s.d November 2016). 

Sejak mahasiswa ia telah memilih jalan hidup sebagai aktivis. Ia pernah 
memimpin Senat Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Imam Bonjol 
Padang (1990-1991), Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa 
Muhammadiyah (IMM) Kota Padang (1991-1993), DPD KNPI Provinsi 
Sumatera Barat (1992-1996), Ketua Umum DPD IMM Sumatera Barat (1993-
1995), Ketua DPP IMM (1995-1997), Ketua PP Pemuda Muhammadiyah (2006-
2010), Executive Board Inter-Regilious Council (IRC) Indonesia (2010-2015), 
Ketua Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Pusat (2010-2015), dan 
Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah (2015).  

Profesi yang ia tekuni adalah dosen. Ia adalah Dosen Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta sekaligus sebagai 
Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM (PusdikHAM) UHAMKA Jakarta. 
Ia juga menjadi Dosen Pascasarjana ITB-AD Jakarta, dan Dosen Universitas 
Muhammadiyah Jakarta.  

Pada 2012, ia terpilih menjadi Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas HAM) RI periode 2012-2017. Belum genap setahun kembali 
ke kampus, ia kemudian terpilih menjadi Wakil Ketua Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK) periode 2019-2024. 
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Susilaningtias, S.H. 
(Wakil Ketua LPSK RI) 

 
Susilaningtias, S.H. adalah lulusan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya 

tahun 2000. Selepas lulus, Susilaningtias aktif di Walhi Jawa Timur pada tahun 
2000-2004. Pada tahun 2004-2010, Susilaningtias berkiprah sebagai Koordinator 
Program Penguatan Hukum untuk Ko  munitas di Perkumpulan HuMa. 

Pada tahun 2008-2010, Susilaningtias sempat menjadi Retainer Lawyer 
di Greenpeace South East Asia-Indonesia. Akhirnya pada tahun 2010, 
Susilaningtias bergabung dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
Republik Indonesia (LPSK RI) sebagai Tenaga Ahli.  

Sebelum menjadi Wakil Ketua LPSK RI, Susilaningtias tercatat telah 
mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum dan HAM 
serta aktif mengikuti Simposium di berbagai forum nasional dan internasional. 
Hingga pada tahun 2018, Susilaningtias mengikuti seleksi Calon Pimpinan 
LPSK RI dan terpilih menjadi Wakil Ketua LPSK RI Periode 2019-2024. 

 

 

Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H. MBA 
(Sekretaris Jenderal LPSK RI) 

Lahir di Malang pada 5 September 1964. Selepas lulus dari Sekolah 
Menengah Atas PPSP IKIP Malang, Noor Sidharta kuliah di Fakultas Perikanan 
Universitas Brawijaya. Dia melanjutkan pendidikan Managemen Business 
Administration di New Port University, California, Amerika Serikat, dan 
program pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) 
Bandung. 

Gelar doktor ilmu hukum diraih setelah menyelesaikan pendidikan di 
Universitas Brawijaya. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Noor Sidharta bertugas 
sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi 
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dan Komunikasi (Kapus P4 TIK) di Mahkamah Konstitusi; Kepala Pusat 
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (2013-2016); Kepala 
Biro Umum Mahkamah Konstitusi (2008-2010); dan Kepala Biro Humas dan 
Protokol (2010-2011). Dia juga pernah menjabat Kepala Bagian Kerjasama 
Bilateral, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Departemen Kelautan 
dan Perikananan (2001-2006); dan Kepala Bagian Program Sekretariat 
Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan 
Perikanan (2006-2008). 

Tahun 2017 Noor Sidharta terpilih menjadi Sekretaris Jenderal LPSK RI. 
Laporkan Apa Yang Anda Ketahui (LAYAK) 

LAPORKAN !! Perbuatan atau pelanggaran di Lingkungan LPSK yang 
berindikasi merugikan keuangan negara dan atau menjadikan LPSK sebagai 
institusi yang terkesan tidak bertata laku baik dan atau tidak berprilaku bersih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMASI PUBLIK LPSK 

Visi dan Misi PPID Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

Visi:  

Terwujudnya layanan informasi publik secara transparan, efektif, efisien dan 
akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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Misi: 

1. Memberikan layanan informasi publik LPSK sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Meningkatkan fasilitas dan SDM pengelolaan informasi publik;dan 
3. Meningkatkan kualitas layanan informasi yang transparan, efektif, efisien 

dan akuntabel. 

Prinsip: 

1. mudah, cepat, cermat, dan akurat dalam pemberian pelayanan informasi 
publik yang menyangkut ketepatan waktu, kelengkapan informasi yang 
dibutuhkan, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi; 

2. transparansi dalam pemberian pelayanan informasi yang dilaksanakan 
dengan jelas dan terbuka; 

3. akuntabel dalam setiap kegiatan pemberian pelayanan informasi publik 
sehingga setiap informasi yang disampaikan dapat dipertanggung 
jawabkan; 

4. proporsionalitas dalam setiap pemberian pelayanan informasi publik 
yang dalam hal ini harus memperhatikan aspek keseimbangan antara 
hak, kepentingan, dan kewajiban dalam penggunaan informasi LPSK; 
dan 

5. kerahasiaan dalam pelayanan informasi dengan memperhatikan uji 
konsekuensi, kategorikal dan klasifikasi informasi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Komitmen Pelayanan: 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang 
mandiri yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan 
dan bantuan kepada saksi dan/atau korban sesuai tugas dan kewenangan yang 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkewajiban 
menyiapkan, menentukan, dan memberikan informasi yang bersangkutan 
dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, maupun tanggung jawabnya kepada 
publik. 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk dengan tujuan untuk 
meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan LPSK sesuai dengan 
yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. 
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Pelayanan informasi publik di lingkungan LPSK diselenggarakan 
dengan mengedepankan asas Keterbukaan Informasi Publik, bahwa: 

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap 
Pengguna Informasi Publik. 

2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi 

Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan 

Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada 
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi 
diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan 
saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi 
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. 

Hak Pemohon a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk 
memperoleh Informasi Publik; c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai 
dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  

Kewajiban Pengguna Informasi: 

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia 
memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan 
sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

PPID Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
Kantor LPSK 

Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47-49, Cijantung, Jakarta Timur 13750 
Tlp. 021-29681560 / Fax: 021-29681551 

Email: lpsk_ri@lpsk.go.id 
website: www.lpsk.go.id 
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Lampiran 2: Keanggotaan LPSK (2008-2024) 
 

KEANGGOTAAN LPSK  
(2008-2024) 

 
Berikut adalah nama-nama kepengurusan Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK): 
 

No. Periode  Nama Jabatan 
1 2008-2013 1. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. 

2. I Ketut Sudiharsa, S.H., M.Si. 
3. Lies Sulistiani, S.H., M.H. 
4. Lili Pintauli Siregar, S.H. 
5. Dra. Myra Diarsi, M. A. 
6. H. RM. Sindhu Krishno, Bc. IP., S. H., 

M. H. 
7. DR. H. Teguh Soedarsono, S. IK., S. H., 

M. Si. 

Ketua 
Wakil 
Wakil 
Wakil 
Wakil 
Wakil 
Wakil 

 

2 2013-2018 9. Abdul Haris Semendawai, S. H., LL. M. 
10. Dr. Lies Sulistiani, S. H., M. H. 
11. Lili Pintauli Siregar, S. H. 
12. Prof. Dr. Teguh Soedarsono 
13. Edwin Partogi Pasaribu, S. H. 
14. Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim.  
15. Dr. Askari Razak, S. H., M. H. 
16. Armein Rizal B. Ak., MBA. 

Ketua 
Wakil 
Wakil 
Wakil 
Wakil 
Wakil 
Wakil 
Sekjen 

 
3 2018-2023 1. Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim. 

2. BrigjenPol (Purn) Dr. Achmadi, S.H., 
M.A.P 

3. (Dr.iur.) Antonius PS Wibowo, S.H., 
M.H. 

4. Edwin Partogi Pasaribu, S.H. 
5. Dr. Livia Istania DF Iskandar, M.Sc., 

Psi. 
6. Dr. Maneger Nasution, M.A. 
7. Susilaningtias, S.H. 
8. Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H. MBA 

Ketua 
Wakil 
Wakil 
Wakil 
Wakil 
Wakil 
Wakil 
Sekjen 

 

Catatan:  LPSK mulai memiliki Jabatan Sekertaris Jenderal mulai sejak 
tahun 2013 dengan tujuan  agar tugas dan fungsi dapat berjalan 
maksimal. Dasar hukum pengangkatan seorang sekretaris adalah 
Permensesneg No. 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja 
Sekretariat LPSK. 
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Lampiran 3: Undang Undang Terkait 
 
 

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006 
TENTANG 

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang:  
a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana 

adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau 
mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari 
dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh 
pelaku tindak pidana; 

b. bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan 
tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Bering 
mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau 
Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak 
tertentu; 

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan 
bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam 
proses peradilan pidana; d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;   

Mengingat :  
1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  

3.   
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN 

SAKSI DAN KORBAN. 
 

BAB I KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  
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1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, 
ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. 

2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 
dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 

3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat 
LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan 
perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu. 

4. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, 
baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi 
dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian 
kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. 

5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, 
atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi 
tanggungan Saksi dan/atau Korban.   

6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban 
yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang ini.   

 
Pasal 2 

Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam 
semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.   
 

Pasal 3 
Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:  a. penghargaan atas harkat 
dan martabat manusia; b. rasa aman; c. keadilan; d. tidak diskriminatif; dan e. 
kepastian hukum.   
 

Pasal 4 
Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi 
dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan 
pidana.    
 

BAB II  
PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN 

Pasal 5 
(1) Seorang Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas 

keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari 
Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau 
telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan 
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bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan 
keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari 
pertanyaan yang menjerat; f. mendapatkan informasi mengenai 
perkembangan kasus; g. mendapatkan informasi mengenai putusan 
pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. mendapat 
identitas baru; j. mendapatkan tempat kediaman baru; k. memperoleh 
penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. mendapat 
nasihat hukum; dan/atau m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara 
sampai batas waktu perlindungan berakhir.  

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi 
dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai 
dengan keputusan LPSK.   

 
Pasal 6 

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas 
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: a. 
bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.  
 

Pasal 7 
(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a. hak 

atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; 
b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab 
pelaku tindak pidana. 

(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh penga-
dilan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.   
 

Pasal 8 
Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan 
dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini.   
 

Pasal 9 
(1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang 

sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa 
hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut scdang diperiksa.  

(2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan 
pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada 
berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. 

(3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula 
didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan 
didampingi oleh pejabat yang berwenang.   
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Pasal 10 
(1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik 

pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau 
telah diberikannya.  

(2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat 
dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan 
pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap 
Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan 
itikad baik.    

 
BAB III 

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 
Bagian Kesatu Umum 

 
Pasal 11 

(1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.  
(2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.  
(3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.   
 

Pasal 12 
LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan 
bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.   
 

Pasal 13 
(1) LPSK bertanggung jawab kepada Presiden. 
(2) LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) 
tahun.    

 
Bagian Kedua Kelembagaan 

Pasal 14 
Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional 
yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, 
penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya 
masyarakat.  
 

Pasal 15 
(1) Masa jabatan anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun 
(2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya 
untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.   
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Pasal 16 
(1) LPSK terdiri atas Pimpinan dan Anggota. 
(2) Pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap 

anggota. 
(3) Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK 

diatur dengan Peraturan LPSK.   
 

Pasal 17 
Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua LPSK selama 5 (lima) tahun dan 
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 
(satu) kali masa jabatan berikutnya.   
 

Pasal 18 
(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang 

bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK. 
(2) Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari 

Pegawai Negeri Sipil. 
(3) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, 

dan tanggung jawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Presiden. 

(5) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak LPSK terbentuk.   

 
Pasal 19 

(1) Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan oleh 
Presiden. 

(2) Dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Presiden membentuk panitia seleksi. 

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) 
orang, dengan susunan sebagai berikut: a. 2 (dua) orang berasal dari 
unsur pemerintah; dan b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat. 

(4) Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota LPSK. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara 

pelaksanaan scleksi, dan pemilihan calon anggota LPSK, diatur dengan 
Peraturan Presiden. 
   

Pasal 20 
(1) Panitia seleksi mengusulkan kepada Presiden sejumlah 21 (dua 

 puluh satu) orang calon yang telah memenuhi persyaratan.  
(2) Presiden memilih sebanyak 14 (empat belas) orang dari sejumlah calon 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diajukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. 



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     143 

(3) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang dari 
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  
  

Pasal 21 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan 
calon anggota LPSK diterima. 

(2) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan 
terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, dalam 
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
diterimanya pengajuan calon anggota LPSK, Dewan Perwakilan Rakyat 
harus memberitahukan kepada Presiden disertai dengan alasan. 

(3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden mengajukan calon 
pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota yang tidak 
disetujui. 

(4) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap calon 
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan 
calon pengganti diterima.   

 
Pasal 22 

Presiden menetapkan anggota LPSK yang telah memperoleh persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden.   
 

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian 
 

Pasal 23 
(1) Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat: a. 

warga negara Indonesia; b. sehat jasmani dan rohani; c. tidak pernah 
dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang 
ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun; d. berusia paling 
rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) 
tahun pada saat proses pemilihan; e. berpendidikan paling rendah S 1 
(strata satu); f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia 
paling singkat 10 (sepuluh) tahun; g. memiliki integritas dan kepribadian 
yang tidak tercela; dan h. memiliki nomor pokok wajib pajak.   

 
Pasal 24 

Anggota LPSK diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. masa tugasnya 
telah berakhir; c. atas permintaan sendiri; d. sakit jasmani atau rohani yang 
mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari 
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secara terus menerus; e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain 
yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan 
karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi 
kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau f. dipidana karena bersalah mela-
kukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 
(lima) tahun.   
 

Pasal 25 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian 
anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden.   
 

Bagian Keempat Pengambilan Keputusan dan Pembiayaan 
Pasal 26 

(1) Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 
(2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.   
 

Pasal 27 
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.    
 

BAB IV  
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN 

BANTUAN 
Bagian Kesatu Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan 

 
Pasal 28 

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan 
mempertimbangkan syarat sebagai berikut:  
a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; b. tingkat ancaman yang 
membahayakan Saksi dan/atau Korban; c. basil analisis tim medis atau psikolog 
terhadap Saksi dan/atau Korban; d. rekam jejak kejahatan yang pernah 
dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.   
 

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemberian Perlindungan 

 
Pasal 29 

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
sebagai berikut: a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif 
sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada LPSK; b. LPSK segera melakukan 
pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. 
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Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak 
permohonan perlindungan diajukan.   
 

Pasal 30 
(1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban 
menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan 
perlindungan Saksi dan Korban. 

(2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan 
Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. 
kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam 
proses peradilan; b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati 
aturan yang berkenaan dengan keselamatannya; c. kesediaan Saksi 
dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dcngan 
orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam 
perlindungan LPSK; d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak 
memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah 
perlindungan LPSK; dan e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.   

 
Pasal 31 

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi  
dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan 
kesediaan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 30.   
 

Pasal 32 
(1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat 

dihentikan berdasarkan alasan: a. Saksi dan/atau Korban meminta agar 
perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan 
atas inisiatif sendiri; b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam 
hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban 
berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan; c. Saksi 
dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam 
perjanjian; atau d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak 
lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang 
meyakinkan. 

(2) Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban 
harus dilakukan secara tertulis.   

 
Bagian Ketiga 

Tata Cara Pemberian Bantuan 
Pasal 33 

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi 
dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun 
orang yang mewakilinya kepada LPSK.   
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Pasal 34 
(1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi 

dan/atau Korban. 
(2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK 

menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.   

 
Pasal 35 

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban 
harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.   
 

Pasal 36 
(1) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat 

bekerja lama dengan instansi terkait yang berwenang. 
(2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib 
melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang ini.   
 

BAB V 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 37 

(1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan 
kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau 
Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban 
tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana 
pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  

(2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi 
dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) 
tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau 
Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit 
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Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).   
 

Pasal 38 
Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi 
dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat 
(1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah).  
 

Pasal 39 
Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya 
kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan 
kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).   
 

Pasal 40 
Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikuranginya hak-hak 
Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau 
Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang 
benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).   
 

Pasal 41 
Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang 
tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).   
 

Pasal 42 
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, 
Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya 
ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).   
 

Pasal 43 
(1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 
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pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.   
(2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.    
 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 44  

Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini.    
 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 45 

LPSK harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah 
Undang-Undang ini diundangkan.   
 

Pasal 46 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.   
 
Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2006   
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,   
 
Ttd   
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO   
 
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2006   
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,   
 
ttd   
HAMID AWALUDIN   
 
 
 
 
 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 64   



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     149 

 
PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 13 TAHUN 2006 
TENTANG 

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 
I.  UMUM  

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat 
bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, 
terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak 
terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas 
penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur 
yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi 
dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat 
perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terung-
kap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut 
memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman 
dari pihak tertentu. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat 
untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif 
dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada 
setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat 
membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan 
hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus 
diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, 
sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun 
jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, 
diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak 
lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang 
diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya 
terancam oleh pihak tertentu. Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses 
peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai 
dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau 
terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan 
pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya 
perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri.   
Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before the law) yang 
menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses 
peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun 
pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban meliputi: 1. Perlindungan dan hak Saksi 
dan Korban; 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; 3. Syarat dan tata 
cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan 4. Ketentuan pidana.    
 

II. PASAL DEMI PASAL   
Pasal 1  
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Cukup jelas.   
Pasal 2  

Cukup jelas.   
Pasal 3  

Cukup jelas.   
Pasal 4  

Cukup jelas.   
Pasal 5  
Ayat (1)  
Huruf a  

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang 
diperlukan Saksi dan Korban. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus 
ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun 
untuk menjamin agar Saksi dan Korban aman.  

Huruf b  
Cukup jelas.  

Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak 
lancar berbahasa Indonesia untuk memperLancar persidangan. 
Huruf e Cukup jelas. Huruf f Seringkali Saksi dan Korban hanya 
berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan 
Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. 
Oleh karma itu, sudah seharusnya informasi mengenai 
perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban. Huruf g 
Informasi ini penting untuk diketahui Saksi dan Korban sebagai 
tanda penghargaan atas kesediaan Saksi dan Korban dalam proses 
peradilan tersebut. Huruf h Ketakutan Saksi dan Korban akan 
adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan is berhak 
diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan 
dibebaskan. Huruf i Dalam berbagai kasus, terutama yang 
menyangkut kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat 
terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus 
tertentu, Saksi dan Korban dapat diberi identitas baru. Huruf j - 
Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat 
mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi dan Korban 
harus dipertimbangkan agar Saksi dan Korban dapat meneruskan 
kehidupannya tanpa ketakutan. - Yang dimaksud dengan "tempat 
kediaman bare" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan 
dianggap aman. Huruf k Saksi dan Korban yang tidak mampu 
membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat 
bantuan biaya dari negara. Huruf l Yang dimaksud dengan "nasihat 
hukum" adalah nasihat hukum yang dibutuhkan oleh Saksi dan 
Korban apabila diperlukan. Huruf m Yang dimaksud dengan "biaya 
hidup sementara" adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi 
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yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-
hari.   

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak 
pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana 
terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi 
dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan 
jiwanya.   

Pasal 6  
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Yang dimaksud dengan "bantuan rehabilitasi psikososial" adalah 
bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang 
menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan 
kembali kondisi kejiwaan Korban.   

Pasal 7  
Cukup Jelas.   

Pasal 8  
Cukup jelas.   

Pasal 9  
Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan "ancaman sangat besar" adalah ancaman 
yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak dapat memberikan 
kesaksiannya.  

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah penyidik 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.   

Ayat (3)  
Kehadiran pejabat ini untuk memastikan bahwa Saksi dan/atau 
Korban tidak dalam paksaan atau tekanan ketika Saksi dan/atau 
Korban memberikan keterangan.   

Pasal 10 Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberikan 
informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak 
pidana.   

Ayat (2)  
Cukup jelas.   

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak dengan 
itikad baik" dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan 
palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.   

Pasal 11 Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "lembaga yang mandiri" adalah lembaga 
yang independen, tanpa campur tangan dari pihak mana pun.   
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Ayat (2)  
Cukup jelas.   

Ayat (3)  
Cukup jelas.   

Pasal 12  
Cukup jelas.   

Pasal 13  
Cukup jelas.   

Pasal 14  
Cukup jelas.  

Pasal 15  
Cukup jelas.   

Pasal 16  
Cukup jelas.   

Pasal 17  
Cukup jelas.   

Pasal 18  
Cukup jelas.   

Pasal 19 
Cukup jelas.   

Pasal 20 
Cukup jelas.   

Pasal 21 
Cukup jelas.   

Pasal 22 
Cukup jelas.   

Pasal 23 
Cukup jelas.   

Pasal 24 
Cukup jelas.   

Pasal 25 
Cukup jelas.   

Pasal 26 
Cukup jelas.   

Pasal 27 
Cukup jelas.   

Pasal 28 
Cukup jelas.   

Pasal 29 
Cukup jelas.   

Pasal 30  Ayat (1) 
Cukup jelas.   

Ayat (2) Huruf a  
Cukup jelas.  

Huruf b  
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Cukup jelas.  
Huruf c  

Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi Saksi dan/atau Korban 
dari berbagai kemungkinan yang akan melemahkan perlindungan 
pada dirinya.  

Huruf d  
Cukup jelas.  

Huruf e  
Cukup jelas.  

Pasal 31  
Cukup jelas.   

Pasal 32  
Cukup jelas.   

Pasal 33  
Cukup jelas.   

Pasal 34  
Cukup jelas.   

Pasal 35  
Cukup jelas.   

Pasal 36 Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "instansi terkait yang berwenang" adalah 
lembaga pemerintah dan non- pemerintah atau lembaga swadaya 
masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan 
bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat 
mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui 
keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban.   

Ayat (2)  
Cukup jelas.   

Pasal 37  
Cukup jelas.   

Pasal 38 
Cukup jelas.   

Pasal 39 
Cukup jelas.   

Pasal 40 
Cukup jelas.   

Pasal 41 
Cukup jelas.   

Pasal 42 
Yang dimaksud dengan "pejabat publik" adalah pejabat negara dan 
penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, 
atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya 
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.   

Pasal 43  
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Cukup jelas.   
Pasal 44  

Cukup jelas.   
Pasal 45  

Cukup jelas.   
Pasal 46 Cukup jelas.   

 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
4635    
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang:  
a. bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki 

peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan 
keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut 
dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana; 

b. bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh 
suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang 
terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, 
pelapor, dan ahli; 

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan 
perkembangan kebutuhan hukum masyarakat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban;  

 
Mengingat:  

1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G, Pasal 28I, dan 
Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4635); 

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. 



156     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) 
diubah sebagai berikut:  
1.  Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Saksi adalah orang 
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang 
suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia 
alami sendiri. 

2. Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama 
dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam 
kasus yang sama.  

3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.  

4. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau 
keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, 
sedang, atau telah terjadi.  

5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK 
adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan 
perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini.  

6. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik 
langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa 
takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal 
yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses 
peradilan pidana. 

7.  Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, 
orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi 
tanggungan Saksi dan/atau Korban.  

8. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan 
untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib 
dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan 
Undang- Undang ini. 

9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 
10.Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena 

pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang 
menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya. 

11.Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau 
Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.   

2.  Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   
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Pasal 5 
(1) Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas 

keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari 
Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau 
telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan 
menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. 
memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. 
bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi 
mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai 
putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana 
dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; 
k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat 
kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi 
sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. 
memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 
Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan.  

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi 
dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan 
Keputusan LPSK. (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang 
diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk 
pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan 
dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak 
ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan 
orang itu berhubungan dengan tindak pidana.   

 
3.  Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   

Pasal 6 
(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak 

pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban 
tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, 
dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:  a. bantuan 
medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.  

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
berdasarkan Keputusan LPSK.  

   
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   

Pasal 7 
(1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan 

Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas 
Kompensasi. 



158     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

(2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan 
Hak Asasi Manusia melalui LPSK. 

(3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Pemberian Kompensasi 
bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantas-
an tindak pidana terorisme.   
 

5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan 
Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut:      

Pasal 7A 
(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti 

kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti 
kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan 
langsung  sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian 
biaya perawatan medis dan/atau psikologis. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan LPSK. 

(3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau 
setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap melalui LPSK.  

(4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK 
dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat 
dalam tuntutannya. 

(5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK 
dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat 
penetapan.  

(6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi 
diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris 
Korban.   

 
Pasal 7B 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian 
Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 
Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
  

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   
Pasal 8 

(1) Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai 
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dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini. 

(2) Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah 
permohonan diajukan kepada LPSK.   
 

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   
Pasal 10 

(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut 
secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau 
laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali 
kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. 

(2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi 
Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, 
sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda 
hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah 
diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.   

 
8. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A 

yang  berbunyi sebagai berikut:    
Pasal 10A 

(1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam 
proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. 

(2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
berupa: a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani 
pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau 
narapidana yang diungkap tindak pidananya; b. pemisahan 
pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka 
dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak 
pidana yang diungkapkannya; dan/atau c. memberikan kesaksian di 
depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa 
yang diungkap tindak pidananya. 

(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa: a. keringanan penjatuhan pidana; atau b. pembebasan 
bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang 
berstatus narapidana. 

(4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan 
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK 
memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum 
untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim. 

(5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, 
remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis 
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum.   
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9. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 11 
berbunyi sebagai berikut:   

 
Pasal 11 

(1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri. 
(2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. 
(3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. 
(4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja 

perwakilan LPSK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diatur dalam Peraturan Presiden. 
    

10.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A 
yang berbunyi sebagai berikut:   

Pasal 12A 
(1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12, LPSK berwenang: a. meminta keterangan secara lisan dan/atau 
tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan 
permohonan; b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang 
terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan; c. meminta 
salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang 
diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan 
pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum; e. 
mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan; f.  mengelola rumah aman; g. memindahkan 
atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman; h.  
melakukan pengamanan dan pengawalan; i. melakukan 
pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan j. 
melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan 
Kompensasi. 

(2) Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka 
pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
   

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   
Pasal 16 

(1) Pimpinan LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang Anggota LPSK.  
(2) Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. 1 

(satu) orang Ketua merangkap Anggota LPSK; dan b. 6 (enam) orang 
Wakil Ketua masing-masing merangkap sebagai Anggota LPSK.  

(3) Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara 
kolektif.   
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12. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 16A, 
Pasal 16B, Pasal 16C, dan Pasal 16D yang berbunyi sebagai berikut:   

Pasal 16A 
(1) Ketua LPSK dipilih dari dan oleh Anggota LPSK.  
(2) Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penanggung jawab tertinggi LPSK. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua LPSK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
LPSK.   

 
Pasal 16B 

(1) Pimpinan LPSK berhak atas penghasilan, hak lainnya, dan 
perlindungan keamanan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, hak lainnya, dan 
perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.    

 
Pasal 16C 

(1) LPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh 
tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan organisasi LPSK. 

(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 
diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan 
persetujuan Ketua LPSK. 

(3) Tenaga ahli berhak atas penghasilan dan hak lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tugas, dan tanggung jawab 
tenaga ahli diatur dengan Peraturan LPSK.   

 
Pasal 16D 

(1) Untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Anggota 
LPSK dibentuk dewan penasihat. 

(2) Dewan penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih 
melalui  panitia seleksi. 

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh 
LPSK yang terdiri atas unsur LPSK, pemerintah, dan masyarakat. 

(4) Jumlah anggota dewan penasihat paling banyak 5 (lima) orang 
dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. 

(5) Masa jabatan anggota dewan penasihat selama 5 (lima) tahun. 
(6) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan 

pemberhentian dewan penasihat diatur dalam Peraturan Presiden.  
  

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   
Pasal 18 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPSK dibantu oleh 
sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. 
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(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris jenderal 
bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK. 

(3) Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 
(4) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris 

jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, 
tugas, fungsi, dan wewenang sekretaris jenderal diatur dalam 
Peraturan Presiden.   

 
14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   
 

Pasal 23 
(1) Anggota LPSK adalah penyelenggara negara yang diangkat oleh 

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi 

syarat: a. warga negara Indonesia; b. sehat jasmani dan rohani;  c. 
tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana 
kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun; d. 
berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 
(enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan; e. 
berpendidikan paling rendah S1 (strata 1); f. berpengalaman di 
bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) 
tahun;  g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; 
dan h. memiliki nomor pokok wajib pajak.   
 

15.  Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A 
yang berbunyi sebagai berikut:   

Pasal 23A 
(1) Sebelum menduduki jabatannya, Anggota LPSK harus 

mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan 
Presiden Republik Indonesia. 

(2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
berikut:  
“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/berjanji bahwa 
saya dalam melaksanakan jabatan ini, langsung atau tidak 
langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak 
memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun”. 
“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/ berjanji akan 
memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota LPSK dengan sebaik- 
baiknya dan seadil-adilnya”.  
“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/ berjanji 
bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 
jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak 
langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian”.  
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“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/ berjanji akan 
memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-
undangan”.  
“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa Saya bersumpah/ berjanji akan 
memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu 
memenuhi kewajiban saya”.   

 
16. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 24A 

dan Pasal 24B yang berbunyi sebagai berikut:   
Pasal 24A 

(1) Dalam hal Anggota LPSK melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dewan penasihat membentuk 
dewan etik yang bersifat ad hoc.  

(2) (2) Ketentuan mengenai syarat, tata cara, dan jumlah anggota dewan 
etik diatur dalam Peraturan LPSK.  

Pasal 24B 
(1) Dalam hal terdapat kekosongan Anggota LPSK, Presiden 

mengangkat Anggota LPSK pengganti antarwaktu dari calon 
Anggota LPSK urutan peringkat berikutnya hasil pemilihan Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

(2) Masa jabatan Anggota LPSK pengganti antarwaktu adalah sisa 
masa jabatan Anggota LPSK yang digantikannya. 

(3) Penggantian Anggota LPSK antarwaktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan Anggota 
LPSK yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.  

  
17. Ketentuan Pasal 28 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan 

ayat (3) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:   
Pasal 28 

(1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan 
dengan syarat sebagai berikut: a. sifat pentingnya keterangan Saksi 
dan/atau Korban; b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi 
dan/atau Korban; c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap 
Saksi dan/atau Korban; dan d. rekam jejak tindak pidana yang 
pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.  

(2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat 
sebagai berikut:  a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan 
tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); b. sifat pentingnya 
keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap 
suatu tindak pidana; c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak 
pidana yang diungkapkannya; d. kesediaan mengembalikan aset 
yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan 
dalam pernyataan tertulis; dan e. adanya Ancaman yang nyata atau 
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kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau 
psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana 
tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. 

(3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan 
syarat sebagai berikut:  a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan 
ahli; dan b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.   
 

18.  Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   
Pasal 29 

(1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5, yakni sebagai berikut: a. Saksi dan/atau Korban yang 
bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan 
pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada LPSK;  b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap 
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. 
Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) 
hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.  

(2) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa 
diajukan permohonan.   
 

19.  Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A 
yang berbunyi sebagai berikut:   

Pasal 29A 
(1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau 

Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau 
wali. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam 
hal: a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana 
terhadap anak yang bersangkutan; b. orang tua atau wali patut 
diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam 
memberikan kesaksian;  c. orang tua atau wali tidak cakap 
menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali; d. anak tidak 
memiliki orang tua atau wali; atau e. orang tua atau wali anak yang 
bersangkutan tidak diketahui keberadaannya. 

(3) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau 
Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan 
penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan 
LPSK.  
   

20. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A 
yang berbunyi sebagai berikut:   

Pasal 32A 
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(1) Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi 
lain diberikan tidak dengan iktikad baik. 

(2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi 
Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, 
tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku 
tersebut.   
 

21.  Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:    
Pasal 37. 

(1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan 
menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan 
Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf 
j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/ atau Korban tidak 
memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(2) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada 
Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

(3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi 
dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).   

22.  Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 38 

Setiap Orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara 
melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh 
Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), 
Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).   

 
23. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   

Pasal 39 
Setiap Orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau 
Keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban 
tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, 
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana 
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
    

24.  Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   
Pasal 40 

Setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikuranginya hak 
Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), 
Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) karena Saksi 
dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses 
peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).   
    

25.  Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   
Pasal 41 

Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan 
Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat 
kediaman sementara atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan  huruf l dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).    

 
26.  Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A 

yang berbunyi sebagai berikut:   
Pasal 42A 

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
sampai dengan Pasal 41 dilakukan oleh korporasi maka penyidikan, 
penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi 
dan/atau pengurusnya. 

(2) Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, 
pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana 
denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.      

(3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan 
izin usaha; b. pencabutan status badan hukum; dan/atau c. 
pemecatan pengurus.    
 

27.  Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   
Pasal 43 

(1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42, 
pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun. 

(2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.     
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Pasal II 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.   
 
Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,            
 
ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO   
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,   
 
ttd.   
AMIR SYAMSUDIN   
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 293          
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PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2014 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  

TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 
 
I.  UMUM   

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan 
hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan 
sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, 
tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena 
itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam 
menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan 
tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada 
dalam sistem peradilan pidana.   
Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan 
dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh 
karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua 
tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang 
dilindungi dalam Undang- Undang ini diperluas selaras dengan 
perkembangan hukum di masyarakat.      
Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi 
besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (justice 
collaborator), Pelapor (whistle-blower), dan ahli, termasuk pula orang yang 
dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara 
pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia 
alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak 
pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak 
pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaraan hak asasi 
manusia yang  berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, 
tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana 
narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap 
anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau 
Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.   
Dari pengembangan substansi di atas, tampak beberapa kelemahan yang 
cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai: a. 
kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi 
LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban; b. 
keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari 
tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan 
Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;  c. koordinasi 



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     169 

antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; 
dan d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.    
Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan tentang 
perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban, yang mengatur antara lain:  
1. Penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat 

menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat; 
2. Penguatan kewenangan LPSK;   
3. Perluasan subjek perlindungan; 
4. Perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban; 
5. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga; 
6. Pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan 

terhadap Saksi Pelaku;  
7. Mekanisme penggantian Anggota LPSK antarwaktu;  
8. Perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang 

dilakukan oleh korporasi.    
 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I Angka 1  
Pasal 1  

Cukup jelas.   
Angka 2  

Pasal 5  Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c 
Cukup jelas. Huruf d Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban 
yang tidak menguasai bahasa Indonesia.   

Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f 

Yang dimaksud dengan “informasi” adalah dalam bentuk keterangan 
lisan dan tertulis. 

Huruf g  
Yang dimaksud dengan “informasi” adalah dalam bentuk keterangan 
lisan dan tertulis.  

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “informasi” adalah dalam bentuk keterangan 
lisan atau tertulis.  

Huruf i  
Cukup jelas.  

Huruf j  
Cukup jelas.  

Huruf k  
Cukup jelas.  

Huruf l  
Cukup jelas. 
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Huruf m  
Cukup jelas.  

 
Huruf n  

Cukup jelas.  
Huruf o  

Cukup jelas.  
Huruf p  

Cukup jelas.       
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "tindak pidana dalam kasus tertentu" antara 
lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak 
pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana 
terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana 
narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual 
terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi 
Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat 
membahayakan jiwanya.  

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang yang memiliki keahlian 
di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu 
perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan.   

Angka 3  
Pasal 6 Ayat (1)  
Huruf a  

Yang dimaksud  dengan “bantuan medis” adalah bantuan yang 
diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk 
melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya 
pengurusan jenazah hingga pemakaman.    

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua 
bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan 
untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan 
kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga 
mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara 
lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban 
dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang 
berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, 
bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan 
pendidikan.   
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan 
yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma 
atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi 
kejiwaan Korban.  
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Ayat (2)  
Cukup jelas.  

Angka 4  
Pasal 7  
Ayat (1)  

Cukup jelas.      
Ayat (2)  

Pengajuan Kompensasi oleh Keluarga dilakukan jika Korban 
meninggal dunia, hilang, tidak cakap hukum, atau tidak mampu 
secara fisik.  

Ayat (3)  
Pendanaan yang diperlukan untuk pembayaran Kompensasi 
dibebankan pada anggaran LPSK.  

Ayat (4) 
Cukup jelas.  

  
Angka 5 Pasal 7A  

Cukup jelas. 
Pasal 7B  

Cukup jelas.   
Angka 6 Pasal 8 Ayat (1)  

Cukup jelas.  
Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan darurat 
yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK.   

Angka 7 Pasal 10 Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian tidak dengan iktikad 
baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan 
permufakatan jahat.  

Ayat (2)  
Cukup jelas.  

 
Angka 8 Pasal 10A Ayat (1)  

Cukup jelas.  
Ayat (2)  

Cukup jelas.  
Ayat (3)  

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “keringanan penjatuhan pidana” mencakup 
pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana 
yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.  

Huruf b  
Cukup jelas.  

Ayat (4)  
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Dalam ketentuan ini, hakim memperhatikan dengan sungguh-
sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan 
penuntut umum.  

Ayat (5)  
Dalam ketentuan ini, menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum menjalankan dengan sungguh- 
sungguh rekomendasi LPSK.    

Angka 9   
Pasal 11  

Cukup jelas.    
Angka 10 Pasal 12A Ayat (1) 
Huruf a  

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang terkait” antara lain penegak 
hukum, Keluarga Saksi dan/atau Keluarga Korban, dan pelaku. 

Huruf b  
Cukup jelas.  

Huruf c  
Cukup jelas.  

Huruf d  
Cukup jelas.  

Huruf e  
Cukup jelas.  

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah tempat kediaman 
sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan sesuai 
dengan standar yang ditentukan oleh LPSK.  

Huruf g  
Cukup jelas.  

Huruf h  
Cukup jelas.  

Huruf i  
Pendampingan dilakukan antara lain melalui pemantauan dan 
pengawasan terhadap pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban dalam 
proses peradilan.  

Huruf j  
Cukup jelas.   

 Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” 
antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan 
publik.    

Angka 11  
Pasal 16  

Cukup jelas.  
Angka 12  
Pasal 16A  
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Cukup jelas.  
Pasal 16B  

Cukup jelas.  
Pasal 16C  

Cukup jelas.  
Pasal 16D  

Cukup jelas.    
Angka 13  
Pasal 18  

Cukup jelas.   
Angka 14  
Pasal 23  

Cukup jelas.     
Angka 15  
Pasal 23A  

Pengucapan sumpah/janji disesuaikan dengan agama dan keyakinan 
masing-masing.  

Angka 16  
Pasal 24A    

Cukup jelas.  
Pasal 24B    

Cukup jelas.   
Angka 17  
Pasal 28  

Cukup jelas.   
Angka 18  
Pasal 29  

Cukup jelas.  
Angka 19  
Pasal 29A  

Cukup jelas.  
Angka 20  
Pasal 32A  
Ayat (1)  

Yang dimaksud “tidak dengan iktikad baik” antara lain memberikan 
keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.  

Ayat (2) 
Cukup jelas.  

Angka 21 Pasal 37  
Cukup jelas.    

Angka 22 Pasal 38  
Cukup jelas.   

Angka 23 Pasal 39  
Cukup jelas.   

Angka 24 Pasal 40  
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Cukup jelas.   
Angka 25 Pasal 41  

Cukup jelas.   
Angka 26 Pasal 42A  

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah kumpulan orang 
dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbadan hukum 
maupun yang tidak berbadan hukum.   

Angka 27 Pasal 43  
Cukup jelas.   

Pasal II  
Cukup jelas.    

 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
5602   
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
 
 

Pasal 1 
(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan 
ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. 
(2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan 
dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling 
menguntungkannya.  
 

Pasal 2 
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dangan Indonesia diterapkan 
bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.  
 

Pasal 3 
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap 
orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam 
kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.  
 

Pasal 4 
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi 
setiap orang yang melakukan di luar Indonesia: 
1. salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131. 
2. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan 

oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan 
merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.  

3. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan 
Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, 
termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang 
mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai 
pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, 
yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu;  

4. salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai 
dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan 
kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang 
penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, m, 
n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan 
sipil.  

 
Pasal 5 

(1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi 
warga negara yang di luar Indonesia melakukan:  
1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 
160, 161, 240, 279, 450, dan 451. 
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2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-
undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut 
perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan 
pidana. 
(2) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan 
juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.  
 

Pasal 6 
Berlakunya Pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak 
dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara dimana 
perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati.  

 
Pasal 7 

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap 
pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam bab XXVIII Buku Kedua 

 
Pasal 8 

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi 
nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang diluar Indonesia, sekalipun 
di luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Bab XXIX Buku Kedua, dan BAb IX Buku ketiga; begitu pula yang 
tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, 
maupun dalam Ordonansi Perkapalan.  
 

Pasal 9 
Diterapkannya pasal-pasal 2-5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian-
pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.  
 

Bab II - Pidana 
Pasal 10 

Pidana terdirl atas: a. pidana pokok: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana 
kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan 1. 
pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. 
pengumuman putusan hakim.  
 

Pasal 11 
Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan 
tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian 
menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.  

 
Pasal 12 

(1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. 
(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling 
lama lima belas tahun berturut-turut.  
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(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh 
tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih 
antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu 
tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama 
waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab 
tambahanan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan 
pasal 52.  
(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua 
puluh tahun.  
 

Pasal 13 
Para terpidana dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan. 
 

Pasal 14 
Terpidana yang dijatuhkan pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan 
yang dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan pasal 29.  
 

Pasal 14a 
(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana 
kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya 
hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali 
jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan 
karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 
yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana 
selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentu-
kan lain dalam perintah itu.  
(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-
perkara yang mangenai penghasilan dan persewaan negara apabila menja-
tuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda 
atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan 
si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu 
hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap 
kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana 
denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.  
(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok 
juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.  
(4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat 
berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipe-
nuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, 
dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan. 
(5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan 
yang menjadi alasan perintah itu.  
 

Pasal 14 b 
(1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 
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505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling 
lama dua tahun.  
(2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah 
diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-
undang.  
(3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.  
 

Pasal 14 c 
(1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14 a, kecuali jika dijatuhkan pidana 
denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan mela-
kukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana 
tindak pidana , hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana 
dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus 
mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana 
tadi.  
(2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau 
pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 
505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya 
mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan 
atau selama sebagian dari masa percobaan.  
(3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan 
beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana. 
 

Pasal 14 d 
(1) Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang 
berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemidian ada perintah untuk 
menjalankan putusan.  
(2) Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang 
berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pe-
mimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada 
pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana 
dalam memenuhi syarat-syarat khusus.  
(3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta 
mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang 
dapat diserahi dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang.  
 

Pasal 14 e 
Atas usul pejabat dalam pasal ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim 
yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat 
mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh 
memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya 
memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa 
percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling 
lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.  
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Pasal 14 f 
(1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka ats usul pejabat tersebut 
dalam pasal 14d ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama 
dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan 
supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana 
selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada 
pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak 
dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi 
pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa 
percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menen-
tukan juga cara bagaimana memberika peringatan itu.  
(2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak 
dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana 
dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan 
penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanan yang memnjadi tetap. 
Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, 
hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena 
melakukan tindak pidana tadi.  
 

Pasal 15 
(1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara 
yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka 
ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani 
beberapa pidana berturut- turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.  
(2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa 
percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa 
percobaan.  
(3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang 
belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang 
sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.  
 

Pasal 15 a 
(1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak 
akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. 
(2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan 
terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemer-
dekaan berpolitik.  
(3) Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat 
tersebut dalam pasal 14 d ayat 1. (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat 
diadakan pengawasan khusus yang semata- mata harus bertujuan memberi 
bantuan kepada terpidana.  
(5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di hapus atau 
dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan 
pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang 
lain daripada orang yang semula diserahi.  
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(6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat 
syaratsyarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di 
atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.  
 

Pasal 15 b 
(1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan 
melakukan halhal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, 
maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-
hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan 
bersyarat tersebut untuk sementara waktu.  
(2) Waktu selama terpidasna dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana 
lagi, tidak termasuk waktu pidananya.  
(3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak 
dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana 
dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan 
berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat 
masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut 
dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan 
pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa 
percobaan.  

 
Pasal 16 

(1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas 
usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan 
setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum 
menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang 
tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.  
(2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut 
dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau 
setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, 
harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.  
(3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat 
dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan 
bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan 
yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal 
yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera 
memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.  
(4) Waktu penahanan paling lama enam puluh ahri. Jika penahanan disusul 
dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan 
bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai 
dari tahanan.  

 
Pasal 17 

Contoh surat pas dan peraturan pelaksanaan pasal-pasal 15, 15a, dan 16 diatur 
dengan undang-undang.  
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Pasal 18 
(1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.  
(2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan 
atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu 
tahun empat bulan.  
(3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.  
 

Pasal 19 
(1) Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang 
dibebankan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan pasal 29.  
(2) Ia diserahi pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana 
penjara.  
 

Pasal 20 
(1) Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan paling 
lama satu bulan, boleh menetapkan bahwa jaksa dapat mengizinkan terpidana 
bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja.  
(2) Jika terpidana yang mendapat kebebasan itu mendapat kebebasan itu tidak 
datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani 
pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka ia harus menjalani pidananya 
seperti biasa kecuali kalau tidak datangnya itu bukan karena kehendak sendiri.  
(3) Ketentuan dalam ayat 1 tidak diterapkan kepada terpidana karena terpidana 
jika pada waktu melakukan tindak pidana belum ada dua tahun sejak ia habis 
menjalani pidana penjara atau pidana kurungan.  
 

Pasal 21 
Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam 
ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, di 
dalam daerah dimana ia berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas 
permintaannya terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain.  

 
Pasal 22 

(1) Terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di suatu 
tempat yang digunakan untuk menjalani pidana penjara, atau pidana 
kurungan, atau kedua-duanya, segera sehabis pidana habis hilang 
kemerdekaan itu selesai, kalau diminta, boleh menjalani kurungan di tempat 
itu juga.  
(2) Pidana kurungan karena sebab di atas dijalani di tempat yang khusus untuk 
menjalani pidana penjara, tidak berubah sifatnya oleh karena itu.  

 
Pasal 23 

Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar 
meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan 
undang-undang.  

 



182     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

Pasal 24 
Orang yang dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan boleh diwajibkan 
bekerja di dalam atau di luar tembok tempat orang-orang terpidana.  

 
Pasal 25 

Yang tidak boleh diserahi pekerjaan di luar tembok tempat tersebut ialah:  1. 
Orang-orang yang di jatuhi pidana penjara seumur hidup; 2. Para wanita; 3. 
Orang-orang yang menurut pemeriksaan dokter tidak boleh menjalankan 
pekerjaan demikian. 

 
Pasal 26 

Jikalau mengingat keadaan diri atau masyarakat terpidana, hakim menimbang 
ada alasan, maka dalam putusan ditentukan bahwa terpidana tidak boleh 
diwajibkan bekerja di luar tembok tempat orang-orang terpidana.  
 

Pasal 27 
Lamanya pidana penjara untuk waktu tertentu dan pidana kurungan dalam 
putusan hakim dinyatakan dengan hari, minggu, bulan, dan tahun; tidak boleh 
dengan pecahan.  
 

Pasal 28 
Pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan di satu tempat asal 
saja terpisah.  
 

Pasal 29 
(1) Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, 
atau keduaduanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, 
hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur 
pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat, hal tata tertib, hal tempat 
untuk tidur, hal makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-
undang sesuai dengan kitab undangundang sesuai dengan kitab undang-
undang ini.  
(2) Jika perlu, Menteri Kehakiman menetepkan aturan rumah tangga untuk 
tempattempat orang terpidana.  
 

Pasal 30 
(1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.  
(2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.  
(3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling 
lama enam bulan.  
(4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan 
demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau 
kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-
tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian 
pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.  



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     183 

(5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau 
pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan 
pengganti paling lama delapan bulan.  
(6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.  
 

Pasal 31 
(1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu 
batas waktu pembayaran denda.  
(2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti 
dengan membayar dendanya.  
(3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah 
mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang 
dibayarnya.  

Pasal 32 
(1) Pidana penjara dan pidana kurungan mulai berlaku bagi terpidana yang 
sudah di dalam tahanan sementara, pada hari ketika putusan hakim menjadi 
tetap, dan bagi terpidana lainnya pada hari ketika putusan hakim mulai 
dijalankan.  
(2) jika dalam putusan hakim dijatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan 
atas beberapa perbuatan pidana, dan kemudian putusan itu bagi kedua pidana 
tadi menjadi tetap pada waktu yang sama, sedangkan terpidana sudah ada 
dalam tahanan sementara karena kedua atau salah satu perbuatan pidana itu, 
maka pidana penjara mulai berlaku pada saat ketika putusan hakim menjadi 
tetap, dan pidana kurungan mulai berlaku setelah pidana penjara habis.  
 

Pasal 33 
(1) Hakim dalam putusannya boleh menentukan bahwa waktu terpidana ada 
dalam tahanan sementara sebelum putusan menjadi tetap, seluruhnya atau 
sebagian di potong dari pidana penjara selama waktu tertentu dari pidana 
kurungan atau dari pidana denda yang dijatuhkan kepadanya; dalam hal 
pidana denda dengan memakai ukuran menurut pasal 31 ayat 3.  
(2) Waktu selama seorang terdakwa dalam tahanan sementara yang tidak 
berdasarkan surat perintah, tidak dipotong dari pidananya, kecuali jika pemo-
tongan itu dinyatakan khusus dalam putusan hakim.  
(3) Ketentuan pasal ini berlaku juga dalam hal terdakwa oleh sebab dituntut 
bareng karena melakukan beberapa tindak pidana, kemudian dipidana karena 
perbuatan lain daripada yang didakwakan kepadanya waktu ditahan 
sementara.  
 

Pasal 33 a 
 Jika orang yang ditahan sementara di jatuhi pidana penjara atau pidana 
kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya 
mengajukan permohonan ampun, waktu mulai permohonan diajukan hingga 
ada putusan Presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali 
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jika Presiden, dengan mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa 
waktu itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana.  
 

Pasal 34 
Jika terpidana selama menjalani pidana melarikan diri, maka waktu selama di 
luar tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana. 

 
Pasal 35 

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-
hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum 
lainnya ialah: 1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang 
tertentu; 2. hak memasuki Angkatan Bersenjata; 3. hak memilih dan dipilih 
dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. 4. hak 
menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak 
menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang 
yang bukan anak sendiri; 5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 
perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; 6. hak menjalankan mata 
pencarian 
(2) tertentu. (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari 
jabatannya, jika dalam aturan- aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk 
pemecatan itu. Pasal 36 Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 
tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata, kecuali dalam hal yang 
diterangkan dalam Buku Kedua, dapat di cabut dalam hal pemidanaan karena 
kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu 
jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang 
diberikan pada terpidana karena jabatannya.  
 

Pasal 37 
(1) Kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu, dan 
pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas orang lain, dapat 
dicabut dalam hal pemidanaan: 1. orang tua atau wali yang dengan sengaja 
melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak yang belum dewasa yang ada 
di bawah kekuasaannya; 2. orang tua atau wali terhadap anak yang belum 
dewasa yang ada di bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan, yang tersebut 
dalam bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX Buku Kedua.  
(2) Pencabutan tersebut dalam ayat 1 tidak boleh dilakukan oleh hakim pidana 
terhadap orang-orang yang baginya diterapkan undang-undang hukum 
perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan 
kekuasaan pengampu.  
 

Pasal 38 
(1) Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan 
sebagai berikut: 1. dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 
lamanya pencabutan seumur hidup; 2. dalam hal pidana penjara untuk waktu 
tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun 
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dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya; 3. dalam hal 
pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling 
banyak lima tahun.  
(2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.  

 
Pasal 39 

(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau 
yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. 
(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan 
sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan 
berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. 
(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserah-
kan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.  

 
Pasal 40 

Jika seorang di bawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau 
mengangkut barang-barang denga melanggar aturan-aturan mengenai 
pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-
aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan 
pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana peram-
pasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali 
kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.  
 

Pasal 41 
(1) Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumya, diganti menjadi 
pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya 
menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak di bayar. 
(2) Pidana kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama 
enam bulan. 
(3) Lamanya pidana kurungan pengganti ini dalam putusan hakim ditentukan 
sebagai berikut: tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang di hitung satu hari; 
jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh 
sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup 
tujuh rupiah lima puluh sen. 
(4) Pasal 31 diterapkan bagi pidana kurungan pengganti ini. 
(5) Jika barang-barang yang dirampas diserahkan, pidana kurungan pengganti 
ini juga di hapus.  
 

Pasal 42 
Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, 
dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik 
negara.  
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Pasal 43 
Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab 
undangundang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetap-
kan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.  
 

Bab III - Hal-Hal yang Menghapuskan,  
Mengurangi atau Memberatkan Pidana 

 
Pasal 44 

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan 
kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena 
penyakit, tidak dipidana.  
(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada 
pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, 
maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah 
sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.  
(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan 
Tinggi, dan Pengadilan Negeri.  
 

Pasal 45 
Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena 
melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat 
menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada 
orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau 
memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa 
pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu 
pelanggaran berdasar- kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 
- 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan 
bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di 
atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada 
yang bersalah. 

Pasal 46 
(1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada 
pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya 
menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, 
atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia 
atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang 
berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di 
kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua 
hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur 
delapan belas tahun.  
(2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-
undang.  
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Pasal 47 
(1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok 
terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.  
(2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana 
mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun.  
(3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat 
diterapkan.  
 

Pasal 48 
Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak 
dipidana. 
 

Pasal 49 
(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa 
untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta 
benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan 
yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.  
(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh 
keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, 
tidak dipidana.  
 

Pasal 50 
Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-
undang, tidak dipidana. 
 

Pasal 51 
(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan 
yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.  
(2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, 
kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah 
diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan 
pekerjaannya.  
 

Pasal 52 
Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar 
suatu kewajiban khusus dari jabatannya , atau pada waktu melakukan 
perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan 
kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.  
 

Pasal 52 a 
Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan 
Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga.  
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Bab IV – Percobaan 
 

Pasal 53 
(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata 
dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, 
bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.  
(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan 
dikurangi sepertiga.  
(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.  
 

Pasal 54 
Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.  
 

Bab V - Penyertaan dalam Tindak Pidana 
Pasal 55 

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang 
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka 
yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan 
kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau 
dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan 
orang lain supaya melakukan perbuatan.  
(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang 
diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.  
 

Pasal 56 
Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberi 
bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi 
kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.  
 

Pasal 57 
(1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, 
dikurangi sepertiga.  
(2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
(3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.  
(4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya 
perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-
akibatnya.  

 
Pasal 58 

Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi 
seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan 
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pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang 
bersangkutan itu sendiri.  
 

Pasal 59 
Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap 
pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka 
pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut 
campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.  
 

Pasal 60 
Membantu melakukan pelangaran tidak dipidana.  
 

Pasal 61 
(1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penertiban selaku 
demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan 
tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya dikenal, atau setelah dimulai pe-
nuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan kepada penerbit.  
(2) Aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakkan terbit, tidak 
dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia.  
 

Pasal 62 
(1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku 
demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan 
tempat tinggalnya, sedangkan orang yang menyuruh mencetak dikenal, atau 
setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahu-
kan oleh pencetak. 
(2) Aturan ini tidak berlaku, jika orang yang menyuruh mencetak pada saat 
barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut sudah menetap di luar Indonesia.  
 

Bab VI - Perbarengan Tindak Pidana 
Pasal 63 

(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang 
dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang 
dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.  
(2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur 
pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang 
diterapkan.  
 

Pasal 64 
(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan 
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga 
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu 
aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman 
pidana pokok yang paling berat.  
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(2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan 
bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan 
barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.  
(3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam 
pasalpasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai 
kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima 
rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, 
dan 406.  
 

Pasal 65 
(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang 
diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu 
pidana.  
(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang 
diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana 
yang trerberat ditambah sepertiga.  
 

Pasal 66 
(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan 
beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis , 
maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh 
melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.  
(2) Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana 
kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.  
 

Pasal 67 
Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping 
itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, 
dan pengumuman putusan hakim.  
 

Pasal 68 
(1) Berdasarkan hal-hal dalam pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan 
berlaku aturan sebagai berikut: 1. pidana-pidana pencabutan hak yang sama 
dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima 
tahun melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika 
pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling 
sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun; 2. pidana-pidana pencabutan 
hak yang berlainan dijatuhkan sendirisendiri tanpa dikurangi; 3. pidana-pidana 
perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana 
kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan 
sendiri-sendiri tanpa dikurangi.  
(2) Pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi 
delapan bulan.  
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Pasal 69 
(1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan 
menurut uruturutan dalam pasal 10.  
(2) Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perban-
dingan hanya terberatlah yang dipakai.  
(3) Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan me-
nurut maksimumnya masing-masing.  
(4) Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan me-
nurut maksimumnya masing-masing.  
 

Pasal 70 
(1) Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66, baik 
perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan 
pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-
sendiri tanpa dikurangi.  
(2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana 
kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah 
lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan.  
 

Pasal 70 bis 
Ketika menerapkan pasal-pasal 65, 66, dan 70, kejahatan-kejahatan berdasarkan 
pasalpasal 302 ayat 1, 352, 364, 373,379, dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, 
dengan pengertian jika dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan-
kejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan.  
 

Pasal 71 
Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena 
melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, 
maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan 
dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-
perkara diadili pada saat yang sama.  
 

Bab VII - Mengajukan Dan Menarik Kembali Pengaduan  
Dalam Hal Kejahatan-Kejahatan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan 

Pasal 72 
(1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas 
pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi 
belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan 
oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara 
perdata yang berhak mengadu;  
(2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka 
penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu 
pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu 
pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga 
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sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang 
keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.  

 
Pasal 73 

 Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang 
ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, 
penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya 
(istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal 
tidak menghendaki penuntutan.  
 

Pasal 74 
(1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang 
yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di 
Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar 
Indonesia.  
(2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu 
tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih 
boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu 
tersebut.  
 

Pasal 75 
Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu 
tiga bulan setelah pengaduan diajukan.  
 

Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana  
Dan Menjalankan Pidana 

Pasal 76 
(1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak 
boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap 
dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim 
Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-
tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.  
(2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap 
orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan 
dalam hal: 1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari 
tuntutan hukum; 2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya 
atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus 
karena daluwarsa.  
 

Pasal 77 
Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.  
 

Pasal 78 
(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: 1. mengenai semua 
pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu 
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tahun; 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana 
kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 3. 
mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, 
sesudah dua belas tahun; 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana 
mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. 
(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan 
belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi 
sepertiga.  
 

Pasal 79 
Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, 
kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata 
uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau 
mata uang yang dirusak digunakan: 2. mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 
328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang 
langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia; 3. 
mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang 
dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-
pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa 
register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu 
pengadilan , dipindah ke kantor tersebut.  
 

Pasal 80 
(1) Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa , asal tindakan itu 
diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya 
menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.  
(2) Sesudah dihentikan, dimulai tanggang daluwarsa baru.  

 
Pasal 81 

Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-
yudisial, menunda daluwarsa.  

 
Pasal 82 

(1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda 
saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan 
biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa 
pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum , dan dalam waktu 
yang ditetapkan olehnya.  
(2) Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang 
dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar 
menurut taksiran pejabat dalam ayat 1.  
(3) Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap 
berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang 
dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini.  
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(4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum 
dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas 
tahun.  

 
Pasal 83 

Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia. 
 

Pasal 84 
(1) Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.  
(2) Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, 
mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima 
tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan 
tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga.  
(3) Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya 
pidana yang dijatuhkan.  
(4) Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa.  

 
Pasal 85 

(1) Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada esak harinya setelah putusan 
hakim dapat dijalankan.  
(2) Jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada 
esok harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. 
Jika suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada esok harinya setelah 
pencabutan, mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.  
(3) Tenggang daluwarsa tertuduh selama penjalanan pidana ditunda menurut 
perintah dalam suatu peraturan umum, dan juga selama terpidana dirampas 
kemerdekaannya, meskipun perampasan kemerdekaan itu berhubung dengan 
pemidanaan lain.  
 

Bab IX - Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai  
Dalam Kitab Undang Undang 

Pasal 86 
Apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun 
dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka di situ termasuk pembantuan dan 
percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu 
aturan.  
 

Pasal 87 
Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu 
telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam 
pasal 53.  
 

Pasal 88 
Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat 
akan melakukan kejahatan.  
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Pasal 88 bis 
Dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah 
secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.  

 
Pasal 89 

Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan 
kekerasan.  
 

Pasal 90 
Luka berat berarti: • jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi 
harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; • 
tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan 
pencarian; • kehilangan salah satu pancaindera; • mendapat cacat berat; • 
menderita sakit lumpuh; • terganggunya daya pikir selama empat minggu 
lebih; • gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.  
 

Pasal 91 
(1) Dalam kekuasaan bapak dicakup pula kekuasaan kepala keluarga.  
(2) Dengan orang tua, dimaksud pula kepala keluarga.  
(3) Dengan bapak, dimaksud pula orang yang menjalankan kekuasaan yang 
sama dengan bapak.  
(4) Dengan anak, dimaksud pula orang yang ada di bawah kekuasaan yang 
sama dengan kekuasaan bapak.  
 

Pasal 92 
(1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam 
pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-
orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk 
undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang 
dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua 
anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala 
golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.  
(2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut 
hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, 
serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.  
(3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.  

 
Pasal 92 bis 

Yang disebut pengusaha ialah tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan.  
 

Pasal 93 
(1) Yang disebut nakoda ialah orang yang memegang kekuasaan di kapal atau 
yang mewakilinya.  
(2) Yang disebut penumpang ialah semua orang yang ada di kapal, kecuali 
nakoda.  
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(3) Yang disebut anak buah kapal ialah semua perwira atau kelasi yang ada di 
dalam kapal.  
 

Pasal 94 
Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1946, pasal VIII, 
butir 11.  
 

Pasal 95 
Yang disebut kapal Indonesia ialah kapal yang mempunyai surat laut atau pas 
kapal, atau surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan-aturan 
umum mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia.  

 
Pasal 95 a 

(1) Yang dimaksud dengan pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara 
yang didaftarkan di Indonesia.  
(2) Termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang 
disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan 
Indonesia.  
 

Pasal 95 b 
Yang dimaksud dengan dalam penerbanagan adalah sejak saat pintu luar 
pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang (embarkasi) sampai saat 
pintu dibuka untuk penurunan penumpang (diembarkasi). Dalam hal terjadi 
pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat 
penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara 
dan barang yang ada di dalamnya.  
 

Pasal 95c 
Yang diamksud dengan dalam dinas adalah jangka waktu sejak pesawat udara 
disiapkan oleh ‘awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan 
tertentu, hingga setelah 24 jam lewat sesudah setiap pendaratan.  
 

Pasal 96 
(1) Yang disebut musuh termasuk juga pemberontak. Begitu juga termasuk di 
situ negara atau kekuasaan yang akan menjadi lawan perang.  
(2) Yang disebut perang termasuk juga permusuhan dengan daerah-daerah 
swapraja, begitu juga perang saudara.  
(3) Yang disebut masa perang termasuk juga waktu selama perang sedang 
mengancam. Begitu juga dikatakan masih ada masa perang, segera sesudah 
diperintahkan mobilisasi Angkatan Perang dan selama mobilisasi itu berlaku.  

 
Pasal 97 

Yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam; yang disebut 
bulan adalah waktu selama tiga puluh hari.  
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Pasal 98 
Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan 
matahari terbit.  
 

Pasal 99 
Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang 
sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam 
tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit 
yang digunakan sebagai batas penutup.  
 

Pasal 100 
Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak 
dimaksud untuk membuka kunci.  
 

Pasal 101 
Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang 
memamah biak, dan babi. 
 

Pasal 101 bis 
(1) Yang dimaksud bangunan listrik yaitu bangunan-bangunan yang gunanya 
untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga 
listrik; begitu pula alat-alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat-alat 
penjaga keselamatan, alat-alat pemasang, alat-alat pendukung, dan alat-alat 
peringatan.  
(2) Dengan bangunan-bangunan telegrap dan telepon tidak dimaksudkan 
bangunan listrik.  
 

Pasal 102 
Ditiadakan dengan Staatsblad 1920 No. 382  
 

Aturan Penutup 
Pasal 103 

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi 
perbuatanperbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya 
diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.  
 

Kejahatan 
Bab I - Kejahatan Terhadap Keamanan Negara 

Pasal 104 
Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau 
meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
sementara paling lama dua puluh tahun.  
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Pasal 105 
Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, 
butir 13.  

Pasal 106 
Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, 
diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara 
paling lama dua puluh tahun.  
 

Pasal 107 
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling 
lama dua puluh tahun.  
 

Pasal 108 
(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun: 1. orang yang melawan pemerintah 
Indonesia dengan senjata; 2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah 
Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada 
gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.  
(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan 
penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh 
tahun. Pasal 109 Pasal iani ditiadakan berdasarkan S. 1930 No. 31.  

 
Pasal 110 

(1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, 
dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.  
(2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud 
berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar 
kejahatan: 1. berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh 
melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu 
melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk 
melakukan kejahatan; 2. berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atua orang lain; 3. 
memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk 
melakukan kejahatan; 4. mempersiapkan atau memiliki rencana untuk 
melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang 
lain; 5. berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan yang 
diadakan pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.  
(3). Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya, 
dapat dirampas.  
(4) Tidak dipidana barang siapa yang ternyata bermaksud hanya 
mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian 
umum.  
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(5) Jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal 
ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali.  
 

Pasal 111 
(1) Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud 
menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang 
terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau 
membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatann 
permufakatan atua perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun. 
(2) Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan 
pidana mati atua pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara 
paling lama dua puluh tahun.  
 

Pasal 111 bis 
(1) Dengan pidana penjara paling lama enam tahun diancam: 1. barang siapa 
mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan di luar 
Indonesia, dengan maksud untuk menggerakan orang atau badan itu supaya 
membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk 
menggulingkan pemerintah, untuk memperkuat niat orang atau badan itu atua 
menjanjikan atau memberi bantuan kepada orang atau badan itu atau 
menyiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintah; 2. 
barang siapa memaksudkan suatu benda yang dapat digunakan untuk 
memberi bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau 
menggerakkan penggulingan pemerintah, sedangkan diketahuinya atau ada 
alasan kuat untuk memnduga bahwa benda tersebut akan dipergunakan untuk 
perbuatan tersebut; 3. orang yang mempunyai atau mengadakan perjanjian 
mengenai suatu benda yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan 
material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan 
penggulingan pemerintah, sedangkan diketahuinya atau ada alasan baginya 
untuk menduga bahwa benda itu akan dipergunakan untuk perbuatan tersebut 
atau benda itu atau barang lainsebagai penggantinya, dimaksudkan dengan 
tujuan tersebut atau untuk untuk diperuntukkan bagi tujuan itu oleh orang 
atau benda yang berkedudukan di luar Indonesia.  
(2) Benda-benda yang dengan mana atau yang ada hubungan dengan ayat 1 ke-
2 dan ke-3 yang dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.  
 

Pasal 112 
Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau 
keteranganketerangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk 
kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberi-
kannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun.  
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Pasal 113 
(1) Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian 
mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang 
yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, 
gambar-gambar atau bendabenda yang bersifat rahasia yang bersangkutan 
dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, 
yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunanya benda- benda 
itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun.  
(2) Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah, atau 
pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah 
sepertiga.  
 

Pasal 114 
Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan surat-surat 
atau benda- benda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 113 
harus menjadi tugasnya untuk menyimpan atau menaruhnya, bentuk atau 
susunannya atau seluruh atau sebagian diketahui oleh umum atau dikuasai 
atau diketahui oleh orang lain (atau) tidak berwenang mengetahui, diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana 
kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling tinggi empat ribu 
lima ratus rupiah.  
 

Pasal 115 
Barang siapa melihat atua membaca surat-surat atau benda-benda rahasia 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, 
sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduganya bahwa benda-benda itu 
tidak dimaksud untuk diketahui olehnya, begitu pula jika membuat atau 
menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apa 
pun juga, membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau jika tidak 
menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau 
pamongh praja, dalam hal benda-benda itu ke tangannya, diancam dengan 
pidana penjara palling lama tiga tahun.  
 

Pasal 116 
Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana diamksud dalam 
pasal 113 dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama satu atahun.  
 

Pasal 117 
Diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah, barang siapa tanpa wenang. 1. dengan 
sengaja memasuki bangunan Angkatan Darat atau Angkatan Laut, atau 
memasuki kapal perang melalui jalan yang bukan jalan biasa; 2. dengan sengaja 
memasuki daerah, yang oleh Presiden atau atas namanya, atau oleh penguasa 
tentara ditentukan sebagai daerah tentara yang dilarang; 3. dengan sengaja 
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membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau 
mangangkut gambat potret atau gambar tangan maupun keterangan-
keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai daerah seperti tersebut 
dalam pasal ke-2, beserta segala sesuatu yang ada disitu.  
 

Pasal 118 
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda sembilan 
ribu rupiah, barang siapa tanpa wenang, sengaja membuat, mengumpulkan, 
mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau petunjuk-petunjuk lain 
mengenai sesuatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan tentara.  
 

Pasal 119 
Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun: 1. barang siapa 
memberi pondokan kepada orang lain, yang diketahuinya mempunyai niat 
atau sedang mencoba untuk mengetahui benda-benda rahasia seperti tersebut 
dalam pasal 113, padahal tidak wenang untuk itu, atau mempunyai niat atau 
sedang mencoba untuk mengetahui letak, bentuk, susunan, persenjataan, 
perbekalan, perlengkapan mesin, atau kekuatan orang dari bangunan 
pertahanan atau sesuatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan 
tentara; 2. barang siapa menyembunyikan benda-benda yang diketahuinya 
behawa dengan cara apapun juga, akan diperlukan dalam melaksanakan niat 
seperti tersebut pada ke-1.  
 

Pasal 120 
Jika kejahatan tersebut pasal 113, 115, 117, 118, 119 dilakukan dengan akal 
curang seperti penyesatan, menyamakan, pemakaian nama atau kedudukan 
palsu, atau dengan menawarkan atau menerima, membayangkan atau 
menjanjikan hadiah, keuntungan atau upah dalam bentuk apapun juga, atau 
dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana hilang 
kemerdekaan dapat diperberat lipat dua.  
 

Pasal 121 
Barang siapa ditugaskan pemerintah untuk berunding dengan suatu negara 
asing, dengan sengaja merugikan negara, diancam dengan pidana penjara 
paling lama dua belas tahun.  
 
Pasal 122 Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. barang 
siapa dalam masa perang yang tidak menyangkut Indonesia, dengan sengaja 
melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan negara, atau dengan 
sengaja melanggar suatu aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh 
pemerintah, khusus untuk mempertahankan kenbetralan tersebut; 2. barang 
siapa dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan yang dikeluarkan 
dan diumumkan oleh pemerintah guna keselamatan negara.  
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Pasal 123 Seorang warga negara Indonesia yang dengan suka rela masuk 
tentara negara asing, pada hal ia mengetahui bahwa negara itu sedang perang 
dengan negara Indonesaia, atau akan menghadapi perang dengan Indonesia, 
diancam dalam hal terakhir jika pecah perang, denga pidana penjara paling 
lama lima belas tahun. 

 
Pasal 124 

(1) Barang siapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada 
musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana 
penjara lima belas tahun. 
(2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu 
atau paling lama dua puluh tahun jika si pembuat: 1. memberitahukan atau 
memberikan kepada musuh peta, rencana, gambar, atau penulisan mengenai 
bangunan-bangunan tentara; 2. menjadi mata-mata musuh, atau memberikan 
pondokan kepadanya.  
(3) Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling 
lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat: 1. memberitahukan atau 
menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu 
tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, 
gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan 
Darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau 
menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainya yang 
direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis tau menyerang; 2. 
menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau 
desersi dikalangan Angkatan Perang.  
 

Pasal 125 
Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan 
dalam pasal 124, diancam dengan pidana paling lama enam tahun.  
 

Pasal 126 
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa dalam 
masa perang, tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara 
sehingga menguntungkan musuh, dnegan sengaja: 1. memberikan pondokan 
kepada mata-mata musuh, menyembunyikannya atau membantunya melarikan 
diri; 2. menggerakkan atau memperlancar pelarian (desersi) prajurit yang 
bertugas untuk negara.  
 

Pasal 127 
(1) Barang siapa dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam 
penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat, 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa diserahi mengawasi 
penyerahan barang-barang, membiarkan tipu muslihat itu.  
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Pasal 128 
(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal 104, dapat dipidana 
pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 no. 1-5.  
(2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal-pasal 106-108, 110-125, 
dapat dipidana pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 no. 1-3.  
(3) Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal 127, yang bersalah 
dapat dilarang menjalankan pencarian yang dijalankannya ketika melakukan 
kejahatan itu, dicabut hak- hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4, dan dapat 
diperintahkan supaya putusan hakim diumumkan.  
 
 

Pasal 129 
Pidana-pidana yang berdasarkan terhadap perbuatan-perbuatan dalam pasal-
pasal 124- 127, diterapkan jika salah satu perbuatan dilakukan terhadap atua 
bersangkutan dengan negara sekutu dalam perang bersama.  
 

Bab II Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden 
Dan Wakil Presiden 

Pasal 130 
Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, 
butir 21.  

 
Pasal 131 

Tiap-tiap penyerangan terhadap diri presiden atau Wakil Presiden, yang tidak 
termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, diancam dengan 
pidana penjara paling lama delapan tahun. 

 
Pasal 132 

Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, 
butir 23.  

 
Pasal 133 

Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, 
butir 23.  

 
Pasal 134 

Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atua Wakil Presiden diancam 
dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.  

 
Pasal 135 

Pasal ini ditiadakan bersarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, 
butir 25.  
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Pasal 136 
Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII 
butir 25.  

 
Pasal 136 bis 

Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 mencakup 
juga perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika itu dilakukan diluar kehadiran 
yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak dimuka 
umum baik lidsan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang, atau 
di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena 
itu merasa tersinggung.  

 
Pasal 137 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di muka 
umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau 
Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih 
diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 
empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan 
pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya 
pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka 
terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. ‘ 

 
Pasal 138 

Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, 
butir 28.  

 
Pasal 139 

(1) Ayat ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal 
VIII, butir 29.  
(2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 131, 
dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4. (3) Dalam hal 
pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 134, dapat 
dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-3. Bab III - Kejahatan-
Kejahatan Terhadap Negara Sahabat Dan Terhadap Kepala Negara Sahabat 
Serta Wakilnya Pasal 139a Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau 
daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari 
kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun. Pasal 139b Makar dengan maksud meniadakan atau 
mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau 
daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.  
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Pasal 139c 
Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan 
dalam pasalpasal 139a dan 139b, diancam dengan pidana penjara paling lama 
satu tahun enam bulan.  

 
Pasal 140 

(1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau 
kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun.  
(2) Jika mekar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan 
dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara 
paling lama dua puluh tahun.  
(3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu 
mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.  

 
Pasal 141 

Tiap-tiap perbuatan penyerangan terhadap diri raja yang memerintah atau 
kepala negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih 
berat, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.  

 
Pasal 142 

Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala negara 
sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 
paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.  

 
Pasal 142a 

Barang siapa menodai bendera kebangsaan negara sahabat diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah.  

 
Pasal 144 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka 
umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang 
memerintah, atau kepala negara sahabat, atau wakil negara asing di Indonesia 
dalam pangkatnya, dengan maksud supaya penghinaan itu diketahui atau 
lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan 
pencarianya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan 
yang tetap karena kejahatan semacam itu juga, ia dapat dilarang menjalankan 
pencarian tersebut.  
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Pasal 145 
(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 140, 
dapat dipidanan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-5.  
(2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 141, 
dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 335 no. 1-4.  
(3) Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal-
pasal 139a, 139b, 139c, 142, dan 143, dapat dipidana pencabutan hak 
berdasarkan pasal 35 no. 1-3.  
 

Bab IV Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban 
Dan Hak Kenegaraan 

Pasal 146 
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat 
badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan 
perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, atau 
memaksa badan-badan itu supaya mengambil atau tidak mengambil sesuatu 
putusan atau mengambil sesuatu putusan atau mengusir ketua atau anggota 
rapat itu, diancam dengan ancaman penjara paling lama sembilan tahun.  
 

Pasal 147 
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja 
merintangi ketua atau anggota badan pembentuk undang-undang, badan 
pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas 
nama Pemerintah, untuk menghadiri rapat badan-badan itu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.  

 
Pasal 148 

Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan 
umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi 
seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.  

 
Pasal 149 

(1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan 
umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya 
tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara 
tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 
pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.  
(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima 
pemberian atau janji, mau disuap.  

 
Pasal 150 

Barang suiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan 
umum, melakukan tipu muslihat berdasarkan aturan-aturan umum, 
melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak 
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berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih 
yang ditunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.  
 

Pasal 151 
Barang siapa memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan 
berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 
satu tahun empat bulan.  

 
Pasal 152 

Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan 
umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadaka 
atau mengadakan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan 
suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu 
pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang 
dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.  

 
Pasal 153 

(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 146, 
dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 ke 1-3. (2) Dalam hal 
pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 147-152, dapat 
dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 ke-3. Bab V - Kejahatan 
Terhadap Ketertiban Umum Pasal 153 bis Pasal ini ditiadakan berdasarkan 
Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal 8, butir 32.  

 
Pasal 153 ter 

Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal 8, 
butir 32.  

 
Pasal 154 

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian 
atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah.  

 
Pasal 154a 

Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang 
Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.  

 
Pasal 155 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan 
atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan 
permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, 
dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, 
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diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan 
pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya 
menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersang-
kutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.  

 
Pasal 156 

Barang siapa di rnuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian 
atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal 
ini dan pasal berikutnya berarti tiaptiap bagian dari rakyat Indonesia yang 
berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, 
agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum 
tata negara.  

 
Pasal 156a 

Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa 
dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan 
perbuatan: a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau 
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud 
agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.  

 
Pasal 157 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan 
atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan 
permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-
golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketuhui atau lebih 
diketahui oleh umum, diancam dcngan pidana penjara paling lama dua tahun 
enam bulan atau pidana denda paling hanyak empat rupiah lima ratus rupiah.  
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut padu waktu menjalankan 
pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya 
menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat di- 
larang menjalankan pencarian tersebut.  

 
Pasal 158 

Barang siapa menyelenggarakan pemilihan anggota untuk suatu lembaga 
kenegaraan asing di Indonesia, atau menyiapkan ataupun memudahkan 
pemilihan itu, baik yang diadakan di Indonesia maupun di luar negeri, 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda 
paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah.  
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Pasal 159 
Barang siapa turut serta dalam pemilihan umum, baik yang diadakan di 
Indonesia maupun di luar negeri, seperti yang dimaksud- kan dalam pasal 158, 
diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda 
paling banyak seribu lima ratus rupiah.  
 

Pasal 160 
Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya 
melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum 
atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan 
yang diherikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana 
penjara paling lama enam tahun utau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah.  

 
Pasal 161 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 
umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, 
menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal 
lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang 
menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah.  
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan 
pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya 
menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat 
dilarang menjalankan pencarian tersebut.  

 
Pasal 161 bis 

Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal 8, 
butir 34.  

 
Pasal 162 

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk 
memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana, 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan hulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  

 
Pasal 163 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 
umum tulisan yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan 
atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud supaya penawaran 
itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara 
paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat 
ribu lima ratus rupiah. 
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(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan 
pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya 
menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat 
dilarang menjalankan pencarian tersebut.  
 

Pasal 163 bis 
(1) Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 
55 ke-2 berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, dan 
kejahatan itu atau percobaan untuk itu dapat dipidana tidak terjadi, diancam 
dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling 
banyak tiga ratus rupiah, tetapi dengan pengertian bahwa sekali-kali tidak 
dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang dapat dijatuhkan 
karena percobaan kejahatan atau apahila percobaan itu tidak dapat dipidana 
karena kejahatan itu sendiri.  
(2) Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau 
percobaan kejahatan disebabkan karena kehendaknya sendiri.  

 
Pasal 164 

Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan 
kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 
187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan 
sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat 
kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan 
itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling 
lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus 
rupiah.  

 
Pasal 165 

(1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan 
berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 
atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk 
membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau 
mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab 8 
dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan 
nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal- 
pasal 224 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasalpasal 264 dan 275 
sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang 
masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak 
segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau 
kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi 
dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
(2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu 
kejahatan berdasarkan ayat 1 telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa 
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orang pada saat akihat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak 
memheritahukannya kepada pihak- pihak tersebut dalam ayat l.  
 

Pasal 166 
Ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan 
memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi 
diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus 
atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami atau bekas 
suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan 
atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang 
tersebut.  

 
Pasal 167 

(1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan 
tertutup yang dipakai orang lain dengan me- lawan hukum atau berada di situ 
dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya 
tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lema 
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
(2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan 
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa 
tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk 
dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.  
(3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat 
menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 
empat bulan.  
(4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang 
melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.  

 
Pasal 168 

(1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum, atau 
berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan pejabat yang 
berwenang tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling 
lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah.  
(2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan 
anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa 
tidak setahu pejabat yang berwenang lebih dahulu serta bukan karena 
kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap 
memaksa masuk.  
(3) Jika ia mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat 
menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara menjadi paling lama satu 
tahun empat bulan.  
(4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga, jika yang 
melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.  
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Pasal 169 
(1) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan. atau 
turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan 
umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.  
(2) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Terhadap pendiri atau 
pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.  

 
Pasal 170 

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun enam bulan.  
(2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, 
jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang 
digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. (3) 
Pasal 89 tidak diterapkan.  

 
Pasal 171 

Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang no. 1 Tahun 1946, pasal 8, 
butir 37.  

 
Pasal 172 

Barang siapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan 
teriakan- teriakan, atau tanda-tanda bahaya palsu, diancam dengan pidana 
penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan 
ratus rupiah.  

 
Pasal 173 

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat, 
umum yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.  

 
Pasal 174 

Barang siapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan 
jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana 
penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan 
ratus rupiah.  

 
Pasal 175 

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan 
keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang 
diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun empat bulan.  
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Pasal 176 
Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang 
bersifat, umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau 
upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara 
gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu 
atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.  

 
Pasal 177 

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau 
pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah: 1. barang siapa 
menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas yang 
diizinkan; 2. barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di 
tempat atau padu waktu ibadat dilakukan.  

 
Pasal 178 

Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk 
atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana 
penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak 
seribu delapan ratus rupiah.  

 
Pasal 179 

Barang siapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan 
melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringntan di tempat 
kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.  

 
Pasal 180 

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil 
jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau 
diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  

 
Pasal 181 

Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan 
mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lirna ratus rupiah.  
 

Bab VI - Perkelahian Tanding 
Pasal 182 

Dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, diancam:  
(1) barang siapa menantang seorang untuk perkelahian tanding atau rnenyuruh 
orang menerima tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian 
tanding; 
(2) barang siapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bilamana hal itu 
mengakibatkan perkelahian tanding.  
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Pasal 183 
Diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda 
paling tinggi tiga ratus rupiah, barang siapa di muka umum atau di hadapan 
pihak ketiga mencerca atau mengejek seseorang oleh karena yang bersangkutan 
tidak rnau menentang atau menolak tantangan untuk perkelahian tanding.  

 
Pasal 184 

(1) Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika 
ia dalam perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.  
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, 
barang siapa melukai tmbuh lawannya.  
(3) Diancam dengan pidana penjma paling lama empat tahun, barang siapa 
melukai berat tubuh lawannya.  
(4) Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian tanding itu dilakukan 
dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling 
lama dua belas tahun.  
(5) Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana.  

 
Pasal 185 

Barang siapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau 
melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai 
pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan: 1. jika persyaratan 
tidak diatur terlebih dahulu; 2.jika perkelahian tanding tidak dilakukan di 
hadapan saksi kedua belah pihak; 3.jika pelaku dengan sengaja dan merugikan 
pihak lawan, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang 
dari persyaratan.  

 
Pasal 186 

(1) Para saksi dan dokter yang menghadiri perkelahian tanding, tidak dipidana.  
(2) Para saksi diancam: 1.dengan pidana penjara paling lama tiga tahun, jika 
persyaratan tidak diatur terlebih dahulu, atau jika para saksi menghasut para 
pihak untuk perkelahian tanding; 2. dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun, jika para saksi dengan sengaja dan merugikan salah satu atau kedua 
belah pihak, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan para 
pihak melakukan perbuatan penipuan, atau membiarkan dilakukan 
penyimpangan daripada syarat-syarat; 3. ketentuan-ketentuan mengenai 
pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan diterapkan terhadap 
saksi dalam perkelahian tanding, di mana satu pihak dirampas nyawanya atau 
menderita karena dilukai tubuhnya, jika ia dengan sengaja dan merugikan 
pihak itu bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan 
penyimpangan dari persyaratan yang merugikan yang dikalahkan atau dilukai.  
 

Bab VII - Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum  
Bagi Orang Atau Barang 
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Pasal 187 
Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, 
diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena 
perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; 2. dengan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas 
timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 3. dengan pidana penjara seumur hidup 
atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena 
perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan meng- 
akibatkan orang mati.  

 
Pasal 187 bis 

(1) Barang siapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai 
persediaan, menyembunyikan, mengangkut otau memasukkan ke Indonesia 
bahan-bahan, bendabenda atau perkakas-perkakas yung diketahui atau 
selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan, atau kalau ada kesempatan 
akan diperuntukkan, untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan 
nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, diancam dengan 
pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana kurungan paling lama 
satu tahun, (2) Tidak mampunya bahan-bahan, benda-benda atau perkakas- 
perkakas untuk menirnbulkan ledakan; seperti tersebut di atas, tidak 
menghapuskan pengenaan pidana.  

 
Pasal 187 ter 

Permufakatan jahat, untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam 
pasal 187 dan 187 his, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 
Pasal 188 ( L.N. 1960 - 1) Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) 
menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau 
pidnna denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena 
perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu 
timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu 
mengakibatkan orang mati.  

 
Pasal 189 

Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan 
melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai 
perkakas-perkakas atau alatalat pemadam api atau dengan cara apa pun 
merintangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.  
 

Pasal 190 
Barang siapa pada waktu ada, atau akan ada banjir, dengan sengaja dan 
melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai bahan-
bahan untuk tanggul atau perkakas-perkakas atau menggagalkan usaha untuk 
membetulkan tanggul-tanggul atau bangunan-bangunan pengairan, atau 
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merintangi usaha untuk mencegah atau menahan banjir, diancam dengan 
pidana penjara paling lama tujuh tahun.  

 
Pasal 191 

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai 
atau merusak bangunan untuk menahan atau menyalurkan diani:am dengan 
pidana penjara paling lama tujuh tahun jika karena perbuat:en itu timbul 
bahaya banjir.  

 
Pasal 191 bis 

Barang siapa dvngan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak 
dapat dipakai hangunan listrik, atau menyenabkan jalan atau bekerjanya 
hangunan itu terganggu, atau menggagalkan atau mempersukar usaha untuk 
menyelanmtkan atau niembetulkan bangunan itu, diancam: 1. dengan pidana 
penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat, 
ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul rintangan atau 
kesukaran dalam penyerahan tenaga listrik untuk kepentingan umum; 2. 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika karena perbuatan itu 
tirnbul bahaya umum bagi barang; 3. dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang 
lain; 4. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena 
perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang 
mati.  

 
Pasal 191 ter 

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan suatu 
bangunan listrik hancur, rusak atau tak dapat dipakai atau menyebahkan 
jalannya atau bekerjanya bangunan itu terganggu, atau usaha untuk 
menyelamatkan atau membetulkan bangunan itu gagal atau menjadi sukar, 
diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau 
pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah, jika menimbulkan rintangan atau kesukaran 
dalam memberikan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau menimbulkan 
bahaya umum bagi barang; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika membahayakan nyawa orang lain; 3. 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana 
kurungan paling lama satu tahun, jika mengakibatkan orang mati.  
 

Pasal 192 
Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai 
atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau me- rintangi jalan umum 
darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau 
jalan itu, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika 
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas, 2. dengan 
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pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul 
bahaya bagi keamanan lalu lintas dan mengakibatkan orang mati.  
 

Pasal 193 
Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunan 
untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak, atau 
menyebabkan jalan umum darat atau air dirintangi, atau usaha untuk 
pengamanan bangunan atau jalan itu digagalkan, diancam: 1.dengan pidana 
penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling 
lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, 
jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas; 2.dengan 
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan 
paling lama satu tahun, jika kerena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.  

 
Pasal 194 

(1) Barang siapa dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum 
yang digerakkan oleh tenaga uap atau berkekuatan mesin lain di jalan kereta 
api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu 
tertentu paling lama dua puluh tahun.  
 

Pasal 195 
(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menimbulkan bahaya bagi 
lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di 
jalan kereta api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam 
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan 
paling lama satu tahun.  
 

Pasal 196 
Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, mengambil atau 
memindahkan tanda untuk keamanan pelayaran, atau menggagalkan 
bekerjanya atau memasang tanda yang keliru, diancam: 1. dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya 
bagi keamanan pelayaran; 2. dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan pelayaran dan 
mengakibatkan tenggelam atau terdamparnya kapal; 3. dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua 
puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan pelayaran 
dan mengakibatkan orang mati.  
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Pasal 197 
Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan tanda untuk 
keamanan dihancurkan, dirusak; diambil atau dipindahkan, atau menyebabkan 
dipasang anda yang keliru, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama 
empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena per- 
buatan itu pelayaran tidak aman; 2. dengan pidana penjara paling lama 
sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana 
denda paling banyak empat, rihu lima ratus rupiah, jika karena Ixrhuatan itu 
mengakibatkan tenggelam atau terdamparnya kapal, 3. dengan pidana peniara 
paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu 
tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.  
 

Pasal 198 
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menenggelamkan atau 
mendamparkan, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak 
kapal, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika 
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 2 dengan pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 
dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang 
lain dan mengakibatkan orang mati.  
 

Pasal 199 
Barang siapa karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan kapal tenggelam 
atau terdampar, dihancurkan, tidak dapat dipakai atau dirusak, diancam: 1. 
dengan pidana penjara paling lama sembilan hulan atau pidana kurungan 
paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah, jika karcna perbuatan itu timbul bahaya bagi orang lain; 2. dengan 
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan 
paling lama satu tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.  
 

Pasal 200 
Barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau 
bangunan diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika 
karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang; 2. dengan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya 
bagi nyawa orang lain; 3. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena 
perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang 
mati.  
 

Pasal 201 
Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan gedung atau 
bangunan dihancurkan atau dirusak, diancam: 1. dengan pidana penjara paling 
lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan 
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atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan 
itu menimbulkan bahaya umum bagi barang; 2. dengan pidana penjara paling 
lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau 
pidana denda paling banyak empat rihu lima ratus rupiah, jika petbuatan itu 
menimbulkan bahaya bagi nyawa orang; 3. dengan pidana penjara paling lama 
satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun jika 
perbuatan itu mengakibatkan orang mati.  
 

Pasal 202 
(1) Barang siapa memasukkan barang sesuatu ke dalam sumur, pompa, sumber 
atau ke dalam perlengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh 
atau bersama-sama dengan orang lain, padahal diketahuinya bahwa karena 
perbuatan itu air lalu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang ber- salah diancam 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu 
tertentu paling lama dua puluh tahun.  
 

Pasal 203 
(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bahwa 
barang sesuatu dimasukkan ke dalam sumur, pompa, sumber atau ke dalam 
perlengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh, atau bersama-
sama dengan orang lain, sehingga karena perbuatan itu air lalu berbahaya bagi 
nyawa atau kesehatan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana 
kurungan paling lama satu tahun.  
 

Pasal 204 
(1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan 
barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, 
padahal sifat; berhahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun.  
(2) Jika perbuatan itu mengakihatkan orang mati, yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu 
tertentu paling lama dua puluh tahun.  
 

Pasal 205 
(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-
barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan 
atau di bagibagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli 
atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
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bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana 
kurungan paling lama satu tahun.  
(3) Barang-barang itu dapat disita.  
 

Pasal 206 
(1) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan bab ini, 
yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencariannya ketika melakukan 
kejahatan tersebut.  
(2) Dalam hal pemidahaan berdasarkah salah satu kejahatan dalam pasal 204 
dan 205, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan  
 

Bab VIII - Kejahatan Terhadap Penguasa Umum 
 

Pasal 207 
Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan 
menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
 

Pasal 208 
(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 
umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa 
atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang 
menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. 
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya dan 
ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap 
karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dilarang 
menjalankan pencarian tersebut. 

 
Pasal 209 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa 
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud 
menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya 
yang bertentangan dengan kewajibannya; 2. barang siapa memberi sesuatu 
kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang 
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam 
jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.  
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Pasal 210 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. barang siapa 
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud 
untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya 
untuk diadili; 2. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 
seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi 
penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan 
maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan 
berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.  
(2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara 
pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun.  
(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.  

 
Pasal 211 

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan 
perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun.  

 
Pasal 212 

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang 
pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut 
kewajiban undangundang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan 
kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling 
lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah.  

 
Pasal 213 

Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 diancam: 1. dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainnya 
ketika itu mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama 
delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat; 3. dengan 
pidana penjara paling lama dua belas tahun jika mengakibatkan orang mati. 

 
Pasal 214 

(1) Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh 
dua orang atau lehih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling 
lama tujuh tahun.  
(2)Yang bersalah dikenakan: 1. pidana penjara paling lama delapan tahun enam 
bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-
luka; 2. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka 
berat; 3. pidana penjara paling lama lima helas tahun, jika mengakibatkan 
orang mati.  
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Pasal 215 
Disamakan dengan pejabat dalam pasal 211 - 214: 1. orang yang menurut 
ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi 
menjalankan sesuatu jabatan umum; 2. pengurus dan para pegawai yang 
disumpah serta pekerja-pekerja pada jawatan kereta api dan trem untuk lalu 
lintas umum, di mana pengangkutan dijalankan dengan tenaga uap atau mesin 
lainnya.  

Pasal 216 
(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang 
dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi 
sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi 
kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang 
siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan 
tindakan guna menjalankan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh 
salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 
empat bulan dua minggu atau pidana denda puling banyak sembilan ribu 
rupiah. 
(2) Disamakan dengan pejahat tersebut di atas, setiap orang yang menurut 
ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi 
tugas menjalankan jabatan umum.  
(3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya 
pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka 
pidananya dapat ditambah sepertiga.  
 

Pasal 217 
Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di 
tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di 
muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa 
yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu 
atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.  
 

Pasal 218 
Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan se- ngaja tidak 
segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang 
berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara 
paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak 
sembilan ribu rupiah.  
 

Pasal 219 
Barang siapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dihaca atau 
merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang 
atau menurut, ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah 
atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
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Pasal 220 
Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu 
perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.  
 

Pasal 221 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana 
denda paling banyak empat rihu lima ratus rupiah: 1.barang siapa dengan 
sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut 
karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk 
menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau 
kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-
menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian; 
2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk 
menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan 
atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan 
benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau 
bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang 
dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun olsh orang lain, 
yang menurut ketentuan undangundang terus- menerus atau untuk sementara 
waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.  
(2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut 
dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan 
terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis 
menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau 
bekas suami/istrinya.  
 

Pasal 222 
Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau 
menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara 
paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah.  
 

Pasal 223 
Barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika 
meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas 
putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua tahun delapan bulan.  
 

Pasal 224 
Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-
undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-
undang yang harus dipenuhinya, diancam: 1. dalam perkara pidana, dengan 
pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2. dalam perkara lain, dengan 
pidana penjara paling lama enam bulan.  
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Pasal 225 
Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah undang-undang untuk 
menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang 
harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau 
dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam: 1. 
dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2. 
dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan;  
 

Pasal 226 
Barang siapa dinyatakan pailit atau dalam keadaan tak mampu atau sebagai 
suami/istri orang yang pailit dalam perkawinan dengan persatuan harta 
kekayaan atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan, perkumpulan 
atau yayasan yang dinyatakan pailit, dan dipanggil berdasarkan ketentuan 
undang-undang untuk memberi keterangan, dengan sengaja tidak hadir tanpa 
alasan yang sah, atau enggan memberi keterangan yang diminta ataupun 
dengan sengaja memberi keterangan yang keliru, diancam dengan pidana 
penjara paling lama satu tahun empat bulan.  
 

Pasal 227 
Barang siapa melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan 
putusan hakim hak tadi telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling 
lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.  
 

Pasal 228 
Barang siapa dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan 
perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara 
dihentikan daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua 
tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
 

Pasal 229 
Barang siapa dengan sengaja memakai tanda kebesaran yang berhubungan 
dengan pangkat atau gelar yang tidak dimilikinya, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah.  
 

Pasal 230 
Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1946 pasal 8, 
butir 41.  
 

Pasal 231 
(1) Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan 
ketentuanundang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau 
dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
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(2) Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja 
menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita 
berdasarkan ketentuan undang-undang.  
(3) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan 
dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan 
itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.  
(4) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, 
diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda 
paling banyak seribu delapan ratus rupiah.  
 

Pasal 232 
(1) Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak 
penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang 
berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.  
(2) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan 
perbuatan tersebut, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.  
(3) Jika perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam 
dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling 
banyak seribu delapan ratus rupiah.  
 

Pasal 233 
Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat 
dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan 
atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, 
surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-
menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada 
seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.  
 

Pasal 234 
Barang siapa dengan sengaja menarik dari alamatnya, membuka, atau merusak 
surat-surat atau barang-barang lain yang diserahkan ke kantor pos atau kantor 
telegram, atau yang telah dimasukan dalam kotak pos atau dipercayakan 
kepada seorang pembawa surat, diancam dengan pidana penjara paling lama 
satu tahun empat bulan.  
 

Pasal 235 
Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 231 - 234, 
masuk ke tempat kejahatan dengan membongkar, merusak atau memanjat, 
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, 
pidananya boleh ditambah menjadi lipat dua.  
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Pasal 236 
Barang siapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara berdasarkan 
pasal 55 No. 2 sengaja menganjurkan seorang anggota tentara dalam dinas 
negara supaya melarikan diri, atau mempermudahnya menurut salah satu cara 
berdasarkan pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan.  
 

Pasal 237 
Barang siapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara berdasarkan 
pasal 55 No. 2 sengaja menganjurkan supaya ada huru-hara atau pemberon-
takan di kalangan anggota Angkatan Bersenjata dalam dinas Negara atau 
mempermudahnya menurut sesuatu cara yang berdasarkan pasal 56, diancam 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.  
 

Pasal 238 
Barang siapa tanpa persetujuan Presiden mengajak masuk seorang menjadi 
tentara negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 
empat bulan atau pidana denda paling hanyak empat ribu lima ratus rupiah. 
  

Pasal 239 
Barang siapa tanpa persetujuan Presiden mengajak seorang warga negara 
Indonesia bekerja di luar Indonesia atau untuk mempertunjukkan di luar 
Indonesia cara sewajarnya kehidupan rakyat Indonesia. diancam dengan 
pidana penjara paling lama enam hulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah.  
 

Pasal 240 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan: 
1.barang siapa dengan sengaja membikin atau menyuruh membikin dirinya tak 
mampu untuk memenuhi kewajib an berdasarkan pasal 30 Undang Undang 
Dasar Republik Indonesia: 2.barang siapa atas permintaan orang lain, dengan 
sengaja membikin orang itu tak mampu memenuhi kewajiban tersebut.  
(2) Jika perbuatan terakhir mengakibatkan kematian. diancam dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun.  
 

Pasal 241 
Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. ditiadakan berdasarkan L.N. 
1955 - 28; 2. barang siapa dalam pengangkut ternak yang diwajibkan memakai 
pas pengantar, pada waktu mengangkut dengan sengaja memakai pas yang 
diberikan untuk ternak lain, seolah-olah diberikan untuk yang diangkut.  
 

Bab IX - Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu 
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Pasal 242 
(1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya 
memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada 
keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas 
sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya 
yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun.  
(2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan 
merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun.  
(3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan 
menurut aturanaturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.  
(4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan. 
Pasal 243 Ditiadakan berdasarkan Stbl. 1931 No. 240.  
 

Bab X - Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas 
 

Pasal 244 
Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan 
oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh 
mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
 

Pasal 245 
Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang 
dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli 
dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu 
diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa 
menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang 
demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan 
sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima belas tahun.  
 

Pasal 246 
Barang siapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluar-
kan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu, diancam 
karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.  
 

Pasal 247 
Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai 
olehnya sendiri atau yang merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang 
yang tidak rusak, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke 
Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau 
menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan 
pidana penjara paling lama dua belas tahun.  
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Pasal 248 
Ditiadakan berdasarkan Stbl. 1938 No. 593.  
 

Pasal 249 
Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu 
atau dirusak atau uang kertas Negara atau Bank yang palsu atau dipalsu, 
diancam, kecuali berdasarkan pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling 
lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah.  
 

Pasal 250 
Barangsiapa membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang 
diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi 
nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau 
bank, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
 

Pasal 250 bis 
Pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini: 
maka mata uang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas Negara atau Bank 
yang palsu atau dipalsukan, bahan-bahan atau benda-benda yang menilik 
sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang 
atau uang kertas, sepanjang dipakai untuk atau menjadi obyek dalam 
melakukan kejahatan, dirampas, juga apabila barangbarang itu bukan 
kepunyaan terpidana.  
 

Pasal 251 
Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda 
paling banyak sepuluh ribu rupiah, barang siapa dengan sengaja dan tanpa izin 
Pemerintah, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau 
lembar-lembaran perak, baik yang ada maupun yang tidak ada capnya atau 
dikerjakan sedikit, mungkin dianggap sebagai mata uang, padahal tidak nyata-
nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan.  
 

Pasal 252 
Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan 
dalam pasal 244 - 247, maka hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 
No. 1 - 4 dapat dicabut.  
 

Bab XI - Pemalsuan Materai Dan Merek 
Pasal 253 

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. barang siapa 
meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, 
atau jika diperlukan tanda-tangan untuk sahnya meterai itu, barang siapa 
meniru atau memalsu tanda-tangan, dengan maksud untuk memakai atau 
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menyuruh orang lain memakai meterai itu sebagai meterai yang asli dan tidak 
dipalsu atau yang sah; 2 barang siapa dengan maksud yang sama, membikin 
meterai tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum.  
 
Pasal 254  
Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun: 1. barang siapa 
membubuhi barang-barang emas atau perak dengan merek Negara yang 
dipalsukan, atau dengan tanda keahlian menurut undang-undang yang 
dipalsukan atau memalsu merek atau tanda yang asli dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah merek atau tanda itu 
asli dan tidak dipalsu; 2 barang siapa dengan maksud yang sama membubuhi 
barang-barang tersebut dengan merek atau tanda, dengan menggunakan cap 
yang asli secara melawan hukum; 3. barang siapa memberi, menambah atau 
memindah merek Negara yang asli atau tanda keahlian menurut undang-
undang yang asli pada barang emas atau perak yang lain daripada yang semula 
dibubuhi merek atau tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah merek atau tanda dari 
semula sudah dibubuhkan pada barang itu.  
 

Pasal 255 
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun: 1. barang siapa 
membubuhi barang yang wajib ditera atau yang atas permintaan yang 
berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan tanda tera 
Indonesia yang palsu, atau barang siapa memalsu tanda tera yang asli, dengan 
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-
olah tanda teranya asli dan tidak dipalsu; 2 barang siapa dengan maksud yang 
sama membubuhi merek pada barang tersebut dengan menggunakan cap yang 
asli secara melawan hukum; 3, barang siapa memberi, menambah atau 
memindahkan tera Indonesia yang asli kepada barang yang lain daripada yang 
semula dibubuhi tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
orang lain memakai barang itu seolah-olah tanda tersebut dari semula 
diadakan pada barang itu. 
  

Pasal 256 
Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun: 1. barang siapa 
membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam pasal 254 dan 255, yang 
menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh dibubuhi pada barang 
atau bungkusnya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan 
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-
olah mereknya asli dan tidak dipalsu; 2. barang siapa yang dengan maksud 
yang sama membubuhi merek pada barang atau bungkusnya dengan memakai 
cap yang asli secara melawan hukum; 3. barang siapa memakai merek yang asli 
untuk barang atau bungkusnya, padahal merek itu bukan untuk barang atau 
bungkusnya itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.  
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Pasal 257 
Barang siapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, 
mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, meterai, 
tanda atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, 
ataupun bendabenda di mana merek itu dibubuhkannya secara melawan 
hukum seolah-olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak dipalsu dan tidak 
dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan 
hukum pada benda-benda itu, diancam dengan pidana penjara sama dengan 
yang ditentukan dalam pasal 253 - 256, menurut perbedaan yang ditentukan 
dalam pasal-pasal itu.  
 

Pasal 258 
(1) Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau 
timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai 
ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-
olah barang itu asli dan tidak dipalsu.  
 

Pasal 259 
(1) Barang siapa menghilangkan tanda apkir pada barang yang ditera dengan 
maksud hendak memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu 
seolah-olah tidak diapkir, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 
tahun empat bulan.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai, 
menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyai persediaan untuk dijual 
suatu benda yang dihilangkan tanda apkirnya seolah-olah benda itu tidak 
diapkir.  
 

Pasal 260 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa pada meterai 
Pemerintah Indonesia yang telah dipakai, menghilangkan cap yang gunanya 
untuk tidak memungkinkan dipakainya lagi, dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai, seolah-olah meterai itu belum dipakai; 2. 
barang siapa pada meterai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai, dengan 
maksud yang sama menghilangkan tanda tangan, ciri atau tanda saat 
dipakainya, yang menurut ketentuan undang-undang harus dihubuhkan di 
atas atau pada meterai-meterai tersebut.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai, 
menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau 
memasukkan ke Indonesia meterai yang capnya, tanda tangannya, ciri atau 
tanda saat dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai belum dipakai.  
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Pasal 260 bis 
(1) Ketentuan dalam pasal 253, 256, 257, dan 260 berlaku juga menurut 
perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal itu, jika perbuatan yang 
diterangkan di situ dilakukan terhadap meterai atau merek yang dipakai oleh 
Jawatan Pos Indonesia atau suatu negara asing. (2) Jika kejahatan dilakukan 
terhadap meterai atau merek yang dipakai oleh jawatan pos negara asing, 
maksimum pidana pokok yang ditentukan bagi kejahatan itu dikurangi 
sepertiga. Pasal 261 (1) Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang 
diketahuinya diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan yang 
diterangkan dalam pasal 253 atau dalam pasal 260 bis, berhubung dengan pasal 
253, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
(2) Bahan-bahan dan barang-barang itu dirampas.  
 

Pasal 262 
Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah.satu kejahatan yang diterangkan 
dalam pasal 253 - 260 bis, maka hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 
No. 1 - 4 dapat dicabut.  
 

Bab XII - Pemalsuan Surat 
Pasal 263 

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya 
benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan 
kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam 
tahun.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai 
surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu 
dapat menimbulkan kerugian.  
 

Pasal 264 
(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan 
tahun, jika dilakukan terhadap: l. akta-akta otentik; 2. surat hutang atau 
sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu 
lembaga umum; 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari 
suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai: 4. talon, tanda bukti 
dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau 
tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. surat kredit 
atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai 
surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang 
dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat 
menimbulkan kerugian.  
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Pasal 265 
Ditiadakan berdasarkan Stbl. 1926. No. 359 jo. No. 429. 
 

Pasal 266 
(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta 
otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta 
itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta 
itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika 
pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling 
lama tujuh tahun;  
(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai 
surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang 
dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat 
menimbulkan kerugian.  
 

Pasal 267 
(1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu 
tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun. 
(2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke 
dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana 
penjara paling lama delapan tahun enam bulan.  
(3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai 
surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.  
 

Pasal 268 
(1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter 
tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud 
untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang 
sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-
olah surat itu benar dan tidak dipalsu.  
 

Pasal 269 
(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda 
kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan 
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya 
diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan 
pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 
bulan.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai 
surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat 
pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.  
 



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     233 

Pasal 270 
(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat 
penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan 
menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang 
asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh 
beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan 
menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan 
atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua tahun delapan bulan.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai 
surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-
olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.  
 

Pasal 271 
(1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau 
atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan 
menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan 
kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 
bulan. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja 
memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, 
seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan 
kebenaran.  

 
Pasal 272 

Ditiadakan berdasarkan S. 1926 No. 359 jo. No. 429. 
 

Pasal 273 
Ditiadakan berdasarkan S. 1926 No. 359 jo. No. 429.  
 

Pasal 274 
(1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang 
pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas 
sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau 
penggadaiannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian 
tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, 
memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan.  
 

Pasal 275 
(1) Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa 
diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 
No. 2 - 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
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(2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.  
 

Pasal 276 
Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 263 - 268, 
dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4.  
 

Bab XIII - Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan 
Pasal 277 

(1) Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul 
orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling 
lama enam tahun.  
(2) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dinyatakan.  
 

Pasal 278 
Barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan 
Kitab Undang- undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia 
bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak 
palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. 
 

Pasal 279 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 1. barang siapa 
mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau 
perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah 
untuk itu; 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui 
bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi 
penghalang untuk itu.  
(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 
menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada 
menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling 
lama tujuh tahun.  
(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 – 5 dapat dinyatakan. Pasal 280 
Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu 
kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang 
tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.  
 

Bab XIV - Kejahatan Terhadap Kesusilaan 
 

Pasal 281 
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa 
dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan 
sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan 
kehendaknya, melanggar kesusilaan. 
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Pasal 282 
(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 
umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar 
kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan 
atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda 
tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya 
dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-
terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau 
menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu 
lima ratus rupiah. 
(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 
umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun 
barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau 
ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, 
meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun 
barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa 
diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada 
alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu 
me!anggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama 
sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 
dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima 
ribu rupiah.  
 

Pasal 283 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana 
denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, 
memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau 
memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, 
maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang 
yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa 
umumya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu 
telah diketahuinya. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan 
yang melanggar kesusilaan di muka oranng yang belum dewasa sebagaimana 
dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya. 
(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana 
kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan 
ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun 
untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran 
atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau 
menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana 
dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, 
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bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melang- gar kesusilaan atau alat itu 
adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. 
 

Pasal 283 bis 
Jika yang bersalah melykukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 
dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua 
tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti karena kejahatan semacam 
itu juga, maka dapat di cabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.  
 

Pasal 284 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: l. a. seorang 
pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui 
bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang 
melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2. 
a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal 
diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang 
telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui 
olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku 
baginya.  
(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang 
tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang 
waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan 
ranjang karena alasan itu juga.  
(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.  
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang 
pengadilan belum dimulai.  
(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan 
selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan 
yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.  
 

Pasal 285 
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan 
perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.  
 

Pasal 286 
Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal 
diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.  
 

Pasal 287 
(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, 
padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumya belum 
lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk 
dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.  
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(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita 
belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 
291 dan pasal 294.  
 

Pasal 288 
(1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seormig wanita yang 
diketahuinya atau sepatutnya harus didugunya bahwa yang bersangkutan 
belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.  
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara 
paling lama delapan tahun.  
(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas 
tahun. 
 

Pasal 289 
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam 
karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun.  
 

Pasal 290 
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. barang siapa 
melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa 
orang itu pingsan atau tidak berdaya; 2. barang siapa melakukan perbuatan 
cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, 
bahwa umumya belum lima belas tahun atau kalau umumya tidak jelas, yang 
bersangkutan belum waktunya untuk dikawin: 3. barang siapa membujuk 
seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa 
umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumya tidak jelas yang 
bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar 
perkawinan dengan orang lain.  
 

Pasal 291 
(1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 2 87, 289, dan 290 
mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua 
belas tahun;  
(2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 2 86, 287, 289 dan 290 
mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun.  
 

Pasal 292 
Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama 
kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.  
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Pasal 293 
(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, 
menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan 
penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik 
tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul 
dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya 
harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.  
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya 
dilakukan kejahatan itu.  
(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah 
masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.  
 

Pasal 294 
(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengm anaknya, tirinya, anak 
angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan 
orang yang belum dewasa yang pemeliharaanya, pendidikan atau 
penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama: 1. pejabat yang melakukan perbuatan 
cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan 
orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, 2. 
pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, 
tempat pekerjaan negara, tempat pen- didikan, rumah piatu, rumah sakit, 
rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan 
orang yang dimasukkan ke dalamnya.  
 

Pasal 295 
(1) Diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa 
dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan 
cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah 
pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang 
pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, 
ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan 
orang lain; 2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa 
dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali 
yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang 
diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, 
dengan orang lain.  
(2) Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka 
pidana dapat ditam sepertiga.  
 

Pasal 296 
Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan bul oleh orang 
lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, 
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diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 
pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.  
 

 
Pasal 297 

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, 
diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.  
 

Pasal 298 
(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 
284 - 290 dan 292 - 297, pencabutan hakhak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 5 dapat 
dinyatakan.  
(2) Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 292 - 
297 dalam melakukan pencariannya, maka hak untuk melakukan pencarian itu 
dapat dicabut. 
 

Pasal 299 
(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh 
supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena 
pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima 
ribu rupiah.  
(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keu tungan, atau 
menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia 
seorang tabib, bidan atau juruobat, pidmmya dapat ditambah sepertiga  
(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 
pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalakukan pencarian itu.  
 

Pasal 300 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa dengan sengaja menjual 
atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah 
kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang 
belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 2. 
barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya 
belum cukup enam belas tahun; 3. barang siapa dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang 
memabukan.  
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.  
(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun.  
(4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 
pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. 
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Pasal 301 
Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang 
ada di bawah kekuasaainnya yang sah dan yang umumya kurang dari dua 
belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di 
waktu melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau 
yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun. 
 

Pasal 302 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan 
ringan terhadap hewan: 1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara 
melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau 
merugikan kesehatannya; 2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan 
melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja 
tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang 
seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah 
pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau 
menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak 
tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.  
(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. 
(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.  
 

Pasal 303 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana 
denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat 
izin: 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 
permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja 
turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2. dengan sengaja menawarkan 
atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau 
dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli 
apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau 
dipenuhinya sesuatu tata-cara; 3. menjadikan turut serta pada permainan judi 
sebagai. 
(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam mejalakan 
pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu. 
(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada 
umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan 
belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk 
segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya 
yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, 
demikian juga segala pertaruhan lainnya.  
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Pasal 303 bis 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 
denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 1. barang siapa menggunakan 
kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan  
Pasal 303; 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir 
jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada 
izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk 
mengadakan perjudian itu.  
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada 
pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat 
dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling 
banyak lima belas juta rupiah.  
 

Bab XV - Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong 
Pasal 304 

Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam 
keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan 
kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 
delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
 

Pasal 305 
Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk 
ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri 
daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam 
bulan.  
 

Pasal 306 
(1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan 
luka-luka berat, yang bersalah diancamdengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun enam bulan.  
(2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun. 
 

Pasal 307 
Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu 
dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat 
ditambah dengan sepertiga.  
 

Pasal 308 
Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, 
tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau 
meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka 
maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.  
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Pasal 309 
Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 304 - 308, 
maka hak-hak tersebut dalam pasal 35 No. 4 dapat dicabut.  
 

Bab XVI – Penghinaan 
 

Pasal 310 
(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 
dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu 
diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling 
lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. 
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena 
pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas 
dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.  
 

Pasal 311 
(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis 
dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak 
membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang 
diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun.  
(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.  
 

Pasal 312 
Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut: 
1. apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna 
menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi 
kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri; 2. apabila 
seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya. 
 

Pasal 313 
Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang 
dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak 
dimajukan.  
 

Pasal 314 
(1) Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan 
bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak 
mungkin.  
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(2) Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang 
dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal 
yang dituduhkan tidak benar.  
(3) Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang 
dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai 
mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.  
 

Pasal 315 
Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau 
pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum 
dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau 
perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, 
diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat 
bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah.  

 
Pasal 316 

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dspat 
ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu 
atau karena menjalankan tugasnya yang sah.  
 

Pasal 317 
(1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan 
palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang 
seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena 
melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,  
(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan.  
 

Pasal 318 
(1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu 
persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan 
pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun.  
(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.  
 

Pasal 319 
Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika 
tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali 
berdasarkan pasal 316.  
 

Pasal 320 
(1) Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan 
yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau 
pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan 
dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
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(2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang 
keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang 
sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya.  
(3) Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain 
daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.  
 

Pasal 321 
(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 
umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang ymg 
sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau 
gambar itu ditahui atau lehih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana 
penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah.  
(2) Jika Yang bersalah rnelakukan kejahat.an tersehut dalam menjalankan 
pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya 
pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka 
dapat. dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersehut.  
(3) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang 
ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga.  
 

Bab XVII - Membuka Rahasia 
 

Pasal 322 
(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya 
karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda 
paling banyak sembilan ribu rupiah.  
(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu 
hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.  
 

Pasal 323 
(1) Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu 
perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu 
bekerja, yang harus dirahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling 
lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.  
(2) Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu.  
 

Bab XVIII - Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang 
Pasal 324 

Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan 
perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan 
sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu 
perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua 
belas tahun.  
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Pasal 325 
(1) Barang siapa sebagai nakoda bekerja atau bertugas di kapal, sedang 
diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan pemiagaan budak, 
atau dipakai kapal itu untuk perniagaan budak, diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun.  
(2) Bilamana pengangkutan itu mengakibatkan kematian seorang budak atau 
lebih, maka nakoda diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun.  
 

Pasal 326 
Barang siapa bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, sedang diketahuinya 
bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan atsu keperluan perniagaan budak, 
atau dengan sukarela tetap berengas setelah mendengar bahwa kapal itu 
dipergunakan untuk tujuan atau keperluan perniagaan budak, diancam dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun.  
 

Pasal 327 
Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau 
tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkutkan atau 
mengasuransikan sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu 
dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara 
paling lama delapan tahun.  
 

Pasal 328 
Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat 
tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara 
melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau 
untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan 
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.  
 

Pasal 329 
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengangkut orang ke 
daerah lain, padahal orang itu telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu 
tempat tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.  
 

Pasal 330 
(1) Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari 
kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari 
pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun.  
(2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman 
kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun.  
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Pasal 331 
Orang siapa dengan sengaja menyemhunyikan orang yang belum dewasa yang 
ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang 
ditentukan atas dirinya. atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk 
itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman atau 
kepolisian diancam dengan penjara paling lama empat tahun, atau jika anak itu 
berumur di bawah dua belas tahun, dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun.  
 

Pasal 332 
(1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara; 1. paling lama 
tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, 
tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. 
dengan maksud untuk memastikan penguasaan tezhadap wanita itu, baik di 
dalam maupun di luar perkawinan; 2. paling lama sembilan tahun, barang 
siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau 
ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya 
terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.  
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.  
(3) Pengaduan dilakukan: a. jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, 
oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin; b. jika 
wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.  
(4) Jika yang membaiva pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan 
terhadap perkawinan itu berlaku aturan aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak 
dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.  
 

Pasal 333 
(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan 
seseorang, atau meneruskan perarnpasan kemerdekaan yang demikian, 
diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.  
(3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua 
belas tahun.  
(4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang 
dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan 
kemerdekaan.  
 

Pasal 334 
(1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas 
kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan 
kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 
tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah 
diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan.  
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(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama 
satu tahun.  
 

Pasal 335 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa secara melawan hukum 
memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan 
sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun 
perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, 
sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik 
terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; 2 barang siapa memaksa orang 
lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan 
ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.  
(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya 
dituntut atas pengaduan orang yang terkena.  
 

Pasal 336 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, 
barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara 
terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang 
menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan 
perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan 
sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan 
pembakaran.  
(2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, 
maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.  
 

Pasal 337 
Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 324 - 333 
dan pasal 336 ayat kedua, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 
35 No. 1 - 4.  
 

Bab XIX - Kejahatan Terhadap Nyawa 
Pasal 338 

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
 

Pasal 339 
Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan 
pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun 
peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk 
memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, 
diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, 
paling lama dua puluh tahun.  
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Pasal 340 
Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas 
nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan 
pidana rnati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, 
paling lama dua puluh tahun.  
 

Pasal 341 
Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak 
dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa 
anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun.  
 

Pasal 342 
Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan 
ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak 
lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan 
pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama 
semhi- lan tahun.  
 

Pasal 343 
Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang 
lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak 
dengan rencana.  
 

Pasal 344 
Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri 
yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun.  
 

Pasal 345 
Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya 
dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh 
diri. 
 

Pasal 346 
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya 
atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun.  
 

Pasal 347 
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan 
seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling 
lama dua belas tahun.  
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(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
 

Pasal 348 
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan 
seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun enam bulan.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan 
pidana penjara paling lama tujuh tahun.  
 

Pasal 349 
Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan 
berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah 
satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang 
ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut 
hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.  
 

Pasal 350 
Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan 
rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, 
dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 5.  
 

Bab XX – Penganiayaan 
 

Pasal 351 
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 
delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,  
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun.  
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun.  
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.  
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.  
 

Pasal 352 
(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang 
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 
jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana 
penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang 
melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi 
bawahannya.  
(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.  
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Pasal 353 
(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatka luka-luka berat, yang bersalah dikenakan 
pidana penjara paling lama tujuh tahun.  
(3) Jika perbuatan itu mengkibatkan kematian yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun. 
 

Pasal 354 
(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan 
penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara paling lama sepuluh tahun.  
 

Pasal 355 
(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara paling lams lima belas tahun.  
 

Pasal 356 
Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah 
dengan sepertiga: 1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, 
bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya; 2. jika kejahatan itu dilakukan 
terhadap seorang pejsbat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; 3. 
jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang herbahaya bagi 
nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.  
 

Pasal 357 
Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 
355, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 3o No. 1 - 4.  
 

Pasal 358 
Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana 
terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa 
yang khusus dilakukan olehnya, diancam: 1. dengan pidana penjara paling 
lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu 
ada yang luka-luka berat; 2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, 
jika akibatnya ada yang mati.  
 

Bab XXI Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan 
Pasal 359 

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain 
mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 
kurungan paling lama satu tahun.  



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     251 

Pasal 360 
(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain 
mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.  
(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebahkan orang lain 
lukaluka sedemikian rupa sehingga timhul penyakit atau halangan 
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan 
paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus 
rupiah. 
 

Pasal 361 
Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan 
suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditamhah dengan sepertiga dan 
yang bersalah dapat dicahut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana 
dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya 
diumumkan.  
 

Bab XXII - Pencurian 
Pasal 362 

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, 
diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 
pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.  
 

Pasal 363 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. pencurian 
ternak; 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, 
atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan 
kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. pencurian di 
waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau 
tidak dikehendaki oleh yang berhak; 4. pencurian yang dilakukan oleh dua 
orang atau lebih: 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan 
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, 
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.  
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu 
hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun.  
 

Pasal 364 
Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun 
perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan 
dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga 
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barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena 
pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 
denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.  
 

Pasal 365 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian 
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu 
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap 
menguasai barang yang dicuri.  
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 1. jika 
perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, di berjalan; 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua 
orang atau lebih dengan bersekutu; 3. jika masuk ke tempat melakukan 
kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci 
palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu. 4. jika perbuatan 
mengakibatkan luka-luka berat. 
(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun.  
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan 
mengakihntkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau 
lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan 
dalam no. 1 dan 3.  
 

Pasal 366 
Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan 
dalum pasal 362. 363, dan 865 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan 
pasal 35 No. 1 - 4.  
 

Pasal 367 
(1) Jika pembuat atau pemhantu ciari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah 
suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan 
ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu 
itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.  
(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah 
harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik 
dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap 
orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang 
terkena kejahatan.  
(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang 
lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku 
juga bagi orang itu.  
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Bab XXIII - Pemerasan Dan Pengancaman 
Pasal 368 

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat 
hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan 
pidana penjara paling lama sembilan bulan.  
(2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan 
ini.  
 

Pasal 369 
(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan 
maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa 
seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau 
menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun.  
(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena 
kejahatan.  
 

Pasal 370 
Ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang di rumuskan dalam 
bab ini.  
 

Pasal 37l 
Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan 
dalam bab ini dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1 - 4.  
 

Bab XXIV - Penggelapan 
Pasal 372 

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu 
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada 
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling 
banyak sembilan ratus rupiah.  
 

Pasal 373 
Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan 
ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai 
penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 
denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.  
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Pasal 374 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang 
disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena 
mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun.  
 

Pasal 375  
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang 
untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau 
pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang 
sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara 
paling lama enam tahun.  
 

Pasal 376 
Ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan 
dalam bab ini.  
 

Pasal 377 
(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan 
dalam pasal 372, 374, dan 375 hakim dapat memerintahkan supaya putusan 
diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 4.  
(2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut 
haknya untuk menjalankan pencarian itu.  
 

Bab XXV - Perbuatan Curang 
Pasal 378 

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, 
dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang 
lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi 
hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun.  
 

Pasal 379 
Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu 
bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih 
dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana 
penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima 
puluh rupiah.  
 

Pasal 379a 
Barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk 
membeli barang- barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran 
seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang- barang itu untuk diri 
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sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun.  
 

Pasal 380 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau 
pidana denda paling banyak lima ribu rupiah: 1. barang siapa menaruh suatu 
nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu hasil kesusastraan, 
keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, 
dengan mal sud supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang 
yang nama atau tandanya ditaruh olehnya di atas atau di dalamnya tadi; 2. 
barang siapa dengan sengaja menjual menawarkan menyerahkan, mempunyai 
persediaan untuk dijual at.au memasukkan ke Indonesia, hasil kesusastraan, 
keilmuan, kesenian atau kerajinan. yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh 
nama at.au tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah 
dipalsu, seakan-akan itu benarbenar hasil orang yang nama atau tandanya telah 
ditaruh secara palsu tadi.  
(2) Jika hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh dirampas.  
 

Pasal 381 
Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi 
mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan 
sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau 
setidak-tidaknya tidak dengan syarat- syarat yang demikian, jika diketahuinya 
keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama satu 
tahun empat bulan.  
 

Pasal 382 
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum. atas kerugian penanggung asuransi atau 
pemegang surat bodemerij yang sah. menimbulkan kebakaran atau ledakan 
pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau 
mengaramkan. mendamparkan. menghancurkan, merusakkan. atau membikin 
tak dapat dipakai. kapal yang dipertanggungkan atau yang muatannya 
maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang 
dipertanggungkan, ataupun yang atasnya telah diterima uang bode- merij 
diancarn dengan pidana penjara paling lama lima tahun.  
 

Pasal 382 bis 
Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil 
perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan 
perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, 
diancam, jika perbuatan itu dapat meimbulkan kerugian bagi konkuren-
konkurennya atau konguren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda 
paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.  
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Pasal 383 
Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang 
penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: 1. karena sengaja menyerahkan 
barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli; 2 mengenai jenis, keadaan 
atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.  

 
Pasal 383 bis 

Seorang pemegang konosemen yang sengaja mempergunakan beberapa 
eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan, dan untuk 
beberapa orang penerima, diancam dengan pidana penjara paling lama dua 
tahun delapan bulan.  
 

Pasal 384 
Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383, diancam dengan pidana penjara 
paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, 
jika jumlah keuntungan yang di peroleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.  
 

Pasal 385 
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun: 1. barang siapa 
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 
hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu 
hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau 
pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa 
yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain; 2. 
barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau 
membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat 
yang telah dibehani credietverband atau sesuatu gedung bangunan. 
penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, 
tanpa mem beritahukan tentang adanya heban itu kepada pihak yang lain; 3. 
barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credietverband 
mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan 
menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yanr bezhubungan dengan 
hak tadi sudah digadaikan; 4. barang siapa dengan maksud yang sama, 
menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum 
bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut 
mempunyai hak atas tanah itu: 5. barang siapa dengan maksud yang sama, 
menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat 
yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain 
bahwa tanah itu telah digadaikan; 6. barang siapa dengan maksud yang sama 
menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat 
untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada 
orang lain untuk masa itu juga.  
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Pasal 386 
(1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, 
minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan 
menyembunyikan hal itu, diancan dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun.  
(2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu jika nilainya atau 
faedahnya menjadi kurang karena sudab dicampur dengan sesuatu bahan lain.  
 

Pasal 387  
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang 
pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang 
pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan 
bangunan, melakukan sesuatu perhuatan curang yang dapat membahayakan 
amanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi 
pemhangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan 
perbuatan yang curang itu.  
 

Pasal 388 
(1) Barang siapa pada waktu menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut 
atau Angkatan Darat melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 
kesempatan negara dalam keadaan perang diancam dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi 
penyerahan barang-barang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan yang 
curang itu. 
 

Pasal 389 
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau 
membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas 
pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 
bulan.  
 

Pasal 390 
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang 
menyebabkan harga barangbarang dagangan, dana-dana atau surat-surat 
berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua tahun delapan bulan. 
 

Pasal 391 
Barang siapa menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan pada 
penempatan surat hutang sesuatu negara atau bagiannya, atau sesuatu lembaga 
umum sero, atau surat hutang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, 
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mencoba menggerakkan khalayak umum untuk pendaftaran atau 
penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkan 
keadaan yang sebenarnya atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang 
palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.  
 

Pasal 392 
Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris persero terbatas, 
maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan daftar 
atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 
tahun empat bulan. 
 

Pasal 393 
(1) Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk 
mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menamarkan, menyerahkan, 
membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan. 
barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa 
padabarangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu, 
nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untui menyatakan 
asalnya barang, nama sehuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau 
firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya 
ditirukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit 
perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua 
minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.  
(2) Jika pada waktu melakukan kejahatan helurn lewat lima tahun sejak adanya 
pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat 
dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan. 
 

Pasal 393 bis 
(1) Seorang pengacara yang sengaja memasukkan atau menyuruh masukkan 
dalam surat permohonan cerai atau pisah meja dan ranjang, atau dalam surat 
permohonan pailit, keterangan- keterangan tentang tempat tinggal atau 
kediaman tergugat atau penghutang, padahal diketahui atau sepatutnya harus 
diduganya bahwa keteranganketerangan itu tertentangan dengan yang 
sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama ialah si suami (istri) yang mengajukan 
gugatan atau si pemiutang yang memasukkan permintaan pailit, yang sengaja 
memberi keterangan palsu kepada pengacara yang dimaksudkan dalam ayat 
pertama.  
 

Pasal 394 
Ketentuan pasal 367 berlaku hagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam 
bab ini kecuali yang dirumuskan dalam ayat kedua pasal 393 bis, sepanjang 
kejahatan dilakukan mengenai keterangan untuk mohon cerai atau pisah meja 
dan ranjang. 
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Pasal 395  
(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan 
dalam bab ini, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan 
yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian ketika 
kejahatan di lakukan.  
(2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan 
dalam pasal 378 382, 385, 387, 388, 393 bis dapat dijatuhkan pencabutan hak-
hak berdasarkan pasal No. 1 - 4.  
 

Bab XXVI - Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau  
Orang Yang Mempunyai Hak 

 
Pasal 396 

Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diizinkan 
melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan: 1. jika 
pengeluarannya melewati batas; 2. jika yang bersangkutan dengan maksud 
untuk menangguhkan kepailitannya telah meminjam uang dengan syarat-
syarat yang memberatkan sedang diketahuinya bahwa pinjaman itu tiada 
mencegah kepailitan; 3. jika dia tak dapat memperlihatkan dalam keadaan tak 
diubah bukubuku dan surat- surat untuk catatan menurut pasal 6 Kitab 
Undangundang Hukum Dagang dan tulisan- tulisan yang harus disimpannya 
menurut pasal itu.  
 

Pasal 397 
Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diizinkan 
melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang 
secara curang jika yang bersangkutan untuk mengurangi hak pemiutang secara 
curang: 1. membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan 
pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel; 2. telah melijerkan 
(uervreemden) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah 
harganya; 3. dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang 
diwaktu pailitnya atau pada saat di mana diketahui hahwa keadaan tersebut 
tak dapat dicegah; 4. tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan 
pencatatan menurut pasal 6 ayat pertama Kitah Undang-undang Hukum 
Dagang atau untuk menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, 
dan tulisantulisan yang dimaksud dalam ayat ketiga pasal tersebut.  
 

Pasal 398 
Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia 
atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang 
diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun empat bulan: 1. jika yang bersangkutan turut membantu 
atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan- perbuatan yang bertentangan 
dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar 
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dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan, 2. jika yang 
bersangkutan dengan maksud untuk menangguhkan kepailitan atau 
penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan. turut membantu atau 
mengizinkan peminjaman uang dengan syaratsyarat yang memberatkan, 
padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya; 
3. jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban 
yang diterangkan dalam pasal 6 ayat pertama Kitab Undang Undang Hukum 
Dagang dan pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil 
Indonesia, atau bahiva buku- buku dan surat-surat yang memuat catatan-
catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat di 
perlihatkan dalam keadaan tak diubah. 
 

Pasal 399 
Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia 
atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang 
penyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan, diancam dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun jika yang hersangkutan mengurangi secara 
curanp hak-hak pemiutang dari perseroan maskapai atau perkumpulai untuk: 
1. membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membuku kan 
pendapatan atau menarik barang sesuatu dari budel; 2. telah melijerkan 
(uerureemden) barang sesuatu dengan cuma cuma atau jelas di bawah 
harganya; 3. dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di 
waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat di mana diketahuinya 
bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tak dapat dicegah; 4. tidak memenuhi 
kewajiban mengadakan catatan menurut Kitat Undang-undang Hukum 
Dagang atau pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil 
Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-
surat dan tulisan-tulisan menurut pasalpasal itu.  
 

Pasal 400 
Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enan bulan, barang 
siapa yang mengurangi dengan penipuan hak-hak pemiutang: 1. dalam hal 
pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian atau pada waktu diketahui akan 
terjadi salah satu di antaranya dan kemudian sungguh disusul dengan 
pelepasan budel. kepailitan atau penyelesaian menarik barang sesuatu dari 
budel atau menerima pembayaran baik dari hutang yang tak dapat di tagih 
maupun yang dapat ditagih, dalam hal terakhir dengan diketahuinya bahwa 
kepailitan atau penyelesaian penghutang sudah dimohonkan, atau akibat 
rundingan dengan penghutang; 2. di waktu verifikasi piutang-piutang dalam 
hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian. mengaku adanya piutang 
yang tak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada. 
 

Pasal 401 
(1) Seorang pemiutang yang menyetujui tawaran persetujuan di muka 
pengadilan karena telah ada persetujuan dengan penglautang maupun pihal 
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ketiga di mana yang bersangkutan minta keuntungan istimewa, diancam 
dengm pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, jika persetujuan itu 
diterima.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama pada penghutang dalam hal seperti di 
atas, atau jika penghutang adalah perseroan, maskapai, perkumpulan atau 
yayasan, pada pengurus atau komisaris yang mengadakan persetujuan.  
 

Pasal 402 
Barang siapa dinyatakan dalam keadaan jelas tak mampu atau jika bukan 
pengusaha, dinyatakan dalam keadaan pailit atau dibolehkan melepaskan 
budel, diancam dengan pidana penjara pa!ing lama lima tahun enam bulan. jika 
yang bersangkutan secara curang mengurangi hak-hak pemiutang dengan 
mengada-ada pengeluaran yang tak ada, maupun menyembunyikan 
pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel ataupun telah melijerkan 
barang sesuatu dengan cuma-cuma atau terang di bawah harganya, atau di 
waktu ketidakmampuannya, pelepasan budelnya atau kepailitannya. atau pada 
saat di mana diketahuinya bahwa salah satu dari keadaan tadi tak dapat 
dicegah, menguntungkan salah seorang pemiutang dengan sesuatu cara.  
 

Pasal 403 
Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas. maskapai andil Indonesia 
atau perkumpulan koperasi di luar ketentuan pasal 398, turut membantu atau 
mengizinkan dilakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, 
dan oleh karena itu mengakibatkan perseroan, maskapai atau perkumpulan tak 
dapat memenuhi kewajibannya, atau harus dibubarkan, diancam dengan 
pidana denda paling banyak seratus lima puluh ribu rupiah.  
 

Pasal 404 
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun. 1. barang siapa dengan 
sengaja menarik barang milik sendiri, atau kalau bukan demikian untuk 
pemiliknya dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, pungut 
hasil atau pakai atasnya; 2. barang siapa dengan sengaja untuk seluruhnya atau 
sebagian, menarik barang milik sendiri atau kalau bukan demikian untuk 
pemiliknya dari ikatan hipotik 3. barang siapa dengan sengaja, untuk 
seluruhnya atau sebagian, menarik suatu barang yang olehnya dibebani ikatan 
panen atau untuk yang memheri ikatan menarik suatu barang yang oleh oruig 
lain itu dibehani ikatan panen. dengan merugikan pemengang ikatan; 4 barang 
siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian, menarik suatu barang 
milik sendiri atau kalau tiukan demikian, untuk pemiliknya. dari ikatan kredit 
atasnya, dengan merugi kan pemegang ikatan.  
 

Pasal 405 
(1) Dalam hal pemidanaan berkasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan 
dalam pasal 397, 399 400, dan 402 yang bersalah dapat dicabut hak-haknya 
berdasarkan pasal 35.  
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(2) Pemidanaan berlasarkan salah satu kejahatan seperti yang dirumuskan. 
dalam pasal 396 - 402, dapat diperintahkan supaya putus hakim diumumkan.  
 

Bab XXVIII - Kejahatan Jabatan 
 

Pasal 413 
Seorang komandan Angkatan Bersenjata yang menolak atau sengaia 
mengabaikan untuk menggunakan kekuntan di bawah perintahnya, ketika 
diminta oleh penguasa sipil yang berwenang menurut undang-undang, 
diancam dengan pidana penjara lama empat tahun.  
 

Pasal 414 
(1) Seorang pejabat yang sengaja minta bantuan Angkatan Bersenjata untuk 
melawan pelaksanaan ketentuan undang-undang, perintah penguasa umum 
menurut udangundang, putusan atau surat perintah pengadilan, diancam 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.  
(2) Jika pelaksanaan dihalang-halangi oleh perbuatan demikian, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 
 

Pasal 415 
Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan 
umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, Wang dengan sengaja 
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabaimnya, atau 
membiarkan uang atau surat berharga ihu diambil atau digelapkan oleh orang 
lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, 
diancam dengan pidana penjsra paling 1ama tujuh tahun.  
 

Pasal 416 
Seorang pejabat atau orang lain yang diheri tugas menjalankan suatu jabatan 
umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat 
secara palsu atau memalsu buku buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk 
pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun.  
 

Pasal 417 
Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan 
umum terus- menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja 
menggelapkan, menghancurkan. merusakkan atau membikin tak dapat dipakai 
barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di 
muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang 
dikuasai nya karena jabatannya, atau memhiarkan orang lain menghilangkan, 
menghancurkan, merusakkan atau memhikin tak dapat di pakai barang- 
barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.  
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Pasal 418 
Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau 
sepatutnya harus diduganya., hahwa hadiah atau janji itu diberikan karena 
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang 
menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan 
dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
 

Pasal 419 
Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat: l. 
yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji 
itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya; 2. yang menerinia hadiah mengetahui bahwa hadiah itu 
diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya. 

 
Pasal 420 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun: 1. seorang 
hakim yang menerima hadiah atau janji. padahal diketahui bahwa hadiah atau 
janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi 
tugasnya; 2. barang siapa menurut ket.entuan undang-undang ditunjuk 
menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau 
janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk 
mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan 
itu.  
(2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu 
diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
 

Pasal 421 
Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk 
melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.  
 

Pasal 422 
Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan barana 
paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan 
keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.  
 

Pasal 423 
Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa 
seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima 
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pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya 
sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.  
 

Pasal 424 
Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, 
menggunakan tanah negara di atas mana ada hak hak pakai Indonesia, 
diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.  
 

Pasal 425 
Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun: 1. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, 
menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, 
kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa 
tidak demikian adanya; 2. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan 
tugas, meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah 
olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak 
demikian halnya; 3. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, 
seolah-olah sesuai dengan aturan- aturan yang bersangkutan telah 
menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia 
dengan merugikan yang berhak padahal diketahui nya bahwa itu bertentangan 
dengan peraturan tersebut.  
 

Pasal 426 
(1) Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas 
kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau 
ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri 
atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu 
dilepas atau melepaskan diri., diancam dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun. 
(2) Jika orang itu lari, dilepaskan, atau melepaskan diri karena kesalahan 
(kealpaan), maka yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan paling 
lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
 

Pasal 427 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun: 1. seorang 
pejabat dengan tugas menyidik perbuatan pidana, yang sengaja tidak 
memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang dirampas kemer-
dekaannya secara melawan hukum, atau yang sengaja tidak memberitahukan 
hal itu kepada kekuasaan yang lebih tinggi; 2. seorang pejabat yang dalam 
menjalankan tugasnya mengetahui bahwa ada orangdirampas kemerdekaan-
nya secara melawan hukum, sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan 
sepera kepada pejabat yang bertugas menyidik perbuatan pidana. 
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(2) Seorang pejahat yang bersalah (alpa) menyebabkan apa yang dirumuskan 
dalam pasal ini terlaksana, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga 
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
 

Pasal 428 
Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang 
kepala lembaga pemasyarakatan tempat menutup orang terpidana, orang 
tahanan sementara atau orang yang disandera, atau seorang kepala lembaga 
pendidikan negara atau rumah sakit jiwa, yang menolak memenuhi permintaan 
menurut udang-undang supaya memperlihatkan orang yang dimasukkan di 
situ, atau supaya memperlihatkan register masuk, atau akta- akta yang 
menuzut aturan-aturan umum harus ada untuk memasukkan orang di situ.  
 

Pasal 429 
(1) Seorang pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-
cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam 
rumah atau ruangan atau pekarangan terututup yang dipakai oleh orang lain, 
atau jika berada di situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas 
permintaan yang berhak atau atas nama orang itu, diancam dengan pidana 
penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi 
empat ribu lima ratus rupiah.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama, seorang pejabat yang pada waktu 
menggeledah rumah, dengan melampaui ke kuasaannya atau tanpa 
mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memeriksa 
atau merampas surat surat, buku-buku atau kertas-kertas lain.  
 

Pasal 430 
(1) Seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh 
memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket 
yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau kabar kawat yang 
dalam tangan pejabat telegrap untuk keperluan umum, diancam dengan 
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.  
(2) Pidana yang sama dijatuhkan kepada pejabat yang melampaui 
kekuasaannya, menyuruh seorang pejabat telepon atau orang lain yang diberi 
tugas pekerjaan telepon untuk keperluan umum, memberi keterangan 
kepadanya tentang sesuatu percakapan yang dilakukan denggan perantaraaan 
lembaga itu.  
 

Pasal 431 
Seorang pejabat, suatu lembaga pengangkutan umum yang sengaja dan 
melaivan hukum membuka suatu surat barang tertutup atau paket yang 
diserahkan kepada lembaga itu. memeriksa isinya, atau memberitahukan isinya 
kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.  
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Pasal 432 
(1) Seorang pejahat suatu lembaga pengangkutan umum yang dengan sengaja 
memberikan kepada orang lain daripada yang berhak, surat tertutup, kartu pos 
atau paket yang dipercayakan kepada lembaga itu, atau menghancurkan, 
menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isinya, atau memiliki sendiri 
barang sesuatu yang ada di dalamnya diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun.  
(2) Jika surat atau barang itu bernilai uang, maka pemilikan sendiri itu diancam 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.  
 

Pasal 433 
Seorang pejabat telegrap atau telepon, atau orang lain yang ditugasi 
mengaxvasi pekerjaan telegrap atau telepon yang digunakan untuk 
kepentingan umum, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun. 
jika ia dengan sengaja dan melawan hukum memberitahukan kepada orang 
lain, kabar yang diserahkan kepada jawatan telegrap atau telepon atau kepada 
lembaga semacam itu, atau dengan sengaja dan melawan hukum membuka, 
membaca, atau memberitahukan kabar telegrap atau telepon kepada orang lain; 
2. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika ia dengan sengaja 
memberikan kepada orang lain daripada yang berhak atau. menghancurkan, 
menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isi suatu berita telegrap atau 
telepon yang diserahkan kepada jawatan telegrap, telepon atau pada lembaga 
semacam itu.  
 

Pasal 434 
Seorang pejabat suatu lembaga pengangkutan umum, seorang pejabat telegrap 
atau telepon atau orang lain yang dimaksud dalam pasal 433, yang dengan 
sengaja membiarkan orang lain melakukan salah satu perbuatan berdasarkan 
pasal 431 - 433, atau membantu orang lain dalam perbuatan itu, diancam 
dengan pidana menurut perbedaan- perbedaan yang ditetapkan dalam pasal-
pasal tersebut.  
 

Pasal 435 
Seorang pejabat yang dengan langsung maupun tidak langsung sengaja turut 
serta dalam pemborongan, penyerahan atau persewaan, yang pada saat 
dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian, dia ditugaskan mengurus 
atau mengawasinya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan atau pidana denda paling banyak delapan belas ribu rupiah.  
 

Pasal 436 
(1) Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing- masing pihak 
mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal 
diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan orang itu yang 
telah ada men jadi halangan untuk ltu berdasarkan undang-undang, diancam 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.  
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(2) Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak 
mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal 
diketahuinya ada halangan untuk itu berdasarkan undang-undang diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
 

Pasal 437 
Dalam hal pemidanaan berdasarkan pasal 415 419, 420 423 434, 425, 432 ayat 
penghabisan, dan pasal 436 ayat pertama. dapat dijatuhkan pencabutan hak 
berdasarkan Pasal 35. No. 3 dan 4.  
 

Bab XXIX - Kejahatan Pelayaran 
Pasal 438 

(1) Diancam karena melakukan pembajakan di laut: 1. dengan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun, barang siapa masuk bekerja menjadi nahkoda 
atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa 
kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan-
perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang 
dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara 
yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui; 2. 
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barang siapa mengetahui 
tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk bekerja menjadi kelasi kapal 
tersebut atau dengan suka rela terus menjalankan pekerjaan tersebut setelab hal 
itu diketahui olehnya, ataupun termasuk anak buah kapal tersebut.  
(2) Disamakan dengan tidak punya surat kuasa, jika melampaui apa yang 
dikuasakan, demikian juga jika memegang surat kuasa dari negara-negara yang 
berperang satu dengan yang lainnya.  
(3) Pasal 89 tidak diterapkan.  
 

Pasal 439 
(1) Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan 
perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di 
atasnya, di perairan Indonesia. 
(2) Yang dimaksud dengan wilayah laut Indonesia yaitu wilayah "Territoriale 
zee en maritieme kringen ordonantie, S. 1939 442." 
 

Pasal 440 
Diancam karena melakukan pembajakan di pantai dengan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun, barang siapa yang di darat maupun di air sekitar 
pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang 
atau barang di situ, setelah lebih dahulu menyeberangi lautan seluruhnya atau 
sebagiannya untuk tujuan tersebut. 
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Pasal 441 
Diancam karena melakukan pembajakan di sungai dengan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan 
perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau 
barang di atasnya, setelah datang ke tempat dan untuk tujuan tersebut dengan 
kapal dari tempat lain.  
 

Pasal 442 
Diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa 
yang menerima atau melakukan pekerjaan sebagai komandan atau pemimpin 
sebuah kapal. padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau 
digunakan untuk melakukan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam 
pasal 439 - 441. 
 

Pasal 443 
Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun barang siapa yang 
menerima atau melakukan pekerjaan sebagai kelasi di sebuah kapal, padahal 
diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk 
melakukan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 439 - 441 
ataupun dengan sukarela tetap tinggal bekerja di kapal itu, sesudah diketahui 
olehnya bahwa kapal itu digunakan seperti diterangkan di atas.  

 
Pasal 444 

Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438 - 441 
mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang 
itu mati maka nakoda. komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut 
serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 
dua puluh tahun.  
 

Pasal 445 
Barang siapa melengkapi kapal atas biaya sendiri atau orang lain, dengan 
maksud untuk digunakan sebagai yang dirumuskan dalam pasal 438 atau 
dengan maksud untuk melakukan salah satu per- buatan yang dirumuskan 
dalam pasal 439 - 441, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun. 
 

Pasal 446 
Barang siapa atas biaya sendiri atau orang lain, secara langsung maupun tidak 
langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan atau pertanggungan 
sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu akan digunakan sebagai 
yang dirumuskan dalam pasal 438, 38, atau untuk melakukan salah satu 
perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 439 - 441, diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun. 
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Pasal 447 
Barang siapa dengan sengaja menyerahkan sebuah kapal Indonesia dalam 
kekuasaan bajak laut, bajak tepi laut, bajak pantai, dan bajak sungai, diancam: 
1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. jika ia adalah nakoda 
kapal itu; 2. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dalam hal-hal 
lain.  
 

Pasal 448 
Seorang penumpang kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas kapal 
secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun.  
 

Pasal 449 
Seorang nakoda sebuah hapal Indonesia yang menarik kapal dari pemiliknya 
atau dari pengusahanya dan memakainya untul keuntungan sendiri, diancam 
dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.  
 

Pasal 450 
Seorang warga negara Indonesia yang tanpa izin Pemerintah Indonesia 
menerima surat, bajak, maupun menerima atau men jalankan pekerjaan sebagai 
nakoda sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal itu diperuntukkan atau 
digunakan untuk pelayaran pembajakan tanpa izin Pemerintah Indonesia, 
diancam dengan pidana penjara paling lima tahun. 
 

Pasal 451 
Seorang warga negara Indonesia yang menerima pekerjaan sebagai kelasi di 
sebuah kapal. padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau 
digunakan untuk pelayaran pembajakan tanpa izin Pemerintah Indonesia, 
ataupun secara suka rela tetap bekerja sebagai kelasi sesudah diketahuinya 
tujuan atau pengguaan kapal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun. 
 

Pasal 451 bis 
(1) Seorang nakoda sebuah kapal Indonesia yang menyuruh membikin 
keterangan kapal, yang diketahuinya bahwa isinya bertentangan dengan 
kenyataan. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 
(2) Kelasi-kelasi yang turut serta menyuruh membikin keterangan kapal yang 
diketahuinya bahwa isinya tidak benar, diancam dengan piclana penjara paling 
lama dua tahun delapan bulan.  
 

Pasal 451 ter 
Barang siapa untuk memenuhi peraturan dalam ayat ketiga pasal 12 aturan 
tentang pendaftaran kapal, memperlihatkan surat keterangan yang 
diketahuinya bahwa isinya tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun.  



270     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

 
Pasal 452 

(1) Barang siapa dalam berita acara suatu keterangan kapa1, menyuruh menulis 
keterangun palsu tentang suatu keudann yang kebenarannya harus dinyatakan 
dalam akta itu dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain 
menggunakan akta itu, seolah-olah keterangannya sesuai dengan kenyataan, 
dianeam, jiks karena penggunaan aktu itu dapat menimbulkan kerugian 
dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja 
menggunakan akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kenyataan, jika karena 
penggunaan itu dapat timbul kerugian. 
 

Pasal 453 
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, seorang 
nakoda kapal Indonesia yang sesudah dimulai penerimaan atau penyewaan 
kelasi. tetapi sebelum perjanjian habis dengan sengaja dan melawan hukum 
menarik diri dari pimpinan kapal itu.  
 

Pasal 454 
Diancam, karena melakukan desersi, dengan pidana penjara paling lama satu 
tahun empat bulan, seorang kelasi yang, bertentangan dengan kewajibannya 
menurut persetujuan kerja, menarik diri dari tugasnya di kapal Indonesia, jika 
menurut keadaan di waktu melakukan perbuatan, ada kekhawatiran timbul 
bahaya bagi kapal, penumpang atau muatan kapal itu.  
 

Pasal 455 
Diancam karena melakukan desersi biasa, dengan pidana pen jara paling lama 
empat bulan dua minggu, seorang anak buah kapal kapal Indonesia, yang 
dengan sengaja dan melawan hukun tidak mengikuti atau tidak meneruskan 
perjalanan yang telah di setujuinya.  

 
Pasal 456 

Ditiadakan berdasarkan S. 34 - 124 jo. 38 - 2.  
 

Pasal 457 
Pidana yang ditentukan dalam pasal 454 dan 455 dapat dilipatkan dua, jika dua 
orang atau lebih dengan bersekutu melakukan kejahatan itu, atau jika kejahatan 
dilakukan akibat permufakatan jahat untuk berbuat demikian.  
 

Pasal 458 
(1) Seorang pengusaha, pemegang buku, atau nakoda kapal Indonesia yang 
menerima seorang anak buah kapal untuk bekerja, padahal mengetahui bahwa 
anak buah kapal itu belum ada sebulan sejak menarik diri dari persetujuannya 
dengan kapal Indonesia seperti dirumuskan di dalam salah satu pasal 454 atau 
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455, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
(2) Tidak dipidana, jika penerimaan kerja dilakukan di luar Indonesia dengan 
izin konsul Indonesia. atau kalau ini tidak ada, atas permintaan penguasa 
setempat. 
 

Pasal 459 
(1) Seorang penumpang kapal Indonesia yang di atas kapal menyerang nakoda, 
melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja 
merampas kebebasannya untuk bergerak atau seorang anak buah kapal 
Indonesia yang di atas kapal dalam pekerjaan berbuat demikian terhadap orang 
yang lebih tinggi pangkatnya, diancam karena melakukan insubordinasi 
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. 
(2) Yang bersalah diancam dengan: 1. pidana penjara paling lama empat tahun, 
jika kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya 
mengakibatkan luka-luka; 2. pidana penjara paling lama delapan tahun enam 
bulan jika mengakibatkan luka-luka berat; 3. pidana penjara paling lama dua 
belas tahun, jika mengakibatkan kematian. 
 

Pasal 460 
(1) Insubordinasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, 
diancam karena melakukan pemberontakan di kapal dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun. 
(2) Yang hersalah diancam dengan 1. pidana penjara paling lama delapan tahun 
enam bulan jika kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang 
menyertainya mengakibatkan luka-luka; 2. pidana penjara paling lama dua 
belas tahun, jika mengakibatkan lukaluka berat; 3. pidana penjara paling lama 
lima belas tahun jika mengakihatkan kematian. 
 

Pasal 461 
Barang siapa di atas kapal Indonesia menghasut supaya memberontak, 
diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 
 

Pasal 462  
Penolakan kerja oleh dua orang anak buah kapal Indonesia atau lebih yang 
dilakukan bersekutu atau akibat permufakatan jahat diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua tahun delapan bulan. 
 

Pasal 463 
Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. seorang anak 
buah kapal Indonesia yang sesudah dikenakan tiv dakan disiplin karena 
menolak kerja, masih tetap menolak kerja juga. 
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Pasal 464 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupial seorang penumpang kapal 
Indonesia; 1. yang sengaja tidak menurut perintah nakoda yang diberikan 
untuk keamanan atau untuk meneguhkan ketertiban dan disiplin di atas kapal; 
2. yang tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepada nakoda, 
ketika diketahuinya bahwa dia dirampas kemerdekaanya untuk bergerak; 3. 
yang sengaja tidak memberitahukan kepada nakoda ketika diketahuinya 
adanya niat untuk melakukan insubordinasi.  
(2) Ketentuan tersebut pada no. 3 tidak berlaku jika insuhordinasi tidak terjadi. 
 

Pasal 465 
Pidana yang diancam pada pasal 448 451 454 464 dapat ditambah sepertiga, jika 
yang melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal itu, 
berpangkat perwira kapal . 
 

Pasal 466 
Seorang nakoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atau untuk menutupi 
perbuatan itu menjual kapalnya, atau meminjam uang dengan 
mempertanggungkan kapalnya atau perlengkapan kapal itu atau 
perbekalannya, atau menjual atau menggadaikan kapal itu barang muatan atau 
barang perbekalan kapal itu, atau mengurangi kerugian atau belanja, atau tidak 
menjaga supaya buku-buku harian harian di kapal dipelihara menurut undang-
undang, ataupun tidak mengurus keselamatan surat-surat kapal ketika 
meninggalkan kapalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh.  
 

Pasal 467 
Seorang nakoda kapal Indonesia, yang dengan maksud untuk menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau untuk menutupi 
keuntungan yang demikian, mengubah haluan kapalnya, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun. 
 

Pasal 468 
Seorang nakoda kapal Indonesia yang di luar keharusan atau bertentangan 
dengan hukum yang berlaku baginya, meninggalkan kapalnya di tengah 
perjalanan, dan juga menyuruh atau memberi izin kepada anak buahnya untuk 
berbuat demikian. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
enam bulan. 
 

Pasal 469 
(1) Seorang nakoda kapal Indonesia yang di luar keharusan dan di luar 
pengetahuan lebih dahulu dari pemilik atau peng usaha kapal, melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa karena itu 
kapalnya atau muatannya kemungkinan ditangkap ditahan atau dirintangi 
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diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 
pidana denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. 
(2) Seorang penumpang kapal yang di luar keharusan dan di luar pengetahuan 
lebih dulu dari nakoda melakukan perbuatan yang sama dengan pengetahuan 
yang sama pula, dianeair dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau 
pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.  
 

Pasal 470 
Seorang nakoda kapal Indonesia yang di luar keharusan sengaja tidak memberi 
kepada penumpang kapalnya apa yang wajib di berikan padanya. diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
 

Pasal 471 
Seorang nakoda kapal Indonesia yang sengaja membuang barang muatan di 
luar keharusan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya, 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau 
pidana denda paling banyak empat rihu lima ratus rupiah.  
 

Pasal 472 
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan 
merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai muatan, perbekalan atau barang 
keperluan yang ada dalam kapal, diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua tahun delapan bulan. 
 

Pasal 472 bis 
Barang siapa sebagai penumpang gelap turut berlayar di atas sebuah kapal, 
diancam dengan pidana penjara paling tiga bulan.  
 

Pasal 473 
Seorang nakoda yang memakai bendera Indonesia, padahal diketahuinya 
bahwa dia tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 
satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah. 
 

Pasal 474 
Seorang nakoda yang dengan niemakai tanda-tanda pada kapalnya sengaja 
menimbulkan kesan seakan-akan kapalnya adalah kapal perang Indonesia 
kapal Angkatan Laut atau kapal penunjuk yang bekerja di perairan atau 
terusan laut Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 
bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah.  
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Pasal 475 
Barangsiapa yang diluar keharusan melakukan pekerjaan nakoda, juru mudi 
atau masinis di kapal Indonesia padahal diketahuirsya bahwa kewenangannya 
untuk berlayar telah dicabut oleh penguasa yang berwenang, diancam dengan 
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak 
sembilan ribu rupiah. 
 

Pasal 476 
Seorang nakoda kapal Indonesia yang tanpa alasan yang dapat diterima 
menolak untuk memenuhi permintaan berdasarkan undang-undang untuk 
menerima di kapalnya seorang terdakwa atau terpidana beserta benda-benda 
yang berhubungan dengan perkaranya, diancam dengan pidana penjara paling 
lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah. 
 

Pasal 477 
(1) Seorang nakoda kapal Indonesia yang dengan sengaja mem biarkan lari, 
atau melepaskan seorang terdakwa atau terpidana atau memberi bantuan 
ketika dilepaskan atau melepaskan diri, padahal orang itu diterima di kapalnya 
atas permintaan berdasarkan undang-undang. diancam dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun.  
(2) Jika orang itu lari, dilepaskan atau melepaskan dirinya karena kealpaan 
nakoda itu, maka dia diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
 

Pasal 478 
Seorang nakoda kapal Indonesia yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya 
menurut ayat pertama pasal 358a Kitab Undang- undang Hukum Dagang 
untuk memberi pertolongan kalau kapal nya terlibat dalam suatu tabrakan, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
 

Pasal 479 
Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang di- rumuskan 
dalam pasal 488 - 449,. 446, dan 467, dapat dinyatakan pencabutan hak-hak 
berdasarkan pasal 35 no. 1 - 4.  
 

Bab XXIX A - Kejahatan Penerbangan  
Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan 

 
Pasal 479 a 

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, 
membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu-
lintas udara atau menggagalakan usaha untuk pengamanan bangun teesebut 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilam tahun,  
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(2) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun jika karena 
perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu-lintas udara; 
(3) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika karena 
perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.  

 
Pasal 479 b 

(1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan hancurnya, tidak dapat 
dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu-lintas udara, atau 
gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan 
pidana penjara selamalamanya tiga tahun. 
(2) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan 
itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas udara.  
(3) Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan 
itu mengakibatkan matinya orang. 
 

Pasal 479 c 
(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, 
merusak. mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan 
penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau 
memasang tanda atau alat yang keliru, dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya enam tahun. 
(2) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika karena 
perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan. 
(3) Dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika karena 
perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan dan mengakibatkan 
celakanya pesawat udara. 
(4) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena 
perbuatan itu timbul bahaya keamanan penerbangan dan mengakibatkan 
matinya orang. 
 

Pasal 479 d 
Barang siapa karena kealpaan menyebabkan tanda atau alat untuk 
pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau 
menyebabkan tidak dapat bekerja atau menyebabkan terpasangnya tanda atau 
alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru, dipidana: a. dengan pidana 
penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu menyebabkan 
penerbangan tidak aman; b. dengan pidana penjara selama-lamanya lima 
tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan celakanya pesawat udara; c. 
dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu 
mengakibatkan matinya orang.  
 

Pasal 479 e 
Barang siapa dengar. sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau 
membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau 
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sebagian kepunyaan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya sembilan tahun.  
 

Pasal 479 f 
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, 
menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara, 
dipidana: a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika 
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain; b. dengan pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk selama-lamanya dua puluh 
tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.  
 

Pasal 479 g 
Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, 
tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana: a. dengan pidana penjara selama-
lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang 
lain; b. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena 
perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.  
 

Pasal 479 h 
(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain dengan melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi 
menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan atau 
membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara, yang dipertanggungkan 
terhadap bahaya tersebut di atas atau yang dipertanggungkan muatannya 
maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun 
untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan, dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. 
(2) Apabila yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pesawat udara dalam 
penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas 
tahun. (3) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang. lain dengan melawan hukum atas kerugian penanggung asuransi, 
menyebabkan penumpang pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap 
bahaya. mendapat kecelakaan, dipidana: a. dengan pidana penjara selama-
lamanya sepuluh tahun, jika karena perbuatan itu menyebabkan luka berat; b. 
dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan 
itu mengakibatkan matinya orang. 

 
Pasal 479 i 

Barang siapa di dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum 
merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara 
dalam penerbangan. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua 
belas tahun.  

Pasal 479 j 
Barang siapa dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
atau ancaman dalam bentuk lainnya merampas atau mempertahankan 
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perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.  
 

Pasal 479 k 
(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-
lamanya dua puluh tahun, apabila perbuatan dimaksud pasal 479 huruf i dan 
pasal 479 jitu: a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; b. sebagai 
kelanjutan permufakatan jahat; c. dilakukan dengan direncanakan lebih 
dahulu; d. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut sehingga 
dapat membahayakan penerbangannya; e. mengakibatkan luka berat 
seseorang; f. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau 
meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya 
pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.  
 

Pasal 479 l 
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan 
kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, 
jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut, 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.  

 
Pasal 479 m 

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara 
dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang 
menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan 
penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas 
tahun.  

 
Pasal 479 n 

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau 
menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan 
cara apa pun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara atau 
menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang membuatnya tidak 
dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang 
dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan, dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya lima belas tahun.  
 

Pasal 479 o 
(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-
lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud pasal 479 huruf l, pasal 
479 huruf m, dan pasal 479 huruf n itu: a dilakukan oleh dua orang atau lebih 
bersama-sama; b. sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat; c. dilakukan 
dengan direncanakan lebih dahulu; d. mengakibatkan luka berat bagi 
seseorang;  
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(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya 
pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara selamalamanya dua puluh tahun. 
 

Pasal 479 p 
Barang siapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan 
karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam 
penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas 
tahun.  
 

Pasal 479 q 
Barang siapa di dalam pesawat udara, melakukan perbuatan yang dapat 
membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan, dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.  
 

Pasal 479 r 
Barang siapa di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang 
dapat mengganggu ketertiban dan tata-tertib di dalam pesawat udara dalam 
penerbangan, dipidana penjara selama-lamanya satu tahun.  
 

Bab XXX - Penadahan Penerbitan Dan Percetakan 
Pasal 480 

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda 
paling banyak sembilan ratus rupiah: 1. barang siapa membeli, menyewa, 
menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, 
menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan 
atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus 
diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; 2. barang siapa menarik 
keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus 
diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. 
 

Pasal 481 
(1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, 
menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang 
diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun. 
(2) Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan pasal 35 no. 1 - 4 dan 
haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. 
 

Pasal 482 
Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena 
penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 
denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda 
tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 
364, 373, dan 379.  
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Pasal 483 
Barang siapa menerbitkan sesuatu tulisan atau sesuatu gambar yung karena 
sifatnya dapat diancam dengan pidana, diancam dengan pidana penjnra paling 
lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika: l. si pelaku 
tidak diketahui namanya dan juga tidak diberitahukan namanya oleh penerbit 
pada peringatan pertama sesudah penuntutan berjalan terhadapnya; 2. penerbit 
sudah mengetahui atau pat,ut menduga hahwa pada waktu tulisan atau 
gambar itu diterbitkan, si pelaku itu tak dapat dituntut atau akan menetap di 
luar Indonesia. 
 

Pasal 484 
Barang siapa mencetak tulisan atau gambar yang merupakan perbuatan 
pidana, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau 
pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah, jika: 1. orang yang menyuruh mencetak barang 
tidak diketahui, dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama 
tidak diberitahukan olehnya; 2. pencetak mengetahui atau seharusnya renduga 
bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat 
dituntut atau menetap di luar Indonesia. 
 

Pasal 485 
Jika sifat tulisan atau gamhar merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut 
atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak dalam kedua pasal di atas hanya 
dituntut atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu.  
 

Buku Ketiga - Pelanggaran 
Bab I - Tentang Pelanggaran Keamanan Umum  

Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan 
 

Pasal 489 
(1) Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, 
kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua 
ratus dua puluh lima rupiah.  
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya 
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda 
dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari. 
 

Pasal 490 
Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda 
paling banyak tiga ratus rupiah: 1. barang siapa menghasut hewan terhadap 
orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi, atau dipasang di muka 
kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan: 2. barang siapa tidak 
mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya, bilamana hewan itu 
menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang di muka 
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kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan: 3. barang siapa tidak 
menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya, supaya 
tidak menimbulkan kerugian; 4. barang siapa memelihara binatang buas yang 
berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk 
untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut 
tentang hal itu. 
 

Pasal 491 
Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah: 1. 
barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya 
sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga; 2. 
barang siapa diwajibkan menjaga seorang anak, meninggalkan anak itu tanpa 
dijaga sehingga oleh karenanya dapat timbul bahaya bagi anak itu atau orang 
lain. 
 

Pasal 492 
(1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, 
atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau 
melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan 
mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan 
membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana 
kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus 
tujuh puluh lima rupiah.  
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya 
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena 
hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling 
lama dua minggu.  
 

Pasal 493 
Barang siapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan 
bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang 
atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas 
dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan 
pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah. 
 

Pasal 494 
Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima 
rupiah: 1. barang siapa tidak mengadakan penerangan secukupnya dan 
tandatanda menurut kebiasaan pada penggalian atau menumpukkan tanah di 
jalan umum, yang dilakukan oleh atau atas perintahnya, atau pada benda yang 
ditaruh di situ oleh atau atas perintahnya; 2. barang siapa tidak mengadakan 
tindakan seperlunya pada waktu melakukan suatu pekerjaan di atas atau 
dipinggir jalan umum untuk memberi tanda bagi yang lalu di situ, bahwa ada 
kemungkinan bahaya; 3. barang siapa menaruh atau menggantungkan sesuatu 
di atas suatu bangunan, melempar atau menuangkan ke luar dari situ 
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sedemikian rupa hingga oleh karena itu dapat timbul kerugian pada orang 
yang sedang menggunakan jalan umum; 4. barang siapa membiarkan di jalan 
umum, hewan untuk dinaiki, untuk menarik atau hewan muatan tanpa 
mengadakan tindakan penjagaan agar tidak menimbulkan kerugian; 5. barang 
siapa membiarkan ternak berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan 
tindakan penjagaaan, agar tidak menimbulkan kerugian; 6. barang siapa tanpa 
izin penguasa yang berwenang, menghalangi sesuatau jalanan untuk umum di 
darat maupun di air atau menimbulkan rintangan karena pemakaian 
kendaraan atau kapal yang tidak semestinya.  
 

Pasal 495 
(1) Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, 
di tempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas 
lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana 
denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.  
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sesudah adanya 
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda 
dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari.  
 

Pasal 496 
Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, 
membakar barang tak bergerak kepunyaan sendiri, diancam dengan pidana 
denda paling tinggi tujuh ratus lima puluh rupiah. 
 

Pasal 497 
Diancam dengan pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima 
rupiah: 1. barang siapa di jalan umum atau di pinggirnya, ataupun di tempat 
yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul 
bahaya kebakaran, menyalakan api tanpa perlu menembakkan senjata api; 2. 
barang siapa melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan-bahan 
menyala.  
 

Pasal 498 dan Pasal 499 
Ditiadakan berdasarkan S. 32 - 143 jo. 33 - 9. 

Pasal 500 
Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, 
membikin obet ledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api, diancam 
dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling 
banyak tujuh ratus lima puluh rupiah. 
 

Pasal 501 
(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima 
rupiah: 1. barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau 
mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, barang makanan atau 
minuman yang dipalsu atau yang busuk, ataupun air susu dari ternak yang 
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sakit atau yang dapat mengganggu kesehatan; 2. barang siapa tanpa izin kepala 
polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, menjual, menawarkan, 
menyerahkan, membagikan daging ternak yang dipotong karena sakit atau 
mati dengan sendirinya.  
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun setelah ada 
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda 
dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari.  
 

Pasal 502 
(1) Barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau 
membawa senjata api ke dalam hutan negara di mana dilarang untuk itu tanpa 
izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana 
denda paling banyak tiga ribu rupiah;  
(2) Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang 
digunakan dalam pelanggaran, dapat dirampas.  
 

Bab II - Pelanggaran Ketertiban Umum 
Pasal 503 

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda 
paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah: 1. barang siapa membikin 
ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu; 2. barang 
siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang 
dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atau sidang.  
 

Pasal 504 
(1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan 
pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.  
(2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di 
atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga 
bulan.  
 

Pasal 505 
(1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan 
pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. (2) 
Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di 
atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam 
bulan.  

Pasal 506 
Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan 
menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling 
lama satu tahun.  
 

Pasal 507 
Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh 
rupiah: 1. barang siapa tanpa wenang memakai suatu gelar ningrat, atau suatu 
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tanda kehormatan Indonesia; 2. barang siapa tanpa izin Presiden, manakala itu 
diperlukan, menerima suatu tanda kehormatan, gelar, pangkat atau derajat 
asing; 3. barang siapa ketika ditanya oleh penguasa yang berwenang tentang 
namanya, memberi nama yang palsu.  
 

Pasal 508 
Barang siapa tanpa wenang memakai dengan sedikit penyimpangan suatu 
nama atau tanda jasa yang pemakaiannya menurut ketentuan undang-undang, 
semata-mata untuk suatu perkumpulan atau personal perkumpulan, atau 
personal dinas kesehatan tentara, diancam dengan pidana kurungan paling 
lama satu bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah.  
 

Pasal 508 bis 
Barang siapa di muka umum tanpa wenang memakai pakaian yang menyamai 
pakaian jabatan yang ditetapkan untuk pegawai negeri atau pejabat yang 
bekerja pada negara, pada suatu provinsi, pada suatu daerah yang berdiri 
sendiri yang diakui atau yang diatur dengan undang-undang sehingga patut ia 
dapat dipandang orang sebagai pegawai atau pejabat itu, diancam dengan 
pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah.  
 

Pasal 509  
Barang siapa tanpa izin meminjamkan uang atau barang dengan gadai, atau 
dalam bentuk jual-beli dengan boleh dibeli kembali ataupun dalam bentuk 
kontrak komisi, yang nilainya tidak lebih dari seratus rupiah, diancam dengan 
pidana kurungan paling lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak 
lima belas ribu rupiah.  
 

Pasal 510 
(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima 
rupiah, barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk 
untuk itu: 1. mengadakan pesta lain yang ditunjuk untuk itu: 2. mengadakan 
arak-arakan di jalan umum.  
(2) Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara 
menakjubkan, yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama 
dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.  
 

Pasal 511 
Barang siapa di waktu ada pesta arak-arakan, dan sebagainya, tidak menaati 
perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan 
oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan pidana denda 
paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.  
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Pasal 512 
(1) Barang siapa tidak diwenangkan melakukan pencarian yang menurut 
aturan-aturan umum harus diberi kewenangan untuk itu, melakukannya tanpa 
keharusan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah.  
(2) Barang siapa diwenangkan melakukan pencarian yang menurut aturan-
aturan umum harus diberi kewenangan untuk itu, dalam melakukan pencarian 
tersebut tanpa keharusan melampaui batas kewenangannya, diancam dengan 
pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.  
(3) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya 
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka dalam 
hal ayat pertama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling 
lama dua bulan, dan dalam hal ayat kedua, paling lama satu bulan.  
 

Pasal 512a 
Barang siapa sebagai mata pencarian, baik khusus maupun sebagai sambilan 
menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak mempunyai surat 
izin, di dalam keadaan yang tidak memaksa, diancam dengan pidana kurungan 
paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya seratus lima puluh 
ribu rupiah.  
 

Pasal 513 
Barang siapa menggunakan atau membolehkan digunakan barang orang lain 
yang ada padanya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya, untuk 
pemakaian yang tidak diizinkan oleh pemiliknya, diancam dengan pidana 
kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus 
tujuh puluh lima rupiah.  
 

Pasal 514 
Seorang pekerja harian, pembawa bungkusan, pesuruh, pemikul atau kuli, 
yang dalam menjalankan pencariannya melakukan kelalaian atau kekurangan 
dalam pengembalian perkakas yang diterima untuk dipakai, atau dalam 
penyampaian barang yang diterima untuk diangkut, diancam dengan pidana 
kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus 
tujuh puluh lima rupiah.  
 

Pasal 515 
(1) Diamcam denga pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana 
denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah; 1. barang siapa pindah 
kediaman dari bagian kota, desa atau kampung di mana dia menetap, tanpa 
memberitahukan sebelumnya kepada penguasa yang berwenang dengan 
menyebut tempat menetap yang baru; 2. barang siapa setelah menetap di 
bagian kota, desa atau kampung, tidak memberitahukan hal itu kepada 
penguasa yang berwenang dalam tenggang waktu empat belas hari, dengan 
menyebut nama, pencarian dan tempat asalnya.  
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(2) Ketentuan dalam ayat pertama tidak berlaku bagi orang yang pindah 
tempat kediaman dan menetap, yang masih di dalam satu kota. 
 

Pasal 516 
(1) Barang siapa menjadikan sebagai pencarian untuk memberi tempat 
bermalam kepada orang lain, dan tidak mempunyai register terus-menerus, 
atau tidak mencatat atau menyuruh catat nama, pencarian atau pekerjaan, 
tempat kediaman, hari datang dan perginya orang yang bermalam di situ, atau 
atas permintaan kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, tidak 
memperlihatkan register itu, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga 
ratus tujuh puluh lima rupiah.  
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya 
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda 
dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari.  
 

Pasal 517 
(1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana 
denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah: 1. barang siapa 
membeli, menukar, menerima untuk ibadah, gadai, pakai atau simpan dari 
seorang tentara di bawah pangkat perwira; atau menjualkan, menggadaikan, 
meminjamkan atau menyimpankan barang tersebut untuk seorang tentara di 
bawah pangkat perwira, yang diberikan tanpa izin dari atau nama perwira. 2. 
barang siapa menjadikan kebiasaan atau pencarian untuk membeli barang-
barang yang demikian, tidak menaati peraturan mengenai pencatatan dalam 
register yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.  
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya 
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya 
dapat dilipatkan dua kali.  
 

Pasal 518 
Barang siapa tanpa wenang memberi pada atau menerima dari seorang 
terpidana sesuatu barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam 
hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.  
 

Pasal 519 
(1) Barang siapa membikin, menjual, menyiarkan atau mempunyai persediaan 
untuk dijual atau disiarkan, ataupun memasukannya ke Indonesia, barang 
cetakan, potongan logam atau benda-benda lain yang bentuknya menyerupai 
uang kertas, mata uang, benda- benda emas atau perak dengan merek negara, 
atau perangko pos, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah.  
(2) Benda-benda yang merupakan pelanggaran dapt dirampas.  

 
Pasal 519 bis  

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan, atau pidana denda  
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paling banyak lima belas ribu rupiah: 1. barang siapa mengumumkan isi apa 
yang ditangkap lewat pesawat penerima radio yang dipakai olehnya atau yang 
ada di bawah pengurusannya, yang sepatutnya harus diduganya bahwa itu 
tidak untuk dia atau untuk diumumkan, maupun memberitahukannya kepada 
orang lain, jika sepatutnya harus diduganya bahwa itu akan diumumkan dan 
memang lalu disusul dengan pengumuman; 2. barang siapa mengumumkan 
berita yang ditangkap lewat pesawat penerima radio, jika ia sendiri, maupun 
orang dari mana berita itu diterimanya, tidak berwenang untuk itu.  
 

Pasal 520 
Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan: 1. barang siapa yang 
setelah mendapat pengunduran pembayaran hutang dengan kehendak sendiri 
melakukan perbuatan-perbuatan, untuk mana menurut aturan-aturan umum, 
diharuskan adanya kerjasama dengan pengurua; 2. seorang pengurus atau 
komisaris perseroan, maskapai, perkumpulan atau yayasan, yang setelah 
mendapat pengunduran bayar hutang, dengan kehendak sendiri melakukan 
perbuatan-perbuatan untuk mana menurut aturan-aturan umum, diharuskan 
adanya kerjasama dengan pengurus.  
 

Bab III - Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum 
Pasal 521 

Barang siapa melanggar ketentuan peraturan penguasa umum yang telah 
diumumkan mengenai pemakaian dan pembagian air dari perlengkapan air 
atau bangunan pengairan guna keperluan umum, diancam dengan pidana 
kurungan paling lama dua belas hari, atau pidana denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah.  
 

Pasal 522 
Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru 
bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda 
paling banyak sembilan ratus rupiah.  
 

Pasal 523 
Barang siapa tanpa alasan yang sah membiarkan tidak dikerjakannya pekerjaan 
rodi, pekerjaan desa atau pekerjaan perusahaan kebun negara, diancam dengan 
pidana kurungan paling tinggi tiga hari atau pidana denda paling tinggi 
sepuluh rupiah. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat enam bulan 
sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, 
dapat diancam dengan pidana kurungan paling tinggi tiga bulan. 
 

Pasal 524 
Diancam dengan pidana paling banyak sembilan ratus rupiah: 1. barangsiapa 
dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa, atau orang yang sudah 
tahu akan di bawah pengampuan, atau orang yang akan atau sudah 
dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, dipanggil untuk didengar selaku keluarga 
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sedarah atau semenda, selaku suami/istri, wali atau wali pengawas oleh hakim 
atau atas perintahnya oleh kepala polisi, tidak datang sendiri maupun dengan 
perantaraan kuasanya jika itu dibolehkan, tanpa alasan yang dapat diterima; 2. 
barang siapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa atau orang 
yang sudah atau akan di bawah pengampuan, dipanggil untuk didengar oleh 
kantor peninggalan harta atau atas permintaannya oleh kepala polisi, tidak 
datang sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya jika itu dibolehkan, 
tanpa alasan yang dapat diterima; 3. barang siapa dalam perkara mengenai 
orang yang belum dewasa dipanggil untuk didengar oleh majelis perwalian 
atau atas permintaannya oleh kepala polisi, tidak datang sendiri atau dengan 
perantaraan kuasanya, tanpa alasan yang dapat diterima.  
 

Pasal 525 
(1) Barang siapa ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika 
ada kejahatan tertangkap tangan diminta pertolongannya oleh penguasa umum 
tetapi menolaknya, padahal mampu untuk memberi pertolongan tersebut tanpa 
menempatkan diri langsung dalam keadaan yang membahayakan, diancam 
dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah;  
(2) Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang menolak memberi 
pertolongan karena ingin menghindari atau menghalaukan bahaya penuntutan 
bagi salah seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau 
menyimpang, sampai derajat kedua atau ketiga, atau bagi suami (istri) atau 
bekas suaminya (istrinya).  
 

Pasal 526 
Barang siapa menyobek, membikin tak terbaca atau merusak suatu 
pemberitahuan di muka umum dari pihak penguasa yang wenang atau karena 
ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana denda paling banyak dua 
ratus dua puluh lima rupiah.  
 

Pasal 527 
Ditiadakan berdasarkan L.N. 1955 - 28. 
 

Pasal 528 
(1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barang siapa tanpa izin 
penguasa yang berwenang: 1. membikin salinan atau petikan dari surat-surat 
jabatan negara dan alatalatnya, yang dengan perintah penguasa umum harus 
dirahasiakan; 2. mengumumkan seluruh atau sebagaian surat-surat tersebut 
dalam butir 1; 3. mengumumkan hal-hal yang termakstub dalam surat-surat 
tersebut dalam butir 1, padahal sewajarnya dapat diduga bahwa hal-hal itu 
harus dirahasiakan. 
(2) Perbuatan itu tidak dipidana, jika perintah merahasiakan jelas diberikan 
karena alasan lain daripada kepentingan dinas atau umum.  
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Bab IV - Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Dan Perkawinan 
 

Pasal 529 
Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang untuk 
melaporkan pada pejabat Catatan Sipil atau perantaranya tentang kelahiran 
dan kematian, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus 
rupiah.  
 

Pasal 530 
(1) Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya 
dapat dilangsungkan di hadapan pejabat Catatan Sipil, sebelum dinyatakan 
padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat itu sudah dilakukan, diancam 
dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya 
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran sama, pidana denda dapat 
diganti dengan pidana kurungan paling lama dua bulan.  
 

Bab V - Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan 
 

Pasal 531 
Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi 
maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa 
selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika 
kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga 
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
 

Bab VI - Pelanggaran Kesusilaan 
Pasal 532 

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda 
paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah: 1. barang siapa di muka umum 
menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan; 2. barang siapa di muka 
umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan; 3. barang siapa di 
tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang 
melanggar kesusilaan.  
 

Pasal 533 
Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda 
paling banyak tiga ribu rupiah: 1. barang siapa di tempat untuk lalu lintas 
umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan 
dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, 
yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja; 2. barang siapa di 
tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi 
tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja; 3. barang siapa 
secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar 
atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara 
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terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk 
sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu 
berahi para remaja; 4. barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau 
sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang 
demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun; 
5. barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang 
yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun. 
 

Pasal 534 
Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk 
mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta 
menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan 
tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan 
(diensten) yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama 
dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah. 
 

Pasal 536 
(1) Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam 
dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.  
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya 
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang 
dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana 
kurungan paling lama tiga hari.  
(3) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan 
pertama berakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama 
dua minggu.  
(4) Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah 
pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau 
lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.  
 

Pasal 537 
Barang siapa di luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras 
atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau 
kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling 
lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.  
 

Pasal 538 
Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan 
pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang 
anak di bawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan 
paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus 
rupiah.  

Pasal 539 
Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau 
pertunjukkan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, 
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menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan atau 
menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 
dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima 
rupiah. 
 

Pasal 540 
(1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana 
denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah: 1. barang siapa 
menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya; 2. 
barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara 
yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut; 3. 
barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat 
lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil maupun sedang 
menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang 
menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut; 4. barang 
siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara 
yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut; 5. 
barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi 
atau disuruh beri makan atau minum.  
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada 
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah 
satu pelanggaran pada pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan paling 
lama empat belas hari. 
 

Pasal 541 
(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima 
rupiah; 1. barang siap menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau 
kuda penarik kereta padahal kuda tersebut belum tukar gigi atau kedua gigi 
dalamnya di rahang atas belum menganggit kedua gigi dalamnya di rahang 
bawah; 2. barang siapa memasangkan pakaian kuda pada kuda tersebut dalam 
butir 1 atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan atau kuda 
tarikan; 3. barang siapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau 
penarik kereta seekor kuda induk, dengan membiarkan anaknya yang belum 
tumbuh keenam gigi mukanya, mengikutinya.  
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada 
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang 
berdasarkan pasal 540, ataupun karena kejahatan berdasarkan pasal 302, 
pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.  
 

Pasal 542 
Ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974. 
 

Pasal 543 
Ditiadakan berdasarkan S.23 - 277, 352.  
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Pasal 544 
(1) Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu 
mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya, 
maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, diancam 
dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling 
banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.  
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya 
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya 
dapat dilipatduakan.  
 

Pasal 545 
(1) Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan 
peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, 
diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda 
paling banyak tiga ratus rupiah. 
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya 
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya 
dapat dilipatduakan.  
 

Pasal 546 
Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. Diancam dengan pidana 
kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah: 2. barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, 
membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-
jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib; 3. 
barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan 
menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa 
kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.  
 

Pasal 547 
Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah 
sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan 
memakai jimat-jimat atau benda- benda sakti, diancam dengan pidana 
kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh 
ratus lima puluh rupiah.  
 

Bab VII - Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman Dan Pekarangan 
 

Pasal 548 
Barang siapa tanpa wenang membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun, 
di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana 
denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.  
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Pasal 549 
(1) Barang siapa tanpa wenang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, di 
padang rumput atau di ladang rumput atau di padang rumput kering, baik di 
tanah yang telah ditaburi, ditugali atau ditanami atau yang hasilnya belum 
diambil, ataupun di tanah kepunyaan orang lain oleh yang berhak dilarang 
dimasuki dan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi pelanggar, diancam 
dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.  
(2) Ternak yang menyebabkan pelanggaran, dapat dirampas.  
(3) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya 
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda 
dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama empat belas hari.  
 

Pasal 550 
Barang siapa tanpa wenang berjalan atau berkendaraan di tanah yang sudah 
ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak 
dua ratus dua puluh lima rupiah.  
 

Pasal 551 
Barang siapa tanpa wenang, berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh 
pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya, diancam dengan pidana 
denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.  
 

Bab VIII - Pelanggaran Jabatan 
 

Pasal 552 
Seorang pejabat yang berwenang mengeluarkan salinan atau petikan putusan 
pengadilan, jika mengeluarkan salinan atau petikan demikian itu sebelum 
putusan ditandatangani sebagaimana mestinya, diancam dengan pidana denda 
paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.  
 

Pasal 553 
Ditiadakan berdasarkan S. 35 - 576; lihat pasal 528.  
 

Pasal 554 
Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, seorang bekas pejabat yang tanpa 
izin penguasa yang berwenang menahan surat-surat jabatan.  
 

Pasal 555 
Diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda 
paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah kepala lembaga 
pemasyarakatan, tempat menahan orang tahanan sementara atau orang yang 
disandera, atau kepala rumah pendidikan negara atau rumah sakit jiwa, yang 
menerima atau menahan orang dalam tempat itu dengan tidak meminta 
diperlihatkan kepadanya lebih dahulu surat perintah penguasa yang 
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berwenang, atau putusan pengadilan, atau yang alpa menuliskan menurut 
aturan dalam daftar hal penerimaan itu dan perintah atau keputusan yang 
menjadi alasan orang itu diterima.  
 

Pasal 556 
Seorang pejabat catatan sipil yang sebelum melangsungkan perkawinan tidak 
minta diberikan padanya bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang 
diharuskan menurut aturan-aturan umum, diancam dengan pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  

 
Pasal 557 

Diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah: 1. 
seorang pejabat catatan sipil yang bertindak berlawanan dengan ketentuan 
aturan- aturan umum mengenai register atau akta catatan sipil, mengenai tata 
cara sebelumnya perkawinan atau pelaksanaan perkawinan; 2. setiap orang lain 
penyimpan register itu yang bertindak berlawanan dengan ketentuan aturan-
aturan umum mengenai regiter dan akta catatan sipil.  
 

Pasal 557a  
Seorang perantara catatan sipil yang bertindak berlawanan dengan ketentuan 
reglemen pemeliharaan register catatan sipil orang-orang Cina diancam dengan 
denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.  

 
Pasal 558 

Seorang pejabat catatan sipil yang tidak memasukkan suatu akta dalam register 
atau menuliskan suatu akta di atas kertas lepas, diancam dengan pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
 

Pasal 558a 
Seorang perantara catatan sipil yang tidak membikin akta daripada suatu 
pemberitahuan kepadanya menurut ketentuan tentang pemeliharaan register 
catatan sipil bagi orang- orang Cina, atau menuliskan suatu akta di kertas lepas, 
diancam dengan pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh 
rupiah.  
 

Pasal 559 
Diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah: 1. 
seorang pejabat catatan sipil yang tidak melaporkan kepada penguasa yang 
berwenang sebagaimana diharuskan oleh ketentuan undangundang; 2. seorang 
pejabat yang tidak melaporkan kepada pejabat catatan sipil, sebagaimana 
diharuskan oleh ketentuan undang-undang.  
 
 

Bab IX - Pelanggaran Pelayaran 
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Pasal 560 
Seorang nakoda kapal Indonesia yang berangkat sebelum dibikin dan 
ditandatangani daftar anak buah yang diharuskan oleh ketentuan undang-
undang, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.  
 

Pasal 561 
Seorang nakoda kapal Indonesia yang tidak mempunyai di kapalnya kertas-
kertas kapal, buku-buku dan surat-surat yang diharuskan oleh ketentuan 
undang-undang, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima 
ratus rupiah.  
 

Pasal 562 
Diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. 
seorang nakoda kapal Indonesia yang tidak menjaga supaya bukubuku harian 
di kapal dipelihara menurut aturan-aturan umum, atau tidak memperlihatkan 
buku-buku harian itu di mana dan apabila menurut ketentuan undang-undang 
itu diharuskan padanya; 2. seorang nakoda kapal Indonesia yang tidak 
memelihara register pidana yang diharuskan oleh aturan-aturan umum 
menurut ketentuan undang-undang, atau tidak memperlihatkannya di mana 
dan apabila menurut ketentuan undang-undang itu diharuskan padanya; 3. 
seorang nakoda kapal Indonesia yang jika register pidana tidak ada, tidak 
memberi keterangan kepada hakim sebagaimana diharuskan menurut 
ketentuan undang-undang; 4. seorang pengusaha pelayaran, pemegang buku 
atau nakoda kapal Indonesia yang menolak permintaan untuk memperlihatkan 
kepada yang berkepentingan buku-buku harian yang dipelihara di kapalnya, 
atau menolak untuk memberi salinan dari buku-buku itu, dengan membayar 
biayanya.  
 

Pasal 563 
Seorang nakoda kapal Indonesia yang tidak mencukupi kewajibannya menurut 
undangundang mengenai pencatatan dan pemberitahuan kelahiran dan 
kematian selama perjalanannya, diancam dengan pidana denda paling banyak 
seribu lima ratus rupiah. Pasal 564 Seorang nakoda atau anak buah yang tidak 
memperhatikan ketentuan undang-undang untuk mencegah tabrakan 
disebabkan karena kapalnya melanggar atau terdampar, diancam dengan 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 565 Barang 
siapa tanpa wewenang menggunakan suatu tanda pengenal walaupun dengan 
sedikit perubahan, menurut ketentuan undang-undang yang hanya boleh 
dipakai oleh kapal-kapal rumah sakit, sekoci-sekoci kapal-kapal yang 
demikian, maupun perahuperahu yang digunakan untuk pekerjaan merawat 
orang sakit, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
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Pasal 566 
Seorang nakoda kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban yang 
dibebankan padanya menurut pasal 358a Kitab Undang-undang Hukum 
Dagang, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana 
denda paling banyak emapt ribu lima ratus rupiah.  
 

Pasal 567 
Seorang penguasa pelabuhan atau nakoda kapal Indonesia yang menggunakan 
untuk pekerjaan anak buah orang-orang yang tidak mengadakan perjanjian 
kerja sebagaimana dimaksud pasal 395 Kitab Undang Undang Hukum Dagang 
atau yang tidak menjalankan perusahaan di kapal atas biaya sendiri, ataupun 
menggunakan orang-orang yang namanya tidak ada dalam daftar anak buah, 
dalam hal ini diharuskan oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana 
denda paling banyak sembilan ratus rupiah untuk tiaptiap orang yang bekerja 
demikian.  
 

Pasal 568 
Barang siapa menandatangani konosemen yang dikeluarkan dengan melanggar 
ketentuan pasal 517b Kitab Undang-undang Hukum Dagang, begitu pula orang 
untuk siapa dibutuhkan tanda tangan sesuai dengan kewenangannya, diancam 
jika konosemen lalu dikeluarkan, dengan pidana denda paling banyak tujuh 
puluh lima ribu rupiah.  
 

Pasal 569 
(1) Barang siapa menandatangani surat jalan yang dikeluarkan dengan 
melanggar ketentuan pasal 533b Kitab Undang-undang Hukum Dagang, begitu 
pula orang untuk siapa dibutuhkan tandatangan sesuai dengan kewenangan-
nya, diancam, jika surat lalu dikeluarkan, dengan pidana denda paling banyak 
tujuh puluh lima ribu rupiah.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa bertentangan dengan 
pasal 533b Kitab Undang-undang Hukum dagang, memberikan surat jalan 
yang tidak ditandatangani, begitu pula orang untuk siapa surat diberikan 
menurut kewenangannya. 
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RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … 
TAHUN … TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang:  
a. Bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum 
yang diakui masyarakat beradab, perlu disusun hukum pidana nasional 
untuk mengganti Kitab Undang- Undang Hukum Pidana warisan 
pemerintah kolonial Hindia Belanda; 

b. Bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik 
hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung 
tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 
perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 

c. Bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur 
keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan 
individu, antara pelindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban 
tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian 
hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup 
dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara 
hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia;   d. bahwa berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf 
c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kitab Undang- Undang 
Hukum Pidana;   

Mengingat:  Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;      

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA. 
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BUKU KESATU ATURAN UMUM 
BAB I 

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA  KETENTUAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA 

Bagian Kesatu 
Menurut Waktu 

Pasal 1 
(1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau 

tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan 
perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. 

(2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.  
 

Pasal 2 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak 

mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang 
menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan 
tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. 

(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur 
dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang 
diakui masyarakat beradab.   

 
Pasal 3 

(1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah 
perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang 
baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama 
menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana. 

(2) Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana 
menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum 
terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.  

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan 
bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau 
terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat 
pemeriksaan. 

(4) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan 
perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut 
peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan 
pemidanaan dihapuskan.  

(5) Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang 
melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang 
berwenang. 
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(6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak 
menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut 
ganti rugi. 

(7) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan 
perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan 
menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan 
putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut 
peraturan perundang-undangan yang baru. 
   

Bagian Kedua Menurut Tempat 
Paragraf 1 

Asas Wilayah atau Teritorial 
Pasal 4 

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang 
melakukan: a. Tindak Pidana  di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
b. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau c. 
Tindak Pidana  di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana  lainnya yang 
akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.   
 

Paragraf 2 
Asas Proteksi dan Asas Nasional Pasif 

Pasal 5 
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana  
terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan 
dengan: a. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;  b. 
martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Pejabat Indonesia di luar negeri; c. 
mata uang, segel, cap negara, meterai, atau surat berharga yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan 
Indonesia; d. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia; e. 
keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan; f. keselamatan atau 
keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia; g. 
keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik; h. kepentingan 
nasional Indonesia sebagaimana  ditetapkan dalam Undang-Undang; atau i. 
warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara 
tempat terjadinya tindak pidana. 
   

Paragraf 3 
Asas Universal 

Pasal 6 
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang 
berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan 
Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai 
Tindak Pidana dalam Undang-Undang. Pasal 6 Pasal 7 Ketentuan pidana dalam 
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Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di 
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya 
diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian 
internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia 
untuk melakukan penuntutan pidana.   
 

Paragraf 4 
Asas Nasional Aktif 

Pasal 8 
(1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga 

negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan 
tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana 
dilakukan. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk 
Tindak Pidana yang hanya diancam pidana denda kategori III.  

(4) Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, 
setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut 
merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan. 

(5) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut 
menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak 
diancam dengan pidana mati.  
   

Paragraf 5 
Pengecualian 

Pasal 9 
Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan 
Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut hukum internasional yang 
telah disahkan.   
 

Bagian Ketiga 
Waktu Tindak Pidana 

Pasal 10 
Waktu Tindak Pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat 
dipidana.   
 

Bagian Keempat 
Tempat Tindak Pidana 

Pasal 11 
Tempat Tindak Pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat 
dipidana.    
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BAB II 
TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

Bagian Kesatu 
Tindak Pidana 

Paragraf 1 
Umum 
Pasal 12 

(1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang- 
undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. 

(2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam 
sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang- undangan 
harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang 
hidup dalam masyarakat. 

(3) Setiap Tindak Pidana  selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan 
pembenar.     

 
Paragraf 2 

Permufakatan Jahat 
Pasal 13 

(1) Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk 
melakukan Tindak Pidana. 

(2) Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan 
secara tegas dalam Undang-Undang. 

(3) Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana paling 
banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk 
Tindak Pidana yang bersangkutan. 

(4) Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana  yang diancam dengan 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. 

(5) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana 
sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. 
Pasal 13 Pasal 14 Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana tidak 
dipidana jika pelaku: a. menarik diri dari kesepakatan itu; atau  b. 
melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya Tindak 
Pidana.   

 
Paragraf 3 
Persiapan 
Pasal 15 

(1) Persiapan melakukan Tindak Pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk 
mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan 
informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan 
tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk 
dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi 
penyelesaian Tindak Pidana. 
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(2) Persiapan melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara 
tegas dalam Undang-Undang. 

(3) Pidana untuk persiapan melakukan Tindak Pidana paling banyak 1/2 
(satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak 
Pidana yang bersangkutan. 

(4) Persiapan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati 
atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun.   

(5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan Tindak Pidana sama 
dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. Pasal 
15 Pasal 16 Persiapan melakukan Tindak Pidana  tidak dipidana jika 
pelaku menghentikan atau mencegah kemungkinan terciptanya kondisi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).  

 
Paragraf 4 
Percobaan 

Pasal 17 
(1) Percobaan melakukan Tindak Pidana  terjadi jika niat pelaku telah nyata 

dari adanya  permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana  yang dituju, 
tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak 
menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas 
kehendaknya sendiri. 

(2) Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika: 
a. perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk 
terjadinya Tindak Pidana; dan b. perbuatan yang dilakukan langsung 
berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju. 

(3) Pidana untuk percobaan melakukan Tindak Pidana  paling banyak 2/3 
(dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak 
Pidana  yang bersangkutan. 

(4) Percobaan melakukan Tindak Pidana yang diancamkan dengan pidana 
mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun. 

(5) Pidana tambahan untuk percobaan melakukan Tindak Pidana sama 
dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.  

 
Pasal 18 

(1) Percobaan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku setelah 
melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (1): a. tidak menyelesaikan perbuatannya karena 
kehendaknya sendiri secara sukarela; atau b. dengan kehendaknya 
sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya. 

(2) Dalam hal percobaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1) telah 
menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan 
telah merupakan Tindak Pidana tersendiri, pelaku dapat dipertang-
gungjawabkan untuk Tindak Pidana tersebut.                           
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Pasal 19 
Percobaan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana 
denda paling banyak kategori II tidak dipidana.  
 

Paragraf 5 
Penyertaan 

Pasal 20 
Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika: a. melakukan sendiri 
Tindak Pidana; b. melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau 
menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; c. turut serta 
melakukan Tindak Pidana; atau d. menggerakkan orang lain supaya 
melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, 
menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan 
memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.  
 

Pasal 21 
(1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan 

sengaja: a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk 
melakukan Tindak Pidana; atau b. memberi bantuan pada waktu 
Tindak Pidana dilakukan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk 
pembantuan terhadap Tindak Pidana yang hanya diancam dengan 
pidana denda paling banyak kategori II. 

(3) Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 
2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak 
Pidana yang bersangkutan. 

(4) Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana 
mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. 

(5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama 
dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. 
Pasal 20 Pasal 22 Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 atau pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidananya.   

 
Paragraf 6 

Pengulangan 
Pasal 23 

(1) Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika Setiap Orang: a. melakukan 
Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani 
seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana 
pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau  b. pada waktu 
melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang 
dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa. 
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(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Tindak 
Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 
4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori 
III. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk 
Tindak Pidana mengenai penganiayaan.   

 
Paragraf 7 

Tindak Pidana Aduan 
Pasal 24 

(1) Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas 
dasar pengaduan.  

(2) Tindak Pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang- 
Undang. 

 
Pasal 25 

(1) Dalam hal korban Tindak Pidana aduan belum berusia 16 (enam belas) 
tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya. 

(2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, 
pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus. 

(3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah 
dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. 

(4) Dalam hal Anak tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah 
dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, 
pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping. 

 
Pasal 26 

(1) Dalam hal korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampuan, 
yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi korban 
Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampuan karena boros. 

(2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada 
atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan 
oleh suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus. 

(3) Dalam hal suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis 
lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan 
dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai 
derajat ketiga. 

 
Pasal 27 

Dalam hal korban Tindak Pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat 
dilakukan oleh Orang Tua, anak, suami, atau istri korban, kecuali jika korban 
sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan. 
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Pasal 28 
(1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan 

permohonan untuk dituntut. 
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan 

atau tertulis kepada Pejabat yang berwenang. 
 

Pasal 29 
(1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu: a. enam Bulan 

terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya 
Tindak Pidana jika yang berhak mengadu  bertempat tinggal di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau b. sembilan Bulan terhitung 
sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak 
Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) Jika yang berhak mengadu lebih dari seorang, tenggang waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pengadu masing-
masing mengetahui adanya Tindak Pidana.  

 
Pasal 30 

(1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) 
Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan. 

(2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.   
 

Paragraf 8 
Alasan Pembenar 

Pasal 31 
Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika 
perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

Pasal 32 
Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika 
perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari 
Pejabat yang berwenang.  
 

Pasal 33 
Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika 
perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat. 
 

Pasal 34 
Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak 
dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap 
serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri 
sendiri atau orang lain, serta kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta 
benda sendiri atau orang lain.  
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Pasal 35 
Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar.   
 

Bagian Kedua 
Pertanggungjawaban Pidana 

Paragraf 1 
Pertanggungjawaban Pidana Orang 

Pasal 36 
(1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak 

Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. 
(2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang 

dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan 
karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan.  

 
Pasal 37 

Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: a. dipidana 
semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa 
memperhatikan adanya kesalahan; atau b. dimintai pertanggungjawaban atas 
Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.   
 

Pasal 38 
Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menderita disabilitas 
mental dan/atau disabilitas intelektual pidananya dapat diku- rangi dan 
dikenai tindakan.   
 

Pasal 39 
Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menderita disabilitas 
mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik 
dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi 
pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.  
 

Paragraf 2 
Alasan Pemaaf 

Pasal 40 
Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada 
waktu melakukan Tindak Pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun.  
 

Pasal 41 
Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau 
diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, 
dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkan 
kembali kepada Orang Tua/wali; atau   b. mengikutsertakan dalam program 
pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau 
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Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani 
bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling 
lama 6 (enam) Bulan.  
 

Pasal 42 
Tidak dipidana Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana karena: a. 
dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau b. dipaksa oleh adanya 
ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari. 

Pasal 43 
Setiap Orang yang melakukan pembelaan karena terpaksa yang melampaui 
batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena 
serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum tidak 
dipidana.  
 

Pasal 44 
Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan 
hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik 
mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan 
pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya.  
 

Paragraf 3 
Pertanggungjawaban Korporasi 

Pasal 45 
(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. 
(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum 

yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik 
negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta 
perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan 
hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan 
komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.   

 
Pasal 46 

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh 
pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi 
Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan 
hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak 
demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi 
tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.   
 

Pasal 47 
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh 
Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau 
pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat 
mengendalikan Korporasi. 
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Pasal 48 
Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 
47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: a. termasuk dalam lingkup usaha atau 
kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain 
yang berlaku bagi Korporasi; b. menguntungkan Korporasi secara melawan 
hukum; dan c. diterima sebagai kebijakan Korporasi.  
 

Pasal 49 
Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang 
mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, 
dan/atau pemilik manfaat Korporasi.  

Pasal 50 
Alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai 
kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik 
manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan 
tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan 
kepada Korporasi.   
 

BAB III  
PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN 

Bagian Kesatu 
Tujuan dan Pedoman Pemidanaan 

Paragraf 1  
Tujuan Pemidanaan 

Pasal 51 
Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan 
menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;  
b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan 
pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan 
konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, 
serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d. 
menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada 
terpidana.   
 

Pasal 52 
Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. 
 

Paragraf 2 
Pedoman Pemidanaan 

Pasal 53 
(1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum 

dan keadilan. 
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(2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan 
keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.  

 
Pasal 54 

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. bentuk  kesalahan pelaku 
Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap 
batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak Pidana dilakukan dengan 
direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; 
f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. 
riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak 
Pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; 
i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;  j. 
pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau k. nilai hukum 
dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu 
dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan 
dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak 
mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan 
kemanusiaan.  
 

Pasal 55 
Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari 
pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang 
tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat 
menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.  
 

Pasal 56 
Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan: a. tingkat 
kerugian atau dampak yang ditimbulkan; b. tingkat keterlibatan pengurus yang 
mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi 
perintah, pemegang kendali, pemberi perintah, dan/atau pemilik manfaat 
Korporasi; c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan; d. frekuensi Tindak 
Pidana oleh Korporasi; e. bentuk kesalahan Tindak Pidana; f. keterlibatan 
Pejabat; g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat; h. rekam 
jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan; i. pengaruh pemidanaan 
terhadap Korporasi; dan/atau j. kerja sama Korporasi dalam penanganan 
Tindak Pidana.   
 

Paragraf 3 
Pedoman Penerapan Pidana Penjara  

dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif 
Pasal 57 

Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, 
penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika hal itu 
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dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan 
pemidanaan.   
 

Paragraf 4 
Pemberatan Pidana 

Pasal 58 
Faktor yang memperberat pidana meliputi: a. Pejabat yang melakukan Tindak 
Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan 
Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau 
sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;  b. penggunaan bendera 
kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu 
melakukan Tindak Pidana; atau c. pengulangan Tindak Pidana. 
 

Pasal 59 
Pidana untuk pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat 
ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.  
  

Paragraf 5 
Ketentuan Lain tentang Pemidanaan 

Pasal 60 
Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang sudah berada dalam 
tahanan mulai berlaku pada saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, sedangkan bagi terpidana yang tidak berada di dalam tahanan, pidana 
tersebut berlaku pada saat putusan mulai dilaksanakan. 
 

Pasal 61 
(1) Pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan 

dikurangi seluruh atau sebagian masa penangkapan dan/atau penahanan 
yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

(2) Pengurangan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda. 

 
Pasal 62 

(1) Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi 
terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. 

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan grasi diatur dalam 
Undang-Undang.  

 
Pasal 63 

Jika narapidana melarikan diri, masa selama narapidana melarikan diri tidak 
diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara.   
 

Bagian Kedua Pidana dan Tindakan 
Paragraf 1 



310     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

Pidana 
Pasal 64 

Pidana terdiri atas: a. pidana pokok;  b. pidana tambahan; dan c. pidana yang 
bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-
Undang. 
 

Pasal 65 
(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: 

a. pidana penjara; b.  pidana tutupan; c.  pidana pengawasan;  d.  pidana 
denda; dan e.  pidana kerja sosial. 

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat 
atau ringannya pidana. 

 
Pasal 66 

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri 
atas: a.  pencabutan hak tertentu; b.  perampasan Barang tertentu 
dan/atau tagihan;  c.  pengumuman putusan hakim; d.  pembayaran ganti 
rugi;  e. pencabutan izin tertentu; dan f. pemenuhan kewajiban adat 
setempat. 

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan 
dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai 
tujuan pemidanaan. 

(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 
1 (satu) jenis atau lebih. 

(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan 
pidana tambahan untuk Tindak Pidananya. 

(5) Pidana tambahan bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang 
melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional 
Indonesia.  

 
Pasal 67 

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c 
merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.  
 

Pasal 68 
(1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu 

tertentu. 
(2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima 

belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) Hari, kecuali 
ditentukan minimum khusus. 

(3) Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara 
seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana yang 
dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk 
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waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun 
berturut-turut. 

(4) Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 
(dua puluh) tahun. 

 
Pasal 69 

(1) Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah 
menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana 
penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua 
puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan 
pertimbangan Mahkamah Agung. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup 
menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 70 

(1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 52 dan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak 
dijatuhkan jika ditemukan keadaan: a. terdakwa adalah Anak; b. 
terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh) tahun; c. terdakwa baru 
pertama kali melakukan Tindak Pidana; d. kerugian dan penderitaan 
Korban tidak terlalu besar; e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada 
Korban; f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang 
dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; g. tindak  pidana  
terjadi  karena  hasutan yang sangat kuat dari orang lain; h. Korban  
tindak  pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana 
tersebut; i. tindak  pidana  tersebut  merupakan akibat dari suatu keadaan 
yang tidak mungkin terulang lagi; j. kepribadian dan perilaku terdakwa 
meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain; k. 
pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa 
atau keluarganya; l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan 
diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa; m. penjatuhan pidana 
yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang 
dilakukan terdakwa; n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; 
dan/atau o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi 
Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 
lebih, Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, 
atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan 
masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian 
negara.  

Pasal 71 
(1) Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan 

pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat 
tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan 
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tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 52 dan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.  

(2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dijatuhkan jika: a. tanpa Korban; b. Korban tidak mempermasalahkan; 
atau c. bukan pengulangan Tindak Pidana. 

(3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak menu-
rut kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut kategori III. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku 
bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk Tindak Pidana 
yang dilakukan sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun. 

 
Pasal 72 

(1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari 
pidana penjara  yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) 
tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan dapat diberi pembebasan 
bersyarat. 

(2) Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut 
dianggap jumlah pidananya sebagai 1 (satu) pidana. 

(3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi  
selama masa percobaan.   

(4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama  dengan sisa 
waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) 
tahun. 

(5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai 
tersangka atau terdakwa dalam perkara lain tidak diperhitungkan waktu 
penahanannya sebagai masa percobaan.  

 
Pasal 73 

(1) Syarat yang  harus  dipenuhi  selama  masa percobaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) terdiri atas: a. syarat umum berupa 
narapidana tidak akan melakukan Tindak Pidana; dan  b. syarat khusus 
berupa narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan 
tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik, 
kecuali ditentukan lain oleh hakim. 

(2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 
diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru yang semata-mata bertujuan 
untuk pembimbingan narapidana. 

(3) Narapidana yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dicabut pembebasan bersyaratnya. 

(4) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat 
dicabut setelah melampaui 3 (tiga) Bulan terhitung sejak saat habisnya 
masa percobaan kecuali dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak 
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habisnya masa percobaan narapidana dituntut karena melakukan Tindak 
Pidana yang dilakukan dalam masa percobaan. 

(5) Dalam hal narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijatuhi 
pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda paling sedikit 
kategori III, pembebasan bersyarat dicabut. 

 
Pasal 74 

(1) Orang  yang  melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana 
penjara karena keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana 
tutupan. 

(2) Pidana  tutupan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dapat  dijatuhkan 
kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana karena terdorong oleh 
maksud yang patut dihormati. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika cara 
melakukan atau akibat dari Tindak Pidana tersebut sedemikian rupa 
sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara. 

 
Pasal 75 

Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan 
tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 
54, dan Pasal 70.  
 

Pasal 76 
(1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan 

paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak 
lebih dari 3 (tiga) tahun. 

(2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa 
terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi. 

(3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan 
juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa: a. terpidana dalam waktu 
tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus 
mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak 
Pidana yang dilakukan; dan/atau  b. terpidana harus melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan 
kemerdekaan berpolitik. 

(4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya 
tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu. 

(5) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, 
jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan 
mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara  
atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim 
yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan. 
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(6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim 
jika  selama  dalam  pengawasan  terpidana  menunjukkan  kelakuan 
yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan 
perpanjangan masa pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 
Pasal 77 

(1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak 
Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana 
penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan. 

(2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan 
dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana 
penjara. 

 
Pasal 78 

(1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh  
terpidana berdasarkan putusan pengadilan. 

(2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling 
sedikit  Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). 

 
Pasal 79 

(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori I, 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah);  c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);  d. 
kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);  e. kategori V, 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);  f. kategori VI, Rp2.000.000.000 
,00 (dua miliar rupiah);  g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah); dan h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah). 

(2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana 
denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  

 
Pasal 80 

(1) Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan 
kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan penge-
luaran terdakwa secara nyata.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi 
penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan. 

 
Pasal 81 

(1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat 
dalam putusan pengadilan. 

(2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur. 
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(3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar 
dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan 
terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana 
denda yang tidak dibayar. 

 
Pasal 82 

(1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan 
untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti 
dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial 
dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda 
kategori II. 

(2) Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan 
paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) 
tahun 4 (empat) Bulan jika ada pemberatan pidana denda karena 
perbarengan; b. untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat 1 
(satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3); atau c. untuk 
pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling 
lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. 

(3) Jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda 
dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang 
sepadan. 

(4) Perhitungan lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp50.000,00 (lima 
puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan: a. satu jam 
pidana kerja sosial pengganti; atau b. satu Hari pidana pengawasan atau 
pidana penjara pengganti. 

 
Pasal 83 

(1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak dapat dilakukan, pidana denda di 
atas kategori II yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk 
Tindak Pidana yang bersangkutan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) berlaku juga 
untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang 
mengenai pidana penjara pengganti. 

 
Pasal 84 

Setiap Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk Tindak 
Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II 
dapat dijatuhi pidana pengawasan paling lama 6 (enam) Bulan dan pidana 
denda yang diperberat paling banyak 1/3 (satu per tiga). 
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Pasal 85 
(1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan 

Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) 
tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) 
Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. 

(2) Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan: a. pengakuan terdawa 
terhadap Tindak Pidana yang dilakukan; b. kemampuan kerja terdakwa;  
c. persetujuan terdakwa  sesudah  dijelaskan  mengenai tujuan dan segala 
hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; d. riwayat sosial 
terdakwa; e. pelindungan keselamatan kerja terdakwa; f. keyakinan 
agama dan politik terdakwa; dan g. kemampuan terdakwa membayar 
pidana denda. 

(3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. 
(4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat  8 (delapan) jam dan paling 

lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. 
(5) Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 

(satu) Hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan 
dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata 
pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat. 

(6) Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dimuat dalam putusan pengadilan. 

(7) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat 
perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan 
seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib: a.  mengulangi  
seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;  b. menjalani seluruh  
atau  sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial 
tersebut; atau c.  membayar  seluruh  atau  sebagian  pidana denda yang 
diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai 
pengganti pidana denda yang tidak dibayar. 

(8) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh 
jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. 
(9)  Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat:  
a. lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya 
dijatuhkan oleh hakim; b. lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan 
mencantumkan jumlah jam per Hari dan jangka waktu penyelesaian 
pidana kerja sosial; dan c. sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana 
kerja sosial yang dijatuhkan. 

 
Pasal 86 

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa: a.  hak memegang jabatan publik 
pada umumnya atau jabatan tertentu; b.  hak menjadi anggota Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;  c.  hak memilih dan 
dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan;  d. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau 
pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknya sendiri;  e.  hak 
menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau mengampu atas 
Anaknya sendiri;  f.  hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau g.  hak 
memperoleh pembebasan bersyarat. 
 

Pasal 87 
Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f hanya dapat 
dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa: a. Tindak 
Pidana terkait jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus 
suatu jabatan;  b. Tindak Pidana yang terkait dengan profesinya; atau c. Tindak 
Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang 
diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya. 
 

Pasal 88 
Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dan huruf e, hanya dapat dilakukan jika 
pelaku dipidana karena: a.  dengan sengaja melakukan  Tindak Pidana 
bersama-sama dengan Anak yang berada dalam kekuasaannya; atau b.  
melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam kekuasaannya.  
 

Pasal 89 
Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 86 huruf g hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana 
karena: a.  melakukan Tindak Pidana jabatan atau Tindak Pidana yang 
melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;  b.   menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena 
jabatan; atau c.   melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau lebih.   
 

Pasal 90 
(1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib 

ditentukan jika: a. dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, 
pencabutan hak dilakukan untuk selamanya;  b. dijatuhi pidana penjara, 
pidana tutupan, atau  pidana pengawasan untuk waktu tertentu, 
pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau c.  
dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) 
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku 
jika yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat. (3)  
Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
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Pasal 91 
Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas 
meliputi Barang tertentu dan/atau tagihan: a.  yang dipergunakan untuk 
mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana; b.  yang khusus dibuat atau 
diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana; c.  yang berhubungan dengan 
terwujudnya Tindak Pidana; d.  milik terpidana atau orang lain yang diperoleh 
dari Tindak Pidana; e. dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara 
langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/atau f.  yang 
dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan. 
 

Pasal 92 
(1) Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 91 dapat dijatuhkan atas Barang yang tidak disita 
dengan menentukan bahwa Barang tersebut harus diserahkan atau 
diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan 
harga pasar. 

(2) Dalam hal Barang yang tidak disita tidak dapat diserahkan, barang 
tersebut diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai 
dengan harga pasar. 

(3) Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga 
pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberlakukan 
ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.  

   
Pasal 93 

(1) Jika dalam putusan pengadilan diperintahkan supaya putusan 
diumumkan, harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut 
dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana. 

(2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dibayar oleh terpidana, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk 
pidana denda. 

 
Pasal 94 

(1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk 
melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris 
sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) 
huruf d. 

(2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan 
pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan 
Pasal 83 secara mutatis mutandis.   
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Pasal 95 
(1) Pidana tambahan berupa pencabutan izin dikenakan kepada pelaku 

dan pembantu Tindak Pidana yang melakukan Tindak Pidana yang 
berkaitan dengan izin yang dimiliki. 

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan mempertimbangkan: a.  keadaan yang menyertai Tindak 
Pidana yang dilakukan;  b.  keadaan yang menyertai pelaku dan 
pembantu Tindak Pidana; dan c.  keterkaitan kepemilikan izin 
dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan. 

(3) Dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana 
pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan izin dilakukan 
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih 
lama dari pidana pokok yang dijatuhkan. 

(4) Dalam hal dijatuhi pidana denda, pencabutan izin berlaku paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.  

(5) Pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 
Pasal 96 

(1) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat 
diutamakan, jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). 

(2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dan dapat 
dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat 
setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana. 

(3) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga 
berupa pidana ganti kerugian. 

 
Pasal 97 

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat 
dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana 
dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2).  
 

Pasal 98 
Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk 
mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. 
 

Pasal 99 
(1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana 

ditolak Presiden. 
(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di 

muka umum. 
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(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh 
regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang- 
Undang. 

(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang 
menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita 
tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau 
orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.   

 
Pasal 100 

(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 
10 (sepuluh) tahun jika: a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada 
harapan untuk diperbaiki;  b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak 
terlalu penting; atau c. ada alasan yang meringankan. 

(2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. 

(3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) 
Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang 
tetap. 

(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat 
diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan 
Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. 

(5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang  terpuji serta tidak ada 
harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah 
Jaksa Agung.   

 
Pasal 101 

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak 
dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena 
terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur 
hidup dengan Keputusan Presiden.  
 

Pasal 102 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur 
dengan Undang-Undang.   
 

Paragraf 2 
Tindakan 
Pasal 103 

(1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok 
berupa: a. konseling; b. rehabilitasi; c. pelatihan kerja; d. perawatan di 
lembaga; dan/atau e. perbaikan akibat Tindak Pidana. 

(2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa: a. rehabilitasi;  b. 
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penyerahan kepada seseorang;  c. perawatan di lembaga;   d. penyerahan 
kepada pemerintah; dan/atau e. perawatan di rumah sakit jiwa. 

(3) Jenis, jangka waktu, tempat, dan/atau pelaksanaan tindakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam putusan 
pengadilan.   

 
Pasal 104 

Dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib memperhatikan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54.   
 

Pasal 105 
(1) Dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib memper-

timbangkan: a.  kemanfaatan bagi terdakwa; b.  kemampuan terdakwa; 
dan  c.  jenis pelatihan kerja. 

(2) Dalam menentukan jenis latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, hakim wajib memperhatikan latihan kerja atau pengalaman 
kerja dan tempat tinggal terdakwa. 

 
Pasal 106 

(1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang: a. kecanduan 
alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau  b. 
menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. 

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. 
rehabilitasi medis; dan b. rehabilitasi psikososial.  

Pasal 107 
Tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan keadaan pribadi 
terdakwa serta demi kepentingan terdakwa dan masyarakat. 
 

Pasal 108 
(1) Tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan terhadap 

terdakwa yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan masih 
dianggap berbahaya berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa. 

(2) Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang 
bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan hasil 
penilaian dokter jiwa. 

(3) Penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
berdasarkan penetapan hakim yang memeriksa perkara pada tingkat 
pertama yang diusulkan oleh jaksa. 

 
Pasal 109 

Tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan 
demi kepentingan terdakwa dan masyarakat. 
 
 
 



322     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

Pasal 110 
Tindakan perbaikan akibat Tindak Pidana adalah upaya memulihkan atau 
memperbaiki kerusakan akibat Tindak Pidana seperti semula.  
 

Pasal 111 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 110 diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.   
 

Bagian Ketiga 
Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak 

Paragraf 1 
Diversi 

Pasal 112 
(1) Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana 

penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan 
Tindak Pidana wajib diupayakan diversi. 

(2) Tata cara diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Undang-Undang.   

 
Paragraf 2 
Tindakan 
Pasal 113 

(1) Setiap Anak dapat dikenai tindakan berupa: a. pengembalian kepada 
Orang Tua/wali;  b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah 
sakit jiwa;  d. perawatan di lembaga yang menyelenggarakan urusan di 
bidang kesejahteraan sosial; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal 
dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;  f. 
pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau  g. perbaikan akibat Tindak 
Pidana. 

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan 
huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. (3) Anak di bawah usia 14 
(empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai 
tindakan.   

 
Paragraf 3 

Pidana 
Pasal 114 

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa: a. pidana pokok; dan b. 
pidana tambahan. 
 

Pasal 115 
Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a terdiri atas:  a. 
pidana peringatan;  b. pidana dengan syarat:  1. pembinaan di luar lembaga; 2. 
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pelayanan masyarakat; atau 3. pengawasan. c. pelatihan kerja;  d. pembinaan 
dalam lembaga; dan  e. penjara.    
 

Pasal 116 
Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b terdiri atas:  
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; atau  b. 
pemenuhan kewajiban adat.  
 

Pasal 117 
Ketentuan mengenai diversi, tindakan, dan pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.   
 

Bagian Keempat 
Pidana dan Tindakan bagi Korporasi 

Paragraf 1 
Pidana 

Pasal 118 
Pidana bagi Korporasi terdiri atas: a. pidana pokok; dan b. pidana tambahan. 
 

Pasal 119 
Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a adalah pidana 
denda. 
 

Pasal 120 
(1) Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 

huruf b terdiri atas: a. pembayaran ganti rugi; b. perbaikan akibat Tindak 
Pidana; c.  pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; d. pemenuhan 
kewajiban adat. e. pembiayaan pelatihan kerja; f. perampasan Barang 
atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; g. pengumuman 
putusan pengadilan; h. pencabutan izin tertentu;  i. pelarangan permanen 
melakukan perbuatan tertentu; j. penutupan seluruh atau sebagian 
tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi; k. pembekuan seluruh atau 
sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan l. pembubaran Korporasi. 

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, 
dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. 

(3) Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, kekayaan atau 
pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk 
memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi. 

 
Pasal 121 

(1) Pidana denda untuk Korporasi paling sedikit kategori IV, kecuali 
ditentukan lain oleh Undang-Undang. 
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(2) Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan: a.  pidana 
penjara  di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk 
Korporasi adalah kategori VI; b.  pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling 
banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; c.  pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) 
tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII.  

 
Pasal 122 

(1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat 
dalam putusan pengadilan. 

(2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur. 

(3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar 
dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan 
Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana 
denda yang tidak dibayar. 

(4) Dalam hal kekayaan atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk 
melunasi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Korporasi 
dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh 
kegiatan usaha Korporasi.   

 
Paragraf 2 
Tindakan 
Pasal 123 

Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi: a. pengambilalihan Korporasi;  
b. pembiayaan pelatihan kerja;  c. penempatan di bawah pengawasan; dan/atau 
d. penempatan Korporasi di bawah pengampuan. 
 

Pasal 124 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan 
bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 
123 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

Bagian Kelima 
Perbarengan 

Pasal 125 
(1) Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang 

diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi satu pidana, 
sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang 
paling berat. 

(2) Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan 
pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang- 
Undang menentukan lain. 
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Pasal 126 
(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhu-

bungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam 
dengan ancaman pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana. 

(2) Jika perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diancam dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhi pidana pokok yang 
terberat.  

Pasal 127 
(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang 

sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana 
pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan 1 (satu) pidana. 

(2) Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana yang diancamkan pada 
semua Tindak Pidana tersebut, tetapi tidak melebihi pidana yang terberat 
ditambah 1/3 (satu per tiga). 

 
Pasal 128 

(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang 
sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana 
pokok yang tidak sejenis, pidana yang dijatuhkan adalah semua jenis 
pidana untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi 
maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). 

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam 
pidana denda, penghitungan denda didasarkan pada lama maksimum 
pidana penjara pengganti pidana denda. 

(3) Jika Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, 
minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk Tindak Pidana masing-
masing, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 
1/3 (satu per tiga). 

 
Pasal 129 

Jika dalam perbarengan Tindak Pidana dijatuhi pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup, terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali 
pidana tambahan, yakni: a.   pencabutan hak tertentu; b.   perampasan Barang 
tertentu; dan/atau c. pengumuman putusan pengadilan. 
 

Pasal 130 
(1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan 

Pasal 129, penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: a. pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu 
dengan ketentuan:  1. paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau 2. 
apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lama 
pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.   b. 
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pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara sendiri- sendiri 
untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi; atau c. pidana perampasan 
Barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan secara sendiri-sendiri 
untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi.  

(2) Ketentuan mengenai lamanya pidana pengganti bagi pidana perampasan 
Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku 
ketentuan pidana pengganti untuk denda. Pasal 110   

 
Pasal 131 

(1) Jika seseorang setelah dijatuhi pidana dan kembali dinyatakan bersalah 
melakukan Tindak Pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan, 
pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan 
dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 130, seperti jika Tindak 
Pidana itu diadili secara bersama. 

(2) Jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
mencapai maksimum pidana, hakim cukup menyatakan bahwa terdakwa 
bersalah tanpa perlu diikuti pidana.     

 
BAB IV 

GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN 
PIDANA 

Bagian Kesatu 
Gugurnya Kewenangan Penuntutan 

Pasal 132 
(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika: a. telah ada putusan 

pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang 
atas perkara yang sama; b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia; c. 
kedaluwarsa; d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi 
Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda  paling banyak 
kategori III; e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan 
sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun;  f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan; 
atau g. diatur dalam Undang-Undang. 

(2) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi 
sama dengan ketentuan untuk orang dengan memperhatikan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.   

 
Pasal 133 

(1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d  
dan huruf e serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah 
dimulai, dibayarkan kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka 
waktu yang telah ditetapkan. 

(2) Jika diancamkan pula pidana tambahan berupa perampasan Barang atau 
tagihan, Barang atau tagihan yang dirampas harus diserahkan atau harus 
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dibayar menurut taksiran Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
jika Barang atau tagihan tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan 
terpidana. 

(3) Jika pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan tersebut tetap 
berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap Tindak 
Pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e.  

 
Pasal 134 

Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang 
sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 113 Pasal 135 Jika putusan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 berasal dari pengadilan luar negeri, 
terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana yang sama tidak boleh 
diadakan penuntutan dalam hal: a.  putusan bebas dari tuduhan atau lepas dari 
segala tuntutan hukum; atau b. putusan berupa pemidanaan dan pidananya 
telah dijalani seluruhnya, telah diberi ampun, atau penjalanan pidana tersebut 
kedaluwarsa.  
 

Pasal 136 
(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa jika: a. 

setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana  yang  
diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
hanya denda paling banyak kategori III; b. setelah melampaui waktu 6 
(enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 
di atas 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. setelah melampaui 
waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana  yang  diancam dengan 
pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun; d. 
setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak Pidana  
yang  diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun; dan e. setelah melampaui waktu 20 (dua 
puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 
paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau 
pidana mati. 

(2) Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh Anak, tenggang waktu 
gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3 (satu per tiga). 

 
Pasal 137 

Jangka waktu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan Hari setelah perbuatan 
dilakukan, kecuali bagi: a. Tindak Pidana pemalsuan dan Tindak Pidana 
perusakan mata uang, kedaluwarsa dihitung mulai keesokan Harinya setelah 
barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan; b. Tindak 
Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Pasal 457, Pasal 459, dan Pasal 
505 kedaluwarsa dihitung mulai keesokan Harinya setelah Korban Tindak 
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Pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari Tindak Pidana 
tersebut.  
 

Pasal 138 
(1) Tindakan penuntutan Tindak Pidana menghentikan tenggang waktu 

kedaluwarsa. 
(2) Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dihitung keesokan Hari setelah tersangka atau terdakwa 
mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya 
yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, mulai 
diberlakukan tenggang kedaluwarsa baru. Pasal 117 Pasal 139 Apabila 
penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa 
hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, tenggang waktu 
kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut 
mendapatkan putusan.    

 
Bagian Kedua 

Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana 
Pasal 140 

Kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur, jika: a. terpidana 
meninggal dunia;  b.  kedaluwarsa; c.  terpidana mendapat grasi atau amnesti; 
atau d.  penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain. 

 
Pasal 141 

Jika terpidana meninggal dunia, pidana perampasan Barang tertentu dan/atau 
tagihan yang telah disita tetap dapat dilaksanakan. 
 

Pasal 142 
(1) Kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah 

berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu 
kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
136 ditambah 1/3 (satu per tiga). 

(2) Tenggang waktu kedaluwarsa  pelaksanaan  pidana harus melebihi lama 
pidana yang dijatuhkan kecuali untuk pidana penjara seumur hidup. 

(3) Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu keda-
luwarsa.  

(4) Jika  pidana  mati diubah  menjadi pidana  penjara seumur hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, kewenangan  pelaksanaan  
pidana gugur karena kedaluwarsa setelah lewat waktu yang sama 
dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagai- 
mana dimaksud dalam  Pasal 136 ayat (1) huruf e ditambah 1/3 (satu per 
tiga) dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut. 
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Pasal 143 
(1) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dihitung keesokan 

Harinya sejak putusan pengadilan dapat dilaksanakan.  
(2) Apabila terpidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana maka 

tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan Harinya sejak tanggal 
terpidana tersebut melarikan diri. 

(3) Apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, tenggang 
waktu kedaluwarsa dihitung keesokan Harinya sejak tanggal penca-
butan. 

(4) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama:  a. 
pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan perundang-
undangan; atau b. terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun 
perampasan kemerdekaan tersebut berkaitan dengan putusan pengadilan 
untuk Tindak Pidana lain.    

 
BAB V 

PENGERTIAN ISTILAH 
Pasal 144 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 
 

Pasal 145 
Anak Kunci adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci, termasuk 
sandi, kode rahasia, kunci Masuk Komputer, kartu magnetik, sinyal, atau 
frekuensi yang telah diprogram yang dapat digunakan untuk membuka 
sesuatu. 
 

Pasal 146 
Anak Kunci Palsu adalah Anak Kunci duplikat termasuk juga segala perkakas, 
sistem elektronik, atau yang disamakan dengan itu yang tidak dimaksudkan 
untuk membuka kunci yang digunakan untuk membuka kunci. 
 
 

Pasal 147 
Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, 
simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana 
dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa 
takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan.  
 

Pasal 148 
Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh 
pemilik atau operator Kapal yang melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan 
jabatannya. 
 

Pasal 149 
Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda. 
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Pasal 150 
Ayah adalah termasuk juga orang yang menjalankan kekuasaan yang sama 
dengan Ayah. 
 

Pasal 151 
Bangunan Listrik adalah bangunan yang digunakan untuk membangkitkan, 
mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik, termasuk alat yang 
berhubungan dengan itu, yaitu alat penjaga keselamatan, alat pema- sang, alat 
pendukung, alat pencegah, atau alat pemberi peringatan. 
 

Pasal 152 
Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak 
bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program 
Komputer. 
 

Pasal 153 
Bulan adalah waktu 30 (tiga puluh) Hari. 
 

Pasal 154 
Dalam Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintu luar pesawat 
udara ditutup setelah naiknya Penumpang sampai saat pintu dibuka  untuk 
penurunan Penumpang, atau dalam hal terjadi pendaratan darurat 
penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang 
berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan Barang 
yang ada di dalam pesawat udara. 
 

Pasal 155 
Dalam Dinas Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat pesawat udara 
disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu 
sampai lewat 24 (dua puluh empat) jam sesudah pendaratan.   
 

Pasal 156 
Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam. 
 

Pasal 157 
Harta Kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi. 
 

Pasal 158 
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, mem-
pertukarkan data secara elektronik, surat elektronik, telegram, pengkopian 
jarak jauh atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau 
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang 
yang mampu memahaminya. 
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Pasal 159 
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan 
dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang 
berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung 
dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 
 

Pasal 160 
Kapal Indonesia adalah Kapal yang didaftar di Indonesia dan memperoleh 
Surat tanda kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.   
 

Pasal 161 
Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan 
fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan 
penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, 
termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. 
 

Pasal 162 
Kekuasaan Ayah adalah termasuk juga kekuasaan kepala keluarga. 
 

Pasal 163 
Kode Akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya 
yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer, jaringan Komputer, 
internet, atau media elektronik lainnya. 
 

Pasal 164 
Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optikal, 
atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. 
 

Pasal 165 
Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik 
merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, 
perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 
badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun 
perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk 
firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.  
 

Pasal 166 
Luka Berat adalah:  a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh 
dengan  sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut; b.  terus-
menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan; c.  tidak 
dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota 
tubuh; d.  cacat berat atau cacat permanen; e.    lumpuh; f.    daya pikir tergang-
gu selama lebih dari 4 (empat) minggu; atau g.  gugur atau matinya kan-
dungan.  
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Pasal 167 
Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan 
dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.  
 

Pasal 168 
Malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit.  
 

Pasal 169 
Masuk adalah termasuk mengakses Komputer atau Masuk ke dalam sistem 
Komputer.  
 

Pasal 170 
Memanjat adalah termasuk Masuk dengan melalui lobang yang sudah ada 
tetapi tidak untuk tempat orang lewat, atau Masuk melalui lobang dalam tanah 
yang sengaja digali, atau Masuk melalui atau menyeberangi selokan atau parit 
yang gunanya sebagai pembatas halaman. 
 

Pasal 171 
Musuh adalah termasuk juga pemberontak dan negara atau kekuasaan yang 
diperkirakan akan menjadi lawan Perang. 
 

Pasal 172 
Nakhoda adalah salah seorang Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi 
di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 

Pasal 173 
Pejabat adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi 
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 
tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: a. aparatur sipil 
negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara 
Nasional Indonesia; b. pejabat negara; c. pejabat publik; d. pejabat daerah; e. 
orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; f. 
orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya milik negara atau daerah; atau g. pejabat lain yang ditentukan 
berdasarkan peraturan perundang- undangan.  
 

Pasal 174 
Orang Tua adalah termasuk juga kepala keluarga.  

 
Pasal 175 

Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang.  
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Pasal 176 
Penumpang adalah orang selain Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang berada 
di Kapal atau orang selain kapten penerbang dan awak pesawat udara lain 
yang berada dalam pesawat udara. 
 

Pasal 177 
Perang adalah termasuk juga Perang saudara dengan mengangkat senjata. 
 

Pasal 178 
Waktu Perang adalah termasuk waktu di mana bahaya Perang mengancam 
dan/atau ada perintah untuk mobilisasi Tentara Nasional Indonesia dan selama 
keadaan mobilisasi tersebut masih berlangsung.  
 

Pasal 179 
Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara termasuk pesawat ruang 
angkasa, yang didaftarkan dan mempunyai tanda pendaftaran Indonesia sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pesawat udara 
asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan 
penerbangan Indonesia. 
 

Pasal 180 
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, 
animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui 
berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang 
memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan 
dalam masyarakat. 
 

Pasal 181 
Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal Komputer yang dapat diakses 
dengan cara-cara tertentu. 
 

Pasal 182 
Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi. 
 

Pasal 183 
Surat adalah dokumen yang ditulis di atas kertas, termasuk juga dokumen atau 
data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media 
penyimpan Komputer atau media penyimpan data elektronik lain. 
 

Pasal 184 
Ternak adalah hewan peliharaan yang diperuntukan sebagai sumber pangan 
dan sumber mata pencaharian.  
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Pasal 185 
Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/atau 
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Tindak Pidana. 
 

Pasal 186 
Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, 
dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam 
Undang-Undang.     
 

BAB VI 
ATURAN PENUTUP 

Pasal 187 
Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi 
Perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, 
kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang. 
 

BUKU KEDUA  
TINDAK PIDANA 

BAB I  
TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA 

Bagian Kesatu  
Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara 

Paragraf 1  
Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme 

Pasal 188 
(1) Setiap Orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran 

komunisme/marxisme-leninisme di muka umum dengan lisan atau 
tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media 
apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar 
negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.  

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) 
mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian 
Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun. 

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meng-
akibatkan orang menderita Luka Berat dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 12 (dua belas) tahun. 

(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meng-
akibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun. 

(6) Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran ko-
munisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan.   
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Pasal 189 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang 
yang: a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut 
ajaran komunisme/marxisme-leninisme; atau b. mengadakan hubungan dengan 
atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik 
di dalam maupun di luar negeri, yang sepatutnya diketahui menganut ajaran 
komunisme/marxisme- leninisme dengan maksud mengubah dasar negara atau 
menggulingkan pemerintah yang sah.      
   

Paragraf 2 
Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila 

Pasal 190 
(1) Setiap Orang yang menyatakan keinginannya di muka umum dengan 

lisan, tulisan, atau melalui media apa pun untuk meniadakan atau 
mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan: a. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau 
timbulnya kerugian Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun; b. terjadinya kerusuhan dalam 
masyarakat yang mengakibatkan orang menderita Luka Berat dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; atau c. 
terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan matinya 
orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.  

 
Bagian Kedua 

Tindak Pidana Makar 
Paragraf 1 

Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden 
Pasal 191 

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau 
merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau menjadikan 
Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan 
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.   
 

Paragraf 2 
Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pasal 192 
Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan 
asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. 
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Paragraf 3 
Makar terhadap Pemerintah yang Sah 

Pasal 193 
(1) Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud  menggulingkan 

pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 
(dua belas) tahun. 

(2) Pemimpin atau pengatur Makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.   

 
Pasal 194 

(1) Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun, Setiap  Orang  yang: a.  melawan pemerintah yang sah 
dengan menggunakan kekuatan senjata; atau b.  dengan  maksud untuk 
melawan pemerintah yang sah bergerak bersama-sama atau menyatukan 
diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah yang sah dengan 
menggunakan kekuatan senjata. 

(2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.   

 
Pasal 195 

(1) Dipidana dengan  pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap 
Orang yang: a.  mengadakan hubungan dengan orang atau organisasi 
yang berkedudukan di luar negeri dengan maksud: 1. membujuk orang 
atau organisasi; 2. memperkuat  niat  dari orang atau organisasi; 3. 
menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang atau organisasi; 
atau 4. memasukkan suatu barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, untuk menggulingkan atau mengambil alih pemerintah yang 
sah;  b. memasukkan suatu barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan materil 
dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan 
dan/atau pengambilalihan pemerintah yang sah, padahal diketahui atau 
ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa barang tersebut digunakan 
untuk maksud tersebut; atau c. menguasai  atau menjadikan suatu barang 
sebagai pokok perjanjian yang dapat digunakan  untuk  memberikan  
bantuan  materiil dalam  mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan 
penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah yang sah, padahal 
mengetahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa barang 
tersebut digunakan untuk maksud tersebut, atau barang lain sebagai 
penggantinya dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik  
Indonesia untuk maksud tersebut, atau digunakan untuk maksud 
tersebut oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar negeri. 

(2) Barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berhubungan 
dengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 
huruf c dirampas untuk negara atau dimusnahkan.   
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Pasal 196 
(1) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk 

melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 
sampai dengan Pasal 194 dipidana. 

(2) Setiap Orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara 
konstitusional tidak dipidana.   

 
Bagian Ketiga Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara 

Paragraf 1 
Pertahanan Negara 

Pasal 197 
Setiap Orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, mempunyai, 
menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambar potret, gambar lukis, 
gambar tangan, atau video pengukuran, penulisan, keterangan, atau petunjuk 
lain mengenai suatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan 
negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori IV.   
 

Pasal 198 
Setiap Orang yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengadakan 
perundingan dengan negara asing, bertindak merugikan pertahanan negara 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.   
 

Pasal 199 
(1) Setiap warga negara Indonesia yang ikut serta melakukan Perang atau 

latihan militer atau bergabung dalam suatu organisasi tertentu untuk 
melakukan Perang atau latihan militer di luar negeri dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi 
anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia  yang mendapat persetujuan Pemerintah Indonesia.   

 
Pasal 200 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Setiap Orang 
yang: a.  dalam  suatu Perang yang tidak melibatkan Indonesia, melakukan 
perbuatan yang membahayakan sikap kenetralan negara atau melanggar suatu 
peraturan yang khusus dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk menjaga 
kenetralan negara; atau b.  dalam  Waktu  Perang, melanggar suatu peraturan 
yang dikeluarkan dan diumumkan oleh Pemerintah Indonesia untuk 
kepentingan pertahanan keamanan negara.  
 

Pasal 201 
Setiap Orang yang tanpa izin Presiden atau Pejabat yang diberi wewenang, 
mengajak warga negara Indonesia untuk Masuk menjadi anggota tentara asing 
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori III.   
 

Pasal 202 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan 
atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang tanpa 
wewenang: a. memasuki wilayah yang sedang dibangun untuk keperluan 
pertahanan keamanan negara dalam jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter, 
kecuali pada jalan besar untuk lalu lintas umum; b.  memasuki bangunan 
angkatan darat, angkatan laut, atau angkatan udara, serta pesawat atau kapal 
perang melalui jalan lain dari jalan Masuk biasa; c. membawa  alat  pemotret ke 
dalam suatu bagian lapangan yang dilarang oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan; atau d.  mempunyai hasil pemotretan, gambar, atau 
uraian dari proyek pertahanan keamanan negara dari seluruh atau sebagian 
lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c.   
 

Paragraf 2 
Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara 

Pasal 203 
(1) Dipidana dengan  pidana  penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, 

Setiap Orang yang: a. mengadakan hubungan dengan negara asing atau 
organisasi asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan 
perbuatan permusuhan atau Perang dengan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; b. memperkuat niat negara asing atau organisasi asing 
tersebut untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a; atau c. menjanjikan  bantuan  atau membantu negara asing atau 
organisasi asing mempersiapkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a. 

(2) Jika perbuatan permusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-
benar dilakukan atau Perang benar-benar terjadi dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.   

 
Pasal 204 

Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan Surat, 
berita, atau keterangan mengenai suatu hal kepada negara asing atau 
organisasi asing, padahal orang tersebut mengetahui bahwa hal tersebut harus 
dirahasiakan untuk kepentingan negara dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun. 
 

Pasal 205 
Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan 
kepada orang yang tidak berhak mengetahui seluruh atau sebagian Surat, peta 
bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara yang 
berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan 
dari luar, yang ada padanya atau yang diketahuinya mengenai isi, bentuk, atau 
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cara membuat barang rahasia tersebut dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun. 
 

Pasal 206 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang: a.  memberikan fasilitas kepada 
orang yang diketahuinya tidak mempunyai wewenang, mempunyai niat atau 
sedang mencoba untuk mengetahui seluruh atau sebagian Surat, peta bumi, 
rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 205 atau untuk mengetahui letak, bentuk, susunan 
persenjataan, perbekalan, perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari 
proyek pertahanan negara atau suatu hal lain  yang bersangkutan dengan 
kepentingan pertahanan negara; atau b.   menyembunyikan  Barang  yang 
diketahuinya akan digunakan untuk melakukan perbuatan  sebagaimana 
dimaksud pada  huruf a.   
 

Pasal 207 
Setiap Orang yang karena tugasnya wajib menyimpan Surat, peta bumi, 
rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 205, karena kealpaannya menyebabkan isi, bentuk, atau 
cara membuatnya, seluruh atau sebagian diketahui oleh orang lain yang tidak 
berhak mengetahuinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun 6 (enam) bulan.  
 

Pasal 208 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Setiap Orang 
yang:  a.  melihat  atau mempelajari Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau 
barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, 
seluruh atau sebagian yang diketahuinya atau patut diduga bahwa Surat, peta 
bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut tidak 
boleh diketahuinya;  b.  membuat atau meminta membuat cetakan, gambar, 
atau tiruan dari Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat 
rahasia negara sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau c. tidak  menye-
rahkan  Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia 
negara tersebut kepada Pejabat yang berwenang padahal Surat, peta bumi, 
rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut jatuh ke 
tangannya.   
 

Pasal 209 
Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Pasal 202, Pasal 
205, Pasal 206, atau Pasal 208 dilakukan dengan mempergunakan cara curang 
atau dilakukan dengan cara memberi atau menerima, menimbulkan harapan, 
atau menjanjikan hadiah, keuntungan, atau upah dalam bentuk apapun juga 
atau dilakukan dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana 2 (dua) 
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kali lipat dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Pasal 
202, Pasal 205, Pasal 206, atau Pasal 208.   
 

Paragraf 3 
Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang 

Pasal 210 
Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun, Setiap Orang yang: a. merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat 
dipakai, atau memusnahkan instalasi negara atau militer;  b. menghalangi atau 
menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat 
hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah; atau   c. mengganggu 
atau merusak secara luas perhubungan darat, laut, udara, atau telekomunikasi.    
 

Pasal 211 
Warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk menjadi tentara asing 
yang sedang berperang dengan Negara Kesatuan Republik  Indonesia atau 
kemungkinan akan menghadapi Perang dengan Negara Kesatuan Republik  
Indonesia, dan jika Perang benar-benar terjadi dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun.   
 

Pasal 212 
(1) Setiap orang yang dalam Waktu Perang memberi bantuan kepada Musuh 

atau merugikan negara untuk kepentingan Musuh dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap 
Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang: a. memberitahukan 
atau menyerahkan peta, rencana, gambar, atau uraian dari bangunan 
tentara atau keterangan tentang gerakan tentara atau rencana tentara 
kepada Musuh; atau  b. bekerja pada Musuh  sebagai mata-mata, yang 
meliputi: 1. memiliki, menguasai, atau memperoleh dengan maksud 
untuk meneruskannya baik langsung maupun tidak langsung kepada 
Musuh Negara Kesatuan Republik  Indonesia, sesuatu peta, rancangan, 
gambar, atau tulisan tentang bangunan-bangunan militer atau rahasia 
militer ataupun keterangan tentang rahasia pemerintah dalam bidang 
politik, diplomasi, atau ekonomi; 2. melakukan penyelidikan untuk 
Musuh sebagaimana dimaksud pada huruf a atau menerima dalam 
pemondokan, menyembunyikan, atau menolong seorang penyelidik 
Musuh; 3. mengadakan, memudahkan, atau menyebarkan propaganda 
untuk Musuh; 4. melakukan sesuatu usaha yang bertentangan dengan 
kepentingan negara sehingga terhadap seseorang dapat dilakukan 
penyelidikan, penuntutan, perampasan, atau pembatasan kemerdekaan, 
penjatuhan pidana, atau tindakan lainnya oleh atau atas kekuasaan 
Musuh; atau 5. memberikan kepada atau menerima dari Musuh atau 
pembantu-pembantu Musuh, sesuatu Barang atau uang, atau melakukan 
sesuatu perbuatan yang menguntungkan Musuh atau pembantu-
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pembantu Musuh, atau menyukarkan atau merintangi atau meng-
gagalkan sesuatu tindakan terhadap Musuh atau pembantu-pembantu 
Musuh.  

(3) Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika Setiap Orang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang: a.  berkhianat untuk kepentingan Musuh, 
menyerahkan kepada kekuasaan Musuh, menghancurkan atau membuat 
tidak dapat dipakai lagi suatu tempat atau tempat penjagaan yang 
diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalan 
Perang, atau suatu kas Perang, ataupun suatu bagian dari itu  atau  
menghalang-halangi atau  menggagalkan suatu usaha tentara yang 
direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; 
atau b. menyebabkan atau memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau 
desersi di kalangan tentara.    

 
Pasal 213 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Setiap Orang 
yang dalam Waktu Perang, tanpa tujuan membantu Musuh atau merugikan 
negara untuk menguntungkan Musuh:  a.  memberi  fasilitas, tempat  menum-
pang, menyembunyikan,  atau membantu mata-mata Musuh; atau b.  mengaki-
batkan atau memudahkan desersi di kalangan tentara.   
 

Pasal 214 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, Setiap Orang 
yang:  a.  dalam Waktu Perang dengan perbuatan curang menyerahkan Barang 
keperluan tentara; atau  b.  ditugaskan untuk mengawasi penyerahan Barang 
sebagaimana dimaksud pada huruf a membiarkan perbuatan curang tersebut.   
   

Pasal 215 
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 sampai dengan 
Pasal 214 berlaku juga, jika salah satu dari perbuatan tersebut dilakukan 
terhadap atau berkaitan dengan negara sekutu dalam Perang bersama.   
 

Pasal 216 
Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk 
melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 atau Pasal 
212 dipidana.   
 

BAB II 
TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL 

PRESIDEN 
Bagian Kesatu 

Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden 
Pasal 217 
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Setiap Orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak 
termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun.    
 

Bagian Kedua 
Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat  Presiden dan Wakil 

Presiden 
Pasal 218 

(1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat 
dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda 
paling banyak kategori IV.  

(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk 
kepentingan umum atau pembelaan diri.   

 
Pasal 219 

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan 
atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman 
sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana 
teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan 
martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya 
diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori 
IV. 

 
Pasal 220 

(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 
hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.  

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara 
tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.   

 
BAB III 

TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT 
Bagian Kesatu  

Makar terhadap Negara Sahabat 
Paragraf 1 

Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat 
Pasal 221 

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk melepaskan 
wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan 
pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.  
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Pasal 222 
Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk menghapuskan 
atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam 
negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 
(enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.   
 

Pasal 223 
Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk 
melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dan Pasal 
222 dipidana.   
 

Paragraf 2 
Makar terhadap Kepala Negara Sahabat 

Pasal 224 
Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau 
merampas kemerdekaan kepala negara sahabat dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.    
 

Bagian Kedua 
Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara 

Sahabat serta Penodaan Bendera 
Paragraf 1 

Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara 
Sahabat 
Pasal 225 

Setiap Orang yang menyerang diri kepala negara sahabat dan wakil kepala 
negara sahabat yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.   
 

Paragraf 2 
Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat  Kepala Negara Sahabat  

dan Wakil Negara Sahabat 
Pasal 226 

Setiap Orang yang  di muka umum  menyerang kehormatan atau harkat dan 
martabat diri kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas 
kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling 
banyak kategori III.   
 

Pasal 227 
Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan 
martabat diri wakil dari negara sahabat yang bertugas di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori III.     
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Pasal 228 
(1) Setiap  orang  yang  menyiarkan,  mempertunjukkan,  atau menempelkan 

tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan 
rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan 
sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau 
harkat dan martabat terhadap kepala negara sahabat atau wakil negara 
sahabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud agar isi 
penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diketahui umum 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori IV. 

(2) Jika  Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan 
perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu 
belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana 
yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.   

 
Pasal 229 

(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 sampai dengan 
Pasal 228 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. 

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara 
tertulis oleh Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Sahabat.    

 
Pasal 230 

Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 228 jika 
perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.  
 

Paragraf 3 
Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat 

Pasal 231 
Setiap Orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori III.   
 

BAB IV 
TINDAK PIDANA TERHADAP PENYELENGGARAAAN RAPAT 

LEMBAGA LEGISLATIF DAN BADAN PEMERINTAH 
Pasal 232 

Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan membubarkan 
rapat lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah atau memaksa lembaga 
dan/atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil suatu 
keputusan, atau mengusir pimpinan atau anggota rapat tersebut dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.    
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Pasal 233 
Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan merintangi 
pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah untuk 
menghadiri rapat lembaga dan/atau badan tersebut, atau untuk menjalankan 
kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat lembaga dan/atau 
badan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori III.   

 
BAB V 

TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM 
Bagian Kesatu 

Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah,  
dan Golongan Penduduk 

Paragraf 1 
Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, 

 dan Lagu Kebangsaan 
 

Pasal 234 
Setiap Orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau 
melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, 
menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori V. 
 

Pasal 235 
Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: 
a. memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial; b. 
mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; c. 
mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain atau 
memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara; atau d. memakai 
bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus Barang, dan tutup 
Barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara.   
 

Pasal 236 
Setiap Orang yang mencoret, menulisi, menggambar atau menggambari, atau 
membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau 
merendahkan kehormatan lambang negara dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.   
 

Pasal 237 
Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: 
a. menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, 
warna, dan perbandingan ukuran; b. membuat lambang untuk perseorangan, 
partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau 
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menyerupai lambang negara; atau c.  menggunakan lambang negara untuk 
keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang.   
 

Pasal 238 
Setiap Orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan 
mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain 
dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu 
kebangsaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori V.   
 

Pasal 239 
Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang 
menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan: a. memperdengarkan, 
menyanyikan, atau menyebarluaskan hasil ubahan lagu kebangsaan dengan 
maksud untuk tujuan komersial; atau b. menggunakan lagu kebangsaan untuk 
iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.   
 

Paragraf 2 
Penghinaan terhadap Pemerintah 

Pasal 240 
Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap 
pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori IV.   
 

Pasal 241 
Setiap  orang  yang  menyiarkan,  mempertunjukkan,  atau menempelkan 
tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman 
sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana 
teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah 
dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya 
kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.   
 

Paragraf 3 
Penghinaan terhadap Golongan Penduduk 

Pasal 242 
Setiap Orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, 
kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau 
kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna 
kulit, agama, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori IV.   
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Pasal 243 
(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan 

tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan 
rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan 
sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan 
dengan  maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, 
terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk 
Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis 
kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat 
timbulnya Kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori IV. 

(2) Jika  Setiap Orang  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) melakukan 
Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu 
itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak 
Pidana yang sama, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa 
pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.   

 
Paragraf 4 

Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi 
Pasal 244 

Setiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau 
pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan 
atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia 
dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, 
sosial, dan budaya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori III.  
   

Pasal 245 
Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, 
perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan 
kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidana ditambah dengan 
1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.   
 

Bagian Kedua  
Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana 

Paragraf 1  
Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum 

 
Pasal 246 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang di muka umum dengan 
lisan atau tulisan: a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau  b. 
menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.   
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Pasal 247 
Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan 
atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman 
sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana 
teknologi informasi  yang berisi hasutan agar melakukan Tindak Pidana atau 
melawan penguasa umum dengan Kekerasan, dengan maksud agar isi 
penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana 
denda paling banyak kategori V.   
 

Pasal 248 
(1) Setiap Orang yang menggerakkan orang lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 huruf d untuk melakukan Tindak Pidana dan Tindak 
Pidana tersebut atau percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori IV. 

(2) Setiap Orang  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi 
pidana yang lebih berat dari yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan 
melakukan Tindak Pidana tersebut atau jika percobaan tersebut tidak 
dapat dipidana maka tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari 
yang ditentukan terhadap Tindak Pidana tersebut.  

(3) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
berlaku jika tidak terjadinya Tindak Pidana atau percobaan yang dapat 
dipidana tersebut disebabkan oleh karena kehendaknya sendiri.      

   
Paragraf 2 

Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana 
Pasal 249 

Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan 
untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan Tindak 
Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori II.   
 

Pasal 250 
(1) Setiap Orang yang  menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan 

tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memper-
dengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebar-
luaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penawaran untuk 
memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan Tindak 
Pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih 
diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 
(sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.  

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan 
perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu 
belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah 
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memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana 
yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.    

 
Pasal 251 

(1) Setiap orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan 
untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan 
harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori IV. 

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan 
perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 
huruf f.   

 
Pasal 252 

(1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, 
memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan 
bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat 
menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik 
seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori IV. 

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) melakukan 
perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai 
mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya  dapat ditambah dengan 1/3 
(satu per tiga).   

   
Bagian Ketiga 

Tidak Melaporkan atau Memberitahukan  
Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana 

Paragraf 1 
Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat 

 
Pasal 253 

Setiap Orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan 
salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai 
dengan Pasal 194, Pasal 205, Pasal 208, Pasal 212, Pasal 310, atau Pasal 312, tidak 
memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang atau kepada orang yang 
terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya Tindak 
Pidana tersebut, jika Tindak Pidana tersebut benar-benar terjadi dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori II. 
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Paragraf 2 
Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang 
Adanya Orang yang Berencana Melakukan Tindak Pidana 

 
Pasal 254 

(1) Setiap  orang  yang mengetahui adanya orang yang berniat untuk 
melakukan: a. salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 191 sampai dengan Pasal 198, Pasal 200, Pasal 202, Pasal 205, Pasal 
206, Pasal 208, Pasal 211 sampai dengan Pasal 217; b. desersi pada Waktu 
Perang atau pengkhianatan tentara; atau c. Tindak Pidana pembunuhan 
berencana, penculikan, perkosaan, atau salah satu Tindak Pidana yang 
membahayakan keamanan umum, bagi orang, kesehatan, barang, dan 
lingkungan hidup yang berakibat membahayakan nyawa orang, tidak 
memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang atau kepada orang 
yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya 
Tindak Pidana tersebut, jika Tindak Pidana tersebut terjadi dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori II.  

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga 
terhadap orang yang mengetahui salah satu Tindak Pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan dan telah membahayakan nyawa 
orang pada saat akibat masih dapat dicegah, tidak memberitahukan 
kepada Pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam.   

 
Pasal 255 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dan Pasal 254 tidak berlaku 
bagi orang yang jika memberitahukan hal tersebut kepada Pejabat yang 
berwenang atau orang yang terancam akan mendatangkan bahaya penuntutan 
pidana bagi diri sendiri,  keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau 
menyamping derajat kedua atau ketiga dari suami atau istrinya atau bekas 
suami atau istrinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut sehubungan dengan 
jabatan atau profesinya, dimungkinkan menurut hukum untuk dibebaskan 
menjadi saksi terhadap orang tersebut.    
 

Bagian Keempat 
Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum 

Paragraf 1 
Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain 

 
Pasal 256 

(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa Masuk ke dalam 
rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh 
orang lain atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, 
tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang 



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     351 

yang berhak atau suruhannya dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.  

(2) Dianggap memaksa Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap 
Orang yang Masuk dengan jalan, merusak, atau Memanjat, 
menggunakan Anak Kunci Palsu, perintah palsu, atau pakaian dinas 
palsu, atau yang dengan tidak sepengetahuan lebih dahulu pihak yang 
berhak serta bukan karena kekhilafan Masuk dan kedapatan di tempat 
tersebut pada Malam hari. 

(3) Jika Setiap Orang  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat 
menakutkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori III. (4)  Dalam hal Tindak 
Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh 
2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan bersama-sama, pidana 
dapat ditambah 1/3 (satu pertiga).   

 
Paragraf 2 

Penyadapan 
 

Pasal 257 
(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasang alat bantu teknis 

pada suatu tempat tertentu dengan tujuan untuk dapat mendengar atau 
merekam suatu pembicaraan dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. 

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) 
bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang 
menggunakan alat bantu teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
secara melawan hukum:  a. mendengar pembicaraan; b. merekam pembi-
caraan; atau c. memiliki hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berlangsung di dalam atau di 
luar rumah, ruangan atau halaman tertutup atau yang berlangsung 
melalui sarana elektronik. 

(3) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil rekaman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 
IV. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Setiap 
Orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan 
atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 dan Pasal 32.   

 
Pasal 258 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:  a.  mempergunakan 
kesempatan yang diperoleh dengan tipu muslihat atau secara melawan hukum 
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merekam gambar seseorang atau lebih yang berada di dalam suatu rumah atau 
ruangan yang tidak terbuka untuk umum dengan menggunakan alat bantu 
teknis sehingga merugikan kepentingan hukum orang tersebut; b.  memiliki  
gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui perbuatan  
sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau c. menyiarkan atau menyebar-
luaskan gambar sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan menggunakan 
sarana teknologi informasi.   
 

Paragraf 3 
Memaksa Masuk Kantor Pemerintah 

Pasal 259 
(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa Masuk ke dalam 

kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum atau yang berada 
di dalamnya secara melawan hukum dan atas permintaan Pejabat yang 
berwenang tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan atau 
pidana denda paling banyak kategori II.  

(2) Dianggap memaksa Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap  
Orang  yang  Masuk  dengan merusak, Memanjat, atau dengan meng-
gunakan Anak Kunci Palsu, perintah palsu, pakaian dinas palsu, atau 
yang  dengan tidak sepengetahuan lebih dahulu Pejabat yang berwenang 
serta bukan karena kekhilafan Masuk dan kedapatan di dalam tempat 
tersebut pada Malam hari. 

(3) Jika Setiap Orang  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat 
menakutkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori III. 

(4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(3) dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan 
bersama-sama, pidana dapat ditambah 1/3 (satu pertiga).   

   
Paragraf 4 

Turut Serta dalam Perkumpulan yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana 
Pasal 260 

(1) Setiap  orang  yang menggabungkan diri  dalam organisasi yang 
bertujuan melakukan Tindak Pidana atau organisasi yang dilarang 
berdasarkan Undang-Undang atau putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. 

(2) Pendiri atau pengurus organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).   

 
Paragraf 5 

Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang  
secara Bersama-sama di Muka Umum 
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Pasal 261 
(1) Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan 

dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau 
barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori V. 

(2) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
hancurnya barang atau mengakibatkan luka dipidana dengan 
pidana penjara paling  lama  7 (tujuh) tahun  atau  pidana denda  
paling banyak kategori IV. 

(3) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling  lama 9 (sembilan) tahun. 

(4) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling  lama paling lama 12 (dua belas) 
tahun. 

(5) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.   

 
Paragraf 6 

Penyiaran Berita Bohong 
Pasal 262 

(1) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau 
pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan 
tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori V. 

(2) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau 
pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan 
tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam 
masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori IV .   

   
Pasal 263 

Setiap orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau 
yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa kabar 
demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori III.   
 

Paragraf 7 
Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum 

Pasal 264 
Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang 
mengganggu ketenteraman lingkungan dengan: a. membuat hingar-bingar atau 
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berisik tetangga pada Malam hari; atau b. membuat seruan atau tanda-tanda 
bahaya palsu.   
 

Pasal 265 
Setiap Orang yang membuat kekacauan sehingga mengganggu rapat umum 
yang sah dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.   
 

Pasal 266 
Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan merintangi 
atau membubarkan rapat umum yang sah dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.  
 

Paragraf 8 
Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah 

Pasal 267 
Setiap Orang yang merintangi, menghalang-halangi, atau mengganggu jalan 
Masuk ke pemakaman, pengangkutan jenazah ke pemakaman, atau upacara 
pemakaman jenazah dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.  
  

Pasal 268 
Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau 
menghancurkan makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori II.   

 
Pasal 269 

Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar 
kuburan, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau 
memperlakukan jenazah secara tidak beradab dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. 
   

Pasal 270 
Setiap Orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau meng-
hilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau 
pidana denda paling banyak kategori II.   
 

Bagian Kelima 
Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu 

Pasal 271 
(1) Setiap Orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat 

kompetensi dan dokumen yang menyertainya dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori V. 
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(2) Setiap Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar 
akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. 

(3) Setiap Orang yang menerbitkan dan/atau memberikan ijazah, sertifikat 
kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori VI.    

 
Bagian Keenam Tindak Pidana Perizinan 

Paragraf 1 
Gadai Tanpa Izin 

 
Pasal 272 

Setiap Orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau barang dalam bentuk 
gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai 
mata pencaharian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori III.   
 

Paragraf 2 
Penyelenggaraan Pawai, Pesta, atau Keramaian 

 
Pasal 273 

Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang 
berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum 
atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, 
menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori II.   
   

Pasal 274 
(1) Setiap Orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk 

umum di jalan umum atau di tempat umum dipidana dengan pidana 
denda paling banyak kategori II. 

(2) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud 
ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, 
menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori II.  
  

Paragraf 3 
Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan 

 
Pasal 275 

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: 
a. tanpa izin  menjalankan pekerjaan yang menurut ketentuan peraturan 
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perundang-undangan harus memiliki izin; atau b.  melampaui wewenang yang 
diizinkan dalam menjalankan pekerjaan menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
  

Pasal 276 
(1) Setiap dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa 

izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori IV. 

(2) Setiap Orang yang menjalankan pekerjaan menyerupai dokter atau 
dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori V.   

 
Paragraf 4 

Pemberian atau Penerimaan Barang kepada dan dari Narapidana 
Pasal 277 

Setiap Orang yang tanpa izin memberi kepada atau menerima dari narapidana 
suatu barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori II.   
 

Bagian Ketujuh 
Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman dan Pekarangan 

Pasal 278 
Setiap Orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun 
atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana 
dengan pidana denda paling banyak kategori II.    
 

Pasal 279 
(1) Setiap Orang yang membiarkan Ternaknya berjalan di kebun, tanah 

perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah 
yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan 
pidana denda paling banyak kategori II. 

(2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk 
negara.   

Pasal 280 
Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: 
a. berjalan atau berkendaraan di atas tanah pembenihan, penanaman, atau yang 
disiapkan untuk itu yang merupakan milik orang lain; atau  b. tanpa hak 
berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dilarang Masuk 
atau sudah diberi larangan Masuk dengan jelas.   
 

BAB VI 
TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN 

Bagian Kesatu 
Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan 
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Pasal 281 
Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang 
pada saat sidang pengadilan berlangsung: a. tidak mematuhi perintah 
pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;  b.  bersikap 
tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas 
hakim dalam sidang pengadilan; atau c.  tanpa izin pengadilan merekam, 
mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan 
proses persidangan.    
 

Pasal 282 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori V advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya 
secara curang: a. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal 
mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat 
merugikan kepentingan pihak kliennya; atau b. mempengaruhi panitera, 
panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, 
atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan.   
Bagian Kedua Menghalang-halangi Proses Peradilan   
 

Pasal 283 
(1) Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak 

pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama 
hakim dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau 
pidana denda paling banyak kategori II.  

(2) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat Ruang sidang pengadilan 
pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan 
sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang 
dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.   

 
Pasal 284 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. mencegah, merintangi, atau 
menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan; b.  
menyampaikan barang bukti atau alat bukti palsu, keterangan palsu, atau 
mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan; 
atau  c.  merusak, mengubah, menghancurkan, atau menghilangkan barang 
bukti atau alat bukti. 
 

Pasal 285 
(1) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 

dilakukan dalam proses peradilan pidana dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori V. 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga: a.  
menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku Tindak Pidana, yang 
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karena itu menjalani proses peradilan pidana;  b. menghancurkan, 
menghilangkan, atau menyembunyikan benda yang menjadi sarana atau 
hasil Tindak Pidana atau bekas lainnya dari Tindak Pidana atau 
menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang, 
setelah Tindak Pidana terjadi, dengan maksud untuk menutupi atau 
menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan; atau 
c. menghalang-halangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi Pejabat 
yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di 
sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk 
memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan 
tugasnya.   

 
Pasal 286 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang: a.  menyem-
bunyikan orang yang melakukan Tindak Pidana atau orang yang 
dituntut atau dijatuhi pidana; atau b.  memberikan pertolongan kepada 
orang yang melakukan Tindak Pidana untuk menghindari penyidikan, 
penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh Pejabat yang 
berwenang. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika 
perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan 
dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis 
lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga, 
terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya.   

 
Pasal 287 

Setiap Orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan 
pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 
III.   
 

Pasal 288 
Setiap Orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang 
meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah Pejabat yang 
berwenang atau meloloskan diri dari pidana penjara atau pidana tutupan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori IV   

 
Pasal 289 

Setiap Orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil 
sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban 
yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dipidana dengan:  a.   pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau 
pidana denda paling banyak kategori II, bagi perkara pidana; atau b.  pidana 
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penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori 
II, bagi perkara lain.   

 
Pasal 290 

Setiap Orang yang telah dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan 
tidak mampu membayar utang, atau menjadi istri atau suami orang yang pailit 
dalam perkawinan dengan persatuan harta kekayaan, atau sebagai pengurus 
atau komisaris suatu persekutuan perdata, perkumpulan, atau yayasan yang 
telah dinyatakan pailit, yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan keterangan, 
atau tidak mau memberikan keterangan yang diminta, atau memberikan 
keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.   
 

Pasal 291 
Setiap Orang yang tidak memenuhi perintah Pejabat yang berwenang dalam 
proses peradilan untuk menyerahkan Surat yang dianggap palsu atau 
dipalsukan atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan Surat lain 
yang diduga palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau 
tidak diakui dipidana dengan: a.   pidana  penjara  paling  lama  9 (sembilan) 
bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, bagi perkara pidana; atau  
b.  pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 
kategori II, bagi perkara lain.   

 
Pasal 292 

Setiap Orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam 
hal yang diizinkan tidak meminta wakilnya menghadap, jika dipanggil di 
muka pengadilan untuk didengar sebagai keluarga sedarah atau keluarga 
semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu 
pengawas dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di 
bawah pengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau 
sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa dipidana dengan pidana denda paling 
banyak kategori II.   

 
Pasal 293 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a.  menarik 
Barang yang disita berdasarkan peraturan perundang-undangan atau 
yang dititipkan atas perintah pengadilan atau menyembunyikan Barang, 
padahal diketahui bahwa Barang tersebut berada dalam sitaan atau 
titipan; atau b.  merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat 
dipakai suatu Barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Penyimpan barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau mem-
bantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori V. 

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena 
kealpaan penyimpan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.   

 
Pasal 294 

Setiap orang yang secara melawan hukum menjual, menyewakan, memiliki, 
menggadaikan, atau menggunakan benda sitaan bukan untuk kepentingan 
proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori V.    
 

Pasal 295 
(1) Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan 
tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di 
atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri 
atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan 
dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan 
tersangka, terdakwa, atau pihak lawan dipidana, pidana ditambah 1/3 
(satu per tiga).   

 
Pasal 296 

(1) Setiap Orang yang menyebutkan identitas pelapor, saksi, atau Korban 
atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya 
identitas tersebut padahal telah diberitahukan kepadanya identitas 
tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku jika 
keharusan untuk merahasiakan identitas pelapor, saksi, atau Korban 
disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang.   

 
Bagian Ketiga 

Perusakan Gedung, Ruang Sidang dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan 
Pasal 297 

(1) Setiap Orang yang merusak gedung, Ruang sidang pengadilan, atau alat-
alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak 
dapat menyelenggarakan sidang pengadilan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun. 

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 
saat sidang pengadilan sedang berlangsung yang menyebabkan sidang 
pengadilan tidak dapat dilanjutkan dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun. 
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(3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi 
saat memberikan keterangannya mengalami Luka Berat dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 

(4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau 
saksi saat memberikan keterangannya dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun.   

 
Bagian Keempat Pelindungan Saksi dan Korban 

Pasal 298 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Setiap Orang 
yang melakukan Kekerasan langsung kepada: a. saksi saat memberikan 
keterangannya; atau  b. aparat penegak hukum atau petugas pengadilan yang 
sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat 
memberikan keterangannya.   
 

Pasal 299 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, Setiap 

Orang yang: a. menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan 
terhadap saksi dan/atau Korban sehingga tidak dapat memberikan 
keterangannya dalam proses peradilan; atau b. mempengaruhi Pejabat 
berwenang yang mengakibatkan saksi dan/atau Korban tidak 
memperoleh pelindungan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sehingga saksi dan/atau Korban tidak dapat 
memberikan keterangannya dalam proses peradilan. 

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
mengakibatkan Luka Berat pada saksi dan/atau Korban dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (3) Jika Tindak Pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya 
saksi dan/atau Korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 
(dua belas) tahun.   

 
Pasal 300 

Setiap Orang yang menghalang-halangi saksi atau Korban yang mengakibatkan 
tidak memperoleh pelindungan atau haknya dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.   
 

Pasal 301 
Setiap Orang yang menyebabkan saksi, Korban, atau keluarganya kehilangan 
pekerjaan karena saksi atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam 
proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori VI.   
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Pasal 302 
Setiap Pejabat yang tidak memenuhi hak saksi atau Korban padahal saksi atau 
Korban telah memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori IV.     
 

Pasal 303 
Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan saksi 
atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara 
atau tempat kediaman baru dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.   
 

BAB VII 
TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 

Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Agama 
Pasal 304 

Setiap Orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan 
perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang 
dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori V.  
 

Pasal 305 
(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan 

atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk 
menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak 
Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, dengan maksud agar isi 
tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui 
oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori V. 

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan 
perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu 
belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana 
yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.   

 
Pasal 306 

Setiap Orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan 
maksud meniadakan keyakinan seseorang terhadap agama apapun yang 
dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.    
 

Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama  
dan Sarana Ibadah 
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Pasal 307 
(1) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan 

mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori III. 

(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan 
mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang 
melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori V. 

(3) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk 
menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana 
dengan pidana denda paling banyak kategori I.   

 
Pasal 308 

Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang 
yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori III.    
 

Pasal 309 
Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau 
membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk 
beribadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori V.     
 
   

BAB VIII 
TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI 

ORANG, KESEHATAN, BARANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP 
Bagian Kesatu 

Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum 
Paragraf 1 

Tindak Pidana Tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata 
Lain 

 
Pasal 310 

Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan 
atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, 
memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau 
mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  senjata api, 
amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air 
mata, atau peluru karet dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun.    
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Pasal 311 
(1) Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, 
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, 
mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyem-
bunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi 
senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang nyata- 
nyata digunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk 
kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah, atau yang nyata- nyata 
mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno.    

 
Paragraf 1 

Mengakibatkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir 
Pasal 312 

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan 
umum bagi orang atau barang dipidana dengan pidana  penjara  paling  
lama 9 (sembilan) tahun. 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
Luka Berat orang lain dipidana dengan pidana  penjara paling lama 12 
(dua belas) tahun. 

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling  
lama 15 (lima belas) tahun.   

 
Pasal 313 

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk 
melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 dipidana.   

 
Pasal 314 

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau 
membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk menahan atau menyalurkan air 
yang mengakibatkan bahaya banjir dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 7 (tujuh) tahun.   
 

Pasal 315 
Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, 
ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi Barang, bahaya 
bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkan matinya orang dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori V.   
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Paragraf 2 
Merintangi Pekerjaan Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Banjir 

 
Pasal 316 

Setiap Orang yang pada waktu terjadi kebakaran atau akan terjadi kebakaran, 
menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai perkakas atau alat 
pemadam kebakaran atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalangi 
pekerjaan memadamkan kebakaran dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.   
 

Pasal 317 
Setiap Orang yang pada waktu terjadi banjir atau akan terjadi banjir 
menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai bahan untuk tanggul atau 
perkakas, menggagalkan usaha memperbaiki tanggul atau bangunan pengairan 
lain, atau merintangi usaha untuk mencegah atau membendung banjir 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori IV.   
 

Paragraf 3 
Mengakibatkan Bahaya Umum 

 
Pasal 318 

Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang membakar benda milik 
sendiri yang dapat mengakibatkan bahaya umum dipidana dengan pidana 
denda paling banyak kategori II.    
   

Pasal 319 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana 
denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a.  menyalakan api atau 
tanpa alasan melepaskan tembakan senjata api di jalan umum atau di tepi jalan 
umum, atau di tempat yang berdekatan dengan bangunan atau Barang yang 
dapat mengakibatkan bahaya kebakaran; atau b.  melepaskan balon udara yang 
digantungi bahan yang sedang terbakar.   
 

Pasal 320 
(1) Setiap Orang yang mabuk di tempat umum merintangi lalu lintas, 

mengganggu ketertiban, atau mengancam keselamatan orang lain 
dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. 

(2) Setiap Orang yang dalam keadaan mabuk melakukan pekerjaan yang 
harus dijalankan dengan sangat hati-hati atau dapat mengakibatkan 
bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori III.   
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Pasal 321 
Setiap Orang yang secara melawan hukum merintangi kebebasan bergerak 
orang lain di jalan umum, atau mengikuti orang lain secara mengganggu 
dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.    

 
Paragraf 4 

Tanpa Izin Membuat Bahan Peledak 
Pasal 322 

Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang membuat obat untuk 
bahan peledak, penggalak, atau mata peluru untuk senjata api dipidana dengan 
pidana denda paling banyak kategori II.   
 

Bagian Kedua 
Tindak Pidana Perusakan Bangunan 

Paragraf 1 
Bangunan Listrik 

Pasal 323 
Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau 
membuat tidak dapat dipakai Bangunan Listrik atau mengakibatkan fungsi 
bangunan tersebut terganggu, atau menggagalkan atau mempersulit usaha 
penyelamatan atau perbaikan bangunan tersebut dipidana dengan: a.  pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 
V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan rintangan atau kesulitan dalam 
mengalirkan tenaga listrik untuk kepentingan umum; b. pidana penjara paling 
lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya umum 
bagi orang atau barang; c. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika 
perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau d.  pidana penjara paling 
lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya 
orang.   
 

Pasal 324 
Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu Bangunan Listrik 
rusak, hancur, tidak dapat dipakai, mengakibatkan jalannya atau bekerjanya 
bangunan tersebut terganggu, atau usaha untuk menjaga keselamatan atau 
memperbaiki bangunan tersebut gagal atau sulit dipidana dengan:  a.  pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling 
banyak kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan rintangan atau 
kesulitan dalam mengalirkan listrik untuk kepentingan umum atau 
menimbulkan bahaya umum bagi orang atau Barang; b.  pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, jika 
perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau c.  pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, jika 
perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.   
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Paragraf 2 
Bangunan Lalu Lintas Umum 

Pasal 325 
Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau 
membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk lalu lintas umum, merintangi 
jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk menjaga 
keselamatan bangunan atau jalan tersebut dipidana dengan: a. pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya 
bagi keamanan lalu lintas; b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, 
jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau c. pidana penjara 
paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan 
matinya orang.   

 
Pasal 326 

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk lalu 
lintas umum rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai, mengakibatkan jalan 
umum darat atau air terhalang, atau mengakibatkan usaha untuk 
mengamankan bangunan atau jalan tersebut gagal dipidana dengan:  a. pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 
III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas;  b. 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau c. pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 
V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.   
 

Pasal 327 
(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan bahaya 

bagi lalu lintas umum kereta api dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 7 (tujuh) tahun. 

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) 
tahun. (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 (dua belas) tahun.   

 
Pasal 328 

(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya bahaya 
bagi lalu lintas umum kereta api dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. 

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori V. (3) Jika Tindak Pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori VI.   
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Paragraf 3 
Rambu Pelayaran 

 
Pasal 329 

Setiap Orang yang secara melawan hukum mengambil, memindahkan, 
merusak, atau menghancurkan rambu yang dipasang untuk keselamatan 
pelayaran, merintangi bekerjanya rambu tersebut, atau memasang rambu yang 
keliru dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika 
perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran; b. 
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut 
mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran dan mengakibatkan Kapal 
tenggelam atau terdampar; c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, 
jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau d. pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut 
mengakibatkan matinya orang.   
Pasal 330 Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan rambu yang 
dipasang untuk keselamatan pelayaran menjadi terambil, berpindah, rusak, 
hancur, atau terhambatnya kerja rambu tersebut, atau terpasangnya rambu 
yang keliru dipidana dengan:   a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori III, jika perbuatan tersebut 
mengakibatkan bahaya bagi pelayaran; b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, jika perbuatan tersebut 
mengakibatkan Kapal tenggelam atau terdampar;  c. pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, jika 
perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau d. pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 
VI, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.   
 

Paragraf 4 
Perusakan Gedung 

Pasal 331 
Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau 
membuat tidak dapat dipakai suatu gedung atau bangunan lain dipidana 
dengan: a.  pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan 
tersebut menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang; b. pidana penjara 
paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka 
Berat; atau c.  pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan 
tersebut mengakibatkan matinya orang.   
 

Pasal 332 
Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu gedung atau 
bangunan lain menjadi rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai dipidana 
dengan:  a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi 
orang atau Barang; b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana 
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denda paling banyak kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka 
Berat; atau c.  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya 
orang.       
   

Bagian Ketiga 
Tindak Pidana Perusakan Kapal 

 
Pasal 333 

Setiap Orang yang secara melawan hukum mendamparkan, merusak, 
menenggelamkan, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu 
kapal dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika 
perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang; b. 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut 
mengakibatkan Luka Berat; atau c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.   
 

Pasal 334 
Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu kapal terdampar, 
rusak, tenggelam, hancur, atau tidak dapat dipakai dipidana dengan: a. pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan 
bahaya umum bagi orang atau barang; b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau c. pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan 
matinya orang.   
 

Bagian Keempat 
Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang 

 
Pasal 335 

Setiap Orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau 
Barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan dipidana 
dengan pidana denda paling banyak kategori II.   
 

Bagian Kelima 
Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika 

Paragraf 1 
Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik 

 
Pasal 336 

Setiap Orang yang menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem 
elektronik dengan cara apapun tanpa hak dengan maksud untuk memperoleh, 
mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam Komputer atau 
sistem elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori V.   
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Paragraf 2 
Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik 

Pasal 337 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang: a. tanpa hak 
menggunakan, mengakses Komputer, atau sistem elektronik dengan cara 
apapun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau 
menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional 
yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara atau 
hubungan dengan subjek hukum internasional; b. tanpa hak melakukan 
tindakan yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau 
perintah Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi negara menjadi 
rusak; c.  tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau 
mengakses Komputer atau sistem elektronik, baik dari dalam maupun luar 
negeri untuk memperoleh informasi dari Komputer atau sistem elektronik yang 
dilindungi oleh negara; d. tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer 
atau sistem elektronik milik pemerintah; e. tanpa hak atau melampaui 
wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik 
yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan Komputer atau sistem 
elektronik tersebut menjadi rusak; f. tanpa hak atau melampaui wewenangnya 
menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik yang 
dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan Komputer atau sistem 
elektronik tersebut menjadi rusak; g. mempengaruhi atau mengakibatkan 
terganggunya Komputer atau sistem elektronik yang digunakan oleh 
pemerintah; h. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan Kode 
Akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan 
menerobos Komputer atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan 
Komputer atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh 
pemerintah; i.  melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional 
dengan maksud merusak Komputer atau sistem elektronik lainnya yang 
dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan 
kepada siapa pun; atau j. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan 
internasional dengan maksud merusak Komputer atau sistem elektronik 
lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan 
ditujukan kepada siapa pun.   
   

Pasal 338 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang: a. tanpa hak atau 
melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau 
sistem elektronik dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh 
informasi keuangan dari bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga 
keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang 
mengandung data laporan nasabahnya; b. tanpa hak menggunakan data atau 
mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik 
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orang lain dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan; c.  tanpa 
hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer 
atau sistem elektronik bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga 
keuangan yang dilindungi, dengan maksud menyalahgunakan, atau untuk 
mendapatkan keuntungan daripadanya; atau  d. menyebarkan, memperda-
gangkan, atau memanfaatkan Kode Akses  atau informasi yang serupa dengan 
hal tersebut yang dapat digunakan menerobos Komputer atau sistem elektronik 
dengan maksud menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi 
sistem elektronik bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, 
serta perniagaan di dalam dan luar negeri.   
 

Pasal 339 
Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau 
sistem elektronik dengan cara apapun, dengan maksud memperoleh, 
mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang 
karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori VII.   
 

Bagian Keenam 
Tindak Pidana Penghasutan, Kecerobohan Pemeliharaan dan Penganiayaan 

Hewan 
 

Pasal 340 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana 
denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. menghasut hewan 
sehingga membahayakan orang;  b.  menghasut hewan yang sedang 
ditunggangi atau hewan yang sedang menarik kereta, gerobak, atau yang 
dibebani Barang; c. tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang 
menyerang orang atau hewan; d. tidak menjaga secara patut hewan buas yang 
ada dalam penjagaannya; atau e. memelihara hewan buas yang berbahaya tidak 
melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.   
   

Pasal 341 
(1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, 
Setiap Orang yang: a.  menyakiti atau melukai hewan atau merugikan 
kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; 
atau b.  melakukan hubungan seksual dengan hewan. 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  mengakibatkan 
hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)  tahun 6 (enam) 
bulan  atau pidana denda  paling banyak kategori III.  



372     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

(3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku 
Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke 
tempat yang layak bagi hewan.    

Pasal 342 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana 

denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. menggunakan dan 
memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat 
berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan 
kematian Hewan; b. memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat 
membahayakan kesehatan Hewan; atau  c. memanfaatkan bagian tubuh 
atau organ Hewan untuk tujuan yang tidak patut. 

(2) Setiap Orang yang menerapkan bioteknologi modern untuk 
menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang 
membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, kesehatan dan 
keselamatan masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori IV.   

 
Bagian Ketujuh 

Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum 
Pasal 343 

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: 
a. tidak menerangi secukupnya dan tidak menaruh tanda-tanda menurut 
kebiasaan pada lubang atau galian atau tumpukan tanah galian di jalan umum 
yang dibuatnya sendiri atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di 
tempat tersebut olehnya sendiri atau atas perintahnya; b. tidak memberi tanda 
peringatan bahwa ada kemungkinan timbulnya bahaya pada waktu melakukan 
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. menaruh atau 
menggantungkan barang pada sebuah bangunan, melempar atau membuang 
barang ke luar bangunan sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kerugian 
pada orang yang sedang menggunakan jalan umum; d. membiarkan hewan 
untuk dinaiki, untuk menarik, untuk mengangkut, atau membiarkan hewan 
yang dibawanya tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya di jalan 
umum; e. membiarkan Ternak yang di bawah penjagaannya terlepas 
berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya; 
atau f. tanpa izin Pejabat yang berwenang menghalang-halangi jalan  umum di 
darat atau di air atau merintangi lalu lintas di tempat tersebut atau 
menimbulkan halangan atau rintangan karena penggunaan kendaraan di 
tempat tersebut tanpa tujuan.   
 

Pasal 344 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang 
berwenang: a. memasang perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk 
menangkap atau membunuh binatang buas di tempat yang dilewati orang, 
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yang dapat mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang; atau b. berburu atau 
membawa senjata api ke dalam hutan negara. (2) Binatang yang ditembak atau 
ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alat yang digunakan 
untuk melakukan Tindak Pidana tersebut dapat dirampas untuk negara atau 
dirampas untuk dimusnahkan.   
Pasal 345 Setiap Orang yang diwajibkan menjaga Anak, membiarkan tanpa 
pengawasan, atau meninggalkan Anak tersebut tanpa dijaga sehingga dapat 
menimbulkan bahaya bagi Anak tersebut atau orang lain dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 
kategori II.   
 

Bagian Kedelapan 
Tindak Pidana Lingkungan Hidup 

Pasal 346 
(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang 
melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 
(sembilan) tahun atau paling banyak kategori VI. 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) 
tahun atau paling banyak kategori VII. (3)  Jika perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau paling banyak 
kategori VII.   

 
Pasal 347 

(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pencemaran atau 
perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan 
hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori III. 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
Luka Berat bagi orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. 

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.   

 
Bagian Kesembilan 

Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan 
Pasal 348 

(1) Setiap Orang yang menjual, menyerahkan, menawarkan, atau 
membagi-bagikan suatu bahan yang membahayakan kesehatan atau 
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nyawa, padahal diketahui bahwa bahan tersebut dan sifat bahaya 
bahan tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli atau yang 
memperolehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun.  

(2) Jika perbuatan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) mengakibat-
kan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun. 

(3) Bahan berbahaya  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan ayat  (2) 
dapat dirampas untuk negara.   

 
Pasal 349 

(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan yang 
membahayakan kesehatan atau nyawa, dijual, diserahkan, ditawarkan 
atau dibagikan tanpa diketahui sifat bahaya bahan tersebut oleh pembeli 
atau yang memperolehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori 
III. 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. 

(3) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat 
dirampas untuk negara.   

 
Pasal 350 

Setiap Orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi-bagikan, 
atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan makanan atau 
minuman yang palsu atau yang busuk, atau air susu hewan yang sakit atau 
yang dapat merugikan kesehatan, atau daging hewan yang dipotong karena 
sakit atau mati bukan karena disembelih dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.    
   

Bagian Kesepuluh 
Tindak Pidana terhadap Organ, Jaringan Tubuh, dan Darah 

Pasal 351 
Setiap Orang yang dengan dalih apapun memperjualbelikan: a.  organ atau 
jaringan tubuh dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 
atau denda paling banyak kategori VI; atau b.  darah dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.   
 

Pasal 352 
(1) Setiap Orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan 

transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori V. 
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(2) Transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk 
tujuan kemanusiaan.   

 
BAB IX 

TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM DAN LEMBAGA 
NEGARA 

Bagian Kesatu 
Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara 

Pasal 353 
(1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina 

kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling 
banyak kategori II. 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meng-
akibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.  

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.   
 

Pasal 354 
Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan 
atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui 
sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan  umum 
atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui 
atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.   
   

Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Pejabat 
Paragraf 1 

Pemaksaan terhadap Pejabat 
Pasal 355 

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa 
seorang Pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan dalam 
jabatannya yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.   
 

Pasal 356 
Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan melawan 
seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang 
menurut kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
atau berdasarkan perintah yang sah dari Pejabat dipidana karena melakukan 
perlawanan terhadap Pejabat, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori III.   
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Pasal 357 
Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 355 dan Pasal 356 dipidana dengan:  a. pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, jika perbuatan 
tersebut mengakibatkan luka; b.  pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori VI, jika perbuatan tersebut 
mengakibatkan Luka Berat; atau c.  pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.   

 
Pasal 358 

Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 dilakukan 
secara bersama-sama dan bersekutu, pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).   
 

Paragraf 2 
Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang 

Pasal 359 
Setiap Orang yang tidak menurut perintah atau petunjuk Pejabat yang 
berwenang yang diberikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan 
menghindarkan kemacetan lalu lintas umum sewaktu ada pesta, pawai, atau 
keramaian semacam itu dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 
II.    
 

Pasal 360 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana 
denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:  a.  tidak menaati perintah 
atau permintaan seorang Pejabat yang berwenang yang ditugaskan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 
mengawasi sesuatu atau yang ditugaskan atau diberi wewenang untuk 
menyidik atau memeriksa Tindak Pidana; atau b. mencegah, menghalang-
halangi, atau menggagalkan tindakan untuk melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dilakukan oleh seorang Pejabat yang 
berwenang.   
 

Pasal 361 
Setiap Orang yang berkerumun atau berkelompok yang dapat menimbulkan 
kekacauan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh 
Pejabat yang berwenang atau atas namanya dipidana dengan pidana denda 
paling banyak kategori II.   
 

Pasal 362 
Setiap Orang yang mempergunakan suatu hak, yang diketahuinya bahwa hak 
tersebut telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling 
banyak kategori II.    
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Pasal 363 
 Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang 
tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan 
tidak meminta wakilnya menghadap, jika: a. dipanggil di muka Balai Harta 
Peninggalan atau atas permintaan Balai Harta Peninggalan tersebut atau di 
muka Pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang akan 
ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan; atau b.   dipanggil di 
muka Pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang 
belum dewasa.   
 

Pasal 364 
(1) Setiap Orang yang pada waktu ada bahaya bagi keamanan umum 

terhadap orang atau Barang atau pada waktu orang tertangkap tangan 
melakukan Tindak Pidana, menolak memberikan pertolongan yang 
diminta oleh Pejabat yang berwenang, padahal pertolongan tersebut 
dapat diberikan tanpa membahayakan dirinya secara langsung dipidana 
dengan pidana denda paling banyak kategori II. 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
bagi orang yang menolak permintaaan pertolongan pada saat orang 
tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana karena hendak 
menghindarkan dirinya dari bahaya penuntutan merupakan salah 
seorang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau derajat 
kedua atau ketiga garis lurus ke samping atau dari suami atau istri, atau 
bekas suami atau istrinya.   

   
Paragraf 3 

Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara 
Pasal 365 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana 
denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. membuat dirinya 
atau meminta orang lain membuat dirinya tidak mampu untuk 
memenuhi kewajiban bela negara sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang; atau b. atas permintaan orang lain membuat orang lain 
tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban bela negara sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.   

 
Paragraf 4 

Perusakan Maklumat Negara 
Pasal 366 

Setiap Orang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak dapat 
dibaca, atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama Pejabat yang 
berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui 
isi maklumat tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 
II.   
 

Paragraf 5 
Laporan atau Pengaduan Palsu 

Pasal 367 
Setiap Orang yang melaporkan atau mengadukan kepada Pejabat yang 
berwenang bahwa telah terjadi suatu Tindak Pidana, padahal diketahui bahwa 
Tindak Pidana tersebut tidak terjadi dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.   
 

Paragraf 6 
Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran 

Pasal 368 
Setiap Orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kepangkatan 
yang bukan haknya, melakukan perbuatan jabatan yang tidak dijabatnya, atau 
melakukan perbuatan jabatan yang sementara dihentikan baginya dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori III.   
 

Pasal 369 
Setiap Orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kebesaran yang 
berhubungan dengan pangkat, jabatan, atau gelar yang bukan haknya dipidana 
dengan pidana denda paling banyak kategori II.    
 

Paragraf 7 
Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum 

Pasal 370 
(1) Setiap  orang  yang  secara melawan hukum memecahkan, meniadakan,  

atau merusak segel yang ditempatkan pada barang yang disegel oleh 
atau atas nama Pejabat yang berwenang atau dengan cara lain 
menggagalkan penutupan segel dari barang yang akan disegel dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau 
pidana denda paling banyak kategori III. 

(2) Penyimpan barang yang disegel yang melakukan, membiarkan 
dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. 

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena 
kealpaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori III.   
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Pasal 371 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang merusak, menghancurkan, 
membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan: a.  barang yang 
digunakan untuk meyakinkan atau dijadikan bukti bagi Pejabat yang 
berwenang; atau  b.  akta, Surat atau register yang secara tetap atau untuk 
sementara waktu disimpan atas perintah Pejabat yang berwenang atau yang 
diserahkan kepada Pejabat atau kepada orang lain untuk kepentingan jabatan 
umum.   
Pasal 372 Setiap Orang yang secara melawan hukum berbuat sesuatu sehingga 
Surat atau barang tidak sampai ke alamat, membuka atau merusak Surat atau 
barang lain yang telah diserahkan kepada penyelenggara pos, telah 
dimasukkan ke dalam kotak pos, atau diserahkan kepada pengantar Surat 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan 
atau pidana denda paling banyak kategori III.       
   

Pasal 373 
Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
293 dan Pasal 370 sampai dengan Pasal 372 Masuk ke tempat terjadinya Tindak 
Pidana atau dapat mencapai benda tersebut dengan cara membongkar, 
merusak, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, berdasarkan perintah palsu 
atau karena memakai pakaian dinas palsu dipidana paling lama 2 (dua) kali 
lipat dari pidana yang diancamkan.   
Bagian Ketiga Penganjuran Disersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan 
Tentara Nasional Indonesia   
 

Pasal 374 
Setiap Orang yang dalam masa damai, dengan salah satu cara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 huruf b menganjurkan anggota Tentara Nasional 
Indonesia yang sedang dalam dinas aktif untuk melarikan diri atau dengan 
salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memudahkan pelarian 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana 
denda paling banyak kategori II.   
 

Pasal 375 
Setiap Orang yang dalam masa damai, dengan salah satu cara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 huruf b menganjurkan supaya terjadi huru-hara atau 
pemberontakan di kalangan Tentara Nasional Indonesia, atau dengan salah 
satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memudahkan huru-hara atau 
pemberontakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 6 
(enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori V.   
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Bagian Keempat 
Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak 

Pasal 376 
Setiap Orang yang dalam pengangkutan Ternak diwajibkan memakai surat 
jalan dengan memakai surat jalan yang diberikan untuk Ternak lain dipidana 
dengan pidana denda paling banyak kategori II.    
 

Bagian Kelima 
Tindak Pidana Irigasi 

Pasal 377 
Setiap Orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat yang 
berwenang dan yang telah diumumkan tentang pemakaian dan pembagian air 
dari bangunan pengairan atau bangunan irigasi bagi kepentingan umum 
dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.      
   

Bagian Keenam 
Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin 

Pasal 378 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana 

denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat 
yang berwenang: a.  membuat salinan atau mengambil petikan dari Surat 
resmi negara atau badan pemerintah, yang diperintahkan oleh kekuasaan 
umum untuk dirahasiakan; b.  mengumumkan seluruh atau sebagian 
Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau c.  mengumumkan 
keterangan yang tercantum dalam Surat sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, padahal diketahui atau patut diduga keterangan tersebut harus 
dirahasiakan. 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
dipidana, jika perintah untuk merahasiakan diberikan nyata-nyata karena 
alasan lain yang bukan kepentingan dinas atau kepentingan umum.   

 
BAB X 

TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH 
Pasal 379 

(1) Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan 
tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di 
atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau 
oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. 

(2) Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang 
menjadi pengganti sumpah. (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, 
dan/atau huruf d.   

 
BAB XI 

TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS 
Pasal 380 

Setiap Orang yang memalsu atau meniru mata uang atau uang kertas yang 
dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau 
meminta mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori VI.   
  

Pasal 381 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori VII, Setiap Orang yang: a.  mengedarkan 
dan/atau membelanjakan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh 
negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak 
dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau yang pada waktu 
diterimanya diketahui palsu atau dipalsu; atau b.  menyimpan, membawa, atau 
memasukkan ke wilayah atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia mata uang atau uang kertas yang palsu atau dipalsukan 
dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang 
asli atau tidak dipalsu.   
 

Pasal 382 
Setiap Orang yang mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk 
mengedarkan atau meminta mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya 
dipidana karena merusak mata uang, dengan pidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.   
 

Pasal 383 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:  a.  mengedarkan mata 
uang yang nilainya dikurangi atau mengedarkan mata uang yang pada waktu 
diterimanya diketahui bahwa mata uang tersebut rusak sebagai mata uang 
yang tidak rusak; atau  b.  menyimpan, memasukkan ke wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia mata uang sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dengan maksud mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai mata uang 
yang tidak rusak.   
 

Pasal 384 
Setiap Orang yang menerima mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan 
oleh negara atau bank yang kemudian diketahui tidak asli, dipalsu atau 
dirusak, namun tetap mengedarkannya, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 
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395 dan Pasal 397 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) 
bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.    
 

Pasal 385 
Setiap Orang yang menjual, membeli, mendistribusikan, membuat, atau 
mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya digunakan atau 
akan digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang, 
atau untuk meniru, atau memalsu uang kertas yang dikeluarkan oleh negara 
atau bank dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori V.   

Pasal 386  
(1) Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang menyimpan atau 

memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia keping-
keping atau lembaran perak, baik yang ada cap maupun tidak, atau yang 
setelah dikerjakan sedikit dapat dianggap sebagai mata uang, padahal 
nyata-nyata tidak digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori III. 

(2) Setiap Orang yang membuat, mengedarkan, atau menyediakan untuk 
dijual atau diedarkan, atau membawa Masuk ke wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Barang cetakan, potongan logam atau 
benda lain yang menyerupai uang kertas atau uang kertas bank atau 
mata uang, atau yang menyerupai emas atau perak yang memakai cap 
negara, menyerupai meterai, atau pos segel dipidana dengan pidana 
denda paling banyak kategori II.  

 
Pasal 387 

(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 sampai dengan 
Pasal 383 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, 
dan/atau huruf d. 

(2) Mata uang yang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas negara atau 
bank yang palsu atau dipalsu, bahan-bahan atau benda-benda yang 
menurut sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi 
nilai mata uang atau uang kertas yang digunakan untuk melakukan 
Tindak Pidana atau menjadi pokok dalam Tindak Pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk negara atau dirampas untuk 
dimusnahkan.  
  

BAB XII 
TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, CAP NEGARA, DAN TERA 

NEGARA 
Bagian Kesatu Pemalsuan Meterai 
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Pasal 388 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. meniru atau memalsu 
meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud 
untuk memakai atau meminta orang lain memakai meterai tersebut sebagai 
meterai asli, tidak dipalsu, atau sah; atau b.  dengan maksud yang sama 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, membuat meterai dengan menggunakan 
cap asli secara melawan hukum.   
 

Pasal 389 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang: a.  menghilangkan tanda yang 
gunanya untuk menunjukkan suatu meterai tidak dapat dipakai lagi pada 
meterai Pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai dengan maksud 
untuk memakai atau meminta orang lain memakainya seolah-olah meterai 
tersebut belum dipakai; b.  dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, menghilangkan tanda tangan, ciri, atau tanda saat dipakainya 
meterai pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dibubuhkan di 
atas atau pada meterai tersebut; atau c.  memakai, menjual, menawarkan, 
menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meterai yang tandanya, tanda 
tangannya, ciri, atau tanggal dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai 
tersebut belum dipakai.   
 

Bagian Kedua 
Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara, dan Tera Negara 

Pasal 390 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana 

denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:  a.  membubuhi 
barang-barang emas atau perak dengan cap negara yang palsu menurut 
Undang-Undang atau memalsu cap negara dengan maksud untuk 
memakai atau meminta orang lain memakai, seolah-olah cap tersebut asli 
atau tidak dipalsu; b.  membubuhkan cap negara pada Barang emas atau 
perak dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum dengan 
maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai; atau c.  
memberi, menambah atau memindahkan cap negara yang asli menurut 
undang-undang pada barang emas atau perak yang lain daripada yang 
semula dibubuhi cap, dengan maksud untuk memakai atau meminta 
orang lain memakai, seolah-olah cap tersebut sejak semula sudah ada 
pada barang emas atau perak. 

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c.    
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Pasal 391 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau 

pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:  a.  
membubuhi Barang yang wajib ditera atau atas permintaan yang 
berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan tanda tera 
Republik Indonesia yang palsu; b.  memalsu tanda tera asli dengan 
maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai Barang 
tersebut seolah-olah tanda teranya asli atau tidak dipalsu;  c.  secara 
melawan hukum membubuhi tanda tera pada Barang sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dengan cap yang asli dengan maksud yang sama 
sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau d.  memberi, menambah, atau 
memindahkan tanda tera Republik Indonesia yang asli pada barang lain 
dari yang semula dibubuhi tanda tera tersebut, dengan maksud memakai 
atau meminta orang lain memakai seolah-olah tanda tera tersebut sejak 
semula sudah ada pada barang tersebut. 

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c. 
   

Pasal 392 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) 

bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:  
a.  memalsu ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan setelah 
dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau meminta 
orang lain memakai seolah-olah asli atau tidak dipalsu; atau b.  memakai 
ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan yang dipalsu, seolah-
olah asli atau tidak dipalsu.  

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c. 
   

Pasal 393 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana 

denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:  a.  menghilangkan 
tanda batal pada Barang yang ditera, dengan maksud hendak memakai 
Barang tersebut seolah-olah masih dapat dipakai; atau b.  memakai, 
menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyai persediaan untuk 
dijual, suatu barang yang dihilangkan tanda batal seolah-olah barang 
tersebut masih dapat dipakai. 

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c.   
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Pasal 394 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau 

pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:  a.  
membubuhi cap atau tanda lain selain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 390 dan Pasal 391, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan harus atau boleh dibubuhkan pada barang atau bungkusnya 
secara palsu atau memalsukan cap atau tanda lain yang asli dengan 
maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai barang 
tersebut seolah-olah cap atau tanda lain tersebut asli atau tidak dipalsu;  
b.  membubuhi cap atau tanda lain pada Barang atau bungkusnya dengan 
memakai cap yang asli secara melawan hukum dengan maksud untuk 
memakai atau meminta orang lain memakai barang tersebut; atau c.  
memakai cap atau tanda lain asli untuk Barang atau bungkusnya, 
padahal cap atau tanda lain tersebut bukan untuk Barang atau bungkus 
tersebut, dengan maksud untuk memakainya seolah-olah cap atau tanda 
lain tersebut ditentukan untuk Barang itu. 

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d. 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dituntut 
kecuali atas dasar pengaduan pihak yang mereknya dipalsukan.   

 
Bagian Ketiga 

Pengedaran Meterai, Cap, atau Tanda yang Dipalsu 
Pasal 395 

Dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Pasal 390, 
Pasal 391, dan Pasal 394 menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-
pasal tersebut, Setiap Orang yang memakai, menjual, menawarkan, 
menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:  a. meterai, cap, atau tanda yang 
tidak asli, dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak 
dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum; atau  b. Barang yang 
dibubuhi meterai, cap, atau tanda sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-
olah Barang tersebut asli, tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan 
hukum.   

Pasal 396 
(1) Setiap Orang yang menyimpan bahan atau benda yang diketahui 

digunakan atau akan digunakan untuk melakukan salah satu Tindak 
Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori IV. 

(2) Bahan atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk 
negara atau dirampas untuk dimusnahkan.   
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BAB XIII 
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 

Bagian Kesatu Pemalsuan Surat 
Pasal 397 

(1) Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang 
dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau 
yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk 
menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya 
benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat 
menimbulkan kerugian dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori VI.  

(2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang 
dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat 
tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang 
sama dengan ayat (1).   

 
Pasal 398 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Setiap 
Orang yang melakukan pemalsuan Surat terhadap: a. akta otentik; b. 
surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau 
dari suatu lembaga umum; c. saham, surat utang, sertifikat saham, 
sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau 
persekutuan; d. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah 
satu Surat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c atau tanda 
bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti Surat tersebut; e. surat kredit 
atau surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;  f. Surat 
keterangan mengenai hak atas tanah; atau g. surat berharga lainnya yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap Orang yang menggunakan Surat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak 
dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian 
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1).   

 
Pasal 399 

(1) Setiap Orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketahui 
digunakan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 398 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. 

(2) Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk 
negara atau dirampas untuk dimusnahkan.   
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Bagian Kedua 
Keterangan Palsu dalam Akta Otentik 

Pasal 400 
Setiap Orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam 
suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya 
dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau 
meminta orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai 
dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan 
kerugian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori VI.   
   

Bagian Ketiga 
Pemalsuan terhadap Surat Keterangan 

Pasal 401 
(1) Dokter yang memberi surat keterangan tentang keadaan kesehatan atau 

kematian seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori IV.  

(2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 
maksud untuk memasukkan atau menahan seseorang ke dalam rumah 
sakit jiwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori VI. (3)  Pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Setiap Orang yang 
menggunakan surat keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya sesuai 
dengan yang sebenarnya.   

 
Pasal 402 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau 
pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:  a. membuat secara 
tidak benar atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak ada 
penyakit, kelemahan, atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan Pejabat 
yang berwenang atau penanggung asuransi; atau b.  mempergunakan surat 
keterangan dokter yang tidak benar atau dipalsu, seolah-olah surat tersebut 
benar atau tidak palsu dengan maksud untuk menyesatkan Pejabat yang 
berwenang atau penanggung asuransi.  
  

Pasal 403 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) atau 
pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang:  a.  membuat 
secara tidak benar atau memalsu surat keterangan tidak pernah terlibat Tindak 
Pidana, kecakapan, tidak mampu secara finansial, kecacatan, atau keadaan lain, 
dengan maksud untuk mempergunakan atau meminta orang lain 
menggunakannya supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan 
iba dan pertolongan; atau  b.  menggunakan surat keterangan yang tidak benar 
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atau palsu sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut 
benar atau tidak palsu.   
 

Pasal 404 
(1) Setiap Orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

atau pidana denda paling banyak kategori V, jika: a. membuat secara 
tidak benar atau memalsu paspor, surat perjalanan laksana paspor, atau 
Surat yang diberikan menurut ketentuan Undang-Undang tentang 
pemberian izin kepada orang asing untuk Masuk dan menetap di 
Indonesia; atau b. meminta untuk memberi Surat serupa atas nama palsu 
atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan 
palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain 
menggunakannya seolah-olah benar atau tidak palsu.  

(2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang tidak benar atau yang 
dipalsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seolah-olah benar dan tidak 
dipalsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dipidana 
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).   

 
Pasal 405 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:  a.   membuat secara tidak benar 
atau memalsu surat pengantar bagi hewan atau Ternak, atau memerintahkan 
untuk memberi Surat serupa atas nama palsu atau menunjuk kepada keadaan 
palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain 
menggunakan Surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu; atau  b.  
menggunakan Surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu. 
 

Pasal 406 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:  a.  membuat secara tidak 
benar atau memalsu surat keterangan seorang Pejabat yang berwenang 
membuat keterangan tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda, 
dengan maksud untuk memudahkan pengalihan atau penjaminan atau untuk 
menyesatkan Pejabat penegak hukum tentang asal benda tersebut; atau  b.  
menggunakan surat  keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-
olah Surat tersebut benar atau tidak palsu.   
 

BAB XIV 
TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL-USUL DAN PERKAWINAN 

Pasal 407 
Setiap Orang yang menggelapkan asal-usul orang dipidana karena 
penggelapan asal usul dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori V.   
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Pasal 408 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) 

bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang: 
a.  melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan 
atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah 
untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau b. melangsungkan 
perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-
perkawinan dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk 
melangsungkan perkawinan tersebut. 

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan atau 
perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah 
untuk melangsungkan perkawinan tersebut dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori IV.   

 
Pasal 409 

Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan 
kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan 
penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori IV.   

 
Pasal 410 

Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaporkan kepada 
Pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau 
kematian dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.    

 
Pasal 411 

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 
huruf d dan/atau huruf e.   
 

BAB XV 
TINDAK PIDANA KESUSILAAN 

Bagian Kesatu Kesusilaan di Muka Umum 
Pasal 412 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a.  melanggar kesusilaan di muka 
umum; atau b.  melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa 
kemauan orang yang hadir tersebut.   
 

Bagian Kedua Pornografi 
Pasal 413 



390     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

(1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, 
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, meng-
ekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menye-
diakan Pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. 

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika 
merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu 
pengetahuan.   

 
Bagian Ketiga 

Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran 
Kandungan 

Pasal 414 
Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, 
menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah 
kehamilan kepada Anak dipidana dengan pidana denda paling banyak 
kategori I.   
 

Pasal 415 
Setiap Orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu 
alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau 
menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda 
paling banyak kategori II. 
 

Pasal 416 
(1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 tidak dipidana jika 

dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan 
keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau 
untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan. 

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 tidak dipidana jika 
dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan/pendidikan. 

(3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 
relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang.    

 
Bagian Keempat 

Perzinaan 
Pasal 417 

(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan 
suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II.  

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan 
penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau 
anaknya.  
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(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.  

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang 
pengadilan belum dimulai.   

     
Pasal 418 

(1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar 
perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan 
atau pidana denda paling banyak kategori II. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan 
penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua atau 
anaknya. 

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diajukan 
oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat 
keberatan dari suami, istri, Orang Tua, atau anaknya. 

(4) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku 
ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. 

(5) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang 
pengadilan belum dimulai.   
 

Pasal 419 
Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang 
diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah 
dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas)  tahun. 
  

Bagian Kelima 
Perbuatan Cabul 

Paragraf 1 
Percabulan 

 
Pasal 420 

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang 
berbeda atau sama jenis kelaminnya: a. di depan umum dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana 
denda paling banyak kategori III. b. secara paksa dengan Kekerasan atau 
Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 
(sembilan) tahun. c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. 

(2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa 
orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.    
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Pasal 421 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang 
yang:  a.  melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang 
tersebut pingsan atau tidak berdaya; b.  melakukan perbuatan cabul dengan 
seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak; atau c. dengan bujuk rayu 
atau tipu daya menyebabkan seorang Anak melakukan atau membiarkan 
dilakukan terhadap dirinya perbuatan cabul dengan orang lain.   
 

Pasal 422 
(1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 

dan Pasal 421 huruf a dan huruf b mengakibatkan Luka Berat dipidana 
dengan pidana penjara dan paling lama 12 (dua belas) tahun. 

(2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 
dan Pasal 421 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.   

 
Pasal 423 

Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah 
menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan 
penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, 
untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya 
dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 
(sembilan) tahun.   
 

Pasal 424 
(1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak 
tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang 
dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik dipidana dengan pidana  
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 12 (dua belas) tahun: a.  Pejabat yang melakukan percabulan 
dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan 
padanya untuk dijaga; atau b.  dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas 
pada  lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya,  rumah 
pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial 
yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, 
rumah, atau panti tersebut.                           
 

Paragraf 2 
Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan 

 
Pasal 425 

(1) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain 
berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut 
diduga Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun. 
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(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah 
pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.   

   
Pasal 426 

Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan 
perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.   

 
Pasal 427 

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 atau Pasal 426 
dilakukan sebagai pekerjaan, kebiasaan, atau untuk menarik keuntungan 
sebagai mata pencaharian pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).   
 

Pasal 428 
(1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau 

menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, 
pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. 

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.   

 
Bagian Keenam 

Minuman dan Bahan yang Memabukkan 
 

Pasal 429 
(1) Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang 

memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori II. 

(2) Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang 
memabukkan kepada Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. 

(3) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa 
seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori III. 

(4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 
(3): a. mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV; atau b. 
mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 7 (tujuh) tahun. 

(5) Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (3) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan 
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pekerjaannya maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan 
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.     

  
Bagian Ketujuh 

Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan 
Pasal 430 

(1) Setiap Orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain 
anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 
(dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan 
dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk 
melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan  
kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. 

(2) Setiap Orang yang menerima anak untuk dimanfaatkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama.   

 
Bagian Kedelapan 
Penggelandangan 

Pasal 431 
Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang 
mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak 
kategori I.   

 
Bagian Kesembilan Perjudian 

Pasal 432 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau 

pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin: a.  
menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan 
sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian; 
b.  menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main 
judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada 
tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk 
menggunakan kesempatan tersebut; atau  c.   menjadikan turut serta pada 
permainan judi sebagai mata pencaharian. 

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa 
pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.   

 
Pasal 433 

Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa 
izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori III.    
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BAB XVI 
TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG 

Pasal 434 
(1) Setiap Orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan 

terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang 
tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 
(enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
seorang Pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau 
memelihara orang terlantar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.  

(3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana 
dengan: a.  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan 
tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau b.  pidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.   

 
Pasal 435 

(1) Setiap Orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) 
tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak 
tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori IV. 

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a.  
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut 
mengakibatkan Luka Berat; atau b.  pidana penjara paling lama 9 
(sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati. 

(3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilakukan oleh Ayah atau ibu dari anak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).   

 
Pasal 436 

Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah 
dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, 
dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud 
melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, dipidana 1/2 (satu per 
dua) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (1) dan ayat (2).   
 

Pasal 437 
Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 sampai dengan Pasal 436 
dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 86 huruf d.    
 

Pasal 438 
Setiap Orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi 
bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya 
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tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, jika orang tersebut 
mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana 
denda paling banyak kategori II.   
 

BAB XVII 
TINDAK PIDANA PENGHINAAN 

Bagian Kesatu Pencemaran 
Pasal 439 

(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik 
orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya 
hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan 
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling 
banyak kategori II. 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di 
tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda 
paling banyak kategori II. 

(3) Tidak merupakan Tindak Pidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk kepentingan umum atau 
karena terpaksa membela diri.   

 
Bagian Kedua 

Fitnah 
Pasal 440 

(1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 diberi 
kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak 
dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan 
yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.  

(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
hanya dapat dilakukan dalam hal: a.  hakim memandang perlu untuk 
memeriksa kebenaran tuduhan  tersebut guna mempertimbangkan 
keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut 
untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau  
b.  Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas 
jabatannya. 

(3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, 
jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, 
sedangkan pengaduan tidak diajukan.  

   
Pasal 441 

(1) Jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, tidak dapat dipidana karena 
fitnah. 

(2) Jika dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, 
putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang 
dituduhkan tersebut tidak benar. 

(3) Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal 
yang dituduhkan padanya, penuntutan karena fitnah ditangguhkan 
sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap mengenai hal yang dituduhkan.   

 
Bagian Ketiga 

Penghinaan Ringan 
Pasal 442 

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang 
dilakukan terhadap seseorang  baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, 
maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan 
perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya 
dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) bulan atau  pidana denda paling banyak kategori II.   
 

Bagian Keempat 
Pengaduan Fitnah 

Pasal 443 
(1) Setiap Orang yang mengajukan pengaduan atau  pemberitahuan palsu  

secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau  
pemberitahuan palsu  kepada Pejabat yang berwenang tentang seseorang 
sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana 
karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 
4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. 

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 
86 huruf a dan/atau huruf b.    

 
Bagian Kelima 

Persangkaan Palsu 
Pasal 444 

Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara 
palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak  
pidana dipidana  karena  menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 
IV.    
 

Bagian Keenam Pencemaran Orang Mati 
Pasal 445 
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(1)  Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis 
terhadap orang yang sudah mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Jika Setiap 
Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut 
dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun 
sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 
huruf f. (3)   Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dituntut, jika tidak ada pengaduan suami atau istrinya, atau dari salah seorang 
keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai 
derajat kedua dari orang yang sudah mati tersebut. (4)  Dalam masyarakat 
matriarkat pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan 
Kekuasaan Ayah.   
Bagian Ketujuh Pengaduan, Pemberatan Pidana, dan Pidana Tambahan   

 
Pasal 446 

 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Pasal 440, dan Pasal 
442 sampai dengan Pasal 444 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari 
Korban Tindak Pidana. 
 

Pasal 447 
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Pasal 440, dan Pasal 
442 pidana dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau 
difitnah adalah seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.   
Pasal 448 Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 dan Pasal 442 
sampai dengan Pasal 445 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan 
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau 
huruf d.       

 
BAB XVIII 

TINDAK PIDANA PEMBUKAAN RAHASIA 
Pasal 449 

(1) Setiap Orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena 
jabatan, profesi, atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah baik 
rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori III. 

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
mengenai rahasia seseorang, hanya dapat dituntut atas pengaduan orang 
tersebut.   

 
Pasal 450 

(1) Setiap Orang yang memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu 
perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus 



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     399 

dirahasiakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.  

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan tersebut. 
 

Pasal 451 
Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 dan Pasal 450 dapat 
dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf f.   

 
BAB XIX 

TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG 
Bagian Kesatu 

Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan 
Pasal 452 

(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan 
orang atau meneruskan perampasan tersebut dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) 
tahun. 

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua 
belas) tahun. 

(4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) berlaku juga bagi orang yang memberi tempat untuk perampasan 
kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan secara 
melawan hukum tersebut.   

 
Pasal 453 

(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain 
terampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskan 
perampasan kemerdekaan  tersebut dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  mengakibatkan 
matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun.   

 
Pasal 454 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. secara melawan 
hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau 
membiarkan sesuatu, dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, baik 
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terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau b. memaksa orang 
lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu 
dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b hanya 
dapat dituntut atas pengaduan dari Korban Tindak Pidana.   
 

Pasal 455 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana 

denda paling  banyak  kategori IV, Setiap Orang  yang mengancam 
dengan:  a.  Kekerasan secara terang-terangan dengan tenaga bersama  
yang dilakukan terhadap orang  atau Barang; b.  suatu Tindak Pidana 
yang mengakibatkan bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau 
Barang; c.  perkosaan atau dengan perbuatan cabul;  d.  suatu Tindak 
Pidana terhadap nyawa orang;  e.   penganiayaan berat; atau f.  pemba-
karan. 

(2) Jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
tertulis dan dengan syarat tertentu dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling 
banyak kategori IV.    

(3)  
Bagian Kedua 

Perampasan Kemerdekaan Orang 
Paragraf 1 

Penculikan 
Pasal 456  

Setiap Orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan 
orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan 
orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak 
berdaya dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 
(dua belas) tahun.    
 

Paragraf 2 
Penyanderaan 

Pasal 457 
Setiap Orang yang menahan orang dengan Kekerasan atau Ancaman 
Kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut  secara 
melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau 
untuk menempatkan orang tersebut  dalam keadaan tidak berdaya dipidana 
karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.   
 

Bagian Ketiga 
Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak dan Perempuan 

Paragraf 1 
Pengalihan Kekuasaan 

Pasal 458 
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(1) Setiap Orang yang menarik Anak dari kekuasaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya 
atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori IV. 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
tipu muslihat, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau terhadap anak 
yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori V.   

 
Paragraf 2 

Menyembunyikan Anak 
Pasal 459 

(1) Setiap Orang yang menyembunyikan Anak yang ditarik atau menarik 
sendiri dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan 
orang yang berwenang untuk itu, atau menariknya dari penyidikan 
Pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun.  

 
Paragraf 3 

Melarikan Anak dan Perempuan 
Pasal 460 

(1) Setiap Orang  yang membawa pergi Anak di luar kemauan Orang Tua 
atau walinya, tetapi dengan persetujuan Anak itu sendiri, dengan 
maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Anak tersebut, baik di 
dalam maupun di luar perkawinan dipidana karena melarikan Anak 
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.   

(2) Setiap Orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, 
Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dengan maksud untuk memastikan 
penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar 
perkawinan dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana 
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.   

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dituntut atas pengaduan Anak, Orang Tua, atau walinya. 

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 
dituntut atas pengaduan perempuan atau suaminya.  

(5) Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan 
perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai perkawinan, tidak dapat dijatuhi pidana 
sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal.   
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Bagian Keempat 
Perdagangan Orang 

Pasal 461 
(1) Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman 
Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 
utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh 
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk 
tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dipidana karena melakukan Tindak Pidana 
perdagangan orang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit 
kategori IV dan paling banyak kategori VI. 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).   

 
Bagian Kelima Pidana Tambahan 

Pasal 462 
Setiap Orang yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 452 dan Pasal 456 sampai dengan Pasal 461 dapat 
dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.    

 
BAB XX 

PENYELUNDUPAN MANUSIA 
Pasal 463 

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk 
orang lain dengan membawa atau memerintahkan untuk membawa seseorang 
atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi 
yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki atau keluar dari Wilayah 
Indonesia dan/atau memasuki wilayah negara lain dengan menggunakan 
dokumen yang sah, dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen, baik 
melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak dipidana karena penyelundupan 
manusia, dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori V.   
 

BAB XXI 
TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN JANIN 

Bagian Kesatu 
Pembunuhan 

Pasal 464 
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(1) Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena 
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.  

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidana dapat ditambah 
1/3 (satu per tiga). 

(3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak 
Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau 
peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk 
memastikan penguasaan Barang yang diperolehnya secara melawan 
hukum dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara  paling lama 20 (dua puluh) tahun.   

 
Pasal 465 

Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang 
lain dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.   
 

Pasal 466 
(1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama 

setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang 
lain dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun.  

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 
(sembilan) tahun. (3)  Orang lain yang turut serta melakukan Tindak 
Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dipidana 
dengan pidana yang sama dengan pembunuhan atau pembunuhan 
berencana.   

 
Pasal 467 

Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu 
sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.    
 

Pasal 468 
Setiap Orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang 
lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.    
 

Bagian Kedua 
Pengguguran Kandungan 

Pasal 469 



404     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

(1) Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya 
atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan 
tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. 

(2) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang 
perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 (dua belas) tahun.  

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan 
matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun.   

 
Pasal 470 

(1) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang 
perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun. 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 8 (delapan) tahun.   

 
Pasal 471 

(1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu melakukan 
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 dan Pasal 470, 
pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). 

(2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan 
berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a 
dan huruf f.  

(3) Dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi 
kedaruratan medis atau terhadap Korban perkosaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana.    

 
BAB XXII 

TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH 
Bagian Kesatu 
Penganiayaan 

Pasal 472 
(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda 
paling banyak kategori III.  

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun. 

(4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah perbuatan yang merusak kesehatan. 
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(5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak dipidana.   

 
Pasal 473 

(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih 
dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.  

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. 

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) 
tahun.    

 
Pasal 474 

(1) Setiap Orang yang melukai berat orang lain dipidana karena 
penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) 
tahun. 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.   

 
Pasal 475 

(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih 
dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) 
tahun. 

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun.  

   
Pasal 476 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 sampai dengan Pasal 
475, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika Tindak Pidana tersebut 
dilakukan:  a. terhadap Pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang 
sah;  b. dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan; 
atau c.  terhadap ibu atau Ayah.   
 

Pasal 477 
(1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 dan Pasal 

476, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan 
untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencarian dipidana karena 
penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan 
atau pidana denda paling banyak kategori II. 

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidana 
dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). 

(3) Percobaan penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tidak dipidana.   
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Bagian Kedua 
Perkelahian secara Berkelompok 

Pasal 478 
Setiap Orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang 
melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap 
Tindak Pidana yang khusus dilakukan, dipidana dengan:  a. pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 
kategori III, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan Luka 
Berat; atau b. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika penyerangan 
atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang.   
 

Bagian Ketiga 
Perkosaan 
Pasal 479 

(1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa 
seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, 
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 

(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: a.  persetubuhan dengan 
seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa 
orang itu merupakan suami/istrinya yang sah; b.  persetubuhan dengan 
Anak; atau c.  persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa 
orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.  

(3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan 
cabul berupa: a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut 
orang lain;  b.  memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau 
mulutnya sendiri; atau c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat 
kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain. 

(4) Dalam hal Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 
adalah Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun. 

(5) Dalam hal Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Anak dan 
dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. 

(6) Jika salah  satu  tindak  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.  

(7) Jika salah  satu  tindak  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidana ditambah 
1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6). 

(8) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, 
Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidana ditambah 1/3 (satu 
per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).   
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BAB XXIII 
TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU LUKA 

KARENA KEALPAAN 
Pasal 480 

(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka 
sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata 
pencaharian, atau profesi, selama waktu tertentu dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori II. 

(2) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain Luka 
Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori III. 

(3) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang 
lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori V.    

 
Pasal 481 

(1) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 
dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau 
profesi, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). 

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga 
dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dan 
pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.    

 
BAB XXIV 

TINDAK PIDANA PENCURIAN 
Pasal 482 

Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya 
milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 
dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori V. 
 

Pasal 483 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana 

denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan: a. 
pencurian benda suci keagamaan; b. pencurian benda purbakala; c. 
pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata 
pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang; d. pencurian  pada 
waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan 
lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang; e. pencurian 
pada waktu Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ 
tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;  f.  pencurian 
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dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, 
memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai 
pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana 
atau sampai pada barang yang diambil; atau g.  pencurian secara 
bersama-sama dan bersekutu. 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai 
dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan 
huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.   

 
Pasal 484 

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan Pasal 483 ayat 
(1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipidana karena pencurian ringan, 
dengan pidana denda paling banyak kategori II.   
 

Pasal 485 
(1) Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau 

diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, 
dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian 
atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri 
atau peserta lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. 

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap 
Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):  
a.  pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan 
umum yang sedang berjalan; b.  pencurian dengan cara merusak, 
membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci 
Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan 
palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai 
pada barang yang diambil;  c.   yang mengakibatkan Luka Berat bagi 
orang; atau d. secara bersama-sama dan bersekutu. 

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) 
mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun.   

(4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan 
bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana mati atau penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.    
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Pasal 486 
Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 sampai dengan Pasal 485 
dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.    
 

Pasal 487 
(1) Penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu 

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 sampai dengan 
Pasal 485 merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang tidak 
terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah Harta Kekayaan. 

(2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan Korban jika pelaku 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri Korban 
yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau 
merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus 
maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua. 

(3) Dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, pengaduan 
dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan Kekuasaan Ayah. 

 
BAB XXV 

TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN 
Pasal 488 

(1) Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 
(sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 
memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk: a.  
memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang 
tersebut atau milik orang lain; atau b.  memberi utang, membuat 
pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 ayat (2) sampai 
dengan ayat (4) berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).   

 
Pasal 489 

(1) Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap 
Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau 
pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, 
memaksa orang supaya: a.  memberikan suatu Barang yang sebagian atau 
seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau  b.  memberi 
utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dituntut atas pengaduan Korban Tindak Pidana.   
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Pasal 490 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 berlaku juga bagi Tindak 
Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 dan Pasal 489.    
 

Pasal 491 
Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 490 
dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf 
a, huruf b, dan/atau huruf d.     
 

BAB XXVI 
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 

Pasal 492 
Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang 
sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya 
bukan karena Tindak Pidana dipidana karena penggelapan dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 
IV.   

Pasal 493 
Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata 
pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta 
rupiah), Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dipidana karena 
penggelapan ringan dengan pidana denda paling banyak kategori II.   
 

Pasal 494 
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dilakukan oleh 
orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan 
kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang 
tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori V.   

 
Pasal 495 

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dilakukan oleh 
orang yang menerima barang dari orang lain yang karena terpaksa 
menyerahkan barang padanya untuk disimpan atau oleh wali, pengampu, 
pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan 
terhadap barang yang dikuasainya dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.   

 
Pasal 496 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 berlaku juga bagi Tindak 
Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 sampai dengan Pasal 495.   

 
Pasal 497 

(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Pasal 494, atau 
Pasal 495, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan 
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hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dan 
pencabutan hak satu atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86. 

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam menjalankan profesinya, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan 
berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f. 

 
BAB XXVII 

TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG 
Pasal 498 

Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, 
menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan 
orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat 
pengakuan utang, atau menghapus piutang dipidana karena penipuan, dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori V.   

 
Pasal 499 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori IV, penjual yang menipu pembeli: a.  dengan 
menyerahkan Barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli; atau b.  
tentang keadaan, sifat, atau banyaknya Barang yang diserahkan.  
 

Pasal 500 
Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda paling banyak 
kategori II, jika: a. barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
498 bukan Ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang, atau piutang yang 
nilainya tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau b. nilai 
keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499.   
 

Pasal 501 
Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang 
mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan 
palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori II.  
   

Pasal 502 
Setiap Orang yang memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri sendiri atau 
orang lain dari pihak ketiga tanpa membayar penuh penggunaan jasa tersebut 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori II.    
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Pasal 503 
Setiap Orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan 
membeli barang dengan maksud untuk menguasai barang tersebut bagi diri 
sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayaran dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 
V.   
 

Pasal 504 
Setiap Orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi 
mengenai hal yang berhubungan dengan asuransi sehingga penanggung 
asuransi tersebut membuat perjanjian yang tidak akan dibuatnya dengan 
syarat-syarat yang demikian jika diketahui keadaan-keadaan yang sebenarnya 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau 
pidana denda paling banyak kategori III.    
 

Pasal 505 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum merugikan 
penanggung asuransi atau orang yang dengan sah memegang surat 
penanggungan barang di kendaraan angkutan, dengan:  a.  membakar atau 
menyebabkan ledakan suatu Barang yang Masuk asuransi kebakaran sehingga 
tidak dapat dipakai lagi;  b.  menenggelamkan, mendamparkan, merusakkan, 
menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi Kapal yang 
diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah 
pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk 
melengkapi Kapal tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan 
Kapal tersebut; atau c. merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga 
tidak dapat dipakai lagi kendaraan yang diasuransikan atau yang muatannya 
diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah 
diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraan tersebut telah diberikan 
uang pinjaman atas tanggungan kendaraan tersebut.   
 
Pasal 506 
Setiap Orang yang melakukan perbuatan secara curang untuk membuat keliru 
orang banyak atau orang tertentu dengan maksud untuk mendirikan atau 
memperbesar hasil perdagangannya atau perusahaan sendiri atau kepunyaan 
orang lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau 
saingan orang lain tersebut dipidana karena persaingan curang, dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 
III.    

Pasal 507 
Pemegang konosemen yang membebani salinan konosemen dengan perjanjian 
timbal balik dengan beberapa orang penerima barang yang bersangkutan 
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori IV.  
 

Pasal 508 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori V, Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:  a.  menjual, menukar, atau 
membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau 
rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang 
menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut 
berhak atas tanah atau Barang tersebut; b.  menjual, menukar, atau membebani 
dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha 
tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas 
tanah tersebut, padahal tanah atau Barang tersebut sudah dibebani dengan 
ikatan kredit, tetapi tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang lain; 
c.  membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara 
dengan menyembunyikan kepada pihak lain, padahal tanah tempat orang 
menggunakan hak tersebut sudah dijaminkan; d.  menjaminkan atau 
menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah 
tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah tersebut; e.  
menyewakan, menjual atau menukarkan tanah yang telah digadaikan tanpa 
memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan; 
atau f.  menyewakan  sebidang  tanah tempat orang menggunakan hak atas 
tanah tersebut  untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut juga telah 
disewakan kepada orang lain.  
 

Pasal 509 
(1) Setiap Orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang 

berupa makanan, minuman, atau obat, yang diketahuinya palsu dan 
menyembunyikan kepalsuan itu dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. 

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
Luka Berat atau penyakit dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun. 

(3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) 
tahun.   

 
Pasal 510 

Setiap Orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan 
menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimum 
yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau menggunakan bahan yang 
dilarang sebagai bahan tambahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 
4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.   
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Pasal 511 
Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum, merusakkan, menghancurkan, memindahkan, 
membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang yang 
digunakan untuk menentukan batas pekarangan atau batas hak atas tanah yang 
sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana 
denda paling banyak kategori IV.    
 

Pasal 512 
Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum, menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan naik 
atau turunnya harga barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau surat 
berharga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori IV.   
 

Pasal 513 
Setiap Orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan surat utang 
suatu negara atau bagian dari negara tersebut, saham atau surat utang dari 
suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan, mempengaruhi supaya membeli 
atau ikut mengambil bagian, menyembunyikan atau menutupi keadaan atau 
hal-hal yang sebenarnya, atau memberikan harapan palsu dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori V.    
 

Pasal 514 
Pengusaha, pengurus, atau komisaris Korporasi yang mengumumkan keadaan 
atau neraca yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.   

 
Pasal 515 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori III:  a.  advokat yang memasukkan atau meminta 
memasukkan dalam surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan 
pailit, keterangan tentang tempat  tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, 
padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan 
dengan keadaan yang sebenarnya; atau  b.  suami atau istri yang mengajukan 
gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang 
bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana 
dimaksud pada huruf a. c. kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang 
memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya 
kepada advokat sebagaimana dimaksud pada huruf a.   
 

Pasal 516 
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 berlaku juga bagi  
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Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 sampai dengan Pasal 
515, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515 butir b.  
 

BAB XXVIII 
TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM 

MENJALANKAN USAHA 
Bagian Kesatu 

Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditor 
Pasal 517 

Pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta 
bendanya menurut putusan pengadilan dipidana karena merugikan kreditor, 
dengan pidana  penjara  paling  lama  1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau 
pidana denda paling banyak kategori III jika: a.  hidup terlalu boros; b.  dengan 
maksud menangguhkan kepailitannya meminjam uang dengan suatu 
perjanjian yang memberatkannya, sedang diketahuinya pinjaman tersebut 
tidak akan dapat mencegahnya jatuh pailit; atau  c.  tidak dapat memper-
lihatkan dalam keadaan utuh buku, surat yang berisi catatan yang 
menggambarkan keadaan kekayaan perusahaan, dan surat lain yang harus 
dibuat dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   
 

Pasal 518 
Pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta 
bendanya berdasarkan putusan pengadilan dipidana karena merugikan 
kreditor secara curang dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori VI, jika: a.  mengarang-ngarang utang, 
tidak mempertanggungjawabkan keuntungan, atau menarik Barang dari harta 
benda milik perusahaan; b.  melepaskan Barang milik perusahaan, baik dengan 
cuma-cuma maupun dengan harga jauh di bawah harganya; c.  dengan cara 
menguntungkan salah seorang kreditor pada waktu pailit atau pada saat 
diketahui bahwa keadaan pailit tersebut tidak dapat dicegah; atau d.  tidak 
memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, menyimpan dan memperlihatkan buku, 
Surat, dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 huruf c.   
 

Pasal 519 
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 dan Pasal 518 dapat 
juga dilakukan oleh Korporasi.   
 

Pasal 520 
Dipidana karena penipuan hak kreditor dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang: 
a.  menarik bayaran baik dari piutang yang belum maupun yang sudah jatuh 
tempo padahal debitor telah mengetahui bahwa kepailitan atau pemberesan 
perusahaan debitor sudah dimohonkan atau sebagai hasil perundingan dengan 
debitor, pada waktu pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, 
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kepailitan, atau diperintahkan oleh pengadilan melakukan pemberesan 
perusahaan, atau pada waktu diketahui atau patut diduga akan terjadi salah 
satu hal tersebut dan kemudian pelepasan harta benda, kepailitan, atau 
pemberesan perusahaan tersebut benar-benar terjadi; atau  b.  mengarang-
ngarang adanya piutang yang tidak ada atau memperbesar jumlah piutang 
yang ada, pada waktu verifikasi piutang dalam pelepasan harta benda 
berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau pemberesan perusahaan.   
 

Pasal 521 
Setiap Orang yang dinyatakan dalam keadaan benar-benar tidak mampu atau 
jika yang bersangkutan bukan Pengusaha, dinyatakan pailit atau berdasarkan 
putusan pengadilan diizinkan melepaskan harta bendanya, secara curang 
mengurangi hak dari kreditornya dengan mengarang-ngarang utang, tidak 
menyembunyikan pendapatan, menarik barang dari harta bendanya, atau 
melepaskan barang dengan cuma-cuma maupun dengan nyata-nyata di bawah 
harganya, atau pada waktu ketidakmampuannya, pelepasan harta bendanya 
atau kepailitannya, atau pada waktu mengetahui bahwa salah satu dari 
keadaan tersebut tidak dapat dicegah lagi, menguntungkan salah seorang  
kreditornya  dengan  cara  apapun juga dipidana dengan pidana penjara paling  
lama  5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.   
 

Bagian Kedua 
Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris 

Pasal 522 
Pengurus atau komisaris suatu Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang 
diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling 
banyak kategori VI, jika: a.  memudahkan atau mengizinkan dilakukannya 
perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya yang mengakibatkan 
kerugian Korporasi; b.  dengan maksud menangguhkan kepailitan atau 
pemberesan perusahaan, memudahkan atau mengizinkan meminjam uang 
dengan syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit 
atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau  c.  tidak 
memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan sebagaimana 
ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan atau tidak dapat 
memperlihatkan catatan-catatan dalam keadaan yang sebenarnya.   
 

Pasal 523 
Pengurus atau komisaris Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang 
diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan berdasarkan putusan 
pengadilan secara curang mengurangi hak kreditor dengan cara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 518 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.   
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Pasal 524 
Pengurus atau komisaris Korporasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 522, yang membantu atau mengizinkan perbuatan yang 
bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan Korporasi tersebut 
tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan dipidana dengan 
pidana denda paling banyak kategori VI.   
 

Bagian Ketiga 
Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan 

Pasal 525 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan 
atau pidana denda paling banyak kategori III: a.  kreditor yang menyetujui 
tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan 
persetujuan dengan debitor atau dengan pihak ketiga dan meminta 
keuntungan khusus; atau b. debitor yang menyetujui tawaran perdamaian di 
sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditor atau 
dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus.   
Bagian Keempat Penarikan Barang Tanpa Hak   
   

Pasal 526 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana 

denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a.  menarik sebagian 
atau seluruh barang miliknya atau barang milik orang lain untuk 
keperluan pemiliknya, dari orang lain yang mem- punyai hak gadai, hak 
menahan, hak pungut hasil, atau hak pakai atas barang tersebut; b.  
menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau barang milik orang 
lain untuk keperluan pemiliknya, dari perjanjian utang hak atas 
tanggungan atas barang tersebut, dengan merugikan orang yang 
berpiutang hak atas tanggungan tersebut; c.  menarik sebagian atau 
seluruh barang yang olehnya dibebani ikatan panen, atau untuk yang 
memberi ikatan menarik suatu barang yang oleh orang lain dibebani 
ikatan panen dengan merugikan pemegang ikatan tersebut; atau d.  
menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau untuk keperluan 
pemilik dari ikatan kredit atas barang tersebut dengan merugikan 
pemegang kredit. 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 berlaku juga 
bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).     

 
BAB XXIX 

TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BARANG DAN 
BANGUNAN 
Bagian Kesatu 

Perusakan dan Penghancuran Barang 
Pasal 527 
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(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusakkan, menghancurkan, 
membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang sebagian 
atau seluruhnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 
kategori IV. 

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah), pelaku Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.    

 
Bagian Kedua 

Perusakan dan Penghancuran Bangunan dan Gedung 
Pasal 528 

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusakkan bangunan atau gedung 
untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori IV.   
 

Pasal 529 
Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau membuat 
tidak dapat dipakai bangunan atau gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau 
fasilitas pelayanan publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.   
 

Pasal 530 
Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan gedung atau bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 rusak, hancur, atau tidak dapat 
dipakai lagi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori III.   
 

Pasal 531 
Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau membuat 
tidak dapat dipakai gedung, kapal, kereta api, atau alat transportasi massal lain 
yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 
V.   

Pasal 532 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 berlaku juga bagi Tindak 
Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 sampai dengan Pasal 531.     
 

BAB XXX 
TINDAK PIDANA JABATAN 

Bagian Kesatu 
Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta 

Pasal 533 
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Seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau 
mengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan di bawah perin- tahnya 
ketika diminta oleh Pejabat yang berwenang menurut Undang- Undang 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.   
 

Pasal 534 
(1) Pejabat sipil yang meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melawan pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari Pejabat yang 
berwenang, putusan pengadilan, atau surat perintah pengadilan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

(2) Jika pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah 
dari Pejabat yang berwenang, putusan pengadilan, atau surat perintah 
pengadilan terhalang karena permintaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pejabat sipil tersebut dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 7 (tujuh) tahun.   

 
Bagian Kedua 

Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan 
Pasal 535 

Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau 
memberi keterangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun.   
 

Pasal 536 
Setiap Pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas Pejabat 
resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan 
Pejabat publik, melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau 
mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh infomasi atau 
pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga, atau menjatuhkan pidana 
terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, atau melakukan 
intimidasi atau memaksa orang tersebut, atau atas dasar suatu alasan 
diskriminasi dalam segala bentuknya dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 7 (tujuh) tahun. Bagian Ketiga Penyalahgunaan Jabatan atau Kewenangan   
 

Pasal 537 
(1) Pejabat yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan menurut perintah 

Pejabat yang berwenang atau putusan atau penetapan pengadilan, 
membiarkan orang tersebut melarikan diri, melepaskan orang tersebut, 
atau menolong orang tersebut pada waktu dilepaskan atau melepaskan 
diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. 

(2) Pejabat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan orang yang ditahan melarikan diri dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.   
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Pasal 538 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Pejabat 

yang: a. mempunyai tugas sebagai penyidik Tindak Pidana tidak 
memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang yang 
dirampas kemerdekaanya secara melawan hukum atau tidak 
memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada atasannya; atau b.  
dalam menjalankan tugasnya, mengetahui bahwa ada orang yang 
dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, tidak memberi-
tahukan hal tersebut dengan segera kepada Pejabat yang bertugas 
sebagai penyidik Tindak Pidana.  

(2) Pejabat yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.   

 
Pasal 539 

Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Lembaga Penempatan Anak 
Sementara, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang menolak permintaan yang sah 
dari Pejabat yang berwenang agar  menunjukkan  orang,  atau memperli- 
hatkan daftar tentang data orang yang dimasukkan ke dalam tempat tersebut, 
atau memperlihatkan putusan atau penetapan pengadilan, atau surat-surat lain 
yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dipenuhi 
untuk memasukkan orang ke tempat tersebut dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.   
 

Pasal 540 
Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Lembaga Penempatan Anak 
Sementara atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang memasukkan orang ke tempat 
tersebut tanpa meminta ditunjukkan padanya putusan atau penetapan 
pengadilan, atau surat-surat lain yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, atau tidak mencatat dalam daftar tentang data 
orang yang dimasukkan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 
6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.   
 

Pasal 541 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, 
Pejabat yang: a. melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata 
cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memaksa 
Masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan yang tertutup yang 
dipakai oleh orang lain, atau secara melawan hukum berada di tempat tersebut, 
tidak segera pergi setelah ditegur oleh atau atas nama orang yang berhak; atau 
b. pada waktu menggeledah rumah melampaui kewenangannya atau tanpa 
memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, memeriksa, menyita surat, buku, atau barang bukti lainnya.   
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Pasal 542 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori IV, Pejabat yang: a. melampaui kewenangannya 
meminta orang memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, 
barang, atau paket yang dipercayakan kepada suatu lembaga pengangkutan 
atau jasa pengiriman umum; atau b.   melampaui kewenangannya meminta 
penyelenggara sistem elektronik memberikan dokumen dan informasi 
elektronik mengenai komunikasi yang terjadi melalui jejaring sistem elektronik 
tersebut.  
  

Pasal 543 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori IV, Pejabat suatu lembaga yang bertugas di bidang 
pengangkutan surat atau barang yang: a. memberikan surat, kartu pos, barang, 
atau paket kepada orang lain selain yang berhak; b. merusak, memusnahkan, 
atau menghilangkan surat, kartu pos, barang atau paket tersebut; c.  mengubah 
isi surat, kartu pos, barang atau paket tersebut; atau d. mengambil untuk diri 
sendiri suatu barang di dalam Surat atau paket.   
 

Pasal 544 
Pejabat suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan Surat atau 
barang yang membiarkan orang lain melakukan Tindak Pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 543 dan/atau membantu orang lain tersebut dalam 
melakukan perbuatannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.   
 

Pasal 545 
(1) Pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang, 

padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-
perkawinannya yang sudah ada pada waktu itu menjadi halangan yang 
sah baginya untuk kawin lagi, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.  

(2) Pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang, 
padahal mengetahui bahwa perkawinan tersebut ada halangan yang sah 
selain halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.    

 
Pasal 546 

Pejabat yang berwenang, yang mengeluarkan salinan atau petikan putusan 
pengadilan sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori III.   
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Pasal 547 
Mantan Pejabat yang tanpa izin Pejabat yang berwenang menahan surat-surat 
dinas yang ada padanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)  
bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.   
 

BAB XXXI 
TINDAK PIDANA PELAYARAN 

Bagian Kesatu 
Pembajakan dan Kekerasan terhadap dan di atas Kapal 

Pasal 548 
Setiap Orang yang menggunakan Kapal menahan atau melakukan Kekerasan 
atau Ancaman Kekerasan terhadap Kapal lain atau terhadap orang atau Barang 
yang berada di atas Kapal di laut lepas atau di suatu tempat di luar yurisdiksi 
negara manapun dengan maksud untuk menguasai orang atau menguasai atau 
memiliki Kapal atau Barang secara melawan hukum dipidana karena 
pembajakan di laut dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.   
 

Pasal 549 
(1) Setiap Orang yang di darat atau di air sekitar pantai atau di muara sungai 

melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang atau 
Barang di tempat tersebut setelah terlebih dahulu menyeberangi lautan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.  

(2) Setiap Orang yang menggunakan kapal melakukan Kekerasan atau 
Ancaman Kekerasan terhadap Kapal lain atau terhadap orang atau 
Barang di perairan Indonesia untuk menguasai orang atau menguasai 
atau memiliki Kapal atau Barang secara melawan hukum dipidana 
dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).   

 
Pasal 550 

Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
548 dan Pasal 549 yang mengakibatkan: a. Luka Berat dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; b. matinya orang dipidana dengan 
pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.   
 

Pasal 551 
Setiap Orang yang: a. bekerja sebagai Nakhoda atau melakukan profesi sebagai 
Nakhoda pada Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut digunakan 
untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548 dan Pasal 
549 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; atau b. 
bekerja sebagai Anak Buah Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut 
digunakan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
548 dan Pasal 549 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) 
tahun.   
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Pasal 552 
(1) Setiap Orang yang menyerahkan Kapal Indonesia ke dalam kekuasaan 

orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
548 dan Pasal 549 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun. 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Nakhoda dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua 
belas) tahun.     

 
Pasal 553 

Setiap Penumpang Kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas Kapal 
tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.   
 

Pasal 554 
Nakhoda Kapal Indonesia yang mengambil alih atau menarik Kapal dari 
pemiliknya atau dari  Pengusahanya  dan  memakai  Kapal tersebut untuk 
keuntungan diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 
(delapan) tahun.    
 

Bagian Kedua 
Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu 

Pasal 555 
Nakhoda Kapal Indonesia yang membuat atau meminta orang lain untuk 
membuat Surat keterangan Kapal yang diketahui bahwa isi Surat keterangan 
tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun.   
 

Pasal 556 
Setiap Orang yang untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pendaftaran Kapal, memperlihatkan Surat keterangan 
yang diketahui bahwa isi Surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang 
sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori IV.   
 

Pasal 557 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Setiap Orang 
yang: a.  membuat atau meminta orang lain untuk mencantumkan keterangan 
palsu dalam berita acara suatu keterangan Kapal tentang suatu keadaan yang 
kebenarannya harus dinyatakan dalam akta, dengan maksud untuk 
menggunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut 
seolah-olah keterangan dalam berita acara sesuai dengan yang sebenarnya jika 
karena penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau b. 
menggunakan akta sebagaimana dimaksud pada huruf a seolah-olah isinya 
sesuai dengan yang sebenarnya jika karena penggunaan akta tersebut dapat 
menimbulkan kerugian.   
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Pasal 558 
Nakhoda yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 
membuat atau memberikan laporan palsu tentang kecelakaan Kapal yang 
dipimpinnya atau kapal lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.  
   

Bagian Ketiga 
Penyerangan, Pemberontakan, dan Pembangkangan di Kapal 

Pasal 559 
(1) Dipidana karena penyerangan di Kapal dengan pidana penjara paling 

lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III: a.  
Penumpang Kapal Indonesia yang di atas kapal menyerang atau 
melawan Nakhoda dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan 
maksud merampas kebebasannya untuk bergerak; atau b. Anak Buah 
Kapal Indonesia yang di atas Kapal atau dalam menjalankan profesinya 
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terhadap 
orang yang lebih tinggi pangkatnya. 

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut atau 
perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka; b.  pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika mengakibatkan Luka Berat; atau 
c.  pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika mengakibatkan 
matinya orang.   

 
Pasal 560 

(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559 ayat (1) 
dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu atau bersama-
sama dipidana karena pemberontakan di Kapal, dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun. 

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:  a. 
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut 
atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka; b.  pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika mengakibatkan Luka Berat; 
atau c.  pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika 
mengakibatkan matinya orang.   

 
Pasal 561 

Setiap Orang yang di atas Kapal Indonesia menghasut orang lain supaya 
melakukan pemberontakan di kapal dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun.   

 
Pasal 562 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori II, setiap Penumpang Kapal 
Indonesia  yang: a.  tidak menurut perintah Nakhoda yang 
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diberikan untuk kepentingan keamanan atau untuk menegakkan 
ketertiban dan disiplin di atas Kapal; b.  tidak memberi pertolongan 
menurut kemampuannya kepada Nakhoda ketika mengetahui 
bahwa kemerdekaan Nakhoda untuk bergerak dirampas; atau c.  
tidak memberitahukan kepada Nakhoda pada saat yang tepat 
ketika mengetahui ada niat dari orang lain yang berada di atas 
Kapal untuk melakukan penyerangan di Kapal. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak 
berlaku jika penyerangan di Kapal tidak terjadi.   

 
Pasal 563 

Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 dan Pasal 559 
sampai dengan Pasal 562 berpangkat perwira Kapal, pidana dapat ditambah 1/3 
(satu per tiga).   
Bagian Keempat Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Kewajiban oleh 
Nakhoda Kapal   
 

Pasal 564 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Nakhoda Kapal 
Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan dengan 
cara: a. menjual Kapal; b. membebani dengan hak tanggungan atau 
menggadaikan Kapal atau perlengkapannya; c. menjual atau menggadaikan 
Barang muatan atau perbekalan Kapalnya; atau d. memperhitungkan kerugian 
atau pengeluaran yang tidak sebenarnya.    
 

Pasal 565 
Setiap Orang yang melengkapi Kapal atas biaya sendiri atau atas biaya orang 
lain, dengan maksud digunakan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 548 dan Pasal 549 dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 12 (dua belas) tahun.    
 

Pasal 566 
Setiap Orang yang atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain secara langsung 
atau tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan, atau 
pengasuransian Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut akan 
digunakan atau diperuntukkan untuk digunakan untuk maksud sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 548 dan Pasal 549 dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun.    
 

Pasal 567 
Nakhoda Kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan 
keuntungan yang demikian dengan cara mengubah haluan Kapalnya dipidana 
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dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori IV.    
 

Pasal 568 
(1) Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa dan tanpa 

sepengetahuan pemilik atau Pengusaha Kapal, melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan yang diketahuinya akan menimbulkan 
kemungkinan bagi Kapal atau Barang muatannya untuk ditarik, 
dihentikan, atau ditahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori 
III.  

(2) Setiap Penumpang kapal yang tidak dalam keadaan terpaksa dan tanpa 
sepengetahuan Nakhoda melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori II.   

 
Pasal 569 

Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa tidak memberi 
sesuatu yang wajib diberikan kepada Penumpang kapalnya dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori IV.   
 

Pasal 570 
Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa atau 
bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya membuang Barang muatan 
kapalnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori III.   
 

Pasal 571 
Nakhoda yang Kapalnya memakai bendera Indonesia, padahal diketahui tidak 
berhak untuk memakai bendera tersebut dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.    
 

Pasal 572 
Nakhoda yang Kapalnya memakai tanda yang menimbulkan kesan seolah-olah 
Kapal tersebut adalah kapal perang Indonesia atau Kapal pemerintah selain 
kapal perang yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban di laut atau 
kapal pandu yang bekerja di perairan Indonesia dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 
III.   
 

Pasal 573 
Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat 
dan memberitahukan kelahiran atau kematian orang yang berada di Kapal 
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selama waktu berlayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.  
   

Pasal 574 
Nakhoda Kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak permintaan 
untuk mengangkut tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, dan/atau 
Barang yang berhubungan dengan perkara pidana sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.   

 
Pasal 575 

(1) Seorang Nakhoda Kapal Indonesia yang membiarkan lari atau 
melepaskan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana, atau 
memberi bantuan ketika dilepaskan atau melepaskan diri, padahal orang 
itu diangkut di Kapalnya berdasarkan permintaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak 
kategori IV. 

(2) Dalam hal Nahkoda karena kelalaiannya mengakibatkan tersangka, 
terdakwa, terpidana, atau narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) lepas atau melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 
6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.   

 
Bagian Kelima 

Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal 
Pasal 576 

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak 
Barang muatan, perbekalan, atau Barang keperluan yang ada di Kapal dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori IV.    

Bagian Keenam 
Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal 

Pasal 577 
Setiap Orang yang tidak dalam keadaan terpaksa tanpa hak melakukan profesi 
sebagai Nakhoda, juru mudi, atau juru mesin pada Kapal Indonesia dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori IV.   
 

Pasal 578 
Setiap Orang yang tanpa hak memakai tanda pengenal walaupun sedikit 
berlainan, yang pemakaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan hanya untuk Kapal rumah sakit atau sekoci dari Kapal tersebut atau 
untuk Kapal kecil yang digunakan untuk menolong orang sakit dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling 
banyak kategori II.   
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Bagian Ketujuh 
Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan 

Pasal 579 
Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang: 
a. menandatangani konosemen yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan; atau b. berdasarkan kewenangannya 
menandatangani konosemen sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika 
konosemen tersebut jadi dikeluarkan.   
 

Pasal 580 
(1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang 

yang: a. menandatangani tiket perjalanan Penumpang Kapal yang 
dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau b. berdasarkan kewenangannya menandatangani tiket 
perjalanan Penumpang Kapal sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika 
tiket tersebut kemudian dikeluarkan. 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga  
terhadap Setiap Orang yang memberikan tiket perjalanan Penumpang 
Kapal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.    

 
BAB XXXII 

TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK PIDANA TERHADAP 
SARANA SERTA PRASARANA PENERBANGAN 

Bagian Kesatu 
Perusakan Sarana Penerbangan dan Pesawat Udara 

Pasal 581 
(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, 

atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk pengamanan lalu 
lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan 
tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. 

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan 
bahaya bagi keamanan lalu lintas udara dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 9 (sembilan) tahun. 

(3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan 
matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun.    

 
Pasal 582 

(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan rusak, hancur, 
atau tidak dapat dipakai bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara 
atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.  

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
bahaya bagi keamanan lalu lintas udara dipidana dengan pidana penjara 
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paling lama 5 (lima) tahun. (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.   
 

Pasal 583 
(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak menghancurkan, 

mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan 
penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, 
atau  memasang tanda atau alat yang keliru dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. 

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan 
bahaya bagi keamanan penerbangan dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 9 (sembilan) tahun. 

(3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan 
kecelakaan pesawat udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 
12 (dua belas) tahun.  

(4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan 
matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun.   

 
Pasal 584 

(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan tanda atau alat 
untuk pengamanan penerbangan rusak, hancur, terambil atau pindah, 
atau  mengakibatkan tidak  dapat  bekerja atau mengakibatkan 
terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang 
keliru dipidana dengan pidana penjara  paling lama 2 (dua) tahun. 

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
mengakibatkan bahaya bagi penerbangan dipidana dengan pidana 
penjara  paling lama 5 (lima) tahun. 

(3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan 
kecelakaan pesawat udara dipidana dengan pidana penjara  paling lama 
6 (enam) tahun. 

(4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan 
matinya orang dipidana dengan pidana penjara  paling lama 7 (tujuh) 
tahun.   

 
Bagian Kedua 

Pembajakan Pesawat Udara 
Pasal 585 

(1) Dipidana karena melakukan pembajakan di udara dengan pidana penjara 
paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang: a.  merampas atau 
mempertahankan perampasan; atau  b.  secara melawan hukum 
menguasai atau mengendalikan pesawat udara dalam Penerbangan.  

(2) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaiamana dimaksud 
pada ayat (1) dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau ancaman 
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dalam bentuk lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun. 

 
Pasal 586 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika 
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585: a. dilakukan oleh 
2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu dan bersama-sama; b.  sebagai 
kelanjutan permufakatan jahat; c.  dilakukan dengan perencanaan; d.   
mengakibatkan Luka Berat; e. mengakibatkan kerusakan pada pesawat 
udara yang dapat membahayakan penerbangan; atau f.  dilakukan 
dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan 
merampas kemerdekaan seseorang. 

(2)  Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut dipidana dengan 
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) 
tahun.   

 
Bagian Ketiga 

Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan 
Pasal 587 

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau 
membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang sebagian atau seluruhnya 
milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) 
tahun.   
 

Pasal 588 
Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak pesawat udara Dalam 
Dinas Penerbangan atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara sehingga 
tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.    
 

Pasal 589 
Setiap Orang yang mencelakakan, merusak, menghancurkan, atau membuat 
tidak dapat dipakai pesawat udara Dalam Penerbangan dipidana dengan:  a.  
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut 
menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau b.  pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya 
orang.   
 

Pasal 590 
(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pesawat udara 

celaka, rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun. 

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan 
bahaya bagi nyawa orang lain dipidana dengan pidana penjara paling 
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lama 5 (lima) tahun. (3)  Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun    

 
Pasal 591 

Setiap Orang yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang 
membahayakan keselamatan pesawat udara Dalam Penerbangan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.    
 

Pasal 592 
Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan Kekerasan terhadap 
orang di dalam pesawat udara Dalam Penerbangan yang membahayakan 
keselamatan penerbangan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun.    
 

Pasal 593 
Setiap Orang yang secara melawan hukum menempatkan atau menyebabkan 
ditempatkannya dengan cara apapun alat atau bahan di dalam pesawat udara 
Dalam Dinas Penerbangan, yang dapat menghancurkan atau mengakibatkan 
kerusakan pesawat udara tersebut sehingga tidak dapat terbang atau 
membahayakan keselamatan penerbangan dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun. 
   

Pasal 594 
(1) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 dan Pasal 

593: a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan 
bersekutu; b.  sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau c.  
mengakibatkan Luka Berat, pidana ditambah 1/3 (satu per tiga). 

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
matinya orang atau pesawat udara tersebut hancur dipidana dengan 
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling 
lama 20 (dua puluh) tahun. 

 
Pasal 595 

(1) Setiap Orang yang memberikan keterangan yang diketahuinya palsu dan 
perbuatan tersebut membahayakan keselamatan pesawat udara Dalam 
Penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun. 

(2) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.  

(3) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.   
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Bagian Keempat 
Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara 

Pasal 596 
(1) Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi 
menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, 
kerusakan, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang 
dipertanggungkan terhadap bahaya tersebut atau yang muatannya  atau  
upah yang  akan  diterima untuk pengangkutan muatan tersebut 
dipertanggungkan,  atau untuk kepentingan muatan tersebut telah 
diterima uang tanggungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun. 

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada 
pesawat udara Dalam Penerbangan dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun. 

(3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
Penumpang pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya 
mendapat kecelakaan dipidana dengan:      a.  pidana penjara paling lama 
12 (dua belas) tahun, jika mengakibatkan Luka Berat; atau  b.  pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika mengakibatkan matinya 
orang.    

 
BAB XXXIII 

TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM 
MASYARAKAT 

Pasal 597 
(1) Setiap Orang, yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang 

hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, 
diancam dengan pidana. 

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan 
kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.   

 
BAB XXXIV 

TINDAK PIDANA KHUSUS 
Bagian Kesatu Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia 

Pasal 598 
Dipidana karena genosida Setiap Orang yang dengan maksud menghancurkan 
atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau 
agama, dengan cara: a. membunuh anggota kelompok; b.  mengakibatkan 
penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok; c.  
menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan 
mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian; d.  
memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam 
kelompok; atau e.  memindahkan secara paksa Anak-Anak dari kelompok ke 
kelompok lain,  dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau 
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pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun.    
 

Pasal 599 
Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, Setiap Orang yang 
melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas 
atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap 
penduduk sipil, berupa: a. pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau 
pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau 
perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum 
internasional, atau kejahatan apartheid, dengan pidana mati, pidana penjara 
seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun; b. perbudakan, penyiksaan, atau perbuatan tidak 
manusiawi lainnya yang sama sifatnya yang ditujukan untuk menimbulkan 
penderitaan yang berat atau luka yang serius pada tubuh atau kesehatan fisik 
dan mental, dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun;  c. persekusi terhadap kelompok atau perkumpulan atas 
dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau 
persekusi dengan alasan diskriminatif lain yang telah diakui secara universal 
sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; 
atau d. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan 
kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk- bentuk 
Kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun.   
 

Bagian Kedua 
Tindak Pidana Terorisme 

Pasal 600 
Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang 
menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, 
menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas 
kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau 
mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang 
Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 
20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.   
 

Pasal 601 
Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan 
bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang 
secara meluas atau menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara 
merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, 
atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek- obyek 
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vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas 
internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana penjara seumur 
hidup.   
 

Pasal 602 
Setiap Orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau 
meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud 
digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana 
terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena Tindak Pidana 
pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan pidana denda paling banyak kategori V.   
 

Bagian Ketiga 
Tindak Pidana Korupsi 

Pasal 603 
Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 
diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak 
kategori VI.   

 
Pasal 604 

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak 
kategori VI.   

 
Pasal 605 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit kategori III dan paling 
banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan 
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan 
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan 
dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri 
atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu 
yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak 
dilakukan dalam jabatannya. 

(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian 
atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana 
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penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan 
denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.   

 
Pasal 606 

(1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri 
atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau 
wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh 
pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau 
kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak kategori IV. 

(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau 
janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak kategori 
IV. 
   

Bagian Keempat 
Tindak Pidana Pencucian Uang 

Pasal 607 
(1) Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa 
ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 
surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana 
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta 
kekayaan dipidana karena Tindak Pidana pencucian uang dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
kategori VII. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.  
korupsi; b.  penyuapan; c.  narkotika; d.  psikotropika; e.  penyelundupan 
tenaga kerja; f.  penyelundupan migran; g.  di bidang perbankan; h.  di 
bidang pasar modal; i.  di bidang perasuransian; j.  kepabeanan; k.  cukai; 
l.  perdagangan orang; m.  perdagangan senjata gelap; n.  terorisme; o.  
penculikan; p.  pencurian; q.  penggelapan; r.  penipuan; s.  pemalsuan 
uang; t.  perjudian; u.  prostitusi; v.  di bidang perpajakan; w.  di bidang 
kehutanan; x.  di bidang lingkungan hidup; y.  di bidang kelautan dan 
perikanan; atau z.  Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana 
penjara 4 (empat) tahun atau lebih,  yang dilakukan di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Tindak Pidana tersebut juga merupakan Tindak 
Pidana menurut hukum Indonesia. Pasal 608 Setiap Orang yang 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, 
peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas 
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan 
hasil Tindak Pidana dipidana karena Tindak Pidana pencucian uang 
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dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak kategori VI. 
  

Pasal 609 
(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, 

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, 
atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 
diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak kategori VI. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak 
pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang.   

 
Bagian Kelima 

Tindak Pidana Narkotika 
Pasal 610 

(1) Setiap Orang yang tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam 
bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya 
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
paling sedikit kategori VI dan paling banyak kategori VII.   

 
Pasal 611 

(1) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan: a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling 
banyak kategori VI; b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori 
VI; dan  c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.  

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap: a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 
melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling 
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banyak kategori VI;  b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 
(lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan c. Narkotika 
Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak 
kategori VI.   

Pasal 612 
(1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, 

atau menyalurkan: a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak 
kategori V;  b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;  
dan c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.  

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap: a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya 
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau 
Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) 
gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling 
banyak kategori VI; b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 
(lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, 
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling 
banyak kategori VI; dan c. Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) 
gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
kategori V dan paling banyak kategori VI.    

 
Pasal 613 

(1) Setiap Orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan: a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana  denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak 
kategori V;  b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; 
dan c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling 
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singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V. 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap: a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya 
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau 
dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dipidana 
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;  b. 
Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan c.  
Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling 
banyak kategori VI.    

 
Pasal 614 

(1) Setiap Orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito: a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;  b. 
Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan c. Narkotika 
Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) 
tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
kategori IV dan paling banyak kategori V. 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap: a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya 
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang 
beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 
20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan 
paling banyak kategori VI;  b. Narkotika Golongan II yang beratnya 
melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan c. Narkotika 
Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak 
kategori VI.    
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Pasal 615 
(1) Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan terhadap orang lain atau 

memberikan untuk digunakan orang lain: a. Narkotika Golongan I 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV 
dan paling banyak kategori V;  b. Narkotika Golongan II dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling 
banyak kategori V; dan c. Narkotika Golongan III untuk digunakan orang 
lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 
IV dan paling banyak kategori V. 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap: a. Narkotika Golongan I mengakibatkan matinya orang atau 
Luka Berat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, 
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling 
banyak kategori VI;  b. Narkotika Golongan II mengakibatkan matinya 
orang atau Luka Berat dipidana dengan pidana mati pidana penjara 
seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
kategori V dan paling banyak kategori VI; dan c. Narkotika Golongan III 
mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak 
kategori VI.    

 
Bagian Keenam 

Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan Tindak Pidana 
Khusus 

Pasal 616 
Ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan 
pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana 
berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Pindak Pidana 
korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkotika berlaku 
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.   
 

BAB XXXV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 617 
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang 

yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan 
Buku Kesatu Undang-Undang ini.  

(2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.   
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Pasal 618 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. istilah kejahatan dan 
pelanggaran yang digunakan dalam Undang- Undang di luar Undang-Undang 
ini atau Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana; b. istilah badan 
hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, 
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, 
atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan 
hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau 
yang disamakan dengan itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Korporasi sebagaimana 
ditentukan dalam Undang-Undang ini; c. istilah benda berwujud atau tidak 
berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, 
aliran listrik, gas, data dan program Komputer yang diatur dalam Undang-
Undang di luar Undang- Undang ini disamakan dengan Barang sebagaimana 
ditentukan dalam Undang-Undang ini;  d. istilah pegawai negeri, aparatur sipil 
negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara 
Nasional Indonesia, pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang 
menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang 
menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya milik negara atau daerah, atau pejabat lain yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini dan memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 merupakan Pejabat 
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.   
 

Pasal 619 
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam 

Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah 
diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan: a. pidana kurungan 
kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak 
kategori I; dan b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti 
dengan pidana denda paling banyak kategori II. 

(2) Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan 
pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori 
Il, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 
tersebut.    

 
Pasal 620 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang lain di luar 
Undang-Undang ini yang menetapkan pidana denda yang melebihi jumlah 
kategori VIII diganti dengan pidana denda kategori VIII.   
 

Pasal 621 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku jika ketentuan pidana dalam 
Undang-Undang di luar Undang-Undang ini  menunjuk pada pasal-pasal 
tertentu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
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diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 
Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang 
Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan 
Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disesuaikan dengan 
perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini.   
Pasal 622 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang 
sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, 
kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih 
menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. 
    

Pasal 623 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana tutupan tetap 
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang 
Hukuman Tutupan sampai dibentuknya Undang-Undang mengenai pidana 
tutupan yang baru.   
 

Pasal 624 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang 
Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh lembaga 
penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam 
Undang-Undang masing-masing. 
 

BAB XXXVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 625 
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 
(dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.   

 
Pasal 626 

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam: a. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 
Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9);  b. Pasal 1 dan 
Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang 
Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 
1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu No. 8 
tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 
1951); c. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 
Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan 
Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 
tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
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Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850); dan d. Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap 
Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3850), e. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, 
dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3874); f. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 
36 sampai dengan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4026); g. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); h. Pasal 6, Pasal 7, 
dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4282) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6216);  i. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); j. Pasal 2 dan Pasal 22 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4720); k. Pasal 30 ayat (2), Pasal 31, dan Pasal 32 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);  l. Pasal 15 dan 
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan 
Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4919); m. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4928); n. Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, 
serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5035); o. Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); p. Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062); q. 
Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); r. Pasal 
120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5216); s. Pasal 36 ayat (1) sampai dengan Pasal 36 ayat 
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); t. Pasal 
136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); u. Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pembiayaan Terorisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4284); v. Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
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dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5602); dan w. Pasal 75 Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5618), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku.  

(2) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b tentang Tindak Pidana tentang senjata api, amunisi, bahan 
peledak, dan senjata lain diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang 
yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan ketentuan: a. Pasal 1 
pengacuannya diganti dengan Pasal 310; dan b. Pasal 2 pengacuannya 
diganti dengan Pasjal 311, dalam Undang-Undang ini. 

(3) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e tentang Tindak Pidana korupsi diacu oleh ketentuan pasal 
Undang-Undang yang bersangkutan, maka pengacuannya diganti 
dengan ketentuan: a. Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 604; b. 
Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 605; c. Pasal 5 
pengacuannya diganti dengan Pasal 606; d. Pasal 11 pengacuannya 
diganti dengan Pasal 607 ayat (1); dan e. Pasal 13 pengacuannya diganti 
dengan Pasal 607 ayat (2), dalam Undang-Undang ini. 

(4) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f tentang Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia diacu 
oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, 
pengacuannya diganti dengan ketentuan: a. Pasal 8 pengacuannya 
diganti dengan Pasal 598; dan b. Pasal 9 pengacuannya diganti dengan 
Pasal 599, dalam Undang-Undang ini. 

(5) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf g tentang Tindak Pidana persetubuhan atau pencabulan dengan 
Anak diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, 
pengacuannya diganti dengan ketentuan: a. Pasal 81 ayat (1) 
pengacuannya diganti dengan Pasal 479 ayat (4); dan b. Pasal 82 
pengacuannya diganti dengan Pasal 424, dalam Undang-Undang ini.   

(6) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf h tentang Tindak Pidana terorisme diacu oleh ketentuan pasal 
Undang-Undang yang bersangkutan, maka pengacuannya diganti 
dengan ketentuan: a. Pasal 6 pengacuannya diganti dengan Pasal 600; 
dan b. Pasal 7 pengacuannya diganti dengan Pasal 601, dalam Undang-
Undang ini. 

(7) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf i tentang Tindak Pidana penggunaan ijazah atau gelar akademik 
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palsu diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, 
pengacuannya diganti dengan ketentuan Pasal 69 pengacuannya 
diganti dengan Pasal 271 ayat (2) dalam Undang-Undang ini.  

(8) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf j tentang Tindak Pidana perdagangan orang diacu oleh ketentuan 
pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti 
dengan ketentuan: a. Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 461; 
dan b. Pasal 22 pengacuannya diganti dengan Pasal 284, dalam 
Undang-Undang ini. 

(9) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf k tentang Tindak Pidana informatika dan elektronika diacu oleh 
ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya 
diganti dengan ketentuan: a. Pasal 46 ayat (2) pengacuannya diganti 
dengan Pasal; b. Pasal 31 pengacuannya diganti dengan Pasal; dan c. 
Pasal 32 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal, dalam Undang-
Undang ini.  

(10) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf l tentang Tindak Pidana atas dasar diskriminasi diacu oleh 
ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya 
diganti dengan ketentuan: a. Pasal 15 pengacuannya diganti dengan 
Pasal 244; dan b. Pasal 17 pengacuannya diganti dengan Pasal 245, 
dalam Undang-Undang ini. 

(11) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf m tentang Tindak Pidana pornografi diacu oleh ketentuan pasal 
Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan 
ketentuan Pasal 29 pengacuannya diganti dengan Pasal 413 ayat (1) 
dalam Undang-Undang ini. 

(12) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf n tentang Tindak Pidana penodaan terhadap Bendera Negara, 
Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan diacu oleh ketentuan pasal 
Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan 
ketentuan: a. Pasal 66 pengacuannya diganti dengan Pasal 234; b. Pasal 
67 pengacuannya diganti dengan Pasal 235; c. Pasal 68 pengacuannya 
diganti dengan Pasal 236; d. Pasal 69 pengacuannya diganti dengan 
Pasal 237; e. Pasal 70 pengacuannya diganti dengan Pasal 238; dan f. 
Pasal 71 pengacuannya diganti dengan Pasal 239, dalam Undang-
Undang ini. 

(13) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf o tentang Tindak Pidana terhadap organ, jaringan tubuh, dan 
darah dan pengguguran kandungan diacu oleh ketentuan pasal 
Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan 
ketentuan: a. Pasal 192 pengacuannya diganti dengan Pasal 351 huruf a; 
dan b. Pasal 194 pengacuannya diganti dengan Pasal, dalam Undang-
Undang ini.  
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(14) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf p tentang Tindak Pidana narkotika diacu oleh ketentuan pasal 
Undang-Undang yang bersangkutan, maka pengacuannya diganti 
dengan ketentuan: a. Pasal 111 pengacuannya diganti dengan Pasal 610; 
b. Pasal 112 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 611 ayat (1) 
huruf a; c. Pasal 112 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 611 
ayat (2) huruf a; d. Pasal 113 ayat (1) pengacuannya diganti dengan 
Pasal 612 ayat (1) huruf a; e. Pasal 113 ayat (2) pengacuannya diganti 
dengan Pasal 612 ayat (2) huruf a; f. Pasal 114 ayat (1) pengacuannya 
diganti dengan Pasal 613 ayat (1) huruf a; g. Pasal 114 ayat (2) 
pengacuannya diganti dengan Pasal 613 ayat (2) huruf a; h. Pasal 115 
ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 614 ayat (1) huruf a; i. 
Pasal 115 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 614 ayat (2) 
huruf a; j. Pasal 116 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 615 
ayat (1) huruf a; k. Pasal 116 ayat (2) pengacuannya diganti dengan 
Pasal 615 ayat (2) huruf a; l. Pasal 117 ayat (1) pengacuannya diganti 
dengan Pasal 611 ayat (1) huruf b; m. Pasal 117 ayat (2) pengacuannya 
diganti dengan Pasal 611 ayat (2) huruf b; n. Pasal 118 ayat (1) 
pengacuannya diganti dengan Pasal 612 ayat (1) huruf b; o. Pasal 118 
ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 612 ayat (2) huruf b; p. 
Pasal 119 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 613 ayat (1) 
huruf b; q. Pasal 119 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 613 
ayat (2) huruf b; r. Pasal 120 ayat (1) pengacuannya diganti dengan 
Pasal 614 ayat (1) huruf b; s. Pasal 120 ayat (2) pengacuannya diganti 
dengan Pasal 614 ayat (2) huruf b; t. Pasal 121 ayat (1) pengacuannya 
diganti dengan Pasal 615 ayat (1) huruf b; u. Pasal 121 ayat (2) 
pengacuannya diganti dengan Pasal 615 ayat (2) huruf b; v. Pasal 122 
ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 611 ayat (1) huruf c; w. 
Pasal 122 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 611 ayat (2) 
huruf c; x. Pasal 123 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 612 
ayat (1) huruf c; y. Pasal 123 ayat (2) pengacuannya diganti dengan 
Pasal 612 ayat (2) huruf c; z. Pasal 124 ayat (1) pengacuannya diganti 
dengan Pasal 613 ayat (1) huruf c; aa. Pasal 124 ayat (2) pengacuannya 
diganti dengan Pasal 613 ayat (2) huruf c; bb. Pasal 125 ayat (1) 
pengacuannya diganti dengan Pasal 614 ayat (1) huruf c; cc. Pasal 125 
ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 614 ayat (2) huruf c; dd. 
Pasal 126 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 615 ayat (1) 
huruf c; dan ee. Pasal 126 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 
615 ayat (2) huruf c, dalam Undang-Undang ini.  

(15) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf q tentang Tindak Pidana pencucian uang diacu oleh ketentuan 
pasal Undang-Undang yang bersangkutan, maka pengacuannya 
diganti dengan ketentuan: a. Pasal 2 pengacuannya diganti dengan 
Pasal 607 ayat (2); b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 
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ayat (1); c. Pasal 4 pengacuannya diganti dengan Pasal 608; dan d. Pasal 
5 pengacuannya diganti dengan Pasal 609, dalam Undang-Undang ini. 

(16) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf r tentang Tindak Pidana penyelundupan manusia atau 
pemalsuan paspor, surat perjalanan laksana paspor, atau surat yang 
diberikan menurut ketentuan Undang-Undang tentang pemberian izin 
kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia diacu oleh 
ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya 
diganti dengan ketentuan: a. Pasal 121 ayat (1) pengacuannya diganti 
dengan Pasal 463; dan b. Pasal 126 huruf e pengacuannya diganti 
dengan Pasal 404 ayat (1), dalam Undang-Undang ini.  

(17) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf s tentang Tindak Pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas 
diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, 
pengacuannya diganti dengan ketentuan: a. Pasal 36 ayat (1) 
pengacuannya diganti dengan Pasal 380; b. Pasal 36 ayat (2) 
pengacuannya diganti dengan Pasal 381 huruf b; c. Pasal 36 ayat (3) 
pengacuannya diganti dengan Pasal 381 huruf a; dan d. Pasal 36 ayat 
(4) pengacuannya diganti dengan Pasal 381 huruf b, dalam Undang-
Undang ini. 

(18) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf t tentang Tindak Pidana produksi pangan untuk diedarkan 
menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas 
maksimum yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau 
menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan diacu oleh 
ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya 
diganti dengan ketentuan Pasal 136 pengacuannya diganti dengan 
Pasal 510 dalam Undang-Undang ini. (19) Dalam hal ketentuan pasal-
pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tentang Tindak 
Pidana pendanaan terorisme diacu oleh ketentuan pasal Undang-
Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan ketentuan 
Pasal 4 pengacuannya diganti dengan Pasal 602 dalam Undang-
Undang ini. (20) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf v tentang Tindak Pidana terhadap saksi 
dan korban diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang 
bersangkutan, pengacuannya diganti dengan ketentuan: a. Pasal 37 
pengacuannya diganti dengan Pasal 299; b. Pasal 38 pengacuannya 
diganti dengan Pasal 300; c. Pasal 39 pengacuannya diganti dengan 
Pasal 301; d. Pasal 40 pengacuannya diganti dengan Pasal 302; dan e. 
Pasal 41 pengacuannya diganti dengan Pasal 303, dalam Undang-
Undang ini. (21) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf w tentang Tindak Pidana asuransi diacu 
oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, 
pengacuannya diganti dengan ketentuan Pasal 75 pengacuannya 
diganti dengan Pasal 402 dalam Undang-Undang ini.   
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Pasal 627 
Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHP.    
 

Pasal 628 
Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 
diundangkan.   
Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- 
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.  
   
Disahkan di Jakarta pada tanggal   
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,    
 
ttd.  
JOKO WIDODO   
 
 
 
Diundangkan di Jakarta pada tanggal    
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA   REPUBLIK INDONESIA,   
 
ttd. 
YASONNA H. LAOLY    
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR … 
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PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM PIDANA 
 
I.  UMUM   

Penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan 
Wetboek van Strafrecht atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali 
diubah, merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum 
nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu sehingga 
dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai 
dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan 
dinamika yang berkembang dalam masyarakat.    
Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang ini yang diarahkan 
kepada misi tunggal yang mengandung makna “dekolonisasi” Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi”, dalam 
perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung berbagai misi 
yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan, baik nasional maupun 
internasional. Adapun misi kedua adalah misi “demokratisasi hukum 
pidana”. Misi ketiga adalah misi “konsolidasi hukum pidana” karena sejak 
kemerdekaan, perundang-undangan hukum pidana mengalami 
perkembangan yang pesat, baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dengan berbagai kekhasannya sehingga perlu 
ditata kembali dalam kerangka Asas-Asas Hukum Pidana yang diatur 
dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu, 
penyusunan Undang-Undang ini dilakukan atas dasar misi keempat, yaitu 
misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum 
yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu hukum 
pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar, dan norma yang diakui 
oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.   
Misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum dengan melakukan 
penyusunan Undang-Undang ini dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi 
yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, 
keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum 
dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, 
kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.      
Setelah menelusuri sejarah hukum pidana di Indonesia, diketahui bahwa 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berasal 
dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad 1915: 
732). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Wetboek van Strafrecht 
tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-
Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 
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tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II 
Nomor 9), Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch-Indie disebut 
sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku 
untuk Pulau Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lain akan 
ditetapkan kemudian oleh Presiden. Usaha untuk mewujudkan adanya 
kesatuan hukum pidana untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia itu, secara de facto belum dapat terwujud karena terdapat daerah 
pendudukan Belanda sebagai akibat aksi militer Belanda I dan II yang 
untuk daerah tersebut masih berlaku Wetboek van Strafrecht voor 
Nederlandsch-Indie (Staatsblad, 1915: 732) dengan segala perubahannya. 
Sejak saat itu, dapat dikatakan bahwa setelah kemerdekaan tahun 1945 
terdapat dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan keadaan 
itu berlangsung hingga tahun 1958 dengan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 73 Tahun 1958. Undang-Undang tersebut menetapkan 
bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 
Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, 
berlakulah hukum pidana materiel yang seragam untuk seluruh Indonesia 
yang bersumber pada hukum yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942, 
yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang untuk 
selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.   
Sejak Indonesia merdeka telah banyak dilakukan usaha untuk 
menyesuaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial 
tersebut sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik 
nasional maupun internasional. Dalam hal ini, di samping berbagai 
perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 
Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana telah beberapa kali mengalami pembaruan atau perubahan antara 
lain: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, yang menaikkan ancaman hukuman 
dalam Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 188 Kitab Undang- Undang Hukum 
Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa 
Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengubah 
frasa “vijf en twintig gulden” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 
384, dan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi 
frasa “dua ratus lima puluh rupiah”; 3. Undang-Undang Nomor 18 Prp. 
Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya 
yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945; 4. Undang-Undang 
Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati 
yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan 
Militer; 5. Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan atau Penodaan Agama, yang antara lain telah 
menambahkan ketentuan Pasal 156a ke dalam Kitab Undang- Undang 
Hukum Pidana; 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang 
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Penertiban Perjudian, yang mengubah ancaman pidana dalam Pasal 303 
ayat (1), Pasal 542 ayat (1), dan Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dan mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis; 7. 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan 
Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan 
Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana 
Penerbangan;  8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan 
Kejahatan terhadap Keamanan Negara, khususnya berkaitan dengan 
kriminalisasi terhadap penyebaran ajaran marxisme dan leninisme; dan 9. 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.    
Berbagai pembaruan atau perubahan yang terjadi tersebut belum dapat 
memenuhi 4 (empat) misi perubahan mendasar yang telah diuraikan di atas 
yakni, dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi sehingga 
penyusunan Undang-Undang Hukum Pidana harus dilakukan secara 
menyeluruh dan terkodifikasi. 

 
BUKU KESATU 

1. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku 
Kedua serta Undang-Undang di luar Undang-Undang ini, Peraturan 
Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali 
ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga 
menjadi dasar bagi Undang-Undang di luar KUHP.  Pengertian Istilah 
dalam Buku Kesatu ditempatkan dalam Bab V karena pengertian istilah 
tersebut tidak hanya berlaku bagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
melainkan berlaku pula bagi Undang-Undang yang bersifat lex specialis, 
kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang. Buku Kesatu ini 
memuat substansi, antara lain, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, 
Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pidana, 
diversi, dan tindakan, juga tujuan dan pedoman pemidanaan; faktor yang 
memperingan, faktor memperberat Pidana, perbarengan, serta gugurnya 
kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, pengertian istilah, dan 
aturan penutup.   

2. Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara Wetboek van 
Strafrecht dan Undang-Undang ini adalah filosofi yang mendasarinya. 
Wetboek van Strafrecht dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik yang 
berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum 
pidana pada perbuatan atau Tindak Pidana. Undang-Undang Hukum 
Pidana mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga 
keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor 
subjektif (orang/batiniah/sikap batin). Aliran ini berkembang pada Abad 
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ke-19 yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau 
Tindak Pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek-aspek individual 
pelaku Tindak Pidana. Pemikiran mendasar lain yang mempengaruhi 
penyusunan Undang-Undang ini adalah perkembangan ilmu pengeta-
huan tentang Korban kejahatan (victimology) yang berkembang setelah 
Perang Dunia II, yang menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil 
terhadap Korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Falsafah 
daad-dader strafrecht dan viktimologi akan mempengaruhi perumusan 3 
(tiga) permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu perumusan 
perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana 
atau kesalahan, dan sanksi (pidana dan tindakan) yang dapat dijatuhkan 
beserta asas hukum pidana yang mendasarinya.   

3. Karakter daad-dader strafrecht yang lebih manusiawi tersebut secara 
sistemik mewarnai Undang-Undang ini, yang antara lain juga tersurat 
dan tersirat dengan adanya berbagai pengaturan yang berusaha menjaga 
keseimbangan antara unsur atau faktor objektif dan unsur atau faktor 
subjektif. Hal itu antara lain tercermin dari berbagai pengaturan tentang 
tujuan pemidanaan, syarat pemidanaan, pasangan sanksi berupa pidana 
dan tindakan, pengembangan alternatif pidana perampasan 
kemerdekaan jangka pendek, pedoman atau aturan pemidanaan, pidana 
mati yang merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu 
dialternatifkan dengan penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun, 
serta pengaturan batas minimum usia pertanggungjawaban pidana, 
pidana, dan tindakan bagi Anak. 

4. Pembaruan hukum pidana materiel dalam Undang-Undang ini tidak 
membedakan lagi antara Tindak Pidana berupa kejahatan dan 
pelanggaran. Untuk keduanya digunakan istilah Tindak Pidana. Dengan 
demikian, Undang-Undang ini hanya terdiri atas 2 (dua) Buku, yaitu 
Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak 
Pidana. Adapun Buku Ketiga tentang Pelanggaran dalam Wetboek van 
Strafrecht ditiadakan, tetapi substansinya secara selektif telah ditampung 
di dalam Buku Kedua Undang-Undang ini.   Alasan penghapusan 
tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa secara konseptual perbedaan 
antara kejahatan sebagai rechtsdelict dan pelanggaran sebagai wetsdelict 
ternyata tidak dapat dipertahankan karena dalam perkembangannya 
tidak sedikit rechtsdelict dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan 
sebaliknya beberapa perbuatan yang seharusnya merupakan wetsdelict 
dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena diperberat ancaman 
pidananya. Dalam kenyataannya terbukti bahwa persoalan berat- 
ringannya kualitas dan dampak kejahatan dan pelanggaran juga relatif 
sehingga kriteria kualitatif semacam ini tidak lagi dapat dipertahankan 
secara konsisten. Dalam Undang-Undang ini diakui pula adanya Tindak 
Pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang 
sebelumnya dikenal sebagai Tindak Pidana adat untuk lebih memenuhi 
rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dalam kenyataannya di 



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     453 

beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan hukum yang 
tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang 
bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu 
patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa 
pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh 
pelaku Tindak Pidana. Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai 
dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap 
dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam 
masyarakat tertentu. Keadaan seperti itu tidak akan menggoyahkan dan 
tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang 
dianut dalam Undang-Undang ini.   

5. Karena kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan 
perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya Tindak 
Pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun 
transnasional, subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada 
manusia secara alamiah, tetapi mencakup pula Korporasi, yaitu 
kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan 
badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini Korporasi 
dapat dijadikan sarana untuk melakukan Tindak Pidana dan dapat pula 
memperoleh keuntungan dari suatu Tindak Pidana. Dengan dianutnya 
paham Korporasi adalah subjek Tindak Pidana, hal itu berarti bahwa 
Korporasi, baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum 
dianggap mampu melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertang-
gungjawabkan dalam hukum pidana. Di samping itu, masih 
dimungkinkan pula pertanggungjawaban pidana dipikul bersama oleh 
Korporasi dan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dalam 
Korporasi atau hanya pengurusnya saja yang dapat dipertanggung-
jawabkan dalam hukum pidana. Dengan diaturnya pertanggungjawaban 
pidana Korporasi dalam Buku I Undang-Undang ini, pertanggung-
jawaban pidana Korporasi yang semula hanya berlaku untuk Tindak 
Pidana tertentu di luar Undang-Undang ini, berlaku juga secara umum 
untuk Tindak Pidana lain, baik di dalam maupun di luar Undang-
Undang ini. Sanksi terhadap Korporasi dapat berupa pidana, tetapi dapat 
pula berupa tindakan. Dalam hal ini kesalahan Korporasi diidentifi-
kasikan dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional 
(mempunyai kewenangan untuk mewakili Korporasi, mengambil 
keputusan atas nama Korporasi, dan mempunyai kewenangan mene-
rapkan pengawasan terhadap Korporasi) yang melakukan Tindak Pidana 
dengan menguntungkan Korporasi, baik sebagai pelaku, sebagai orang 
yang menyuruhlakukan, sebagai orang yang turut serta melakukan, 
sebagai penganjur maupun sebagai pembantu Tindak Pidana yang 
dilakukan bawahannya di dalam lingkup usaha atau pekerjaan Korporasi 
tersebut, termasuk pengendali Korporasi, pemberi perintah, dan 
penerima manfaat.        
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6. Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tetap merupakan salah satu asas 
utama dalam hukum pidana. Namun, dalam hal tertentu sebagai 
pengecualian dimungkinkan penerapan asas pertanggungawaban mutlak 
(strict liability) dan asas pertanggungjawaban pengganti (vicarious 
liability). Dalam hal pertanggungjawaban mutlak, pelaku Tindak Pidana 
telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur Tindak 
Pidana perbuatan pelaku. Sedangkan dalam pertanggungjawaban 
pengganti, tanggung jawab pidana seseorang diperluas sampai pada 
tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan 
untuknya atau dalam batas perintahnya.   

7. Dalam Undang-Undang ini diatur jenis pidana yang berupa pidana 
pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus (pidana mati) 
untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. 
Jenis pidana pokok terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. 
pidana pengawasan; d. pidana denda; dan  e. pidana kerja sosial.  Dalam 
pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan, dan 
pidana kerja sosial. Pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja 
sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan 
kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim sebab 
dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana itu terpidana dapat dibantu 
untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Demikian pula masyarakat 
dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana 
dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan 
hal yang bermanfaat. Urutan jenis pidana pokok tersebut menentukan 
berat-ringannya pidana. Hakim dapat memilih jenis pidana yang akan 
dijatuhkan di antara kelima jenis pidana tersebut walaupun dalam Buku 
Kedua Undang-Undang ini hanya dirumuskan tiga jenis pidana, yaitu 
pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Jenis pidana tutupan, 
pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan 
cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara. Pidana mati 
tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok. Pidana mati ditentukan 
dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-
benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi 
masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus 
selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat 
dijatuhkan secara bersyarat dengan memberikan masa percobaan. Dalam 
tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat 
memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan 
dapat diganti dengan pidana penjara.   

8. Dalam pemidanaan dianut sistem dua jalur (double-track system), yaitu di 
samping jenis pidana tersebut, Undang-Undang ini mengatur pula jenis 
tindakan. Dalam hal ini, hakim dapat mengenakan tindakan kepada 
mereka yang melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak atau kurang mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan pelaku 
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menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.  Di samping 
dijatuhi pidana dalam hal tertentu, terpidana juga dapat dikenai tindakan 
dengan maksud untuk memberi pelindungan kepada masyarakat dan 
mewujudkan tata tertib sosial.   

9. Dalam Undang-Undang ini dikenal adanya ancaman pidana minimum 
khusus yang sebenarnya sudah dikenal dalam perundang-undangan 
pidana di luar Undang-Undang ini. Penentuan ancaman pidana 
minimum khusus ini dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. 
menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi 
Tindak Pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya; b. lebih 
mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi Tindak 
Pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat; c. 
jika dalam keadaan tertentu maksimum pidana dapat diperberat, dapat 
dipertimbangkan pula bahwa minimum pidana untuk Tindak Pidana 
tertentu dapat diperberat. Pada prinsipnya pidana minimum khusus 
merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk Tindak Pidana 
tertentu yang dipandang sangat merugikan, sangat membahayakan, atau 
sangat meresahkan masyarakat dan untuk Tindak Pidana yang 
dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.   

10. Dalam Undang-Undang ini ancaman pidana denda dirumuskan dengan 
menggunakan sistem kategori. Sistem itu dimaksudkan agar dalam 
perumusan Tindak Pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda 
tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah 
ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem 
kategori tersebut adalah bahwa pidana denda merupakan jenis pidana 
yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata 
uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, apabila terjadi 
perubahan nilai mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan 
perubahan atau penyesuaian. 

11. Dalam Undang-Undang ini diatur pula diversi dan jenis tindakan serta 
pidana bagi Anak. Pengaturan ini dimaksudkan untuk kepentingan 
terbaik bagi Anak karena berkaitan dengan adanya Undang-Undang 
mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, Indonesia telah 
meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak.    

 
BUKU KEDUA 

1. Untuk menghasilkan Undang-Undang hukum pidana yang bersifat 
kodifikasi dan unifikasi, di samping dilakukan evaluasi dan seleksi 
terhadap berbagai Tindak Pidana yang ada di dalam Wetboek van 
Strafrecht sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, apresiasi juga dilakukan 
terhadap berbagai perkembangan Tindak Pidana yang ada di luar 
Wetboek van Strafrecht, antara lain, Undang-Undang mengenai 
pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang, 
pemberantasan Tindak Pidana terorisme, pemberantasan Tindak Pidana 
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korupsi, pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang, pengadilan 
hak asasi manusia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan 
cagar budaya.  

2. Secara antisipatif dan proaktif, juga dimasukkan pengaturan tentang 
Tindak Pidana Pornografi, Tindak Pidana di dunia maya, dan Tindak 
Pidana tentang informasi dan transaksi elektronik, dan lain-lain.   

3. Di samping itu, Undang-Undang ini juga mengadaptasi konvensi 
internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum 
diratifikasi, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang 
Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan 
dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, 
atau Merendahkan Martabat Manusia).   

4. Dengan sistem perumusan Tindak Pidana di atas, untuk Tindak Pidana 
berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak 
Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, Tindak Pidana narkotika 
dikelompokan dalam 1 (satu) bab tersendiri yang dinamai “Bab Tindak 
Pidana Khusus”. Penempatan dalam bab tersendiri tersebut didasarkan 
pada karakteristik khusus, yaitu: a. dampak viktimisasinya besar; b. 
sering bersifat transnasional terorganisasi; c. pengaturan acara pidananya 
bersifat khusus; d. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana 
materiil; e. adanya lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang 
bersifat khusus dengan kewenangan khusus; f. didukung oleh konvensi 
internasional; dan g. merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela 
dan sangat dikutuk oleh masyarakat.   

5. Dalam pembentukan Undang-Undang ini, juga memperhatikan hasil dari 
putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengujian KUHP, antara lain 
mengenai delik penghinaan presiden, delik mengenai penodaan agama, 
dan delik kesusilaan.   

6. Sejalan dengan proses globalisasi, laju pembangunan dan perkembangan 
sosial yang disertai dengan mobilitas sosial yang cepat serta kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, diperkirakan jenis Tindak Pidana baru 
masih akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, terhadap jenis 
Tindak Pidana baru yang akan muncul dan belum diatur dalam Undang-
Undang ini, pengaturannya tetap dapat dilakukan melalui amandemen 
terhadap Undang-Undang ini atau mengaturnya dalam Undang- Undang 
tersendiri karena kekhususannya atas dasar Pasal 187 Buku Kesatu. 
Penjelasan dalam Undang-Undang ini merupakan tafsir resmi atas norma 
tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan sebagai sarana untuk 
memperjelas norma dalam batang tubuh sehingga tidak boleh 
mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. 
Untuk itu, penjelasan dalam Undang-Undang ini merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari pasal dalam batang tubuh yang mendeskripsikan 
maksud dan makna yang terkandung dalam pasal tersebut.  
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II.  PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Pasal 1 Ayat (1) 

Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa 
suatu perbuatan merupakan Tindak Pidana jika ditentukan oleh atau 
didasarkan pada peraturan perundang- undangan. Peraturan 
perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang 
dan Peraturan Daerah. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam 
hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan 
yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum Tindak 
Pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak 
boleh berlaku surut. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “analogi” adalah penafsiran dengan cara 
memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap suatu kejadian 
atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara 
eksplisit dalam Undang-Undang dengan cara menyamakan atau 
mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian 
atau peristiwa lain yang telah diatur dalam Undang-Undang.  

Pasal 2  
Pasal 2 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat yang 
menentukan bahwa seseorang patut dipidana” adalah hukum pidana 
adat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini 
berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang 
dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di beberapa daerah 
tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak 
tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di 
daerah tersebut, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana. 
Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum 
pidana (delik adat), perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh 
pemerintah yang berasal dari Peraturan Daerah masing-masing 
tempat berlakunya hukum adat. Kompilasi ini memuat mengenai 
hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai 
Tindak Pidana adat. Keadaan seperti ini tidak akan mengesam-
pingkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larang-
an analogi yang dianut dalam Undang-Undang ini.  

Ayat (2)  
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “berlaku dalam tempat 
hukum itu hidup” adalah berlaku bagi setiap orang yang melakukan 
Tindak Pidana adat di daerah tersebut.  Ayat ini mengandung 
pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keber-
lakuannya diakui oleh Undang- Undang ini. 
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Pasal 3 
Pasal 3 Ayat (1)  

Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas legalitas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan “disesuaikan dengan batas pidana” adalah 
hanya untuk putusan pemidanaan yang lebih berat dari ancaman 
pidana maksimal dalam peraturan perundang-undangan yang baru, 
termasuk juga penyesuaian jenis ancaman pidana yang berbeda. 

Pasal 4 
Pasal 4 Huruf a 

Yang dimaksud dengan “wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia” adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan di daratan, 
perairan pedalaman, perairan kepulauan beserta dasar laut dan tanah 
di bawahnya, dan ruang udara di atasnya serta seluruh wilayah yang 
batas dan hak negara di laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi 
eksklusif, dan landas kontinen yang diatur dalam Undang-Undang. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “Tindak Pidana lainnya” misalnya Tindak 
Pidana terhadap keamanan negara atau Tindak Pidana yang 
dirumuskan dalam perjanjian internasional yang telah disahkan oleh 
Indonesia.  

Pasal 5  
Pasal 5 

Ketentuan ini mengandung asas nasional pasif yang dimaksudkan 
untuk melindungi kepentingan hukum negara atau kepentingan 
nasional tertentu di luar negeri.  Penentuan kepentingan nasional 
tertentu yang ingin dilindungi dalam ketentuan ini, menggunakan 
perumusan yang limitatif dan terbuka. Artinya, ruang lingkup 
kepentingan nasional yang akan dilindungi ditentukan secara 
limitatif, tetapi jenis Tindak Pidananya tidak ditentukan secara pasti. 
Penentuan jenis Tindak Pidana yang dipandang menyerang atau 
membahayakan kepentingan nasional diserahkan dalam praktik 
secara terbuka dalam batas yang telah ditentukan sebagai Tindak 
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Pidana menurut hukum pidana Indonesia.  Perumusan limitatif yang 
terbuka ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas praktik dan 
dalam perkembangan formulasi delik oleh pembentuk Undang-
Undang pada masa yang akan datang. Fleksibilitas itu tetap dalam 
batas kepastian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Penentuan delik yang menyerang kepentingan nasional hanya 
terbatas pada perbuatan tertentu yang sungguh-sungguh melanggar 
kepentingan hukum nasional yang dilindungi. Pelaku hanya dituntut 
atas tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.  Pelaku Tindak 
Pidana yang dikenai ketentuan ini adalah setiap orang, baik warga 
negara Indonesia maupun orang asing, yang melakukan Tindak 
Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Alasan 
penerapan asas nasional pasif, karena pada umumnya Tindak Pidana 
yang merugikan kepentingan hukum suatu negara, oleh negara 
tempat Tindak Pidana dilakukan tidak selalu dianggap sebagai suatu 
perbuatan yang harus dilarang dan diancam dengan pidana. 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas.  

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e  
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g  
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas.   

Huruf i 
Cukup jelas.   

Pasal 6 
Ketentuan ini mengandung asas universal yang melindungi 
kepentingan hukum Indonesia dan/atau kepentingan hukum negara 
lain. Landasan pengaturan asas ini terdapat dalam konvensi 
internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, misalnya: a. 
konvensi internasional mengenai uang palsu; b. konvensi 
internasional mengenai laut bebas dan hukum laut yang di dalamnya 
mengatur Tindak Pidana pembajakan laut; c. konvensi internasional 
mengenai kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana 
atau prasarana penerbangan; atau d. konvensi internasional 
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mengenai lalu lintas dan peredaran gelap narkotika dan 
psikotropika.   

Pasal 7 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan 
adanya perjanjian antara Indonesia dan negara lain yang 
memungkinkan warga negara dari negara lain tersebut 
penuntutannya diambil alih dan diadili oleh Indonesia karena 
melakukan Tindak Pidana tertentu yang diatur dalam perjanjian 
tersebut.   

Pasal 8 
Cukup jelas.  

Pasal 9  
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Waktu Tindak Pidana dalam ketentuan ini misalnya:  a. saat 
perbuatan fisik dilakukan; b. saat bekerjanya alat atau bahan untuk 
menyempurnakan Tindak Pidana; atau c. saat timbulnya akibat 
Tindak Pidana. Ketentuan ini tidak membedakan antara Tindak 
Pidana formil dan Tindak Pidana materiil. 

Pasal 11 
Tempat Tindak Pidana dalam ketentuan ini misalnya:  a. tempat 
perbuatan fisik dilakukan; b. tempat bekerjanya alat atau bahan 
untuk menyempurnakan Tindak Pidana; atau c. tempat terjadinya 
akibat dari perbuatan yang dapat dipidana. Teori yang digunakan 
untuk menentukan tempat, antara lain teori perbuatan jasmani, teori 
instrumen, dan teori akibat.   

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Pasal 13 Ayat (1) 

Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana hanya 
dikenakan pidana bagi Tindak Pidana yang sangat serius.   

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Pasal 15 Ayat (1)  



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     461 

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat 
dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Persiapan untuk 
melakukan Tindak Pidana hanya dikenakan pidana bagi Tindak 
Pidana yang sangat serius. Dengan demikian, kriteria persiapan 
Tindak Pidana ditekankan pada sifat bahayanya Tindak Pidana, 
mengimpor bahan kimia atau bahan peledak untuk persiapan Tindak 
Pidana. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Yang dimaksud dengan “menghentikan”, misalnya, telah membeli 
bahan kimia tetapi tidak jadi diolah menjadi bahan peledak untuk 
mencapai tujuan Tindak Pidana. Yang dimaksud dengan 
“mencegah”, misalnya, melaporkan kepada pihak yang berwenang 
mengenai keberadaan sarana yang akan digunakan untuk Tindak 
Pidana. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18  
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas.  

Pasal 20 
Pasal 20 Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Yang dimaksud “dengan perantaraan alat” misalnya remote control 
yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan Tindak 
Pidana.  Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh untuk 
melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur 
kesalahan. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “turut serta melakukan Tindak Pidana” 
adalah mereka yang bersama-sama secara fisik melakukan Tindak 
Pidana, tetapi tidak semua yang turut serta melakukan harus 
memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam 
dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan Tindak 
Pidana, perbuatan masing-masing peserta dilihat sebagai satu 
kesatuan. Huruf d Yang dimaksud dengan “menggerakkan orang 
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lain supaya melakukan Tindak Pidana”, termasuk membujuk, 
menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara 
tertentu.  

Pasal 21 
Pasal 21 Ayat (1) Huruf a 

Dalam ketentuan ini, pembantuan dilakukan mendahului 
pelaksanaan Tindak Pidana yang sebenarnya, baik dengan 
memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan. Huruf b 
Dalam ketentuan ini, pemberian bantuan pada waktu Tindak Pidana 
dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan 
Tindak Pidana.  Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana 
terdapat kerja sama yang erat antar mereka yang turut serta 
melakukan Tindak Pidana, tetapi dalam pembantuan, kerja sama 
antara pelaku Tindak Pidana dan orang yang membantu tidak seerat 
kerja sama dalam turut serta melakukan Tindak Pidana, misalnya 
dilihat dari niat antara yang turut serta dengan pembantu berbeda 
dengan niat pelaku.  

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas.  

Pasal 22  
Yang dimaksud dengan “keadaan pribadi” misalnya usia, pejabat, 
profesi, atau keadaan mental.   

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas.   

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas.  

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28  
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 
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Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32  
Dalam ketentuan ini, harus ada hubungan yang bersifat hukum 
publik antara yang memberikan perintah dan yang melak-
sanakannya, ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan yang 
bersifat keperdataan.  

Pasal 33 
Yang dimaksud dengan “Keadaan darurat”, misalnya: - Ketika kapal 
di tengah laut tenggelam, terjadi perebutan pelampung antara dua 
orang yang menyebabkan salah satu meninggal; - Tindakan dokter 
yang menghadapi situasi ibu hamil dengan risiko tinggi, apakah 
dokter akan menyelamatkan ibu dengan risiko bayi meninggal atau 
menyelamatkan bayi dengan risiko ibu meninggal; atau - Pemadam 
kebakaran yang menghadapi situasi pilihan antara menyelamatkan 
rumah-rumah sekitar dengan merobohkan rumah yang terbakar. 

Pasal 34 
Ketentuan ini mengatur tentang pembelaan terpaksa yang 
mensyaratkan 4 (empat) keadaan, yaitu: a. harus ada serangan atau 
ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika; b. 
pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) 
untuk menghalau serangan;  c.  pembelaan hanya dapat dilakukan 
terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu 
kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain baik yang 
menyangkut kehormatan kesusilaan, atau harta benda; dan  d.  
keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang 
diterima (proporsionalitas).  

Pasal 35  
Cukup jelas.  

Pasal 36 
Pasal 36 Ayat (1) 

Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan yang 
secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan 
kealpaan. 

Ayat (2) 
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana 
dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap 
dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus 
dibuktikan.  Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam 
perundang-undangan menggunakan istilah “dengan maksud”, 
“mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau 
“sedangkan ia mengetahui”.    

Pasal 37 
Pasal 37 Ayat (1) 
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Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (strict 
liability) yang menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat 
dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak 
Pidana dari perbuatannya. 

Ayat (2) 
Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti 
(vicarious liability) yang menentukan bahwa Setiap Orang 
bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain 
yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam 
batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung 
jawab atas perbuatan bawahannya. 

Pasal 38 
Pelaku Tindak Pidana yang menderita disabilitas mental dan/atau 
disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsyafi 
tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau 
untuk berbuat berdasarkan keinsyafan yang dapat dipidana.   

Pasal 39 
Yang dimaksud dengan “disabilitas mental” adalah terganggunya 
fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:  a. psikososial di 
antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan 
kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh 
pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif. 
Yang dimaksud dengan “disabilitas intelektual” adalah 
terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-
rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down 
syndrom.  Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung 
jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak 
Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung 
jawab. 

Pasal 40 
Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat 
dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan 
Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun 
didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan 
emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di bawah umur 12 
(dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana 
dan karena itu penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
sistem peradilan pidana anak. 

Pasal 41 
Pasal 41 Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b  

Keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan 
dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi 
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psikososial.  Dalam ketentuan ini, Anak yang masih sekolah tetap 
dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh 
instansi pemerintah maupun swasta.  Dalam pelaksanaan program 
pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas 
pendidikan, dinas sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga 
pendidikan, dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 
(LPKS). 

Pasal 42  
Ketentuan ini berkenaan dengan daya paksa yang dibagi menjadi 
paksaan mutlak dan paksaan relatif. 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat 
ditahan” atau paksaan mutlak adalah keadaan yang menyebabkan 
pelaku tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan perbuatan 
tersebut. Karena keadaan yang ada pada diri pelaku maka tidak 
mungkin baginya untuk menolak atau memilih ketika melakukan 
perbuatan tersebut. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau 
kekuatan yang tidak dapat dihindari” atau paksaan relatif adalah: - 
ancaman, tekanan, atau kekuatan tersebut menurut akal sehat tidak 
dapat diharapkan bahwa ia dapat mengadakan perlawanan; dan - 
apabila kepentingan yang dikorbankan seimbang atau sedikit lebih 
dari pada kepentingan yang diselamatkan.   Tekanan kejiwaan dari 
luar merupakan syarat utama. Mungkin pula seseorang mengalami 
tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari luar, 
melainkan karena keberatan yang didasarkan kepada pertimbangan 
pikirannya sendiri.  Hal yang demikian tidak merupakan alasan 
pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya.  

Pasal 43  
Ketentuan ini mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, 
dengan syarat: a. pembelaan melampaui batas atau tidak 
proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan 
b. yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya 
serangan atau ancaman serangan seketika. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal 45  
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Kedudukan fungsional dalam ketentuan ini diartikan bahwa orang 
tersebut mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan mengambil 
keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan pengawasan 
terhadap korporasi tersebut. Termasuk di sini orang-orang tersebut 
berkedudukan sebagai orang yang menyuruhlakukan, turut serta 
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melakukan, menganjurkan, atau membantu Tindak Pidana tersebut.  
Yang dimaksud dengan “hubungan lain” misalnya kontrak kerja 
yang bersifat sementara. 

Pasal 47  
Pemegang kendali korporasi dalam ketentuan ini adalah setiap orang 
yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan 
korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan 
korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. 

Pasal 48 
Mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat 
pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat kemungkinan 
sebagai berikut: a.  Dalam ketentuan ini “lingkup usaha atau 
kegiatan” termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya 
dilakukan oleh Korporasi. b. korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana 
dan pengurus yang bertanggung jawab; atau c. korporasi sebagai 
pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.  
Oleh karena itu, jika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh dan untuk 
suatu korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan 
pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau 
korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.  

Pasal 49 
Cukup jelas.   

Pasal 50 
Dalam hal orang perseorangan tersebut mempunyai kedudukan 
fungsional dalam struktur organisasi korporasi, yang bertindak 
untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, 
berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam 
lingkup usaha korporasi tersebut, alasan pembenaran dapat diajukan 
atas nama korporasi. Contoh, seorang pegawai (karyawan) 
perusahaan yang merusak pipa pembuangan limbah milik 
pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan perusahaan. 

Pasal 51 
Cukup jelas.   

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Pasal 53 Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2)    

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang 
kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam 
praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih 
banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar 
pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan 
peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi 
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dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-
undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret.   Jika 
dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara keadilan 
dan kepastian hukum, hakim sedapat mungkin mengutamakan 
keadilan di atas kepastian hukum. 

Pasal 54 
Pasal 54 Ayat (1) 

Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu 
hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya 
pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal 
yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang 
dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh 
masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak 
bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan 
lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini. 

Ayat (2) 
Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas rechterlijke pardon 
yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada 
seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya 
ringan.  Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan 
tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak 
Pidana yang didakwakan kepadanya.   

Pasal 55 
Yang dimaksud dengan “sengaja menyebabkan terjadinya keadaan 
yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana” adalah bahwa pelaku 
dengan sengaja mengondisikan dirinya atau suatu keadaan tertentu 
dengan maksud agar dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban 
pidana karena alasan pembenaran dan alasan pemaafan. 

Pasal 56 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan 
pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan 
tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, 
dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih 
ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.  

Pasal 58 
Dalam ketentuan ini dimuat hal yang memperberat pidana. Dasar 
pemberatan pidana dalam beberapa hal sudah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan, seperti yang menyangkut Pejabat, 
bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara, di 
samping terdapat pula yang merupakan ketentuan baru. 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
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Cukup jelas. 
Huruf c  

Cukup jelas. 
Pasal 59 

Ketentuan ini bertujuan memberi kepastian (petunjuk) bagi hakim 
dalam menjatuhkan pidana apabila terdapat hal-hal yang 
memperberat pidana dengan ditetapkannya maksimum ancaman 
pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).  

Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal 61   
Cukup jelas. 

Pasal 62   
Cukup jelas. 

Pasal 63  
Cukup jelas. 

Pasal 64  
Cukup jelas.   

Pasal 65 
Pasal 65 Ayat (1) 

Ketentuan ini memuat jenis-jenis pidana pokok yang dapat 
dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana pokok terhadap Tindak 
Pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua pada dasarnya meliputi 
jenis pidana penjara dan pidana denda.  Pidana tutupan, pidana 
pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan 
suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana 
penjara.  Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi 
diterimanya hukum pidana yang bersifat daad-daderstrafrecht yang 
sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana 
kemerdekaan, karena ketentuan dalam Undang- Undang ini bukan 
hanya berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada 
pelaku.  Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat 
dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta 
secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan 
hal- hal yang bermanfaat, misalnya penjatuhan pidana berupa pidana 
kerja sosial. 

Ayat (2)  
Pada dasarnya hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah 
satu pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan 
tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, 
dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih 
ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan. Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pasal 67 
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Dalam ketentuan ini, Tindak Pidana yang dapat diancam dengan 
pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat 
serius atau yang luar biasa, antara lain Tindak Pidana narkotika, 
Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana 
berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati 
dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa 
jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan 
dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana 
yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara 
alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun). Pasal 58  Pasal 68 
Cukup jelas.   

Pasal 69 
Pasal 69 Ayat (1)  

Ketentuan ini dimaksudkan terkait masa menjalani pidana penjara 
paling singkat 15 (lima belas) tahun sebelum diubah dari pidana 
seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun tidak 
dihitung sebagai masa menjalani pidana setelah perubahan.  

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 70 
Cukup jelas. 

Pasal 71  
Pasal 71Ayat (1) 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dari 
perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah 
mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara. Di 
samping itu, hal tersebut dimaksudkan pula untuk menghindari 
penjatuhan pidana penjara yang pendek. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Berdasarkan ketentuan ini kewenangan hakim untuk menjatuhkan 
pidana denda sebagai pengganti pidana penjara, dibatasi dengan 
ketentuan pelaku Tindak Pidana tetap dijatuhi pidana penjara 
meskipun diancam dengan pidana tunggal apabila yang 
bersangkutan pernah dijatuhi pidana perjara karena Tindak Pidana 
yang dilakukannya setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.  

Pasal 72   
Pasal 72 Ayat (1) 

Ketentuan ini memuat pembebasan bersyarat bagi narapidana yang 
menjalani pidana penjara. Dalam ketentuan ini, narapidana diberikan 
pembebasan bersyarat hanya narapidana yang masa pidananya 
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paling singkat 1 (satu) tahun dan setelah narapidana menjalani 
pidana penjara paling singkat (sedikit) 9 (sembilan) bulan di lembaga 
pemasyarakatan dan berkelakuan baik. Pembebasan bersyarat 
diberikan dengan harapan narapidana dapat dibina sedemikian rupa 
untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu, 
selama menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan, setiap 
narapidana harus dipantau perkembangan hasil pembinaan terhadap 
dirinya. Pembebasan bersyarat harus dipandang sebagai usaha 
pembinaan dan bukan sebagai hadiah karena berkelakuan baik.   

Ayat (2) 
Narapidana yang telah melakukan beberapa Tindak Pidana sehingga 
harus menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, maka untuk 
mempertimbangkan kemungkinan pemberian pembebasan bersyarat, 
pidana tersebut dijumlahkan dan dianggap 1 (satu) pidana. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan 
yakni sama dengan sisa waktu pidana penjara yang masih belum 
dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Dalam masa percobaan ditentukan 
pula syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana. 

Ayat (5) 
Apabila dalam masa percobaan terpidana ditahan secara sah karena sesuatu 
perkara, maka waktu selama ia berada dalam tahanan tidak diperhitungkan. 
Pasal 73  
Pasal 73 Ayat (1) 

Dalam ketentuan ini ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi 
selama masa percobaan. Syarat untuk tidak melakukan Tindak 
Pidana selama masa percobaan merupakan syarat umum. Sedangkan 
syarat khusus dalam masa percobaan adalah perbuatan tertentu yang 
harus dihindari atau harus dilakukan oleh narapidana, misalnya 
tidak boleh minum minuman keras. Syarat-syarat khusus tersebut 
tidak boleh mengurangi hak narapidana misalnya hak menganut dan 
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 

Ayat (2) 
Dalam ketentuan ini perubahan atas syarat-syarat khusus dapat 
dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pembimbingan terhadap 
narapidana yang bersangkutan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas.  

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 
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Pasal 74 
Pasal 74 Ayat (1) 

Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif 
dari pelaku Tindak Pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang 
patut dihormati. Tindak Pidana yang dilakukan karena alasan ini 
pada dasarnya Tindak Pidana politik. 

Ayat (2)  
Dalam ketentuan ini, maksud yang patut dihormati harus ditentukan 
oleh hakim dan harus termuat dalam pertimbangan putusannya.   

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 75 
Pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana pokok, 
namun sebenarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara 
sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu 
Tindak Pidana. Pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar 
lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara 
bersyarat yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (Kitab 
Undang- Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 
Pidana). Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan 
tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya. 

Pasal 76 
Pasal 76 Ayat (1) 

Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan 
Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya 
terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan 
dan perbuatan terpidana. Jenis pidana ini dijatuhkan kepada orang 
yang pertama kali melakukan Tindak Pidana. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Terpidana yang dimaksud dalam ketentuan ini disebut "klien 
pemasyarakatan". Yang dimaksud dengan “menjalani pidana penjara 
yang lamanya sama dengan pidana pengawasan yang dijatuhkan” 
adalah menjalani pidana yang  pelaksanaannya dijalankan setelah 
terpidana selesai menjalani pidana penjara dari Tindak Pidana baru. 

Ayat (5) 
Terpidana yang dimaksud dalam ketentuan ini disebut klien 
pemasyarakatan. 

Ayat (6)  
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
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Cukup jelas.  
Pasal 77 

Cukup jelas. 
Pasal 78 
Pasal 78 Ayat (1) 

Uang dalam ketentuan ini adalah uang yang dikeluarkan oleh 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 
dengan Rupiah (Rp). 

Ayat (2) 
Dalam menentukan satuan terkecil pidana denda sebagaimana 
ditentukan pada ayat ini dipergunakan jumlah besarnya upah 
minimum harian. 

Pasal 79  
Pasal 79 Ayat (1)  

Dalam ketentuan ini, pidana denda dirumuskan secara kategoris. 
Perumusan secara kategoris ini dimaksudkan agar: a. diperoleh 
besaran yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan 
untuk berbagai Tindak Pidana; dan b. lebih mudah melakukan 
penyesuaian, apabila terjadi perubahan ekonomi dan moneter.   
Penetapan tingkatan kategori I sampai dengan kategori VIII dihitung 
sebagai berikut: - Maksimum kategori denda yang paling ringan 
(kategori I) adalah kelipatan 20 (dua puluh) dari minimum umum. - 
Untuk kategori II adalah kelipatan 10 (sepuluh) kali dari kategori I, 
untuk kategori III adalah kelipatan 5 (lima) kali dari kategori II, dan 
untuk kategori IV adalah kelipatan 2 (dua) kali dari kategori III. - 
Untuk kategori V sampai dengan kategori VIII ditentukan dari 
pembagian kategori tertinggi dengan pola yang sama, yakni kategori 
VII adalah hasil pembagian 10 (sepuluh) dari kategori VIII, kategori 
VI adalah hasil pembagian 5 (lima) dari kategori VII, dan kategori V 
adalah hasil pembagian 2 (dua) dari kategori VI. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 80 
Cukup jelas. 

Pasal 81  
Pasal 81 Ayat (1)  Putusan pengadilan dalam ketentuan ini memuat antara lain 
cara pelaksanaan pidana denda, waktu pelaksanaan pidana denda, ketentuan 
tentang penyitaan dan lelang, serta pidana pengganti pidana denda. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "tidak dibayar" adalah tidak dibayar sama 
sekali atau dibayar sebagian.  
Pasal 82 
Pasal 82  Ayat (1) 
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Yang dimaksudkan dengan “tidak memungkinkan”, misalnya, aset 
yang dimiliki masih dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad 
baik. 

Ayat (2)  
Cukup jelas.   

Ayat (3) 
Cukup jelas.   

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

 
Pasal 83 
Pasal 83 Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas.  
Pasal 84 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan tidak 
efektifnya penjatuhan pidana denda untuk seseorang yang telah 
berulang kali melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan 
pidana denda. 

Pasal 85  
Pasal 85 Ayat (1) 

Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara 
jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja 
sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti 
lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan 
sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.  
Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, 
rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga 
sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi 
terpidana. 

Ayat (2) 
Dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim 
untuk menjatuhkan bentuk pidana kerja sosial. 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan 
pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai 
dengan ketentuan dalam the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rome 1950), dan the 
International Covenant on Civil and Political Rights (the New York 
Convention, 1966).  
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Huruf d 
Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang 
terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun 
mental dalam menjalani pidana kerja sosial. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana, 
oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-
hal yang bersifat komersial.   

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Dalam melakukan pembimbingan, pembimbing kemasyarakatan 
dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang membidangi 
pekerjaan sosial. 

Ayat (9) 
Cukup jelas.   

Pasal 86 
Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim 
ditentukan secara limitatif, yaitu terbatas pada hal- hal yang 
tercantum dalam Pasal ini. Dalam penjatuhan pidana tambahan yang 
perlu mendapat perhatian adalah pencabutan hak-hak tersebut 
jangan sampai mengakibatkan kematian perdata bagi seseorang, 
artinya, yang bersangkutan kehilangan sama sekali hak-haknya 
sebagai warga negara yang harus dapat hidup secara wajar dan 
manusiawi. Hak-hak yang dapat dicabut selalu dikaitkan dengan 
Tindak Pidana yang dilakukan oleh terpidana. Hal ini dimaksudkan 
untuk mencapai salah satu dari tujuan pemidanaan, khususnya demi 
pengayoman atau pelindungan masyarakat. 

Huruf a 
Cukup jelas.   

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
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Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Yang dimaksud dengan “profesi” adalah pekerjaan yang 
memerlukan keahlian tertentu serta yang memiliki kode etik tertentu 
pula. Huruf g  Cukup jelas.  

Pasal 87 
Cukup jelas.    

Pasal 88  
Cukup jelas. 

Pasal 89 
Cukup jelas. 

Pasal 90 
Cukup jelas. 

Pasal 91 
Cukup jelas. 

Pasal 92 
Pasal 92 Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana tambahan 
dirumuskan sebagai upaya untuk menuntaskan/menyelesaikan 
pelaksanaan putusan hakim. 

Pasal 93 
Pasal 93 Ayat (1) 

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim 
dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan 
pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana.  Pidana 
tambahan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada 
masyarakat. 

Ayat (2) 
Seperti pada pidana perampasan barang tertentu, apabila terpidana 
tidak membayar biaya pengumuman, maka berlaku ketentuan yang 
sama tentang pidana pengganti untuk pidana denda. 

Pasal 94  
Pasal 94 Ayat (1) 

Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi 
menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban suatu 
Tindak Pidana. Ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli 
waris korban. Untuk itu, hakim menentukan siapa yang merupakan 
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korban yang perlu mendapat ganti rugi tersebut. Apabila terpidana 
tidak membayar ganti rugi yang ditetapkan oleh hakim, dikenakan 
ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana denda. 

Ayat (2) 
Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda  diberlakukan 
terhadap pidana pembayaran ganti rugi dengan catatan bahwa 
terpidana membayarkan uang tersebut kepada korban dan bukan 
kepada negara. 

 
Pasal 95 
Cukup jelas. 
Pasal 96 

Cukup jelas. 
Pasal 97 

Cukup jelas. 
Pasal 98 

Pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati 
ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis 
pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk 
mengayomi masyarakat.  Pidana mati adalah pidana yang paling 
berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua 
puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, 
dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang 
waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat 
memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, 
dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.  

Pasal 99 
Pasal 99 Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2)  

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana 
didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut 
dinilai paling manusiawi. Dalam hal dikemudian hari terdapat cara 
lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak 
terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan 
perkembangan tersebut. 

Ayat (4) 
Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil harus ditunda 
sampai ia melahirkan dan sampai bayi tidak lagi mengkonsumsi air 
susu ibu. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanan pidana mati tidak 
mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap dua makhluk dan 
menjamin hak asasi bayi yang baru dilahirkan. Begitu pula 
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pelaksanaan pidana mati terhadap orang sakit jiwa ditangguhkan 
sampai orang yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya. 

Pasal 100 
Pasal 100 Ayat (1) 

Penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan sedapat mungkin 
memperhatikan pula reaksi masyarakat.   

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 101 
Cukup jelas.  

Pasal 102 
Cukup jelas. 

Pasal 103 
Pasal 103 Ayat (1) Huruf a  

Yang dimaksud dengan “pelatihan kerja” merupakan kegiatan 
pemberian keterampilan kepada orang yang diberikan tindakan 
untuk mempersiapkannya  kembali ke masyarakat dan memasuki 
lapangan kerja. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” meliputi rehabilitasi medis 
atau rehabiltasi sosial sebagai proses pemulihan secara terpadu, baik 
fisik, mental maupun sosial, agar yang bersangkutan dapat kembali 
melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif dalam 
rangka mengembalikannya untuk menjadi warga negara yang baik 
dan berguna.   

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “perawatan di lembaga” misalnya 
perawatan di lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang 
kesejahteraan sosial baik pemerintah maupun swasta. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian 
bimbingan atau bantuan dalam rangka mengatasi masalah dan 
mengubah perilaku menjadi positif dan konstruktif. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Ayat (2) Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 
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Huruf c 
Yang dimaksud “penyerahan kepada seseorang” adalah kepada 
pihak keluarga yang mampu merawat atau pihak lain yang memiliki 
kepedulian dan mampu untuk merawat yang bersangkutan. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e   
Cukup jelas.   

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 104 
Cukup jelas. 

Pasal 105 
Cukup jelas. 

Pasal 106 
Cukup jelas.  

Pasal 107 
Cukup jelas.  

Pasal 108 Ayat (1) 
Rumah sakit jiwa dalam ketentuan ini adalah rumah sakit milik 
pemerintah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 109 
Cukup jelas. 

Pasal 110 
Cukup jelas.  

Pasal 111 
Cukup jelas. 

Pasal 112  
Cukup jelas. 

Pasal 113  
Cukup jelas. 

Pasal 114 
Cukup jelas.  

Pasal 115  
Cukup jelas. 

Pasal 116 
Cukup jelas. 

Pasal 117 
Cukup jelas.  

Pasal 118  
Cukup jelas.  
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Pasal 119  
Cukup jelas.  

Pasal 120  
Cukup jelas.  

Pasal 121 
Cukup jelas.  

Pasal 122  
Cukup jelas.  

Pasal 123 
Cukup jelas. 

Pasal 124 
Cukup jelas. 

Pasal 125 
Pasal 125 Ayat (1)  

Dalam ketentuan ini diatur mengenai perbarengan peraturan atau 
konkursus idealis, dimana terdapat kesatuan perbuatan, karena itu 
sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem absorbsi. Apabila 
seseorang melakukan suatu perbuatan dan ternyata perbuatan 
tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanya 
berlaku satu ketentuan pidana yaitu yang terberat. 

Ayat (2)  
Ketentuan ini mengatur mengenai asas lex specialis derogat legi 
generalis.  Asas ini dicantumkan agar tidak ada keragu-raguan pada 
hakim apabila terjadi kasus yang diatur dalam dua Undang-Undang. 

Pasal 126 
Pasal 126 Ayat (1) 

Dalam ketentuan ini, mengatur pemidanaan jika ada perbuatan 
berlanjut (voortgezette handeling). Seperti halnya konkursus idealis, 
dalam perbuatan berlanjut terdapat kesatuan perbuatan yang 
dipandang dari sudut hukum. Dalam perbuatan berlanjut digunakan 
sistem pemidanaan absorbsi. 

Ayat (2) 
Cukup jelas.  

Pasal 127 
Pasal 127 Ayat (1) 

Dalam ketentuan ini, mengatur mengenai perbarengan perbuatan 
atau konkursus realis. Sistem pemidanaan yang digunakan adalah 
sistem kumulasi terbatas.   

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 128 
Pasal 128 Ayat (1)  

Ketentuan pada ayat ini mengatur perbarengan perbuatan, namun 
ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan 
diancam dengan pidana yang tidak sejenis. Dengan ketentuan, 
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jumlah pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi maksimum 
ancaman pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Jadi 
ketentuan ini menggunakan sistem kumulasi yang diperlunak.   

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 129 
Cukup jelas. 

Pasal 130 
Cukup jelas.  

Pasal 131 
Cukup jelas. 

Pasal 132 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penuntutan” adalah 
proses peradilan yang dimulai dari penyidikan. 

Huruf a 
Ketentuan ini berhubungan dengan asas ne bis in idem. 

Huruf b 
Apabila seorang tersangka atau terdakwa meninggal dunia, tidak 
dapat dilakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Tidak 
dilakukannya penuntutan karena kesalahan seseorang tidak dapat 
dilimpahkan kepada orang lain. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Bagi Tindak Pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana 
denda Kategori I atau Kategori II, dinilai cukup apabila terhadap 
orang yang melakukan Tindak Pidana tersebut tidak dilakukan 
penuntutan, asal membayar denda maksimum yang diancamkan. 
Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untuk 
memenuhi maksimum denda tersebut. Bagi Tindak Pidana yang 
diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 
pidana denda paling banyak Kategori III, jika penuntut umum 
menyetujui maka terdakwa dapat memenuhi maksimum denda 
untuk menggugurkan penuntutan.  

Huruf i 
Terhadap Tindak Pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan 
aduan maka apabila pengaduan ditarik kembali dianggap tidak ada 
pengaduan, asalkan dilakukan dalam tenggang waktu yang telah 
ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. 

Huruf j 
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Yang dimaksud dengan "diatur dalam Undang- Undang" misalnya 
pemberian grasi oleh presiden. 

Pasal 133 
Pasal 133 Ayat (1) 

Cukup jelas.   
Ayat (2) 

Ketentuan ini hanya berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam 
dengan pidana tambahan berupa perampasan barang atau tagihan 
sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan. 

Ayat (3) 
Meskipun Tindak Pidana yang dilakukan terlebih dahulu sudah 
gugur hak penuntutannya berdasarkan Pasal 144 ayat (1) huruf e dan 
huruf f namun apabila terdakwa mengulangi perbuatannya, maka 
terhadap Tindak Pidana yang kedua dan selanjutnya tetap berlaku 
ketentuan pemberatan ancaman pidana bagi pengulangan Tindak 
Pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.  

Pasal 134 
Dalam ketentuan ini, dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum 
dengan mengedepankan asas nebis in idem.  

Pasal 135  
Cukup jelas.  

Pasal 136 
Pasal 136 Ayat (1)  

Ketentuan daluwarsa dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk 
memberi kepastian hukum terhadap status Tindak Pidana yang 
dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan lewatnya jangka waktu 
tersebut pada umumnya sulit untuk menentukan alat-alat bukti. 
Penentuan jangka waktu tenggang daluwarsa disesuaikan dengan 
berat ringannya Tindak Pidana yang dilakukan. Bagi Tindak Pidana 
yang lebih berat, tenggang waktu daluwarsa lebih lama daripada 
tenggang waktu bagi Tindak Pidana yang lebih ringan. 

Huruf a  
Tindak Pidana yang dilakukan dengan percetakan, termasuk juga 
pencetakan yang dilakukan secara elektronik. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas.  

Huruf e  
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Ketentuan dalam ayat ini disesuaikan dengan prinsip dalam hukum 
pidana yang memperlakukan secara khusus bagi anak di bawah 
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umur tertentu. Oleh karena itu, tenggang waktu kedaluwarsa 
terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Anak lebih singkat daripada 
Tindak Pidana yang dilakukan orang dewasa. 

Pasal 137 
Sesuai dengan sifat Tindak Pidana yang ada keberlangsungan, maka 
selesainya Tindak Pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah 
pada waktu korban yang dilarikan, diculik, atau dirampas 
kemerdekaannya, dilepaskan. Apabila korban sampai dibunuh maka 
waktu gugurnya penuntutan, dihitung mulai hari berikutnya dari 
waktu matinya korban.  

Pasal 138 
Cukup jelas.     

Pasal 139 
Yang dimaksud dengan “sengketa hukum” dalam ketentuan ini 
adalah perbedaan pendapat mengenai persoalan hukum yang harus 
diputus terlebih dahulu oleh pengadilan lain sebelum perkara pokok 
diputuskan. 

Pasal 140 
Pasal 140 Huruf a  

Cukup jelas. 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kedaluwarsa” dalam ketentuan ini adalah 
kedaluwarsa dalam melaksanakan putusan pengadilan. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Pasal 141 
Cukup jelas. 

Pasal 142 
Cukup jelas. 

Pasal 143 
Cukup jelas. 

Pasal 144 
Cukup jelas. 

Pasal 145 
Cukup jelas. 

Pasal 146 
Cukup jelas. 

Pasal 147  
Cukup jelas. 

Pasal 148 
Cukup jelas. 

Pasal 149 
Cukup jelas. 
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Pasal 150 
Cukup jelas. 

Pasal 151 
Cukup jelas. 

Pasal 152 
Cukup jelas. 

Pasal 153 
Cukup jelas. 

Pasal 154 
Cukup jelas. 

Pasal 155 
Cukup jelas. 

Pasal 156  
Cukup jelas. 

Pasal 157 
Cukup jelas. 

Pasal 158 
Cukup jelas. 

Pasal 159 
Cukup jelas. 

Pasal 160 
Cukup jelas. 

Pasal 161 
Cukup jelas. 

Pasal 162  
Cukup jelas. 

Pasal 163 
Cukup jelas. 

Pasal 164  
Cukup jelas. 

Pasal 165 
Cukup jelas.  

Pasal 166 
Cukup jelas.  

Pasal 167  
Cukup jelas. 

Pasal 168  
Cukup jelas.  

Pasal 169 
Cukup jelas. 

Pasal 170 
Cukup jelas.  

Pasal 171  
Cukup jelas. 

Pasal 172  
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Cukup jelas.  
Pasal 173  

Cukup jelas.  
Pasal 174  

Cukup jelas.  
Pasal 175  

Cukup jelas.  
Pasal 176  

Cukup jelas.  
Pasal 177  

Cukup jelas.  
Pasal 178  

Cukup jelas.  
Pasal 179  

Cukup jelas. 
Pasal 180  

Cukup jelas 
Pasal 181 

Cukup jelas.  
Pasal 182  

Cukup jelas.  
Pasal 183 

Cukup jelas.  
Pasal 184 

Cukup jelas. 
Pasal 185 

Cukup jelas. 
Pasal 186  

Cukup jelas.  
Pasal 187 
Pasal 187 Ayat (1) 

Frasa “menurut Undang-Undang” dalam ketentuan ini hanya terkait 
dengan Undang-Undang yang mengatur secara khusus Tindak 
Pidana yang menurut sifatnya adalah: a. dampak viktimisasi 
(korbannya) besar; b. sering bersifat transnasional terorganisasi 
(Trans-National Organized Crime); c. pengaturan acara pidananya 
bersifat khusus; d. sering menyimpang asas-asas umum hukum 
pidana materiil (Buku I KUHP); e. adanya lembaga-lembaga 
pendukung penegakan hukum (misalnya Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia) yang pada umumnya memiliki kewenangan khusus; f. 
didukung oleh berbagai konvensi internasional baik yang sudah 
diratifikasi maupun yang belum; g. merupakan super mala per se dan 
besarnya people moral condemnation. Untuk tujuan konsolidasi dalam 
suatu kodifikasi hukum, beberapa Tindak Pidana yang dianggap 
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memiliki sifat seperti di atas dikelompokan dalam 1 (satu) Bab 
tersendiri yang dinamai Bab Tindak Pidana Khusus yang 
dirumuskan secara umum/Tindak Pidana pokok (core crime) yang 
berfungsi sebagai ketentuan penghubung (bridging articles) antara 
Undang-Undang ini dan undang- undang di luar KUHP yang 
mengatur Tindak Pidana dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Tindak 
Pidana tersebut adalah: Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang 
Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak 
Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika. Dengan 
adanya Bab Tindak Pidana Khusus tersebut tidak mengurangi 
adanya kewenangan lembaga pendukung penegakan hukum yang 
sudah ditentukan dalam Undang-Undangnya. 
Selain Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana 
khusus, ketentuan ini juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam 
undang-undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang 
bersifat dependen terhadap hukum administratif dan berpotensi 
menimbulkan kerugian finansial yang relatif besar bagi 
negara/masyarakat.Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam undang-undang 
yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang bersifat dependen 
terhadap hukum administratif dan berpotensi menimbulkan 
kerugian finansial yang relatif besar bagi negara/masyarakat.   

Pasal 188 
Pasal 188 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Komunisme/Marxisme- Leninisme” adalah 
paham atau ajaran Karl Mark yang terkait pada dasar-dasar dan 
taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, 
dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang 
bertentangan dengan falsafah Pancasila. 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas.  

Ayat (4)  
Cukup jelas.  

Ayat (5)  
Cukup jelas.    

Ayat (6) 
Yang dimaksud dengan “kajian terhadap ajaran Komunisme/ 
Marxisme-Leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan” 
misalnya mengajar, mempelajari, memikirkan, menguji, dan 
menelaah di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian dan 
pengkajian tanpa bermaksud untuk menyebarkan atau 
mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.  
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Pasal 189 
Pasal 189 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “bantuan” 
adalah uang, sarana, pelatihan, teknologi informasi, dan sebagainya. Yang 
dimaksud dengan “organisasi” adalah organisasi baik yang berbadan hukum 
dan tidak berbadan hukum. 
Pasal 190 
Pasal 190 Ayat (1) 

Cukup jelas.  
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah suatu tindakan 
kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang 
menimbulkan keributan, keonaran, kekacauan, dan huru-hara.  

Pasal 191 
Cukup jelas.  

Pasal 192 
Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud agar sebagian atau 
seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing, merupakan 
pengkhianatan ekstern (landverraad) karena melibatkan negara asing.  
Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memisahkan 
sebagian wilayah negara merupakan pengkhianatan intern atau 
(hoogverrad), karena tidak melibatkan negara asing, walaupun 
secara berangsur- berangsur dapat juga melibatkan kekuasaan asing.   

Pasal 193 
Pasal 193 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah yang sah” 
adalah  meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan yang sah 
dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar. Jadi 
apabila dilakukan secara konstitusional berdasarkan Undang-
Undang Dasar tidak dapat diterapkan  Pasal ini.  Tindak Pidana 
dalam ketentuan Pasal ini ada 2 (dua) hal yaitu meniadakan susunan 
pemerintahan  yang sah menurut Undang-Undang Dasar, dan 
mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah 
menurut Undang-Undang Dasar.    Meniadakan susunan 
pemerintahan berarti menghilangkan susunan pemerintah yang ada 
dan diganti dengan yang baru. Mengubah susunan pemerintah 
berarti tidak meniadakan susunan pemerintahan yang lama, akan 
tetapi hanya mengubah saja. Cara mengganti dan mengubah susunan 
pemerintahan harus tidak sah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 194 
Pasal 194  Ayat (1)  

Ketentuan ini ditujukan kepada sekelompok masyarakat yang karena 
sesuatu hal mengangkat senjata melawan pemerintahan yang sah.   
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Yang dimaksud dengan “senjata” adalah setiap jenis senjata baik 
senjata modern maupun senjata tradisionil.   

Ayat (2) 
Cukup jelas.  

Pasal 195 
Pasal 195 Ayat (1) Huruf a  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan yang 
dilakukan di luar negeri yang bermaksud menggulingkan 
pemerintah.  Yang dimaksud dengan “menggulingkan” adalah 
meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan yang sah dengan 
cara yang tidak sah  menurut Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

Huruf b 
Yang dimasud dengan “suatu barang” misalnya bahan peledak, 
amunisi, atau bahan lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan 
peledak.   

Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 196 
Pasal 196 Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “mempersiapkan” misalnya mempersiapkan 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  Pasal 181    

Pasal 197 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan 
pertahanan dan keamanan negara yang harus dirahasiakan agar 
jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Yang dimaksud dengan frasa 
“kepentingan pertahanan negara” adalah kepentingan dalam rangka 
menjaga kedaulatan negara dan keutuhan teritorial.  

Pasal 198 
Yang menjadi subjek Tindak Pidana dalam ketentuan ini adalah 
setiap orang yang bertugas melakukan perundingan  dengan negara 
asing atas nama Pemerintah. Ini berarti ia mewakili Pemerintah dan 
segala akibat dari perundingan tersebut menjadi tanggung jawab 
Pemerintah.  Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini, orang 
tersebut dilarang bertindak merugikan pertahanan keamanan negara. 

Pasal 199 
Pasal 199 Ayat (1) 

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atas 
kedaulatan nasional, politik luar negeri yang bebas aktif, dan 
keutuhan territorial. 
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Ayat (2) 
Cukup Jelas.  

Pasal 200 
Pasal 200 Huruf a 

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang membahayakan sikap 
kenetralan negara” misalnya ikut dalam perang, membantu dengan 
mengirimkan personil, pendanaan, barang, atau senjata.  

Huruf b  
Cukup jelas. 

Pasal 201 
Yang dimaksud dengan “tentara asing” ialah tentara resmi dari 
negara asing atau tentara yang akan memberontak terhadap negara 
asing tersebut. 

Pasal 202  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi 
kerahasiaan negara yakni informasi, benda, dan/atau aktifitas yang 
secara resmi ditetapkan untuk dirahasiakan. 

Pasal 203 
Pasal 203 Ayat (1)  Huruf a  

Cukup jelas. 
Huruf b  

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “memperkuat”, 
misalnya melakukan provokasi atau hasutan. 

Huruf c  
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 204 
Cukup jelas. 

Pasal 205 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi barang atau benda 
yang bersifat rahasia negara, misalnya peta bumi, rencana, gambar 
atau barang lain yang berhubungan dengan pertahanan keamanan. 
Oleh karena itu, barang tersebut dilarang diumumkan, 
diberitahukan, atau diberikan kepada orang yang tidak berhak 
mengetahui. 

Pasal 206   
Cukup jelas.  

Pasal 207 
Cukup jelas. 

Pasal 208  
Cukup jelas.  

Pasal 209 
Yang dimaksud dengan “cara curang”, misalnya memperdayakan, 
menyamar, memakai nama palsu, atau memakai kedudukan palsu.  
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Pasal 210  
Pasal 210 Huruf a 

Yang dimaksud dengan “instalasi negara” adalah instalasi tertentu 
yang penting misalnya Istana Negara, kediaman resmi Presiden dan 
Wakil Presiden, gedung-gedung lembaga negara dan pemerintahan, 
dan gedung yang digunakan untuk tamu-tamu negara yang setingkat 
dengan Presiden. Yang dimaksud dengan “instalasi militer” adalah 
instalasi vital militer.    

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Pasal 211 
Cukup jelas. 

Pasal 212  
Pasal 212 Ayat (1)   

Cukup jelas.  
Ayat (2) Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b  

Yang dimaksud dengan “bekerja pada musuh sebagai mata-mata” 
adalah: a. memiliki, menguasai, atau memperoleh dengan maksud 
untuk meneruskannya langsung maupun tidak langsung kepada 
musuh negara Republik  Indonesia, sesuatu peta, rancangan, gambar 
atau tulisan tentang bangunan-bangunan militer atau rahasia militer 
ataupun keterangan tentang rahasia pemerintah dalam bidang 
politik, diplomasi atau ekonomi; b. melakukan penyelidikan untuk 
musuh tentang hal tersebut pada huruf a atau menerima dalam 
pemondokan, menyembunyikan, atau menolong seorang penyelidik 
musuh; c. mengadakan, memudahkan, atau menyebarkan 
propaganda untuk musuh; d. melakukan sesuatu usaha bertentangan 
dengan kepentingan negara sehingga terhadap seseorang dapat 
melakukan penyelidikan, penuntutan, perampasan atau pembatasan 
kemerdekaan, penjatuhan pidana atau tindakan lainnya oleh atau 
atas kekuasaan musuh; atau e. memberikan kepada atau menerima 
dari musuh atau pembantu-pembantu musuh, sesuatu barang atau 
uang, atau melakukan sesuatu perbuatan yang menguntungkan 
musuh atau pembantu- pembantunya, atau menyukarkan atau 
merintangi atau menggagalkan sesuatu tindakan terhadap musuh 
atau pembantu-pembantunya.  

Ayat (3) 
Cukup jelas.  

Pasal 213 
Cukup jelas. 
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Pasal 214 
Pasal 214 Huruf a  

Yang dimaksud dengan “perbuatan curang menyerahkan barang-
barang keperluan tentara”, misalnya pemasok yang menyerahkan 
barang-barang yang jumlah, berat, atau keadaannya kurang atau 
tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.    Huruf b    Cukup 
jelas. 

Pasal 215 
Cukup jelas. 

Pasal 216  
Lihat penjelasan Pasal 216 ayat (1).  

Pasal 217 
Tindak Pidana penyerangan diri seseorang pada umumnya dapat 
merupakan berbagai Tindak Pidana, seperti penganiayaan atau 
melakukan kekerasan. Karena Tindak Pidana dalam ketentuan pasal 
ini ditujukan kepada diri Presiden atau Wakil Presiden maka jika 
ancaman pidana tidak termasuk dalam pidana yang lebih berat, 
maka berlaku ketentuan dalam pasal ini.    

Pasal 218 
Pasal 218  Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan 
martabat diri” pada dasarnya merupakan penghinaan yang 
menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden 
di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan 
menghina dengan tujuan memfitnah.  Ketentuan ini tidak 
dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan 
mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan 
pemerintah.  Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan 
yang sangat tercela, jika dilihat dari berbagai aspek antara lain moral, 
agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai hak asasi manusia 
atau kemanusiaan, karena menyerang/merendahkan martabat 
kemanusiaan (menyerang nilai universal), oleh karena itu, secara 
teoritik dipandang sebagai rechtsdelict, intrinsically wrong, mala per se, 
dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara. 

Ayat (2)  
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dilakukan untuk 
kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat 
banyak yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak 
berdemokrasi. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “Kuasa Presiden atau Wakil Presiden” dalam 
ketentuan ini adalah pejabat atau seseorang yang ditunjuk oleh 
Presiden atau Wakil Presiden. 
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Pasal 219 

Cukup jelas. 
Pasal 220 

Cukup jelas. 
Pasal 221 

Yang dimaksud dengan “negara sahabat” adalah negara asing yang 
tidak bertikai dengan negara Indonesia atau negara asing yang 
mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Indonesia atau 
negara asing yang mengadakan perjanjian dengan Indonesia.  

Pasal 222 
Cukup jelas.  

Pasal 223 
Cukup jelas.   

Pasal 224 
Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, pelaku 
Tindak Pidana harus mengetahui bahwa korban adalah kepala 
negara sahabat. 

Pasal 225 
Yang dimaksud dengan “menyerang diri” misalnya menampar atau 
melempar sepatu. 

Pasal 226 
Lihat penjelasan Pasal 238. 

Pasal 227 
Yang dimaksud dengan “wakil dari negara sahabat”, antara lain, 
adalah menteri atau yang setingkat dengan menteri atau pejabat yang 
ditunjuk yang mewakili negaranya. 

Pasal 228  
Cukup jelas. 

Pasal 229 
Cukup jelas.  

Pasal 230 
Cukup jelas. 

Pasal 231  
Yang dimaksud dengan “menodai” adalah perbuatan dalam bentuk 
apa pun yang dilakukan dengan maksud menghina.  

Pasal 232  
Yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” tidak 
hanya mengancam terhadap orang, tetapi juga terhadap barang, 
misalnya dengan jalan membakar gedung tempat rapat.  Yang 
dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.   

Pasal 233 
Pasal 233 Ayat (1)  
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Yang dimaksud dengan “merintangi” adalah mencegah untuk 
menghadiri rapat.    

Ayat (2)     
Cukup jelas. 

Pasal 234   
Yang dimaksud dengan “menodai bendera negara atau menghina 
bendera negara” adalah perbuatan dalam bentuk merusak, merobek, 
menginjak-injak, membakar, atau perbuatan lain terhadap bendera 
negara yang dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud 
menghina atau merendahkan kehormatan. 

Pasal 235 
Cukup jelas.  

Pasal 236 
Yang dimaksud dengan “menodai, menghina, atau merendahkan 
lambang negara” adalah perbuatan dalam bentuk mencoret, 
menulisi, menggambar atau menggambari, membuat rusak terhadap 
Lambang Negara, termasuk menggunakannya tidak sesuai dengan 
bentuk, ukuran, warna, dan perbandingan ukuran, yang dilakukan 
dengan sengaja atau dengan maksud menghina atau merendahkan 
kehormatan. 

Pasal 237  
Cukup jelas. 

Pasal 238 
Cukup jelas. 

Pasal 239 
Cukup jelas. 

Pasal 240 
Yang dimaksud dengan “keonaran” adalah suatu tindakan kekerasan 
yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan 
keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara.  

Pasal 241 
Cukup jelas. 

Pasal 242   
Cukup jelas.  

Pasal 243 
Cukup jelas.  

Pasal 244 
Yang dimaksud dengan “pembedaan” adalah perbuatan 
membedakan  ras dan etnis, misalnya pimpinan suatu perusahaan 
yang melakukan pembedaan terhadap gaji atau upah pegawainya 
berdasarkan pada suku tertentu.   
Yang dimaksud dengan “pengecualian” dalam ketentuan ini 
misalnya pengecualian seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk 
menjadi pegawai atau karyawan tertentu.   
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Yang dimaksud dengan “pembatasan” dalam ketentuan ini misalnya 
pembatasan seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk memasuki 
lembaga pendidikan atau untuk menduduki suatu jabatan publik 
hanya seseorang dari ras atau etnis tertentu. Yang dimaksud dengan 
“pemilihan” dalam ketentuan ini misalnya pemilihan untuk jabatan 
tertentu berdasarkan pada ras atau etnis tertentu. 

Pasal 245 
Cukup jelas. 

Pasal 246 
Yang dimaksud dengan “menghasut” adalah mendorong, mengajak, 
membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat 
sesuatu. Menghasut dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan, dan 
harus dilakukan di muka umum, artinya di tempat yang didatangi 
publik atau di tempat yang khalayak ramai dapat mendengar.  

Pasal 247 
Yang dimaksud dengan “menyiarkan” termasuk perbuatan 
mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya 
informasi dan dokumen elektronik dalam sistem elektronik. 

Pasal 248 
Pasal 248  Ayat (1)   

Ketentuan ini mengatur mengenai penganjuran yang gagal. Menurut 
pasal ini, orang yang menganjurkan sudah dapat dipidana, 
walaupun orang yang dianjurkan itu belum melakukan Tindak 
Pidana atau percobaan yang dapat dipidana. Penganjuran ini harus 
menggunakan sarana-sarana yang ditentukan dalam Pasal 21 huruf 
d. Penganjur tidak dapat dipidana apabila tidak jadinya orang yang 
dianjurkan melakukan Tindak Pidana atau percobaan yang dapat 
dipidana itu karena suatu hal yang terletak pada kemauan penganjur 
sendiri, misalnya penganjur menarik kembali anjurannya, 
menghalang-halangi, dan lain-lain.  

Ayat (2) 
Cukup jelas.  

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Pasal 249  
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “menawarkan” 
misalnya orang yang memberikan jasa berupa informasi dengan 
meminta imbalan. 

Pasal 250   
Cukup jelas.  

Pasal 251 
Pasal 251  Ayat (1)  

Cukup jelas.  
Ayat (2)   

Cukup jelas. 
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Pasal 252 
Pasal 252 Ayat (1) 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat 
yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic), yang secara 
hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan ini 
dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri 
praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat 
terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet). 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 253   
Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini Tindak 
Pidana itu harus jadi dilakukan atau benar- benar terjadi. Jika tidak, 
maka tidak dapat dipidana. 

Pasal 254  
Yang dimaksud dengan “rapat umum yang sah” adalah pertemuan 
terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan 
tema tertentu dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 255 
Cukup jelas. 

Pasal 256 
Pasal 256 Ayat (1) 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan: a. “masuk dengan 
memaksa” adalah masuk dengan melawan kehendak yang 
dinyatakan oleh orang yang berhak. Orang yang berhak adalah orang 
yang mempunyai kekuasaan untuk menghalang-halangi atau 
melarang untuk masuk atau berada di tempat tersebut. b. “rumah” 
termasuk juga perahu atau kendaraan yang dijadikan tempat tinggal. 
c. “ruangan tertutup” adalah ruangan yang hanya boleh dimasuki 
oleh orang tertentu dan bukan untuk umum. d. “pekarangan 
tertutup” adalah pekarangan yang nyata-nyata ada batasnya seperti 
pagar di sekeliling pekarangan tersebut.  

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Pasal 257 
Pasal 257 Ayat (1) 

Ketentuan ini bertujuan melindungi kepentingan pembicara terhadap 
orang yang secara melawan hukum mendengar atau merekam 
pembicaraan yang dilakukan. Dicantumkannya unsur melawan 
hukum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari 
perbuatan yang sepatutnya tidak dihukum, terkena ketentuan dalam 
Pasal ini, misalnya apabila: a. alat bantu teknis itu dipasang sendiri 
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oleh penghuni rumah atau ruangan yang bersangkutan dan 
menyebabkan pembicaraan di dalam ruangan tersebut didengar atau 
direkam secara tidak sengaja; b.  pembicaraan berlangsung melalui 
telepon radio dan diterima secara tidak sengaja oleh seseorang 
melalui alat penerima telepon radionya; atau c.  pembicaraan melalui 
telepon didengar atas perintah pegawai telepon yang berhak atau 
sehubungan dengan pemantauan cara kerja yang baik dari jaringan 
telepon.  

Ayat (2) 
Dalam ketentuan ini termasuk yang dikecualikan adalah 
mendengarkan atau merekam pembicaraan yang dilakukan untuk 
keperluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas.  

Ayat (4) 
Cukup jelas.  

Pasal 258   
Cukup jelas. 

Pasal 259  
Pasal 259 Ayat (1)  

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:  a. “kantor pemerintah 
yang  melayani kepentingan umum” antara lain kantor polisi, kantor 
kejaksaan, kantor pengadilan, kantor pajak, kantor pos, kantor 
kejaksaan, kantor pengadilan, kantor pajak, kantor pos, rumah sakit 
pemerintah, kantor walikota, dan kantor kelurahan. b.  “pejabat yang 
berwenang” adalah pejabat yang diberi kekuasaan atas seluruh 
kantor atau pegawai yang semata-mata diberi tugas untuk menjaga 
ketertiban dalam kantor tersebut.  

Ayat (2)  
Cukup jelas.  

Ayat (3)  
Cukup jelas.  

Pasal 260 
Pasal 260 Ayat (1) 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan: a. “menggabungkan 
diri” tidak berarti harus secara aktif telah melakukan suatu perbuatan 
yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Hanya menjadi anggota perkumpulan yang dimaksud 
dalam ketentuan Pasal ini sudah diancam dengan pidana. b. 
“perkumpulan” adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk 
mencapai tujuan bersama yang ditetapkan oleh para anggota dan 
tidak perlu ada Anggaran Dasarnya. 

Ayat (2) 
Cukup jelas.  
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Pasal 261 
Cukup jelas. 

Pasal 262 
Pasal 262 Ayat (1) 

Tindak Pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini dikenal sebagai 
Tindak Pidana proparte dolus proparte culpa.  

Ayat (2)  
Cukup jelas.  

Pasal 263 
Cukup jelas.  

Pasal 264 
Yang dimaksud dengan “tanda-tanda bahaya palsu” misalnya orang 
berteriak ada kebakaran padahal tidak terjadi kebakaran.  
Yang dimaksud dengan “tanda-tanda bahaya palsu” misalnya 
memukul kentongan tanda ada pembunuhan atau pencurian, 
padahal tidak terjadi pembunuhan atau pencurian.  

Pasal 265  
Cukup jelas.  

Pasal 266  
Yang dimaksud dengan “membubarkan rapat umum” adalah 
menimbulkan kekacauan atau suara gaduh sehingga peserta rapat 
tidak dapat mengikuti rapat dengan tenang dan tertib.  

Pasal 267 
Upacara pemakaman jenazah meliputi upacara yang dilakukan pada 
waktu jenazah masih di rumah duka, dalam perjalanan ke 
pemakaman, maupun di tempat pemakaman. Yang dimaksud 
dengan “pemakaman” termasuk serangkaian upacara adat atau 
keagamaan. 

Pasal 268  
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan: a. “menodai makam” 
misalnya menggunakan makam sebagai tempat melakukan 
perbuatan asusila, membuang kotoran. b. “makam” adalah liang atau 
ruang tempat jenazah dengan atau tanpa peti jenazah dikubur, 
termasuk pula tanah penutupnya dan segala tanda-tanda di atasnya 
berupa apa saja. c. “tanda-tanda yang ada di atas makam” misalnya 
kijing (nisan), salib, atau tumpukan batu yang disusun di atas liang. 

Pasal 269 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi jenazah dan barang 
yang ada bersama jenazah yang berada dalam makam.  Yang 
dimaksud dengan “jenazah” adalah orang yang sudah mati dan 
sudah dikubur, baik masih utuh maupun tidak tetapi sebagian besar 
bagian dari organ tubuhnya  masih lengkap. 

Pasal 270 
Cukup jelas. 
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Pasal 271  
Pasal 271 Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan: a. “gelar akademik” 
adalah gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi melalui jenjang 
pendidikan formal.  b. “profesi” misalnya dokter, apoteker, atau 
notaris.  

Ayat (3) 
Cukup jelas.   

Pasal 272 
Ketentuan ini mengancam pidana perbuatan peminjaman uang atau 
barang tanpa izin. Dalam praktik perbuatan yang diatur dalam 
ketentuan Pasal ini sering disebut dengan "gadai gelap". 

Pasal 273 
Yang dimaksud dengan “pawai” adalah arak-arakan di jalan, 

misalnya pawai pembangunan.     
Pasal 274 
Pasal 274 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pesta atau keramaian untuk umum” adalah 
pesta atau keramaian yang diadakan di tempat umum, misalnya 
pasar malam.   Ayat (2) Cukup jelas.  

Pasal 275 
Cukup jelas. 

Pasal 276  
Pasal 276 Ayat (1)  

Cukup jelas.  
Ayat (2) 

Pekerjaan yang harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pekerjaan 
dokter, dokter gigi, dokter hewan, bidan, dan sebagainya. Orang 
yang dapat dijatuhi pidana menurut ketentuan ini misalnya bukan 
dokter memberikan pengobatan sebagai dokter, bukan dokter gigi 
memberikan pengobatan, sebagai dokter gigi.   
Yang dimaksud dengan “tidak dalam keadaan terpaksa” adalah di 
daerah tersebut cukup terdapat dokter atau dokter gigi. 

Pasal 277 
Yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah tanpa izin dari Kepala 
Lembaga Pemasyarakatan atau pejabat yang ditunjuk. Misalnya 
menerima atau memberikan surat kepada narapidana harus 
mendapat izin dari pejabat tersebut. 

Pasal 278 
Cukup jelas.  

Pasal 279 
Cukup jelas. 
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Pasal 280 
Yang dimaksud dengan “berkendaraan”, misalnya menggunakan 
sepeda, sepeda motor, atau sarana angkutan lainnya. 

Pasal 281 
Pasal 281 Huruf a  

Yang dimaksud dengan “tidak mematuhi perintah pengadilan yang 
dikeluarkan untuk proses peradilan” adalah melakukan hal-hal 
untuk menentang perintah tersebut dengan cara-cara yang tidak 
dibenarkan oleh hukum. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “bersikap tidak hormat” adalah bertingkah 
laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang 
merendahkan martabat hakim dan pengadilan atau tidak menaati 
tata tertib pengadilan. Termasuk dalam “menyerang integritas 
hakim” misalnya menuduh hakim bersikap memihak atau tidak 
jujur. Yang dimaksud dengan “persidangan” adalah proses 
persidangan yang melibatkan pejabat yang terlibat dalam proses 
persidangan, misalnya panitera atau penuntut umum. Huruf c Yang 
dimaksud dengan “proses persidangan” adalah yang bersifat 
tertutup atau yang hakim telah memerintahkan untuk tidak 
diperbolehkan untuk dipublikasi.  

Pasal 282 
Ketentuan ini ditujukan kepada advokat yang secara curang 
merugikan kliennya atau meminta kliennya menyuap pihak-pihak 
yang terkait dengan proses peradilan.  

Pasal 283 
Cukup jelas.  

Pasal 284 
Yang dimaksud dengan “proses peradilan” adalah proses 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Pasal 285 
Cukup jelas. 

Pasal 286 
Cukup jelas. 

Pasal 287 
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan jenazah untuk kepentingan 
peradilan” di dalam ketentuan Pasal ini ialah pemeriksaan yang 
dilakukan seorang ahli guna mengetahui sebab kematian untuk 
kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan. Ketentuan ini tidak 
berlaku jika kepercayaan dan keyakinannya melarang untuk 
dilakukan pemeriksaan jenazah. 

Pasal 288 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pejabat yang 
berwenang” adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai 
dengan tingkat pemeriksaan perkara yang bersangkutan. 
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Pasal 289 
Yang dimaksud dengan “saksi, ahli, atau juru bahasa” adalah sesuai 
dengan ketentuan dalam hukum acara yang berlaku.   

Pasal 290 
Cukup jelas. 

Pasal 291 
Dalam ketentuan ini menolak memenuhi perintah pejabat yang 
berwenang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu 
atau dipalsukan, sedangkan surat-surat tersebut diperlukan dalam 
proses peradilan untuk alat pembuktian, baik perkara pidana 
maupun perkara perdata, dianggap sebagai pebuatan yang 
mengganggu penyelenggaraan peradilan. 

Pasal 292 
Cukup jelas.  

Pasal 293 
Pasal 293 Ayat (1) Huruf a  

Semua perbuatan melawan hukum terhadap barang yang disita 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku harus dianggap sebagai usaha menggagalkan pencarian 
keadilan.  Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “melepaskan 
barang” termasuk juga perbuatan menjual, menggunakan, 
memindah tangankan. 

Huruf b 
Cukup jelas.  

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas.  

Pasal 294  
Cukup jelas.  

Pasal 295 
Cukup jelas.  

Pasal 296 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pelapor” adalah orang 
yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada 
penegak hukum mengenai Tindak Pidana yang akan, sedang, atau 
telah terjadi. 

Pasal 297 
Cukup jelas.  

Pasal 298  
Yang dimaksud dengan “saksi” adalah saksi dalam semua 
lingkungan peradilan dan Mahkamah Konstitusi.  
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Pasal 299  
Cukup jelas.  

Pasal 300 
Cukup jelas. 

Pasal 301  
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kehilangan pekerjaan” 
termasuk diberhentikan atau demosi. 

Pasal 302  
Cukup jelas. 

Pasal 303 
Cukup jelas.  

Pasal 304 
Penghinaan dalam ketentuan ini adalah merendahkan kesucian 
agama.  Sila Pertama dari falsafah negara Pancasila adalah 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti agama, bagi masyarakat 
Indonesia merupakan sendi utama dalam hidup bermasyarakat. Oleh 
karena itu, penghinaan terhadap suatu agama di Indonesia patut 
dipidana karena dinilai tidak menghormati dan menyinggung 
perasaan umat yang menganut agama dalam masyarakat. 
Penghinaan terhadap agama dalam ketentuan ini, misalnya, 
menghina Ke-Agungan Tuhan, Firman, sifat- sifatNya, atau 
menghina nabi/rasul, yang akan dapat menimbulkan keresahan 
dalam kelompok umat yang bersangkutan. Di samping mencela 
perbuatan penghinaan tersebut, Pasal ini bertujuan pula untuk 
mencegah terjadinya keresahan dan benturan dalam dan di antara 
kelompok masyarakat. Penghinaan di atas dapat dianggap sebagai 
perbuatan yang dapat merusak kerukunan hidup beragama dalam 
masyarakat Indonesia, dan karena itu harus dilarang dan diancam 
dengan pidana. 

Pasal 305 
Cukup jelas. 

Pasal 306 
Penghasutan dilakukan dalam bentuk apapun, dengan tujuan agar 
penganut agama di Indonesia menjadi tidak beragama, karena secara 
langsung dapat menimbulkan benturan dalam dan di antara 
kelompok masyarakat.  

Pasal 307 
Pasal 307 Ayat (1)   

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “upacara keagamaan 
atau pertemuan keagamaan” adalah kegiatan yang berhubungan 
dengan agama. 

Ayat (2) 
Cukup jelas.  

Ayat (3)     
Cukup jelas.  
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Pasal 308 
Seseorang atau umat yang sedang menjalankan atau memimpin 
ibadah atau seorang petugas agama yang sedang melakukan 
tugasnya harus dihormati. Karena itu, perbuatan mengejek atau 
mengolok-olok hal tersebut patut dipidana karena melanggar asas 
hidup bermasyarakat yang menghormati kebebasan memeluk agama 
dan kebebasan dalam menjalankan ibadah, di samping dapat 
menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat. 

Pasal 309 
Dalam ketentuan ini, merusak atau membakar bangunan atau benda 
ibadah merupakan perbuatan yang tercela, karena sangat menyakiti 
hati umat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelaku patut dipidana. 
Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, 
perbuatan tersebut harus dilakukan dengan melawan hukum. 
Perusakan dan pembakaran harus dilakukan dengan melawan 
hukum. 

Pasal 310 
Cukup jelas. 

Pasal 311 
Pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau  senjata  penusuk 
dalam pasal ini, tidak termasuk barang- barang yang nyata-nyata 
dimasukkan dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah 
tangga, atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau 
yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau 
barang kuno atau barang ajaib.  

Pasal 312   
Cukup jelas.  

Pasal 313   
Cukup jelas.  

Pasal 314   
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya banjir. 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “bangunan untuk 
menahan air” misalnya bendungan atau pintu air, sedangkan 
“bangunan untuk menyalurkan air” misalnya selokan, saluran, atau 
kanal yang berfungsi menyalurkan air. 

Pasal 315  
Cukup jelas.  

Pasal 316  
Cukup jelas.  

Pasal 317  
Cukup jelas.  

Pasal 318   
Membakar benda tidak bergerak, meskipun milik sendiri, seperti 
rumah atau kapal dalam ukuran tertentu yang menurut Undang-
Undang termasuk benda tidak bergerak, harus selalu dengan izin 
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yang berwenang. Tujuannya untuk mencegah timbulnya kebakaran 
yang dapat merugikan, baik lingkungannya maupun fungsi sosial 
yang dipunyai oleh barang tersebut. 

Pasal 319 
Cukup jelas. 

Pasal 320 
Dalam keadaan mabuk seseorang tidak dapat sepenuhnya dapat 
menguasai atau mengontrol dirinya, oleh karena itu dalam keadaan 
yang sedemikian seseorang dilarang melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.  

Pasal 321 
Cukup jelas. 

Pasal 322 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penggalak” adalah 
mesiu pada persumbuhan senjata api untuk meledakkannya peluru. 

Pasal 323   
Cukup jelas.  

Pasal 324 
Cukup jelas. 

Pasal 325  
Cukup jelas.  

Pasal 326 
Cukup jelas. 

Pasal 327 
Yang dimaksud dengan “bahaya” dalam ketentuan ini adalah bahaya 
bagi lalu lintas umum kereta api. Oleh karena itu, kereta api yang 
khusus untuk mengangkut tebu ke pabrik kepunyaan suatu 
perusahaan perkebunan tidak termasuk dalam ketentuan pasal ini. 
Perbuatan yang dinilai membahayakan bagi lalu lintas umum kereta 
api dapat berupa memasang rintangan atau melepaskan paku- paku 
pada bantalan rel sehingga membahayakan bagi kereta yang 
melewatinya. 

Pasal 328  
Cukup jelas.  
Pasal 329 
Yang dimaksud dengan “rambu-rambu yang dipasang untuk keselamatan 
pelayaran” misalnya mercusuar, lentera laut, atau pelampung.  
Pasal 330   
Cukup jelas.  
Pasal 331   
Cukup jelas.  
Pasal 332   
Cukup jelas.  
Pasal 333  
Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini harus dilakukan secara melawan  
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hukum. Jika unsur ini dipenuhi yang mengakibatkan luka berat atau matinya 
seseorang maka pidananya diperberat.  
Pasal 334   
Cukup jelas.  
Pasal 335  
Yang dimaksud dengan “kenakalan” misalnya mencoret- coret tembok di jalan 
umum.  
Pasal 336 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “sistem elektronik” 
adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang 
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau 
menyebarkan informasi elektronik. 

Pasal 337 
Cukup jelas. 

Pasal 338   
Pasal 338  Huruf a  

Cukup jelas.   
Huruf b    

Cukup jelas.   
Huruf c    

Cukup jelas.   
Huruf d   

Yang dimaksud dengan “kode akses” adalah yang dikenal dengan 
password.  
Pasal 339 

Cukup jelas. 
Pasal 340 
Pasal 340 Huruf a  
Yang dimaksud dengan “menghasut hewan” adalah membuat hewan bereaksi 
panik sehingga menyebabkan hewan tersebut agresif, menimbulkan 
kegelisahan, ketakutan pada hewan yang dapat membahayakan manusia, 
hewan, dan barang. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c  

Cukup jelas.  
Huruf d    

Cukup jelas.  
Pasal 341  

Cukup jelas.  
Pasal 342 
Pasal 342 Ayat (1) Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  
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Cukup jelas.  
Huruf c  

Yang dimaksud dengan “tujuan yang tidak patut” antara lain selain 
untuk konsumsi, ilmu pengetahuan, penelitian dan medis.    

Ayat (2)  
Cukup jelas.  

Pasal 343   
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya bahaya 
maupun gangguan lainnya bagi lalu lintas umum.  

Pasal 344  
Cukup jelas. 

Pasal 345 
Yang dimaksud dengan “anak” adalah anak yang belum berumur 7 
(tujuh) tahun.   

Pasal 346  
Pasal 346 Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan "baku mutu lingkungan hidup dan kriteria 
baku kerusakan lingkungan hidup" adalah sebagaimana diatur 
dalam undang- undang mengenai perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.  

Ayat (2) Cukup Jelas.  
Ayat (3) Cukup Jelas. 
Pasal 347 
Cukup jelas.  
Pasal 348  
Pasal 348 Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “bahan” tidak saja bahan makanan, tetapi 
juga meliputi kosmetika, pembersih rumah tangga, dan lain 
sebagainya.  

Ayat (2) 
Cukup jelas.  

Ayat (3) 
Cukup jelas.  

Pasal 349 
Cukup jelas. 

Pasal 350  
Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah beredarnya makanan dan 
minuman yang dapat merusak kesehatan.  

Pasal 351 
Cukup jelas.  

Pasal 352 
Cukup jelas. 

Pasal 353 
Pasal 353  Ayat (1) 



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     505 

Ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga 
negara dihormati, oleh karena itu perbuatan menghina terhadap 
kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan 
ketentuan ini.   Kekuasaan umum atau lembaga negara dalam 
ketentuan ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, polisi, jaksa, gubernur, atau 
bupati/walikota.  

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 354 
Cukup jelas. 

Pasal 355 
Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan 
terhadap seseorang agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 
sebetulnya perbuatan itu tidak akan dilakukan kalau tidak ada 
tekanan.  Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan dalam 
jabatan” adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sedang 
bertugas sesuai dengan tugas jabatan yang dilimpahkan kepadanya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang 
berlaku.  

Pasal 356 
Perlawanan yang dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan tidak saja 
terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah, 
melainkan juga terhadap orang yang membantu, meskipun bukan 
pegawai negeri. 

Pasal 357 
Cukup jelas.  

Pasal 358 
Cukup jelas. 

Pasal 359 
Cukup jelas. 

Pasal 360 
Pasal 360 Huruf a  

Cukup jelas. 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “mencegah” adalah berusaha agar pejabat 
yang berwenang yang bersangkutan tidak sempat bertindak. Apabila 
pegawai negeri tersebut sudah bertindak dan dicegah untuk 
melanjutkan tindakannya, maka hal ini disebut menghalang-halangi.  
Yang dimaksud dengan “menggagalkan” adalah meniadakan hasil 
tindakan yang telah dilakukan pejabat yang berwenang yang 
bersangkutan.               

Pasal 361 
Cukup jelas. 
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Pasal 362 
Cukup jelas.   

Pasal 363 
Tindak Pidana dalam ketentuan ini adalah melalaikan kewajiban 
setiap orang membantu tercapainya keadilan, khususnya yang 
berkaitan dengan pengampuan dan perwalian. 

Pasal 364 
Pasal 364 Ayat (1)  

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa kewajiban Setiap Orang untuk 
membantu kekuasaan umum dalam melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti adanya 
bahaya bagi keamanan umum atau pada waktu seseorang tertangkap 
tangan melakukan Tindak Pidana, dan sebagainya. Karena itu, 
perbuatan tidak membantu padahal perbuatan itu tidak akan 
membahayakan dirinya patut dicela.  

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Pasal 365   
Cukup jelas. 

Pasal 366 
Yang dimaksud dengan “maklumat” adalah pengumuman yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

Pasal 367 
Ketentuan ini merupakan Tindak Pidana yang dikenal sebagai 
pelaporan atau pengaduan palsu. Yang diadukan atau dilaporkan 
adalah terjadinya Tindak Pidana, bukan perbuatan yang tidak 
merupakan Tindak Pidana.  

Pasal 368  
Dalam ketentuan ini perbuatan jabatan atau tanda kepangkatan 
adalah tanda kepangkatan atau perbuatan jabatan baik sipil maupun 
militer. 

Pasal 369  
Yang dimaksud “tanda kebesaran” adalah yang berhubungan 
dengan pangkat atau jabatan dalam kekuasaan umum, baik sipil 
maupun militer. 

Pasal 370 
Cukup jelas.  

Pasal 371  
Cukup jelas.  

Pasal 372  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi penyelenggaraan 
kegiatan pos yang mendapatkan kewenangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan 
“surat” misalnya kartu pos, warkat pos, surat cetakan, atau telegram. 
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Pasal 373 
Cukup jelas. 

Pasal 374 
Cukup jelas.  

Pasal 375 
Cukup jelas. 

Pasal 376   
Dalam ketentuan ini, mengangkut Ternak dari satu tempat ke tempat 
yang lain, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diwajibkan menggunakan surat jalan yang dikeluarkan 
oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah 
diangkutnya Ternak curian, Ternak yang sakit atau mencegah 
timbulnya penyakit pada Ternak lain atau pada manusia yang 
mengkonsumsikan daging Ternak tersebut. 

Pasal 377 
Cukup jelas.  

Pasal 378 
Pasal 378 Ayat (1) Huruf a 

Yang dimaksud dengan “petikan dari Surat resmi negara” termasuk 
menyalin, mengutip isi Surat sebagian atau keseluruhan. Yang 
dimaksud dengan “membuat salinan” termasuk memfotokopi dan 
sebagainya sesuai dengan kemajuan teknologi.    

Huruf b   
Cukup jelas.   

Huruf c    
Cukup jelas.  

Ayat (2)   
Cukup jelas. 
Pasal 379 
Pasal 379 Ayat (1)  

Ketidakbenaran dari keterangan palsu yang dimaksud dalam 
ketentuan ini harus diketahui oleh orang yang memberi keterangan 
tersebut.  

Ayat (2) 
Cukup jelas.  

Ayat (3) 
Cukup jelas.  

Pasal 380 
Dalam ketentuan ini uang yang dipalsu atau ditiru tidak hanya mata 
uang atau uang kertas Indonesia, tetapi juga uang negara asing. Hal 
ini didasarkan Konvensi Internasional mengenai uang palsu tahun 
1929 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Internasional 
Pemberantasan Uang Palsu beserta Protokolnya. 

Pasal 381 
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Pasal 381 Huruf a  
Dalam ketentuan ini orang yang mengedarkan uang palsu dengan 
tidak mengetahui tentang kepalsuannya tidak dapat dipidana. Huruf 
b Cukup jelas.  

Pasal 382  
Yang dimaksud dengan “mengurangi nilai mata uang” misalnya 
dengan mengikir mata uang emas atau mata uang perak.    

Pasal 383  
Cukup jelas. 

Pasal 384  
Orang yang dikenakan ketentuan ini adalah orang yang mengetahui 
bahwa uang tersebut palsu atau dipalsukan baik pada saat menerima 
uang tersebut atau pun beberapa saat setelah itu, dan kemudian tetap 
mengedarkannya. 

Pasal 385   
Yang dipidana bukan hanya orang yang meniru, memalsu, atau 
mengurangi nilai mata uang, akan tetapi juga orang yang melakukan 
perbuatan membuat atau menyediakan bahan atau benda, yang 
diketahuinya bahwa bahan atau benda tersebut akan digunakan 
untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai uang yang resmi.  

Pasal 386 
Pasal 386 Ayat (1)  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah diedarkannya di 
Indonesia barang yang menyerupai mata uang. Menyimpan atau 
memasukkan benda semacam itu ke Indonesia hanya diperbolehkan 
apabila ada izin dan jika nyata-nyata dipergunakan untuk perhiasan, 
misalnya dalam bentuk kalung atau gelang atau sebagai tanda 
kenang-kenangan. 

Ayat (2)  
Cukup jelas.  

Pasal 387 
Cukup jelas.  

Pasal 388  
Yang dimaksud dengan “meterai” adalah perangko, meterai tempel, 
meterai pajak televisi, dan jenis materai lainnya. Ketentuan ini 
dimaksudkan untuk melindungi meterai yang dikeluarkan oleh 
pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak ditiru 
atau dipalsu. Terjadinya peniruan atau pemalsuan akan 
menyebabkan berkurangnya kepercayaan terhadap meterai 
Indonesia dan mengurangi pendapatan negara dari pengeluaran 
meterai. 

Pasal 389   
Cukup jelas.  

Pasal 390 
Pasal 390 Ayat (1)  
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Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keabsahan atau 
keaslian dari cap negara atau tanda keahlian dari pelaku Tindak 
Pidananya yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang- 
udangan yang berlaku yang dibubuhkan kepada barang emas atau 
perak tertentu. Dengan demikian, ketentuan ini dimaksudkan untuk 
melindungi barang tersebut dari usaha pemalsuan yang akan 
merugikan konsumen.   

Ayat (2)  
Cukup jelas.  

Pasal 391  
Cukup jelas.  

Pasal 392  
Pasal 392 Ayat (1)  

Untuk menjamin keabsahan dan ketepatan ukuran, takaran, atau 
timbangan yang dipergunakan dalam perdagangan, terdapat 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan barang 
yang digunakan untuk mengukur, menakar dan menimbang 
(termasuk kelengkapannya) ditera oleh pejabat yang berwenang 
untuk itu. Kewajiban tera ini untuk mencegah terjadinya praktik 
perdagangan yang tidak sehat yang akan merugikan konsumen. 
Ketentuan ini dimasudkan untuk mencegah terjadinya pemalsuan 
atas tera tersebut.  

Ayat (2)  
Cukup jelas.  

Pasal 393 
Pasal 393 Ayat (1)   

Penghilangan tanda pada Barang yang ditera dilakukan oleh Kantor 
Metrologi dan dengan penghilangan tanda pada Barang yang ditera 
tersebut, tidak dapat dipakai lagi oleh pemiliknya.  

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “tanda batal” adalah tanda yang diberikan 
kepada barang-barang yang tidak atau tidak lagi memenuhi syarat 
untuk dipakai. 

Huruf b  
Cukup jelas.  

Ayat (2)  
Cukup jelas.  

Pasal 394 
Cukup jelas.   

Pasal 395 
Cukup jelas.  

Pasal 396   
Cukup jelas.  

Pasal 397  
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Yang dimaksud dengan “surat” dalam ketentuan ini adalah semua 
gambaran dalam pikiran yang diwujudkan dalam perkataan yaitu 
yang dituangkan dalam tulisan baik tulisan tangan maupun melalui 
mesin, termasuk juga antara lain salinan, hasil fotokopi, faximile atas 
surat tersebut. Surat yang dipalsu harus dapat: a. menimbulkan suatu 
hak, misalnya karcis atau tanda masuk; b. menimbulkan suatu 
perikatan, misalnya perjanjian kredit, jual beli, sewa menyewa; c. 
menerbitkan suatu pembebasan utang; atau d. dipergunakan sebagai 
bukti bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya buku tabungan, 
surat tanda kelahiran, surat angkutan, buku kas, dan lain-lain.  

Pasal 398  
Surat dalam ketentuan ini sifatnya lebih penting daripada surat pada 
umumnya, oleh karena itu ancaman pidananya lebih berat daripada 
ancaman pidana pada perbuatan yang diatur dalam Pasal 424. 

Pasal 399  
Cukup jelas.   

Pasal 400  
Cukup jelas.   

Pasal 401 
Pasal 401 Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “surat keterangan tentang keadaan 
kesehatan seseorang” termasuk kesehatan fisik dan kesehatan jiwa. 
Yang dimaksud dengan “surat keterangan tentang kematian 
seseorang” termasuk keterangan kematian seseorang atau sebab-
sebab kematian (visum et repertum).  

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)     
Cukup jelas.  

Pasal 402  
Ketentuan Pasal 428 memuat ancaman pidana kepada dokter yang 
memberikan surat keterangan palsu, sedangkan ketentuan dalam 
Pasal ini memuat ancaman pidana kepada siapa saja yang membuat 
palsu atau memalsukan surat keterangan dokter dengan maksud 
memperdayakan kekuasaan umum atau perusahaan asuransi.  

Pasal 403   
Cukup jelas.   

Pasal 404  
Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang 
keimigrasian.  Pasal 381  Pasal 405   Cukup jelas.  

Pasal 406 
Cukup jelas. 

Pasal 407  



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     511 

Yang dimaksud dengan "menggelapkan asal-usul orang" adalah 
segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga 
asal-usul seseorang menjadi tidak jelas, misalnya menukar anak, 
memungut anak dikatakan anaknya sendiri, atau menyembunyikan 
identitas kelahiran anak. 

Pasal 408  
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perkawinan adalah 
antara laki-laki dan perempuan berdasarkan Undang-Undang 
mengenai perkawinan.   
Yang dimaksud dengan “perkawinan atau perkawinan- perkawinan 
yang ada menjadi penghalang yang sah” adalah perkawinan yang 
dapat digunakan sebagai alasan untuk mencegah atau membatalkan 
perkawinan berikutnya yang dilakukan oleh salah satu pihak yang 
terikat oleh perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang tentang Perkawinan.  

Pasal 409 
Yang dimaksud dengan "penghalang yang sah" adalah ketentuan 
persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi untuk 
dilangsungkannya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang tentang Perkawinan. 

Pasal 410  
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam 
ketentuan ini adalah Undang-Undang mengenai Perkawinan beserta 
peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan 
lainnya yang berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan kematian. 

Pasal 411 
Cukup jelas.  

Pasal 412  
Pasal 412 Huruf a  

Yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah suatu tempat yang 
dapat dilihat, didatangi, atau disaksikan oleh orang lain. Yang 
dimaksud  dengan “kesusilaan” adalah perasaan malu yang 
berhubungan dengan nafsu seksual.  

Huruf b  
Cukup jelas. 

Pasal 413   
Penafsiran pengertian pornografi disesuaikan dengan standard yang 
berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu 
(contemporary communnity standard). Membuat pornografi dalam 
ketentuan ini tidak termasuk untuk diri sendiri atau kepentingan 
sendiri.   

Pasal 414 
Yang dimaksud dengan “alat untuk mencegah kehamilan” adalah 
setiap benda yang menurut sifat penggunaannya secara umum dapat 
mencegah kehamilan walaupun benda itu juga dapat digunakan 
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untuk hal-hal lain. Pencegahan kehamilan dapat terjadi baik selama 
atau setelah dilakukannya hubungan badan.  Perbuatan yang dapat 
dipidana berdasarkan ketentuan ini adalah perbuatan 
mempertunjukkan, menawarkan, atau menunjukkan untuk dapat 
memperoleh sarana untuk mencegah kehamilan. Perbuatan 
mempertunjukkan  dapat dipidana bilamana dilakukan secara 
terang-terangan, sedang perbuatan menawarkan atau  menunjukkan 
untuk dapat memperoleh sarana tersebut, dapat dilakukan secara 
terang-terangan atau tidak  secara terang-terangan tapi perbuatan 
tersebut dilakukan tanpa diminta. Dengan demikian, apabila 
perbuatan itu dilakukan untuk memenuhi permintaan, bukan suatu 
Tindak Pidana. Perbuatan menunjukkan untuk dapat memperoleh 
sarana pencegahan kehamilan, bersifat umum, dan tidak selalu hanya 
menunjuk pada tempat memperoleh  sarana tersebut.  

Pasal 415 
Yang dimaksud dengan “alat untuk untuk meggugurkan 
kandungan” adalah setiap benda yang menurut sifat penggunaannya 
dapat menggugurkan kandungan. 

Pasal 416 
Cukup jelas.  

Pasal 417 
Pasal 417  Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “bukan suami atau istrinya” adalah: a. laki-
laki yang berada dalamikatan perkawinan melakukan persetubuhan 
dengan perempuan yang bukan Istrinya; b. perempuan yang berada 
dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan  laki-laki 
yang bukan suaminya; c. laki-laki yang tidak dalam ikatan 
perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan,  padahal 
diketahui  bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan 
perkawinan;  d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan 
melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui  bahwa 
laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau e. laki-laki 
dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan 
melakukan persetubuhan. 

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “anaknya” dalam ketentuan ini adalah anak 
kandung yang sudah berusia 16 (enam belas) tahun.  

Ayat (3)  
Cukup jelas.  

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Pasal 418  
Cukup jelas.  

Pasal 419   
Pasal 419  Ayat (1) 
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Tindak Pidana yang diatur dalam ketentuan ini dikenal dengan 
perbuatan sumbang (incest). 

Ayat (2)   
Cukup jelas.  

Pasal 420  
Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan 
yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan lain 
yang tidak senonoh, dan selalu berkaitan dengan nafsu birahi atau 
seksualitas.  

Pasal 421  
Cukup jelas.  

Pasal 422 
Cukup jelas.  

Pasal 423 
Tindak Pidana dalam ketentuan ini adalah perbuatan menggerakkan 
seseorang yang belum dewasa, belum kawin, dan berkelakuan baik 
untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya 
atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Cara 
untuk menggerakkan seseorang tersebut adalah dengan memberi 
hadiah atau berjanji  akan memberi hadiah, dan dengan cara tersebut 
pelaku Tindak Pidana menyalahgunakan wibawa yang timbul dari 
hubungan keadaan atau menyesatkan orang tersebut. 

Pasal 424  
Pasal 424 Ayat (1) 

Tindak Pidana yang diatur dalam ketentuan ini dikenal dengan 
perbuatan sumbang (incest). 

Ayat (2)  
Tindak Pidana yang diatur dalam ketentuan ini pada dasarnya sama 
dengan perbuatan cabul atau persetubuhan yang diatur dalam pasal 
terdahulu. Namun perbuatan cabul atau persetubuhan yang diatur 
dalam ketentuan ini dilakukan terhadap orang-orang yang 
mempunyai hubungan khusus dengan pelaku Tindak Pidana.  

Ayat (3)   
Cukup jelas.  

Pasal 425   
Cukup jelas. 

Pasal 426 
Cukup jelas.  

Pasal 427 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberantas tempat- tempat 
pelacuran. 

Pasal 428 
Termasuk  Tindak Pidana ini adalah mengirimkan laki-laki atau 
perempuan yang belum dewasa itu ke daerah lain atau keluar negeri 
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guna melakukan pelacuran atau perbuatan lain yang melanggar 
kesusilaan. 

Pasal 429 
Cukup jelas.  

Pasal 430 
Pasal 430 Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “anak yang ada di bawah kekuasaannya 
yang sah” adalah Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak 
yang berada di bawah pengawasannya, atau Anak yang 
dipercayakan untuk diasuh, dididik, atau dijaga dan belum berusia 
12 (dua belas) tahun.   

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Pasal 431 
Cukup jelas.  

Pasal 432 
Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin yang ditetapkan oleh 
pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam 
masyarakat. 

Pasal 433 
Cukup jelas.  

Pasal 434 
Pasal 434 Ayat (1)   

Dalam ketentuan ini hakim perlu meneliti tiap-tiap kejadian, apakah 
hubungan antara terdakwa dan orang yang berada dalam keadaan 
terlantar memang dikuasai oleh hukum atau perjanjian yang 
mewajibkan tertuduh memberi nafkah, merawat, atau memelihara 
orang yang terlantar tersebut.    

Ayat (2)  
Termasuk dalam pejabat adalah orang yang diserahi kewajiban 
untuk merawat atau memelihara orang terlantar dalam suatu 
organisasi kemasyarakatan yang pendanaannya bersumber dari 
masyarakat atau bantuan pemerintah. 

Ayat (3)  
Cukup jelas.  

Pasal 435 
Cukup jelas. 

Pasal 436 
Ketentuan ini memuat peringanan ancaman pidana yang didasarkan 
pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yang melahirkan 
diketahui orang lain sudah dianggap suatu penderitaan. 

Pasal 437 
Cukup jelas.  

Pasal 438 
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Ketentuan ini menunjukkan adanya kewajiban setiap orang 
menyelamatkan jiwa orang lain dari bahaya maut, sepanjang 
pertolongan itu tidak membahayakan dirinya atau orang lain.  

Pasal 439 
Pasal 439 Ayat (1)   

Ketentuan ini memuat ketentuan dasar Tindak Pidana yang termasuk 
kategori penghinaan dalam Bab ini. Yang dimaksud dengan 
perbuatan “penghinaan” adalah menyerang kehormatan atau nama 
baik orang lain.  Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika 
perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik 
secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang 
kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan  orang 
tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu Tindak 
Pidana. Tindak Pidana menurut ketentuan dalam Pasal ini objeknya 
adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah 
atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan Pasal ini.  

Ayat (2) 
Cukup jelas.    

Ayat (3) 
Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ditiadakan karena 
adanya alasan pemaaf yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan untuk 
kepentingan umum atau terpaksa karena membela diri.  

Pasal 440   
Pasal 440 Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) Huruf a  

Dalam hal pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan ini diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan 
kebenaran dari apa yang dituduhkan, tetapi ia tidak dapat 
membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar, maka pelaku 
Tindak Pidana dipidana sebagai pemfitnahan.     

Huruf b      
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Pembuktian kebenaran tuduhan hanya dibolehkan apabila hakim 
memandang perlu untuk memeriksa kebenaran  bahwa terdakwa 
melakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum, atau karena 
terpaksa membela diri. Juga dibolehkan membuktikan kebenaran 
tuduhan itu apabila yang dituduh adalah seorang pegawai negeri 
dan yang dituduhkan berkenaan dengan menjalankan tugasnya. 

Pasal 441 
Pasal 441 Ayat (1)   

Jika orang yang dihina, yaitu yang dituduh telah melakukan sesuatu 
perbuatan, dan karenanya terserang kehormatan atau nama baiknya,  
dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum 
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tetap ternyata memang bersalah atas hal yang dituduhkan, maka 
terhadap penuduh tidak boleh dilakukan pemidanaan karena fitnah. 

Ayat (2)  
Cukup jelas.    

Ayat (3)   
Cukup jelas.  

Pasal 442 
Ketentuan ini mengatur tentang penghinaan ringan, yaitu 
penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan kata- kata yang 
tidak senonoh terhadap orang lain. Penghinaan tersebut dilakukan 
dimuka umum dengan lisan atau tulisan, atau di muka orang yang 
dihina itu sendiri baik secara lisan, tulisan, maupun dengan 
perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya.  

Pasal 443 
Tindak Pidana dalam ketentuan ini disebut pengaduan fitnah. Harus 
dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa pengaduan tersebut 
tidak benar dan sifatnya menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang. Pengaduan atau pemberitahuan dilakukan secara tertulis 
atau menyuruh orang lain untuk menuliskan, dan tidak diharuskan 
ada tanda tangan pengadu. Dengan demikian, pengaduan atau 
pemberitahuan palsu dengan surat anonim (black-mail), dapat 
dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini. 

Pasal 444  
Tindak Pidana dalam ketentuan ini terjadi jika seseorang dengan 
suatu perbuatan menimbulkan persangkaan bahwa orang lain 
melakukan Tindak Pidana, sedangkan persangkaan tersebut tidak 
benar, misalnya, A meletakkan jam tangan milik C di dalam laci B  
dengan  maksud agar B dituduh mencuri jam tangan milik C.   

Pasal 445  
Ketentuan ini mengatur tentang penistaan atau penistaan tertulis 
yang dilakukan terhadap orang yang sudah mati. Jadi perbuatan 
tersebut ditujukan kepada seseorang yang sudah mati,  yang 
sekiranya masih hidup perbuatan itu merupakan penistaan atau 
penistaan tertulis. Tindak Pidana ini merupakan Tindak Pidana 
aduan, dan pengaduannya hanya dapat diajukan oleh salah seorang 
keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau 
menyamping sampai derajat kedua dari orang yang telah mati 
tersebut, atau oleh suami atau istrinya.  

Pasal 446 
Cukup jelas.  

Pasal 447 
Cukup jelas. 

Pasal 448   
Cukup jelas. 
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Pasal 449  
Pasal 449 Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan "rahasia" adalah segala sesuatu yang hanya 
boleh diketahui oleh orang yang berkepentingan sedangkan orang 
lain tidak boleh mengetahuinya. Untuk mengetahui bahwa siapa 
yang diwajibkan menyimpan rahasia harus diteliti peristiwa demi 
peristiwa sesuai dengan ketentuan hukum atau kebiasaan yang 
berlaku di lingkungan di mana terdapat kewajiban semacam itu. 
Misalnya kewajiban arsiparis untuk menyimpan rahasia berkas yang 
sifatnya rahasia, kewajiban dokter untuk merahasiakan pasien yang 
ditangani. Tindak Pidana ini menjadi Tindak Pidana aduan jika 
dilakukan terhadap orang tertentu.  

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Pasal 450  
Pasal 450 Ayat (1)  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan 
tidak sehat dalam dunia usaha.   

Ayat (2)   
Cukup jelas. 

Pasal 451 
Cukup jelas. 

Pasal 452 
Pasal 452 Ayat (1)  

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perampasan 
kemerdekaan baik dalam bentuk fisik maupun psikis.  Yang 
dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan 
merampas kebebasan seseorang bukan dalam rangka menjalankan 
tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Misalnya, seorang polisi yang menangkap dan menahan 
seseorang dalam hal kedapatan tertangkap tangan melakukan Tindak 
Pidana. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 453 
Cukup jelas.  

Pasal 454 
Cukup jelas.  

Pasal 455 
Pasal 455 Ayat (1) 
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Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal ini diklasifikasikan sebagai 
Tindak Pidana pemerasan yang menyangkut perampasan 
kemerdekaan. Pemerasan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan 
melalui berbagai bentuk ancaman.  Ayat (2)  Cukup jelas.  

Pasal 456 
Penculikan merupakan salah satu bentuk Tindak Pidana 
menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan ketentuan 
sebelumnya, perampasan kemerdekaan dalam penculikan tidak 
dimaksudkan untuk memperdagangkan orang, tetapi secara 
melawan hukum untuk menempatkan orang tersebut di bawah 
kekuasaannya atau menyebabkan orang tersebut tidak berdaya. 

Pasal 457 
Penyanderaan merupakan salah satu bentuk Tindak Pidana 
menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan 
penculikan, penyanderaan dilakukan  agar orang yang disandera 
tetap berada ditempat kediamannya atau di tempat lain, dan 
dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 

Pasal 458 
Pasal 458  Ayat (1)   

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 
terhadap anak yang belum dewasa yang telah mendapatkan 
perlindungan hukum. Misalnya anak yang ditempatkan di panti 
asuhan, apabila mereka dilarikan, maka pelaku Tindak Pidana dapat 
dipidana.  

Ayat (2)  
Jika  perbuatan tersebut dipergunakan dengan cara tipu muslihat, 
kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau terhadap anak yang belum 
berumur 12 (dua belas) tahun maka ancaman pidana diperberat.  

Pasal 459  
Pasal 459 Ayat (1)  

Dalam ketentuan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 570 yaitu 
seorang anak yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun telah 
ditarik dari kekuasaan atau pengawasan yang sah, kemudian 
disembunyikan atau disembunyikan terhadap kepentingan 
penyidikan oleh pejabat yang berwenang. 

Ayat (2) 
Cukup jelas.  

Pasal 460 
Pasal 460  Ayat (1)  

Pengertian "membawa pergi perempuan" atau "melarikan 
perempuan (schaking)" dalam ketentuan pasal ini berbeda dengan 
"penculikan" (kidnapping) Pasal 486 dan "penyanderaan" (taking 
hostage) Pasal 487. Tindakan membawa pergi perempuan umurnya 
terjadi antara laki-laki (yang melarikan) dan perempuan (yang 
dilarikan) berkaitan dengan hubungan cinta, dan karena itu 
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perbuatan tersebut dilakukan atas persetujuan pihak perempuan. 
Unsur Tindak Pidana pada ayat ini dikaitkan dengan usia yang 
belum dewasa dari perempuan yang dibawa pergi. Di samping unsur 
di bawah umur, yang perlu diperhatikan yaitu yang bersangkutan 
masih berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. 

Ayat (2)  
Unsur Tindak Pidana dalam ketentuan ini tidak dikaitkan dengan 
usia perempuan yang dibawa lari, masih belum dewasa, atau masih 
di bawah umur, baik dalam status perkawinan ataupun tidak, tetapi  
jika perempuan tersebut dilarikan dengan tipu muslihat, kekerasan 
atau dengan ancaman kekerasan, maka ancaman pidananya lebih 
berat.   

Ayat (3)    
Cukup jelas.          

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Pasal 461   
Cukup jelas.  

Pasal 462   
Cukup jelas.  

Pasal 463   
Cukup jelas.  

Pasal 464 
Pasal 464  Ayat (1)   

Pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati, dan 
kematian ini   dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian pengertian 
pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. 
Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud 
untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut 
mati, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai 
Tindak Pidana pembunuhan menurut pasal ini.   Dalam ketentuan ini 
tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja", karena hal tersebut 
sudah diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 56 huruf j. Dengan demikian 
hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, 
cara, sarana, atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya 
suatu pembunuhan bagi masyarakat. 

Ayat (2)   
Yang dimaksud dengan “ibu, ayah, atau anak” termasuk ibu, ayah, 
atau anak tiri/angkat.   Pemberatan pidana dalam ketentuan ini 
didasarkan pada pertimbangan adanya hubungan antara pelaku 
Tindak Pidana dan korban, yang seharusnya pelaku Tindak Pidana 
berkewajiban memberi perlindungan kepada korban.   

Ayat (3)  
Cukup jelas.   
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Pasal 465   
Cukup jelas.  

Pasal 466 
Pasal 466  Ayat (1)   

Ketentuan ini memuat peringanan ancaman pidana yang didasarkan 
pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yang melahirkan 
diketahui orang lain sudah dianggap suatu penderitaan. 

Ayat (2)  
Cukup jelas.  

Ayat (3)   
Kerena orang lain yang turut serta dalam pembunuhan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berada dalam kondisi 
psikologik yang  sama dengan kondisi seorang ibu yang melakukan 
Tindak Pidana tersebut maka dalam prinsip penyertaan tidak berlaku 
dalam  ketentuan ayat ini. 

Pasal 467 
Ketentuan ini mengatur Tindak Pidana yang dikenal dengan 
euthanasia aktif. Meskipun euthanasia aktif dilakukan atas 
permintaan orang yang bersangkutan yang dinyatakan dengan 
kesungguhan hati, namun perbuatan tersebut tetap diancam dengan 
pidana. Hal ini berdasarkan suatu pertimbangan karena perbuatan 
tersebut dinilai bertentangan dengan moral agama. Di samping itu 
juga untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki, 
misalnya oleh pelaku Tindak Pidana justru diciptakan suatu keadaan 
yang sedemikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas 
nyawa dari yang bersangkutan.  Ancaman pidana di sini tidak 
ditujukan terhadap kehidupan seseorang, melainkan ditujukan 
terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya, 
meskipun dalam kondisi orang tersebut sangat menderita, baik 
jasmani maupun rohani. Jadi motif pelaku tidak relevan untuk 
dipertimbangkan dalam Tindak Pidana.   

Pasal 468 
Berdasarkan ketentuan ini maka apabila orang yang didorong atau 
yang ditolong untuk bunuh diri tidak mati, maka orang yang 
mendorong atau memberi pertolongan tersebut tidak dikenakan 
pidana.  Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bunuh diri itu 
sendiri bukanlah suatu Tindak Pidana, karena itu percobaan untuk 
melakukan bunuh diri juga tidak diancam dengan pidana.  

Pasal 469 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kandungan  seorang 
perempuan. Jika yang digugurkan adalah kandungan yang sudah 
mati, ketentuan pidana dalam pasal ini tidak berlaku. Tidaklah 
relevan di sini untuk menentukan cara dan sarana apa yang 
digunakan untuk mengugurkan atau mematikan kandungan 
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perempuan itu. Yang penting dan yang menentukan adalah akibat 
yang ditimbulkan, yaitu gugur atau matinya kandungan itu.   

Pasal 470 
Cukup jelas.  

Pasal 471 
Ketentuan ini secara khusus mengancam pidana yang lebih berat 
kepada pelaku yang mempunyai profesi sebagai dokter, bidan, atau 
juru obat, mengingat profesi mereka sedemikian mulia bagi 
kemanusian yang seharusnya tetap dijaga untuk tidak  melakukan 
perbuatan tersebut. Dokter yang melakukan pengguguran 
kandungan karena alasan media abortus provocatus sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak 
dikenakan pidana.  
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang- 
undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang 
kesehatan. 

Pasal 472 
Pasal 472 Ayat (1) 

Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian 
penganiayaan. Hal ini  diserahkan kepada penilaian hakim untuk 
memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai 
dengan perkembangan nilai-nial  sosial dan budaya serta 
perkembangan dunia kedokteran.  Ini berarti bahwa pengertian 
penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik 
dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai 
penganiayaan.  Dalam ketentuan ini juga tidak dicantumkan unsur 
"dengan sengaja" karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 40 
dan Pasal 56 huruf j dalam rangka pemberatan pidana.   

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas.   

Ayat (4)    
Cukup jelas.   

Ayat (5)    
Cukup jelas.  

Pasal 473   
Cukup jelas. 

Pasal 474   
Pasal 474 Ayat (1)   

Tindak Pidana penganiayaan dalam ketentuan ini merupakan jenis 
penganiayaan  berat,  di samping penganiayaan dalam arti umum 
dan penganiayaan ringan.  Batas dan ruang lingkup ketiga jenis 
penganiayaan ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.   

Ayat (2)  



522     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

Cukup jelas.  
Pasal 475  

Cukup jelas. 
Pasal 476 

Cukup jelas.  
Pasal 477  

Cukup jelas.  
Pasal 478  

Cukup jelas.  
Pasal 479 
Pasal 479 Ayat (1) 

Dalam ketentuan ini, perkosaan tidak hanya persetubuhan dengan 
perempuan di luar perkawinan yang bertentangan dengan kehendak 
perempuan tersebut, melainkan diperluas, termasuk laki-laki 
memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan.  

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “korban” adalah suami atau istri. 

Ayat (3) 
Cukup jelas.  

Ayat (4)  
Perbuatan pada ayat (4) dimaksudkan untuk atau sebagai bagian dari 
kegiatan/kekerasan seksual. 

Ayat (5) 
Cukup jelas.  

Ayat (6)  
Cukup jelas.  

Ayat (7)  
Cukup jelas.  

Ayat (8) 
Cukup jelas.  

Pasal 480  
Pasal 480 Ayat (1) 

Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian 
kealpaan. Pada umumnya pengertian kealpaan menunjukkan bahwa 
pelaku tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya, yaitu 
kematian atau luka-luka. Namun, dalam kejadian konkret terdapat 
kesulitan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat disebut 
dengan kealpaan. Misalnya seorang yang sedang mengendarai 
kendaraan sedemikian rupa sehingga membahayakan lalu lintas 
umum yang kemungkinan besar menimbulkan korban. Oleh karena 
itu, berdasarkan pertimbangan tersebut pengertian kealpaan 
diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk melakukan penilaian 
terhadap kasus yang dihadapi.  

Ayat (2) 
Cukup jelas.   
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Ayat (3) 
Cukup jelas.  

Pasal 481   
Pasal 481 Ayat (1)  

Dari jabatan atau profesi tertentu diharapkan adanya rasa tanggung 
jawab dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan 
kepada mereka. Dengan perkataan lain, kealpaan harus dihindarkan 
oleh orang yang menjalankan tugas atau pekerjaan secara 
bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika terjadi suatu kealpaan maka 
ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). 

Ayat (2)  
Cukup jelas.  

Pasal 482 
Yang dimaksud dengan "mengambil" dalam ketentuan ini adalah 
tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk-bentuk 
perbuatan "mengambil" lainnya secara fungsional (nonfisik) 
mengarah pada maksud "memiliki barang orang lain secara melawan 
hukum". Misalnya pencurian uang dengan cara mentransfer, atau 
menggunakan tenaga listrik tanpa hak.  Yang dimaksud "memiliki" 
adalah mempunyai hak atas barang tersebut. 

Pasal 483 
Pasal 483 Ayat (1) Huruf a  

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas.  
Huruf c   

Yang dimaksud dengan “Barang yang merupakan sumber mata 
pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang” misalnya sepeda 
motor bagi tukang ojek motor, mesin jahit bagi seorang penjahit. 

Huruf d  
Cukup jelas.   

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas.  

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 484 
Tindak Pidana pencurian dalam ketentuan Pasal ini dikualiffikasi 
sebagai pencurian dengan pemberatan. Unsur pemberatnya ialah 
adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang di dalam 
melakukan pencurian. Kekerasan atau ancaman kekerasan dapat 
dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan.   
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Kekerasan menunjuk pada pengunaan kekuatan fisik, baik dengan 
tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan 
ancaman kekerasan menunjukan keadaan sedemikian rupa yang 
menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang 
diancam.  Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini tidak 
perlu semata-mata ditujukan kepada pemilik barang, tetapi juga 
dapat pada orang lain, misalnya pembantu rumah tangga atau 
penjaga rumah. 

Pasal 485 
Pasal 485  Ayat (1) 

Ketentuan ini mengatur pencurian yang bersifat khusus atau yang 
biasa dikenal dengan istilah pencurian dikualifikasi.  

Ayat (2) Huruf a   
Yang dimaksud dengan "rumah" adalah setiap bangunan atau tempat 
yang sengaja dibuat atau digunakan untuk tempat kediaman atau 
tempat tinggal.   Yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" 
adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda- tanda batas tertentu, 
baik berupa tembok, pagar, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, 
saluran air, atau sungai. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
  Cukup jelas.   
Huruf d    

Cukup jelas.  
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas.  
Pasal 486  

Cukup jelas.  
Pasal 487 

Cukup jelas.  
Pasal 488   
Pasal 488  Ayat (1)   

Ketentuan ini mengatur Tindak Pidana pemerasan. Paksaan dalam 
ketentuan ini lebih bersifat paksaan fisik atau lahiriah, antara lain 
dengan todongan senjata tajam atau senjata api.  Kekerasan atau 
ancaman kekerasan tidak harus ditujukan pada orang yang diminta 
untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan 
piutang, tetapi dapat juga ditujukan pada orang lain, misalnya 
terhadap anak, atau istri atau suami.   Pengertian "memaksa" 
meliputi pemaksaan yang berhasil (misalnya barang diserahkan) 
maupun yang gagal. Dengan demikian, jika pemerasan tidak berhasil 
atau gagal, pelaku Tindak Pidana tetap dituntut berdasarkan 
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ketentuan dalam Pasal ini, bukan dengan ketentuan mengenai 
percobaan.   

Ayat (2)  
Cukup jelas.  

Pasal 489 
Pasal 489  Ayat (1)   

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang Tindak Pidana 
pengancaman.  Unsur utama Tindak Pidana dalam ketentuan ini 
sama dengan Tindak Pidana pemerasan yaitu memaksa orang 
supaya memberikan barang, membuat pengakuan utang, atau 
menghapuskan piutang. Perbedaannya terletak pada sarana 
pemaksaan yang digunakan. Pada pemerasan, paksaan lebih bersifat 
fisik dan lahiriah, sedangkan pada Tindak Pidana pengancaman 
sarana paksaannya lebih bersifat non-fisik atau batiniah yaitu dengan 
menggunakan ancaman penistaan baik lisan maupun tulisan atau 
dengan ancaman akan membuka rahasia.   Ancaman penistaan atau 
membuka rahasia tidak harus berhubungan langsung dengan orang 
yang diminta untuk memberikan barang, membuat utang, atau 
menghapuskan piutang, tetapi dapat juga orang lain, misalnya 
terhadap anak, istri, atau suami, yang secara tidak langsung juga 
menyerang kehormatan atau nama baik yang bersangkutan.  

Ayat (2)  
Cukup jelas  

Pasal 490  
Cukup jelas  

Pasal 491 
Cukup jelas.  

Pasal 492 
Ketentuan ini mengatur Tindak Pidana penggelapan. Pada Tindak 
Pidana penggelapan, barang yang bersangkutan sudah dikuasai 
secara nyata oleh pelaku Tindak Pidana.  Hal ini berbeda dengan 
pencurian di mana barang tersebut belum berada di tangan pelaku 
Tindak Pidana. Saat timbulnya niat untuk memiliki barang tersebut 
secara melawan hukum, juga menentukan perbedaan antara 
penggelapan dan pencurian. Apabila niat memiliki sudah ada pada 
waktu barang tersebut diambil, maka perbuatan tersebut merupakan 
Tindak Pidana pencurian, sedang pada penggelapan,  niat memiliki 
tersebut baru ada setelah barang yang bersangkutan untuk beberapa 
waktu sudah berada di tangan pelaku. Unsur Tindak Pidana 
penggelapan lainnya adalah bahwa pelaku menguasai barang yang 
hendak dimiliki tersebut bukan karena Tindak Pidana, misalnya 
suatu barang yang berada dalam penguasaan pelaku Tindak Pidana 
sebagai jaminan utang piutang yang kemudian dijual tanpa izin 
pemiliknya.  
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Pasal 493 
Cukup jelas. 

Pasal 494   
Cukup jelas. 

Pasal 495 
Dalam ketentuan ini, penyerahan barang dilakukan secara terpaksa, 
misalnya pada waktu terjadi bencana alam seperti kebakaran, banjir, 
gempa bumi, dan lain-lain, barang tersebut dititipkan untuk 
diselamatkan atau karena tidak mampu mengurus sendiri barang 
tersebut, sehingga perlu dititipkan pada pihak lain.  

Pasal 496 
Cukup jelas.  

Pasal 497 
Cukup jelas.  

Pasal 498 
Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang Tindak Pidana 
penipuan. Perbuatan materiil dari penipuan adalah membujuk 
seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, 
untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus 
piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu 
tidak dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana, tetapi oleh pihak yang 
dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan 
terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana 
dikehendaki pelaku.   Barang yang diberikan, tidak harus secara 
langsung kepada pelaku Tindak Pidana tetapi dapat juga dilakukan 
kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima penyerahan 
itu.  Penipuan adalah Tindak Pidana terhadap harta benda. Tempat 
Tindak Pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, 
walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Saat dilakukannya 
Tindak Pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan.  Barang 
yang diserahkan dapat merupakan milik pelaku sendiri, misalnya 
barang yang diberikan sebagai jaminan utang bukan untuk 
kepentingan pelaku. Penghapusan piutang tidak perlu dilakukan 
melalui cara-cara hapusnya perikatan menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Juga termasuk misalnya perbuatan pelaku 
yang menghentikan untuk sementara pencatat kilometer mobil 
sewaannya, sehingga pemilik mobil memperhitungkan jumlah uang 
sewaan yang lebih kecil daripada yang sesungguhnya.  Ketentuan ini 
menyebut secara limitatif daya upaya yang digunakan pelaku yang 
menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu  berupa nama atau 
kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan 
rangkaian kata-kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan 
perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga 
orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta.  
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Pasal 499 
Cukup jelas. 

Pasal 500 
Cukup jelas. 

Pasal 501 
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi  
konsumen dari perbuatan curang dalam dunia perdagangan yang 
dilakukan oleh penjual. Dalam dunia perdagangan dapat terjadi 
penjual memberikan pengakuan palsu tentang sifat atau keadaan 
barang yang dijualnya atau tidak menyatakan dengan sebenarnya 
sifat atau keadaan barang tersebut, sehingga  konsumen   membeli 
suatu barang yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai 
dengan biaya yang dikeluarkannya. 

Pasal 502 
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi 
seseorang dari kerugian ekonomis melalui pemberian jasa kepada 
orang lain yang dilakukan akibat perbuatan curang dari orang lain 
tersebut.  Misalnya,  seseorang secara curang memanfaatkan 
kebaikan orang lain mempergunakan nomor dan saluran telepon dan 
membebankan biaya pembicaraan atau sambungan teleponnya 
kepada pelanggan telepon. 

Pasal 503   
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi 
perbuatan curang dalam dunia perdagangan yang dilakukan oleh 
konsumen, dengan tidak membayar lunas harga barang dibeli. Untuk 
dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini, perbuatan konsumen 
tersebut dilakukan  secara berulang-ulang yang menunjukkan bahwa 
perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya. 
Dalam masyarakat, perbuatan konsumen ini dikenal sebagai 
tindakan "mengemplang".  

Pasal 504 
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan 
curang dalam dunia asuransi yang dilakukan oleh pihak tertanggung 
dalam pembuatan perjanjian asuransi  sehingga merugikan pihak 
penanggung asuransi. 

Pasal 505 
Tindak Pidana dalam ketentuan ini merupakan perbuatan curang 
untuk memperoleh pembayaran uang asuransi.  

Pasal 506 
Cukup jelas. 

Pasal 507 
Yang dimaksud dengan “konosemen” dalam ketentuan ini adalah 
surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan oleh 
pengangkut, bahwa pengangkut telah menerima barang-barang 
tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang-barang tersebut 
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ke tempat yang ditunjuk, dan menyerahkannya kepada orang yang 
ditunjuk, sesuai dengan persyaratan perjanjian penyerahan barang. 
Konosemen asli (lembar pertama) dalam ketentuan Pasal ini 
merupakan surat berharga dan dapat diperjualbelikan, sedangkan 
salinan atau lembaran lainnya tidak. Hanya konosemen lembar 
pertama atau asli dapat ditukarkan dengan jenis barang yang 
tercantum di dalamnya.   Berhubung konosemen asli merupakan 
suatu surat berharga, maka konosemen asli itu dapat dibebani 
dengan segala bentuk hak atas benda, seperti digadaikan, dijual, 
dipinjamkan, atau ditukarkan. Salinan atau lembaran lainnya yang 
bukan surat berharga tidak mempunyai nilai sehingga jika dijual, 
pembelinya tidak akan menerima barangnya dan perbuatan 
membebani salinan atau lembaran lainnya dengan hak-hak atas 
benda merupakan perbuatan penipuan.  

Pasal 508   
Cukup jelas. 

Pasal 509 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan makanan, minuman, 
atau obat dipalsu, jika nilai atau manfaatnya menjadi berkurang 
akibat dicampur dengan bahan lain.  

Pasal 510 
Cukup jelas. 

Pasal 511 
Yang dimaksud dengan "batas pekarangan" adalah  setiap tanda 
yang dipergunakan untuk  menunjukkan batas suatu pekarangan, 
seperti  tembok, pagar, patok, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, 
saluran air,  sungai,  atau pematang sawah dengan tujuan 
memisahkan suatu bidang tanah milik seseorang dari bidang tanah 
milik orang lain yang berdampingan. 

Pasal 512  
Yang dimaksud dengan “kabar bohong” adalah tidak hanya 
pemberitahuan palsu tentang suatu fakta tetapi juga pemberitahuan 
palsu tentang suatu keuntungan  yang dapat diharapkan. 

Pasal 513 
Cukup jelas.   

Pasal 514 
Cukup jelas.  

Pasal 515 
Cukup jelas. 

Pasal 516 
Cukup jelas.  

Pasal 517 
Cukup jelas. 

Pasal 518 
Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan "menarik barang  
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dari harta benda milik perusahaan" adalah setiap perbuatan untuk 
menempatkan barang di luar jangkauan kurator sebelum atau pada 
waktu dijatuhkannya kepailitan, termasuk mendiamkan piutang 
perusahaan.   Yang dimaksud dengan "pailit" adalah sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
Kepailitan.   

Pasal 519  
Cukup jelas. 

Pasal 520 
Cukup jelas. 

Pasal 521  
Cukup jelas.  

Pasal 522 
Cukup jelas. 

Pasal 523 
Cukup jelas.  

Pasal 524 
Cukup jelas.  

Pasal 525 
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah suatu 
persetujuan perdamaian dibuat karena pelaku Tindak Pidana 
memperoleh keuntungan istimewa, padahal menurut undang-
undang, persetujuan tersebut kalau sudah disahkan berlaku juga 
untuk kreditor yang semula tidak menyetujuinya. Hal ini juga 
berlaku untuk pengurus atau komisaris dari suatu korporasi.   

Pasal 526 
Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan "barang" adalah 
barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. 
Hak menahan (hak retensi) timbul berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 1616 atau Pasal 1812 
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. 

Pasal 527 
Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan "menghancurkan" 
adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak 
dapat dipakai lagi. Yang dimaksud dengan "merusak" adalah 
membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya 
apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi.  

Pasal 528 
Yang termasuk dalam pengertian "bangunan untuk sarana dan 
prasarana pelayanan umum" misalnya, bangunan kereta api, 
bangunan listrik, bangunan telekomunikasi, bangunan untuk 
komunikasi lewat satelit atau komunikasi jarak jauh lainnya, stasiun 
radio atau televisi, bendungan, saluran gas, atau saluran air minum. 

Pasal 529 
Cukup jelas.  
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Pasal 530   
Cukup jelas. 

Pasal 531  
Cukup jelas. 

Pasal 532 
Cukup jelas.  

Pasal 533  
Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan "Komandan 
Tentara Nasional Indonesia" adalah komandan Angkatan Darat, 
Angkatan Laut, atau Angkatan Udara.   

Pasal 534 
Tindak Pidana dalam ketentuan ini merupakan Tindak Pidana 
terhadap penyelenggaraan peradilan.  

Pasal 535  
Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan 
"menyalahgunakan kekuasaannya" adalah menggunakan kekuasaan 
secara tidak sah. Sebagai contoh adalah penyidik yang dalam 
melakukan penyidikan memaksa tersangka untuk mengaku, atau 
memaksa saksi memberikan keterangan menurut kemauan dari 
penyidik. Memaksa dapat juga dilakukan secara fisik maupun secara 
psikis dengan jalan menakut-nakuti supaya tertekan jiwanya. Tetapi 
apabila yang diperiksa itu seorang saksi yang memberikan 
keterangan yang nyata-nyata bertentangan dengan kenyataan dan 
penyidik tersebut memberikan peringatan keras atau menunjukkan 
akibat yang tidak baik atas keterangan saksi yang bohong tersebut, 
ketentuan ini tidak diterapkan. 

Pasal 536  
Ketentuan dalam Pasal ini mengatur Tindak Pidana yang dikenal 
dengan nama Torture. Tindak Pidana ini sudah menjadi salah satu 
Tindak Pidana internasional melalui konvensi internasional 
Convention against Torture and other Cruel, In Human or Degrading 
Treatment or Punishment, 10 December 1984.  Indonesia sebagai 
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi konvensi ini 
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, oleh karena itu  
perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini 
dikategorikan sebagai suatu Tindak Pidana.  Yang dimaksud dengan 
“perbuatan yang dilarang” adalah suatu perbuatan yang tidak 
manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat bagi seseorang 
baik secara fisik maupun mental, tidak termasuk penderitaan yang 
timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan pidana yang didasarkan 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 537 
Cukup jelas. 

Pasal 538  
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Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi permintaan untuk 
menyatakan” dalam ketentuan ini misalnya tidak menindaklanjuti 
laporan atau informasi adanya seseorang yang dirampas 
kemerdekaannya secara melawan hukum. 

Pasal 539 
Cukup jelas. 

Pasal 540 
Demi keamanan dan ketertiban, hal yang berkaitan dengan terpidana 
atau orang yang ditahan harus berdasarkan putusan atau surat 
perintah penahanan yang sah. Demikian juga anak-anak yang 
dimasukkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau orang 
yang sakit jiwa yang dimasukkan dalam rumah sakit jiwa harus 
berdasarkan surat perintah yang sah.  

Pasal 541 
Dalam ketentuan Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan 
perlindungan terhadap hak asasi seseorang atas rumah tinggalnya, 
yang merupakan hak pribadi seseorang hingga harus dilindungi, 
tidak boleh dimasuki orang lain tanpa izin dari penghuni rumah atau 
tanpa memperhatikan cara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Demikian pula memasuki tempat tertutup 
atau pekarangan tertutup yang dipakai orang. Ketentuan ini 
dikenakan hanya terhadap pegawai negeri dalam menjalankan 
tugasnya.  Ketentuan ini berlaku khusus bagi pegawai negeri dalam 
melakukan penggeledahan rumah atau membaca atau menyita surat 
dalam rangka penyidikan Tindak Pidana tanpa memenuhi ketentuan 
peraturan perundang- undangan.   

Pasal 542   
Pasal 542 Huruf a 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi rahasia surat-
menyurat. Tidak termasuk Tindak Pidana ini, apabila perbuatan itu 
dilakukan oleh penyidik yang berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku memerlukan surat-surat tersebut  
sebagai  alat bukti dalam rangka penyidikan Tindak Pidana. Huruf b 
Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara 
negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, 
dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik 
untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. 

Pasal 543    
Cukup jelas.  

Pasal 544 
Pengertian "memberitahukan kepada orang lain berita yang 
dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor telepon” termasuk 
pula memberi kesempatan kepada orang lain ikut mendengarkan 
atau menyadap. Tidak termasuk Tindak Pidana ini, apabila 
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perbuatan tersebut dilakukan karena terdapat kekeliruan atau 
ketidakjelasan nama atau alamat penerima surat telegram yang 
ditulis oleh pengirim. 

Pasal 545 
Pasal 545 Ayat (1)   

Yang dimaksud dengan "setiap orang yang berwenang 
mengawinkan" adalah pejabat sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang tentang Perkawinan beserta peraturan 
pelaksanaannya.    

Ayat (2)   
Dalam ketentuan ini yang dimaksud “halangan yang sah selain 
halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” adalah sesuai 
dengan syarat-syarat perkawinan yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan. 

Pasal 546 
Cukup jelas. 

Pasal 547  
Cukup jelas. 

Pasal 548 
Yang dimaksud dengan “perompakan” adalah perbuatan kekerasan 
atau ancaman kekerasan terhadap kapal lain termasuk orang dan 
muatannya dengan maksud untuk dikuasai atau dimiliki secara 
melawan hukum. Kata “laut” dalam ketentuan ini mencakup laut  
wilayah negara Republik Indonesia maupun laut bebas. 

Pasal 549  
Pasal 549 Ayat (1)   

Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 707, Pasal 739 sampai dengan 
Pasal 740 merupakan Tindak Pidana internasional, berarti pelaku 
Tindak Pidana tersebut dapat dituntut di negara manapun pelaku 
ditemukan asal negara tersebut menganut asas universalitas. Dengan 
demikian tidak dipersoalkan kewarganegaraan pelaku, demikian 
juga locus delicti dan nasionalitas kapal tersebut, karena Tindak 
Pidana tersebut dianggap mengganggu ketertiban dunia.   Dalam hal 
ini nakhoda atau pemimpin itu sendiri tidak melakukan kejahatan 
perompakan atau pembajakan, tetapi hanya menyerahkan kapal 
kepada bajak laut, untuk dipergunakan membajak. Meskipun 
merupakan Tindak Pidana yang berupa membantu, namun dijadikan 
Tindak Pidana tersendiri dengan pidana yang sama dengan Tindak 
Pidana perompakan itu sendiri. Apabila yang menyerahkan bukan 
nakhoda atau pemimpin akan dipidana dengan pidana lebih rendah. 

Ayat (2) 
Dalam ketentuan ini Orang atau Barang tidak harus berada di atas 
kapal tapi bisa juga berada di pantai. 

Pasal 550 
Cukup jelas.  
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Pasal 551   
Cukup jelas.  

Pasal 552   
Cukup jelas.  

Pasal 553  
Yang dimaksud dengan “Setiap orang yang berlayar” adalah anak 
buah kapal dan penumpang.  

Pasal 554   
Yang dimaksud dengan "mengambil alih dari pemiliknya" adalah 
mengambil kapal dari kekuasaan pemiliknya secara tidak sah, 
misalnya dengan melarikan kapal tersebut dan mempergunakannya 
untuk kepentingan diri sendiri. 

Pasal 555  
Yang dimaksud dengan “Surat keterangan Kapal” antara lain surat, 
dokumen, dan warta kapal.  Ketentuan ini dimaksudkan untuk 
mencegah dan memberantas kecurangan terhadap surat keterangan 
kapal yang dilakukan oleh nakhoda atau pemimpin kapal atau awak 
kapal. 

Pasal 556 
Cukup jelas.   

Pasal 557 
Cukup jelas. 

Pasal 558 
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan mencegah pembuatan 
laporan palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 
misalnya seorang nakhoda kapal dengan sengaja menenggelamkan 
kapalnya, tetapi dalam laporannya dikatakan bahwa kapalnya telah 
mendapat kecelakaan dan tenggelam, karena itu mereka mendapat 
kesempatan untuk menerima pembayaran uang asuransi bagi kapal 
dan/atau muatannya.  

Pasal 559   
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan, 
ketertiban, dan keselamatan pelayaran.  

Pasal 560   
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur mengenai 
pemberontakan di kapal, tetapi di sini dilakukan oleh 2 (dua) orang 
atau lebih dengan bersekutu. Dalam ketentuan ini juga ditentukan 
pemberatan pidana, mengingat akibat yang ditimbulkan dan 
perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama. Pasal 528  Pasal 561  
Cukup jelas. 

Pasal 562 
Cukup jelas. 

Pasal 563 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "perwira kapal" antara 
lain mualim dan dokter kapal. 
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Pasal 564 
Cukup jelas.  

Pasal 565 
Cukup jelas. 

Pasal 566 
Cukup jelas.  
Pasal 567 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "mengubah haluan 
kapal" adalah mengubah tujuan perjalanan atau menyinggahi 
pelabuhan yang tidak termasuk rencana pelayaran semula, atau tidak 
langsung menuju pelabuhan yang telah ditentukan sebelumnya 
sebagai pelabuhan tujuan. 

Pasal 568 
Dalam ketentuan ini, kapal dapat diambil alih, dihentikan, atau 
ditahan oleh pejabat yang berwenang setempat, apabila melanggar 
ketentuan blokade, peraturan karantina, atau membawa barang 
terlarang (penyelundupan). 

Pasal 569 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "tidak memberi sesuatu 
yang wajib diberikan" misalnya memberikan makanan atau ransum 
kepada orang yang berlayar. 

Pasal 570 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "keadaan terpaksa" 
adalah sesuatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga nakhoda 
atau pemimpin kapal terpaksa melakukan suatu tindakan untuk 
menjaga keselamatan pelayaran, misalnya karena kelebihan muatan 
yaitu untuk menjaga jangan sampai kapal tenggelam atau karena 
penyakit menular.  

Pasal 571 
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai usaha untuk 
mencegah penyalahgunaan bendera Indonesia. 

Pasal 572 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kapal pemerintah 
selain kapal perang yang bertugas dalam bidang keamanan dan 
ketertiban di laut" antara lain kapal polisi perairan dan kapal Bea dan 
Cukai. 

Pasal 573 
Ketentuan dalam Pasal ini berkaitan dengan adanya suatu kewajiban 
untuk melakukan pencatatan setiap kelahiran atau kematian. Hal ini 
untuk kepentingan administrasi kependudukan. Apabila kelahiran 
atau kematian terjadi di laut kewajiban melakukan pencatatan 
dibebankan kepada nakhoda kapal. 

Pasal 574 
Perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat dikatakan 
merupakan perbuatan yang menghambat penegakan hukum.  
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Pasal 575 
Cukup jelas. 

Pasal 576 
Cukup jelas. 

Pasal 577 
Cukup jelas.    

Pasal 578 
Dalam ketentuan ini yang tanda pengenal untuk kapal rumah sakit 
atau sekoci misalnya tanda palang merah. Maksud pemakaian tanda 
tersebut untuk melindungi kapal atau sekoci rumah sakit dari 
serangan. 

Pasal 579 
Cukup jelas. 

Pasal 580 
Cukup jelas.  

Pasal 581  
Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan "bangunan untuk 
pengamanan lalu lintas udara" adalah fasilitas atau instalasi 
penerbangan yang digunakan untuk keamanan dan pengaturan lalu 
lintas udara seperti terminal, bangunan, menara, dan, landasan. 
Tindak Pidana Penerbangan dalam Bab ini hanya dapat menjadi 
Tindak Pidana Terorisme apabila ada tujuan untuk melakukan 
Tindak Pidana terorisme sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan mengenai terorisme.  

Pasal 582 
Cukup jelas.  

Pasal 583 
Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan "tanda atau alat 
untuk pengamanan penerbangan" adalah fasilitas penerbangan yang 
digunakan oleh atau bagi pesawat agar dapat mendarat atau tinggal 
landassecara aman, seperti tanda atau alat landasan termasuk garis di 
tengah landasan, tanda penunjuk atau koordinat landasan, tanda 
ujung landasan dan tanda adanya rintangan landasan termasuk 
lampu tanda pemancar radio, lampu tanda menara lalu lintas udara, 
dan lampu tanda gedung stasiun udara, dan lain sebagainya. 
Pengertian "memasang tanda atau alat yang keliru" dapat juga berarti 
secara sengaja dan melawan hukum memasang secara keliru alat 
atau tanda yang benar. Pesawat udara yang dimaksud dalam 
ketentuan Pasal ini adalah pesawat udara yang berada di darat, yaitu 
tidak dalam penerbangan atau masih dalam persiapan oleh awak 
darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu. 

Pasal 584  
Cukup jelas.  

Pasal 585  



536     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal ini juga merupakan 
pembajakan udara sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional 
tentang The Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft yang 
diadakan di Den Haag-Belanda tahun 1970.  Indonesia telah 
meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1976 sehingga sebagai negara peserta harus memenuhi 
kewajiban yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi, yaitu bahwa setiap 
negara peserta konvensi wajib memidana perbuatan pembajakan 
udara dengan pidana yang berat. Tindak Pidana tersebut merupakan 
Tindak Pidana internasional yang berarti bahwa setiap negara 
(peserta konvensi) mempunyai jurisdiksi kriminal terhadap setiap 
pembajak udara, dengan tidak memandang nasionalitas pelaku 
maupun pesawat udara serta tempat (negara) terjadinya pembajakan. 
Ini berarti bahwa apabila pelaku pembajakan udara tersebut 
diketemukan di Indonesia, maka Indonesia berwenang menuntutnya. 
Oleh karena itu, Indonesia juga wajib membuat ketentuan pidana 
untuk Tindak Pidana ini.    
Berbeda dengan pembajakan udara yang diatur dalam Pasal 644, 
dalam ketentuan Pasal ini perbuatan merampas atau 
mempertahankan perampasan dilakukan dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan dalam bentuk apapun, sehingga pilot berada 
dalam keadaan daya paksa dan tak bisa berbuat lain kecuali 
menyerahkan pengemudian pesawat udara.  

Pasal 586 
Perbuatan kekerasan dalam ketentuan Pasal ini merupakan Tindak 
Pidana yang wajib dilarang oleh negara peserta Konvensi 
Internasional mengenai The Suppression of Unlawful Acts Against 
the Safety of Civil Aviationyang diadakan di Montreal-Kanada pada 
tahun 1971, sebagai pelengkap Konvensi Den Haag tahun 1970. 

Pasal 587  
Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal ini lazim dikenal dengan 
pembajakan udara. Dalam ketentuan ini perbuatan merampas atau 
mempertahankan perampasan tersebut dilakukan dengan jalan 
melawan hukum, misalnya menipu atau menyuap, sehingga pilot 
dengan sukarela menyerahkan pengemudian pesawat udara yang 
sedang dalam penerbangan. 

 Pasal 588   
Cukup jelas.  

Pasal 589  
Cukup jelas.  

Pasal 590  
Cukup jelas.  

Pasal 591   
Cukup jelas.  

Pasal 592 
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Cukup jelas.  
Pasal 593 

Cukup jelas.  
Pasal 594  

Cukup jelas.  
Pasal 595  

Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini adalah tindakan berupa 
pemberitahuan palsu, misalnya melalui telepon atau alat komunikasi 
lainnya tentang adanya bom dalam pesawat udara. Dengan 
pemberitahuan palsu tersebut, yang dikenal dengan istilah bomb 
hoax, sudah dapat menimbulkan kepanikan bagi awak serta 
penumpang yang dapat menyebabkan bahaya bagi pesawat udara. 

Pasal 596 
Cukup jelas.  

Pasal 597 
Cukup jelas.  

Pasal 598 
Tindak Pidana khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah 
Tindak Pidana yang memenuhi kriteria: a. dampak viktimisasinya 
besar; b. sering bersifat transnasional terorganisasi; c. pengaturan 
acara pidananya bersifat khusus; d. sering menyimpang dari asas-
asas umum hukum pidana materiil; e. adanya lembaga-lembaga 
pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan 
kewenangan khusus; f. didukung oleh konvensi internasional;  g. 
merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela dan sangat 
dikutuk oleh masyarakat; h. masih bersifat dinamis, tidak stabil, dan 
berubah-ubah (mengikuti perkembangan atau dinamika 
hukum/masyarakat); dan i. berkaitan dengan pertanggungjawaban 
korporasi dalam hukum pidana.  Tindak pidana tersebut meliputi: 1. 
Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia 2. Tindak Pidana 
Terorisme 3. Tindak Pidana Korupsi 4. Tindak Pidana Pencucian 
Uang 5. Tindak Pidana Narkotika. 

Pasal 599 
Pasal 599 Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d  

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual yang setara” adalah 
perbuatan untuk melakukan pemaksaan seksual yang serius sebagai 
bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.   

Pasal 600 
Cukup jelas. 
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Pasal 601 
Cukup jelas.  

Pasal 602 
Cukup jelas. 

Pasal 603   
Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah 
berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. 

Pasal 604 
Cukup jelas.  

Pasal 605 
Cukup jelas.  

Pasal 606 
Cukup jelas.  

Pasal 607 
Cukup jelas. 

Pasal 608 
Cukup jelas. 

Pasal 609 
Cukup jelas. 

Pasal 610 
Cukup jelas. 

Pasal 611 
Cukup jelas. 

Pasal 612 
Cukup jelas. 

Pasal 613 
Cukup jelas. 

Pasal 614  
Cukup jelas. 

Pasal 615 
Cukup jelas. 

Pasal 616 
Cukup jelas.   

Pasal 617 
Dalam ketentuan ini, penyesuaian ketentuan pidana tidak termasuk 
bagi ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang 
pidana administratif. Lihat penjelasan Pasal 187. 

Pasal 618  
Pasal 618 Huruf a 

Cukup jelas.  
Huruf b   

Cukup jelas.  
Huruf c   

Cukup jelas.  
Huruf d  
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Yang dimasud dengan “aparatur sipil negara” adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang bekerja pada instansi pemerintah.  

Pasal 619 
Cukup jelas. 

Pasal 620 
Cukup jelas. 

Pasal 621 
Cukup jelas. 

Pasal 622 
Cukup jelas. 

Pasal 623 
Cukup jelas. 

Pasal 624  
Yang dimaksud dengan “dilaksanakan oleh lembaga penegak 
hukum” dalam ketentuan ini, misalnya, lembaga yang 
menyelenggarakan pemberantasan Tindak Pidana narkotika, selain 
menangani Tindak Pidana narkotika yang diatur dalam Undang-
Undang mengenai narkotika, juga menangani Tindak Pidana 
narkotika yang diatur dalam Undang-Undang ini. Demikian juga 
lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan Tindak Pidana 
korupsi, selain menangani Tindak Pidana korupsi yang diatur dalam 
Undang-Undang mengenai pemberantasan Tindak Pidana korupsi, 
juga menangani Tindak Pidana korupsi yang diatur dalam Undang-
Undang ini.  

Pasal 625 
Cukup jelas   

Pasal 626 
Cukup jelas.   

Pasal 627 
Cukup jelas.  

Pasal 628   
Cukup jelas.   
 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
…TAHUN … 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 
TENTANG  KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
Menimbang:  
a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan 

sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi 
yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. 
Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan 
secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah 
merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat 
pembangunan nasional; 

b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana 
korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas 
tindak pidana korupsi; 

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas 
dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;    

   
Mengingat: 
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
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1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150); 

 
Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA  dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN 
TINDAK PIDANA KORUPSI. 

 
BAB I KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

2. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme.  

3. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan 
untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi    melalui     
upaya    koordinasi,    supervisi,   monitor, penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta 
masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.    
 

Pasal 2 
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. 
 

Pasal 3 
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari 
pengaruh kekuasaan manapun.    

 
Pasal 4 

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya 
guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.  
   

Pasal 5 
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi 
berasaskan pada: 
a. kepastian hukum; 
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b. keterbukaan; 
c. akuntabilitas; 
d. kepentingan umum; dan 
e. proporsionalitas.    
 

BAB  II  
 TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN 

Pasal 6 
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: 
a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 

tindak pidana korupsi; 
b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 

tindak pidana korupsi; 
c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak 

pidana korupsi; 
d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan 
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 
 

Pasal 7 
Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: 
a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak 

pidana korupsi; 
b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak 

pidana korupsi; 
c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana 

korupsi kepada instansi yang terkait; 
d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang 

berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan 
e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana 

korupsi.  
   

Pasal 8 
(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan 
pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang 
menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam 
melaksanakan pelayanan publik. 

(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih 
penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang 
sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. 

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan 
atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka 
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dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang 
diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, 
terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 

(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 
membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala 
tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan 
tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 9 
Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan 
alasan: 
a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak 

ditindaklanjuti; 
b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau 

tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 
c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi 

pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; 
d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; 
e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan 

dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau  
f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau 

kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan 
secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.  

   
Pasal 10 

Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi 
Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut 
umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. 
 

Pasal 11 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, 
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang : a. melibatkan aparat 
penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya 
dengan  tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
atau penyelenggara negara;  b. mendapat perhatian yang meresahkan 
masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
 

Pasal 12 
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi 
berwenang  
a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; 
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b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang 
bepergian ke luar negeri; 

c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya 
tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang 
diperiksa; 

d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk 
memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, 
terdakwa, atau pihak lain yang terkait; 

e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; 

f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa 
kepada instansi yang terkait; 

g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi 
perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara 
perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh 
tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang 
cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang 
diperiksa; 

h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum 
negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan 
barang bukti di luar negeri; i. meminta bantuan kepolisian atau instansi 
lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi 
yang sedang ditangani.    

 
Pasal 13 

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah 
atau upaya pencegahan sebagai berikut: 
a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta 

kekayaan penyelenggara negara; 
b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; 
c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang 

pendidikan; 
d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi 

pemberantasan tindak pidana korupsi; 
e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; 
f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan 

tindak pidana korupsi. 
 

Pasal 14 
Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: 
a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di 

semua lembaga negara dan pemerintah; 
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b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk 
melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem 
pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; 

c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan  
Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran 
Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut 
tidak diindahkan.    

 
Pasal 15 

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban: 
a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang 

menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai 
terjadinya tindak pidana korupsi; 

b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau 
memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan 
dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya; 

c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan 
Badan Pemeriksa Keuangan; 

d. menegakkan sumpah jabatan; 
e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan 

asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.     
 

BAB III 
TATA CARA PELAPORAN DAN  PENENTUAN STATUS GRATIFIKASI 

Pasal 16 
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi 
wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara 
sebagai berikut: 
a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir 

sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan 
melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi; 

b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang- kurangnya 
memuat: 
1. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; 
2. jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara; 
3. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; 
4. uraian jenis gratifikasi yang diterima; 
5. nilai gratifikasi yang diterima.  

 
Pasal 17 

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan 
status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan. 
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(2) Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima 
gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan 
gratifikasi.  

(3) Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(4) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan 
gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara. 

(5) Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status 
kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada 
penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja   terhitung sejak 
tanggal ditetapkan. 

(6) Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri 
Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
tanggal ditetapkan. 

 
Pasal 18 

Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang 
ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun 
dalam Berita Negara. 
 

BAB IV 
TEMPAT KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB,  DAN SUSUNAN 

ORGANISASI 
Pasal 19 

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara 
Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah 
negara Republik Indonesia. 

(2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah 
provinsi. 

Pasal 20 
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas 

pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka 
dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.  

(2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan cara:  
a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan 

sesuai dengan program kerjanya; 
b. menerbitkan laporan tahunan; dan 
c. membuka akses informasi.    

 
Pasal 21 
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(1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
terdiri atas: 
a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) 

Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; 
b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan 
c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas. 

(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut: 
a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Anggota; dan 
b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) 

orang, masing-masing merangkap Anggota. 
(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a adalah pejabat negara. 
(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum. 
(5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) bekerja secara kolektif. 
(6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 

 
Pasal 22 

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengangkat Tim Penasihat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yang diajukan 
oleh panitia seleksi pemilihan. 

(2) Panitia seleksi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.  

(3) Panitia seleksi pemilihan mengumumkan penerimaan calon dan 
melakukan kegiatan mengumpulkan calon anggota berdasarkan 
keinginan dan masukan dari masyarakat. 

(4) Calon anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk mendapat 
tanggapan sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi berdasarkan calon yang diusulkan oleh panitia seleksi 
pemilihan.\ 

(5) Setelah mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi pemilihan 
mengajukan 8 (delapan) calon anggota Tim Penasihat kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi untuk dipilih 4 (empat) orang anggota. 

(6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), 
dan ayat (5) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak 
tanggal panitia seleksi pemilihan dibentuk. 

 
Pasal 23 

Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan 
kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan  
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tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.  
   

Pasal 24 
(1) Anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah 

warga negara Indonesia yang karena kepakarannya diangkat oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 

(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena 
keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi 
Pemberantasan Korupsi.   

   
Pasal 25 

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan kebijakan dan tata kerja 
organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi 
Pemberantasan Korupsi; (mengangkat dan memberhentikan Kepala 
Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan  pegawai yang 
bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi;  menentukan kriteria 
penanganan tindak pidana korupsi.  

(2) Ketentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.    

 
Pasal 26 

(1) Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 

(2) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
membawahkan 4 (empat) bidang yang terdiri atas:  
a. Bidang Pencegahan; 
b. Bidang Penindakan; 
c. Bidang Informasi dan Data; dan 
d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.  

(3) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
membawahkan: 
a. Subbidang Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara; 
b. Subbidang Gratifikasi; 
c. Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan 
d. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.  

(4) Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
membawahkan: 
a. Subbidang Penyelidikan; 
b. Subbidang Penyidikan;  
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c. Subbidang Penuntutan. 
(5) Bidang Informasi dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

membawahkan: 
a. Subbidang Pengolahan Informasi dan Data; 
b. Subbidang Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi; 
c. Subbidang Monitor. 

(6) Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d membawahkan: 
a. Subbidang Pengawasan Internal; 
b. Subbidang Pengaduan Masyarakat. 

(7) Subbidang Penyelidikan, Subbidang Penyidikan, dan Subbidang 
Penuntutan, masing-masing membawahkan beberapa Satuan Tugas 
sesuai dengan kebutuhan subbidangnya; 

(8) Ketentuan mengenai tugas Bidang-bidang dan masing-masing Subbidang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), 
dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 

 
Pasal 27 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan 
Korupsi dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang 
Sekretaris Jenderal. 

(2) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia. 

(3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggungjawab 
kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal ditetapkan 
lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. 
 

Pasal 28 
Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain 
dalam rangka pengembangan dan pembinaan organisasi Komisi Pem-
berantasan Korupsi.      
 

BAB V 
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

Pasal 29 
Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. warga negara Republik Indonesia; 
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
3. sehat jasmani dan rohani; 
4. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan 

pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang 
hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan; 
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5. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-
tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; 

6. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 
7. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi 

yang baik; 
8. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; 
9. melepaskan jabatan struktural  dan atau jabatan lainnya selama menjadi 

anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; 
10. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi 

Pemberantasan Korupsi; dan 
11. mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
 

Pasal 30 
(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden 
Republik Indonesia. 

(2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang 
bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
ini. 

(3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat. 

(4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mengumumkan penerimaan calon. 

(5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja 
secara terus menerus.  

(6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan 
tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada 
panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 
diumumkan. 

(8) Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan 
disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia  

(9) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 
diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik 
Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat 
(8) sebanyak 2  (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  

(10) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan 
menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak 
tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia. 
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(11) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan 
menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), 
seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan 
sendirinya menjadi Wakil Ketua. 

(12) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk 
disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara. 

(13) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya 
surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 31  
Proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan 
Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan secara 
transparan. 

Pasal 32 
(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan 

karena: 
1. meninggal dunia; 
2. berakhir masa jabatannya; 
3. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan; 
4. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) 

bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya; 
5. mengundurkan diri; atau 
6. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.  

(2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka 
tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya. 

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.   

   
Pasal 33 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, 
Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  

(2) Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota yang 
bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31. 

   
Pasal 34 

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) 
tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. 
 

Pasal 35 
(1) Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil Ketua Komisi 

Pemberantasan Korupsi wajib mengucapkan sumpah/janji menurut 
agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia. 
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(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai 
berikut:  “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa 
saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, 
dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan 
atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”. “Saya 
bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau 
tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”. “Saya 
bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik 
Indonesia”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan 
menjalankan  tugas  dan  wewenang  saya  ini  dengan  sungguh-  
sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda- bedakan 
jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan 
melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik- baiknya, serta bertanggung 
jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, 
dan negara”.  “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan 
menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur 
tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan 
wewenang saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya”.    

 
Pasal 36 

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang: 
1. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka 

atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana 
korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan 
apa pun; 

2. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai 
hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau 
ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan 
Korupsi yang bersangkutan; 

3. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, 
pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau 
kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut. 

 
Pasal 37 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Tim 
Penasihat dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 
 

BAB VI 
PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN 

Bagian Kesatu 
Umum 
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Pasal 38 
(1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, 

dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, 
penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak 
berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan 
dalam Undang-Undang ini.  

   
Pasal 39 

(1) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi 
dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 

(2) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas 
nama Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(3) Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada 
Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi 
kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi 
Pemberantasan Korupsi.  

   
Pasal 40 

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah 
penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.  
   

Pasal 41 
Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerja sama dalam 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan 
lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau  
berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah 
Republik Indonesia.  
 

Pasal 42 
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan 
mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana 
korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan 
militer dan peradilan umum. 
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Bagian Kedua 
Penyelidikan 

Pasal 43 
(1) Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang 

diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 
(2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi 

penyelidikan tindak pidana korupsi. Pasal 44 1. Jika penyelidik dalam 
melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup 
adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan 
yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi.  (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah 
ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, 
termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, 
dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik 
atau optik. 

(3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti 
permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik 
melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.   

(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara 
tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan 
penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada 
penyidik kepolisian atau kejaksaan.  

(5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib 
melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan 
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.  

   
Bagian Ketiga 

Penyidikan 
Pasal 45 

(1) Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang 
diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi 
penyidikan tindak pidana korupsi. 

 
Pasal 46 

(1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut 
prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku 
berdasarkan Undang-Undang ini. 

(2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka. 
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Pasal 47 
(1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, 

penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri 
berkaitan dengan tugas penyidikannya. 

(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur 
mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-
Undang ini. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita 
acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang- kurangnya memuat: 
1. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita; 2. 
keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan 
penyitaan; 3. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang 
atau benda berharga lain tersebut;  4. tanda tangan dan identitas penyidik 
yang melakukan penyitaan; dan 5. tanda tangan dan identitas dari 
pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.  

(4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan kepada tersangka atau keluarganya. 

 
Pasal 48 

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib 
memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan 
harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi 
yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak 
pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. 
 

Pasal 49 
Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan 
disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera 
ditindaklanjuti.  
   

Pasal 50 
(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan 
perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau 
kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 
terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. 

(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus 
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan 
penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau 
kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. 
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(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian 
dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang 
dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.   

 
Bagian Keempat 

Penuntutan 
Pasal 51 

(1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi 
yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.  

(2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan 
fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. 

(3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut 
Umum. 

Pasal 52 
(1) Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling 

lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya 
berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada 
Pengadilan Negeri. 

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan 
Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus. 

 
BAB VII 

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN 
Pasal 53 

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang 
bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang 
penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.  
   

Pasal 54 
(1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan 

Umum. 
(2) Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik 
Indonesia. 

(3) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan 
Presiden. 

 
Pasal 55 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 
(2) juga berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang 
dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara 
Indonesia.   
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Pasal 56 
(1) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim Pengadilan 

Negeri dan hakim ad hoc. 
(2) Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. 
(3) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua 
Mahkamah Agung. 

(4) Dalam menetapkan dan mengusulkan calon hakim Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Ketua 
Mahkamah Agung wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat.  

   
Pasal 57 

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: a.  berpengalaman menjadi hakim sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun; b. berpengalaman  mengadili  tindak 
pidana korupsi; c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi 
selama menjalankan tugasnya; dan d. tidak pernah dijatuhi hukuman 
disiplin. 

(2) Untuk dapat diusulkan sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 1. warga negara Republik Indonesia; 2. 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. 
berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai 
keahlian dan berpengalaman sekurang- kurangnya 15 (lima belas) tahun 
di bidang hukum; e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) 
tahun pada proses pemilihan; f. tidak pernah melakukan perbuatan 
tercela; g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan 
memiliki reputasi yang baik; h. tidak menjadi pengurus salah satu partai 
politik; dan  1. melepaskan jabatan struktural  dan atau jabatan lainnya 
selama menjadi hakim ad hoc.  

 
Pasal 58 

(1) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja 
terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi. 

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) 
orang hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang 
hakim ad hoc. 
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Pasal 59 
(1) Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimohonkan 

banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus 
dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung 
sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.  

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) 
orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang 
hakim ad hoc. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 juga berlaku bagi 
hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.  

 
Pasal 60 

(1) Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi 
dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut 
diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan 
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh 
Mahkamah Agung. 

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) 
orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. 

(3) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. warga negara Republik 
Indonesia; 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  3. sehat jasmani 
dan rohani; 2. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang 
mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang- kurangnya 20 (dua 
puluh) tahun di bidang hukum; 3. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima 
puluh) tahun pada proses pemilihan; 4. tidak pernah melakukan 
perbuatan tercela; 5. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, 
dan memiliki reputasi yang baik; 6. tidak menjadi pengurus salah satu 
partai politik; dan 7. melepaskan jabatan struktural  dan atau jabatan 
lainnya selama menjadi hakim ad hoc.  

   
Pasal 61 

(1) Sebelum memangku jabatan, hakim ad hoc wajib mengucapkan 
sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik 
Indonesia. 

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai 
berikut: “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya 
untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan 
menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau 
menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”. “Saya bersum-
pah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak 
langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”. “Saya 
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bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik 
Indonesia”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan 
menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif   dengan tidak 
membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi 
dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan 
seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik 
dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”. 

 
Pasal 62 

Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan 
berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
 

BAB VIII 
REHABILITASI DAN KOMPENSASI 

Pasal 63 
(1) Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, 

dan penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
secara bertentangan dengan Undang- Undang ini atau dengan hukum 
yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan 
gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi. 

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi hak 
orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika 
terdapat alasan-alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana. 

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 
Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tindak pidana 
korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. (4) Dalam putusan 
Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan jenis, 
jumlah, jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi dan/atau 
kompensasi yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.  

   
BAB IX 

PEMBIAYAAN 
Pasal 64 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan 
Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
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BAB X 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 65 
Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun.   Pasal 66 Dipidana dengan pidana penjara yang sama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pegawai pada Komisi Pemberantasan 
Korupsi yang : 1. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan 
tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi 
yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah; 2. 
menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai 
hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke 
bawah sampai derajat ketiga dengan pegawai pada Komisi Pemberantasan 
Korupsi yang bersangkutan; 3. menjabat komisaris atau direksi suatu 
perseroan, organ yayasan, pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau 
kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut. Pasal 67 Setiap 
Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai pada Komisi 
Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya 
diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok. 
 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 68 
Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana 
korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi 
Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.   
 

Pasal 69 
(1) Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi 

Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan 
Korupsi.  

(2) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan fungsi, tugas, dan 
wewenangnya, sampai Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan 
tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.   

   
BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 70 

Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling 
lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.  
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Pasal 71 
(1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang- Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)   
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku; 

(2) Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan 
wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, ketentuan 
mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851), dinyatakan tidak berlaku.  
 

Pasal 72 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.  
   
Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2002 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,                                                                                       
 
ttd. 
MEGAWATI SOEKARNO PUTRI 
 
 
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2002 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd. 
BAMBANG KESOWO 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 137 
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro 
Peraturan Perundang-undangan II, 
 
Ttd. 
Edy Sudibyo  
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PENJELASAN  ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN 

TINDAK PIDANA KORUPSI 
   
I.  UMUM  

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. 
Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah 
kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi 
kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya 
yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.  
Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa 
bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga 
pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana 
korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap 
hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua 
maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai 
kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu 
pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara 
biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.   
Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang 
dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai 
hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar 
biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai 
kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam 
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang  pelaksanaannya 
dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesi-
nambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah 
Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha 
memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang 
dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun  
2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pem-
berantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan 
supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, 
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sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan 
pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur 
dengan Undang- undang.   
Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam 
Undang-Undang tersebut di atas. Pada saat sekarang pemberantasan 
tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti 
kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan 
kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini 
dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih 
kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.  
 
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi 
tindak pidana korupsi yang : a. melibatkan aparat penegak hukum, 
penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak 
pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau 
penyelenggara negara;  b. mendapat perhatian yang meresahkan masya-
rakat; dan/atau  c. menyangkut kerugian negara paling sedikit 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).   
Dengan pengaturan dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan 
Korupsi: 1) dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan 
memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang 
kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara 
efisien dan efektif; 2) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan; 3) berfungsi sebagai pemicu dan 
pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi 
(trigger mechanism); 4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan 
memantau  institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat 
mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian 
dan/atau kejaksaan.  
 Selain itu, dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi 
telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:  
1)       ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  
Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat 
bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;  

2)       ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang 
dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur 
karena statusnya selaku pejabat negara;  
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3)     ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan 
Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka 
kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;  

4)       ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap 
Anggota Komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi 
yang melakukan korupsi; dan  

5)        ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota 
Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana 
korupsi.  

 Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak 
kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan 
mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini 
memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia 
tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.  Komisi Pemberantasan 
Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya  bebas dari kekuasaan manapun. 
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang 
merangkap sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat negara.  
Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat 
sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap 
kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat 
pada Komisi Pemberantasan Korupsi.   
Berdasarkan ketentuan ini maka persyaratan untuk diangkat menjadi 
anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, selain dilakukan secara 
transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, juga harus 
memenuhi persyaratan administratif dan harus melalui uji kelayakan  (fit 
and proper test) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia.  
Di samping itu untuk menjamin perkuatan pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengangkat Tim 
Penasihat yang berasal dari berbagai bidang kepakaran yang bertugas 
memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi. Sedang mengenai aspek kelembagaan, ketentuan mengenai 
struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi diatur sedemikian rupa 
sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat ikut berpartisipasi 
dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi, serta pelaksanaan program kampanye publik 
dapat dilakukan secara sistematis dan konsisten, sehingga kinerja Komisi 
Pemberantasan Korupsi dapat diawasi oleh masyarakat luas.   
Untuk mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat 
luas dan berat  dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi, maka 
Komisi Pemberantasan Korupsi perlu didukung oleh sumber keuangan 
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yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam 
Undang- Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dan 
berkedudukan di ibukota negara, dan jika dipandang perlu sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk 
perwakilan di daerah provinsi.  
Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi di samping mengikuti hukum 
acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam Undang-
Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (lex 
specialis). Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam Undang-
Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana 
korupsi di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk 
di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan tindak pidana 
korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus 
perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri 
atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim ad 
hoc. Demikian pula dalam proses pemeriksaan baik di tingkat banding 
maupun tingkat kasasi juga dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 
2 (dua) orang hakim dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Untuk menjamin 
kepastian hukum, pada tiap tingkat pemeriksaan ditentukan jangka waktu 
secara tegas.  
Untuk mewujudkan asas proporsionalitas, dalam Undang-Undang ini 
diatur pula mengenai ketentuan  rehabilitasi  dan kompensasi dalam hal 
Komisi Pemberantasan   
Korupsi melakukan tugas dan wewenangnya bertentangan dengan 
Undang-Undang ini atau hukum yang berlaku.   

   
II. PASAL DEMI PASAL  
Pasal 1   

Cukup jelas    
Pasal 2   

Cukup jelas    
Pasal 3   

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” 
adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang 
Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara 
individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain 
yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan 
dan situasi ataupun dengan alasan apapun.     

Pasal 4  
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Cukup jelas   
Pasal 5   

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :  
a.      “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, 
kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan 
tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;  

b.    “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 
tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan 
Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;  

c.     “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan 
Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 
negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku;  

d.   “kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan 
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, 
dan selektif;  

e.   “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseim-
bangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan 
kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.    

Pasal 6  
Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan 
Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, 
inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-
Departemen.  

 Pasal 7   
  Cukup jelas  
 Pasal 8  
 Ayat (1)   

 Cukup jelas  
 Ayat (2)  

 Cukup jelas   
 Ayat (3)  

Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penye-
rahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh 
kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tersebut tetap dapat 
ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau 
Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala 
Rumah Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka di Rumah 
Tahanan tersebut. Lihat pula penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf i.  

 Ayat (4)  
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  Cukup jelas   
Pasal 9  
  Cukup jelas   
Pasal 10  
  Cukup jelas  
Pasal 11   
Huruf a    

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara”, adalah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah.   

Huruf b   
Cukup jelas  

Huruf c   
Cukup jelas  

Pasal 12   
Huruf a   

Cukup jelas   
Huruf b   

Cukup jelas   
Huruf c    

Cukup jelas   
Huruf d    

Cukup jelas   
Huruf e    

Cukup jelas   
Huruf f    

Yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah orang 
perorangan atau korporasi.   

Huruf g   
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau 
penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyelidik, penyidik, 
atau penuntut atau untuk menghindari kerugian negara yang lebih 
besar.   

Huruf h    
Cukup jelas   

Huruf i     
Permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal Komisi 
Pemberantasan   Korupsi  melakukan  penahanan   seseorang   yang  
diduga melakukan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan 
Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara 
untuk menerima penempatan tahanan tersebut dalam Rumah 
Tahanan.  

Pasal 13  
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 Cukup jelas  
Pasal 14  

 Cukup jelas  
Pasal 15   
Huruf a  

 Yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan”, dalam 
ketentuan ini melingkupi juga pemberian jaminan keamanan dengan 
meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau 
melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.  

 Huruf b  
   Cukup jelas  
 Huruf c  
   Cukup jelas  
 Huruf d  
   Cukup jelas  
 Huruf e  
   Cukup jelas  
Pasal 16   

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai tata cara pelaporan 
dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.  

Pasal 17  
  Cukup jelas  
Pasal 18  
  Cukup jelas  
Pasal 19  
  Cukup jelas  
Pasal 20  
  Cukup jelas  
Pasal 21  
Ayat (1)    

Cukup jelas   
Ayat (2)    

Cukup jelas   
Ayat (3)    

Cukup jelas   
Ayat (4)    

Cukup jelas   
Ayat (5)    

Yang dimaksud dengan “bekerja secara kolektif” adalah bahwa setiap 
pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara 
bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.    

Ayat (6)    
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Cukup jelas  
Pasal 22   

Cukup jelas  
Pasal 23   

Cukup jelas  
Pasal 24   

Cukup jelas  
Pasal 25   

Cukup jelas  
Pasal 26   

Cukup jelas  
Pasal 27   

Cukup jelas  
Pasal 28   

Cukup jelas  
Pasal 29   
Huruf a    

Cukup jelas  
 Huruf b  
   Cukup jelas  
 Huruf c  
   Cukup jelas  
 Huruf d  
   Cukup jelas  
 Huruf e  
   Cukup jelas  
 Huruf f  
   Cukup jelas  
 Huruf g  
   Cukup jelas  
 Huruf h  
   Cukup jelas   
Huruf i  

Yang dimaksud dengan “jabatan lainnya” misalnya komisaris atau 
direksi, baik pada Badan Usaha Milik Negara atau swasta.  

 Huruf j  
Yang dimaksud dengan “profesinya”, misalnya advokat, akuntan 
publik, atau dokter.  

 Huruf k  
  Cukup jelas  
Pasal 30  

Cukup jelas  
Pasal 31  
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Yang dimaksud dengan “transparan” adalah masyarakat dapat 
mengikuti proses dan mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota 
Komisi Pemberantasan Korupsi.    

Pasal 32  
  Cukup jelas  
Pasal 33   

Cukup jelas  
Pasal 34   

Cukup jelas  
Pasal 35   

Cukup jelas  
Pasal 36  
  Cukup jelas  
Pasal 37   

Cukup jelas  
Pasal 38  
Ayat (1)  

 Yang dimaksud dengan “yang berkaitan dengan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan” dalam ketentuan ini antara lain, 
kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, 
penyitaan, pemeriksaan surat.  

Ayat (2)    
Cukup jelas  

Pasal 39  
  Cukup jelas  
Pasal 40   

Cukup jelas  
Pasal 41  

Yang dimaksud “lembaga penegak hukum negara lain”, termasuk 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan-badan khusus lain dari 
negara asing yang menangani perkara tindak pidana korupsi.    

Pasal 42   
Cukup jelas  

Pasal 43  
  Cukup jelas  
Pasal 44  

Cukup jelas  
Pasal 45   

Cukup jelas  
Pasal 46   
Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “prosedur khusus” adalah kewajiban 
memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat 
dilakukan pemeriksaan.   

Ayat (2)    



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     571 

Cukup jelas  
Pasal 47   

Cukup jelas  
Pasal 48   

Cukup jelas  
Pasal 49  

Cukup jelas  
Pasal 50   
Ayat (1)    

Cukup jelas    
Ayat (2)    

Cukup jelas    
Ayat (3)    

Cukup jelas    
Ayat (4)    

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara bersamaan” adalah 
dihitung berdasarkan hari dan tanggal yang sama dimulainya 
penyidikan.    

Pasal 51   
Cukup jelas   

Pasal 52   
Cukup jelas  

Pasal 53   
Cukup jelas  

Pasal 54   
Cukup jelas  

Pasal 55   
Cukup jelas  

Pasal 56   
Ayat (1)    

Cukup jelas   
Ayat (2)    

Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menetapkan hakim 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Ketua Mahkamah Agung dapat 
menyeleksi hakim yang bertugas pada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat.   

Ayat (3)  
  Cukup jelas    
Ayat (4)    

Berdasarkan ketentuan ini maka pemilihan calon hakim yang akan 
ditetapkan dan yang akan diusulkan kepada Presiden Republik 
Indonesia untuk menjadi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 
dilakukan secara transparan dan partisipatif.  Pengumuman dapat 
dilakukan baik melalui media cetak maupun elektronik guna 
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mendapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon hakim 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.   

Pasal 57   
Cukup jelas   

Pasal 58  
Cukup jelas  

Pasal 59   
Cukup jelas  

Pasal 60   
Cukup jelas  

Pasal 61   
Cukup jelas  

Pasal 62   
Yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” adalah  
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan untuk pemeriksaan 
kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung.    

Pasal 63   
Cukup jelas  

Pasal 64   
Yang dimaksud dengan “biaya” termasuk juga biaya untuk 
pembayaran rehabilitasi dan kompensasi.   

Pasal 65   
Cukup jelas  

Pasal 66   
Cukup jelas  

Pasal 67   
Cukup jelas  

Pasal 68   
Cukup jelas  

Pasal 69   
Cukup jelas  

Pasal 70   
Cukup jelas  

Pasal 71   
Cukup jelas  

Pasal 72   
Cukup jelas 
 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4250   
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 
TAHUN 2002  TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 

KORUPSI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang:   
a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan 

sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang 
bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;  

b. bahwa lembaga Pemerintah yang menangani perkara tindak pidana 
korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas 
tindak pidana korupsi;  

c. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
perlu ditingkatkan melalui strategi pemberantasan tindak pidana korupsi 
yang komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;  

d. bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 
tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-
Undang tersebut perlu diubah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;   

 
Mengingat: 
1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
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Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5698);   

 
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: 
Menetapkan:  

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 
 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5698) diubah sebagai berikut:   

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:    
Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Tindak   Pidana   Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Undang Undang tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 

2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan 
fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang 
fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelengaaraan Negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya 
disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara 
yang melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini, bersifat independen 
dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 

4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian 
kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak 
pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang 
pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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5. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, 
membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat 
transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  
yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, 
komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis 
atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.   

2. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 
12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, dan Pasal 12E yang berbunyi 
sebagai berikut:  

Pasal 12A 
(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, 

dilaksanakan: a. setelah terdapat bukti permulaan yang cukup; 
dan b. atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. 

(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta izin tertulis 
dari Dewan Pengawas untuk melakukan Penyadapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. 

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima 
penyidik dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka 
waktu yang sama.   

 
Pasal 12B 

(1) Dalam keadaan mendesak, Penyadapan dapat dilakukan 
sebelum mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. 

(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus meminta izin 
tertulis dari Dewan Pengawas dalam waktu paling lama 1 x 24 
(satu kali dua puluh empat) jam setelah dimulainya 
Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 12C 

Dewan Pengawas wajib memberikan keputusan terhadap 
permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A dan Pasal 
12B ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak 
permintaan izin diajukan.  
 

Pasal 12D 
(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 

yang sedang berlangsung dilaporkan kepada Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi secara berkala. 

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 
yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan 
kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan 
Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung 
sejak Penyadapan selesai dilaksanakan. 
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Pasal 12E 
(1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf a bersifat rahasia kecuali untuk kepentingan peradilan 
Tindak Pidana Korupsi.  

(2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana 
Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan 
Korupsi wajib dimusnahkan. 
   

3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 32 

(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau 
diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. berakhir masa 
jabatannya; c. dipidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana kejahatan; d. berhalangan 
tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan 
tidak dapat melaksanakan tugasnya;  e. mengundurkan diri; 
atau f. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini. 

(2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi 
tersangka tindak pidana kejahatan, Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari 
jabatannya. 

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengundurkan 
diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilarang 
menduduki jabatan publik. 

(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.    
 

4. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VA 
yang berbunyi sebagai berikut: 
 

BAB VA 
DEWAN PENGAWAS 

 
5. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 

37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, dan Pasal 37E yang berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 37A 
(1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang 

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas. 
(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.  
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(3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) 
orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas 
berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas. 

(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat 
dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan.      
 

Pasal 37B 
(1) Dewan Pengawas bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tugas 

dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. memberikan 
izin Penyadapan dan penyitaan; c. menyusun dan menetapkan 
kode etik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; d. 
menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan 
pelanggaran kode etik oleh pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi; e. melakukan evaluasi kinerja pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun; dan f. menerima dan menindaklanjuti laporan dari 
masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik 
oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau 
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara 
berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia.  

   
Pasal 37C 

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. 
memiliki integritas moral dan keteladanan; e. berkelakuan baik; f. 
tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun; g. berusia paling rendah 50 (lima puluh) 
tahun; h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu); i. 
mempunyai pengetahuan dan memahami pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi; j. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai 
politik; k. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya; l. tidak 
menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; 
dan m. mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.   
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Pasal 37D 
(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37A diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. 
(2) Dalam mengangkat anggota Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Presiden membentuk panitia seleksi. 
(3) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pembentukan panitia 

seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Presiden.    

 
Pasal 37E 

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, 
apabila: a. meninggal dunia; b. berakhir masa jabatannya; c. 
dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana kejahatan; d. mengundurkan diri atas permintaan 
sendiri secara tertulis; dan/atau e. tidak dapat melaksanakan 
tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut. 

(2) Dalam hal Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana, 
diberhentikan sementara dari jabatannya. 

(3) Anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilarang 
menduduki jabatan publik.   (4) Pemberhentian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden 
Republik Indonesia.   

 
6. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   

Pasal 38 
Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang 
yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi 
penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi 
Pemberantasan Korupsi kecuali ditentukan lain berdasarkan 
Undang-Undang ini.    
 

7. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   
Pasal 40 

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengeluarkan 
surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam 
perkara Tindak Pidana Korupsi. 

(2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus disertai alasan dan bukti yang cukup. 

(3) Penghentian penyidikan harus dilaporkan kepada Dewan 
Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak 
dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan. 
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(4) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dicabut oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 
apabila ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan 
alasan penghentian penyidikan.    
 

8. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   
Pasal 43 

(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan 
penyelidik yang diperbantukan dari kepolisian selama 
menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 
diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 
atas usulan kepolisian.   

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengangkat 
penyelidik sendiri sesuai dengan persyaratan sebagaimana 
ditentukan dalam Undang-Undang ini. 

(4) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 
melaksanakan fungsi penyelidikan Tindak Pidana Korupsi.    
 

9. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 
43A dan Pasal 43B yang berbunyi sebagai berikut:   

Pasal 43A 
(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah 
S1 (sarjana strata satu) atau yang setara; b. bertugas di bidang 
fungsi penyelidikan paling singkat 2 (dua) tahun; c. mengikuti 
dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan; d. sehat jasmani 
dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 
dan e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diselenggarakan oleh kepolisian dan bekerjasama dengan 
Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(3) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dari jabatannya 
apabila: a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara; b. tidak 
lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau c. 
permintaan sendiri secara tertulis. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan 
pemberhentian penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur 
dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.   

 
Pasal 43B 

Penyelidik yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan 
Korupsi yang berasal dari kepolisian tidak dapat ditarik oleh instansi 
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asal kecuali telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di Komisi 
Pemberantasan Korupsi dan tidak sedang menangani kasus.    
 
 

10. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 45 

(1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan 
penyidik yang diperbantukan dari kepolisian, kejaksaan, dan 
penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus 
oleh undang-undang. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 
diberhentikan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 
atas usulan kepolisian atau kejaksaan.  

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengangkat 
penyidik sendiri sesuai dengan persyaratan sebagaimana 
ditentukan dalam Undang-Undang ini. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan 
fungsi penyidikan Tindak Pidana Korupsi.    
 

11. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 
45A dan Pasal 45B, yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 45A 
(1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : a. berpendidikan paling rendah S1 
(sarjana strata satu) atau yang setara; b. bertugas di bidang 
fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; c. mengikuti 
dan lulus pendidikan di bidang penyidikan; d. sehat jasmani 
dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 
dan e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diselenggarakan oleh kepolisian dan kejaksaan bekerjasama 
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.  

(3) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena: 
a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara; b. tidak lagi 
bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau c. 
permintaan sendiri secara tertulis. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan 
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan 
Komisi Pemberantasan Korupsi.   

 
Pasal 45B 

Penyidik yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan 
Korupsi yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan tidak dapat 
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ditarik oleh instansi asal kecuali telah bekerja paling sedikit 2 (dua) 
tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak sedang 
menangani kasus. 
    

12. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   
Pasal 46 

(1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan 
tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka 
pemeriksaan tersangka harus berdasarkan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam undang- undang yang mengatur 
mengenai hukum acara pidana. 

(2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.   

   
13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 47 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
Pasal 47 

(1) Atas dasar dugaan yang kuat dan adanya bukti permulaan yang 
cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan dengan izin Dewan 
Pengawas berkaitan dengan tugas penyidikannya. 

(2) Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang 
mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan 
Undang-Undang ini. 

(3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat 
berita acara penyitaan pada hari penyitaan paling sedikit memuat: a. 
nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita; 
b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun 
dilakukan penyitaan; c. keterangan mengenai pemilik atau yang 
menguasai barang atau benda berharga lain tersebut; d. tanda 
tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan e. 
tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai 
barang tersebut. 

(4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.   
 

14. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 
47A yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 47A 
(1) Dalam keadaan mendesak, penyitaan dapat dilakukan sebelum 

mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. 
(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus meminta izin 

tertulis dari Dewan Pengawas dalam waktu paling lama 1 x 24 
(satu kali dua puluh empat) jam setelah dimulainya penyitaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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(3) Dewan Pengawas wajib memberikan keputusan terhadap 
permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan 
izin diajukan.    

 
Pasal II 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang- 
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik 
Indonesia.     
   
Disahkan di Jakarta pada tanggal 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,     
JOKO WIDODO    
 
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA,     
YASSONA H. LAOLY      
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN… NOMOR…                                 
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PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 19 TAHUN 2019 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 
TAHUN 2002  TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 

KORUPSI 
 

I.  UMUM 
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. 
Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah 
kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi 
kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya 
yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.   
Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan 
membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional 
tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. 
Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan 
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, 
dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan 
sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. 
Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan 
secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.   
Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang  
pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta 
berkesinambungan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi 
Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan 
supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. 
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang 
mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat independen dan bebas dari 
kekuasaan manapun.   
Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 
dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, 
terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi 
Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas 
dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi 
Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara 
pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, 
problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang 
terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai 
instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga 
pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang 
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Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan 
kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan 
tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.  
Dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini, Komisi 
Pemberantasan Korupsi: 1) dapat menyusun jaringan kerja (networking) 
yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai 
"counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat 
dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan 
ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 2) 
tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan; dan  3) berfungsi untuk melakukan supervisi 
dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan 
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 
II. PASAL DEMI PASAL   
Pasal I Angka 1 Pasal 1 

Cukup jelas.   
Angka 2 Pasal 12A 

Cukup jelas.   
Pasal 12B 

Cukup jelas.   
Pasal 12C  

Cukup jelas.   
Pasal 12D  

Cukup jelas.   
Pasal 12E  

Cukup jelas.   
Angka 3 Pasal 32  

Cukup jelas.   
Angka 4 BAB VA DEWAN PENGAWAS 

Cukup jelas.   
Angka 5 Pasal 37A 

Cukup jelas.   
Pasal 37B 

Cukup jelas.   
Pasal 37C 

Cukup jelas.     
Pasal 37D 

Cukup jelas.   
Pasal 37E 

Cukup jelas.   
Angka 6 Pasal 38 

Cukup jelas.   
Angka 7 Pasal 40 

Cukup jelas.   
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Angka 8 Pasal 43 
Cukup jelas.   

Angka 9 Pasal 43A 
Cukup jelas.   

Pasal 43B 
Cukup jelas.   

Angka 10 Pasal 45 
Cukup jelas.   

Angka 11 Pasal 45A 
Cukup jelas.   

Pasal 45B 
Cukup jelas.   

Angka 12 Pasal 46 
Cukup jelas.   

Angka 13 Pasal 47 
Cukup jelas.   

Angka 14 Pasal 47A 
Cukup jelas.     

Pasal II   
Cukup jelas.   

 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...    
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UNDANG-UNDANGREPUBLIKINDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 
TENTANG PEMASYARAKATAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang: 
a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan 

dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan 
manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu; 

b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 
sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan 
bagian akhir dari sistem pemidanaan; 

c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 
merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga 
Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan 
tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan 
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 
jawab; 

d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de 
Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. 
Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, 
Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), 
Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan 
Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-
487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan 
pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu 
membentuk Undang-undang tentang Pemasyarakatan; 

 
Mengingat: 
1. Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 

(Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang 
Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum 
Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 
127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali 
diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 
1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab 
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Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya 
Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan 
Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara 
Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080); 

 
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANGPEMASYARAKATAN. 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga 

Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara 
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam 
tata peradilan pidana 

2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas 
serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 
Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, 
dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan 
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 
jawab. 

3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah 
tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan. 

4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata 
untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. 

5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik 
Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. 

6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di LAPAS. 

8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah : 
a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 
(delapan belas) tahun; 



588     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS 
Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; 

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau 
walinyamemperolehpenetapanpengadilanuntukdididikdi LAPAS 
Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 

9. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang 
yang berada dalam bimbingan BAPAS. 

10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 
meliputi bidang pemasyarakatan. 

 
Pasal 2 

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga 
Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik 
dan bertanggung jawab. 
 

Pasal 3 
Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan 
agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat 
berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung 
jawab. 
 

Pasal 4 
(1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau 

kotamadya. 
(2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif 

dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS. 
 

BAB II  
PEMBINAAN 

Pasal 5 
Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas : 
a. pengayoman; 
b. persamaan perlakuan dan pelayanan; 
c. pendidikan; 
d. pembimbingan; 
e. penghormatan harkat dan martabat manusia; 
f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan 
g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-

orangtertentu. 
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Pasal 6 
(1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan 

pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. 
(2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III. 
(3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap: 

a. Terpidana bersyarat; 
b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat 

pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; 
c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya 

diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; 
d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, 
bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; 
dan 

e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya 
dikembalikan kepada orang tua atau walinya. 

 
Pasal 7 

(1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 
diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas 
pemasyarakatan. 

(2) Ketentuanmengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di 
LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 8 

(1) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan 
tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan. 

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di angkat dan 
diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-
undanganyangberlaku. 

 
Pasal 9 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan 
instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau 
perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem 
pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

(2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
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BAB III  
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN 

Bagian Pertama Narapidana 
Pasal 10 

(1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar. 
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status 

Terpidana menjadi Narapidana. 
(3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan 

pembebasan Narapidana di LAPAS. 
 

Pasal 11 
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi : 
a. pencatatan: 

1. putusan pengadilan; 
2. jati diri; dan 
3. barang dan uang yang dibawa; 

b. pemeriksaan kesehatan; 
c. pembuatan pasfoto; 
d. pengambilan sidik jari; dan 
e. pembuatan berita acara serah terima Terpidana. 
 

Pasal 12 
(1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan 

penggolongan atas dasar:  
a. umur; 
b. jeniskelamin; 
c. lama pidana yang dijatuhkan; 
d. jenis kejahatan; dan 
e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan 

pembinaan. 
(2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS 

Wanita. 
 

Pasal 13 
Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Menteri. 

 
Pasal 14 

(1) Narapidana berhak: 
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
e. menyampaikan keluhan; 
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f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang; 

g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 

tertentu lainnya; 
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga; 
k. mendapatkanpembebasanbersyarat; 
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 
m. mendapatkanhak-haklainsesuaidenganperaturan perundang-

undanganyangberlaku. 
(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak 

Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 15 

(1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan 
kegiatan tertentu. 

(2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 16 

(1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk 
kepentingan: 
a. pembinaan; 
b. keamanan dan ketertiban; 
c. proses peradilan; dan 
d. lainnya yang dianggap perlu. 

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 17 

(1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai 
tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat 
Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah 
penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi 
yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS. 

(2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan 
penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS. 

(4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar 
LAPAS untuk kepentingan : 



592     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

a. penyerahan berkas perkara; 
b. rekonstruksi; atau 
c. pemeriksaan di sidang pengadilan. 

(5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar 
LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal 
Pemasyarakatan. 

(6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari. 

(7) Apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang 
menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang 
bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan 
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16. 

 
Bagian Kedua Anak Didik Pemasyarakatan 

Paragraf 1 Anak Pidana 
Pasal 18 

(1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak. 
(2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) wajib didaftar. 
 

Pasal 19 
Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) meliputi : 
a. pencatatan: 

1. putusan pengadilan; 
2. jati diri; dan 
3. barang dan uang yang dibawa; 

b. pemeriksaan kesehatan; 
c. pembuatan pasfoto; 
d. pengambilan sidik jari; dan 
e. pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana. 
 

Pasal 20 
Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan 
penggolongan atas dasar: 
a. umur; 
b. jenis kelamin; 
c. lama pidana yang dijatuhkan; 
d. jenis kejahatan; dan 
e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan 

pembinaan. 
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Pasal 21 
Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Pidana diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Menteri. 
 

Pasal 22 
(1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 kecuali huruf g. 
(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak 

Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 23 

(1) Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan 
kegiatan tertentu. 

(2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 24 

(1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak 
lain untuk kepentingan : 
a. pembinaan; 
b. keamanan dan ketertiban; 
c. pendidikan; 
d. proses peradilan; dan 
e. lainnya yang dianggap perlu. 

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak 
Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 
Paragraf 2  

Anak Negara 
Pasal 25 

(1) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak. 
(2) Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) wajib didaftar. 
 

Pasal 26 
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi : 
a. pencatatan : 

1. putusan pengadilan; 
2. jati diri; dan 
3. barang dan uang yang dibawa; 

b. pemeriksaan kesehatan; 
c. pembuatan pasfoto; 
d. pengambilan sidik jari; dan 
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e. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara. 
 

Pasal 27 
Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan 
penggolongan atas dasar : 
a. umur; 
b. jenis kelamin; 
c. lamanya pembinaan; dan 
d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan 

pembinaan. 
 

Pasal 28 
Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Negara diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Menteri. 
 

Pasal 29. 
(1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14, kecuali huruf g dan i. 
(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak 

Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 30 

(1) Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan 
kegiatan tertentu. 

(2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 31 

(1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak 
lain untuk kepentingan: 
a. Pembinaan; 
b. keamanan dan ketertiban; 
c. pendidikan; dan 
d. lainnya yang dianggap perlu. 

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak 
Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 
 

Paragraf 3  
Anak Sipil 

Pasal 32 
(1) Anak Sipil ditempatkan di LAPAS Anak. 
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(2) Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) wajib didaftar. 

(3) Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi 
mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 
(satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 
14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun 
dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 

 
Pasal 33 

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi : 
a. pencatatan: 

1. penetapan pengadilan; 
2. jati diri; dan 
3. barang dan uang yang dibawa; 

b. pemeriksaan kesehatan; 
c. pembuatan pasfoto; 
d. pengambilan sidik jari; dan 
e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil. 
 

Pasal 34 
Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan 
penggolongan atas dasar : 
a. umur; 
b. jenis kelamin; 
c. lamanya pembinaan; dan 
d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan 

pembinaan. 
 

Pasal 35 
Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Sipil diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Menteri. 
 

Pasal 36 
(1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 

kecuali huruf g, i, k, dan huruf l. 
(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak 

Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 37 

(1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan 
kegiatan tertentu. 

(2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 38 
(1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak 

lain untuk kepentingan: 
a. pembinaan; 
b. keamanan dan ketertiban; 
c. pendidikan; dan 
d. lainnya yang dianggap perlu. 

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Sipil 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 
Bagian Ketiga 

Klien 
Pasal 39 

(1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang 
diadakan oleh BAPAS. 

(2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) wajib didaftar. 

 
Pasal 40 

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi : 
a. pencatatan: 

1. putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri; 
2. jati diri; 

b. pembuatan pasfoto; 
c. pengambilan sidik jari; dan 
d. pembuatan berita acara serah terima Klien. 
 

Pasal 41 
Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Menteri. 
 

Pasal 42 
(1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari: 

a. Terpidana bersyarat; 
b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan 

pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; 
c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya 

diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; 
d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, 
bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; 
dan 

e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya 
dikembalikan kepada orang tua atau walinya. 
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(2) Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang 
tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib 
pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

(3) Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 
e dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya 
tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

 
Pasal 43 

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau 
badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS 
melaksanakan : 
a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua 

atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi; 
b. pemantapan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang 

diasuh. 
Pasal 44 

Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 

BAB IV  
BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN DAN TIM PENGAMAT 

PEMASYARAKATAN 
Pasal 45 

(1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim 
Pengamat Pemasyarakatan. 

(2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau 
pertimbangan kepada Menteri. 

(3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan 
wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan 
lainnya. 

(4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, 
BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas: 
a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan 

pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan; 
b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan 

pembimbingan; atau 
c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan 

Pemasyarakatan. 
(5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan 

Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri. 
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BAB V 
KEAMANAN DAN KETERTIBAN 

Pasal 46 
Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS 
yang dipimpinnya. 
 

Pasal 47 
(1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau 

menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan 
yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan 
LAPAS yang dipimpinnya. 

(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
berupa : 
a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak 

Pidana; dan atau 
b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau 

menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
wajib: 
a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak 

bertindak sewenang-wenang; dan 
b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS. 

(4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman 
tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila 
mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi 
hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari. 

 
Pasal 48 

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata 
api dan sarana keamanan yang lain. 
 

Pasal 49 
Pegawai Pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain 
sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 50 
Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Menteri. 
  

BAB VI  
KETENTUANLAIN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
Pasal 51 
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(1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada 
Menteri. 

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, 
tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 52 

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan 
yang berkaitan dengan pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak 
bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan 
Undang-undang ini. 
 

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 53 

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini: 
1. Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749 ,27 

Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan 
pemasyarakatan; 

2. Gestichtenreglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917); 
3. Dwangopvoedingsregeling(Stb.1917-741,24Desember1917); dan 
4. Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-

487 ,6 November1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan; 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 54 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 PRESIDEN REPUBLIK 
INDONESIA 
 
ttd 
SOEHARTO 
 
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 MENTERI NEGARA 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
 
ttd 
MOERDIONO 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 77 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 



600     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 12 TAHUN 1995 

TENTANG 
PEMASYARAKATAN 

 
UMUM 

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru 
mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga 
merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan 
Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 
tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. 
Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) 
pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan 
bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta 
penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada 
dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, 
sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan 
penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan 
adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi 
anak yang bersalah. 
Siatem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan 
penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-
angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan 
konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari 
kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan 
kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, 
keluarga, dan lingkungannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak 
tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah 
secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem 
pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara 
dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan 
berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor 
J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu 
rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya 
tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai 
pemidanaan. 
Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari 
manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau 
kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. 
Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan 
Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, 
agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. 
Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana 
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agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga 
masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-
nilaimoral,sosialdankeagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang 
aman, tertib, dan damai. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam 
Lemabaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status 
mereka masing-masing yaitu AnakPidana,Anak Negara, dan Anak Sipil. 
Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang 
dilakukan terhadap mereka. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak 
pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan 
tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan 
peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas 
Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga 
Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat 
Fungsional Penegak Hukum. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan 
untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik 
juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan 
diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta 
merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak 
Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pem-
binaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan 
ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, 
memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, 
memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan 
sistem pemasyarakat tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik 
dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap 
bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai 
menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak 
tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara 
langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan 
Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri 
mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pema-
syarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan 
Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana 
penunjang lainnya. 
Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-
undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk 
mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang tentang 
Pemasyarakatan ini. 
 

PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1  

Cukup jelas 
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Pasal 2  
Yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya" adalah 
upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pema-
syarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan 
Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, 
dan manusia dengan lingkungannya. 

Pasal 3  
Yang dimaksud dengan "berintegrasi secara sehat" adalah pemulihan 
kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan 
masyarakat. 

Pasal 4  
Ayat (1)  

Cukup jelas 
Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan "dalam hal dianggap perlu" adalah apabila 
berdasarkan pertimbangan perlu mendirikan Cabang LAPAS atau 
Cabang BAPAS guna memberikan peningkatan pelayanan hukum 
dan pemerataan memperoleh keadilan kepada Warga Binaan 
Pemasyarakatan beserta keluarganya. Pertimbangan tersebut dengan 
memperhatikan perkembangan wilayah atau luas wilayah, pertam-
bahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi 
di wilayah kecamatan atau kota administratif yang bersangkutan. 

Pasal 5  
Huruf a  

Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap 
Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat 
dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan 
Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga 
Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam 
masyarakat. 

Huruf b  
Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" 
adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada 
Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang. 

Huruf c dan Huruf d  
Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah 
bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan 
berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, 
keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk 
menunaikan ibadah. 

Huruf e  
Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat 
manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan 
Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia. 

Huruf f  
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Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-
satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus 
berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara 
mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di 
LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-
haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak 
perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan 
kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan 
keterampilan, olah raga, atau rekreasi. 

Huruf g  
Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan 
dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun 
Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap 
didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh 
diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan 
masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari 
anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul 
bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi 
keluarga. 

Pasal 6  
Ayat (1)  

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan 
secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ekstramural (di luar 
LAPAS). Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di LAPAS 
disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pe-
masyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan 
membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan 
secara ekstramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut 
memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di 
tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan 
BAPAS. 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

Ayat (3)  
Huruf a  

Cukup jelas 
Huruf b  

Cukup jelas 
Huruf c  

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak Negara yang ber-
dasarkan putusan pengadilan, pembibingannya diserahkan kepada 
orang tua asuh atau badan sosial, karena biaya pembimbingannya 
masih merupakan tanggung jawab Pemerintah. 

Huruf d  
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Terhadap Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau 
pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang 
ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau 
badan sosial, pembimbingannya tetap dilakukan oleh BAPAS karena 
anak tersebut masih berstatus Anak Negara. 

Huruf e  
Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak yang berdasarkan 
penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang 
tua atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua 
atau walinya kepada BAPAS. 

Pasal 7  
Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan "petugas pemasyarakatan" adalah pegawai 
pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, 
dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Ayat (2)  
Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 
meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan 
pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. 
Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan 
watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia 
seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, 
keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian 
diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga 
Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota 
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 

Pasal 8  
Ayat (1)  

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemi-
danaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata 
peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Dengan 
demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, 
cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum. 

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "Pejabat Fungsional" adalah petugas 
pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan 
telah memenuhi persyaratan, antara lain : 
1.  mempunyai latar belakang pendidikan teknis di bidang 

pemasyarakatan;  
2.  melakukan tugas yang bersifat khusus di lingkungan Unit 

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;  
3.  memenuhi pesyaratan lain bagi jabatan fungsional sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 9  
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Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah terkait" adalah 
Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, 
Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Pemerintah 
Daerah, BP7, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan "badan-badan 
kemasyarakatan lainnya" misalnya yayasan, koperasi, lembaga 
swadaya masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perorangan 
adalah dokter, psikolog, pengusaha, dan lain-lainnya. 

Ayat (2)  
Kerjasama dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan 
Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain di bidang : 
a.  bakat dan keterampilan;  
b.  kesadaran beragama;  
c.  kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;  
d.  kesadaran hukum;  
e.  kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan; dan  
f.  keintegrasian diri dengan masyarakat. 

Pasal 10  
Ayat (1)  

Penempatan Terpidana di LAPAS dilakukan sesuai dengan Pasal 270 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pendaftarannya 
dilaksanakan pada saat Terpidana diterima di LAPAS. Begitu juga 
pembebasannya dilaksanakan pada saat Narapidana telah selesai 
menjalani masa pidananya. 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "pembebasan" termasuk juga pelepasan atau 
pengeluaran Narapidana dari LAPAS. 

Pasal 11  
Perubahan status Terpidana menjadi Narapidana setelah sekurang-
kurangnya dilakukan pencatatan putusan pengadilan, jati diri, dan 
barang dan uang yang dibawa serta pembuatan berita acara serah 
terima Terpidana. 

Pasal 12  
Cukup jelas 

Pasal 13  
Cukup jelas 

Pasal 14  
Ayat (1)  
Huruf a sampai dengan d  

Hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersang-
kutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam 
batas-batas yang diizinkan. 
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Huruf e  
Yang dimaksud dengan "menyampaikan keluhan" adalah apabila 
terhadap Narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak 
asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses 
pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama 
penghuni LAPAS, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhan-
nya kepada Kepala LAPAS. 

Huruf f, g, dan h  
Cukup jelas 

Huruf i dan j  
Diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan. 

Huruf k  
Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya 
Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa 
pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 
(sembilan) bulan. 

Huruf l  
Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang 
diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) 
masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan 
jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) 
bulan. 

Huruf m  
Yang dimaksud dengan "hak-haklain" adalah hak politik, hak 
memilih, dan hak keperdataan lainnya. 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

Pasal 15  
Cukup jelas 

Pasal 16  
Cukup jelas 

Pasal 17  
Ayat (1)  

Cukup jelas 
Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" misalnya 
Narapidana yang bersangkutan dalam keadaan sakit, alasan 
keamanan. 

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Ayat (4)  
Cukup jelas 

Ayat (5)  
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Cukup jelas 
Ayat (6)  

Yang dimaksud dengan "1 (satu) hari" adalah 1 (satu) hari kerja dan 
atau tidak menginap. 

Ayat (7)  
Cukup jelas 

Pasal 18  
Cukup jelas 

Pasal 19  
Cukup jelas 

Pasal 20  
Cukup jelas 

Pasal 21  
Cukup jelas 

Pasal 22  
Ayat (1)  

Anak Pidana tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar 
LAPAS Anak, tetapi Anak Pidana tersebut dapat melakukan latihan 
kerja. 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

Pasal 23  
Cukup jelas 

Pasal 24  
Cukup jelas 

Pasal 25  
Cukup jelas 

Pasal 26  
Cukup jelas 

Pasal 27  
Cukup jelas 

Pasal 28  
Cukup jelas 

Pasal 29  
Ayat (1)  

Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara untuk mendapatkan 
upah atau premi karena anak tersebut tidak dipekerjakan baik di 
dalam maupun di luar LAPAS. Tidak diberikannya hak kepada Anak 
Negara mendapatkan pengurangan pidana (remisi) karena Anak 
Negara tidak dijatuhi pidana. 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

Pasal 30  
Cukup jelas 

Pasal 31  
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Cukup jelas 
Pasal 32  

Cukup jelas 
Pasal 33  

Cukup jelas 
Pasal 34  

Cukup jelas 
Pasal 35  

Cukup jelas 
Pasal 36  

Cukup jelas 
Pasal 37  

Cukup jelas 
Pasal 38  

Cukup jelas 
Pasal 39  

Cukup jelas 
Pasal 40  

Cukup jelas 
Pasal 41  

Cukup jelas 
Pasal 42 Ayat (1)  

Cukup jelas 
Ayat (2)  

Dalam hal orang tua asuh atau badan sosial tidak mengikuti secara 
tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan oleh Menteri, maka 
Anak Negara tersebut ditarik dari pembimbingnya dan ditempatkan 
kembali di LAPAS Anak. 

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Pasal 43  
Cukup jelas 

Pasal 44  
Cukup jelas 

Pasal 45  
Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan "Balai Pertimbangan Pemasyarakatan" 
adalah suatu badan penasehat Menteri yang bersifat non struktural. 

Ayat (2)  
Saran atau pertimbangan kepada Menteri antara lain berdasarkan 
keluhan atau pengaduan Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "badan non pemerintah dan perorangan 
lainnya" misalnya dari kalangan organisasi advokat/pengacara, dan 
lembaga swadaya masyarakat. 



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     609 

Ayat (4)  
Cukup jelas 

Ayat (5)  
Cukup jelas 

Pasal 46  
Cukup jelas 

Pasal 47  
Cukup jelas 

Pasal 48  
Tata cara penggunaan senjata api dilakukan berdasarkan peraturan 
perundang-undanganyangberlaku. 

Pasal 49  
Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana lain" antara lain 
penyediaan pakaian dinas, dan perumahan dinas. 

Pasal 50  
Cukup jelas 

Pasal 51  
Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi tahanan. Apabila 
karena keadaan tertentu ada tahanan di LAPAS, tahanan tersebut 
tetap memperoleh berbagai hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 
14 kecuali huruf g, i, j, k, dan l. 

Pasal 52  
Cukup jelas 

Pasal 53  
Cukup jelas 

Pasal 54  
Cukup jelas 

 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3614 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



610     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ... TAHUN ... 
TENTANG 

PEMASYARAKATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang :  a. bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap 

tersangka, terdakwa, dan terpidana yang 
dirampas kemerdekaannya harus didasar-
kan pada prinsip pelindungan hukum dan 
penghormatan hak asasi manusia yang ber-
landaskan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

b. bahwa Pemasyarakatan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari sistem per-
adilan pidana terpadu yang diselenggara-
kan oleh pemerintah sebagai bagian dari 
proses penegakan hukum dalam rangka 
pelayanan serta pembinaan dan pembim-
bingan untuk reintegrasi sosial; 

c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan hukum 
masyarakat dan belum sepenuhnya 
mencerminkan kebutuhan pelaksanaan 
sistem pemasyarakatan sehingga perlu 
diganti; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-
mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan 
huruf c, perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Pemasyarakatan; 

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 
28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     611 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang 

menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan 
terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. 

2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 
batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara 
terpadu 

3. Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien 
4. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani 

proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara. 
5. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut 

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana. 

6. Narapidana adalah:  
a.  terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk 

waktu tertentu dan seumur hidup; atau  
b.   terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan 

putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga 
pemasyarakatan. 

7. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) 
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang 
menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. 

8. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah 
seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik 
dewasa maupun anak. 

9. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk 
memberikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan 
Anak pada proses peradilan.  

10. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk 
meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana 
dan Anak Binaan. 

11. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang 
diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar 
proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses 
reintegrasi sosial. 
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12. Perawatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk 
mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, 
Narapidana, dan Anak Binaan. 

13. Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka 
melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan 
keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan 
kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan 
lembaga pemasyarakatan. 

14. Pengamatan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka 
melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan 
gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk 
menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga penempatan 
anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak. 

15. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah 
kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data 
yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan 
Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak 
Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai 
dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam 
penyelesaian perkara. 

16. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah 
lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap 
Tahanan. 

17. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat 
LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan 
berlangsung. 

18. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah 
lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap 
Narapidana. 

19. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat 
LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa 
pidananya. 

20. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah 
lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan 
Kemasyarakatan terhadap Klien. 

21. Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum 
yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk 
melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan 
pidana. 

22. Wali Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang 
membantu kepala Lapas atau kepala LPKA dalam menjalankan  
pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Binaan. 

23. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan 
yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses 
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peradilan pidana. 
24. Asesor Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang 

melaksanakan asesmen terhadap Tahanan, Anak, dan Warga 
Binaan. 
 

Pasal 2
Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan: 
a. memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; 
b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan 

agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi 
tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 
masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat 
hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam 
pembangunan; dan 

c. memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan 
tindak pidana. 

 
Pasal 3 

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: 
a. pengayoman; 
b. nondiskriminasi; 
c. kemanusiaan; 
d. gotong royong; 
e. kemandirian; 
f. proporsionalitas;  
g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan  
h. profesionalitas. 

 
Pasal 4 

Fungsi Pemasyarakatan meliputi: 
a. Pelayanan;  
b. Pembinaan;  
c. Pembimbingan Kemasyarakatan; 
d. Perawatan; 
e. Pengamanan; dan 
f. Pengamatan. 

 
Pasal 5 

(1) Sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dan Pasal 4 diselenggarakan oleh kementerian/lembaga. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kementerian/lembaga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Presiden. 
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Pasal 6
(1) Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di Rutan, LPAS, Lapas, 
LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan. 

(1) Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan area dengan fungsi khusus. 

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN, ANAK, DAN WARGA BINAAN 

 

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana  

 
Pasal 7

Tahanan berhak: 
a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 
b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; 
c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, 

serta kesempatan mengembangkan potensi; 
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai 

dengan kebutuhan gizi; 
e. mendapatkan layanan informasi; 
f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;  
g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; 
h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 

yang tidak dilarang; 
i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari 

tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala 
tindakan yang membahayakan fisik dan mental; 

j. mendapatkan pelayanan sosial; dan 
k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, 

pendamping, dan masyarakat. 
 

Pasal 8
Tahanan wajib: 
a. menaati peraturan tata tertib; 
b. mengikuti secara tertib program Pelayanan; 
c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; 

dan 
d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. 

 
Pasal 9 

a. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; 
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b. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional 
serta kesempatan mengembangkan potensi; 

c. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai 
dengan kebutuhan gizi; 

d. mendapatkan layanan informasi; 
e. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; 

f. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; 

g. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
yang tidak dilarang; 

h. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari 
tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala 
tindakan yang membahayakan fisik dan mental; 

i. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil 
bekerja; 

j. mendapatkan pelayanan sosial; dan  

k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, 
pendamping, dan masyarakat. 

Pasal 10
(1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang 

telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak 
atas: 
a. remisi; 
b. asimilasi; 
c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; 
d. cuti bersyarat; 

e. cuti menjelang bebas;  

f. pembebasan bersyarat; dan 
g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. berkelakuan baik; 
b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan 
c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. 

(3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas 
atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling 
singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa 
pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. 
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(4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan 
terpidana mati. 

Pasal 11
(1) Narapidana wajib: 

a. menaati peraturan tata tertib; 
b. mengikuti secara tertib program Pembinaan; 

c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan 
damai; dan 

d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. 

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Narapidana 
juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan 
dan memiliki nilai guna. 

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Anak dan Anak Binaan 

 
Pasal 12 

Anak dan Anak Binaan berhak: 
a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 
b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; 
c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, 

serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan 
kebutuhan tumbuh kembangnya; 

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai 
dengan kebutuhan gizi; 

e. mendapatkan layanan informasi; 
f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; 
g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; 
h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 

yang tidak dilarang; 
i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari 

tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala 
tindakan yang membahayakan fisik dan mental; 

j. mendapatkan pelayanan sosial; dan 
k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, 

advokat, dan masyarakat. 
 

Pasal 13
(1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anak Binaan 

yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga 
berhak atas: 
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a. pengurangan masa pidana; 
b. asimilasi;  
c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; 
d. cuti bersyarat; 
e. cuti menjelang bebas;  
f. pembebasan bersyarat; dan 
g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. berkelakuan baik; 
b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan 
c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. 

(3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), bagi Anak Binaan yang akan diberikan cuti menjelang 
bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana 
paling singkat 1/2 (satu perdua). 

 
Pasal 14 

Anak dan Anak Binaan wajib: 
a. menaati peraturan tata tertib; 
b. mengikuti secara tertib program Pelayanan atau Pembinaan; 
c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; 

dan 
d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. 
 

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Klien  

 
Pasal 15

Klien berhak: 
a. mendapatkan pendampingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, 

pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan; 
b. mendapatkan program pembimbingan pada tahap praadjudikasi, 

adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan; 
c. mendapatkan izin keluar negeri untuk alasan penting bagi Klien 

yang menjalani pembebasan bersyarat; 
d. mendapatkan informasi tentang peraturan Pembimbingan 

Kemasyarakatan; dan 
e. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan. 
f.  

Pasal 16
Klien wajib: 
a. mematuhi persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan; 
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b. mengikuti secara tertib program Pembimbingan Kemasyarakatan; 

c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; 
dan 

d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. 
 

Pasal 17
Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang tidak menjalankan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 16 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan 
kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 

BAB III
PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMASYARAKATAN 

 
Bagian Kesatu

Pelayanan 
 

Paragraf 1
Pelayanan Tahanan 

 
Pasal 19

(1) Pelayanan terhadap Tahanan diselenggarakan di Rutan. 
(2) Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di 

kabupaten/kota. 
 

Pasal 20
(1) Penyelenggaraan Pelayanan terhadap Tahanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi: 
a. penerimaan Tahanan; 
b. penempatan Tahanan;  
c. pelaksanaan Pelayanan Tahanan; dan  
d. pengeluaran Tahanan. 

(2) Dalam penerimaan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan kondisi 
kesehatan Tahanan. 

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. surat perintah penahanan atau penetapan penahanan; dan 

b. berita acara serah terima Tahanan. 
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(4) Penempatan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain 
sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh 
Asesor Pemasyarakatan. 

(5) Pelaksanaan Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil Litmas. 

(6) Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh 
Pembimbing Kemasyarakatan. 

(7) Pengeluaran Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
terdiri atas: 

a. pengeluaran tetap; 
b. pengeluaran sementara; dan 
c. pengeluaran demi hukum. 
 

Pasal 21
Pengeluaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) huruf a, 
dilakukan karena: 
a. proses peradilan telah selesai; atau  
b. Tahanan meninggal dunia. 

 
Pasal 22 

(1) Pengeluaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) 
huruf b dilakukan dalam hal:  
a. permintaan instansi yang menahan; dan  
b. kondisi darurat. 

(2) Pengeluaran sementara dalam hal kondisi darurat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh kepala Rutan 
dengan memberitahukan kepada instansi yang menahan. 

 
Pasal 23

Pengeluaran demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) 
huruf c wajib dilakukan terhadap Tahanan yang telah habis masa 
penahanan atau perpanjangan penahanannya. 
 

Pasal 24
Dalam hal Tahanan membutuhkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan 
rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi diri, Tahanan dapat 
diberikan Pelayanan berupa: 
a. layanan kepribadian; dan  
b. layanan kemandirian. 

 
Pasal 25

Untuk alasan kepentingan keamanan dan/atau keperluan proses peradilan, 
Tahanan dapat dipindahkan setelah mendapat izin dari instansi yang 
berwenang. 
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Pasal 26
Kepala Rutan wajib mengeluarkan demi hukum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (7) huruf c terhadap Tahanan yang telah habis masa 
penahanan atau perpanjangan penahanannya. 
 

Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelayanan Tahanan 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

Paragraf 2
Pelayanan Anak 

 
Pasal 28

(1) Pelayanan terhadap Anak diselenggarakan di LPAS. 
(2) LPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di provinsi. 

Pasal 29
(1) Penyelenggaraan Pelayanan terhadap Anak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi: 

a. penerimaan Anak; 

b. penempatan Anak; 

c. pelaksanaan Pelayanan Anak; dan 

d. pengeluaran Anak. 
(2) Dalam penerimaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan kondisi 
kesehatan Anak. 

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. surat perintah penahanan atau penetapan penahanan; dan 
b. berita acara serah terima Anak. 

(4) Penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan 
lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan 
oleh Asesor Pemasyarakatan. 

(5) Pelaksanaan Pelayanan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c berdasarkan hasil Litmas.

(6) Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh 
Pembimbing Kemasyarakatan. 

(7) Pengeluaran Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
terdiri atas: 
a. pengeluaran tetap; 

b. pengeluaran sementara; dan 
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c. pengeluaran demi hukum. 
(8) Ketentuan mengenai pengeluaran Tahanan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 dan Pasal 23 berlaku juga bagi ketentuan 
pengeluaran Anak. 

 
Pasal 30

(1) Pengeluaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
ayat (7) huruf b dilakukan dalam hal:  

a. permintaan instansi yang menahan; dan 

b. kondisi darurat. 

(2) Pengeluaran sementara dalam hal kondisi darurat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh kepala LPAS 
dengan memberitahukan kepada instansi yang menahan. 

 
Pasal 31

(1) Penyelenggaraan Pelayanan Anak di LPAS diutamakan pada 
pelaksanaan pendidikan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi 
Anak. 

(2) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak harus menyesuaikan dengan lamanya masa penahanan. 

 

Pasal 32
Untuk alasan kepentingan keamanan dan/atau keperluan proses peradilan, 
Anak dapat dipindahkan setelah mendapat izin dari instansi yang 
berwenang. 
 

Pasal 33
Kepala LPAS wajib mengeluarkan demi hukum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (7) huruf c terhadap Anak yang telah habis masa 
penahanan atau masa perpanjangan penahanannya. 
 

Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelayanan Anak diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Bagian Kedua

Pembinaan  
 

Paragraf 1
Pembinaan Narapidana 
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Pasal 35
(1) Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lapas. 
(2) Lapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di 

kabupaten/kota. 

Pasal 36 
(1) Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Narapidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi: 
a. penerimaan Narapidana; 
b. penempatan Narapidana; 
c. pelaksanaan Pembinaan Narapidana; 
d. pengeluaran Narapidana; dan 

e. pembebasan Narapidana. 

(2) Dalam penerimaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan kondisi 
kesehatan Narapidana. 

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. salinan atau petikan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap; 

b. berita acara pelaksanaan putusan; dan 

c. berita acara serah terima Narapidana. 
 (4) Penempatan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau 
alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang 
dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. 

(5) Pelaksanaan Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil Litmas. 

(6) Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh 
Pembimbing Kemasyarakatan. 

(7) Pengeluaran Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dilakukan dalam hal:  
a. perawatan kesehatan; 
b. masih ada perkara lain; 

c. pelaksanaan Pembinaan; 
d. terdapat alasan penting lainnya; dan 
e. kondisi darurat. 

(8) Pembebasan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e dilakukan karena telah selesai menjalani masa pidana. 
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Pasal 37
Untuk kepentingan keamanan, Pembinaan, dan/atau keperluan proses 
peradilan, Narapidana dapat dipindahkan. 
 

Pasal 38
Berdasarkan hasil Litmas, Narapidana diberikan Pembinaan berupa: 
a. Pembinaan kepribadian; dan 

b. Pembinaan kemandirian. 
 

Pasal 39
(1) Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 

huruf b dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang 
dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah. 

(2) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
sumber penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 40
Dalam menjalankan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, 
kepala Lapas dapat dibantu oleh Wali Pemasyarakatan. 
 

Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pembinaan Narapidana 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

Pasal 42
Ketentuan mengenai Pembinaan terhadap Narapidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 berlaku juga terhadap Narapidana yang menjalani 
pidana tutupan. 
 

Pasal 43
(1) Dalam hal Narapidana terlibat perkara lain sebagai tersangka atau 

saksi, penyidikan dilakukan di Lapas tempat Narapidana yang 
bersangkutan menjalani pidana. 

(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
setelah penyidik menyerahkan surat izin melaksanakan penyidikan 
kepada kepala Lapas. 

(3) Dalam keadaan tertentu, kepala Lapas dapat menolak pelaksanaan 
penyidikan di Lapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Dalam hal penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dapat dilakukan di Lapas, penyidikan dapat dilakukan di luar Lapas 
setelah mendapat surat izin dari kepala Lapas. 
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 (5) Pengeluaran Narapidana untuk keperluan penyidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling lama 24 (dua puluh 
empat) jam terhitung sejak dibawa keluar Lapas, kecuali ditentukan 
lain oleh Undang-Undang. 

(6) Dalam hal penyidikan Narapidana dilakukan di luar wilayah 
tempat Narapidana menjalankan pidana, Narapidana dapat 
dititipkan ke Lapas terdekat dengan tempat penyidikan. 

 
Pasal 44

(1) Untuk keperluan penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan, Narapidana dapat dikeluarkan setelah mendapat surat 
izin dari kepala Lapas. 

(2) Dalam hal penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar wilayah 
tempat Narapidana menjalankan pidana, Narapidana dapat 
dititipkan ke Lapas terdekat dengan tempat penuntutan dan 
pemeriksaan sidang pengadilan. 

 
Pasal 45

(1) Dalam hal tertentu, Narapidana dapat dipindahkan ke negara lain 
berdasarkan perjanjian. 

(2) Ketentuan mengenai pemindahan Narapidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang. 

 

Pasal 46
Kepala Lapas wajib membebaskan Narapidana yang telah selesai menjalani 
masa pidananya. 

Paragraf 2
Pembinaan Anak Binaan 

 

Pasal 47
(1)  Pembinaan terhadap Anak Binaan diselenggarakan oleh LPKA. 
(2) LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di provinsi. 
 

Pasal 48
(1) Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Anak Binaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi: 
a. penerimaan Anak Binaan; 
b. penempatan Anak Binaan;  
c. pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan; 
d. pengeluaran Anak Binaan; dan 
e. pembebasan Anak Binaan. 
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(2) Dalam penerimaan Anak Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan kondisi 
kesehatan Anak Binaan. 

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. salinan atau petikan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap; 

b. berita acara pelaksanaan putusan; dan 

c. berita acara serah terima Anak Binaan. 

 (4) Penempatan Anak Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau 
alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang 
dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. 

(5) Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c berdasarkan hasil Litmas. 

(6) Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh 
Pembimbing Kemasyarakatan. 

(7) Pengeluaran Anak Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dilakukan dalam hal:  
a. perawatan kesehatan; 
b.  masih ada perkara lain; 

c.  pelaksanaan Pembinaan. 
d.  terdapat alasan penting lainnya; dan 

 e.  kondisi darurat. 
(8) Pembebasan Anak Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e dilakukan karena telah selesai menjalani masa pidana. 

Pasal 49
Untuk kepentingan keamanan, Pembinaan, dan/atau keperluan proses 
peradilan, Anak Binaan dapat dipindahkan. 
 

Pasal 50

(1) Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan diberikan Pembinaan 
berupa: 
a. pendidikan;  
b. pembinaan kepribadian; dan 

c.     pembinaan kemandirian; 

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 
pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.  
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(3) Pembinaan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b berupa kegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan 
spiritual. 

(4) Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c berupa pelatihan keterampilan.  

(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 
dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak Binaan. 

Pasal 51
Dalam menjalankan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, 
kepala LPKA dapat dibantu oleh Wali Pemasyarakatan. 
 

Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pembinaan Anak Binaan 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

Pasal 53
Kepala LPKA wajib membebaskan Anak Binaan yang telah selesai menjalani 
masa pidananya.  
 

Bagian Ketiga
Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi 

 
Pasal 54

(1) Terhadap Tahanan atau Narapidana risiko tinggi diberikan 
Pelayanan atau Pembinaan khusus berdasarkan hasil Litmas. 

(2) Hasil Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan 
pada Bapas dan/atau instansi terkait.   

(3) Pelayanan atau Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. penempatan dalam tempat tertentu; dan 
b. pemberian program Pelayanan atau Pembinaan 

berkoordinasi dengan instansi terkait.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan atau Pembinaan khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 

Bagian Keempat
Pembimbingan Kemasyarakatan 

 
Pasal 55

(1) Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien diselenggarakan 
oleh Bapas. 



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     627 

(2) Bapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di 
kabupaten/kota. 

 
Pasal 56 

(1) Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan meliputi: 
a. pendampingan; 
b. pembimbingan; dan 
c. pengawasan. 

(2) Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: 
a. penerimaan Klien; 
b. pemberian program; dan 
c. pengakhiran. 

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan pelindungan hak 
dalam proses peradilan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan 
tahap pascaadjudikasi dan bimbingan lanjutan. 

(4) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
digunakan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas 
mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian 
bagi Klien. 

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
digunakan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program 
yang telah ditetapkan. 

(6) Kegiatan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) 
dilakukan berdasarkan hasil Litmas. 

(7) Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun oleh 
Pembimbing Kemasyarakatan. 
  

Pasal 57
Ketentuan mengenai Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berlaku juga terhadap Klien yang 
menjalani: 
a. pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi dewasa; dan 

b. pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan 
pembinaan dalam lembaga bagi anak. 

 
Pasal 58

(1) Pembimbingan Klien berakhir karena: 
a. telah selesai menjalani masa Pembimbingan Kemasya-

rakatan berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan 
menteri/ pimpinan lembaga; 
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b. meninggal dunia; atau  

c. dicabut Pembimbingan Kemasyarakatannya karena 
melanggar persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan. 

(2) Kepala Bapas wajib mengakhiri Pembimbingan Kemasyarakatan 
Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembimbingan Kemasya-
rakatan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

Bagian Kelima
Perawatan 

 
Pasal 60

(1) Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA dalam melaksanakan fungsi 
Pelayanan dan Pembinaan memberikan Perawatan terhadap 
Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan. 

(2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. pemeliharaan kesehatan; 
b. rehabilitasi; dan 
c. pemenuhan kebutuhan dasar. 

 
Pasal 61

(1) Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus 
terhadap kelompok berkebutuhan khusus. 

 
(2) Kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 
a. Anak; 
b. Anak Binaan; 

c. perempuan dalam fungsi reproduksi; 
d. pengidap penyakit kronis; 
e. penyandang disabilitas; dan 
f. manusia lanjut usia.  

 
Pasal 62

(1) Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan yang 
dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat 
tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 
(tiga) tahun. 

(2) Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara khusus 
bersama dengan Tahanan atau Narapidana perempuan tersebut. 

(3) Dalam hal anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana 
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perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak 
yang berkebutuhan khusus, anak dapat ditempatkan pada unit 
layanan disabilitas. 

(4) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi makanan 
tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi. 

 
Pasal 63 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perawatan Tahanan, Anak, Narapidana, 
dan Anak Binaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
 

Bagian Keenam
Pengamanan 

Pasal 64

(1) Penyelenggaraan Pengamanan dilakukan di Rutan dan Lapas 

(2) Penyelenggaraan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan ditempat lain. 

(3) Penyelenggaraan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) terdiri atas: 

a. pencegahan; 
b. penindakan; dan 
c. pemulihan. 

 
Pasal 65

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a 
merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan potensi 
dan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban. 

(2) Dalam melaksanakan pencegahan di Rutan dan Lapas, 
sebagaimana dimaksud ayat (1), Petugas Pemasyarakatan 
berwenang melakukan: 
a. pemeriksaan; 

b. pengawasan komunikasi; dan 

c. tindakan pencegahan lainnya. 
 

Pasal 66
(1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b 

merupakan upaya untuk menghentikan, mengurangi, dan 
melokalisasi gangguan keamanan dan ketertiban. 

(2) Dalam melaksanakan penindakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) di Rutan dan Lapas, Petugas Pemasyarakatan berwenang 
untuk: 
a. mengamankan barang terlarang; 

b. menggunakan kekuatan; 
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c. menjatuhkan sanksi; dan 

d. menjatuhkan tindakan pembatasan. 

Pasal 67
(1) Penjatuhan sanksi bagi Tahanan dan Narapidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c berupa: 
a. penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua 

belas) hari; dan/atau 

b. penundaan atau pembatasan hak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf k dan Pasal 10 ayat (1). 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberikan 
bagi Tahanan dan Narapidana perempuan dalam fungsi 
reproduksi. 

 
Pasal 68 

Dalam menjatuhkan sanksi kepada Tahanan dan Narapidana, Petugas 
Pemasyarakatan wajib: 
a. memperlakukan Tahanan dan Narapidana secara adil dan tidak 

bertindak sewenang–wenang; dan 
b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Rutan dan 

Lapas. 
 

Pasal 69
Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Tahanan atau Narapidana 
diduga tindak pidana, kepala Rutan atau kepala Lapas melaporkan kepada 
instansi yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 70
(1) Tindakan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 

(2) huruf d berdasarkan hasil penilaian Petugas Pemasyarakatan 
dikenakan bagi Tahanan dan Narapidana yang: 
a. terancam oleh lingkungan sekitar; atau 
b. risiko tinggi; 

(2) Tindakan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
penempatan di tempat tertentu. 

 
Pasal 71

(1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c 
merupakan upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan 
keadaan kondisi pasca gangguan keamanan dan ketertiban. 

(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
cipta kondisi di Rutan dan Lapas. 
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Pasal 72
Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengamanan, Petugas 
Pemasyarakatan dilengkapi dengan senjata api serta sarana dan prasarana 
Pengamanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 

Bagian Ketujuh
Pengamatan 

Pasal 73
(1) Penyelenggaraan Pengamatan dilakukan di LPAS dan LPKA. 
(2) Penyelenggaraan Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilakukan di tempat lain. 
(3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. pencegahan; 

b. penegakan disiplin; dan 

c. pemulihan. 

 
Pasal 74 

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf 
a merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan 
potensi dan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban. 

(2) Dalam melaksanakan pencegahan di LPAS dan LPKA 
sebagaimana dimaksud ayat (1), Petugas Pemasyarakatan 
berwenang melakukan: 
a. pemeriksaan; 

b. pengawasan komunikasi; dan 

c. tindakan pencegahan lainnya. 

 
Pasal 75 

Dalam melaksanakan penegakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 73 ayat (3) huruf b di LPAS dan LPKA, Petugas Pemasyarakatan 
berwenang untuk: 
a. mengamankan barang terlarang; dan 

b. menjatuhkan tindakan disiplin. 
 

Pasal 76
Tindakan disiplin bagi Anak dan Anak Binaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 75 huruf b berupa: 
a. peringatan atau teguran; 
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b. permintaan maaf secara lisan atau tertulis; 

c. membersihkan lingkungan; dan 

d. tindakan disiplin sesuai kesepakatan bersama antara Anak atau 
Anak Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan. 

 
Pasal 77 

Dalam menjatuhkan tindakan disiplin kepada Anak dan Anak Binaan, 
Petugas Pemasyarakatan wajib: 
a. memperlakukan Anak dan Anak Binaan secara adil; 

b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LPAS dan 
LPKA; dan 

c. tidak bertindak sewenang-wenang. 

 
Pasal 78 

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Anak atau Anak Binaan 
diduga merupakan tindak pidana, kepala LPAS atau kepala LPKA 
melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk diproses sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 79 

(1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c 
merupakan upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan 
keadaan kondisi pasca gangguan keamanan dan ketertiban. 

(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui cipta kondisi di LPAS dan LPKA. 

 
Pasal 80 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pengamanan dan 
Pengamatan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
BAB IV 

INTELIJEN PEMASYARAKATAN 
 

Pasal 81
(1) Penyelenggaraan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

64 sampai dengan Pasal 71 dan Pengamatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 79 didukung dengan kegiatan 
intelijen. 

(2) Kegiatan intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Petugas Pemasyarakatan 

(3) Dalam melaksanakan kegiatan intelijen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Petugas Pemasyarakatan berwenang melakukan: 
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a. pengumpulan informasi intelijen; 
b. pengelolaan dan analisis informasi intelijen;  
c. penyajian data dan informasi intelijen; dan 
d. pertukaran informasi intelijen. 

 
BAB V

SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PEMASYARAKATAN 

Pasal 82

(1) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan digunakan 
sistem teknologi informasi Pemasyarakatan. 

 (2) Sistem teknologi informasi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai kelembagaan, proses 
bisnis, sumber daya manusia, data, layanan dan aplikasi, 
infrastruktur, keamanan, audit teknologi informasi dan pusat data. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem teknologi informasi 
Pemasyarakatan diatur dengan peraturan menteri/pimpinan 
lembaga. 

 
BAB VI

SARANA DAN PRASARANA  

Pasal 83

(1) Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan fungsi 
Pemasyarakatan, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana 
yang dibutuhkan. 

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit meliputi sarana dan prasarana: 

a. Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, 
Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan; 

b. lingkungan; 

c. bangunan;  

d. teknologi informasi; dan 
e. pendidikan. 

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memiliki fungsi yang terintegrasi antara aspek ruang gerak, 
kesehatan, dan keselamatan. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana diatur 
dengan peraturan menteri/ pimpinan lembaga. 

BAB VII
PETUGAS PEMASYARAKATAN 

Pasal 84
(1) Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak 

hukum yang melaksanakan fungsi Pemasyarakatan. 
(2) Ketentuan mengenai pejabat fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 

Pasal 85
(1) Untuk dapat diangkat sebagai Petugas Pemasyarakatan, selain 

memenuhi syarat yang ditentukan dalam penerimaan aparatur sipil 
negara, juga harus mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang 
Pemasyarakatan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan dan 
pelatihan di bidang Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan peraturan menteri/ pimpinan lembaga. 
 

Pasal 86

(1) Petugas Pemasyarakatan wajib menghormati hak asasi Tahanan, 
Anak dan Warga Binaan. 

(2) Petugas Pemasyarakatan wajib berpedoman pada kode etik dan 
kode perilaku. 

(3) Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pemasyarakatan 
diproses sesuai dengan ketentuan kode etik dan kode perilaku. 

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diduga merupakan 
tindak pidana, Petugas Pemasyarakatan diproses sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan kode perilaku 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan 
menteri/ pimpinan lembaga. 
 

Pasal 87

(1) Petugas Pemasyarakatan berhak mendapat bantuan hukum dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya. 
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(2) Petugas Pemasyarakatan wajib diberi pelindungan oleh negara dari 
kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau 
hartanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.  

(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga 
kepada keluarga Petugas Pemasyarakatan, dalam hal terdapat 
ancaman. 

(4) Pemberian bantuan hukum dan pelindungan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB VIII

PENGAWASAN 
Pasal 88 

(1) Pengawasan internal penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan 
dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga. 

(2) Pengawasan eksternal penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan 
dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia yang menangani bidang hukum.  

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), komisi membentuk tim pengawas.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pengawas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

BAB IX
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 89
(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, menteri/ 

pimpinan lembaga dapat mengadakan kerja sama dengan 
kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan perorangan yang 
kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan Sistem 
Pemasyarakatan. 

(2)    Kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga juga dapat memberi  
kan bantuan dan dukungan terhadap program Pemasyarakatan.  

 
Pasal 90

Dalam mengadakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, 
pemerintah daerah dapat menyediakan lahan, infrastruktur, dan/atau dana 
untuk penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayahnya. 
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Pasal 91
Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, setiap pimpinan satuan 
kerja Pemasyarakatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 
sinkronisasi, serta bekerja sama dalam lingkup internal dan eksternal. 

 
Pasal 92

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi Pe-
masyarakat  dengan cara: 
a. mengajukan usul program Pemasyarakatan; 
b. membantu pelaksanaan program Pemasyarakatan; 

c. berpartisipasi dalam pembimbingan mantan Narapidana dan Anak 
Binaan; dan/atau 

d. melakukan penelitian mengenai Pemasyarakatan. 

Pasal 93
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan peran serta masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 94 

Sebelum Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini mulai berlaku 
maka: 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 

dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845); 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3846); 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 
Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3857); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 
Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, 
Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3858); 
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dinyatakan masih tetap berlaku. 

Pasal 95
Pada saat Peraturan Presiden mengenai kementerian/lembaga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ini belum berlaku, fungsi 
Pemasyarakatan tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84). 

 
BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 96

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3614) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini. 
 

Pasal 97
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3614)  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 98

Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling 
lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 
 

Pasal 99
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 
 

Disahkan di Jakarta pada tanggal  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
JOKO WIDODO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
YASONNA H. LAOLY 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN   …   NOMOR ... 
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SYAMSUDDIN,S.H.,S.E.,MAF.,

M.H. 
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TA.  2003/2004 – lulus tahun 2005/2006. 
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masuk 2012/2013 – lulus tahun 2014/2015.  

 
B. PRESTASI DALAM BIDANG PENDIDIKAN 

• SD, diselesaikan 5 tahun (kelas IV naik ke kelas VI) selalu 
peringkat 1 dan Juara Umum; 
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Hazairin, S.H. (UNIHAZ) Bengkulu. 
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D.  PENELITIAN 7 TAHUN TERAKHIR. 
a. Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. DIPA 

STAIN Tahun 2007. 
b. Objek  Wisata  Dan  Pelacuran  Serta  Pengaruhnya Terhadap  Sosial 

Keagamaan Generasi Muda Kota Bengkulu. 
c. Pelacuran Dalam Perspektif Hukum Positif dan Implikasinya. 

DIPA IAIN Tahun 2014. (Belum diketemukan). 
d. Pengaruh  Politik  Penguasa  Terhadap Sistem Penegakan  Hukum 

Pidana di Indonesia. DIPA IAIN Tahun 2015.  
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e. Analisis  Fungsi  dan  Manfaat  Perjanjian  Perkawinan  Dalam  
Penyelesaian Sengketa Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian. 
DIPA IAIN Tahun 2016. 

f. Analisis Dan Implimentasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 
Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan 
Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di 
Indonesia) DIPA IAIN Tahun 2017. 

g. Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Hukum 
Positif Dan Hukum Islam (Studi Kepadatan Penghuni Lembaga 
Pemasyarakatan Di Provinsi Bengkulu) 
  

E. BUKU – BUKU, ORASI ILMIAH 
• Menghadang Prostitusi, Kajian Yuridis, Sosiologis Perda Nomor 24 

Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu. (Vanda 
Marcom - IAIN Bengkulu Press, Agustus 2015 ISBN 978 60271650 
90); Penulis Dr. H. John Kenedi,SH.,M.Hum, Editor Moch Iqbal, 
M.Si 

• Implementasi Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat.... (Penerbit 
Vanda, September 2017 ISBN 978 602 6784 43 8) ; Penulis Dwi Putra 
Jaya, Editor John Kenedi, Imam Mahdi 

• Dinamika Hukum Administrasi Indonesia, Mengenal Konstruksi 
Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang – Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 
(Penerbit Vanda, Oktober 2017 ISBN 978 602 6784 407) ; Penulis Ade 
Kosasi, John Kenedi, Imam Mahdi, Editor Dr. J.T Pereke, SH.,M.H 
dan Ferri Susanto, S.Pd.,M.Pd 

• Kebijakan Hukum Pidana (Criminal Policy) dalam Sistem Penegakan 
Hukum di Indonesia. (Pustaka Pelajar Jogja - IAIN Bengkulu Press, 
Nopember 2017 978 602 229 800 7); Penulis Dr. H. John 
Kenedi,SH.,M.Hum, Editor Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.Ag,.M.H 

• Asli Orasi Ilmiah, pada wisuda sarjana dan pascasarjana ke V tahun 
20-15 dengan judul “Formulasi Kebijakan Kriminal (criminal Policy) 
Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. 

• Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. (Samudera Biru Jogja - 
IAIN Bengkulu Press, Nopember 2018 ISBN 978-602-5960-53-6) 

• Analisis Dan Implimentasi Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan 
Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di 
Indonesia). 

•    Pengaruh Politik Penguasa terhadap Sistem Penegakan Hukum di 
Indonesia.  

• Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Hukum 
Positif Dan Hukum Islam (Studi Kepadatan Penghuni Lembaga 
Pemasyarakatan Di Provinsi Bengkulu) (Penelitian Tahun 2018). 
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F. PUBLIKASI KARYA ILMIAH 4 TAHUN TERAKHIR. 
1. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pembangunan, Jurnal Ilmiah 

Mizani Vol.22 No. 1 Pebruari 2013 Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu 
ISSN 0856-6694. 

2. Politik Hukum Peradilan Pada Era Reformasi di Indonesia, Jurnal 
Ilmiah Nuansa Vol. 6 No. 1 Juni 2013 Program Pascasarjana IAIN 
Bengkulu ISSN 2086-4493 

3. Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Ilmiah El-Afkar Vol.3 No. 1 
Juni 2014 Fak Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu. 

4. Sinergisitas HAM dan Pembangunan, Jurnal Ilmiah El-Afkar Vol.3 
No. II Desember 2014 Fak Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu. 

5. Pelacuran Dalam Perspektif Hukum Positif dan Implikasinya, 
Jurnal Ilmiah Manhaj Vol.3 No. 1 April 2015 LPPM IAIN Bengkulu 
ISSN 1639-2196. 

6. Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam 
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Di Perguruan 
Tinggi. Jurnal Ilmiah Terakriditasi Madania Vol 19 No.2 Desember 
2015, ISSN 1410- 8134. 

7. Kritik Terhadap Politik Penguasa Dalam Kebijakan Penegakan 
Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Ilmiah Manhaj Vol. 6 No.1 
Januari - April 2016. LPPM IAIN Bengkulu ISSN 1639 - 2196. 

8. Profesi Hukum Dan Kode Etik Profesi. Jurnal Ilmiah El-Afkar 
Volume 5 Nomor I Januari - Juni 2016, ISSN 2502 - 5384. 

9. Mediator Pemberi Jasa Hukum Dalam Islam. Jurnal Ilmiah Mizani 
Vol.26 No. 1 Pebruari 2016 Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu ISSN 
2355 - 5173. 

10. Urgensi Penegakan Hukum Dalam Dalam Hidup Berbangsa Dan 
Bernegara. Jurnal Ilmiah El-Afkar Volume 5 Nomor II Juli - 
Desember 2016, ISSN 2502 - 5384. 

11. Dinamika Politik Hukum Upaya Check And Balances Kekuasaan 
Kehakiman. Jurnal Al Imarah Vol. 1 No.1 Tahun 2016, ISSN 2541 – 
0067. 

12. Wanita dan Prostitusi Dalam Perspektif Al-qur’an dan Hadis, 
Jurnal Ilmiah El-Afkar, Vol. 6, No. I, Januari-Juni 2017, ISSN 2502-
5384; 

13. Penerapan Syari’at Islam Dalam Lintas Sejarah Dan Hukum Positif 
Di Indonesia, Jurnal Nuansa Vol. 10 No. 1 Juni 2017, ISSN 2086 – 
4493. 

14. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy ) Dalam Negara Hukum, Upaya 
Mensejahterakan Masyarakat. Jurnal Al Imarah Vol. 1 No.2 Tahun 
2018, ISSN 2541 – 0067. 

15. Prostitusi Dalam Perspektif HAM Dan Islam (Studi Kasus Praktik 
Prostitusi Di Kota Bengkulu). Jurnal Ilmiah Mizani Vol. 26 No. 1 
Pebruari 2018 Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu ISSN 2355 - 5173. 

16. Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Pembangunan Di 



  

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum.     643 

Indonesia. Jurnal Ilmiah Pemerintahan dan Politik Islam Al Imarah 
Vol. 3 No.1 Tahun 2018, ISSN 2541 – 0067. Desember 2018. 

17. Fenomena Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. 
  Jurnal Surya Keadilan Univ. Muhammadiyah Bengkulu, Vol. 2, No. 

2 November 2018. P. ISSN 2599 – 2252, C-ISSN. 2622 - 5166  

G.   ORGANISASI PROFESI YANG PERNAH DIIKUTI. 
1. Anggota Wartawan Indonesia  Perwakilan Bengkulu, tahun 1983 – 

1987. 
2. Wakil Sekretaris Persetasi Kota Bengkulu, tahun 1988 – 1991. 
3. Sekretaris Persetasi Kota Bengkulu, tahun 1992 – 1995. 
4. Biro Pelayanan Masyarakat dan Bantuan Hukum KORPRI Unit 

STAIN 1999 – 2004. 
5. Anggota Majelis Wakaf dan Keharta Bendaan Kota Bengkulu, 

tahun  2000 – 2005. 
6. Sekretaris Komisi Fatwa Hukum dan Penelitian Pengembangan 

MUI Kota Bengkulu, tahun 2001 – 2006. 
7. Bendahara LPPOM-MUI Propinsi Bengkulu, tahun 2001 – 2006. 
8. Wakil Ketua Club Tennis STAIN Bengkulu, tahun 2002 – 2004. 
9. Anggota Jejaring Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah 

Bengkulu, tahun 2006 – sekarang. 
10. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi 

Negara Se-Indonesia Tahun 2010 - 2014. 
11. Konsultan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Propinsi 

Bengkulu 2010-2012. 
12. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Patah 

Bengkulu 2011-2014. 
13. Konsultan Hukum Kementerian Hukum dan Ham Propinsi 

Bengkulu Tahun 2012. 
14. Ketua Bidang Litigasi LKBH IAIN Bengkulu, Periode 2013 - 2015. 
15. Ketua bidang Etika Profesi Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) 

Bengkulu, Periode 2013 - 2016. 
16. Anggota Forum Kewaspaspadaan Dini Masyarakat Kota Bengkulu, 

Periode 2014-2017. (SK. Walikota). 
17. Ketua Forum Kewaspapadaan Dini Masyarakat Provinsi Bengkulu, 

Periode 2015-2018. (SK. Gubernur). 
 

H.  KEGIATAN PROFESIONAL. 
1. Ketua Umum Gempa Bumi Kota Bengkulu Tahun 2000. 
2. Anggota Tim Penertiban dan Penanggulangan Pelacuran di Kota 

Bengkulu, tahun 2000. 
3. Anggota Tim Penutupan lokalisasi Pulau Baai Bengkulu tahun 2002 
4. Anggota Tim Penyelesaian Kasus Tanah STAIN Bengkulu, tahun 

2002. 



644     PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

5. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan 
Tanah Patah, dua periode  dan berkahir tahun 2013. 

6. Ketua Tim Pemekaran Wilayah Kelurahan Tanah Patah Kota 
Bengkulu. 

7. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bengkulu, Periode 
2014-2017. 

8. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Bengkulu, 
Periode 2015-2018.  

9. Menjadi Mediator beberapa kasus sebagai tugas dari LKBH IAIN 
Bengkulu, seperti, Kasus Polisi tangkap dan tahan Polisi  (selesai 
secara damai tgl. 25 September 2015). 

10. Menjadi Narasumber Pada Acara Kesbangpol Propinsi Bengkulu 
"Peran Dan Fungsi FKDM Dalam Mengantisipasi Fenomena 
Masyarakat di Kab. Seluma. 

11. Ikut Dalam Rakoornas Kementerian Dalam Negeri Dalam Rangka 
Pembinaan Politik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 
Menuju Harmoni Kebangsaan, Jakarta, West Westerm Hotel, 18 - 20 
Nopember 2015. (Diantaranya Membahas Rancangan PP RI 
...Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum). 

12. Menjadi Moderator Debat Publik "Pasangan Calon Bupati/Wakil 
Bupati Kabupaten KAUR tgl. 23 Nopember 2015 di Bintuhan" Yang 
Diselenggarakan Oleh KPU KAUR.  

13. Monev. Kegiatan FKDM dan Memantau Perkembangan Situasi 
Kewaspadaan Dini Masyarakat Menjelang Pemilu di Kabupaten 
Bengkulu Utara, 07 S/d 09 Desember 2015. 

14. Menjadi Narasumber Seminar Nasional Kementerian Pertahanan 
dan  Keamanan yang diadakan di daerah  Materi "Pengaruh Politik 
Penguasa terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Daerah".   

15. Menjadi Narasumber Pada Acara Kesbangpol Propinsi Bengkulu 
"Peran Dan Fungsi FKDM Dalam Mengantisipasi Fenomena 
Masyarakat di Kab. Bengkulu Selatan, Senin, 05 September 2016. 

16. Mengikuti LEMHANAS R.I, "Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 
Bagi Birokrat, Akademisi Dan Tokoh Masyarakat Di Provinsi 
Bengkulu Tahun 2016", Tahun 2016. 

17. Tim Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda) Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten  Empat Lawang. SK. Bupati 
Empat Lawang, Nomor : 800/05/KEP/BKPSDM.III/2017. tgl. 13 
Januari 2017. 

I. KEGIATAN ILMIAH DAN PENGABDIAN MASYARAKAT YANG 
PERNAH  DILAKUKAN, DIANTARANYA ; 
1. Penghargaan dari Walikotamadya Bengkulu Nomor: 2/475/ 

PENG/B.VII/1993 Bengkulu, 17 Agustus 1993 karena berperan aktif 
dalam mewujudkan Bengkulu Kota Semarak. 
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2. Penghargaan dari Walikotamadya Bengkulu Nomor: 02/1803/ 
PENG/B.I/1997 Bengkulu, 13 Juni 1997 karena berperan aktif dalam 
mensukseskan Pemilu 1977 sebagai KPPS. 

3. Peserta Pelatihan Penelitian Tingkat Dasar Dosen-dosen STAIN 
Bengkulu Oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat (P3M). Bengkulu, 9 Oktober 2000. 

4. Peserta Workshop For Lectures Bagi Dosen-Dosen IAIN dan STAIN 
Se-Indonesia Oleh Presedium Ondonesian Center For Civic Education 
(ICCE) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 18 Agustus 2001. 

5. Peserta Pelatihan Penelitian Tingkat Menengah Dosen-dosen 
STAIN Bengkulu Oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat (P3M). Bengkulu, 21 September 2001. 

6. Peserta Seminar Nasional II ,"Civic Education di Perguruan Tinggi 
Sebagai Modal Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di 
Indonesia", Narasumber : Prof. Dr. Azumardi Azra, MA, Prof. Dr. 
A. Malik Fadjar, M.Sc DLL, di Hotel Lombok Raya Mataram Nusa 
Tenggara Barat. Jakarta,  April 2002. 

7. Peserta Workshop On Civic Education Bagi Dosen-Dosen IAIN dan 
STAIN Se-Indonesia "Penguatan Civic Comunity di Perguruan 
Tunggi Sebagai Basis Perwujudan Civil Sosiety di Indonesia" Oleh 
Presedium Ondonesian Center For Civic Education (ICCE) Syarif 
Hidayatullah Jakarta. di Hotel Natour Muaro Padang. Jakarta, 31 
Mei 2003. 

8. Peserta Seminar Nasional, "Universal Juridiction Dan Penerapan-
nya di Indonesia" Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana UNSRI dan 
Pusat Kajian HAM dan Terorisme Fak. Hukum. 

9. UNSRI Serta YLBHI Jakarta. Narasumber : Dr. Adnan Buyung 
Nasution,SH, Amzulian Rifai, SH., LLM, PhD, dll. Palembang, 21 
Juni 2004. 

10. Peserta Semiloka Dan Focus Group Discussion "Jejaring 
Oftimalisasi Partisipasi Publik Menjaga Harkat, Martabat dan 
Kehormatan Hakim Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan 
Peradilan di Daerah Yang Efektif dan Efisien" Kommisi Yudisial 
Republik Indonesia dan Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana UNSRI, 
Narasumber: Buyro Muqoddas, S.H., M.H. (Ketua KY.RI), Prof. 
Safri Nugraha, SH., L.LM., Ph.D. dll Hotel Aston Palembang, 18 - 19 
Juli 2006. 

11. Mengikuti Pelatihan Investigasi Dan Penelitian Bagi Jejaring Komisi 
Yudisial Republik Indonesia. Sertifikat Nomor : 012/SER/DIK-
JAR/VIII/2006, Jakarta, 30 Agustus 2006. 

12. Peserta Workshop Penyusunan Sylabus Mata Kuliah Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu. Sertifikat Nomor : 
STi.03/KP.06.6/1597/2006,  Bengkulu, 18 Oktober 2006.  

13. Mengikuti Pelatihan Penelitian Dan Investigasi Bagi Jejaring Komisi 
Yudisial Republik Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Sistem 
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Peradilan Yang Transparan, Bersih dan Berwibawah di Indonesia.  
Jakarta, 24 Nopember 2006. 

14. Panitia Workshop Civic Education Pada Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Bengkulu. Sertifikat Nomor: 0125 Tahun 2007, 
Bengkulu, 18 Maret 2007. 

15. Narasumber Workshop Civic Education STAIN Bengkulu, 32 Jam 
Pelajaran Dari tgl. 13 S/d 18 Maret 2007. Setifikat Nomor: 0125 
Tahun 2007, Bengkulu 18 Maret 2007. 

16. Peserta Orientasi Penyusunan Kurikulum dan Silabus Program 
Studi Filsafat dan Pemikiran Politik Islam (FPPI). Bengkulu, 21 
April 2007. 

17. Peserta Orientasi Training Of Trainer (TOT) Perawatan Rohani Islasm 
(Warohis) Oleh Jurusan Dakwah STAIN Bengkulu. Bengkulu, 28 Juli 
2007. 

18. Peserta Upgrading Dosen Pendidikan Kewargaan di Perguruan 
Tinggi Agama Islam Se-Jawa, Sumatera, Kalimantan dan NTB oleh 
Indonesian Center For Civic Education (ICCE) UIn Jakarta. Jakarta, 18 
Agustus 2007. 

19. Panitia Bedah Buku "Jihad Ala Pesantren di Mata Antropolog 
Amerika". Bengkulu, 4 September 2007. 

20. Moderator, Seminar Nasional "Keberadaan Hukum Islam Dalam 
Pluralisme Hukum Dan Implimentasinya Dalam Perundang-
Undangan". Narasumber: Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. 
(Wantimpres) dan  Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H. 
(Wantimpres). Setifikat Nomor: 145/ JS. STAIN/X/2010, Bengkulu, 
30 Oktober 2010. 

21. Peserta Ceramah  Umum "Refleksi Pemilukada Langsung Dalam 
Demokrasi Indonesia" Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan 
Hukum Administrasi Provinsi Bengkulu. Bengkulu, 06 November 
2010.  

22. Peserta Seminar/Bedah Buku Oleh Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Bengkulu. Piagam Penghargaan Nomor: 
Sti.03/Hm.01.2/1825/2010. Bengkulu, 20 November 2010. 

23. Peserta Seminar Nasional (Kuliah Umum dan Dialog Terbuka) 
"Konstitusi Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945) 
Antara Cita-Cita dan Fakta" Dalam Rangka Hari Ulang Tahun 
Fakultas Hukum Ke-1 Univ. Muhammadiyah Bengkulu. Bengkulu, 
3 Desember 2010. 

24. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 
Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu. Periode 2011 - 2013. 
SK. Walikota Bengkulu, Nomor: 61 Tahun 2011,  Bengkulu, 19 
Maret 2011. 

25. Peserta Studium General dan Bedah Buku "Syarah UUD 1945 
Perspektif Islam" (Konter Terhadap Wacana Radikalisme dan NII), 
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Pembicara Cendikiawan Muslim  KH. Masdar Farid Mas'udi. 
Sertifikat Nomor : Sti. 03/PP.009/1176/2011. Bengkulu, 29 Juni 2011. 

26. Peserta Seminar Nasional dan Bedah Buku "Examining Islam In The 
West"  (Addressing Accusations And Corecting Misconseption),  Nara-
sumber: Dr. H. Alwi Shihab. Bengkulu, 12 Desember 2011. 

27. Peserta Sosialisasi Dan Edukasi Pasar Modal Dan Lembaga 
Keuangan, Fakultas Ekonomi bekerjasama dengan Bapepam - LK 
Kementerian Keuangan R.I. Bengkulu, 15 Desember 2011. 

28. Forum Dialog, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam 
Pembentukan Sistem Hukum Nasional". Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Bengkulu, 
15 Mei 2012. 

29. Juri Lomba Cerdas Cermat "4 (Empat) Pilar Kehidupan Berbangsa 
Dan Bernegara. MPR. R.I". Bengkulu, 2 Juni 1012. 

30. Narasumber, "Kebijakan Politik dan Strategi Nasional dalam 
Mewujudkan Masyarakat Adil, Makmur, Dan Sejahtera". Setifikat 
Nomor : 452/S/LPM-KPB/VI/2012, Bengkulu, 6 Juni 2012. 

31. Peserta Sosialisasi Pancasila, Undsang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republi 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal ika. Bengkulu, 02 Pebruari 2013. 

32. Peserta Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 
Tingkat Nasional.Kementerian Dalam Negeri R.I, Direktorat Jend 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sertifikat Nomor: 
411.3/03/2013, Bandar Lampung, 01 Maret 2013. 

33. Peserta Seminar Nasional "Kebijakan Fiskal 2013 dan 
Perkembangan Ekonomi Terkini" Oleh Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia. Jakarta, 5 Juli 2013. 

34. Narasumber, Dalam Kegiatan "Workshop Advokat bagi Mahasiswa 
IAIN Bengkulu". Sertifikat Nomor: In.16/F.II/PP.009/0235/2013. 
Bengkulu, 04 Oktober 2013. 

35. Peserta Seminar Nasional "Pengembangan Hukum Islam Dan 
Liberalisme Dalam Tafsir" Program Pascasarjana IAIN Bengkulu. 
Narasumber: Prof. Dr. Mohamad Nur Kholis Setiawan, MA (UIN 
Sunan Kalijaga), Dr. H. Nadirsyah Hosen, LLM., MA., Ph.D. 
Sertifikat Nomor : In.16/PPs/PP.009/536/2013, Bengkulu, 11 Oktober 
2013. 

36. Peserta Kuliah Umum Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam 
"Dinamika Hukum Islam di Indonesia" Narasumber: Prof. Dr. H. 
Khoiruddin Nasution, MA. Piagam Penghargaan, Nomor: 
In.16/F.II/PP.009/0404/2014, Bengkulu, 17 Oktober 2014. 

37. Peserta International Confrence On Islamic Studies And Contemporary 
Issues held by State Institute Of Islam Studies (IAIN) Bengkulu. 
Bengkulu, 22 Oktober 2013. 

38. Panitia Kegiatan 4 Pilar Goes To Campus Dalam rangka Sosialisasi 
Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika di 
IAIN Bengkulu oleh MPR R.I. Bengkulu, 23 Oktober 2013. 

39. Diskusi Publik MPR R.I., Bekerjasama dengan Univ. Muham-
madiyah Bengkulu, "Hubungan Antar Lembaga-lembaga Negara 
dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia".  Bengkulu, 15 November 
2013. 

40. Panitia Seminar Nasional, "Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di 
Indonesia". Bandung, 23 November 2013. 

41. Koordinator Acara/Panitia, Seminar Hukum Nasional, "Peranan 
ISHI Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap 
Penegakan Hukum di Provinsi Bengkulu". Sertifikat Nomor: 
013/DPD-ISHI/BKL/XI/2013, Bengkulu, 30 November 2013. 

42. Piagam Penghargaan Dari KPU Republik Indonesia, Sebagai Ketua 
KPPS Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD dan Presiden/ 
wakil Presiden R.I., Piagam Penghargaan Nomor: 01/PIAGAM/ 
KPU/X/2014, Jakarta, 14 Oktober 2014. 

43. Juri "Debat Hukum Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Melalui 
Debat Hukum Kita Wujudkan Mahasiswa Yang Memiliki Sikap 
Kritis Terhadap Masalah Syari'ah dan Ekonomi Islam". Piagam 
Penghargaan Nomor: 01/Panpel- DH/XI/2014, Bengkulu, 30 
November 2014. 

44. Peserta Seminar Nasional Shariah And Economic Islam Faculty IAIN 
Bengkulu "Model And Islamic Financial Of Indonesia's Institutions In 
The Global Economy" Narasumber: Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, 
M.Soc,sc, Prof. Dr. Asep Hermawan, M.Sc dan Dr. Fauzi 
Nugroho,SE,MM. Sertificate of Appreciation, Number: In.16/F.II/ 
PP.009/0522/2014. Bengkulu, 2 Desember 2014. 

45. Peserta Seminar Internasional "The 2ND International Seminar On 
Science Integration In Facing Global Spectrum". IAIN Bengkulu, 
Desember 15th  2014. 

46. Juri "Debat Hukum Part 2, Dalam Rangka Ulang Tahun Fakultas 
Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu". Piagam Penghargaan 
Nomor : 02/Panpel- DC/IV/2015, Bengkulu, 30 April 2015. 

47. Narasumber, "Workshop Advokasi Kita Tingkatkan Kemahiran 
Mahasiswa Dalam Beracara". Bengkulu, 27 Agustus 2015. 

48. Dialog Pencegahan Terorisme, "Sinergitas Pemerintah Dan Tokoh 
Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme Kearifan Lokal Guna 
Mendukung Kerja FKPT Provinsi Bengkulu". Bengkulu, 20 Agustus 
2015. 

49. Narasumber, "Peran Dan Fungsi FKDM Dalam Mengantisipasi 
Fenomena Masyarakat Di Kabupaten Seluma Bengkulu". Bengkulu, 
31 Agustus 2015. 

50. Moderator Debat Publik, Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabu-
paten Kaur Tahun 2015. Surat Keterangan Nomor: 295/KPU-Kab. 
Kaur/007.434351/XI/2015, Kaur, 23 November 2015. 
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51. Narasumber Seminar Nasional Kementerian Pertahanan R.I, 
Seminar Daerah "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung 
Kebijakan Pertahanan Negara di Daerah". Sertifikat Nomor: 
S/001/XI/2015, Jakarta, 27 November 2015. 

52. Ketua Rukun Tetangga 14 Kelurahan Tanah Patah Kec. Ratu Agung 
Kota Bengkulu 2 (dua) Periode  2009-2012 dan 2012-2015. SK. An. 
Walikota, Camat Ratu Agung Nomor: 148/06/RA/P, Tanggal, 07 
Pebruari 2012. 

53. Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bengkulu 
Periode Tahun 2014-2017. SK. Walikota Bengkulu Nomor: 107 
Tahun 2014, Bengkulu, 26 Mei 2014.  

54. Ketua Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi 
Bengkulu Periode Tahun 2015-2018. SK. Gubernur Bengkulu, 
Nomor: R.301.XXIX. Tahun 2015, Bengkulu, 21 April 2015. 

55. Peserta Seminar Nasional MPR R.I "Implementasi Nilai-Nilai 
Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan". Bengkulu, 7 Juli 2015. 

56. Peserta Seminar Nasional "Perkembangan dan Prosfek Akad-akad 
di Perbankan Syari'ah Indonesia (Tantangan Dalam Menyongsong 
MEA 2015). Narasumber: Prof. Dr. H. Muhammad, M. Ag. dll. 
Bengkulu, 14 September 2015. 

57. Peserta Seminar Nasional "Rekruitmen, Pengawasan dan Kode Etik 
Menuju Hakim yang Bersih dan Berwibawa" Narasmber Dr. 
Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H. 

58. Peserta "Lokakarya Kebanksentralan" Oleh Pusat Pendidikan dan 
Studi Kebanksentralan Republik Indonesia. Jakarta. 

59. Peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR R.I "Pancasila Sebagai Dasar 
dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi 
Negara Serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Sebagai Bentuk Negara Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan 
Negara".  Bengkulu 27 Oktober 2015. 

60. Peserta FGD (Focus Group Discussion) Kerjasama Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak 
Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu Tema “Kampanye di Media”, 
Kantor RB Sabtu, 12 September 2015. 

61. Narasumber, "Peran Dan Fungsi FKDM Dalam Mengantisipasi 
Fenomena Masyarakat Di Kabupaten  Bengkulu Utara". Surat 
Tugas Nomor 17/FKDM/XII/2015 :  Bengkulu, 03 Desember  2015 

62. Peserta Focus Group Discussion, "Menyoal Penegakan Hukum 
Tindak Pidana  Korupsi : Strategi Perubahan Undang-Undang 
No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi" Yang Diselenggarakan Oleh DPR, DPD R.I. bekerjasama 
Dengan Fakultas Hukum Univ Bengkulu. Narasumber: Bersama 27 
Orang pakar Hukum. Bengkulu, 6 Januari 2016. 
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63. Peserta Workshop Perangkat Pembelajaran Dosen IAIN Bengkulu 
Tahun 2016 Oleh Lembaga Penjamin Mutu IAIN Bengkulu. 
Bengkulu, 17 Februari 2016. 

64. Mengikuti LEMHANAS R.I, "Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 
Bagi Birokrat, Akademisi Dan Tokoh Masyarakat Di Provinsi 
Bengkulu Tahun 2016", LEMHANAS R.I Selama 7 Hari. Sertifikat 
Nomor : 011/III/2016, Bengkulu, 6 Maret 2016. 

65. Mengikuti Kegiatan Outbound, LEMHANAS R.I, "Pemantapan 
Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Birokrat, Akademisi Dan Tokoh 
Masyarakat Di Provinsi Bengkulu Tahun 2016", LEMHANAS R.I 
Selama 7 Hari Bersama Debour Team Building. Bengkulu, 6 Maret 
2016. 

66. Peserta Seminar Internasional "Pembasmi Kemiskinan" Nara 
sumber: Datok Haji Zainal Abidin Bin Haji Sakom Ketua Yayasan 
Pembasmi Kemiskinan Malaysia. Sertifikat Penghargaan Nomor: 
In.16/PP.00.9/02/2016, Bengkulu, 18 Maret 2016. 

67. Peserta Seminar Nasional dan Bedah Buku "Cara Mudah Pahami 
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 In 1 The 
Land Acquiition" Narasumber: Dr. Jarot Widya Mulyawan, S.H., 
C.N., M.Kn. Bengkulu, 29 Maret 2016. 

68. Peserta Seminar/Sosialisasi Dari Polda Bengkulu "Pencegahan 
Perkembangan Aliran Radikalisme dan Terorisme". Narasumber: 
AKBP. H. Jauhari, S.H. Bengkulu, 31 Maret 2016. 

69. Peserta Bedah Buku "Perda Berbasis Norma Agama" Narasumber: 
Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag., M.H. Bengkulu, 13 April 2016. 

70. Peserta/ Panitia  Dialog Publik "Reformulasi Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional Dengan Mdel GBHN" Narasumber : dr. 
Anarulita Muchtar (Anggota MPR R.I) dan Dr. Imam 
Mahdi,SH.,MH (Akademisi IAIN Bengkulu). Bengkulu, 19 April 
2016. 

71. Juri Debat Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dalam Rangka 
HTN Cup 2016.  "Melalui Debat Hukum Kita Wujudkan Mahasiswa 
Yang Memiliki Sikap Kritis Terhadap Masalah Syari'ah dan 
Ekonomi Islam". Piagam Penghargaan Nomor: 01/Panpel- 
DH/XI/2016, Bengkulu, 26 April 2016. 

72. Ketua Dewan Juri Debat Hukum Mahasiswa Se-Propinsi Bengkulu 
Dalam Rangka HTN CUP Tahun 2016. "Ciptakan Generasi Yang 
Kreatif, Inovatif, Kritis dan Bertanggung Jawab Kepada Agama, 
Bangsa dan Negara". Bengkulu, 26 April 2016. 

73. Peserta Seminar Nasional "Membangun Generasi Muda Yang 
Berakhlak Mulia Untuk Mewujudkan Bengkulu Berkemajuan" 
Narasumber: Hj. Elly Risman, M.Psi., dan dr. Dewi Inong Irana, 
Sp.KK, FINSDV. Bengkulu, 24 Mei  2016. 
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74. Peserta Seminar Nasional "Hisab dan Rukyat" Narasumber Kepala 
LAPAN R.I: Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc., Bengkulu, 24 
Mei  2016. 

75. Menjadi Narasumber Kegiatan "Sosialisasi dan Monitoring 
Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan" 
yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
(Kesbangpol) Pemerintah Provinsi Bengkulu. Bengkulu, 22 Agustus 
2016. 

76. Narasumber, "Peran Dan Fungsi FKDM Dalam Mengantisipasi 
Fenomena Masyarakat Di Kabupaten  Bengkulu Selatan ". 
Bengkulu, 05 September  2016. 

77. Penasehat Pengurus Masjid Al-Ma'ruf Kuala Alam Kel. Tanah 
Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu. SK. Kepala Kelurahan 
Tanah Patah Nomor : 17/1003/2016, tgl. 10-10-2016. 

78. Menjadi Moderator Dalam Seminar Nasional "Mengkaji 
Kompetensi Penilaian Terhadap Unsur Penyalagunaan Wewenang 
Yang Dilakukan Oleh Aparatur Pemerintah" Narasumber: Prof. Dr. 
Sudarsono, S.H., M.S., Prof. Yudian Wahyudi Asmin, MA., Ph.D, 
Prof. Dr. Juanda, S.H.,M.H., Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H., 
Grage (Horizon) Hotel Bengkulu, Senin, 05 Desember 2016. 

79. Tim Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda) Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten  Empat Lawang. SK. Bupati 
Empat Lawang, Nomor: 800/05/KEP/BKPSDM.III/2017. tgl. 13 
Januari 2017. 

80. Panitia Seminar Sehari "Revitalisasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam 
Mewujudkan Pemilu Demokratis" Narasumber 1. Irwan Saputra, 
S.Ag.,MM Ketua KPU Provinsi Bengkulu. 2. Persadaan Harahap, 
SP.,MM (Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, dan 3. Dr. Imam 
Mahdi, SH.,MH (Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu. 
Bengkulu, 13 April 2017. 

81. Narasumber, "Peran dan Fungsi FKDM dalam Mengantisipasi 
Fenomena Masyarakat di Kabupaten Kaur ".  Bengkulu, 05 Agustus  
2017. 

82. Narasumber Diskusi Publik Dengan Tema “ Sosok Pemimpin Ideal 
Kota Bengkulu Periode 2018-2023” Penyelenggara: Forum Lintas 
Masyarakat, Ormas Pemuda dan Mahasiswa Kota Bengkulu. Smart 
City Simpang Lima Bengkulu, Sabtu, 12 Agustus 2017. 

83. Anggota Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Doktor 
Hukum Indonesia (DPN – ADHI) Masa Bakti 2017-2021. Jakarta, 11 
Oktober 2017.  

84. Peserta Seminar Nasional “Peran Profesional Guru Dalam 
Peningkatan Kualitas SDM Era Globalisasi” Penyelenggara 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas 
Terbuka UPBJJ Bengkulu. Bengkulu 19 Oktober 2017. 
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85. Bidang Pelatihan dan Kaderisasi, Lembaga Konsultasi dan Bantuan 
Hukum (LKBH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu  
Tahun 2017. Surat Keputusan Rektor Nomor 0620, 30 Oktober 2017. 

86. Peserta Seminar Internasional “Annual International Conference on 
Islamic Studies (AICIS) ke 17 tahun 2017, tgl. 20 s.d 23 November 
2017 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Tangerang Banten. 

87. Narasumber Penyuluhan hukum “Perlindungan Anak Berbasis 
Masyarakat sebagai Upaya Menjaga Masa Depan Bangsa” Kab. 
Bengkulu Tengah, Sabtu 10 Maret 2018. 

88. Narasumber Workshop Advokasi “Kita Siapkan Mahasiswa 
Menjadi Advokat Profesional” IAIN Bengkulu Tanggal 4-6 Mei 
2018. Bengkulu, 06  Mei  2018. 

89. Peserta Dialog Wawasan Kebangsaan Bagi Alumni Taplai Dan ToT 
Nilai-nilai Kebangsaan LEMHANAS RI Tahun 2018 03 S/d 05 Juli 
2018. Jakarta, 026/VII/2018. 

90. Peserta Seminar Nasional Tema “Islam Nusantara: Menakar 
Maslahat dan Mudarat bagi Umat” Narasumber: Dr. KH. Abdul 
Moqosith Ghazali, M.Ag dan Dr. KH. Marzuki Wahid, MA. 08 
Oktober  2018. Sertifikat: Bengkulu, 970/In.11/F.1/ PP.009/10/2018. 

91. Peserta International Workshop on Academic Writing For 
Publication In Scopus/SSCI Journal. 4-5 December 2018. Sertifikat: 
School Of Educational Studies Universiti Sains Malaysia, Penang 
Malaysia. 

92. Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
Dan Tim Sekretariat Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  Bengkulu Tengah 
Tahun 2018.  SK. Bupati Bengkulu Tengah, Nomor: 800 – 318.a 
Tahun 2018. tgl. 30 November 2018. 

93. Perubahan Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama (Sekda) Dan Tim Sekretariat Seleksi Terbuka Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Bengkulu Tengah Tahun 2018. SK. Bupati Bengkulu Tengah, 
Nomor : 800–337 Tahun 2018. tgl. 16 Desember 2018. 

94. Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan 
Tinggi  Pratama Serta Tim Sekretariat Mutasi/Rotasi dan Uji 
Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten  Bengkulu Tengah Tahun 2019. SK. Bupati 
Bengkulu Tengah, Nomor: 800 – 08  Tahun 2019. tgl. 09 Januari  
2019. 

95. Panitia Seleksi Ujian Kompetensi Pejabat Administrator  Dan 
Pejabat Pengawas Serta Tim Sekretariat Ujian Kompetensi Pejabat 
Administrator Dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten  Bengkulu Tengah Tahun 2019.  SK. Bupati Bengkulu 
Tengah, Nomor: 800 – 16  Tahun 2019. tgl. 15 Januari  2019. 
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96. Pengurus Lembaga Konsultasi Keluarga Sakinah Fakultas Syariah 
IAIN Bengkulu Tahun 2018 – 2019. SK. Dekan Fakultas Syariah 
IAIN Bengkulu, Nomor: 019 Tahun 2018,  Juli 2018. 

97. Peserta Seminar Nasional Tema “ Keluar Dari Keterpurukan 
Hukum di Indonesia: Konstruksi Hukum Pembangunan Kearah 
Welfare State” Narasumber: Dr. Bambang Wijiyanto, S.H., M.H. dan 
Dr. Yanto Supriyadi, S.H., M.H., 05 Oktober  2019. Sertifikat: 
Bengkulu, 121/E-4/PPs – UNIHAZ/X/2019 , tgl. 05 Oktober 2019. 

98. Peserta Seminar Nasional Tema “Redefening Islam Washaty, Upaya 
Deradikalisasi Agama di Indonesia”, Pascasarjana IAIN Bengkulu, 
06 November  2019. 

99. Peserta Kuliah Umum dan Bedah Buku Tema “Manunggaling 
Kawulo Gusti, Dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi (Implementasi 
Sistem Egaliter Berbasis Nilai-nilai Islam Nusantara”,
 Pascasarjana IAIN Bengkulu, 06 November  2019. 
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